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AssrSyirazi db berkata: [^alu jika pihak ]rang
memiliki khi5nr itu meninggal dunia, maka l'hiWr
tersebut berpindah kepada ahli warisnya, karena khiyar
tersebut adalah hak 37ang sifatnya mengikat (lazim; fidak
boleh dibatalkan secara sepihak), yang khusus berkaitan
dengan obyek jual beli. Sehingga akibat kematian
tersebut, khiyar berpindah kepada ahli warisnyn.
Seperti menahan obyek jual beli hingga uang pembelian
itu datang.

Penjelasan:

Pemyataan AqrSyirazi: Redalsir "(Hak yang sifatrga)

mengikat (lazini," mengecualikan hak-hak yang tidak mengikat

Ua'izah), dimana akad tersebut batal akibat kematian, contohnya

seperti konhak .4akalah (pemberian kuasa), syirkah (akad

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suafu usaha tertenfu,

di mana masing-masing pihak memberikan konhibusi dana dengan

ketentuan bahwa keunfungan dan resiko akan ditanggung bersama

sesuai dengan kesepakatanl, khi5mr qabul, khilnr pembatalan akad

dengan kesepakatan kedua pihak (iqaalal), khiWr budak yang

mengadakan akad cicilan (mukataQ, dan hak sejenis lainnya.

Pemyataan Asy-Syirazi: "Khusus berkaitan dengan obyek
jual beli," ini mengecualikan kh&nr penarikan kembali pada hibah

dan cacat dalam wanita yang dinikahi. Demikian para komentator
N MuhadzdzaD menufu rkan.

Abu Ath-Thayyb dalam Ta'hg miliknSa berkata: Hak khgrar
tersebut berhubungan dengan obyek jual beli 3nng tunai, dimana
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dia meletakkannya sebagai pengecualian jatuh tempo, karena jatuh

tempo itu berhubungan dengan objek jual beli dalam bentuk
tanggungan. Obyek jual beli yang tunai tidak dapat ditunda
pembayarannya hingga jangka waktu tertenfu.

Contoh kasus masalah ini adalah, bila seorang pembeli

meninggal dunia sebelum melihat cacat, atau setelah melihat cacat

tersebut tetapi sebelum sempat mengembalikan objek jual beli,

atau cacat tersebut muncul sebelum objek jual beli diserahkan

setelah kematian pembeli, dimana objek jual beli ihr diperkirakan
telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi milik pembeli

tersebut, kemudian objek jual beli tersebut berpindah, sebagaimana

perpindahan hak milik yang terjadi dalam semua perkara lain yang

kepemilikannya ditenfukan melalui perkiraan.

Ketentuan hukum ini, yaifu beralihnya khryarkarena cacat

kepada'ahli waris, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Jarang sekali ulama yang menjelaskannSn dalam kasus ini. Namun
dalam membahas khipr syarat, mereka menyebutkan perbedaan

pendapat yang terjadi di dalahDln, antara kami dengan ulama

madzhab Hanafi, yang meng-qiya*kannya dengan khiyar karena

cacat.

Kaidah: Sejumlah hak yang dimuat dalam Al Muhadzdzab,

di antaranya hak yang dipastikan dapat diwarisi, hak

dipastikan tidak bisa diwaris, dan yang di dalamnya

perbedaan pendapat.

Sejumlah hak yang terlintas dalam pikiranku saat ini
adalah khiyar mengembalikan karena cacat, khiyar s5ruf'ah, khiyar
karena pailit (fala$, hak menahan objek jual beli, gadaian,

yang

terjadi
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menan!tr;ung resiko, hak mendiami sejumlah tempat di pasar,

lrhita, syarat, khig, menghadang rombongan pedagang, khiyar
pernisahan akad, khinr menolak unfuk mernerdekakan, kh$tar
karena menyalahi ianji llang telah disepakati, hak pencekaran, hak
barang temuan lfuqatlnh, hak melintasi ialan, kepernilikan anjing,
ldit bangkai dan seienisnSn.

Khinr najlis, menerirna unsbt, hak qislnsh, huk,rnan
menuduh berhnt zina, b zir, khgar rufu bila kita
mernberlakukannya, saling bersumpah, uadibh, walalah, syirkah,
uralrat waris mla' (karena mernerdekakan budak), kh$ar dalam
akad nikah adalah l$&ar qabul (menerima) dan khig,
membatalkan akad nikah, hak penarikan kembali dalam hibah,hak
jafuh tempo, menentukan dan menjelaskan dalam menyamarkan
talak dan dalam pernikahan seorcmg yang mus}rik, serta
penjelasan iqnr (pagakuan) dengan penjelasan yang ringkas
(mujmal. Wallahu a'km.

Cabang, Jika anak laki{aki pernbeli memotong sebuah
tangan budak yang menjadi objek jual beli, sebelum diserahkan,
kemudian pembeli tersebut meninggal dunia sebelum sempat
mengambil keputusan membeli atau tidak, dan warisan itu telah
berpindah kepada anak laki-laki yang telah memotong tangan
budak tersebut, maka apakah dia memiliki hak khiyarkarena hak
waris tersebut?

Ar-Ruyani berkata: Ada kernungkinan dapat dikatakan: Dia
merniliki l:e.k khgaa karena hak khijar tersebut diperoleh dari
pauaris bukan dari dirirya, dengan bukti jika dia rela dengan cacat
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tersebut semasa hidup panraris, kemudian ayah tersebut meninggal

dunia, maka dia memiliki hak khiwr.

Jika pendapat ini benar, dia harus memilih melanjutkan jual

beli tersebut, mhka dia tidak harus membayar ganti kenrgian

apapun, karena budak tersebut milikqn. Apabila dia memilih

untuk membatalkan jual beli tersebut, maka dia harus menanggung

separuh harga budak tersebut dan berhak meminta kembali uang

pembelian budak tersebut. Di dalam pendapat yang lain, dia harus

membayar kekurangan harga budak tersebut, karena menyamakan

status budak tersebut dengan berbagai harta kekayaan lainnya.

Asy-Syir azi e berkata: Lalu apabila pembeli

mempunyai dua orang ahli waris, dimana salah seorang

dari mereka berdua memilih untuk mengembalikan

bagian warisan miliknya dan tidak demikian dengan ahli

waris yang lain, maka hal pengembalian itu tidak boleh,

karena pengembalian bagian warisan miliknya tersebut

merupakan pembagian sebuah transaksi yang sedang

dalam kondisi. Sehingga hal tersebut tidak boleh tanpa
persetujuan peniual, sebagaimana kasus; iika pembeli

berkeinginan mengembalikan sebagian obiek iual beli-

Penjelasan:

Hukum yang telah disebutkan oleh Asy-syirazi 4B ini adalah

pendapat yang shahih. Ini merupakan pendapat lbnu Al Haddad.

segolongan ulama di antaranya Al Qadhi Husain dan Al Imam
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Haramain memufuskan berpegang pada pendapat ini. Di antara

ulama yang mengunggulkannya adalah Ar-Rafi'i dan AlJurjani.

Al Faurani berkata: Pendapat tersebut merupakan

kesimpulan yang nampak dari madzhab Asy-Syafi'i. Mereka

membuat kesimpulan hukum tersebut dengan dalil, bahwa salah

seorang dari kedua ahli waris, jika menyerahkan sepamh uang

pembelian, maka penjual tidak terikat kewajiban unfuk

menyerahkan separuh objek jual beli kepadanya, dengan dalil

bahwa kedua ahli waris tersebut adalah dua orang yang

menggantikan posisi pewaris, padahal pewaris tidak berhak

memaksa pembagian objek jual beli tersebut.

Ini merupakan kesimpulan dalil hukum yang diambil oleh

Asy-Syirazi XU. Asy-Sytazi melalui pemyataannya, "Pembagian"

mengecualikan khiyar syarat, dan melalui pernyataannya, "Akad"

maksudnya sebuah akad, mengecualikan dua orang pembeli.

Dalam masalah ini, ada pendapat lain, yaifu bahwa salah

seorang dari ahli waris boleh mengembalikan bagian warisan

miliknya, karena bagian warisan tersebut adalah semua hartanya.

Ar-Rafi'i telah menyampaikan pendapat ini.

Abu Ishaq Al Iraqi telah mengutipnya dari pendapat yang

disampaikan Abu Ali, sambil berargumentasi dengan pendapat

shahih serta masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah

budak mul<atah apabila dua orang mewarisi budak mukatab

tersebut, lalu salah seorang dari mereka memerdekakan bagian

miliknya, maka pemberian kemerdekaan ifu terlaksana. Perbedaan

antara kedua masalah tersebut merupakan hal yang sangat jelas.

Ibnu Ar-Rif'ah menyamakan hal di atas dengan

pendapatnya dalam masalah Rahin (3nng menyerahkan barang
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sebagai jaminan utang), apabila dia meninggal dunia, dan

meninggalkan dua orang ahli waris, lalu salah seorang dari mereka

berdua melunasi utang gadai tersebut sesuai dengan kadar

bagiannya, maka pelunasan utang gadai ifu terlaksana- Namun

secara garis besar pendapat ini lemah.

Apabila kita menjawab masalah ini dengan berpegang pada

pendapat yang terakhir ini, maka tidak ada ganti rugi sama sekali.

Sedang bila berpedoman pada pendapat pertama, apakah orang

yang kita cegah untuk mengembalikan itu berhak memperoleh

ganti rugi?

Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'it

Pendapat pertama: Dia berhak memperoleh ganti rugi. Ar-

Ruyani menyandarkan pendapat ini kepada hnu Al Haddad.

Alasannya karena pengembalian bagian warisannya sulit

direalisasikan. Sama seperti hak memperoleh ganti rugi akibat

(objek jual beli) mengalami kerusakan.

Pendapat kedua: Dia tidak berhak memperoleh ganti rugi.

Alasannya karena masih ada harapan untuk mengembalikannya,

sebab dia berharap sependapat dengan mitranya (yang

mengembalikan bagian warisannya). Al Qadhi Husain telah

menyampaikan pendapat ini.

Pendapat yang paling shahih adalah jawabannya dirinci; jika

terjadi keputus asaan (kesulitan) mengembalikan, misalnya ahli

waris yang lain mengetahui cacat tersebut dan membatalkan

haknya, atau dia menunda-nunda pengembalian disertai

penolakan, maka ahli waris ini boleh menuntut ganti rugi. Apabila

dia berharap sependapat dengan mitranya, karena dia tidak hadir
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di tempat, atau dia hadir namun tidak melihat cacat tersebut, maka

dia tidak berhak menuntut ganti rugi.

Pendapat dari Al Qadhi Husain g, ini terkadang

memberikan persepsi bahwa dalam masalah ini ada tiga pendapat

yang berbeda. Yang Salah satunya: Tidak berhak memperoleh
ganti rugi secara mutlak, sekalipun terjadi keputusasaan (kesulitan)

mengembalikannya.

Namun pendapat yang telah disampaikan oleh Al Imam

Haramain, penulis At-Tahdzib dan Ar-Rafi'i, dimana mereka

sepakat untuk berpegang pada pendapat ini adalah, bahwa dia

berhak memperoleh ganti rugi ketika dalam kondisi putus harapan

mengembalikannya. Ihrlah kesimpulan dari pendapat tersebut.

Tentunya pendapat Al Qadhi Husain itu harus diletakkan bahwa

dia berkeinginan memposisikan kedua pendapat tersebut pada

kondisi sulitnya mengembalikan barang tersebut.

Alasan pendapat Al Qadhi Husain dalam pendapat yang

kedua, menunjukkan bahwa pendapat kedua (tidak berhak

memperoleh ganti kerugian) itu diletakkan ketika tidak adanya

keputusasaan (kesulitan) mengembalikan. Pemyataan Ar-Ruyani

menegaskan hal tersebut. Karena dia menyampaikan pendapat

mengenai bolehnya mengembalikan, pendapat mengenai funtutan
ganti rugi dan pendapat yang dirinci.

Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Al

Qadhi Husain, dimana dia menyandarkannya kepada Al Qaffal.
Penulis At-Tatimmah melakukan hal yang sama, dan dia

memufuskan dalam kondisi sulitnya mengembalikan barang,

kewajiban memberi ganti rugi.
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Dia juga menyampaikan dua pendapat yang berbeda dalam

kondisi tidak adanya keputusasaan (kesulitan) dalam pengembalian

barang, karena adanya kesulitan pengembalian tersebut.

Pembahasan tersebut hanya seputar dua orang ahli waris ini

sebagaimana keterangan yang telah disampaikan secara tegas oleh

Al Qadhi Husain.

Ar-Rafi'i memperkenalkan pembahasan tersebut secara

khusus dalam masalah; apabila dua orang memberi kuasa kepada

satu orang mengenai pembelian, dimana kami mencegah masing-

masing pihak dari kedua orang yang me',r,rakilkan itu, untuk

memisahkan pengembalian bagiannya. Lalu apakah dia berhak

memperoleh ganti rugi?

Dalam menjawab masalah ini, terjadi perbedaan pendapat

yang telah disebutkan. Jadi, dengan perbedaan pendapat tersebut

berikut pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i *B dalam

masalah dua orang ahli waris, ada tiga pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat paling shahih dat ketiga

pendapat tersebut adalah, dia tidak boleh mengembalikan

bagiannya secara terpisah, dimana dia juga berhak menuntut ganti

rugi jika dia merasa puhrs asa mengembalikannya.

Pendapat kedua: Tidak boleh mengembalikan ganti rugi'

Pendapat ketiga: Boleh mengembalikan ganti rugi.

Jawaban kami dalam kasus ini, bila berpedoman pada

pendapat yang pertama, yaitu salah seorang dari kedua ahli waris

itu berhak menuntut ganti rugi, apakah hal itu merupakan satu-

satunya mekanisme penyelesaian masalah yang ditentukan? Atau
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penjual boleh menggugurkan kalajibannya memberi ganti rugi
tersebut dengan menyetujui pengembalian yang telah disebutkan

oleh Al Baghawi.

Demikian juga, Al Mawardi memutuskan dalam masalah

dua orang ahli waris ini, bahwa penjual berhak kh|nr antara

menuntut pengennhalian barang dengan menyerahkan kembali

separuh uang pembelian, atau memberikan separuh ganti rugi.

Keterangan ini memberi kepastian bahwa pehdapat tersebut

bukanlah pendapat yang pertama, dimana maksudnya adalah' pernbeli berhak menuntut ganti rugi, bila penjual tersebut tidak
menyetujui pengembalian.

Maksudnya bukan berarti wajib memberikan ganti rugi
secara funai. Baik penjual tersebut menyefujui atau membencinya.

Kemungkinan ini diperkuat oleh keterangan bahwa pendapat Srang

menyatakan tidak boleh mengembalikan, dimana pendapat itu juga

merupakan pendapat shahih yang disandarkan kepada Ibnu Al
Haddad, sebagaimana keterangan yang dikemukakan.

hnu AI Haddad, di samping berpendapat semacam ifu, dia
juga adalah orang yang berpendapat sebagaimana pendapat yang

telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thalryib dalam Sgmh
Al Furu', yaitu apabila salah seorang dari kedua ahli waris tersebut

menuntut ganti rugi, maka penjual boleh dipaksa mernenuhi

tunfutannya tersebut. Sebagaimana pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Maunrdi.

Jadi, bila berpedornn pada pendapat ini, bila penjual

tersebut menyetujui pengembalian dan hak pembeli memperoleh
ganti rugi tersebut gugur, dimana masing-masing dari kedua
pemyataan tersebut diletakkan sesuai kesimpulan dari pemlntaan
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tersebut, rnaka dahm masalah ini, ada ernpat pendapat ulama

rnadzhab Aslrsyafi'i.

Kemungkinan yang benar adahh yang pertama, sehingga

pendapat hnu Al Haddad tersebut dibalakukan sesuai dengan

pendapat yang slmhih tersebtrt. Perrgrataan penulis At-Tahdzib

telatr meneg3slon hal tersebut.

L€bih jelasnSn, dalam masalah hntutan ganti rugi tersebut

adalah, bila kita menetapkan blhwa faktor grang menghalangi

pengernbalian ifu adalah transaksi 3nng tunggal, dan penrisahan

akad tersebut tdak bisa diterima s@ara stani maka

pengernbalian tersebrut menjadi tercegah dan dia wajib"

mernberikan ganti rugi secara funai. Penjual tidak berhak

menyetujui pengernbalian dan menggugurkan hak pembeli

mernperoleh ganti rtrgi.

Apabila kita menetapkan bahwa faktor yang rnenshalangi

pengernbalian ihr adalah kerugian png diperoleh penjual akibat

pembagian tersebut; bila perrjtral tersebut menyetujui

pengenrbalian ihr, maka artinya dia benar-benar menyetujui adanya

kenrgian yang dipe6olehnya, sehingga hak penrbeli mernperoleh

ganti rugi tersebut ttilang.

sedangkan Ar-Rafii db, dia b€rkata mengikuti penulis //-
Tahdzib dalam masahh dua orang ahli waris dan dua orang yang

memberikan kuasa dalam pembdian. Ini teriadi apabila kita

mencegah salah seorang dari mereka untuk mengembalikan se@ra

sepihak, dimana keputr.rsasaan (kesulitan) pengembalian tersebut

terfidi k€fika pihak lain mengembalikan-

Jadi, bila dia menyeh.rjui pengernbalian tersebut, maka dia

wajib memberikan ganti rugi. Ketenfuan ini juga merupakan
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pendapat yang lebih shahih, sekalipun tidak terjadi keputusasaan

(kesulitan) dalam pengernbaliannSra.

Adapun kesepakatannya dengan pernberian ganti rugi

tersebut ketika teriadi keputusasaan (kesulitan) 37ang hakiki, itu
adalah pendapat yang sangat bagus, hal itu sesuai dengan

pendapat yang telah dikernukakan Cari Al Imam Haramain.

Telah dikemukakan, bahwa pemyataan Al Qadhi Husain

tersebut memberikan persepsi terjadinya perbedaan pendapat

dalam soal pemberian ganti kerugian ini, dan interpretasi

perbedaan pendapat tersebut.

Sedangkan pemyataan lainnya mengenai pemberian ganti

rugi tersebut, di dalamnya mengandung kesesuaian dalam

pemyataannya: Bahwa kepufusasaan unhrk mengembalikan

bagian pihak lain, misaln5n dia menyrkai bagian warisannya

tersebut, maka wajib memberikan ganti rugi, sekalipun tidak terjadi

kepufusasaan. Oleh karena ifu, kepufusasaan (kesulitan) tersebut

terjadi akibat pihak lain menyukai bagian warisannSa tersebut.

Keterangan tersebut telah dikemukakan dari Al Imam

Haramain. Dimana telah dikenrukakan dari Al Imam Haramain

bahwa keputusasaan pengernbalian itu akibat pemberian

kemerdekaan oleh atrli waris yang lain tersebut, dimana dia

seorang yang melarat.

Adapun dalam soal menSnrkai bagian warisannya, Ar-Rafi'i

telah mengemukakan perbedaan pendapat dari Al Imam

Haramain, yang dibangun berdasarkan masalah; jika seseorang

mernbeli bagian milik mitran5n dan dia menggabungkannya

dengan bagian miliknya, dimana dia juga berkeinginan
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mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikannya dan

meminta kembali separuh uang pernbelian tersebut.

Apakah penjual tersebut boleh dipaksa agar menerimanya?

Bila kita menjawab: Tidak boleh, maka dia wajib memberikan ganti

rugi tersebut. Jika tidak demikian (boleh dipaksa), maka dia wajib

memberikan ganti rugi tersebut, ini menurut pendapat yang paling

shahih.

Keputusannya dalam kasus ini, bahwa menlnrkai bagian

miliknya tersebut mengakibatkan terjadinya keputusasaan

(kesulitan) pengembalian bagian g,ang lain, konhadiktif dengan

keterangan yang telah disebutkan dalam masalah dua orang ahli

waris tersebut.

Adapun pemyataan Ar-Rafi'i: Bahwa pendapat yang paling

shahih adalah wajib memberikan ganti mgi, -bila persetujuan

pengembalian bagian tersebut tidak pemah terladi-, pemSrataannya

mengenai karajiban membayar ganti rugi tersebut sependapat

dengan penulis At-Tahdzib. Namun pendapat tersebut konkadiktif

dengan pendapat yang diunggulkan oleh Al Qadhi Husain.

Pengunggulan antara kedua pengunggulan tersebut adalah

bergantung pada hasil kajian rnengenai landasan hukum keurrajiban

memberikan ganti rugi tersebut, apakah landasannya itu berupa

kepufusasaan (kesulitan) pengembalian barang atau tidak?

Jawaban pertama adalah pendapat yang dikehendaki oleh

pemyataan Asy-Syafi'i ap,.

Aku akan menyebutkannya ketika membahas masalah bila

seseorang menjual obyek jual beli, kemudian dia melihat cacat

yang terdapat pada obyek jual beli tersebut. InsSa Allah Ta'ala.

12 ll ,et uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



Apabila landasan itu terbukti benar, maka jelas bahwa

pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Qadhi Husain. Jika tidak benar, maka

pendapat yang paling shahih adalah pendapat yang telah

disampaikan oleh Ar-Rafi'i dan Al Baghawi.

Cabangr Apabila kita menetapkan ganti rugi yang

diperoleh pihak yang tercegah dalam mengembalikan bagian

miliknya, apakah ganti rugi itu adalah ganti rugi separuh, atau

separuh ganti rugi. Telah dikemukakan dalam pemyataan Al

Mawardi mengenai dua orang ahli waris, adalah yang kedua.

Dimana yang benar adalah demikian, karena transaksi jual

beli diadakan sebanyak safu kali, salah seorang dari kedua ahli

waris tersebut masing-masing berhak memperoleh separuh

warisan yang dimiliki sang mayit, dimana dia juga adalah orang

yang berhak memperoleh ganti rugi secara utuh ketika

pengembalian barang sulit direalisasikan, sehingga masing-masing

dari kedua ahli warisnya berhak memperoleh separuh ganti rugi

tersebut.

Adapun salah seomng dari kedua pihak yang memberi

kuasa dalam pembelian, dimana jika ditinjau dari segi bahwa

hansaksi jual beli tersebut diadakan satu kali, sebab disesuaikan

dengan wakil, menurut pendapat yang paling shahih, ini

dikarenakan adanya keterkaitan dengan masalah dua orang ahli

waris tersebut.

Dalam masalah ini, pandangan lain ditinjau dari segi bahwa

mereka berdua tidak berhak memperoleh ganti rugi dari selain

mereka, sehingga ganti rugi itu dibagi di antara mereka berdua,
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dimana masing-masing pihak hanya ditetapkan memperoleh ganti

rugi akibat berkurang hak miliknya. Terkadang ganti rugi separuh

itu nilainya lebih sedikit daripada separuh ganti rugi, karena kami

menetapkan ganti rugi tersebut dari harga separuh, dan harga

separuh nilainya lebih sedikit daripada separuh harga barang.

Asy-Syrrazi a&, berkata: Apabila pembeli

menemukan cacat tersebut, dimana objek iual beli
benar-benar mengalami penambahan, maka
jawabannya dirinci; jika tambahan objek iual beli itu
tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimana dia
memilih untuk mengembalikan objek iual beli tersebut

berikut tambahannya, karena tambahan tersebut tidak
bisa disendirikan dari barang pokok dalam

kepemilikannya, maka tidak boleh mengembalikan

barang pokok tersebut tanpa disertai tambahan

tersebut.

Penjelasan:

Tambahan objek jual beli yang menyahr, tidak bisa

dipisahkan safu sama lainnya, contohnya seperti gemuk,

kepandaian bekerja dan Al Qur'an yang dimiliki seorang budak,

semakin besamya batang pohon dan semakin banyak dahan-

dahannya, sifatnya adalah sebagai pelengkap (barang yang

mengikuti barang pokok), barang pokok dapat dikembalikan, dan

penjual tidak menanggung kalajiban apapun akibat penambahan

barang pokok tersebut, dimana penjual boleh dipaksa agar

menerima barang tersebut dalam kondisi bertambah.
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Daun pohon pacar merah {Furshaal, terjadi perbedaan

pendapat di kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam rrnsalah;

apakah daun pohon pacar merah tersebut statusnya sarrn seperti

dahan pohon atau sama seperti buah. Sedangkan daun pohon

lainnya, statusnya sama seperti dahan- Al Imam Haramain {S telah

menyampaikan kedua masalah tersebut.

Jika seseorang membeli benang tenun, lalu dia

menenunnya, kemudian dia mengetahui cacat 1nng terdapat pada

benang tenun tersebut. Al Mawardi berkata: Ibnu Suraij telah

meriwayatkan dua pendapat dari AsySyafi'i dalam masalah ini:

Pendapat pertama, pembeli boleh mernilih anbra

mengembalikan dan dia tidak berhak memperoleh upah barang

tenunan tersebut, dan (atau) mempertahankannya dan merninta

ganti rugi, karena pekerjaan menenun ifu adalah aplikasi tersebut

bukan barangnya-

Pendapat kedua, penjual bila memberi upah menenun

tersebut, maka dia boleh memintanya untuk mengernbalikan

berupa barang tenunan. Apabila dia menolak unhrk memberi upah

menenun, tenfunya dia harus memberi ganti rugi tersebut karern

pekerjaan menenun itu adalah tambahan pekeriaan sebagai

perimbangan nilai fukar.

Ar-Ruyani berkata: Pendapat kedua ini adahh pendapat

paling shahih menurutku. Selain ketentuan tersebut Udak boleh. Al

Mahamili berkata: Dalam kasus jual beli ini perlu dikaii kernbali.

Khipr penjual tersebut hanya bergantung pada apakah pernMi

mempertahankan barang 3nng dibelinp, dan menunfut ganti rugi

tersebut, lalu bagaimana dia menetapkan pendapat png kedua.
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Bahkan ia*aban mendahm dalam masalah ini, misalnya
kami mengatakan: Perntreli tersebut berhak khiSar antara
mengembalikan obyek ,ual Hi, dimana dia tdak berhak
memperoleh upah apapun, atau mernpertahankan dan meminta
ganti rugi.

Jadi, apabila pernbdi tersebut mernilih untuk
mernpertahankan banng yang diuinya, rnaka penjual boleh
mernberi upah menenun dan @- lalu bita penjual
memilih hal tersebul dia boleh m€maksa pernbdi, dan apabila dia
tidak mernilih hal tersehrt, maka penjual boleh dipaksa agar
mernberi ganti rqi tersebut

Perrulis At-TiaMzib berkata: Apabila pernbdi menambahi
obyek iual Mi derrgan seerafu Spng dia k€rjalon s€ndiri, misalnya
obyek iual ben bempa rurnah lah dia ikinya, atau
sepotong kain, Ialu dia merrcehrpnya dengan zat peurama pakaian,
kemudian dia mdihat cacat, bih bisa melepas tambahan tersebut
tanpa menimbulkan kdmnngan apapun, rnaka dia boleh melepas
dan mengernbalikan bamng pokok Fng diiual tersebut-

Apabila melepas tambattan tersebut fidak rnungkin
dilakukan, maka iile peniml merryrepakati misarnSra; dia boleh
mengernbalikanngra dan dia tetap menledi mitra dahm kep€rnilikan
tambahan barang pokok tersehrt, maka dia boleh
mengernbalikannya- Apabih perriml menohk kesepakatan
tersebut, rnaka pernbdi boleh mernpertahankanrya, serta boleh
merninta ganti rqi-

Cabang rnamlah yang sangat panlmg dalam hal meuramai
pakaian akan disampailon. Di dahm cabang rnasahh ini ada
tambahan seperti yang telah disampaikan penulis l/-
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Tahdzib di sini. Insya Alkh, aku akan menyebutkannya ketika

membahas masalah; apabila objek jual beli mengalami

pengurangan.

Asy-Syirazi au berkata: Apabila tambahan barang

pokok yang dijuat itu adalah tambahan yang terpisah,

contohnya seperti sejumlah penghasilan diperoleh

seorang budak tersebut, maka dia boleh mengembalikan

dan menahan penghasilannP.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah
diriwaptkan oleh Aislrah 6: Bahwa seseorang pernah

membeli seorang budak laki-laki, lalu dia tinggal

menetap bersamanya selama masa yang dikehendaki

Allah untuk dia tinggal, kemudian dia menemukan cacat

pada budak tersebut, lalu dia mengadukan

perselisihannya dengan peniual tersebut kepada

Nabi $.
Kemudian seorang laki-laki (peniual) itu berkata:

wahai Rasulullah budak laki{aki milikku itu telah
menyelesaikan pekerjaan, lalu Rasulullah $ bersaua:

q6U dfJt 'Keuntungan itu disertai resiko yang harus

ditanggung. "

Penjelasan:

Hadits Aisyah ini, Abu Daud, hnu Majah dan Al Hakim

dalam At Mustadrak telah meriwayatkannya. Al Hakim berkata'
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Sanadnya shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak
meriwayatkannya.

Hadits Aisyah ini, terkadang diriwayatkan berupa redaksi
yang panjang, seperti redaksi hadits yang telah disebutkan oleh
Asy-Syrrazi 49, dan redaksi yang ringkas.

Redaksi hadits yang panjang bersumber dari riwayat Muslim
bin Khalid Al Zinji guru Asy-Syafi'i, dari Hisyam bin Urwah, dari
ayahnya, dari Aiqnh. Demikian juga redaksi yang telah
diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al tlmm. Para ulama ahli
hadits yang telah disebutkan namanya ifu telah meriwayatkannya.

Yahya bin Ma'in & menlntakan Muslim bin Khalid benar-

benar orcmg png terper@ya (Tsiqal). Al Abbas bin Muhammad
bertanya kepadanla tentang Muslim bin Khalid, lalu dia menjawab:
Orang yang terpercaya (Tsiqahl. Demikian juga dia menjawab
dalam riwayat Ad-Darimi dari Muslim bin Khalid.

Al Bukhari & mengomentarinya: Bahwa dia adalah orang
yang ditolak haditsnya. Abu Daud setelah meriwayatkan hadits ini
berkomentar: Runfutan sanad hadits ini yang tidaklah demikian.

Adapun redaksi yang ringkas, di dalamnya tidak
menyinggung kisah tersebut, dimana hanya menyebutkan sabda
Nabi S: "Keuntungan ifu disertai resiko yang harus ditanggung."
Muslim bin Khalid juga telah meriwayatkannya dari Hisyam.

Asy-Syafi'i telah meriwayatkan hadits di atas dari Hisyam
dalam Al Umm. Umar bin Ali Al Muqaddami telah mengikuti jejak
Muslim bin Khalid meriwayatkan hadits dengan redaksi yang
ringkas ini. Dimana Umar bin Ali adalah periwayat yang
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terpercaya, serta telah disepakati bahwa hadits di atas dapat

dijadikan landasan hukum.

At-Tirmidzi telah meriwayatkannya dari Abu Salamah

Yahya bin Khalaf Al Jaubari, dimana dia meriwayatkannya dari

seorang periwayat yang Muslim juga telah meriwayatkan darinya

dalam Shahih miliknya dari Umar bin Ali. Sanad ini adalah sanad

yang sangat baik.

Karena ifu, At-Tirmidzi mengomentari hadits ini: Ini adalah

hadits yang hasan, shahih, ghanb dari hadits Hisyam bin Urwah.

Redaksi milik At-Tirmidzi dalam riwayat ini adalah: "Bahwa

Nabi $ memufuskan bahwa keunhrngan itu disertai resiko yang

harus ditanggung. "

Hadits Aisyah ini juga telah diriwayatkan berupa redaksi

yang ringkas dari jalur 5rang lebih masyhur daripada riwayat At-
Tirmidzi, sekalipun riwayat At-Tirmidzi lebih baik dan lebih

diunggulkan, dari Makhlad bin Khafaf dari Urwah.

Asy-Syafi'i:g telah meriwayatkannya dalam Al Umm dan

Al Mukhtashar. Al Mukhtashar telah meriwayatkannya dari

periwayat yang tidak dicurigai melakukan kebohongan dalam

meriwayatkan hadits dari hnu Abi Dzu'aib. Sedang dalam Al
Umm dari Sa'id bin Salim, dari Abi Dzu'aib. Abu Daud dan At-
Tirmidzi juga telah meriwayratkan hadits ini. At-Tirmidzi berkata:

Sanadnya Hasan. An-Nasaa'i dan Al Hakim dalam Al Muskdrak
juga telah meriwdyatkannya dari jalur segolongan ulama dari Abi

Dzu'aib, dari Makhlad.

Diriwayatkan dari Makhlad, dia berkata: Aku pemah

membeli seorang budak laki-laki, lalu aku memintanya bekerja,

kemudian aku melihat dengan jelas cacat yang terdapat pada
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budak tersebut, lalu aku mengadukan perselisihan dengan penjual

tersebut mengenai budak itu kepada Umar bin Abdul AzA,

kemudian dia memuhrskan karena cacat tersebut dengan

mengembalikannya, dimana dia memutuskan agar aku harus

mengembalikan penghasilannYa.

L-alu aku menemui Urwah, lantas aku mengabarkan

kepadanya mengenai keputusan hukum Umar bin Abdul Aziz, dia

berkata: Sore harinya aku pergi menemui Uruah. L^alu dia

mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah telah mengabarkan

kepadaku, bahwa Rasulullah $ pemah memutuskan mengenai

masalah seperti ini; bahwa keuntungan ifu disertai resiko yang

hams ditanggung.

lalu aku bergegas menemui Umar, kemudian aku

mengabarkan kepadanln hadits yang mana Urwah telah

mengabarkannya kepadaku. Kemudian Umar berkata: Tidak ada

yang lebih mudah bagiku daripada keputusan yang telah aku

putuskan, Allah mengetahui bahwa aku tidak melihat keputusan

hukum ini kecuali keputusan hukum yang benar.

Kemudian dia menyampaikan kepadaku mengenai

keputusan ini berdasarkan Sunnah dari Rasulullah #. lalu Urwah

pergi menemuinya. lantas dia menyampaikan kepadanya agar

mengambil kembali keuntungan tersebut dari orang yang dia telah

mengambil keputusan mengenai keuntungan tersebut agar aku

mengembalikan kepadanya.

Makhlad dan sanadnya sudah banyak dikaji. Al Azdi

berkata: Makhlad bin l(haffaf periwayat yang dhall Abu Hatim

telah menyinggung tentang Makhlad bin Khafaf, dia berkata: Tidak

pernah ada seorangpun yang meriwalatkan darinya kecuali Ibnu
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Abi Dzu'aib. Hadits ini tidak memiliki sanad, yang dapat dijadikan

landasan hukum, maksudnya hadits Makhlad ini.

Diriwayatkan dari Al Bukhari, bahwa dia berkata: Hadits ini

munkar. Sepengetahuanku, Makhlad bin Khaffaf Udak memiliki

hadits kecuali hadits ini. At-Tirmidzi berkata: L-alu aku berkata

padanya: Dia telah meriwayatkan hadits ini dari Hisy'am bin
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah @, lalu dia menjawab:

Sesungguhnya yang telah meriwayatkan hadits ini hanyalah

Muslim bin t(halid Al Janzi, dan dia adalah seorang guru hadits.

At-Tirmidzi, setelah menyampaikan riwagrat Al Muqaddami,

dimana dia berkata: Muhammad bin Isma'il -yaitu Al Bukhari-

menilai gharib hadits ini dari hadits Umar bin Ali. Aku bertanya:

Apakah dia melihatnya melakukan tadlis (orang yang

meriwayatkan hadits dari seorang periwayat yang suaman, yang

mana dia tidak pemah mendengamya langsung darinya), dia

menjawab, Tidak.

Apabila aku memahami komentar para ulama ahli
hadits.& tersebut, tentun5ra kamu akan menghukumi hadits ini

shahih, seperti riwayat Al Muqaddami. ApalaE Al Bukhari secara

tegas menyatakan bersihnga unsur tadlis dari riwaSnt ini, sekalipun

riwayat tersebut statusnya ghaib-

Kepufusan hukum Umar bin AMul Aziz berdasarkan hadits

ini terjadi pada masa pemerintahannya di Madinah. At-Tirmidzi

berkata' Mengamalkan hadits ini lebih diunggulkan menurut para

ulama.

At-Tirmidzi berkata: Tafsir "Keunfungan ifu disqbi rqiko
gng harus ditanggungl' adalah, bila seseorang mernbeli seorang

budak, lalu dia memintanya bekerja, kemudian dia menernukan
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cacat yang terdapat pada budak tersebut, maka dia boleh

mengembalikannya kepada perfual tersebut. Sementara

keuntungan yang diperoleh menjadi milik pembeli. Karena budak

tersebut andaikata dia meninggal dunia, rnaka habislah sebagian

harta pembeli- Berbagai rnasahh seienis lui*!r, 1lang di dalamnya

terkandung (kaidah) " Ka.nturgan ifu disqlai raiko yang harus

ditangung.'

Al Azhari berkata: AI Klnnaj adalah Al Ghullah

(ketrntungan; p€nghasilan). Bisa diungkapkan: Khaanjtu
ghulaamii, maksudnp ketika alu menyefuiui unfuk mengerjakan

suafu pekerjaan dan penghasihnnya dia baura kepadamu setiap

bulan, dimana dia adalah orang yang terpisahkan antara dirinya

dengan pekerlaannya (sang budak png bekerja, dimana hasilnya

dinikmati oleh tuannya).

Astrs!,aikh Abu Hamid berkata: Di antaranya adalah kata

I{hanaj As-Saowad (keunfungan; perrghasilan sejumlah tanaman

palawija dan heuran temak), karena pam petani memberikan

sebagian hasil unfuk mengganti (sarra) tanah tersebut.

Al Mawardi e berkah: Al l{hamaj adalah istilah untuk

keunfungan yang dihasilkan dari sesuahr seperti barang dan

manfaat. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Al l{hanaj adalah

istilah untuk penghasilan dan kegunaan (faedah) yang diperoleh

dari sisi objek iual beli-

Misalnp diungloplGn seorcrng budak lnng ditargetkan

bekerja dalam setiap hari dan setiap bulan: Memiliki sejumlah

penghasilan (Makhaari).

Aqrstaikh Abu Hamid berkata: Pemgntaan kami:

"Keunfungan ifu disertai resiko yang harus ditanggung" maknanya
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adalah, bahwa keuntungan ifu milik seseorang yang mana harta

tersebut menghabiskan sebagian miliknya. Jadi, tatkala objek jual

beli itu menghabiskan sebagian miliknya, karena resiko yang harus

ditanggung itu berpindah kepadanya dengan menguasai objek jual

beli tersebut, maka keuntungan itu menjadi miliknya.

Resiko barang yang di-ghashab yang harus ditanggung oleh

orang yang meng-ghashab tidak termasuk ke dalam makna

pemyataan ini, karena barang yang di-ghashab itu bukanlah

miliknya, akan tetapi milik orang yang hartanya di-ghasha4 yang

harus ditanggung oleh orang yang meng-ghashab tersebut.

Makna yang dikehendaki hadits tersebut adalah resiko

kepemilikan barang itu harus ditanggung oleh pemilik barang

tersebut, yaifu berupa resiko kerusakan hak miliknya, yang berawal

dari modal yang diinvestasikannya. Jadi, bila resiko kerusakan hak

miliknya itu berawal dari modal yang diinvestasikannya, maka

keunfungannya tersebut menjadi miliknya.

Persamaannya adalah keuntungan barang yang di-ghashab

itu menjadi milik orang yang hartanya di-ghashab, karena

kepemilikan dan resiko kerusakan barang yang di-ghashab itu

berawal dari modal yang diinvestasikannya.

Asy-Syaikh Abu Hamid membuat alasan mengenai makna

pernyataan ini, bahwa beliau tidak mengatakan keuntungan itu

disertai resiko yang harus ditanggung secara mutlak, akan tetapi

Aisyah ,eqp hanya mengatakan: "Beliau Nabi memutuskan dalam

kasus seperti ini bahwa keunfungan ifu disertai resiko yang harus

ditanggung.. "

Dalam kasus tersebut, barang itu telah menjadi milik

pembeli, dimana barang tersebut telah benar-benar menjadi
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tanggungannlra. Setiap kasus dimana barang itu telah menjadi hak

rnilik dan resiko yang harus ditanggung itu berawal dari

kepemilikan dirinya, maka kannfungannya pun itu menjadi

miliknya.

Barang hasil ghashad barang pinjaman dan barang titipan,

bila dia melakukan kelalaian dalam semua barang tersebut, dimana

dalam semua kasus ini tidak ada kepemilikan sama sekali, maka

keuntungan itu tidak menjadi miliknya.

Makna hadits di atas adalah, bahwa keuntungan ifu adalah

hal yang mengikuti status kepemilikan dan resiko yang harus

ditanggung adalah, makna yang dijadikan pegangan (Al
MuTamad. Tidak ada pertedaan pendapat di kalangan ulama

bahraa tiadanya kepernilikan itu tidak mengakibatkan keuntungan

itu menjadi miliknp.

Aku telah melihat dalam kitab Al Azhari mengenai sejumlah

redaksi Asy-Syafi'i &, bahwa bila ada orang yang membeli seorang

budak dengan jual beli yang batal, lalu dia memintanya bekerja,

atau dia membelinya melalui mekanisme jual beli yang sah, lalu dia

meminta bekerja selama beberapa waktu lamanya, kemudian

secara kebehrlan dia menemukan cacat pada budak tersebut, maka

penghasilan yang dia peroleh dari budak tersebut, yaitu

keuntungan yang didapat dari budak itu, halal bagi pembeli

tersebut.

Karena budak tersebut, jika dia meninggal dunia, maka

hilang sebagian modal yang telah diinvestasikan pembeli tersebut.

Sebab, kematian itu termasuk ke dalam resiko yang harus

ditanggungnya. Jadi, inilah makna "Keuntungan itu disertai resiko

yang harus ditanggung. " Pendapat yang telah disampaikan oleh Al
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fuhari & dalam masalah jual beli yang batal, mempakan pendapat

yang keliru, tidak sesuai dengan ma&hab kami.

Perlu diketahui, bahwa apa yang telah aku sampaikan yaitu

pernyataan ulama madzhab kami png mernberi kepastian hukum
bahwa istilah N l{hanaj (keuntungan) itu mencakup barang dan

manfaat berdasarkan nash hadib tersebut.

Pemyataan Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah memberikan

kepastian hukum sebaliknya. Dia meng-qi5a*kan keunfungan yang

dihasilkan dari korma perkebunan dan anak dengan Al Khanaj
(keuntungan tersebut). Karnbing yang musharnf (harain yang tidak

diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya ifu
mengendap [mengumpull di kantong susunya), bila pembeli

menyukain5a, kernudian dia melihat cacat lain yang terdapat pada

kambing tersebut setelah lewat satu bulan, maka dia boleh

mengernbalikannya dan juga mengembalikan pengganti susu

tashriyah tersebut berikut kambingnya sebesar satu siai dan juga

menahan susu yang baru keluar karena di-qi5n*kan (dengan l/
I{hana.).

hnu Al Mundzir berkata: Syuraih, Hasan Al Bash,ri, hrahim
An-Nakha'i, hnu Sirin, dan Sa'id bin Jubair berpendapat dengan

berpegang pada makna yang nampak dari pemyataan Nabi 6$:
"tr(euntungan ihr disertai resiko yang harus ditanggung. "

Demikian pula, Malik, Ats-Tsauri, Asy-S5nfi'i, Abu Ishaq,

Abu Ubaid, dan Abu Tsaur berpendapat. Malik dalam masalah

bulu halus heru.ran temak dan rambutnya juga berpendapat

dernikian. Dia berpendapat dalam masalah anak-anak he',van
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temak, bahura penrbeli harus mengembalikannya beserta

induknpl

Abu Tsaur telah menuturkan dari kalangan ulama fikih
rasionalis, bahwa mereka menentangnya, karena sebagian mereka

berpendapat dalam masalah pembeli tersebut: Bila obyek jual beli

ifu berupa heruan temak, lalu dia memerah susunya, berupa

pohon korma atau pohon yang lain, Ialu dia memakan sebagian

buahnya, maka dia tidak boleh rnengembalikannya karena cacat,

namun dia boleh menuntut ganti rugi. Dia juga berpendapat dalam

masalah pembelian mmah, binatang funggangan, dan budak laki-

laki: Bahwa penghasilan menjadi milik pembeli, dimana dia boleh

mengembalikannla sebab cacat.

Menurutku (As-Subki): Sebagian ulama madzhab kami

membagi keuntungan milik pembeli dari obyek jual beli;

adakalanya keuntungan itu tidak berkembang (tidak terpisah) dari

barang tersebut, atau berkembang (terpisah) dari barang tersebut.

Yang pertama adakalanya berupa manfaat, contohnya

seperti pelayanan dan perniagaan seorang budak, penghasilan

yang biasa diperoleh melalui berbunr, mencari kayu bakar dan

mencari mmput, menerima hadiah dan wasiat, menemukan harta

sisa peninggalan masa lalu (Rika{ atau barang temuan, maskawin

budak perempuan apabila dia disefubuhi karena samar, dan upah

obyek jual beli bila dia menyau.rakan dan menerima upahnya.

Jadi, setiap keunhrngan yang diperoleh dari manfaat

tersebut -baik keunfungan ifu sifatnya langka atau sudah biasa-

I Tehh dikemukakan, bahwa Imam An-Nawawi mengunggutkan pendapat
orang yang mengemukakan istilah unmaat unfuk hewan dan ummahaal untuk
manusia. (Al Muthi'i).
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p€rnbeli tersebut b6hak memonopolinya, marahannya dan hanSa

mengenrbalilon obyek iual beli saia. Dimana db iuga sepakat

boleh menrinta kernbali semua uang pernbelian tersebut, tidak ada

pertedaan pendapat mengenai kepernilikan suafu ketrnfungan

yang diperoleh penrbeli tersebut, hal ini sesuai dengan hadits di
atas. Dernikian pendapat sqolongan ularna.

Diceritakan dari Ar-Rafi'i dalam mernbahas masalah

rusaknla obyek jual beli sebelum diserahkan, bahuaa barang yang

dihibahkan, barang png diwasiatkan, rikaz (barang pendaman),

dan penghasilan (yang diperoleh budak), t€riadi perbedaan

pendapat di kalangan ularna.

Akan disampaikan dari Al Qadhi Hrlsain keterangan yang

memberikan kepastian terjadinya perbedaan pendapat dalam

masalah maskawin sebelum diserahkan kepernililonrya ketika

mengalami kerusakan.

Telah diceritakan dari Utsman Al Laitsi dan Abdullah bin Al
Hasan, bahwa pernbeli terikat keuajiban mengernbalikan

penghasilan budak tersebut yang menjadi haknya. Ubaidillah

berkata, hibahyang telah dia baikan juga harus dikernbalikan.

Kesamaan ke&n pendapat tersebut adalah bahwa

Pembatalan penrbelian (pengernbalian obyek iual beli karena cacat)

menghapus akad tersebut seiak avrnl akad tersebut disepakati.

Jawaban mengenai pemyataan tersebut akan dijelaskan. Insta

Allah Tabla.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa jika obyek iual beli

ihr dikembalikan sebelum diserahkan hak kepernilikannln kepada

pembeli, maka penghasilan budak, hasil bumi dan sernua
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penghasilan yang tidak terpisah selain barang pokok, dikembalikan

beserta barang pokok tersebut.

Apabila objel jual beli itu dikembalikan setelah diserahkan
hak kepemilikannla, dimana hal ihr tidak menghalanginya untuk
mengembalikan objek jual beli tersebut, aku tidak menduga ada

seseorang :/ang mengatakan balrwa pembeli wajib memberikan
upah kerja budak yang melayaninya dan upah budak yang

memperdagangkan barang miliknp, seura menempati nrmah,

menaiki heuran hrnggangan, dan upah sejenis lainnya, yaifu hal-hal
yang rnemang mumi berupa manfaat, bukan berupa barang.

Jika Abu Hanifah berkata: Bahwa pembatalan pembelian

tersebut menghapr.rs akad itu sejak awal akad tersebut disepakati.

Sisi alasan mengenai hal tersebut mungkin dapat diperoleh
penjelasannln dalam keterangan setelahnyra; ketil':a menyebutkan
prinsip dasar akad ini. InsSa Allah Tabla.

Faedah lang lain: Keterangan yang ditemukan dalarn
sejumlah naskah kitab ini mengenai redaksi hadits tersebut tertulis,
" Qad ish'mala ghubanainl'z (mernpekeriakan dua omng budak) -
dengan huruf Ghiin png bertitik satu di atasnya dan /aam yang
bertasydid (sbghallal-. Penulis Al Istiqsha 'mengoreksinya dengan
huruf Ainyartg tidak bertitik di atasnla, huruf Mim setelahnya dan
Laam yang dibaca ringan (Ista'malal.

Setiap ketentuan hukum yang disebutkan dalam masalah
budak laki-laki, ketenh-ran yang sama juga berlaku dalam masalah

budak perempuan kecuali, soal persetubuhan. Ketenfuan
hukumnya akan disampaikan tersendiri. InsSm Allah Ta'ala.

2 Dernikian tefulis dalam naskah asli, munghn lrang benar: " Ghulaamatl'
&ata tunggal).
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Pada bagian keuntungan ini, Asy-Syirazi memberikan
indikasi melalui pemyataannya: "sejumlah penghasilan budak laki-
laki," demikian juga menempafi rumah, dan menaiki hewan
funggangan. Ulama madzhab Asy-Syafi'i telah memasukkan semua

keuntungan ini ke dalam istilah penghasilan (Ghullahl.

Sekalipun istilah, "Tambahan" (Az-hwaaidl yang tersimpan
dalam pernyataan Asy-Syirazi #9, yang akan disampaikan Ins5m

Allah Ta'ala, terkadang tidak mencakupnya. Adapun masalah

keuntungan yang terpisah dari barang yang diperjualbelikan,
ketentuan hukumnya akan disampaikan dalam pemyataan Asy-
Syirazi.

AqrSyirazi aE berkata: Apabila obyek jual beli
berupa hewan temak betina, lalu ia mengandung ketika
berada di bawah kepemilikannya dan beranak, atau
berupa sebatang pohon, lalu berbuah ketika berada di
bawah kepemilikannya, maka pembeli boleh
mengembalikan barang pokok tersebut, dan menahan
anak dan buah.

Alasannya karena, anak hewan ternak dan buah
tersebut merupakan tambahan yang terpisah (dari
barang pokok) yang baru muncul ketika berada di
bawah kepemilikannya, sehingga pembeli boleh
menahannya dan mengembalikan barang pokok
tersebut, sarna halnya dengan penghasilan milik budak
laki{aki.

l-.-
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Penjelasan:

Ini merupakan bagian kedua, yaifu sejumlah tambahan yang

ada, dimana wujud barangnya terpisah dari barang pokok selain

objek jual beli, contohnya seperti: Anak, susu, bulu halus yang

muncul setelah akad jual beli dan dedaunan pohon pacar merah,

menurut salah satu dari kedua pendapat ulama madzhab kami,

sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan.

Para ulama tepecah menjadi tiga madzhab dalam masalah

tersebut. Madzhab kami berpendapat, bahwa pembeli boleh

menahan buah-buahan tersebut serta sejumlah tambahan yang ada

dan mengembalikan barang pokok itu karena cacat. Dimana
seandainya pun kita menahan buah dan sejumlah tambahan yang

ada, barang pokok tidak berkurang, maksudnya tidak mengubah

barang pokok tersebut.

Berdasarkan syarat ini, Ahmad dan Abu Hanifah berkata:

Pembeli tidak boleh mengembalikan dan dia berhak meminta ganti

rugi. Malik berkata: Pembeli boleh mengembalikan beserta barang

pokok, tambahan yang termasuk jenis dari barang pokok, seperti

anak, dimana dia tidak harus mengembalikan tambahan yang tidak
sejenis, seperti buah, bahkan dia hanya boleh mengembalikan

barang pokok saja.

Jadi, Malik sependapat dengan kami tentang pengembalian

tersebut, dimana dia berbeda pendapat dengan kami dalam-

masalah menahan buah yang dihasilkan. Sedang Abu Hanifah
berbeda pendapat dengan kami dalam masalah pengembalian

tersebut.

Pedoman kami dalam hal bolehnya pengembalian objek jual

beli itu adalah karena adanya cacat tersebut, dimana dalam
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masalah menahan sejumlah tambahan tersebut, ada dalilnya, yaifu

hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Karena istilah
keunfungan (Al Kharaa) mencakup sernua keunfungan yang

muncul baik wujudnya barang atau manfaat.

Telah diterangkan dalam riwayat yang lain, "Bahwa
penghasilan itu (Ghullah) disertai resiko yang harus ditanggung. "
Dimana penghasilan ifu mencakup buah dan lain sebagainya.

Asy-Syirazi *S meletakkan dalil mengenai bolehnya

menahan sejumlah tambahan tersebut yang berupa qiyas, pada
masalah penghasilan budak laki-laki, dimana nasrl hadits tersebut
telah menerangkannya.

Abu Hanifah memberikan kepufusan hukum tersebut dalam
masalah penghasilan budak sebelum diserahkan hak
kepemilikannya kepada pembeli. Malik *$ memberikan keputusan

hukum dalam masalah penghasilan budak tersebut secara mutlak.

Sedangkan ulama yang menentang pendapat kami,
berpedoman pada dua hal,

Pedoman Pertama: Pembatalan pembelian itu menghapus
akad sejak awal akad tersebut disepakati. Kaidah ini menjadi
landasan yang membangun sejumlah cabang masalah dalam pasal

ini.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai kaidah
tersebut. Pendapat madzlzab serta shahih dan dengan semacam ini
pula Ibnu Suraij berpendapat, bahwa pembatalan pembelian ifu
menghapus akad sejak masa pembatalan akad tersebut, bukan
sejak awal akad tersebut disepakati, karena akad jual beli,
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ketentuan hukumnya tidak mengubah apa yang sudah terjadi.

Demikian juga tentang pembatalan jual beli tersebut.

Telah terbukti bahwa dengan pembatalan pembelian, hak

syufah tidak gugur. Jika pengembalian tersebut merupakan
pembatalan prinsip dasar akad tersebut, tenfunya syuf'ah itu juga

gugur.

Alasan lain, apabila seseorang menjual budak laki-laki milik
budak perempuan, lalu dia memerdekakan budak perempuan

tersebut, kemudian budak laki-laki tersebut dikembalikan karena

cacat, maka pemerdekaan itu tidak gugur akibat pengembalian

budak laki-laki tersebut.

Jika pengembalian budak laki-laki itu merupakan bentuk
pembatalan prinsip dasar akad, tenfunya pemerdekaan tersebut
juga batal. Tidak ada perbedaan dalam masalah pembatalan

tersebut antara pembatalan pembelian sebelum maupun sesudah

hak kepemilikannya itu diserahkan.

Dalam pembatalan ini, ada dua pendapat lain ulama

madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Bila pembatalan pembelian ifu secara

kebetulan terjadi sebelum objek jual beli diserahkan

kepemilikannya kepada pembeli, maka pembatalan itu menghapus

akad tersebut sejak awal mula akad tersebut disepakati, karena

akad jual beli tersebut sangat lemah setelah adanya pembatalan

tersebut.

Jadi, bila pembeli membatalkan pembelian tersebut, maka

seolah-olah tidak ada ikatan akad sama sekali, yang berbeda
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dengan pembatalan setelah objek jual beli diserahkan

kepemilikannya kepada pembeli.

Tidak ada perbedaan dalam masalah pembatalan tersebut,

sebagaimana hrntutan hukum gpng dikehendaki oleh pemyataan

Al Imam Haramain, antara cacat lrang menyertai akad jual beli

atau muncul sebelum objek jual beli diserahkan hak

kepernilikannya kepada pembeli.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Dalam masalah yang kedua ini,

perlu dikaji ulang tentang bagaimana pembatalan jual beli itu
mendahului faktomya. Kemungkinan hal itu dikarenakan cacat,

yang ada sebelum hak kepemilikan objek jual beli diserahkan, itu

disamakan dengan cacat sebelum akad jual beli tersebut dalam segi

resiko yang harus ditanggung. Demikian juga dalam masalah cacat

tersebut.

Pendapat kedua: Pembatalan pembelian itu menghapus

akad sejak awal akad tersebut disepakati secara mutlak. Sesuai

dengan interpretasi jawaban Asy-Syafi'i mengenai kewajiban

membayar mahar standar umum, bila dia membatalkan

pemikahan karena cacat yang baru timbul setelah berusaha

menggalinya.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i mengutip

da;i At-Tatimmah dengan redaksinya yang seperti di atas. Redaksi

tersebut memang ditemukan dalam At-Tatimmah, akan tetapi di

dalamnya tidak ditemukan keterangan yang tegas merrgenai

pemyataannya secara mutlak tersebut.

Maksud mutlak png dikehendaki oleh Ar-Rafi'i adalah bila

dikaitkan dengan cacat yang sebelum dan sesudah objek jual beli

diserahkan kepada pembeli. Sedangkan bila dikaitkan dengan

Al Majmu'SyarahAl luluhaedzab ll 33



cacat lang menyertai akad jual beli dan yang baru muncul setelah
akad ifu, dia tidak pemah menjelaskan kemuflakan semacam ifu.

Dalam At'Tatimnah, pendapat png telah dia sampaikan
itu di arahkan bahwa faktor pembatalan pernbelian itu adalah
merupakan hal lang menyertai akad tersebut, lraitu cacat.
sehingga ketenttnn hukum batatnla pembelian disandarkan pada
cacat tersebut. seolah-olah hukum pernbatalan jual beli itu
menggabungkan antara bararrg yang ada dan barang yang tidak
ada, sehingga akad tersebut seolah-olah seperti akad iual beli yang
tidak pernah t€riadi.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Ini temrasuk pemSataan lrang
memberi kepastian madzhab ini, khususn5ra berkaitan dengan
masalah cacat yang menyertai akad dan dalam masalah cacat yang
baru timbul sesudah akad, yaitu sebelum objek jual beli diserahkan,
ini terjadi apabila dia membatalkan pembelian karena cacat setelah
objek jual beli diserahkan. Seharusn5a karena dibangun
berdasarkan madzhab ini, batalngra pembelian ifu disandarkan pada
masa timbulnya cacat tersebut, dan tidak disandarkan pada prinsip
dasar akad. sebagaimana keterangan yang telah dia kutip dari
sebagian ulama madzhab Asy-syafi'i dalam masalah pembatalan
perkawinan.

Inilah jawaban masalah yang telah hnu Ar-Rif'ah
kemukakan, yaifu penlramaan .antara cacat sebelum hak
kepemilikan objek jual beli diserahkan dan cacat objek sebelum
akad jual beli berlangsung, sebagaimana funfutan yang dikehendaki
pemSataan Al Imam Haramain &, terkait penyamaan antara cacat

lrang rnenyertai akad dan cacat yang baru timbul sesudah akad
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dalam memberlakukan perbedaan pendapat sebelum objek jual

beli diserahkan.

Jadi, bila berpedoman pada madzhab yang telah

disampaikan oleh penulis At-Tatimmah, maka terkait pembatalan

pembelian itu demikianlah ketentuan hukumnya. Jika indikasi yang

telah digambarkan oleh hnu Ar-Rif'ah dan menjadi tuntutan
pemyataan penulis At-Tatimmah, tentunya harus menetapkan
pendapat dengan menyandarkan ketentuan hukum pembatalan

pembelian tersebut, pada kondisi di mana cacat tersebut baru

timbul. Baik pembatalan pembelian itu berlangsung sebelum atau
setelah hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada pembeli.

Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun ulama yang

berpendapat demikian dalam satu dari kedua kasus di atas.

Abu Hanifah rg berkata: Pengembalian objek jual beli

karena cacat tersebut sebelum objek jual beli diserahkan kepada
pembeli, menghapus akad sejak awal akad tersebut disepakati.

Sedangkan setelah objek jual beli diserahkan kepada pembeli,

maka jika pengembalian itu dilakukan atas dasar suka sama suka,

maka pengembalian objek jual beli itu menghapus akad sejak masa

pembatalan akad tersebut.

Apabila pengembalian ifu berdasarkan keputusan hakim,

maka pengembalian itu menghapus akad sejak awal akad tersebut

disepakati. Abu Hanifah mengambil kesimpulan tentang
pembatalan pembelian tersebut, yang dia sandarkan pada prinsip

dasar akad tersebut, berdasarkan dalil bahwa sytfah tidak wajib
dilakukan dalam pembatalan pembelian tersebut.

Ulama madzhab kami & menjawab bahwa penghapusan

dan penghilangan akad. dengap:persetujuan kedua belah pihak
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(Iqaalahl tidak mengharuskan adanln sytfbh di dalamn5n.

Meskipun demikian, iqaalah tersebut tidak menghapus akad sejak

awal mula akad tersebut disepakati, dan mereka meletakkan

pengembalian obyek jual beli pada posisi yang menghapus (akad

tersebut) sejak masa pembatalan akad, ketenfuan iru di-qi5n*l<an
pada iqaalahtersebut.

Kemudian mereka berkata: Apabila pengembalian karena

cacat itu menghapus akad sejak awal akad tersebut disepakati,

tentunya pengembalian itu mernbatalkan hak orang Snng memiliki

hak sytf'ah dan nyatanSla, pengembalian itu tidak

membatalkanqp. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa

pembatalan pembelian ifulah !,ang memufuskan akad yaitu masa

berlangsungnya akad tersebut.

Apabila kaidah ini terbukti benar, maka kami berpendapat

bahwa, pengembalian barang ifu menghapus akad sejak masa

pengembalian akad tersebut. Oleh karena ifu, tambahan yang baru

muncul di bawah kepemilikan pembeli menjadi miliknya. Dimana

kepemilikan tambahan itu tdak menghalanginya untuk

membatalkan akad tersebut se@ra sepihak, sama seperti iqaalah.

Abu Hanifah *U berkata: Tatkala pengembalian obyek jual

beli karena cacat ihr menghapus akad sejak awal akad tersebut

disepakati, dimana pengembalian tersebut menutup akad transaksi

itu, berbeda dengan iqaahh Sang tidak menufup akad tersebut,

maka pembatalan pembelian tersebut, menetapkan keharusan

pengembalian tambahan lrang baru munctrl.

Kami dan kalian sernua telah sepakat bahvrn pembeli tidak

terikat mengembalikan tambahan tersebut. Sehingga ketentuan

tersebut menegaskan bahun pengernbalian tersebut tidak boleh. Di
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samping itu, mereka berkata: Tidak boleh mengembalikan barang
pokok tanpa tambahan yang terpisah, sama seperti tambahan
yang menyatu dengan barang pokok.

Malik *B memberlakukan pendapatnya dalam masalah

pengembalian anak tersebut pada masalah barang pokok ini. Akan
tetapi pengembalian tersebut tentunya harus dilakukan pembeli

dalam semua jenis tambahan, dimana buah pohon tersebut lebih

utama dikembalikan jika buah itu hasil penyerbukan pada masa

pengembalian ifu, karena buah pohon tersebut merupakan
tambahan yang menyafu dengan pohon, sedangkan anak

merupakan tambahan yang terpisah. Jadi, ketika Malik sepakat

tidak adanya pengembalign buah pohon tersebut, tenfunya hal itu
berlaku dalam masalah anak her,van temak tersebut.

Adapun Abu Hanifah *S, tentunya dia harus menyamakan

antara penghasilan yang diperoleh dari selain barang dengan anak

hewan temak dan buah pohon yang diperoleh dari barang

tersebut.

Padahal Abu Hanifah telah membedakan antara kedua hal

tersebut. Sebab dia berkata: Boleh mengembalikan barang pokok
dan sernua penghasilan miliknya setelah hak kepemilikan obyek
jual beli diserahkan kepada pembeli, bukan penghasilan

sebelumnya. Sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan.

Dia berkata dalam masalah penghasilan sebelum hak

kepemilikan obyek jual beli diserahkan ini: Pembeli tercegah

mengembalikan barang pokok tersebut. Kedua pemyataannya ifu
konhadiktif. Bahkan pendapat yang sesuai dengan kaidah asalnya

adalah, menyamakan antara semuanya, dan membolehkan
pengembalian barang pokok dan seluruh tambahan yang ada.
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Pedoman kedua' Tambahan yang baru muncul setelah jual

beli, statusnya adalah objek jual beli karena melengkapi barang

pokok tersebut. Sebab tidak ada faktor peralihan kepemilikan

dalam tambahan tersebut kecuali kepemilikan tersebut merambat

dari barang pokok ke tambahan itu. Barang pokok tersebut adalah

objek jual beli, sehingga ketentuan hukumnya merambat ke

tambahan ifu sesuai dengan sifat barang pokok tersebut.

Dengan adanya kaidah ini, dalam masalah pengembalian

berbagai tambahan tersebut, tidak diperlukan lagi (kaidah), bahwa

akad tersebut prinsip dasamya menjadi terhapus. Bahkan

pembatalan pembelian itu dikembalikan pada anak berikut barang

pokoknya. Ini mempakan satu pendapat ulama madzhab Malik.

Ulama madzhab Hanafi juga berpegangan dengan pendapat ini.

Kami membenarkan, bahwa hak kepemilikan ifu merambat

dari barang pokok ke barang tambahan, dimana barang pokok ifu

merupakan objek jual beli, sehingga secara otomatis, ketentuan

hukumnya merambat ke barang tambahan tersebut. Merambatnya

hak kepemilikan itu benar-benar terjadi, akan tetapi merambatnya

akad jual beli ifu tidak mengandung arti apapun.

Hal ini dikarenakan akad jual beli tidak kembali pada sifat

yang dimiliki oblek akad tersebut (merambatrnya hak kepemilikan).

Tidak ada artinya objek akad itu berstatus sebagai objek akad

kecuali objek akad itu merupakan halyang diimbangi dengan uang

pembelian, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam shighat

akad tersebut. Perimbangan ini tidak pemah terjadi pada

tambahan tersebut.
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Bila berpedoman pada kaidah ini, maka muncul berbagai

masalah yang berhubungan dengan anak, dalam satu paket akad

dan kebalikannya.

Menurut kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i), anak marhunah

statusnya bukanlah marhun ftarang yang digadaikan), karena

jaminan utang dengan menyerahkan marhun tersebut tidak

kembali pada sifat yang terkandung dalam marhun tersebut

(merambatnya jaminan dan marhun ke anak marhunahl.

Anak marhunah statusnya bukanlah marhun berdasarkan

kesepakatan ulama madzhab Asy-Syafi'i, sehingga hak

mengembalikan utang tidak sampai merambat ke anak marhunah

tersebut, sebab pengembalian utang tersebut merupakan

kanrenangan yang dimiliki oleh pemberi jaminan dalam jaminan

png telah dia berikan, dimana dia tidak pemah memberi jaminan

kecuali berupa induknya.

Anak yang terlahir dari mauhub ftarang Srang dihibahkan),

hak kepemilikan hibah itu merambat ke anak tersebut, bukan

karena merambatnya akad hibah. Anak udhhiyah (hevvan kurban)

yang cacat dan anak mustauladah (budak perempuan yang

melahirkan anak dari tuannya), sama seperti induk keduanya.

Karena hak kepemilikan dalam mustauladah nilain5ra

berkurang akibat melahirkan anak dari fuannya tersebut. Dimana

melahirkan anak dari tuannya itu menjadi sifat yang dimilikinya,

sedangkan kambing kurban statusnya seperti barang yang

dipersembahkan kepada Allah dari satu sisi dan seperti onta dari

sisi png lain. Hal ini kembali pada sifat yang dimiliki kambing

tersebut.
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Anak mukatab (budak yang sedang mengadakan akad
cicilan) dan anak mudabbarah (budak yang merdeka setelah
kematian pemiliknya), terjadi perbedaan pendapat. latar belakang
munculnya perbedaan pendapat itu adalah kebimbangan dalam
memberikan status hukum; apakah berkurangnya hak kepemilikan
dari mukatabah itu menyamai berkurangnya hak kepemilikan pada
diri mustauladalf Atau dijawab bahwa, kitabah (akad cicilan) itu
adalah benfuk pencekalan yang mengikat, sama seperti
pencekalan dalam marhurfl

Berdasarkan pertanyaan ini, dapat diketahui dengan jelas
bahwa sesuatu yang menjadi sifat induk itu merambat ke anak
tersebut. sedangkan ulama yang menolak merambatnya hak
kepemilikan dalam gadai dan jual beri itu pada sifat yang
terkandung dalam objek akad, sekaripun merambatnya hak
kepemilikan ifu merupakan sifat yang ditetapl<an syara, seperti
Tadhhijnh dan Istiilaad.

Pasal inilah yang akan memberikan pemahaman makna
berikut ini dari pernyataan Al Ghazali *$, dimana dia berkata:
Teori pemisahan dan penggabungan dalam contoh kasus ini
adalah perkara yang samar, dimana cara mengetahuinya seperti
keterangan yang telah kami ingatkan.

Apabila diletakkan kaidah bahwa tambahan itu statusnya
bukanlah objek jual beli (Mabi), maka pendapat yang menyatakan
bolehnya mengembalikan anak temak dan sejumlah penghasilan
tersebut batal. Pendapat mengenai hal tersebut dalam
pengembalian sebelum hak kepemilikan objek jual beli diserahkan
juga batal.
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Mencegah pengembalian sebab adanya tambahan
tersebut setelah hak kepemilikan objek jual beli diserahkan batal,
karena tambahan tersebut bila statusnya bukan objek jual beli
(mabil, maka jual beli tersebut adalah prinsip dasar kepemilikan
dari objek.

Sesungguhnya seseorang dapat mengembalikan barang
yang dia beli sebagaimana dia dapat membelinya. Tentunya dia

boleh memiliki tambahan tersebut karena mengembalikan objek
jual beli sebab cacat lama yang tidak dia sukai, sebagaimana kasus

bila tambahan ini mengalami kerusakan.

Kemudian tambahan kemusykilan mengenai pendapat ini
ditujukan kepada Abu Hanifah, karena bila setiap tambahan itu
statusnya objek jual beli, maka tenfunya pembeli harus
mengembalikan barang pokok beserta tambahannya tersebut,
sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Malik. Juga
sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah
sebelum hak kepemilikan objek jual beli itu diserahkan. Apabila
setiap tambahan barang itu statusnya bukan objek jual beli, maka
tercegahnya pengembalian tersebut sebab keberadaan tambahan

itu, tidaklah memiliki arti apapun. Ketika ini terjadi, teori
pemisahan dan penggabungan hak kepemilikan dalam madzhab
kami telah selesai dengan sempuma.

Ini merupakan pemyataan Al Ghazali dalam Al Ma'khadz.
Ulama madzhab kami telah membahasnya dalam masalah

beragam anak dalam Kitab rahn. Yaifu anak marhunah, ummu
ualad, mukatabah, mudabbarah, mu'taqah (budak yang

dimerdekakan) dengan sifat tertentu.
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Udhhiyah (kurban), mudabbarah (budak perempuan yang

dimerdekakan setelah kematian kepemilikannya), janiyah (budak

perempuan yang melakukan tindakan kriminal), dhaminah (budak

perempuan yang menjadi jaminan), syahidah (yang menjadi saksi),

wadi'ah (titipan), ariyah (pinjaman), musta'jarah (budak

perempuan yang dipekerjakan), maghshubah (yang di-ghashab),

makhudzah (yang diterima) melalui penawaran, mushaa bihaa

(objek wasiat), dan zakat.

Apabila Allah SE memberi kemudahan sampai pembahasan

rahn, aku akan menyebutkannya secara terperinci dalam
pembahasan rahn tersebut. Insya Allah Ta'ala, dimana hal yang

paling sempurna hanyalah milik Allah3.

Dalam pasal ini ada beberapa catatan yang perlu

diperhatikan.

Catatan pertama: Para ulama madzhab kami yang berkata:

Bahwa pengembalian itu menghapus akad sejak awal akad
tersebut disepakati. Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun di

antara mereka yang mengatakan tercegahnya pengembalian

tersebut, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Abu
Hanifah; tidak sebelum dan tidak (pula) sesudah hak kepemilikan
objek jual beli diserahkan kepada pembeli.

Hal itu membuktikan bahwa salah satu dari kedua
pedoman, ada kemungkinan karena lemahnya pendapat yang

telah disebutkan, dan kemungkinan juga karena memang sama

3 A[ah tidak mentakdirkan Syaikhuna (As-Subki) membahas sampai bab-bab
inn- l(a$'n tdfi merqamb'il a\rh urrhir melarrlltranrrya sesuan kadar kernamprnn
yang Allah mudatrkan pada kami, dimana kami memohon kepada-Nya agar
mempertemukan kami dengan para imam kami dan guruguru kami yang
senantiasa diikuti kebaikannya, Amin. (Al Muthi'i).
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sekali tidak ada keterkaitan yang saling mengikat antara

pemyataan tersebut dengan tercegahnya pengembalian,

sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan Abu Hanifah.

Sedangkan dalam pernyataan Al Imam Haramain dan Al
Ghazali terdapat keterangan yang mengindikasikan terjadi

keterkaitan yang saling mengikat antara kedua hal tersebut. Jika

benar demikian, maka kemungkinan diamnya mereka adalah

untuk menolak pendapat yang telah disebutkan itu, karena dia

menilai lemahnya pendapat tersebut.

Catatan kedua: Tunfutan yang dikehendaki pendapat

mengenai penghapusan akad ifu dari prinsip dasarnya, sekalipun

itu terjadi setelah hak kepemilikan objek jual beli diserahkan,

dimana pembeli harus mengembalikan berbagai macam tambahan

tersebut.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i telah menceritakan dua
pendapat dari Asy-Syafi'i dalam masalah pengembalian berbagai

macam tambahan tersebut; jika pengembalian ifu direalisasikan

sebelum hak kepemilikan objek jual beli itu diserahkan kepada
pembeli, dimana mereka menlmsun kedua pendapat tersebut

berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam beberapa

riwayat pendapat ulama madzhab fuy-Syafi'i yang masyhur,

bahwa pernbatalan pembelian itu menghapus akad sejak awal akad

tersebut disepakati atau sejak masa pembatalan akad tersebut?

Bila berpedoman pada pendapat yang pertama, bahwa

setiap tambahan itu harus dikembalikan. Sedang bila berpedoman

pada pendapat yang kedua, yaitu pendapat shahih ulama madzhab

Asy-Syafi'i, setiap tambahan tidak dikembalikan (tetapi menjadi

milik pembeli).
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Adapun jika pengembarian itu direalisasikan setelah hak
kepemilikan objek juar beli diserahkan kepada pemberi,
sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang mengatakan agar
mengembalikan berbagai macam tambahan tersebut.

Sedangkan tuntutan yang dikehendaki madzhab yang
dikutip oleh penulis At-Tatimmah adarah juga memberlakukan
perbedaan pendapat dalam masalah berbagai macam tambahan
tersebut.

hnu Ar-Rif'ah mengemukakan arasan mengenai hal
tersebut, bahwa ada kemungkinan orang yang mengatakan bahwa
pembatalan pembelian itu menghapus akad sejak awal akad
tersebut disepakati, sekaripun dia menyampaikannya secara
mutlak, akan tetapi maksud yang dikehendakinya seperti yang
telah disebutkan oleh Al Ghazali dalam Kitab Ash-shadaq, di mana
dia telah membahas pemisahan antara tambahan yang menyafu
dengan barang pokok dalam juar beli dan daram Ash-shadaq.

Yaitu bahwa pengembarian objek juar beri karena cacat,
menghapus akad sejak awar akad tersebut disepakati, dengan
menyandarkan pada masa pembatatan akad tersebut. Kemudian
dia menentang dirinya sendiri dengan menyatakan bahwa
pendapat seperti ini dapat disampaikan daram masarah
pengembalian sebelum hak kepemilikan objek jual beli diserahkan
kepada pembeli- padahar urama madzhab kami tidak pernah
menyampaikan pendapat semacam ini. Bahkan mereka sepakat
dengan pendapat yang mengatakan, bahwa pembatalan pembelian
itu menghapus akad sejak awal akad tersebut disepakati, hal ini
disebabkan karena berbagai tambahan itu tetap menjadi milik
penjual.
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Ibnu Ar-Rif'ah menjawab, Faktor yang mendorong mereka

mengemukakan pendapat tersebut setelah hak kepemilikan objek
jualbeli diserahkan adalah, bahwa akad itu telah memiliki kekuatan

hukum tetap, dimana penetapan akad tersebut hal yang telah
disepakati sebelumnya.

Catatan ketiga: Bahwa pernyataan Asy-Syirazi AB sepakat

tidak adanya pengembalian anak dan buah tersebut tanpa merinci
jawabannya, dimana jawaban yang benar memang demikian,

dalam kasus dimana pengembalian objek jual beli direalisasikan

setelah objek jual beli diserahkan kepada pembeli. Adapun
(pengembalian) sebelum objek jual beli diserahkan kepada pembeli

terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan.

Akan tetapi pendapat madzhab kelompok ulama lrak,

seperti jawaban yang disepakati oleh Asy-Syirazi, yaifu memastikan

tidak adanya pengembalian berbagai macam tambahan tersebut,

dimana pengembalian tersebut menghapus akad sejak masa

pengembalian, bukan sejak awal akad tersebut disepakati.

Perbedaan pendapat tersebut justru terjadi di luar madzhab

mereka. Pendapat inilah yang paling shahih menurut ulama selain

rnereka, juga sebagaimana jawaban yang telah mereka sepakati.

Catatan keempat: Sungguh kamu telah mengetahui bahwa

tidak ada perbedaan pendapat bahwa pengembalian yang

direalisasikan setelah setelah hak kepemilikan objek jual beli

diserahkan kepada pembeli, berbagai macam tambahan tidak

dikembalikan beserta barang pokok tersebut.

Dalam ketentuan hukum tidak adanya pengembalian

berbagai macam tambahan itu tidak ada perbedaan antara
berbagai macam tambahan yang diperoleh setelah hak

Al Majmu'syarah Al Muhadzdzab ll



kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada pembeli, dan
berbagai macam tambahan yang diperoleh sebelumnya. Tanpa ada
perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Akan tetapi perbedaan pendapat itu letaknya dalam
masalah berbagai macam tambahan yang diperoleh sebelum
kepemilikan objek jual beli itu diserahkan kepada pembeli, bila
pengembalian itu direalisasikan sebelum kepemilikan objek jual beli
itu diserahkan kepada pembeli.

Dalam Al Wajiz, ada keterangan yang memberikan persepsi
sebaliknya dari ifu, karena Al Ghazali berkata: Berbagai macam
tambahan itu diserahkan kepada pembeli, jika diperoleh setelah
objek jual beli diserahkan kepada pembeli, demikian juga jika
berbagai macam tambahan itu diperoleh (hashalaL) sebelumnya,
menurut salah satu dari kedua pendapat yang paling mendekati
qiyas.

Mereka menafsirkan pemyataan tersebut sebagai
pemyataan yang berlebihan. Karena jarang sekali teks dengan
menambahkan huruf Ta' ta'nits (Hashalar), dan yang dikehendaki
adalah " Hashala," maksudnya bahwa pengembalian ifu terjadi
sebelum objek jual beli diserahkan kepada pembeli. pemyataan Al
Ghazali tersebut menjadi lurus (tidak menyimpang).

Catatan kelima: Dalam penjelasan kebanyakan ahli fikih, di
antaranya; Ar-Rafi'i, ditemukan keterangan bahwa pembatalan
pembelian ifu menghapus (Raf't) akad sejak masa pembatalan
akad tersebut, dan menurut safu pendapat: Sejak awal akad
tersebut disepakati.

Sedangkan dalam penjelasan ahli fikih yang lain, di
antaranya; Al Qadhi Husain dan Al Imam Haramain, ditemukan
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keterangan bahwa pengembalian itu memufus (Qath't4 akad
tersebut dari masa berlangsungnya akad tersebut. Padahal

penghilangan akad tersebut tidak disandarkan pada perkara yang

telah terjadi sebelumnya. Dalam penjelasan Al Mawardi ditemukan
keterangan yang sebagian di antaranya hampir sama. Unfuk
menemukan jawaban masalah tersebut, ditawarkan dua
pembahasan'

Pembahasan pertama: Apakah penghapusan dari masa

berlangsungnya akad dan memufusnya ifu mengandung makna
yang sama atau tidak?

Pembahasan kedua: Bahwa penghapusan dari prinsip

dasamya, apakah maknanya memberi kepastian hukum tidak
adanya akad atau hak kepemilikan ataukah tidak?

Jawaban pembahasan pertama: Adapun pembahasan

pertama, menghapus (Raf't) dan memutus (Qath'tl tidak
mengandung makna yang sama. Karena kata "memufus" dapat

digunakan pada kasus misalnya; memufus (ikatan) perkawinan

dengan thalak, memutus hak kepemilikan barang dengan jual beli,

dan banyak lagi mekanisme pemutusan hak kepemilikan, yaitu

terkait faktor-faktor yang mengakibatkan beralihnya hak

kepemilikan barang.

Namun tidak ada safupun dari sekian mekanisme
pemutusan itu disebut menghapus (Raf't\1. Sementara menghapus

sejak masa pembatalan akad tersebut disebut memutus (Qath'd.
Karena akibat adanya penghapusan ifu, hak kepemilikan barang

tersebut menjadi terputus (berakhir).

Jadi, penghapusan dari masa berlangsungnya akad ifu lebih

khusus maknanya daripada memufus, karena setiap penghapusan
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dari masa berlangsungnya disebut pemufusan dan tidak setiap

pemutusan itu disebut dengan menghapus. Oleh karena itu,

pernyataan Al Imam Haramain dan Al Mawardi memastikan

penyebutan, "menghapus" itu dengan istilah "memutus. "

Rahasia di balik perbedaan antara menghapus dan

memufus yang bukan bermakna menghapus adalah, bahwa

menghapus tersebut maknanya adalah membatalkan hukum akad

yang terdahulu dengan tetap memberlakukan perkara yang sudah

ada sebelumnya. Sehingga hak kepemilikan barang yang kembali

setelah pembatalan pembelian tersebut, termasuk berbagai akibat

hukum adanya faktor yang mendahului akad lama, dimana hak

kepemilikan yang kembali itu bukanlah hak kepemilikan yang baru,

melalui mekanisme pembatalan pembelian tersebut. Berbeda

dengan jual beli dan semua faktor yang berakibat terjadinya

peralihan hak kepemilikan barang. Sebab semua faktor tersebut

ifu, hanya akan memberi kepastian hukum adanya hak
kepemilikan yang baru, yaitu berbagai akibat hukum yang

ditimbulkan oleh sejumlah faktor ini.

Akibat hukum adanya faktor tersebut, bukanlah termasuk

hal yang telah ada dahulu dan tidak pula membatalkan akad yang

terdahulu, dimana akibat hukum adanya faktor tersebut adalah,

peralihan hak kepemilikan. Bahkan peralihan hak kepemilikan

melalui mekanisme jual beli ini termasuk akibat hukum pembelian

yang lama, maka pahamilah rahasia di balik perbedaan tersebut.

Karena seseorang yang mernbeli suatu barang, maka setiap

usaha yang muncul dari dirinya terkait barang tersebut; baik
melalui mekanisme jual beli atau mekanisme yang lain, diperoleh
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dari pembeliannya. Sedangkan pembatalan pembelian (Faskh)

adalah benfuk perusakan pembelian dan pembatalannya.

Jawaban pembahasan kedua: Yaitu bahwa pembatalan

pembelian (Faskh) adalah dari prinsip dasamya. Apakah maknanya

memberi kepastian hukum tidak adanya hak kepemilikan barang

tersebut?

Jawaban akan hal ini mudah dipahami, bukan bermakna

bahwa kita memberi kepastian hukum bahwa akad tersebut tidak
pemah terjadi, bahkan secara faktual akad tersebut terjadi, dalam

arti bahwa akad itu memberi kepastian hilangnya akibat hukum
akad tersebut, dimana hak kepemilikan barang tersebut tidak
pernah diperoleh.

Jawaban dengan interpretasi seperti ini sungguh sangat sulit

dimengerti. Karena penyebab yang menghapus akad tersebut

adalah pembatalan pembelian (Faskhl. lantas bagaimana mungkin
akibat tersebut mendahului sebabnya?.

Jawaban kita: Bahwa hal itu melalui metode tabyiin
(memisahkan arti atau suatu perkara dari perkara yang berbaur

dan menjadi satu dengannya) tidak dapat membebaskan dari

kemusykilan tersebut. Karena tentunya akad yang sah itu benar-

benar ditemukan memenuhi berbagai persyaratannya, dan akibat

hukum akad yang sah ifu tidak bergantung pada akad tersebut.

Tidak bisa dikatakan: Bahwa di antara persyaratan akad

yang sah itu adalah tidak munculnya pembatalan akad tersebut,

karena hal itu adalah perkara yang tidak memiliki batas akhirnya,

dimana ketentuan hukum sahnya akad tersebut tidaklah

berhubungan dengan syarat itu.
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Tidak diragukan lagi bahwa hak kepemilikan itu berhasil

diperoleh saat ifu juga; bila berbagai persyaratan akad tersebut

terpenuhi. Persoalan dalam memperoleh hak kepemilikan barang

itu tidak bergantung pada perkara yang akan datang. Jika
permasalahan perolehan hak kepemilikan ifu bergantung pada

perkara yang akan datang tersebut, -akan tetapi perkara yang akan

datang itu hanya memberi kepastian tidak adanya hak kepemilikan
barang tersebut- tenfunya pengembalian upah mempekerjakan

budak, sewa menempati rumah dan menaiki hewan funggangan
(kendaraan), hukumnya wajib atas pembeli.

Bahkan tidak hanya itu, pembeli wajib membayar sewa

kepemilikan waktu dimana objek jual beli tersebut bertempat
tinggal dan menetap di bawah kekuasaannya, baik pembeli sendiri

menghabiskan wakfu tersebut atau waktu tersebut habis dengan

sendirinya. Kecuali dikatakan bahwa pemanfaatan barang ifu
adalah hal yang diizinkan, dimana penjual benar-benar

membolehkannya untuk dimanfaatkan oleh pembeli.

Tetapi kami berpendapat: Penjual membolehkan dan

mengizinkan pemanfaatan objek jual beli ifu karena sesuai dengan

tuntutan yang dikehendaki akad lnng sah Dimana akad

tersebut adalah perkara yang mengandung unsur pembolehan

tersebut. Jadi, akad tersebut terhapus, maka terhapus pula

pembolehan tersebut.

Tentunya hibah 5ang diberikan kepada budak itu dapat

dipastikan batal, apabila mereka berdua mengajukan syarat adanya

izin pemiliknya dalam menerima hibah tersebut, karena pemilik
budak tersebut sejatinya tidak pernah mengizinkan.
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Posisi mahar budak perempuan tersebut disetubuhi karena

statusnya sytbhat (tersamar), tetap dalam tanggungan lakilaki
yang menyetubuhinya. Adapun mahar yang dikuasai pembeli dari
laki-laki yang menyetubuhi itu, tidak dapat menggantikan posisi

mahar tersebut, karena tidak adanya hak kepemilikan mahar
tersebut.

Penghasilan yang telah pembeli terima, seperti; binatang
buruan, kayu bakar, rumput, dimana dia telah menghabiskannya,

maka dia wajib menyerahkan harga beli penghasilan tersebut
kepada penjual.

Telah dikemukakan sebelumnya; yaitu pernyataan Al
Ghazali dari ulama madzhab Hanafi, keterangan yang memberi
kepastian hukum bahwa berbagai macam tambahan barang yang

habis tersebut tidak menghalangi pengembalian objek akad

tersebut. Begihr juga tercegahnya keberadaan anak di bawah
kepemilikan pembeli setelah pengembalian itu, sebab stafus anak
tersebut berubah menjadi objek jual beli tanpa diimbangi nilai
tukar.

Pemyataan Al Ghazali dari ulama madzhab Hanafi ini
memberi pemahaman, bahwa yang dikhawatirkan dari pendapat

tersebut adalah, keberadaan anak di bawah kepemilikan pembeli

itu mengubah statusnya menjadi hak milik yang tidak memiliki
sebab kepemilikan anak tersebut, jika berpedoman pada pendapat
yang menyatakan terhapusnya akad sejak awal akad tersebut

disepakati.

Pendapat ini memberi pemahaman bahwa yang dimaksud
dengan terhapusnya akad sejak awal akad tersebut disepakati itu,

bukanlah dengan cara toleransi, akan tetapi sebagaimana
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pendapat yang disampaikan oleh Al Ghazali dalam kitab Ash-

Shadaq. Atau juga akad tersebut terhapus sejak awal akad tersebut

disepakati dengan disandarkan atau hingga berakhirnya masa akad

tersebut, maksudnya adalah pada wakfu pembatalan pembelian

garansi, yang disebabkan adanya kepastian hukum terhapusnya

sejumlah akibat hukum akad tersebut.

Di antara sejumlah akibat hukum akad tersebut adalah, hak

memiliki anak temak dan juga penghasilan budak yang masih ada.

Jadi, menumt pendapat ini, hak kepemilikan dalam sejumlah

akibat hukum akad tersebut terhapus, dan kembali kepada penjual.

Hasil kesimpulan pernyataan tersebut adalah bahwa,

terhapusnya akad sejak awal akad tersebut disepakati, kembali

pada makna yang dikehendaki, yaifu terhapusnya sejumlah akibat

hukum akad sejak saat pembatalan pembelian tersebut.

Makna yang dikehendaki dengan terhapusnya akad adalah

tidak hilangnya sejumlah akibat hukum akad tersebut, tetapi yang

terhapus hanyalah hak kepemilikan terkait objek jual beli tersebut.

Ini merupakan penafsiran yang belum pemah ada yang

menyampaikannya. Jadi, bila terbukti bahwa berbagai macam

tambahan yang telah rusak itu bukanlah resiko yang harus

ditanggung, maka penerimaan hibah oleh budak dan usahanya

dengan seizin pembeli itu hukumnya sah. Diserahkannya hak

kepemilikan mahar kepada pembeli karena stafusnya yang syubhat
(tersamar), itu hukumnya sah, maka harus juga meletakkan

pemyataan tersebut sesuai makna ini.

Jika demikian, maka tidak adanya kalajiban membayar

upah mempekerjakan budak, serila menempafi rumah dan menaiki

kendaraan, tidak sulit dipahami berdasarkan penafsiran tersebut.
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Aku tidak pemah menemukan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang

menyampaikan pemyataan yang tegas dan konkrit mengenai
sejumlah masalah ini.

Tetapi pemyataan mereka memberi kepastian hukum
seperti pemyataan yang tegas, bahwa upah mempekerjakan budak
dan sejenisnya itu tidak wajib dikembalikan. Perbedaan pendapat

tersebut hanya terletak pada masalah berbagai penghasilan dan
barang yang muncul dari obyek jual beli itu sendiri.

Adapun komentar ulama madzhab Hanafi, menurut
mereka, hasil pekerjaan dan binatang buruan itu tidak dapat
dimiliki akibat memiliki barang pokok tersebut. Bahkan (dimiliki)

melalui penguasaan. menjadi menurut mereka, penguasaan ifu
tidak menghalangi pengembalian obyek jual beli tersebut.

Demikian juga upah mempekerjakan budak dan sejenisnya

tidak wajib dikembalikan, menurut kaidah madzhab mereka. Akan
tetapi, jika mereka sependapat dengan kami (ulama madzhab Asy-
S1nfi'i) mengenai tidak terikatnya kewajiban mengembalikan harga
jual anak yang mati tersebut dan sejumlah masalah yang telah
dikemukakan, mereka perlu meletakkan pendapatnya sesuai

dengan makna yang telah disebutkan, sebagaimana kami
memerlukan hal itu untuk memberi kepastian tidak adanya

kewajiban pengembalian sewa masa yang telah lewat, dimana
tambahan tersebut tidak menghalangi pengembalian obyek jual
beli, menumt Abu Hanifah *S, kecuali tambahan itu adalah

keuntungan yang muncul dari obyek jual beli itu sendiri.

Zufar (Abu AI Hudzail Zufar bin Al Hudzail Al Anbari Al
Bashri 158 H.) berkata: Wajib mengembalikan mahar karena
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statusnya tersamar, dimana telah dikuasai oleh pembeli tersebut

berikut budak perempuan ifu.

Catatan keenam, Tuntutan yang dikehendaki sabda Nabi'
"Al Kharaaj bi Adh-Dhamarl' (Kzuntungan itu disertai resiko yang

harus ditanggung) adalah keuntungan ihr ikut menyertai resiko

yang harus ditanggung.

Jadi, seharusnya stafus hukum berbagai tambahan barang

sebelum hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada

pembeli tetap menjadi milik penjual tersebut, baik dalam kasus

tersebut ada akad yang disepakati atau pembatalan pembelian.

Pendapat pertama fterbagai tambahan tetap menjadi milik
penjual sekalipun ada akad jual beli yang telah disepakati) tidak ada

seorang pun yang menyampaikan pendapat demikian. Pendapat

kedua (berbagai tambahan tetap menjadi milik penjual sekalipun

ada pembatalan pembelian) tidak ada seorangpun yang

menyampaikan pendapat ini kecuali, mengikuti pendapat yang

lemah dalam sebagian contoh kasus tersebut. Yaifu kasus bila

pengembalian ih.r terjadi sebelum hak kepemilikan objek jual beli

diserahkan kepada pembeli.

Lalu apa alasan mengabaikan penjelasan hadits tersebut

dalam kasus ifu dan mengamalkannya dalam kasus pengembalian

setelah hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada pembeli.

Jawabannya adalah, bahwa kedudukan hukum yang diterangkan

oleh nash hadits tersebut hanya berlaku setelah hak kepemilikan

objek jual beli diserahkan kepada pembeli, dimana pembatalan

pembelian itu telah terjadi. Hal ini sesuai dengan sejumlah redaksi

hadits yang telah dikemukakan.
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Apalagi perkataan periwayat (Urwah): "Nabi $
memufuskan dalam kasus seperti ini bahwa keuntungan itu disertai

resiko yang harus ditanggung. "Jadi, keunfungan itu dilandasi oleh

resiko yang harus ditanggung dalam kepemilikan barang. Dimana

resiko tersebut tidak ditemukan pada diri penjual dan dalam kasus

pengembalian sebelum hak kepemilikan diserahkan kepada

pembeli.

Apabila kamu berkata: Kedudukan hukum itu sama sekali

tidak membawa akibat hukum apapun, dimana landasan hukum

(illal memperoleh keuntungan yang disebutkan oleh pembawa

syari'at merupakan resiko yang harus ditanggung. Sehingga

hukum itu harus disesuaikan dengan landasan yang

membangunnya dalam segi; ada dan tidak adanya hukum tersebut.

Sehingga pemyataan, "Keunfungan sebelum objek jual beli

diserahkan kepada pembeli tersebut menjadi milik pembeli," di

dalamnya mengandung pembatalan landasan hukum yang ada

pada pihak penjual dan mev.rujudkan hukum tersebut tanpa

landasan hukum yang ada pada pihak pembeli.

Menurutku (As-Subki): Al Ghazali *B berkata: Penyebutan

landasan hukum ('illal ini dalam kasus pengembalian objek jual beli

setelah hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada pembeli

adalah, unfuk menghentikan penanya yang menganggap jauh

adanya keuntungan tersebut menjadi milik pembeli.

Sementara sebelum hak kepemilikan diserahkan kepada

pembeli dilandasi dengan landasan hukum yang lain. Yaitu bahwa

berbagai macam tambahan (keuntungan) itu muncul di bawah

kepemilikannya.
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Hukum tersebut terkadang dilandasai dengan dua landasan
yang berbeda, yaitu Nabi as hanya membuat alasan hukum itu
dengan resiko yang harus ditanggung (Dhaman), karena
pembuatan alasan ifu kedudukannya lebih jelas menumt penjual
dan lebih memastikan unfuk dapat menunfutnya, karena kambing
tersebut sebagai perimbangan dari penanggungan resikonya.
sekalipun landasan hukum yang lain, yaifu hak kepemilikan ifu
terpenuhi. Tetapi hati penjual lebih dominan mengikuti alasan
yang pertama. Wallahu a'lam.

Catatan ketujuh: Perbedaan pendapat yang telah
disebutkan dalam masalah penghapusan akad tersebut sejak awal
akad ifu disepakati atau sejak masa pembatalan akad tersebut,
apakah khusus berhubungan dengan pengembalian karena cacat?
Atau umum dalam berbagai macam pembatalan akad? sehingga
perbedaan pendapat ifu terjadi dalam penghapusan dan
penghilangan akad dengan persehrjuan kedua belah pihak
(Iqaalahl, pembatalan akad karena berselisih pendapat, pembatalan
akad melalui khiyar majlis dan khiyar syarat dan dalam pembatalan
akad akibat rusaknya obyek jual beli sebelum hak kepemilikannya
diserahkan kepada pembeli?

Jawabannya: Pendapat masyhur dari madzhab Asy-syafi,i
mengenai perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam pasal
ini, menyatakan perbedaan pendapat tersebut hanya berhubungan
dengan pengembalian karena cacat.

Perbedaan pendapat tersebut tidak terjadi dalam
penghapusan dan penghilangan akad dengan persefujuan kedua
belah pihak (lqaalah), oleh karena itu mereka meng-qiya*kan
pengembalian karena cacat ihr, dengan penghapusan dan
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penghilangan akad dengan persetujuan kedua belah pihak

(lqaalahl, dimana segi iqaalah itu posisinya menghapus akad sejak

masa pembatalan akad tersebut.

Ar-Rafi'i *S melontarkan pendapat dalam pasal ini secara

mutlak, bahwa pembatalan itu menghapus akad sejak awal akad

itu disepakati atau sejak masa pembatalan akad tersebut.

Yang lebih mendekati kebenaran bahwa maksud yang

dikehendakinya adalah, pembatalan yang sedang dalam

pembahasan ini, adalah pengembalian karena cacat.

Ar-Rafi'i, dalam bab Hukmul Mabii' Qablal Qabdhi (Hukum

objek jual beli sebelum hak kepemilikannya diserahkan kepada

pembeli), menyebutkan dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i

dalam masalah pembatalan akad karena rusaknya objek jual beli

sebelum hak kepemilikannya diserahkan kepada pembeli,

pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat itu adalah:

Bahwa pembatalan akad itu dimulai sejak masa rusaknya objek jual

beli, sama seperti pengembalian karena cacat.

Sedangkan masalah berbagai macam tambahan

(keuntungan) itu, di-takhrij sesuai dengan kedua pendapat tersebut.

fu-Rafi'i berkata: Mereka yang melontarkan kedua pendapat itu
dalam masalah penghapusan dan penghilangan akad dengan

persetujuan kedua belah pihak (Iqaalali, bila kita memposisikannya

sebagai bentuk pembatalan pembelian (faskh), dimana mereka

mm-takhij berbagai macam tambahan (keuntungan) itu sesuai

dengan kedua jawaban tersebut.

Menurutku (As-Subki): Pemyataan tersebut, sekalipun

mereka meletakkannya secara mutlak, akan tetapi kemungkinan

letaknya adalah sebelum hak kepemilikan diserahkan kepada
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pembeli- sebagaimana keterangan mutrak pada pasar ini, daram
masalah pengembarian karena cacat. sebab penghapusan dan
penghilangan akad dengan persetujuan kedua berah pihak (iqaarah)
itu, hukumnya boleh bila berpedoman pada pendapat yang
menyatakan, bahwa iqaalah tersebut adarah pembataran pemberian
Vxkh).

AI Qadhi Husain mengutip perbedaan pendapat daram
masalah; rusaknya objek juar beri seberum hak kepemilikannya
diserahkan kepada pemberi, dimana peletakkan kedua pendapat
dalam masalah; pengembalian karena cacat itu disusun
berdasarkan masarah iqaarahdan rusaknya objek juar beli di tangan
pembeli pada masa khiyar Jika kita mengatakan: Akad itu batal,
maka akad dalam kasus pengembalian karena cacat ini terhapus.
Jika tidak demikian, maka status anak (budak perempuan) tersebut
dalam kasus ini menjadi milik pembeli.

Adapun masalah perselisihan pendap at (Takhaatui dalam
objek jual beli, tuntutan yang dikehendaki pernyataan penuris ,4/-
Tatimmah dalam bab Takhaaruf, perbedaan pendapat tersebut
juga terjadi dalam masarah Takhaaruf tersebut. sehingga, jika
pertimbangan harga barang yang sebenamya itu muncul ketika
perselisihan ifu terjadi seterah rusaknya objek juar beri, dimana
perselisihan ifu berjalan sesuai dengan pendapatnya daram
memberlakukan perbedaan pendapat tersebut seterah adanya
serah terima hak kepemilikan barang (Taqaabudh), maka
sesungguhnya perincian perselisihan pendapat tersebut (takhaatul
juga demikian.

oleh karena ifu, urama sepakat berbagai macam tambahan
pada barang itu tidak dikembarikan, sebagaimana tidak
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dikembalikannya berbagai macam tambahan dalam kasus ini,

setelah hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada pembeli.

Apabila kita mengatakan: Bahwa akad jual beli tersebut

menjadi terhapus sejak awal mula akad itu disepakati, namun

pernyataan tentang pembatalan akad sejak awal akad itu
disepakati akibat terjadinya perselisihan tersebut (Takhaalufi

merupakan derivasi dari pemyataan bahwa akad tersebut menjadi

batal akibat mumi perselisihan itu sendiri (Takhaalufi ini seperti

pemyataan yang dimuat dalam At-Tatimmah dan An-Nihayah.

Padahal mereka tidak pemah menjelaskannya berdasarkan

pendapat yang menyatakan pembatalan secara langsung (akibat

perselisihan tersebut).

Adapun masalah khiyar majlis dan syarat, telah disebutkan

dalam babnya masing-masing, bahwa apabila akad tersebut

dibatalkan dan kami mengatakan hak kepemilikan barang itu tetap

menjadi milik pembeli, maka pendapat yang paling shahih di

kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa berbagai

macam penghasilan tersebut tetap menjadi milik panbeli.

Keterangan tersebut membuktikan bahwa pendapat yang

paling shahih dalam masalah berbagai macam penghasilan

tersebut juga menyatakan bahwa akad tersebut terhapus sejak

masa pembatalan tersebut.

Pendapat yang lain, menyatakan akad tersebut terhapus

sejak awal akad itu disepakati tampa diberlaku pula dalam khigr
majlis dan khiyar syant tersebut. Bahkan pendapat yang lain itu

lebih tepat untuk diberlakukan dalam bab khiyar majlis dan khigr

4mnt.

Al Majmu'Sltarah Al Muhadzdzob ll Sg



Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, jelas sudah

bahwa perbedaan pendapat ifu terjadi dalam semua masalah,

dimana pendapat yang paling shahih dalam masalah tersebut
seluruhnya adalah, bahwa akad tersebut terhapus sejak masa

pembatalan akad tersebut.

Tetapi semua masalah tersebut tidak berada pada tingkatan
yang sama. Masalah yang paling utama untuk diberlakukannya
perbedaan pendapat tersebut di dalamnya adalah masa khiyaf
karena akad tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Masalah yang paling jauh unhrk diberlakukannya perbedaan

pendapat tersebut adalah masalah iqaalah, karena iqaalah tersebut

diposisikan sebagai perkara yang baru, dan tidak menufup akad

yang pertama.

Di antara sejumlah masalah tersebut, masih ada masalah

pembatalan akad Sharf (iual beli mata uang) akibat pemisahan

objek jual beli sebelum adanla serah terima kepemilikan tersebut.
Apakah kita mengatakan akad Shar{itu dipastikan batal sejak awal

akad itu disepakati?

Karena serah terima hak kepemilikan ifu merupakan syarat

akad jual beli tersebut. Atau kita mengatakan bahwa ketentuan

hukumnya sama seperti ketentuan hukum rusaknya objek jual beli
sebelum hak kepemilikannya diserahkan kepada pembeli? Hanya

saja, memberlakukan perbedaan pendapat tersebut dalam masalah

pembatalan akad Sharftersebut tidak ada faedahnya.

Memang benar tidak ada faedahnya, akan tetapi dalam
akad Salam (iual beli barang dengan cara pemesanan dan
pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu),

dimana barang pokok yang dipesan ifu berupa budak perempuan,
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sementara budak perempuan tersebut dalam kondisi cacat dan dia

mengandung di tempat akad tersebut dan melahirkan, kemudian

dia meninggal sebelum pembeli (Muslam ilaih) menguasainya,

maka apakah kita mengatakan bahwa kematian itu merupakan

benfuk pembatalan sejak masa kematian tersebut hingga anak

budak perempuan itu diserahkan kepada pembeli (Muslam ilaihl?

Atau sejak awal akad salam itu disepakati sehingga anak budak

perempuan dipastikan dikembalikan kepada penjual?

Pendapat yang lebih mendekati qiyas adalah,

memberlakukan perbedaan pendapat ulama dalam akad salam.

Kematian budak perempuan sebelum pembeli menguasainya

dalam akad salam itu, sama seperti rusaknya objek jual beli

sebelum hak kepemilikannya diserahkan kepada pembeli.

Karena Asy-Syafi'i 1ig mengeluarkan kepufusan batalnya

akad jual beli tersebut akibat rusaknya objek jual beli sebelum hak

kepemilikannya diserahkan kepada pembeli dari akad Sharf
tersebut, dengan syarat mereka berdua telah berpisah dan mereka

berdua belum melakukan serah terima hak kepemilikan objek jual

beli tersebut. Sebagaimana dia telah mengemukakan syarat

tersebut dalam bab Riba.

Catatan kedelapan: Aliran pendapat yang masyhur dalam

masalah pengembalian objek jual beli ini adalah, sepakat tidak

berlakunya perbedaan pendapat tersebut dalam pengembalian

setelah hak kepemilikan barang diserahkan kepada pembeli,

bahkan pengembalian objek jual beli setelah hak kepemilikannya

diserahkan kepada pembeli, dipastikan posisinya menghapus akad

sejak masa pengembalian tersebut. Berbeda dengan pendapat

yang telah disampaikan oleh penulis At-Tatimmah.
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Al Imam Haramain dan ulama lainnya dari kalangan yang

sepakat (tidak berlakunya perbedaan pendapat tersebut) telah

menyampaikan dalam kasus; bila barang pesanan (Muslam fihl
yang cacat ifu dikembalikan, barang pesanan itu berupa budak

laki-laki, dimana pembeli telah mempekerjakannya, apakah wajib

mengembalikan penghasilan dan keunfungan tersebut?

Ada dua pendapat Asy-Syafi'i (Qaulaanl. Jawaban yang

menyatakan bahwa penghasilan tersebut dikembalikan bersama

budak yang cacat itu, memberi kepastian hukum hilangnya hak

kepemilikan budak tersebut sejak awal akad itu disepakati, yaitu

setelah hak kepemilikan itu diserahkan kepada pembeli.

Jadi, apabila pertanyaan itu dijawab mengikuti riwayat
pendapat lemah yang menyatakan, terhapusnya akad ifu sejak

awal disepakati. Perbedaan pendapat dalam salam tersebut

merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Penjelasan perbedaan pendapat tersebut telah dikemukakan dalam

bab Riba.

Jawabannya: Bahwa perbedaan pendapat yang telah
disebutkan dalam akad salam ltu, landasan hukumnya adalah
perkara yang lain, yaitu bahwa hak kepemilikan barang pesanan

(Muslam fihl, menurut salah safu dari dua pendapat Asy-Syafi'i,

harus memenuhi syarat rela meneriman5n atau setelah

pengembalian.

Jadi, ketika barang pesanan (muslam fih) itu dikembalikan,

maka kita dapat memastikan bahwa hak kepemilikan barang

pesanan tersebut sama sekali belum diperoleh. Jadi, inilah
pendapat yang menyatakan harus mengembalikan berbagai

macam penghasilan.
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Sedangkan pendapat yang berlawanan dengan pendapat

tersebut menyatakan, bahwa hak kepemilikan barang itu diperoleh

melalui penyerahan hak kepemilikan barang kepada pembeli.

Kemudian hak kepemilikan itu dibatalkan dengan pengembalian

barang tersebut.

Jadi, berdasarkan pendapat yang terakhir ini, tentunya

pengembalian barang pesanan tersebut sama seperti pengembalian

objek jual beli karena cacat, setelah hak kepemilikannya

diserahkan kepada pembeli, yaifu berbagai macam penghasilan

tersebut tidak harus dikembalikan. Maksudnya adalah,

penghapusan hak kepemilikan barang pesanan sejak masa

pengembalian barang pesanan tersebut, sesuai dengan aliran

pendapat yang masyh u r dari madzhab Asy-Syafi'i.

Aliran penulis At-Tatimmah beserta pendapat yang

menyatakan tidak adanya pengembalian penghasilan tersebut,

ditemukan dalam akad salam ini. Jadi, pahamilah kerangka

pembuatan cabang masalah ini, karena hal ifu termasuk

keterangan yang baik.

hnu Abi Ad-Dam menyebutkan bahwa Al Imam Haramain

dan Al Ghazali telah menyebutkan dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i (wajhaanl dalam menjawab kasus; apabila pembeli

(musliml mengembalikannya karena cacat. Apakah pengembalian

itu merupakan bentuk penghapusan akad Salam tersebut sejak

masa pengembalian atau sejak awalmula akad ifu disepakati?

Maksud yang dikehendaki oleh Ibnu Abi Ad-Dam adalah,

perbedaan pendapat yang telah aku kemukakan. Jawaban yang

sebenamya adalah, keterangan yang telah aku perlihatkan. Jika

tidak demikian, tentunya hal itu memberikan ketidakpastian bagi
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Al Imam Haramain dan ulama yang sependapat dengannya, yaitu

orang yang memutuskan dalam kasus ini setelah hak kepemilikan

bararig diserahkan, bahwa penghapusan akad tersebut sejak masa

pengembalian tersebut.

Dan tentunya, hal itu memberikan ketidakpastian bagi

ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam keputusan mereka dalam kasus

ini, bahwa berbagai macam penghasilan setelah hak kepemilikan

barang itu diserahkan kepada pembeli itu tidak diminta kembali.

Wallahu a'lam.

Catatan kesembilan, Berbagai macam tambahan (pada

barang pokok) yang sedang dalam pembahasan ini, disyaratkan

memenuhi sejumlah kriteria.

Kriteria pertama: Tidak terjadi pengurangan harga barang

pokok disebabkan oleh tambahan tersebut. Catatan yang

menerangkan hal tersebut telah dikemukakan.

Kriteria kedua: Berbagai macam tambahan tersebut muncul

setelah akad, dimana setelah akad tersebut memiliki kekuatan

hukum tetap. Jadi, jika berbagai macatn tambahan tersebut

ditemukan seperti kandungan yang menyertai akad tersebut, maka

akan disampaikan dalam pemyataan Asy-Syirazi dalam pasal yang

lain. Ins5a Allah Ta'ala.

Kriteria ketiga: Berbagai macann tambahan tersebut telah

terpisah (dari barang pokok) sebelum pengembalian tersebut,

contohnya seperti; anak budak perempuan, bulu halus yang telah

dipotong, dan susu yang telah diperah. Atau berbagai macam

tambahan tersebut status hukumnya dianggap terpisah, contohnya

seperti; buah yang telah dilakukan proses penyerbukan.

ll et uoj^u'SyarahAl Muhadzdzab



Sedangkan jika berbagai macam tambahan tersebut tidak

demikian (terpisah dari barang pokok sebelum pengembalian),

seperti kasus; bila pembeli mengembalikan budak perempuan,

dimana dia seorang wanita hamil dengan kehamilan yang muncul
setelah hak kepemilikannya diserahkan kepada pembeli; jikalau

kita mengatakan bahwa kehamilan itu bukanlah suatu cacat, atau
pembeli mengembalikan sebuah pohon, dan ternyata pohon
tersebut telah benar-benar mengeluarkan mayang yang tidak
pernah dilakukan proses penyerbukan, atau (mengembalikan)

kambing, dan pembeli telah membelinya dalam kondisi tidak
berbulu halus, dan kambing tersebut hewan yang habis bulu
halusnya, lalu fumbuh kembali bulu halus yang baru di atasnya
yang tidak pemah dipotong, atau keluar kembali susu yang baru di
kantung susunya, dimana susu tersebut tidak pemah diperah,
maka bagaimana hukumnya?

Adapun masalah kandungan, Al Imam Haramain telah
meriwayatkan dua pendapat sama seperti masalah pailit (^trals). Al
Qadhi Husain *!, sepakat dalam masalah ini dengan

mengembalikannya karena alasan kehamilan tersebut, dimana
kandungan tersebut tidak diserahkan kepada penjual; jika budak
perempuan tersebut mengandung segumpal darah di bawah
kepemilikan pembeli, karena kandungan tersebut tidak dapat dijual
secara terpisah. Jadi, kandungan tersebut seperti sifat gemuk.
Seperti itulah, pemyataan Asy-Syirazi e!, hal ini sesuai dengan
perkataannya: "Lalu budak perempuan tersebut mengandung di
bawah kepemilikannya dan melahirkan." Jadi, Asy-Syirazi
meletakkan persalinan tersebut sebagai syarat.
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Al Qadhi Abu Hamid berkata' Ini adalah pendapat yang

paling tepat untuk dijadikan pegangan dari kedua pendapat

tersebut.

Al Qadhi Husain dan segolongan ulama madzhab Asy-

Syafi'i berkata: Apabila kita mengatakan kandungan tersebut

mengambil porsi harga beli, maka kandungan tersebut tetap

menjadi miliki pembeli tersebut dan dia boleh mengambilnya bila

kandungan tersebut telah terpisah. Dalam pendapat yang lain

disebutkan, bahwa kandungan tersebut tetap menjadi milik
penjual, karena kandungan tersebut masih menyafu di saat dia

mengembalikan barang pokoknya.

Apabila kita mengatakan: Kandungan tersebut tidak

mengambil porsi harga beli, maka kandungan tersebut tetap

menjadi milik penjual.

Pendapat yang telah disebutkan oleh Al Qadhi Husain dan

Al Qadhi Abu Hamid sesuai dengan pendapat yang telah

disampaikan oleh Ar-Rafi'i **, dalam bab pailit lFald, bahwa

mayoritas ulama ma&hab Asy-Syafi'i lebih mengunggulkannya

dalam permintaan kembali pembayaran utang yang telah diberikan

oleh orang yang berutang karena pailit.

Pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i dalam

masalah kandungan ini sesuai dengan riwayat pendapat yang

masyhur dalam kasus; pengembalian suatu barang karena cacat,

yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi dan ulama yang lain, yaitu

pendapat yang dibangun berdasarkan pertanyaan apakah

kandungan itu diimbangi dengan porsi harga beli tertentu atau

tidak.
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Ar-Rafi'i **,, di samping menyebutkan pendapat tersebut,

dia mencoba beralih dari sumber tersebut karena adanya

pengunggulan oleh mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i

mengenai kandungan yang stafusnya sebagai pelengkap ke

masalah pengembalian (pembayaran utang yang telah diberikan

oleh orang yang berutang karena pailit). Sehingga seharusnya, dia

dalam masalah pailit ini juga mengatakan statusnya sebagai

pelengkap, sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Al

Qadhi, atau memisahkan antara kedua masalah tersebut: Masalah

pailit dan masalah pengembalian karena cacat.

Di samping itu, karena Ar-Rafi'i lebih mengunggulkan status

buah dan kandungan tersebut dalam masalah pailit sebagai

pelengkap (bukan tujuan utama), dimana dia meletakkan keduanya

sama-sama sebagai pelengkap, sekalipun buah itu lebih tepat

untuk disendirikan, karena mempertimbangkan status keduanya

sebagai pelengkap dalam jual beli, sekaligus disebutkan secara

berurutan dalam pembatalan jual beli. Kandungan makna ini
ditemukan dalam masalah pengembalian karena cacat.

Apabila pandangan tentang perimbangan dengan porsi

harga beli ifu benar, tenfunya pengembalian dalam masalah pailit

tidak melebar ke masalah buah tersebut, karena buah tersebut

dipastikan dapat diimbangi dengan porsi harga beli, sesuai dengan

riwayat pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i,

diamana ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-

Syafi'i dan telah di-nash oleh Asy-Syafi'i.

Klaim Ar-Rafi'i bahwa pendapat yang paling shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah kandungan ini, bahwa
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kandungan budak perempuan tersebut tetap menjadi milik
pembeli, hal ini membufuhkan jawaban mengenai klaim tersebut.

Ar-Rafi'i lebih mengunggulkan dalam kasus ini, bahwa
buah-buahan tersebut ketika mengambil porsi harga beli, ada dua
pendapat Asy-Syafi'i sama seperti kandungan budak perempuan.
Tunfutan yang dikehendaki pernyataannya, bahwa pendapat yang
paling shahih menurutnya adalah, buah tersebut juga tetap menjadi
milik pembeli sebelum dilakukan proses penyerbukan.

Sebagian mereka menyatakan secara mutlak bahwa
kandungan itu mengurangi harga beli barang pokok, karena
kandungan dalam konteks budak perempuan ifu bisa mengurangi
kecekatan dan kecantikannya dan dalam konteks hewan temak
kehamilan ifu mengurangi dagingnya dan mengurangi muatan dan
funggangan.

Jadi, bila kita mengatakan, pandangan ini (benar) atau kita
sama sekali tidak mengomentarinSn, tetap yang jelas kehamilan
tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengurangan harga jual
barang pokok, maka pembeli boleh menunfut ganti rugi.

Al Qadhi Abu Hamid berkata: Apakah pembeli boleh
mempertahan budak perempuan tersebut sampai dia melahirkan
dan mengembalikannya jika persalinan tersebut sama sekali tidak
mengurangi harga jualnya? hnu Ash-shabbagh telah menguup
pendapatnya.

Apabila kita menetapkan pembeli boleh mengembalikan,
lalu da menahannya sampai dia melahirkan -maka jika kita
mengatakan: Kandungan tersebut menjadi milik pembeli-, maka
penahanan budak perempuan itu tidak menghatanginya untuk
mengembalikannya karena cacat, pernbeli menahan budak
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perempuan tersebut karena hendak mengambil hak miliknya dari

budak perempuan tersebut.

Apabila kita mengatakan: Kandungan budak perempuan

tersebut tetap menjadi milik penjual, maka penahanan budak

perempuan tersebut menghalanginya untuk mengembalikan objek
jual beli karena cacat tersebut. Al Qadhi Al Mawardi &. telah

menyampaikannya.

Adapun masalah budak perempuan, pernyataan Al
Mawardi memberi kepastian hukum bahwa, pembeli boleh

menahannya sampai dia melahirkan dan mengembalikannya

seketika itu juga, karena jika dia mengembalikannya, dimana dia

sedang dalam kondisi hamil, maka kandungan tersebut menjadi

milik penjual, sebab pembeli memilih meninggalkan hak miliknya.

Jadi, pembeli tidak boleh mengecualikan kandungan tersebut.

Al Jari membedakan antara masalah tersebut dengan

masalah; apabila penjual berwasiat kepada pembeli mengenai

kandungan tersebut, kemudian dia membeli ibunya, lalu dia

mendapatinya dalam kondisi cacat, kemudian dia

mengembalikannya, maka kandungan tersebut tidak dikembalikan

beserta ibunya ifu, karena kandungan dalam konteks wasiat ini

statusnya bukan sebagai pelengkap.

Di antara ulama yang menyusun masalah kandungan ini

berdasarkan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah perimbangan

porsi harga beli tersebut adalah Al Mawardi. Pendapat yang paling

shahih menurutnya adalah sama seperti pendapat yang telah

disampaikan oleh Ar-Rafi'i.

Al Mawardi, di samping menyampaikan kedua pendapat

dalam masalah perimbangan porsi harga beli tersebut, dia juga
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menyampaikan sebuah pendapat yang menentang pendapat kami:

Bahwa kandungan itu diimbangi dengan porsi harga beli, dimana

kandungan tersebut menjadi milik penjual, karena menyatunya

kandungan tersebut dengan sang ibu ketika pengembalian

tersebut. Inilah hukum dalam masalah kandungan tersebut.

Adapun (hukum) dalam masalah buah yang belum pernah

dilakukan proses penyerbukan ada dua pendapat yang berbeda

dari para pengikut madzhab Asy-S3nfi'i:

Pendapat pertama: Pernbeli harus mengembalikan

tambahan itu beserta pohonnla ftarang pokoknya), dia tidak boleh

menahannya.

Pendapat kedua' Pembeli boleh menahannya atau

mengembalikan pohon tersebut (barang pokok tersebut).

Perbedaan antam buah dengan kandungan tersebut bila

berpedoman pada pendapat png kedua ini adalah, boleh menjual

buah tersebut secam terpisah, menunrt salah safu dari kedua
pendapat ulama madzhab AsySyafi'i. Ar-Rafi'i *s tidak pemah

mengunggulkan satupun dari kedua pendapat ini.

Telah dikemukakan keterangan yang memberi kepastian
jawaban masalah buah ini, di-takhrij sesuai dengan masalah

kandungan tersebut. Sehingga diskusi bersama Ar-Rafi'i tersebut

berkisar tentang kedua pendapat tersebut.

Pendapat Snng cenderung diikuti dalam kasus buah ini
adalah pendapat png paling shahih gnifu pendapat yang pertama.

Bahwa pernbeli harus mengembalikan buah tersebut bersama
pohonnSn (barang pokoknya).
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Al Qadhi Husain berkata: Pendapat yang paling shahih

adalah pendapat yang pertama. Karena pendapat tersebut

merupakan pendapat yang unggul dari Asy-Syafi'i, di mana Al
Muzani telah mengutipnya dalam menjawab masalah penarikan

kembali harta benda oleh milik penjual, apabila pembeli

mengalami pailit (kebangkrutan), dimana pada pohon tersebut

terdapat buah yang tidak pemah dilakukan proses penyerbukan.

Ini merupakan pendapat yang paling shahih menurut Ar-
Ruyani dan Ar-Rafi'i dU. Jadi, tentunya dalam kasus ini yang lebih

diunggulkan juga demikian (mengembalikan buah beserta

pohonnya).

Kemungkinan Asy-Syirazi 4g memilih pendapat yang

kedua. Oleh karena itu, dia berkata: "Lalu pohon tersebut

berbuah," dia tidak pemah membatasi dengan memotong dan

tidak pula dengan proses penyerbukan. Sedang dalam masalah
pailit, dia menyampaikan dua pendapat dari Asy-Syafi'i tanpa

mengunggulkannya.

Adapun susu yang baru muncul dalam kantung susu

tersebut atau bulu halus yang baru tumbuh berikut bagian yang tak

terpisahkan dari keduanya menjadi milik pembeli tersebut.

Al Qadhi Husain telah menyebutkan keempat masalah ini

dalam Ta'liq miliknya secara terpisah dalam dua pembahasan. Al
Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i **, berkata: Pembeli harus

mengembalikan bulu halus tersebut karena stafusnya sebagai

pelengkap.

Pendapat tersebut sesuai dengan kepastian hukum yang

telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain dalam AlFatawa. Masing-

masing dari kedua pemyataan tersebut perlu dikaji ulang. Dimana
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pendapat yang shahih adalah pendapat yang akan aku sebutkan

pada bagian akhir pembahasan ini. Insya Allah Ta'ala.

Perlu diketahui: Para ulama sependapat bahwa kandungan

tersebut termasuk ke dalam al<ad mu'awadhah (fukar menukar
antara dua barang)- Sedangkan dalam masalah selain akad

mu'awadhah yaitu sejumlah akad dan pembatalan akad ada dua
pendapat dari Asy-Syafi'i.

Pendapat yang unggul: Dalam masalah rahn l<andungan

termasuk ke dalam al<ad mu'awadhah karena hasil pengembangan

atas pendapat bahwa kandungan itu merniliki porsi harga jual

tersendiri. Dalam masalah hibah, pernyataan Ar-Rafi'i memberi
kepastian hukum sepakat menyatakan hal itu termasuk ke dalam

altcin mubwadhah-

Al Imam Haramain berkata: Bahwa Qaul Jadid menyatakan
(kandungan) tidak termasuk ke dalam hibah. Sedang dalam

masalah penarikan kembali hibah, Ar-Rafi'i mengembangkannya

berdasarkan konsep perimbangan nilai tukar (Muqaabalal).

Jadi, Ar-Rafi'i *qB menempuh metode pengembangan

(Thariqatul Binaa ) dalam berbagai pokok bahasan kecuali dalam

masalah pailit (Fallt; ketika dia menemukan kecenderungan
mayoritas ulama madzhab Asy-S3nfi'i dan nash Asy-Syafi'i *s
sendiri dalam masalah pailit ini, memilih metode yang berbeda.

Al Qadhi Husain memberlakukan dalam masalah
pengembalian karena cacat dan pailit berdasarkan sebuah kaidah,

tetapi dia menempvh Tlnriqaful Birna' (metode pengembangan

dari pendapat yang sudah ada) dalam memasukkan kandungan

tersebut ke dalam rahn. Ini merupakan sejumlah perkara yang

rancu.
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Al Imam Haramain *S memberlakukan kedua pendapat

yang berbeda dari Asy-Syafi'i dalam semua masalah tersebut,
seperti; dia memberlakukannya dalam rahn dengan cara

memprioritaskan, karena status rahn ihl tidak memindahkan hak
kepemilikan barang tersebut.

Pemberlakukan kedua pendapat tersebut membuat Al
Qadhi Husain g1 bingung, dimana perkara yang bisa menjelaskan

kemusykilan tersebut adalah salah safu dari kedua perkara:

Adakalanya kita mengatakan: Bahwa perjanjian Mu'awadhah
tersebut tidak menunfut penyertaan kandungan tersebut, karena
perjanjian mu'awadhah itu tidak terpenuhi dan batal karena
penyertaan kandungan tersebut.

Berdasarkan keterangan ini, zasi Asy-Syafi'i yang telah
dikutip dalam masalah pailit ini tetapi diberlakukan pada masalah
menyertakan kandungan dalam penarikan kembali hibahtersebut.

Qaul Jadid yang telah dikutip oleh Al Imam Haramain
dalam masalah hibah, dimana hal ifu sesuai dengan funfutan yang

dikehendaki Qaul Jadid tersebut, pendapat yang paling shahih
adalah menyertakan kandungan tersebut dalam mhn.

Adakalanya kita mengatakan: Bahwa kandungan tersebut

melengkapi seluruh pembahasan, karena posisi kandungan ihr
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari barang pokok atau
bukan.

Adapun bulu halus dan susu, pendapat yang lebih
mendekati kebenaran adalah bahwa keduanya sama seperti

kandungan, sehingga keduanya termasuk ke dalam akad tersebut.

Sebab keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
barang pokok, sekalipun saat akad keduanla bisa dipisahkan,
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sebab keduanya tidak boleh dijual secara terpisah. Akan tetapi

keduanya tidak termasuk ke dalam rahn, menurut pendapat yang

shahih, karena hukum adat memberi kepastian memotong marhun

dan memerahnya.

Memang benar keduanya tidak termasuk ke dalam rahn,

akan tetapi bila bulu halus tersebut telah dipotong dan susu

tersebut telah diperah pada masa penjual meminta

mengembalikan. Sekiranya tidak terjadi penundaan dan tidak ada

(pula) merekayasa cacat, jika demikian adanya, maka pemotongan

dan pemerahan tersebut tidak bertepatan dengan pengembalian

itu, sehingga bulu halus dan susu tersebut tidak termasuk di dalam

tersebut, sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bolehnya

memotong bulu dan memerah susu tersebut, dimana hal itu tidak

membatalkan hak pengembalian, sebagaimana keterangan yang

dikemukakan dari Asy-Syirazi &,.

Al Qadhi Husain berkata: Apabila pembeli telah memotong

bulu halus, kemudian mengembalikan kambing tersebut, maka hak

itu karena dia menghabiskan waktunya dengan

memotong bulu halus tersebut setelah dia mengetahui adanya

cacat. Batalnya hak khiyar ini, jika mengikuti sebuah riwayat yang

menerangkan, bahwa haruslah menyegerakan pembatalan tersebut

menjadi persyaratan. Sedangkan bila berpedoman pada pendapat

madzhab, maka syarat menyegerakan pembatalan itu tidak harus

diikuti.

Al Qadhi Husain & juga berkata: Apabila pembeli

mengembalikan kambing tersebut berikut bulu halusnya, maka

penjual boleh dipaksa agar menerimanya. Ketenfuan ini mengikuti

pendapat shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i yang
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menerangkan bahwa bulu halus ifu stafusnya sebagai pelengkap

(Taabil.

Sedangkan bila mengikuti pendapat Al Qadhi Husain

sendiri yang menerangkan bahwa bulu halus tersebut tetap
menjadi milik pembeli, maka memaksa penjual kambing agar

menerima bila dia mengembalikannya berikut bulu halusnya,

tentunya harus direalisasikan. Sebagaimana dalam pengembalian

hetr,ran temak berikut teracaknya, jika pemotongan bulu tersebut

tidak mendatangkan cacat pada kambing tersebut.

Jadi, ketika bulu halus itu tidak pemah dipotong, maka
penjual tidak wajib meneriman5n, sebagaimana keterangan yang

terungkap dalam persamaannya dalam masalah teracak hewan

temak. Apabila pemotongan bulu halus tersebut mendatangkan

cacat, maka pendapat yang menyatakan boleh memaksa pembeli

bisa dibenarkan.

Tetapi tenfunya dalam masalah pemaksaan tersebut harus

disampaikan perbedaan pendapat mengenai apakah pengembalian

tersebut merupakan bentuk penyerahan kembali hak milik atau

benhrk keberpalingannya dari barang. Pendapat yang hampir
mendekati qiqs dalam masalah teracak hewan temak adalah

pendapat yang kedua. Jadi, tentunya dalam kasus bulu halus juga

dernikian. Sehingga apabila bulu halus tersebut dipotong setelah

berpaling dan majlis tanpa ada tambahan apapun, maka bulu halus

tersebut menjadi milik pembeli.

Adapun pernyataan Ar-Rafi'i &: Bahwa pembeli boleh

mengernbalikan bulu halus tersebut. Adapun buah yang tidak
pemah dilakukan proses penyerbukan, lebih diprioritaskan untuk
tidak dimasukkan ke dalam barang pokok daripada kandungan
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tersebut, karena buah yang tidak pernah dilakukan proses

penyerbukan boleh dijual secara terpisah, menurut salah satu dari
kedua pendapat yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Dalam masalah buah yang tidak pemah dilakukan proses

penyerbukan ini, ada pendapat yang memastikan tidak termasuk
ke dalam barang pokok. Alasannya bahwa buah yang tidak pemah
dilakukan proses penyerbukan itu bisa diimbangi dengan porsi
uang pembelian tertentu. Akan tetapi pendapat yang paling shahih
dalam masalah buah yang tidak pemah dilakukan proses

penyerbukan itu juga termasuk ke dalam barang pokok, sesuai

dengan argumen yang telah dikemukakan.

Argumen tersebut telah dikemukakan dalam bab jual beli
pohon dan buah-buahan, yaifu pernyataan Al Imam Ahmad dari
sejumlah masalah tersebut yang memiliki keterkaitan dengan
pembahasan ini dalam masalah penyerbukan. Jadi, bila dia
menghendaki bahwa bila pembeli telah mengembalikan, maka bulu
halus tersebut tidak lagi menjadi miliknya, sehingga pemyataan Al
Imam Ahmad lebih diunggulkan dibanding pendapat yang telah
aku kemukakan.

Demikian juga penulis At-Tatimmah berpendapat. Tetapi
kemusykilan Ar-Rafi'i ada pada pemyataannya: Bahwa kandungan
tersebut tetap menjadi milik pembeli. Sebab dengan melihat
kondisinya, dia lebih tepat untuk dikatakan sebagai pelengkap
(Tab'iWah). Demikian juga pendapat yang paling shahih menurut
Ar-Rafi'i, lnihr; masuknya kandungan tersebut ke dalam rahn dan
tidak masuknya bulu halus (ke dalam rahrll.

Apabila dia menghendaki, bahwa pembeli wajib
mengembalikan dan tidak boleh memotongnya -di dalam masalah
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masuknya kandungan ke dalam nhn tersebut ada pandangan lain
yang bersumber dari pendapat yang membolehkan pemerahan

susu dan menaiki kendaraan di tengah pengembalian tersebut-,
telah dikemukakan dari Asy-Synazi*b bolehnya memerah dan

menaiki kendaraan tersebut di tengah pengembalian tersebut,
dimana pendapat dari Ar-Rafi'i tidak membolehkannya. pendapat

yang mjih dari kedua pendapat tersebut sudah bisa diketahui
dengan jelas.

Ar-Rafi'i tidak pemah menyinggung masalah susu tersebut,

dan apakah masalah susu ini diikutkan dalam pengembalian atau
tidak. Susu tersebut ditinjau dari segi mempekerjakan seorang
pekerja Qsti'jar) sama seperti kandungan, sedangkan bila ditinjau
dari segi mudahnya memperolehnya (susu tersebut) sama seperti
bulu halus. Bagaimanapun kondisinya, pendapat yang paling

shahih menyatakan, bahwa susu tersebut statusnya sebagai
pelengkap (Ta b'i5yah).

Sementara bila berpedoman pada pendapat Ar-Rafi'i,
tentunya pendapat yang paling shahih menyatakan, bahwa
statusnya tidak sebagai pelengkap (tetapi menjadi tujuan utama),

karena susu tersebut diimbangi dengan porsi dari harga beli
tersebut, menjadi susu tersebut sama seperti kandungan.

Cabangr Penufup pembahasan masalah kandungan
tersebut. Al Jauri sepakat bahwa kandungan tersebut statusnya

milik penjual, ketika kambing dikembalikan kepadanya karena
cacat. Baik munculnya kandungan itu ketika berada di sisi penjuat

atau ketika berada di sisi pembeli, di samping ada sebuah
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pemyataan yang menyebutkan bahwa kandungan tersebut
memiliki porsi dari harga beli tersebut.

Al Jauri berkata: Karena kambing tersebut ketika
mengandung di tangan pembeli, dia boleh menahan kambing
tersebut sampai ia beranak kemudian dia mengembalikannya. Jadi,
bila pembeli itu memilih mengembalikannya dalam kondisi hamil,
seolah-olah dia mengabaikan hak miliknya. sehingga dia tidak
mengecualikan anak kambing tersebut.

Kemudian dia ditentang dengan masalah budak perempuan
yang kandungannya dijadikan objek wasiat, dimana budak
perempuan itu dijual kepada penerima wasiat kandungan tersebut
(Mushaa lahl, dan dia mengembalikannya karena adanya cacat,
maka anak budak perempuan tersebut tidak dikembalikan. Dia
menjawab: Bahwa hukum anak budak perempuan tersebut sama
seperti hukum ibunln selama anak tersebut tidak dijadikan objek
akad yang lain, wasiat atau hibah.

Beberapa cabang: Apabira pembeli membeli kambing
tersebut, dimana di atasnya terdapat bulu halus dan dalam kantung
susunya terdapat susu, lalu bulu halus ifu dibiarkan memanjang,
dan susu tersebut telah berlimpah, kemudian dia
mengembalikannya karena cacat sebelum memotong bulu halus
tersebut dan memerah susu itu, dimana kita mengatakan bahwa
bulu halus tersebut ikut melengkapi (kambing tersebut) dalam
pengembaliannya, maka tidak ada kesuritan dalam menjawab
masalah tersebut.

Apabila kita menjawab: Dengan berpedoman pada
pendapat yang telah disampaikan oreh Al eadhi Husain dalam
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Ta'liq miliknya, yaitu bahwa bulu halus dan susu yang baru muncul
belakangan menjadi milik pembeli, maka kepastian hukum yang

dikehendaki pendapat Al Qadhi Husain tersebut adalah, bahwa
bulu halus dan susu tersebut stafusnya menjadi milik bersama di
antara mereka berdua.

Apabila mereka berdua mencapai kata sepakat dalam
kepemilikan bulu halus dan susu kambing tersebut, maka
kesepakatan ifu yang diikuti, jika tidak mencapai kata sepakat,
maka perselisihan tersebut dipufuskan melalui cara mereka sendiri.

Namun keterangan yang dimuat dalam Fatawa miliknya,
sebagaimana yang akan dia sampaikan, menyatakan sebaliknya

dari pendapat yang dimuat dalam Ta'liqnya.

Apabila pembeli telah memotong bulu halus tersebut,
kemudian dia berkeinginan mengembalikan kambing tersebut
karena cacat, dimana dia telah membelinya, dan pada kambing
tersebut sama sekali tidak ada bulu halus, maka tidak ada
kesamaran sama sekali mengenai bolehnya mengembalikan
kambing tersebut, dimana bulu halus tersebut tetap menjadi milik
pembeli, sesuai dengan argumen yang telah disebutkan.

Jika pada kambing terdapat bulu halus pada saat pembelian

tersebut, lalu pembeli memotongnga, dan bulu halus tersebut tetap
seperti kondisi sebelum dipotong, kemudian dia berkeinginan
mengembalikannya karena cacat, maka bulu halus yang telah
dipotong itu harus dikembalikan (kepada penjual). Al Mawardi, Al
Qadhi Husain, Ar-Rafi'i dan ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya
telah menyampaikan masalah tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid pada bagian akhir bab Bai' Al
Musharrat $ual beli herr.ran yang tidak diperah susunya selama
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bebeiapa hari sampai susunya ifu mengendap [mengumpul] di
kantong susunya) berkata: Apabila pembeli dapat mengetahui
cacat ifu secara langsung tanpa memotong bulu halus tersebut,

maka dia tercegah untuk mengembalikannya.

Apabila pembeli tersebut memotongnya untuk yang kedua

kalinya, maka bulu halus yang telah dipotong untuk kedua kalinya

itu dimiliki secara khusus oleh pembeli tersebut (bukan milik
bersama). lalu jika dia tidak pernah memotongnya sampai dia

mengembalikan kambing tersebut, maka hukumnya seperti hukum
yang telah dikemukakan dalam masalah; apabila kambing tersebut

sama sekali tidak berbulu halus pada saat berlangsungnya akad,

kemudian setelah akad bulu halus tersebut baru tumbuh.

Dalam contoh kasus ini, Al Qadhi Husain secara tegas telah
menyampaikannya dalam At Fatawa bahwa pembeli harus
mengembalikan bulu halus tersebut. Dia telah membedakan antara
masalah bulu halus tersebut dengan benih pohon korma yang baru
dicabut dari induknya (Qatstlt dan bawang bakung (Kuraatq
bawang besar yang bunganya berwama putih), sebagaimana
keterangan yang akan disampaikan dari penulis At-Tahdzib.

Jika kita melihat komentar penulis At-Tahdzib yang

nampak, pendapat itu berlawanan dengan pendapat yang telah
aku ceritakan dari Taliq Al Qadhi Husain tersebut. Hanya saja

masalah yang dimuat dalam Al Fatawa tersebut bersumber dari
komentar penghimpunnya, yaifu penulis At-Tahdzib.

Apabila pembeli tersebut memotong bulu halus yang ada
pada kambing, setelah bulu halus tersebut dibiarkan panjang,

kemudian dia melihat cacat tersebut, maka dalam kasus
pemotongan bulu halus tersebut masih terjalin hubungan
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kemitraan (Syirkah\ di antara mereka berdua dalam kepemilikan
bulu halus tersebut. Dimana terkadang terjadi perselisihan seputar

kadar kepemilikan masing-masing dari mereka berdua.

Pemotongan bulu halus tersebut merupakan cacat yang

menghalangi pengembalian itu. Aku sama sekali tidak mengetahui
jawaban yang diriwayatkan khusus mengenai masalah ini.

Adapun masalah susu tersebut, bila sebagian susu tersebut

sudah ada ketika akad jual beli berlangsung, maka jawabannya

dialihkan ke pertanyaan; apakah uang pembelian itu boleh

dikembalikan dalam kasus selain hetruan mushara? Pertanyaan

tersebut telah dikemukakan pada bagian akhir pembahasan

mengenai tashriyah.

Apabila seseorang membeli sebidang tanah, dimana di atas

lahan tanah tersebut tumbuh tanaman bawang bakung (Kurraatll
dan sejenisnya, sementara kami menyatakan tanaman bawang

bakung tersebut termasuk ke dalam penjualan tanah tersebut, lalu

tanaman tersebut fumbuh di bawah penguasaan pembeli,

kemudian dia mengetahui cacat yang terdapat pada tanah

tersebut, maka dia boleh mengembalikannya, sementara tanaman
yang tumbuh tersebut tetap menjadi milik pembeli. Demikian Al
Baghawi dan Ar-Rafi'i #S berpendapat.

Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut dengan

bulu halus ifu adalah bahwa tanaman bawang bakung dan sejenis

itu bukanlah bagian yang tak terpisahkan dari tanah tersebut. Perlu

kamu ketahui bahwa sesuatu yang terlihat dari tanah tersebut pada

awal mula penjualan tersebut tidak termasuk ke dalam penjualan

tanah. Perbedaan ini juga telah dimuat dalam Fatawa Al Qadhi
Husain, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan.
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cabang yang lain, Apabira kita mengatakan tambahan
(keuntungan) tersebut diserahkan kepada pembeli, sebagaimana
pendapat yang telah disepakati oleh Asy-syirazi *g, maka penjual
tidak boleh menahan tambahan yang muncul di bawah
penguasaannya setelah akad tersebut disepakati dan sebelum hak
kepemilikan oblek jual beli itu diserahkan kepada pembeli, yang
disebabkan menunggu pembayaran uang penjualan barang
tersebut dalam contoh kasus selain pembatalan pembelian.

Apabila kita mengatakan: Bahwa tambahan (keunfungan)
tersebut akan kembali menjadi milik penjual akibat pembatalan
pembelian tersebut. Al Ghazali berkata: penjual tersebut boleh
menahannya hingga uang penjualan barang tersebut dibayar lunas.

Al Imam Haramain telah menyampaikan secara mutlak dari
sebagian ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i, terkait dua
pendapat mengenai bolehnya menahan tambahan tersebut tanpa
menyandarkan kepada pendapat siapapun, kemudian dia berkata:
Bahwa penahanan tambahan tersebut tidak sama seperti hukum
menahan objek jual beli karena menunggu pembayaran uang
penjualan barang tersebut.

Perbedaan pendapat dalam masalah menahan tambahan
terjadi sebelum akad tersebut dibatalkan. AI Ghazali *g
mempertimbangkan hal ini, sehingga dia membuat argumen
bahwa terkaifu'rya kepemilikan tambahan tersebut kemungkinan
bisa terjadi, namun Al Ghazali di samping menyampaikan argumen
tersebut, dia berkata: Bahwa penjual boleh menahannya karena
uang penjualan barang tersebut.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Mungkin yang benar bahwa Al
Ghazali *s berpendapat: Penjual boleh menahan tambahan
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(keuntungan) tersebut bukan karena uang pembelian (belum

dibayar lunas). Menurutku (As-Subki): Atau bisa saja dikatakan,
bahwa ketika kepemilikan tambahan tersebut diharapkan kembali
pada penjual, maka tambahan tersebut statusnya sama seperti
barang pokok, sehingga ketenfuan hukum barang pokok tersebut
berlaku bagi tambahan tersebut dalam penahanan buah tersebut,
selama barang pokok itu separuhnya berhak untuk ditahan.

Sehingga apabila hak menahan itu hilang, misalnya pembeli
telah menyerahkan uang pembelian barang tersebut, atau penjual
tersebut secara suka rela menyerahkan objek jual beli, maka hak
kepemilikan tambahan tersebut gugur karena gugurnya
kewenangan menahan barang pokoknya.

Sedangkan jika hanya muncul harapan kembalinya
kepemilikan tambahan tersebut kepada penjual, maka bagaimana
hal ifu dapat memberi kepastian hukum bolehnya menahan
tambahan tersebut, padahal antara komentar Al Imam Haramain
dan Al Ghazali tidak terjadi kontradiktif?.

Pendapat Al Imam Haramain, tidak menghukumi bolehnya
menahan objek jual beli karena uang penjualan tersebut.
Kemungkinan maksudnya adalah, karena objek jual beli tersebut
tidak diimbangi dengan uang pembelian.

Al Qadhi Husain berkata: Jika seseorang membeli
(kambing) dalam kondisi hamil, lalu dia hampir beranak di bawah
penguasaan penjual tersebut, maka tidak ada perbedaan pendapat
mengenai ketenfuan hukum bahwa penjual tidak boleh menahan
anak kambing tersebut karena menunggu uang penjualan barang
tersebut dibayar lunas. Dimana dia tidak pernah menyampaikan
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perbedaan pendapat yang telah disebutkan oleh Al Imam
Haramain dan Al Ghazali.

Tidak diragukan lagi bahwa jika anak yang baru lahir
sebelurn hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada
pembeli mengalami kematian, maka dapat dipastikan akibat

kematian anak kambing tersebut tidak sedikitpun uang penjualan

barang itu gugur.

Dimana anak kambing yang baru lahir sebelum hak
kepemilikan objek jual beli itu diserahkan kepada pembeli tidak
sama seperti anak kambing yang kandungannya muncul ketika
akad jual beli berlangsung. Karena anak kambing tersebut, bila

berpedoman pada sebuah pendapat, yaitu pendapat shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i, bahwa hal itu diimbangi dengan porsi dari
harga beli.

Apakah anak kambing yang muncul ketika akad tersebut

sama seperti anak kambing yang baru lahir sebelum hak
kepemilikan objek jual beli tersebut diserahkan kepada pembeli

dalam segi boleh menjualnya kembali sebelum hak kepemilikannya
diserahkan kepada pembeli ataukah tidak sama? Di dalam jawaban

pertanyaan ini ada mang untuk memikirkannya kembali.

Apakah kita mengatakan dalam masalah anak yang baru

lahir sebelum hak kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada
pembeli, bahwa penjual wajib menyerahkannya, atau memberinya

kesempatan untuk menguasainya ( Tamkiinl?

Dalam komentar Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengenai

argumen yang disampaikan oleh ulama madzhab Hanafi,
diterangkan bahwa apakah anak yang baru lahir sebelum hak

kepemilikan objek jual beli diserahkan kepada pembeli itu
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termasuk ke dalam hak menyerahkan objek jual beli tersebut? Dia

menjawab: Bahwa anak tersebut tidak termasuk ke dalam hak

menyerahkan yang dimiliki karena objek jual beli tersebut. Akan
tetapi kewajiban menyerahkan anak yang baru lahir tersebut

kepada pembeli ifu karena hak kepemilikan harta tersebut.

Kesimpulan yang tampak dari penjelasan ini memberi

kepastian hukum adanya ka,vajiban menyerahkan. Namun yang

lebih mendekati kebenaran, bahwa yang dikehendaki adalah

memberinya kesempatan untuk menguasainya ( Tamkiin).

Al Baghawi *eg secara tegas menyatakan, bahwa anak

tersebut adalah amanah yang ada dalam genggamannya. Dan ada

kemungkinan anak tersebut stahrs hukumnya seperti beragam

amanah yang ditetapkan oleh syarai sehingga bila anak tersebut

mati sebelum ada kesempatan mengembalikannya, maka dia tidak

menanggung resiko kematiannya tersebut. Jika tidak demikian,

maka dia harus menanggung resiko kematian anak itu. Jika tidak,

dikatakan dia memiliki hak menahan (anak tersebut).

Cabang yang lain: Diriwayatkan dari Al Muzani dalam

berbagai masalah miliknya yang disampaikan secara terpisah:

Apabila seseorang membeli seekor kambing seharga sepuluh porsi

dari susu yang dapat dijelaskan spesifikasinya hingga beberapa

waktu ke depan, lalu mereka berdua tidak pemah melakukan

serah terima hak kepemilikan kambing tersebut sampai penjual

tersebut memerah dari kambing itu sebanyak sepuluh bagian susu,

kemudian kambing tersebut mati, maka jual beli tersebut batal dan

uang pembelian itu gugur dari tanggungan pembeli, dimana
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pembeli tersebut boleh mengambil susu yang telah diperah ifu dari
penjual tersebut.

Al Mawardi berkata: Ini merupakan pendapat yang shahih,

karena msaknya objek jual beli sebelum hak kepemilikannya

diserahkan kepada pembeli, hal itulah yang membatalkan jual beli

tersebut, dimana batalnya jual beli tidak menghalangi kepemilikan

untung (susu hasil perahan) tersebut.

Menurutku (As-Subki): Ini bila berpedoman pada

pernyataan kami, bahwa pembatalan jual beli tersebut menghapus

akad sejak masa pembatalan akad itu sendiri. Yaihr pendapat yang

telah disepakati oleh kelompok ulama lrak.

Adapun bila kita mengatakan rusaknya objek jual beli

sebelum hak kepemilikannya diserahkan kepada pembeli

menghapus jual beli sejak awal akad tersebut disepakati, dimana

kita mengatakan, bahwa beragam tambahan ifu kembali kepada

penjual, maka pembeli fidak berhak mengambil apapun dari
penjual.

Asy-Syirazi dalam pasal ini hanya hanya menyebutkan

kandungan he',r.ran temak, karena kandungan budak perempuan

akan kami sebutkan setelah pembahasan kandungan her,r,ran temak

tersebut. Wallahu a'lam.

Aslr-Syirazi ds berkata: Apabila objek jual beli itu
berupa budak perempuan muda, lalu dia hamil di bawah
kepemilikannya, kemudian dia mengetahui cacat
tersebut, maka dia boleh mengembalikannya dan
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menahan anak budak perempuan muda tersebut. Hal
ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang
berpendapat: Ibu anak tersebut tidak boleh
dikembalikan, bahkan pembeli boleh menuntut ganti
rugi bagian yang hilang (hilangnya keperawanan) untuk
menufupi cacat tersebut. Alasannya, pemisahan antara
ibu dan anak yang berumur kurang dari tujuh tahun
tidak boleh.

Pendapat ini tidak benar. Karena pemisahan
antara ibu dan anaknya tersebut boleh ketika dalam
kondisi darurat. Karena alasan inilah, Asy-Syafi'i &
berpendapat dalam masalah budak perempuan muda
yang digadaikan (diserahkan sebagai jaminan utang),
bahwa budak perempuan muda tersebut boleh dijual
tanpa menyertakan anaknya.

Penjelasan:

Apabila budak perempuan muda itu tengah hamil ketika
dilual, kemudian dia mengandung di bawah kepemilikan pembeli

dan melahirkan, dimana dia tidak pemah melihat cacat tersebut,

hingga anak tersebut mencapai umur tujuh tahun, tiba-tiba dia
melihat cacat tersebut, dimana dia tidak lagi memiliki kanrenangan

mengembalikan hingga masa fujuh tahun tersebut, maka hukum
budak perempuan muda tersebut sama persis dengan hukum
hewan temak, seperti keterangan yang telah dikemukakan, tanpa
ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
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Masalah ini diasumsikan tidak terjadi pengurangan harga
budak perempuan muda akibat melahirkan tersebut. Sebagaimana
catatan yang telah dikemukakan mengenai hal tersebut.

Jadi, apabila diasumsikan terjadi pengurangan harga, maka
hal tersebut mencegah pengembalian budak perempuan muda
tersebut dan wajib memberi ganti rugi bagian yang hilang karena
cacat.

Adapun ketika pembeli itu melihat cacat tersebut dan dia

memiliki kekuasaan untuk mengembalikan sebelum anak mencapai
umur tujuh tahun, maka ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda

pendapat mengenai bolehnya pengembalian budak perempuan

muda tersebut.

Pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi 49, yang

dia lebih unggulkan, menyatakan boleh karena darurat. Asy-Syirazi
dalam hal bolehnya mengembalikan budak perempuan muda
tersebut sependapat dengan Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi
Abu Ath-Tha14yib dalam kasus ini.

Asy-Syirazi berkata: Pendapat ini adalah pendapat yang
paling shahih dan yang masyhurdi kalangan madzhab Asy-Syafi'i.
Ibnu Ash-Shabbagh menyandarkannya kepada mayoritas ulama
madzhab kami.

Ar-Ruyani *g berkata: Pendapat tersebut merupakan

pendapat madzhab. hnu Abi Ashrun sependapat dengan mereka.

Pendapat tersebut merupakan funfutan yang dikehendaki
kemuflakan nash Asy-Syafi'i g. Sebab Asy-S5raikh Abu Hamid
meriwayatkan bahwa Asy-Syrafi'i dalam Qaul Qadim berkata:

Apabila seseorang membeli budak perempuan muda, lalu dia
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melahirkan, kemudian mengetahui cacat yang menimpa budak

perempuan muda tersebut, maka dia boleh mengembalikan budak

perempuan muda tersebut dan menahan anaknya, selama budak

perempuan muda tersebut tidak mengalami pengurangan harga

akibat kehamilan atau disetubuhi tersebut.

Maksud yang dikehendaki Asy-Syaikh Abu Hamid tersebut

bukanlah bermakna, bahwa pendapat tersebut termasuk Qaul

Qadim yang berlawanan dengan Qaul Jadid. Akan tetapi dia

mengutip masalah ini, yang tidak ditemukan dalam kondisi

dinyatakan secara tertulis oleh Asy-Syafi'i *S kecuali dalam Qaul

Qadim.

Pendapat yang lain, sebagian ulama madzhab kami

mengemukakan masalah ini secara terpisah. Sebagaimana telah

disampaikan oleh AsyS5raikh Abu Hamid. Penulis At-Tatimmah
telah menyebutkan dalam masalah ini dua pendapat yang berbeda

ini tanpa mengunggulkannla.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib
telah membantah pendapat lain, yang telah disampaikan oleh

sebagian ulama madzhab kami tersebut dengan pendapat yang

telah disampaikan oleh Asy-Syirazi &.

Tetapi Ar-Ruyani dalam Al Bahr, disamping komentamya

tentang pendapat yang pertama: Bahwa pendapat tersebut

merupakan pendapat madzhab, dia juga berkata: Pendapat yang

lain ini merupakan pendapat yang lebih mendekati giqs.

AlJurjani sepakat dengan komentar Ar-Ruyani ini dalam l/
Mu'a5mh. Dernikian juga Al Qadhi Abu Ath-Tha14yib dan ulama

madzhab Asy-Syafi'i yang lain dalam pembahasan As-Sair, seperti

ketemngan yang telah dikutip oleh hnu Ar-Rif'ah.
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Komentar Ar-Rafi'i memberi indikasi mengunggulkannya,
karena dia menyebutkan kedua pendapat tersebut dalam kitab .4s-
sarT tersebut, dimana dia berkata: Kami akan menyebutkan
jawaban yang sempa dalam rahn.

Kemudian Ar-Rafi'i dalam rahn menyebutkan: Apabila ibu
tersebut digadaikan tanpa menyertakan anaknya tersebut. Jika
benar keduanya telah diakadi jual beli semua, (maka jelas anak
tersebut termasuk ke dalam penjualan ibunya tersebut). Jika tidak,
maka antara keduanya harus dipisahkan.

Demikian juga, Al Qadhi Husain, Al Mawardi, Al Mahamili
dalam At-Tajrid dan Ta'liqah Abu Hamid, Al Baghawi dalam .4/-
Tahdzib dan Al Mutawalli dalam At-Tatimmah sependapat dengan
Ar-Rafi'i mengenai pengunggulan pendapat ini daram masalah
rahn- Dimana sebagian mereka ada yang memastikan hanya
berpegangan dengan pendapat tersebut.

Jadi, ketika para ulama yang telah disebutkan itu adalah
orang-orang yang mengatakan antara memastikan dan
mengunggulkan bahwa keduaduanya dijual sekaligus dimana
antara keduanln tidak dipisahkan dan mereka tidak menetapkan
masalah menggadaikan ibu tanpa menyertakan anaknya itu
sebagai kondisi darurat yang membolehkan pemisahan tersebut,
maka tentun5a dalam kasus jual beli juga harus demikian.
Pendapat yang paling shahih dalam kasus pengembalian karena
cacat ini adalah tercegahnya pemisahan tersebut dan juga
tecegahnya pengembalian tersebut. sebagaimana tunfutan yang
dikehendaki oleh komentar Ar-Rafi'i &,.

Al Jurjani berkata: Kecuali Asy-Syirazi dan ulama yang
sependapat dengannya membedakan antara penjualan dalam
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konteks gadai dengan pengembalian karena cacat. Insya Allah
Ta'ala, aku akan menyebutkan perbedaan yang terdapat pada
pengembalian karena cacat.

Menurut sebuah pendapat yang lemah: Apabila pemisahan

tersebut boleh dilakukan, tenfunya pengembalian dalam kasus ini
menjadi tercegah, karena pengembalian budak perempuan muda
tanpa menyertakan anaknya adalah suafu cacat. Dimana
pengembalian budak perempuan muda tanpa anaknya ifu
menempati posisi cacat baru yang pengembalian tersebut tercegah
disebabkan adanya cacat tersebut. Tidak diragukan lagi, bahwa
kalangan yang berpegang pada adat yang berlaku umum,
menganggap hal tersebut (pengembalian ibu tanpa anak tersebut)

sebagai suafu cacat dan mengurangi kesukaan unfuk membeli
budak perempuan yang memiliki anak yang terpisah dari dirinya.

Cara Asy-Syirazi menjawab kasus pengembalian ibu tanpa
menyertakan anaknyra tersebut adalah, bahwa pemisahan tersebut
diasumsikan dalam kasus; apabila penjual rela menerima
pengembalian budak perempuan dengan terpisah dari anaknya,

sehingga tidak ada pilihan bagi pembeli kecuali

mengembalikannya, atau pembeli rela menerima budak
perempuan tersebut dalam kondisi cacat, dimana dia tidak berhak

menunfut pengurangan harga.

Ketika kita tidak mengasumsikan masalah tersebut

demikian, tenfunya pengembalian tersebut menjadi tercegah.

Kemudian dalam kasus ini ada dua pembahasan:

Pembahasan pertama: Dalil yang diambil oleh Asy-Syirazi,

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib untuk
menyimpulkan lemahnya pendapat yang lain, ini bersumber dari
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rash Asy-Syafi'i 49, dimana dia dalam mengambil kesimpuran ini,
mengikuti jejak Asy-Syaikh Abu Hamid, yang persis mengatakan
semacam ini tanpa ada pengurangan sedikitpun. Namun dalam
kesimpulan ini perlu dikaji ulang, karena Asy-syafi'i *& memiliki
dua nash yang dimuat dalam At Mukhtashan

Nash Pertama: Pemyataan Asy-Syafi,i: ,,Tidak masalah
menggadaikan budak perempuan muda, dimana dia mempunyai
anak yang masih kecil. Karena gadai ini bukanlah benfuk
pemisahan. "

Segolongan ulama dari kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i
generasi pertama menafsirkan bahwa pemyataan Asy-Syafi,i ifu
maknanya adalah, mhn tidak menetapkan akibat hukum
pemisahan- Kemudian sesuafu lang secara kebefulan terjadi, yaifu
jual beli dan pemisahan antara ibu dan anak, adalah keniscayaan
yang terkandung dalam mhn yang memaksa terjadinya tindakan
tersebut.

Mereka adalah para ulama 5rang mernbolehkan penjualan
marhunah (budak perempuan muda) secara tersendiri, dimana
mereka memisahkan antara marhunah tersebut dan anaknya.
Akan tetapi sekelompok ulama dari ulama madzhab Asy-syafi'i
menafsirkan: Penafsiran perhma, makna pemyataan Asy-syafi'i
tersebut adalah, pemisahan itu tidak terjadi seketika ihr juga, akan
tetapi ketika benda itu dijual. Jika demikian, keduanya bisa dijual
bersamaan dan juga menghindari pemisahan tersebut.

Jadi, apabila }nng dikehendaki oleh Asy-syirazi adalah nasri
Asy-syafi'i yang ini, ulama madzhab Asy-syafi'i berbeda pendapat
dalam menafsirkanDg?, seperti penafsiran yang kamu lihat.
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Penafsiran kdua, pendapat yang shahih dari ulama

madzhab Asy-Syafi'i, mhn tidak mengantarkan pada tindakan yang

dilarang. Dimana dalam nash yang telah disebutkan itu, tidak ada

penjelasan yang secara tegas menyatakan, bahwa marhunah

(budak perempuan muda) tersebut boleh dijual tanpa menyertakan

anaknya, seperti nash yang dimuat dalam redaksi kitab Al
Muhadzdzab ini.

Nash kedua: Yang juga dimuat dalam Al Mukhtashar

sebelum nash yang pertama tersebut ini berhubungan dengan

masalah; apabila Rahin (yang menyerahkan barang) telah

menyetubuhi budak perempuan muda yang digadaikan

(marhunahl, Asy-Syafi'i *s berpendapat: "Apabila dia

menghamilinya, dimana dia tidak memiliki harta selain budak

perempuan muda yang digadaikan tersebut, maka dia tidak boleh

dijual selama dia tengah hamil. Lalu tatkala dia telah melahirkan,

maka dia boleh dijualtanpa menyertakan anaknya.

Nash Asy-Syafi'i yang ini lebih mirip dengan redaksi Asy-

Syirazi *$, akan tetapi makna yang dikehendakinya jauh berbeda.

Karena anak budak perempuan tersebut pada nash Asy-Syafi'i ini,

dalam kasus tersebut statusnya adalah orang merdeka, karena dia

anak Rahin yang juga pemilik barang. Jadi, pemisahan tersebut

adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditolak.

Oleh sebab itu, segolongan ulama membedakan antara

kasus ini dengan kasus pertama, dimana menurut pendapat yang

paling shahih, tidak boleh ada pemisahan antara ibu dan anak.

Karena anak budak perempuan muda tersebut dalam kasus

pertama stafusnya budak yang dimiliki, sedang dalam kasus yang

kedua ini statusnya adalah orang merdeka.
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Penafsiran ini tidak samar bagi orang yang keilrnuannya di

bawah Asy-Syirazi dan Asy-Syaikh Abu Hamid. Apabila dia

menghendaki nash yang lain, maka aku tidak pemah

mengetahuinya. Wallahu a'lam.

Namun ada indikasi yang menegaskan bahwa Asy-Syirazi

dan Asy-Syaikh Abu Hamid menghendaki nash yang kedua,

dimana nashyang kedua inilah, yang digunakan untuk membantah

pemilik pendapat lainnya, yaitu bahwa Al Qadhi Abu Ath-Thayyb
dalam membantah pendapat tersebut berkata: Karena alasan

inilah, Asy-Syafi'i berkata: "Budak perempuan muda yang

digadaikan ketika telah mengandung, maka tidak boleh dijual

selama dia tengah hamil. [-alu tatkala dia telah melahirkan, dia

boleh diiual tanpa menyertakan anaknya.. "

Penulis Asy-Sjnmil menafsirkan: Apabila marhunah (barang

yang digadaikan) itu berupa budak perempuan muda, lalu dia

melahirkan anak yang merdeka, jaminan utang tersebut (rahnl

boleh dijual tanpa menyertakan anak tersebut. Sebab mhn itu letak

kebufuhannya mendesak.

Penulis At-Tatimmah menafsirkan: Sama seperti Marhunah

ketika dia mengandung anak yang merdeka, dimana budak

perempuan muda yang melakukan tindak kriminal (Jinayai;

apabila dia mempunyai anak yang merdeka, penjualannya tanpa

menyertakan anak tersebut.

Ar-Ruyani berkata: pendapat madzhab menyatakan bahwa

pemisahan antara ibu dan anak itu hukumnya boleh, seperti
pemisahan yang telah disampaikan oleh Asy-Syafi'i *$ dalam

masalah budak perempuan muda yang digadaikan ketika dia

melahirkan anak yang merdeka: Ibu tersebut boleh dijual unfuk
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memenuhi Murtahin (penerima gadai), tanpa menyertakan

anaknya, karena hak Murtahin tersebut merupakan hal mendesak

5ang berhubungan dengan ibu anak tersebut.

Komentar para ulama tersebut menegaskan bahwa mereka

membantah pemilik pendapat yang lain, hanya dengan nash yang

kedua ini. Bantahan dengan menggunakan nash Asy-Syafi'i ini

merupakan hal yang musykil, karena anak yang merdeka ibunya

boleh dijual, baik dia berstatus marhunah (barang gadaian) atau

selain marhunah. Karena sama sekali tidak mungkin menjualnya

beserta dengan ibunya, karena kondisi darurat dalam penjualan

anak ifu benar-benar nyata, dimana anak yang merdeka tersebut

tidak sama seperti anak yang berstatus budak. Cara mengurai

kemusykilan ini adalah bahwa titik persamaan antara kedua contoh

kasus tersebut adalah darurat, sekalipun anak dalam kasus kedua

ini stafusnya budak, sedang dalam kasus pertama statusnya

merdeka.

Karena apabila dalam kasus ini tidak boleh mengembalikan,

maka hal tersebut bisa membatalkan hak pembeli, yaihr pada

pengembalian objek jual beli. Alasan ini dijawab bahwa yang

dilarang itu adalah pemisahan dalam konteks hak kepemilikan.

Apabila anak tersebut statusnya merdeka, perpisahan itu telah

terjadi dengan sendirinya, sehingga tidak ada unsur pemisahan

sama sekali.

Berbeda dengan masalah yang sedang kami bahas ini.

Sebab pengembalian tersebut menetapkan akibat hukum

pemisahan dalam konteks hak kepemilikan. Qiyas pemisahan

secara sengaja antara ibu dan anak dengan sesuafu yang bukan

bentuk pemisahan secara sengaja, tidak jelas.
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Pembahasan kedua' Dalam melihat perbedaan antara

masalah pengembalian karena cacat dengan masalah penjualan

dalam konteks mhn. Menurut sebuah pendapat: Hal yang

mendukung pendapat Asy-Syirazi adalah bahwa dalam masalah

pengembalian karena cacat ini, ada dua alasan lang membolehkan
pemisahan tersebut:

Alasan pertama: Damrat. Jika tidak demikian, maka tidak

adanya pemisahan tersebut dapat membatalkan hak pembeli,

yaitu; mengembalikan objek jual beli dan menetapkannya

menunfut pengurangan harga, padahal keberadaan barang yang

cacat dalam sebuah akad sulit diterima, sehingga tidak ada cara

bagi pembeli kecuali mengembalikan barang yang cacat tersebut.

Adapun rahin (yang menyerahkan barang), semua utangnya

wajib dilunasi. Apabila ditemukan harta selain marhun, kita
melunasi (utangnya) dari harta tersebut, dimana marhun tersebut

tidak dijual. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Mawardi dalam kasus tersebut.

Apabila dia tidak memiliki harta, kecuali budak perempuan

muda yang digadaikan tersebut, sementara pembawa syariat

melarang pemisahan antara ibu dan anaknlra, maka kasus tersebut

sama seperti kasus; jika utang tersebut melilit harga jual budak

perempuan muda ifu dan anaknya, dimana dia tidak memiliki harta

selain keduanya, maka kami memufuskan menjual keduanya unfuk

melunasi utang yang wajib dibayamya, dimana posisi dirinya

dicekal akibat utang tersebut.

Makna ini saja sudah cukup dalam menjelaskan perbedaan

kedua masalah tersebut, dan mengunggulkan pendapat yang telah
disebutkan oleh Asy-Syirazi *9.

96 ll et Uri*u'SyuahAl Muhadzdzab



' Alasan kedua: 'Bahwa pemisahan ini terjadi akibat

pembatalan akad jual beli. Mereka benar-benar memberikan

toleransi dalam konteks pembatalan akad jual beli, dimana mereka

tidak pemah mentolerir dalam pengadaan berbagai akad (transaksi

jual beli). Apakah kamu tidak mengetahui bahwa ulama madzhab

Asy-Syafi'i *s berkata: Apabila seorang kafir menjual budak laki-

laki muslim dengan sepotong pakaian, kemudian dia menemukan

cacat pada pakaiannya, maka dia boleh menuntut pengembalian

budak tersebut, ini menurut pendapat yang paling shahih darl

kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Dan jika pembeli budak laklaki tersebut menemukan cacat

yang ada padanya, maka pendapat mereka terpecah menjadi dua

riwayat pendapat:

Riwayat pendapat

mengembalikannya.

pertama: Memastikan boleh

Riwayat pendapat kedua: Ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i. Jika kedua belah pihak telah melakukan

serah terima sekiranya tidak ditemukan cacat sama sekali, dan kita

mengatakan iqaalah adalah bentuk pembatalan akad (Faskhl, maka

berlaku dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Dalam ketiga masalah ini, mereka memaafkan diperolehnya

kembali hak kepemilikan orang kafir atas budak muslim tersebut

akibat pembatalan akad, sekalipun mereka tidak mentolerirnya

melalui akad yang diadakan.

Al Ghazali #S menyarnpaikan argumen mengenai perolehan

hak kepemilikan omng kafir atas budak muslim tersebut dalam

masalah yang pertama, bahwa alternatif pilihan dalam

pengembalian itu, adakalanya kembalinya nilai tukar kepada

Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzab ll 97



pembeli dan pengembalian ifu bersifat merriaksa, sebagaimana

altematif pilihan dalam masalah warisan.

Namun Ar-Rafi'i menilai argumen Al Ghazali tersebut sulit
untuk dipahami, dimana dia berpendapat bahwa yang paling tepat
dalam menyampaikan alasan perolehan hak kepemilikan orang
kafir atas budak muslim tersebut adalah, bahwa pembatalan itu
memutus akad (transaksi) jual beli tersebut, sehingga pembatalan
itu memiliki posisi sama seperti melanggengkan hak kepemilikan
budak tersebut.

AI Imam Haramain menyampaikan argumen bahwa
pengembalian tersebut menolak adanya akad (hansaksi) jual beli,
dimana kembalinya kepemilikan budak tersebut berganfung pada
pembatalan akad jual beli tersebut.

Orang kafir dalam mengembalikan pakaian tersebut
memiliki mouf lain selain memperoleh kembali kepemilikan budak
tersebut, maksudnya yaifu melepaskan diri dari cacat pakaian
tersebut. Motif ini -melepaskan diri dari cacat tersebut- adalah hal
yang terjadi pada budak perempuan muda yang telah merahirkan
tersebut, kemudian pembeli melihat cacatnya.

Berbeda dengan rahn, karena nhn tidak ada motif lain
kecuali sebagai perantara unfuk melunasi utang Rahin (yang

menyerahkan barang). Dimana mhin telah menyanggupi dirinya
unfuk melunasi utang tersebut. Memperhatikan aspek darurat
tersebut tidak boleh tidak harus dilakukan.

sedangkan jika hanya pembatalan akad saja, hal itu tidaklah
mencukupi. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa mereka
sepakat dalam masalah pailit (Fals) tidak adanya pemisahan
tersebut, tatkala harta seorang yang terkena pailit (Muflill

j
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seluruhnya merupakan barang yang cacat, dimana tidak ada

darurat yang mendorong unfuk dilakukan pemisahan tersebut,

sekalipun Ar-Rafi'i mengatakan ada' kemungkinan berlakunya

perbedaan pendapat yang terdapat dalam rahn dan pengembalian

karena cacat dalam masalah pailit ini. Dimana kesepakatan

mereka itu, ada kemunginan mengikuti pendapat yang paling

shahih.

Al Mawardi telah menyampaikan pendapat yang sesuai

dengan kemungkinan ini. Al Mutawalli juga telah

menyampaikannya ketika mengomentari masalah pemisahan

melalui jual beli. Demikian juga memperhatikan aspek pembatalan

akad yang harus dipertimbangkan, dimana darurat saja tidaklah

mencukupi.

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa dalam masalah

permintaan suami unfuk mengembalikan separuh maskawin,

mereka tidak membolehkan hal tersebut karena

mempertimbangkan hak suami? Bahkan mereka mengalihkannya

ke separuh harga maskawin, karena tuntutan pengembalian

separuh maskawin tersebut merupakan benfuk perolehan hak

kepemilikan yang baru.

Inilah keterangan yang aku (As-Subki) pahami dalam

menguatkan pendapat yang menjadi pegangan Asy-Syirazi *S dan

juga ulama yang sependapat dengannya atas ketenfuan yang

terkandung dalam keterangan tersebut. Di samping itu, perlu juga

memperhatikan keterangan lrang catatannya telah dikemukakan

dalam asumsi masalah itu, dimana penjual rela menerima

pengembalian tersebut, atau kita mengasumsikan, bahwa

pemisahan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya pengurangan

Al Majmu'Syuah,Et Uuhadzdzab ll gg



harga budak perempuan'muda tersebut. Namun asumsi yang

terakhir ini sangat jauh dari kebenaran dan asumsi awal yang lebih

mendekati kebenaran. Wallahu a'lam.

Cabang, Apabila kita mengatakan boleh
mengembalikannya, seperti pendapat yang telah disampaikan oleh
Asy-Syirazi, maka jawabannya sudah jelas diperbolehkan.

Apabila kita mengatakan pengembalian tersebut menjadi
sulit direalisasikan, maka AsySyirazi & berkata: Wajib memberi
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut. Al Jurjani dan
Ar-Rafi'i juga berpendapat demikian.

Al Jurjani menyampaikan argumen mengenai kewajiban
memberi pengurangan harga tersebut, bahwa pengembalian ifu
seperti hak yang terputus harapannya untuk dimiliki.

Kamu boleh mengatakan: Ka,,ruajiban memberi pengurangan

harga tersebut bisa saja terjadi, misalngra anak tersebut merdeka,
meninggal atau mencapai usia pemisahan. Dimana terkadang dari
usia pemisahan tersebut masih menyisakan masa yang relatif
singkat atau cukup lama.

Kecuali terlebih dahulu dikemukakan kepada kita dua
pendapat dari Al Imam Haramain dalam masalah; ketika penjual

tersebut posisinya sangat jauh, dimana kami telah
menceritakann5a dalam membahas masalah; ketika salah seorang
dari kedua pembeli tersebut rela menerima cacat. Hal ini karena
dibangun berdasarkan pendapat yang menSntakan sulitnya
merealisasikan pengembalian ifu sendiri-sendiri. Pendapat yang
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paling shahih di kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah

menunhrt pengurangan harga tersebut.

Sehingga pendapat yang lain tersebut tentunya berlaku pula

dalam masalah ini, namun pendapat tersebut lemah, yang

dikemukakan berdasarkan kelemahan pendapat itu sendiri.

Kami memiliki perbedaan pendapat dalam kasus tersebut,

yaitu apabila salah seorang dari kedua pembeli mengembalikan

semua barang itu, ketika semua barang tersebut berada di bawah

kepemilikannya, dimana dia berkeinginan meminta kembali

separuh uang pembelian barang tersebut, lantas apakah penjual

tersebut boleh dipaksa agar memenuhi permintaannya,

sebagaimana dalam masalah hetryan temak?

Apabila kita mengatakan boleh melakukan tindakan paksa,

lalu dalam kasus pengembalian karena cacat ini, dia

rnengembalikan anak tersebut beserta ibunya (budak perempuan

muda), maka ada kemungkinan juga demikian, sehingga jika dia

tidak melakukan pengembalian tersebut, maka haknya

mengembalikan tersebut gugur, dimana tentunya dia hanya berhak

menuntut pengurangan harga. Dimana dalam seluruh pokok

bahasan ini, tidak ditemukan terkait asumsi masalah tersebut

dalam kasus; apabila cacat yang baru tidak pernah muncul-

Asy-Syrrazi dts berkata: Apabila dia membeli budak

perempuan muda tersebut, dan dia tengah hamil, lalu

dia melahirkan anak di bawah kepemilikannya, maka

iika kita mengatakan bahwa kandungan tersebut
memiliki hukum tersendiri, maka semuanya

dikembalikan. Sementara iika kita mengatakan
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kandungan tersebut tidak memiliki hukum apapun,
maka ibu anak tersebut dikembalikan tanpa anak ifu.

Penjelasan:

Pemyataan AsySyirazi ini merupakan bentuk
pengembangan masalah 5rang shahih, dimana ulama madzhab
kami telah menyepakatinya. Pendapat yang shahih dari ulama
madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa kandungan tersebut
memiliki hukum tersendiri dan diimbangi dengan porsi dari harga
beli tersebut, serta penjual boleh menahannya unfuk menuntut
pembayaran uang penjualan tersebut. Jadi, pendapat yang shahih
menyatakan, bahwa semuanya (budak perempuan dan anaknya)

dikembalikan.

Sementara bila berpedoman pada peridapat yang kedua,
status hukum anak budak perempuan muda tersebut sama seperti
anak yang baru lahir sebelum adanya penyerahan hak kepemilikan
budak perempuan tersebut. Jadi, dalam masalah ini, ada
perbedaan pendapat dalam pengembalian sebelum anak tersebut
mencapai usia pemisahan. pendapat yang paling shahih
menyatakan, bahwa dia tercegah unfuk mengembalikan semuanya,

sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan, ini berbeda
dengan pendapat Asy-Syirazi *L.

Dalam masalah anak ini, juga ada keterangan yang telah
dikemukakan dalam masalah anak yang baru lahir sebelum
penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli, apabila
persalinan tersebut terjadi sebelum penyerahan hak kepemilikan
budak perempuan muda tersebut; yaitu perbedaan pendapat

dalam masalah menahannya karena uang penjualan dan

I

I
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kembalinya hak kepemilikan kepada penjual ketika tercapai

kesepakatan pembatalan atau batalnya akad tersebut, sesuai

dengan keterangan yang telah dikemukakan.

Baik kita mengatakan pembeli boleh mengembalikan

semuanya menurut pendapat yang shahih. atau mengembalikan si

ibu tersebut tanpa anaknya, menurut pendapat yang lain.

Namun syarat pengembalian tersebut harus sesuai dengan

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Mawardi, Ar-Ruyani dan
Ar-Rafi'i dS. Sedangkan komentar Ibnu Ash-shabbagh memberi

pemahaman, bahwa budak perempuan tersebut mengalami
pengurangan harga akibat melahirkan. Jadi, bila mengalami

pengurangan harga, maka tidak ada hak pengembalian sama

sekali.

Telah dikemukakan bahwa lbnu Ar-Rif'ah berkata: Qiyas
pengurangan harga budak perempuan muda yang terjadi akibat
mengandung ihr, ditakwil sesuai dengan dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i, yaitu dalam cacat dimana faktomya telah ada

sebelum itu, maka apakah cacat tersebut termasuk resiko yang

harus ditanggung pembeli? Atau termasuk resiko yang harus

ditanggung penjual?

Pendapat yang paling shahih menyatakan, bahwa cacat

tersebut termasuk resiko yang harus ditanggung penjual. Atas

dasar ihr, tentunya pembeli boleh mengembalikannya karena cacat

tersebut, sekalipun terjadi pengurangan harga.

Ibnu Ar-Rif'ah memperkuat qigsnya dengan masalah; Bila

seseorang menyerahkan maskawin kepada ishinya berupa budak

perempuan muda yang tidak tengah hamil, kemudian dia hamil di
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bawah kepemilikannya, lalu dia melahirkan di bawah kepemilikan

iskinya, kemudian dia menceraikannya.

Ar-Rafi'i telah menyampaikan dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i, seputar apakah pengurangan harga yang

terjadi itu disandarkan kepada suami ataukah kepada istrinya.

Dukungan yang telah disebutkan oleh hnu Ar-Rif'ah itu sangat

kuat, dimana q$ns pengurangan harga tersebut merupakan
pendapat paling shahih yang menyatakan, bahwa pembeli boleh

mengembalikan. Tetapi Al Mawardi dan hnu Ash-Shabbagh

sepakat dengan pendapat sebaliknya dari pendapat tersebut.

Perlu kamu ketahui, bahwa aku (As-Subki) telah

mengemukakan dari Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i,
keterangan yang memberi kepastian bahwa perbedaan pendapat

dalam masalah pengurangan harga akibat kehamilan itu,

disamping resiko yang harus ditanggung penjual atau termasuk

resiko yang harus ditanggung pembeli tersebut, berlaku bila
pembeli mengetahui kehamilan tersebut.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, mereka

mengeluarkan cabang masalah baru bahwa pembeli boleh
mengembalikan budak perempuan muda tersebut setelah

hilangnya keperawanan, budak laki-laki setelah dipotong
tangannya, karena cacat lain yang mendahului, di samping
(pembeli) mengetahui perkawinan dan Jina5ah tersebut, ini bila
berpedoman pada pendapat kami: Bahwa cacat tersebut termasuk
resiko yang harus ditanggung penjual. Ini merupakan pendapat

shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana hnu Ash-
Shabbagh menganggap pendapat ini sulit untuk dipahami terkait
kasus tersebut.

104 ll ,U Uoj*r'SyarahAl Muhadzdzab



Menurutku (As-Subki): Tenfunya kerelaan menerima cacat

ifu memuhrs akibat hukum cacat tersebut, bahkan sampai cacat

yang ditemukan di bawah kepemilikan pembeli sekalipun,

walaupun sebagian faktor cacat tersebut disandarkan pada

kepemilikan pembeli tersebut, sebab kerelaannya menerima faktor

cacat tersebut, namun tidak demikian dengan penjual.

Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang mendukung

jawaban tersebut, dimana tidak ada pula pendapat yang

membantahnya kecuali komentar Al Qadhi Husain dan ulama yang

mengikutinya dengan cara membuat cabang masalah baru'

Jadi, bila jawaban yang benar itu adalah seperti jawaban

yang telah aku sampaikan, maka sulitnya memahami pendapat Al

Mawardi dan hnu fuh-shabbagh dalam kasus ini benar-benar

telah terjawab. Karena pembeli tersebut adalah seorang yang

mengetahui kehamilan tersebut-

Maka demikian pula dengan pengurangan harga yang

terjadi di bawah kepemilikannya itu disandarkan kepada

kepemilikan pembeli. Aku menemukan setelah keterangan tersebut

pada bagian akhir At-Tatimmah yang menjelaskan terceganya

pengembalian tersebut bila pembeli mengetahui ikatan perkawinan

tersebut, kemudian suami tersebut menghilangkan keperawanan

budak perempuan muda tersebut setelah penyerahan hak

kepemilikan budak perempuan muda tersebut, dimana dia

menemukan cacat yang lain pada budak perempuan muda

tersebut. Aku benar-benar menemukannya dalam AtTatimmah,

sehingga pertanyaan tersebut telah terjawab'

Memang benar pertanyaan tersebut telah terjawab, akan

tetapi jika pembeli tidak pemah mengetahui kehamilan itu, maka
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cacat tersebut termasuk resiko Sang harus ditanggung penjual dan

pengembalian tersebut tidak tercegah ketika dalam kondisi tidak
mengetahui kehamilan itu, dimana kesulitan dalam memahami
pendapat Ar-Rafi'i tersebut tidak terjawab. Karena Ar-Rafi'i secara

tegas menyampaikan dua hukum yang berbeda dalam kedua

masalah tersebut.

Hanya saja Al Mawardi *S dalam pokok masalah tersebut

cenderung memilih pendapat lang menyatakan, bahwa cacat ihr

termasuk resiko yang hams ditanggung pembeli. Sebab ada

kemungkinan dia menyebutkan pembuatan cabang masalah baru

dalam kasus ini berdasarkan pendapat yang cenderung

didukungnya, sehingga tidak ada pengembalian apapun kepada
penjual.

Apabila jawaban yang benar ifu seperti jawaban yang telah

disebutkan oleh Al Qadhi Husain dan ulama yang mengikutinya,
dimana cacat yang timbul belakangan, faktomya telah lebih dahulu

ada itu disandarkan kepada penjual tersebut dalam hal; tidak
tercegahnya pengembalian karena selain cacat tersebut, di
samping pembeli itu merupakan orang yang mengetahui hal
tersebut. Jika pembeli tidak boleh mengembalikan karena cacat

itu, maka cara menjawabnya perlu dilakukan interpretasi.

Interpretasi (Takwilt yang muncul dalam benak pikiranku

saat ini adalah, mengarahkan tercegahnya pengembalian tersebut
pada kondisi melahirkan, di mana terjadi pengurangan harga

budak perempuan muda tersebut ketika dalam kondisi hamil, lalu
pembeli rela menerima budak perempuan muda tersebut dalam

kondisi hamil, dimana pada umumnya, budak perempuan muda
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akibat melahirkan tersebut, harganya lebih tinggi daripada dalam

kondisi hamil, karena kehamilan itu merupakan cacat'

Jadi, bila melahirkan itu membawa akibat pengurangan

harga budak perempuan dalam kondisi hamil, maka pengurangan

harga ihr merupakan cacat bam, yang menghalangi pengembalian

tersebut, karena pengurangan harga itu pada umumnya tidak

disebabkan oleh kehamilan tersebut.

Pengurangan harga yang pada umumnya tidak timbul dari

sebab yang mendahuluinya ifu, membiasakan penyandaran cacat

tersebut kepada penjual, hal ini sangat jauh dari kebenaran. Oleh

karena ihr, cacat tersebut tidak ditetapkan menjadi bagian dari

resiko yang harus ditanggung penjual, sehingga pengurangan

harga yang menghalangi pengembalian itu adalah akibat cacat

yang lain.

Adapun masalah maskawin, diarahkan pada kondisi bahwa

yang dikehendaki adalah pengurangan harga yang jauh melampaui

kondisi khiyar.Yaihr kondisi dimana budak perempuan muda itu

berada pada kondisi tersebut ketika penyerahan maskawin'

Tidak diragukan lagi, bahwa budak perempuan muda ketika

tengah mengandung dan melahirkan, harganya mengalami

pengurangan dari kisaran harga sebelum mengandung dan

melahirkan tersebut. Pengurangan harga akibat kehamilan benar-

benar hilang dengan melahirkan, dimana yang masih tersisa adalah

kekurangan lainnya yang jauh melampaui kondisi mengandung,

karena kondisi melahirkan ihr berada di bawah kepemilikan isti

dan faktomya ditemukan ketika berada di bawah kepemilikan

suami.
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Interpretasi tersebut termasuk hasil dari usaha yang telah

aku lakukan, dimana interpretasi tersebut jarang sekali ditemukan
persamaannya, karena di dalamnya terjadi perbedaan pendapat.

Apabila diasumsikan terjadinya pengurangan harga akibat
melahirkan melampaui kondisi kehamilan yang terjadi di bawah

kepemilikan penjual tersebut, sebab pengurangan harga akibat
melahirkan tersebut merupakan pengurangan harga yang baru,

maka asumsi tersebut memposisikan pengurangan harga yang

baru ifu termasuk resiko yang harus ditanggung istri. Sebagaimana
pengurangan harga ketika di bawah kepemilikan pembeli dalam

kasus pengembalian budak perempuan muda karena cacat ini.

Inilah interpretasi yang terlintas dalam pikiranku (As-Subki)

mengenai tercegahnya pengembalian tersebut. Dan dalam

interpretasi tersebut masih perlu dikaji ulang. Wallahu a'lam.

Cabang, Ar-Rafi'i tps menyampaikan persyaratan udak

adanya penguftrngan harga budak perempuan muda tersebut

akibat melahirkan secara mutlak. Dia tidak pemah membedakan

antara pengurangan harga setelah penyerahan hak kepemilikan
budak perempuan dan pengurangan harga sebelum penyerahan

hak kepemilikan tersebut.

Al Mawardi dan hnu Ash-Shabbagh *S mengasumsikan

masalah tersebut hanya terjadi dalam kasus; bila proses melahirkan
tersebut terjadi di sisi pembeli. Sebagaimana asumsi yang dibuat
oleh Asy-Syirazi *S.

Tidak diragukan lagi bahwa budak perempuan muda yang

melahirkan sebelum penyerahan hak kepemilikannya, dimana dia
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tidak pernah mengalami pengurangan harga, boleh dikembalikan

bila pembeli melihat cacat yang lain.

Adapun bila mengalami pengurangan harga, aku telah

mengemukakan komentar mengenai masalah tersebut; bahwa

cacat yang baru timbul sebelum penyerahan hak kepemilikan objek

jual beli yang disandarkan pada faktor yang terdahulu, dimana

pembeli mengetahuinya, apakah cacat tersebut menetapkan akibat

hukum bolehnya mengembalikan atau tidak? Dan apakah cacat

tersebut merupakan hal yang mencegah pengembalian karena

selain cacat ataukah tidak?

Kesimpulan yang nampak dari pertanyaan tersebut adalah,

bahwa cacat tersebut bukanlah hal yang menetapkan dan bukan

pula hal mencegah (pengembalian). Penulis At-Tatimmah secara

tegas menyatakan, bahwa apabila seseorang membeli budak

perempuan yang berstatus kawin, sedang dia dalam kondisi

mengetahui perkawinannya, kemudian suaminya menghilangkan

keperawanannya sebelum penyerahan hak kepemilikannya, lalu

dia melihat cacat yang terdapat pada budak perempuan tersebut.

Inilah penjelasan yang menunfut pembatasan komentar Ar-

Rafi'i *B tersebut. Wallahu a'lam.

Asy-Syirazi Es berkata: Apabila objek iual beli

tersebut berupa budak perempuan muda yang sudah

tidak perawan, lalu dia menyetubuhinya, kemudian dia
mengetahui cacat tersebut, maka dia boleh
mengembalikann3Ta, karena tindakannya menyefubuhi
budak perempuan tersebut adalah bentuk pengambilan

manfaat, yang tidak mengandung pengurangan apapun,
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sehingga pengambilan manfaat itu tidak menghalangi
sePertipengembalian tersebut,

mempekerjakannYa-

sama

Penielasan:

Ini merupakan masalah yang dikenal luas, dimana terdapat

khilaf ulama mengenai masalah ini, yang terpecah menjadi delapan

madzhab, dimana ini merupakan ulasan pertama:

Madzhab pertama: Pembeli boleh mengembalikannya,

sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syirazi dan dia tidak

mengembalikan apapun beserta budak perempuan tersebut.

Madzhab tersebut adalah madzhab kami, yang telah dinyatakan

secara tertulis oleh Asy-syafi'i dan ulama madzhab kami- Mereka

tidak berbeda pendapat mengenai hukum bolehnya

mengembalikan budak perempuan tersebut'

Dengan hukum semacam ini pula, Zaid bin Tsabit -menurut

sebuah riwayat-, Utsman, Malik, Al Laits bin Sa'id dan Abu Tsaur

berpendapat.

Menurut kami, (ulama madzhab Asy-Syafi'i), tidak ada

perbedaan dalam hal bolehnya mengembalikan budak perempuan

tersebut antara setelah dan sebelum penyerahan hak kepemilikan

budak perempuan ihr, dimana persetubuhan tersebut tidak secara

otomatis pembeli menyandang stahrs orang yang menerima hak

kepemilikan budak perempuan tersebut, menumt pendapat yang

masyh u r madzhab AsY-SYafi'i.

Dimana dia juga tidak wajib membayar maskawin, bila dia

menyerahkan dirinya secara sukarela dan dia telah menerima hak
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kepemilikannya. L-alu bila budak perempuan tersebut meninggal

dunia sebelum penyerahan hak kepemilikannya, maka apakah

pembeli wajib membayar maskawin kepada penjual tersebut?

Pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i

menyatakan, tidak adanya kewajiban membayar maskawin sama

sekali. Tidak ada perbedaan antara; apakah pihak yang menerima

pengembalian tersebut termasuk orang yang mana budak

perempuan menjadi haram atas dirinya sebab persetubuhan yang

dilakukan pembeli tersebut, contohnya bapak dan anak laki-

lakinya, ataukah bukan? Sebab hal tersebut tidak menghalangi

pengembaliannYa.

Madzhab kedua: Pembeli tidak boleh mengembalikan dan

tidak berhak menuntut ganti rugi bagian yang hilang karena cacat'

Ini pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Ishaq.

Pendapat tersebut telah diriwayatkan dari umar, Ali bin Abi

Thalib, Ibnu Sirin dan Az-Zuhri-

Madzhab ketiga: Pembeli boleh mengembalikannya dan

membayar maskawin standar budak perempuan beserta

pengembalian budak perempuan tersebut: Ini pendapat hnu Abi

Laila dan Syuraih dalam sebuah riwayat'

Menurutsebuahriwayat:PendapatSemacamihrjugatelah

diriwayatkan dari umar. hnu Al Mundzir berkata: Maskawin dalam

pendapat Ibnu Abi laila mengambil sepersepuluh dari harganya

dan juga separuh. Sehingga maskawin tersebut jumlahnya separuh

dari jumlah tersebut, yaitu; maskawin tersebut totalnya adalah tiga

perempat dari sepersepuluh harganya. selain itu, hnu Al Mundzir

telah meriwayatkan hal tersebut secara konkrit dari Ibnu Abi laila'
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Madzhab keempat: Pembeli boleh mengembalikannya dan

membayar maskawin standar budak perempuan beserta

pengembaliannya, berapapun maskawin yang dihabiskan. Ini

merupakan pendapat Ibnu Syrubramah, Al Hasan bin Hayyin dan

Abdullah bin Al Hasan.

Madzhab kelimat Pembeli mengembalikannya dan

mengembalikan beserta budak perempuan tersebut; separuh dari

sepersepuluh harga jualnya. Ini pendapat Syuraih, An-Nakha'i dan

Qatadah, yang juga diriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi dari Umar.

Madzhab keenam: Pembeli mengembalikannya dan

mengembalikan beserta budak perempuan tersebut; hukumah

(kanrajiban membayar pengurangan harga yang tidak memiliki

standar ukuran tertentu).

Madzhab Ketujuh: Budak perempuan tersebut adalah objek

jual beli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (lazimah).

Apabila pendapat tersebut benar dari Al Hasan dan Umar bin

Abdul Az2, dimana riwayat tersebut merupakan riwayat dari Ali

bin Abi Thalib, maka pembeli tidak boleh mengembalikannya dan

tidak berhak rnenunfut apapun, berdasarkan pendapat ini.

Madzhab kedelapan: Pembeli mengembalikannya dan

mengernbalikan beserta budak perempuan tersebut; sepersepuluh

dari harga jualnln. Ini mempakan pendapat hnu Al Musayyab.

Telah diriwayatkan dari hnu Al Musayyab, "Pembeli

mengernbalikan beserta budak perempuan tersebut sepuluh dinar."

Kemungkinan jumlah tersebut salnEl dengan sepersepuluh dari

harga )ualn1a. Oleh karena itu, aku tidak menggangapnya sebagai

madzhab yang lain tanpa ada penjelasan yang nyata.
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Seluruh pendapat ini berhubungan dengan masalah

perbuatan menyetubuhi (budak perempuan) yang sudah tidak

perawan lTsaWib). Adapun soal (budak perempuan) yang masih

perawan, akan disampaikan pembahasannya dalam pernyataan

Asy-Syirazi. Insya Allah Ta'ala.

Di antara sekian banyak pendapat yang telah aku ceritakan

ini, ada pendapat yang aku sampaikan secara mutlak, yaifu

pendapat yang tidak mengkhususkan hal tersebut bagi budak

perempuan yang sudah tidak perawan dan tidak pula yang masih

perawan. Ini pendapat Asy-Sya'bi, Al Hasan dan Ibnu Al

Musa5ryab.

Kedelapan madzhab ini bermuara pada empat pendapat:

Pembeli mengembalikannya, dengan tidak ada kewajiban apapun

beserta pengembaliannya, seperti madzhab kami. Tercegah

mengembalikannya dan menuntut ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat, seperti madzhab Abu Hanifah. Tercegah

mengembalikannya dan pembeli tidak berhak menuntut apapun,

seperti madzhab AI Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Atau

mengembalikannya dan mengembalikan sesuafu beserta budak

perempuan tersebut, seperti madzhab ulama yang lain.

Adapun ulama yang berpendapat: Mengembalikannya dan

mengembalikan sesuatu beserta budak perempuan tersebut,

pandangan ini pembahasannya dihrnda, dimana lebih

mendahulukan pembahasan sejumlah madzhab yang disebutkan

pertama dibanding membahas pendapat ulama tersebut.

Pendapat ketiga memiliki keterkaitan dengan pendapat

yang kedua dalam menyatakan tercegahnya pengernbalian

tersebut, dimana kedua pendapat tersebut dalam hal tercegahnya
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pengembalian tersebut ada kesamaan. Sehingga pembahasan

tersebut ditetapkan dalam masalah bolehnya mengembalikan dan

tercegahnya mengembalikan.

Pedoman kami dalam memutuskan bolehnya

mengembalikan tersebut adalah, bahwa perbuatan menyefubuhi

(budak perempuan) yang sudah tidak perawan, merupakan sesuatu

yang tidak mengurangi wuiudnya dan tidak (pula mengurangi)

harganya, dan juga hal ini tidak menyimpan sikap rela menerima

cacat itu, sehingga perbuatan menyetubuhi itu tidak menghalangi

(pembeli) untuk

mempekerjakannya.

mengembalikannya karena telah

Perkataan kami: "Tidak mengurangi wujudnln,"

mengecualikan masalah terpotong anggota tubuhnya. "ffidak pula

mengurangi) harganya," ini mengecualikan timbulnya cacat di

bawah kepemilikan pembeli.

Perkataan kami: "Tidak menyimpan sikap rela menerima

cacatnya," hal ini mengecualikan perbuatan menyetubuhi sang

budak setelah mengetahui cacatnya, dan lain sebagainya yaitu hal-

hal yang menetapkan akibat hukum rela menerima cacat tersebut.

Dalil yang telah disebutkan oleh Asy-syirazi ini dan

kesimpulan yang diambil oleh Asy-Syafi'i r$ bahwa perkara

persetubuhan tersebut lebih sedikit mudharat-nya daripada bekerja,

yaifu bahwa persetubuhan tersebut memberi hiburan,

mendatangkan perselisihan dan membuat gembira. Sedangkan

bekerja mendatangkan perselisihan, menuntut mencari makan, dan

mendatangkan kesulitan.

Jadi, bila bekerja saja tidak menghalangi pengembalian

tersebut, maka persetubuhan lebih tidak menghalanginya. Inilah
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landasan hukum madzhab yang pertama, tetapi berdasarkan qtyas

yang pertama di atas. Di samping itu juga berdasarkan qiyas pada

persetubuhan suami.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i telah sepakat bahwa

persetubuhan itu tidak menghalangi hak pengembalian. Karena itu,

tatkala ada seseorang memaksanya agar melakukan persetubuhan,

maka jika tindakan menyetubuhi (budak perempuan) yang sudah

tidak perawan itu memberi kepastian terjadinya persetubuhan

dengan istri dan budak perempuan itu dipaksa melakukan

persefubuhan tersebut, maka bila persetubuhan itu tidak

mengurangi (wujud dan harga budak perempuan), tentunya
persetubuhan yang dilakukan oleh pemilik budak perempuan

tersebut tidak menghalangi hak pengembaliannya.

Dimana berdasarkan qryas pada masalah; apabila pembeli

mengambilnya secara zhalim (ghashab) dari penjual tersebut, lalu

dia menyefubuhinya, kemudian dia mengembalikannya sampai dia

melunasi uang pembelian budak perempuan tersebut kepada

penjual, lalu tatkala pembeli melunasinya dan penjual

menyerahkan budak perempuan tersebut kepadanya, maka dia

menemukan cacat yang terdapat pada budak perempuan itu,

pembeli boleh mengembalikannya, menurut kami dan menurut

mereka.

Apabila mereka mengemukakan alasan tentang

persetubuhan suami budak perempuan tersebut bahwa

persetubuhan itu adalah hak yang patut dimiliki. Lalu

persefubuhan pembeli budak perempuan, adalah hak yang patut

dimiliki. Di samping itu, pengembalian budak perempuan batal

akibat persefubuhan suami dengan (budak perempuan) yang masih
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perawan, karena persetubuhan ifu adalah hak yang pahrt dimiliki.

Di samping alasan ihJ, mereka juga mengatakan tercegahnya

pengembalian budak perempuan tersebut.

Lalu bila mereka mengemukakan alasan bahwa, beragam

manfaat kemaluan (budak perempuan) yang berstah:s istri tersebut

tidak dimiliki melalui pembelian, dimana pengembalian tersebut

hanya tercegah akibat persetubuhan pemilik budak perempuan,

karena pemilik budak perempuan tersebut seolah-olah menahan

sebagian dari berbagai bagian yang tak terpisahkan dari obyek jual

beli.

Oleh karena itu, persetubuhan pemilik budak perempuan

tersebut menghalangi (pengembalian), sementara persetubuhan

suami budak perempuan dengan budak perempuan yang sudah

tidak perawan tersebut, Udak menghalangi pengembalian budak

perempuan yang sudah tidak perawan ihr-

Adapun (budak perempuan) yang masih perawan, selaput

daranya itu adalah barang yang berhak dimiliki pembeli, karena

selaput dara (keperawanan) tersebut hakikatnya berbenfuk barang

(kulit yang tipis).

Pernikahan itu adalah hal yang menghalalkan berbagai

manfaat kemaluan tersebut, hanya saja selaput dara ifu hilang

karena darurat. Apabila selaput dara ihr barang yang berhak

dimiliki melalui mekanisme jual beli, lalu suami budak perempuan

yang masih perawan itu menghilangkannya, maka pengembalian

tersebut menjadi tercegah, karena hilangnya sebagian obyek jual

beli tersebut.

Jawabannya: Manfaat kemaluan budak perempuan tersebut

adalah hal yang dimiliki tuannya melalui mekanisme pembelian.
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Terbukti apabila suami budak perempuan tersebut mentalaknya,

maka budak perempuan tetap menjadi miliknya, jika budak

perempuan tersebut diseh.rbuhi karena sytbhat (tersamar), dia

berhak memperoleh maskawin tersebut.

Sementara keberadaan selaput dara yang menjadi bagian

yang tak terpisahkan dari obyek jual beli, di samping selaput dara

itu adalah barang yang berhak dimiliki suami budak perempuan

tersebut untuk dihilangkan, namun hal itu tidak memberi faedah

apapun, karena suami tersebut diizinkan untuk menghilangkan

selaput dara tersebut secara syara'.

Jadi, apabila manfaat kemaluan budak perempuan yang

hilang itu bukan karena cacat, pasti hal tersebut tidak menghalangi

pengembalian budak perempuan. Para ulama yang kontradiktif

dalam hal bolehnya mengembalikan sang budak dengan tidak

mengembalikan apapun bersamaan budak perempuan tersebut,

berpegangan dengan dua perkarat

Perkara pertama: Para sahabat.&, dalam masalah ini

pendapatnya terpecah menjadi dua riwayat pendapat:

Pendapat pertama: Pembeli tidak boleh mengembalikan. Ini

merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib .9,.

Pendapat kedua: Pembeli boleh mengembalikannya dan

mengembalikan maskawin beserta budak perempuan tersebut. Ini
pendapat Umar rg. Jadi, pendapat yang mengatakan boleh

mengembalikannya, dengan tidak ada pengembalian apapun

beserta budak perempuan tersebut, memunculkan pendapat

ketiga, dimana memunculkan pendapat yang ketiga itu tidak bisa

diterima.
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Ibnu As-Sam'ani, Al Ghazali dan Muhammad bin Yahya

telah menyebutkan dari mereka. Mereka berkata: Bahwa Ali dan

Ibnu Umar @ berkata: Tidak boleh mengembalikannya. Umar dan

Zaid bin Tsabit rg berkata: Pembeli boleh mengembalikannya dan

mengembalikan beserta budak perempuan tersebut separuh dari

sepersepuluh harga budak perempuan tersebut.

Madzhab yang diceritakan sesuai dengan pendapat yang

pertama, lebih masyhur dan lebih mendekati kebenaran dalam

mengutip jawaban tersebut.

Jawaban mengenai pegangan mereka yang kontradiktif

tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang.

Jawaban pertama: Indikasi yang telah diterangkan oleh Asy-

Syafi'i ign dalam lkhtilaf Al Hadits.

Karena dia pemah berdiskusi bersama orang

yang menentang pendapatnya. Diceritakan dari Asy-Syafi'i,

bahwa dia berkata: Kami telah meriwayatkan pendapat tersebut

dari Ali. Asy-Syafi'i berkata: Aku bertanya: Apakah kamu

menyampaikan fatwa dari Ali? Sebagian orang yang menghadiri

diskusi tersebut menjawab: Tidak, akan tetapi kami telah

meriwayatkan dari Umar, "Pembeli boleh mengembalikannya,"

dimana dia menyebutkan, "sepersepuluh" atau perkataan yang

sempa lainnya.

Asy-Syafi'i berkata: Aku bertanya: Apakah pendapat

tersebut benar-benar terbukti diriwayatkan dari Umar? Sebagian

orang yang menghadiri diskusinya menjawab: Tidak. Aku

bertanya: Bagaimana kamu berargumen berdasarkan pendapat

yang tidak benar-benar terbukti diriwayatkan dari Umar? Dimana
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kamu orang yang menentang Umar, jika benar Umar berpendapat

demikian.

Jawaban dari Asy-Syafi'i r$ tersebut mengindikasikan

bahwa pendapat tersebut tidak benar-benar terbukti diriwayatkan

dari Umar, dan tidak (pula diriwayatkan) dari Ali rg.

Aku berusaha memahami sejumlah sanad riwayat tersebut

dimana riwayat pendapat tersebut diriwayatkan dari mereka

berdua. Lalu aku melihat sejumlah sanad tersebut dha'if. Yang

paling menyempai riwayat tersebut adalah riwayat dari Ali,

"Pembeli tidak boleh mengembalikannya, namun dia berhak

menunfut nilai fukar cacat tersebut. "

Riwayat tersebut sanadnya munqathi' (terputus), karena

riwayat tersebut bersumber dari riwayat Ali bin Al Husain, dimana

dia tidak pemah berjumpa kakeknya tersebut. Jika sanadnya tidak

demikian, tentunya riwayat tersebut shahih, karena riwayat

tersebut bersumber dari riwa5at Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh bin

Inan, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain dari

ayahnya dari kakeknya dari Ali ,&.

Kemungkinan Hafsh bin Inan atau Maslamah termasuk

orang yang menghadiri diskusi Asy-Syafi'i tersebut, karena saat ifu

dia posisinya sebagai Qadhi Kufah, pengikut madzhab Hanafi,

yang tinggi kedudukannya serta orangnya tepercaya.

Al Baihaqi telah mengutipnya dari sanad segolongan ulama

dari Ja'far. Riwayat tersebut diriwayatkan secara muttashil dengan

sanad yang dha'if, yang tidak terlepas dari cacat.

Al Qadhi Abu Ath-Thayryib telah meriwayatkan bahwa Asy-

S5nfi'i dalam lkhtilaf Al Hadits berkata: Tidak ada bukti apapun
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yang memastikan pendapat ihr benar-benar terbukti diriwayatkan

dari seseorang dari kalangan sahabat. Bila faktanya demikian,

maka pegangan yang telah mereka sebutkan itu gugur. Komentar

Asy-Syafi'i yang aku lihat dalam lkhtilaf Al Hadits seperti

keterangan yang telah aku sebutkan.

Aku melihat dalam lkhtilaf Al lraqiltyin, Asy-Syafi'i berkata:

Tidak diketahui benar-benar terbukti diriwayatkan dari Umar, tidak

dari Ali dan tidak pula dari seorang dari mereka berdua, bahwa dia

mengatakan pendapat yang berbeda dengan pendapat ini,

maksudnya adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Al Muzhaffar bin As-Sam'ani berkata: Aku telah

berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menemukan pendapat

yang telah mereka sampaikan dalam kitab apapun, namun aku

tidak pemah menemukannya, tetapi pendapat hanyalah sebuah

riwayat yang diambil oleh para ulama dari berbagai TaIiq (catatan

kaki), dimana kebanyakan orang awam berusaha meletakkannya

pada yang kosong. Tidak pemah disampaikan keterangan apapun

dari seseorang dari kalangan sahabat kecuali Ali.

Jawaban kedua' Pendapat yang sama dengan madzhab

kami benar-benar telah diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Abu Ali

Ath-Thabari telah menyebutkannya dalam sejumlah masalah yang

amat banyak dalam keterangan yang telah dikutip Abu Hamid dari

Abu Ali.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Abu Al Hasan Al

Masarjasi telah menceritakan hal tersebut -yaitu Riwayat dari Zaid-

kepada kami. Asy-Syirazi telah mengutipnya dalam An-Nukat.
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Apabila para sahabat berbeda pendapat, tenfunya wajib

kembali pada dalil qiws.Namun Abu Al Muzhaffar As-Sam'ani

berkata: Jawaban yang diriwayatkan dari Zaid bdak shahih-

Jawaban ketiga: Pendapat tersebut adalah pendapat dari

golongan sahabat, yang tidak diketahui secara luas. Sementara

dalil qiyas adalah sebaliknya. Sehingga dalil qiyas lebih didahulukan

dibanding pendapat golongan sahabat tersebut.

Jawaban keempat: Madzhab kami sesuai dengan pendapat

Umar. Karena dia menetapkan pengembalian tersebut- Sehingga

kami sependapat dengannya dalam inti pengembalian tersebut.

Dimana setelah ada kesamaan pendapat ihr, perbedaan pendapat

yang terjadi dalam masalah; apakah pembeli mengembalikan

sesuafu atau tidak beserta budak perempuan ifu adalah perbedaan

dalam segi mekanisme pengembalian tersebut-

Jawaban kelima: Memunculkan pendapat ketiga, yang

mengandung perbedaan pendapat dan penjelasannya telah

disebutkan dalam ushul fikih. Sementara kami dalam kasus ini,

sependapat dengan sebagian mereka dalam hal bolehnya

mengembalikan dan dengan sebagian mereka dalam hal

menggugurkan maskawin. sehingga kesamaan pendapat ihr tidak

memsak ijma ulama.

Ulasan kedua: Di antam pedoman yang kontradiktif dengan

madzhab Asy-Syafi'i, yang mereka jadikan pegangan adalah qitns

pada masalah persetubuhan (budak perempuan) yang masih

perawan. Karena masing-masing dari persetubuhan ihl

mengakibatkan maskawin yang disebutkan dalam akad nikah,

memiliki kekuatan hukum tetap. Dan iuga qitns pada masalah;

apabila budak peranpuan tersebut berzina-
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Mereka juga berpegangan dengan argument, bahwa dalam

persetubuhan dengan budak perempuan yang masih perawan dan

perzinaan ifu, membuat dia menerima, jika dirinya diserahkan

(Ibtidzatt dan mengurangi harganya. Karena terkadang pembeli

tersebut merupakan ayah dari penjual tersebut atau anak laki-

lakinya. Sehingga penjual tersebut haram (menyetubuhinya), lalu

budak perempuan diharamkan atas dirinya, sehingga persetubuhan

budak perempuan yang masih perawan itu, menghalangi

pengembalian tersebut, sama seperti berbagai macam cacat yang

lain.

Mereka juga berpegangan dengan argumen bahwa

persetubuhan itu mirip perbuatan Jinayah (kriminal; melukai,

memotong anggota fubuh dan lain-lain). Karena persetubuhan

tersebut pada umumnya tidak bebas dari tindakan melukai atau

penyiksaan, dimana persefubuhan tersebut tidak boleh dilakukan

hanya karena boleh melakukannya, sehingga persetubuhan

tersebut menyempai pemotongan anggota fubuh.

Pengembalian tersebut menghapus akad sejak awal akad itu

disepakati. Jadi, apabila dia mengembalikannya, tentunya

persetubuhan itu menimpa hak milik penjual tersebut.

Menyetubuhi hak milik penjual ini tidak boleh, sebab menyetubuhi

hak milik orang lain itu tidak lepas dari maskawin. Tidak bisa

menetapkan maskawin dan tidak pula mengembalikannya tanpa

maskawin, sehingga pengembalian ifu batal.

Mereka juga kemp mengatakan dalam pegangannya ini:

Bahwa apabila persetubuhan itu menimpa hak milik orang lain,

maka persefubuhan itu disebut cacat, sehingga persetubuhan ifu
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menghalangi pembatalan akad. Jika pembatalan akad itu tetap

diteruskan, maka pembatalan itu tidak menghilangkan cacat.

Mereka telah meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan,

bahwa persetubuhan tersebut tidak bebas dari tindakan melukai

atau penyiksaan, kecuali bila terjadi pada hak miliknya. Dimana

kedua tindakan tersebut terhindar dari pembeli berdasarkan ijma

ulama. Jadi, apabila dia membatalkan akad tersebut, maka

kepemilikan itu tidak ada sejak awal akad disepakati. Oleh karena

ifu, dia wajib menggugurkan kepemilikannya tersebut.

Perkataan Muhammad bin Al Hasan: "Bahwa kedua

tindakan tersebut terhindar dari pembeli berdasarkan ijma ulama,"

Pemyataan itu harus diinterpretasikan: Karena sebelumnya telah

dikemukakan dari hnu Abi Laila dan ulama lainnya mengenai

penetapan kewajiban membayar maskawin tersebut, dimana

argurlen yang menyatakan bahwa beragam manfaat kemaluan

budak perempuan dikategorikan sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari objek jual beli (budak perempuan), dimana

pembeli tersebut telah menghilangkannya, sehingga masalah

penghilangan bagian dari objek jual beli itu status hukumnya sama

seperti masalah apabila anak budak perempuan dan beragam

tambahan (keunfungan) lainnya mengalami kerusakan (mati).

Diskusi ini kembali pada masalah berbagai macarn tambahan

barang tersebut.

Mereka mengambil kesimpulan hukum ini berdasarkan dalil

bahwa persetubuhan tersebut mengurangi hak kepemilikan, juga

harus membayar maskawin budak perempuan muda yang

disetubuhi karena syubhat (tersamar) kepada pemiliknya. Jadi,

apabila maskawin itu mumi hanya untuk menjaga kemaluan
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tersebut, tentunya maskawin ifu wajib karena Allah, sama seperti

kafarat

Ketika maskawin itu diserahkan kepada pemilik budak

perempuan tersebut, maka hal itu membuktikan bahwa beragam

manfaat kemaluan tersebut sama seperti beragam anggota fubuh,

sekalipun tidak mengurangi harga jual yang sebenarnya, seperti

tangan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Maskawin tersebut harus diserahkan kepada pemilik budak

perempuan tersebut, sekalipun nilai jualnya tidak berkurang akibat

(hilangnya) manfaat kemaluan tersebut. hukum manfaat kemaluan

tersebut dikategorikan sama seperti berbagai macam anggota

hlbuh, dimana hilangnya berbagai macam anggota hrbuh ifu
menghalangi pengembalian objek jual beli tersebut.

Di antara bukti dalil yang menegaskan, bahwa manfaat

kemaluan budak perempuan ifu dikategorikan seperti anggota

tubuh dari objek jual beli, yaitu bahwa seorang yang kafir tidak

merniliki hak menyefubuhi budak perempuan yang muslimah dan

dia tercegah mengembalikan selama khiyar syarat, berbeda dengan

beragam manfaat yang lain.

Hal ifu karena dalam pandangan sJnral beragam manfaat

kemaluan budak perempuan itu adalah sesuatu yang disakralkan

dan dimuliakan. Karena manfaat kemaluan ifu merupakan faktor

yang melestarikan keturunan manusia di dunia. Lantaran

kemuliaan dan kesakralannya itulah, manfaat kernaluan disamakan

dengan beragam anggota tubuh dari objek jual beli (budak

perempuan) menurut syan'.

Jawabannya: Persetubuhan dengan (budak perempuan)

lang masih perawan dan perzinaan tersebut mempakan dua hal
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yang mengurangi harga jual budak perempuan' Bahkan hilangnya

keperawanan saja tanpa persefubuhan merupakan hal yang

mengurangi harga- Penyerahan diri budak perempuan tersebut'

jika pembeli menerimanya' sama seperti mempekerjakannya-

Kedudukan pembeli tersebut sebagai ayah penjual atau

anak laki-lakinya, tidak dSadikan bahan pertimbangan dalam

menilai tercacatnya suafu benda dari beragam jenis benda, bahkan

yangmenjadibahanpertimbanganadalah,suafuperkarayangbisa

mengurangi harga suatu barang, dimana tidak ada yang dapat

menimbulkan pengurangan harga kecuali suatu perkara yang

memiliki efek langsung dalam keuangan'

Pemyataan merekar "Persehrbuhan itr-r merupakan iinayah

(melukai, menyiksa)" tertolak' karena jinayah ifu faktor yang bisa

mengurangi harga tersebut. Persetubuhan ini sebaliknya.

Apabilapersehrbuhantersebutdinilaisebagaijinayah,
tentunya persehrbuhan yang dilakukan laki-laki lain (yang bukan

suami) sudah dilarang ketika dia menyetubuhi wanita yang dipaksa,

dan dilarang pula untuk dilakukan oleh suami tersebut.

Pemyataan mereka: "Persehrbuhan ih-r tidak boleh

dilakukan hanya karena boleh melakukanDgd," terbantah dengan

masalah selain persetubuhan tersebut. Demikian sebagian ulama

ma&hab kami membantah mereka. sebagian mereka

meriwayatkan bahwa perkara selain persetubuhan yaihr beragam

jenis pengambilan manfaat (lstimtal, itu juga perkara yang

menghalangi pengembalian objek jual beli tersebut. Jadi,

berdasarkan alasan ini bantahan tersebut tidak bisa diikuti'

Diceritakan dari mereka: "Persefubuhan ifu tidak lepas dari

(tunfutan) harta (uang) atau hukuman", terbantah dengan argumen
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bahwa jinayah itu terkadang bebas dari tuntutan uang (harta) dan

hukuman; apabila seseorang berkata: Potonglah tanganku. Lalu

dia (orang yang diperintah) memotongnya.

Diceritakan dari mereka' "Pengembalian ifu adalah benhrk

pembatalan akad sejak awal akad ifu disepakati", jawabannya telah

dikemukakan. Kemudian efek persetubuhan tersebut hanya akan

nampak terlihat pengaruhnya dalam barang. Adapun berbagai

manfaat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan, efek tersebut

tidak akan nampak.

Kemudian jika efek persetubuhan itu benar nampak pada

manfaat tersebut, tentunya pengembalian itu tidak boleh ketika

penjual tersebut rela menerimanya. Dimana temyata pengembalian

itu boleh dilakukan dan penetapan kewajiban membayar maskawin

dalam (menyetubuhi) kemaluan itu sebagai pengganti manfaat

tersebut, dimana pemilik budak perempuan berhak memiliki

manfaat tersebut, sehingga tidak ada kondisi darurat unhlk

mengasumsikan manfaat tersebut sebagai bagian (anggota hrbuh)

yang tak terpisahkan dari objek jual beli dan kepastian membayar

maskawin itu jauh dari kebenaran.

Di antara hal yang menegaskan, bahwa (manfaat) kemaluan

itu bukanlah bagian (anggota tubuh) yang tak terpisahkan dari

objek jual beli adalah bahwa (manfaat) kemaluan yang hilang itu

tidak diganti dalam mumbahah. Dimana akibat hilangnya manfaat

kemaluan sebelum penyerahan hak kepemilikan objek jual beli

kepada pembeli, membuat harga beli tidak gugur sedikitpun. Dan

juga pihak yang merampas secara zhalim (shaashib) tidak

menanggung resiko hilangn3n manfaat kemaluan tersebut,

menumt mereka.
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Orang kafir tidak memiliki hak menyetubuhi budak

perempuan yang muslimah, karena di dalam menyefubuhi budak

perempuan yang muslimah ifu ada unsur merendahkan Islam.

Persetubuhan pada masa khiyar syarat, ada dua pendapat

yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Apabila dia

menerimanya secara suka rela, maka penerimaan ihr disamping

mengetahui adanya hak khiyar tersebut, mengandung kerelaan

menerima objek jual beli tersebut. Sedangkan dalam kasus ini,

persetubuhan dilakukan sebelum mengetahui adanya hak khigr-

Abu Zaid memberi alasan mengenai persetubuhan sebelum

penyerahan hak kepemilikan objek jual beli kepada pembeli,

bahwa persetubuhan itu dianggap menimpa hak milik penjual

tersebut. Karena persetubuhan itu adalah kebebasan bertindak,

dimana kebebasan bertindak itu tidak beralih kepemilikannya

kecuali berkaitan dengan mekanisme penyerahan hak kepemilikan

objek jual beli, sehingga kebebasan bertindak tersebut tetap berada

di bawah kepemilikan penjual, maka tidak tepat meletakkan

persetubuhan ihr sebagai jinayah. Pendapat ini lemah. Inilah

jawaban yang paling mudah disebutkan.

Sudut pandang masalah ini adalah, bahwa Abu Hanifah

lebih memperhatikan motif penjual tersebut dan perkara yang

terjadi pada dirinya, seperti kebencian, perubahan sikap dan

memandang rendah. sementam Asy-syafi'i lebih memperhatikan

masalah yang bersifat umum, dan adat para pedagang ifu biasanya

bila mengetahui bahwa budak perempuan muda itu sudah tidak

perawan lagi, mereka tidak lagi mempedulikan sedikit banyaknya

persefubuhan, dimana persefubuhan itu tidak mengurangi

sedikitpun dari harga budak perempuan tersebut. Karena asumsi
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persefubuhan yang mengurangi harga tersebut bukanlah asumsi

awal masalah ini. Wallahu a'lam.

Perlu diketahui, bahwa ulama madzhab kami berbeda

pendapat dalam masalah; apakah pengembalian ifu menghapus

akad sejak awal akad itu disepakati, atau sejak masa pengembalian

tersebut. Namun mereka dalam kasus ini sepakat boleh

mengembalikan, dimana mereka juga sepakat tidak wajib

membayar maskawin kecuali keterangan yang akan kami

ceritakan. Inilah tuntutan yang dikehendaki komentar Al Qadhi

Husain.

Kesepakatan ini membuktikan, bahwa efek pengembalian

itu menurut orang yang mengatakan boleh mengembalikan ini

hanya ada pada barang, adapun beragam manfaat, elek

pembatalan itu tidak ada. Bukti ini menguatkan diskusi mengenai

bolehnya mengembalikan yang telah dikemukakan.

Jika tidak demikian, maka iika kita menetapkan tidak

adanya hak kepemilikan budak perempuan tersebut, tenhrnya

wajib membayar maskawin.

Al Qadhi Husain telah menyampaikan dalam masalah;

Pembeli tersebut melakukan persetubuhan dengan budak

perempuan muda, png menjadi objek jual beli sertia sudah tidak

perawan, sebelum penyerahan hak kepemilikan budak perempuan

tersebut, kemudian dia meninggal, maka apakah pembeli tersebut

menanggung resiko membalnr maskawin kepada penjual tersebut?

Ada dua pendapat Sang berbeda dari ulama madzhab AsSr

syafi'i. Bila kita mengatakan: Akad batal sejak awal disepakati,

maka dia harus menanggung resiko membayiar maskawin tersebut.

Jika tidak demikian, maka tidak. Qryas masalah tersebut terjadi
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dalam masalah; pengembalian karena cacat. Namun

sepengetahuanku (As-Subki) mereka tidak pemah menyebutkan

qiyas tersebut. Ditetapkannya keberadaan qiyas tersebut, maka

qiyas itu dikhususkan dengan masalah pengembalian sebelum

penyerahan hak kepemilikan objek jual beli, karena lemahnya

kepernilikan pembeli tersebut, dan juga masih adanya hubungan

kepemilikan penjual tersebut. Karena alasan itulah, tidak harus

menggabungkannya dengan pengembalian setelah penyerahan hak

kepemilikan objek jual beli tersebut, seperi riwayat pendapat lemah

yang menggabungkan kedua pendapat tersebut dalam masalah

pengembalian sebelum penyerahan hak kepemilikan objek

jual beli. Di dalam komentar Al Qadhi Husain tersebut perlu

dikaji ulang. Inilah jawaban yang dijadikan pegangan untuk orang

yang mengatakan tercegahnya pengembalian objek jual beli

tersebut.

Adapun sejumlah madzhab yang meniadakan kepemilikan

sejak akad disepakati, madzhab Ibnu Syubramahlah yang paling

mendekati kebenaran, karena dia mengatakan pengembalian

budak perempuan beserta maskawin standar umum berapapun

maskawin yang dihabiskan.

Madzhab ini di-takhrii sesuai pemyataan yang telah

dikemukakan, yaitu terhapusnya akad sejak awal akad itu
disepakati, dengan takhrii yang rinci. Jawabannya adalah

keterangan yang telah dikemukakan.

Adapun orang yang mengatakan: Mengembalikannya dan

mengembalikan sesuatu yang nilainya ditentukan beserta budak

perempuan tersebut, ifu rekayasa hukum, yang tak berdalil-
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Adapun orang yang rnengatakan: Sulit mengembalikannya

dimana pembeli tidak berhak menunfut ganti rugi apapun, jauh

dari kebenaran. Karena adanya cacat lama ifulah, dia berhak

menunfut ganti rugi bagian yang hilang akibat cacat tersebut,

apabila pengembalian ifu sulit direalisasikan, kecuali bila dia

mengesampingkan bagian madzhabnya, dan menolak adanya

ttrntutan pengganti bagian yang hilang. Wallahu a'lam.

Cabang: Seluruh keterangan di atas berhubungan dengan

persetubuhan yang dilakukan pembeli. Apabila penjual tersebut

atau orang lain (yang tidak memiliki keterkaitan dengan akad jual

beli) menyetubuhinya setelah penyerahan hak kepemilikan budak

perempuan tersebut, karena statusnya Syubhat (tersamar), maka

persefubuhan yang dilakukan penjual atau orang lain sama seperti

persetubuhan yang dilakukan oleh pembeli, tidak menghalangi

pengembalian objek jual beli tersebut.

Apabila budak perernpuan ihr adalah orang yang secara

sukarela melalnrkannyra, maka persehrbuhan ihr adalah perbuatan

zina, dan perzinaan ihr adalah cacat yang baru yang menghalangi

pengembalian objek jual beli tersebut.

Apabila persetubuhan yang dilakukan oleh penjual atau

orang lain ifu sebelum penyerahan hak kepemilikannya, maka jika

budak perempuan berstafus wanita yang berbuat zina, maka

persefubuhan itu adalah cacat yang menetapkan hak

pengembalian tersebut. Sementara apabila budak perempuan

stafusnya tersamar atau yang terpaksa melakukannya, maka

persetubuhan tersebut bukanlah cacat. Dan orang lain yang

130 ll n U"i^tt'SymohAl Muhadz&ab



menyetubuhinya ifu wajib membayar maskawin kepada pembeli

tersebut.

Sedangkan penjual tersebut, dalam hal kewajiban

membayar maskawin atas dirinya, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-syafi'i, sesuai dengan masalah jinayah yang

dilakukan penjual atas objek jual beli sebelum penyerahan hak

kepemilikan. Jika kita mengatakan: Jinaghyang dilakukan penjual

ihr disamakan dengan bencana yang datang dari langit, maka dia

tidak wajib membayar maskawin, dimana jika tidak demikian,

maka dia wajib membaYar maskawin.

Kedua pendapat tersebut sama dengan kedua pendapat

dalam masalah pemanfaatan objek jual beli sebelum penyerahan

hak kepemilikannya. [-alu jika budak perempuan tersebut

meninggal dunia setelah persetubuhan yang dilakukan penjual

tersebut sebelum penyerahan hak kepemilikannya, dan kita

mengatakanr Akad jual beli tersebut terhapus seiak awal akad ihr

disepakati, maka penjual tidak menanggung resiko membayar

maskawin tersebut. Sementara jika kita mengatakan: Sejak masa

pembatalan tersebut, maka ada dua pendapat yang berbeda sesuai

dengan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah jinayah yang

dilakukan penjual. Al Qadhi Husain telah menyampaikan masalah

tersebut.

Apabila budak perempuan tersebut meninggal dunia setelah

persetubuhan yang dilakukan orang lain sebelum penyerahan hak

kepemilikannya, maka iika kita mengatakan: Akad jual beli

tersebut batal sejak awal akad itu disepakati, maka maskawin

tersebut, menjadi milik penjual, sedang jika kita mengatakan: Sejak

masa pembatalan akad tersebut, maka maskawin itu menjadi milik
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pembeli tersebut. Al Qadhi Husain telah menyampaikan masalah

tersebut.

Sementara itu dalam masalah keurajiban memberi hukuman

akibat perbuatan zina atas penjual, apabila dia menyetubuhinya

dalam kondisi tidak mengetahui larangan haram tersebut, ada dua

pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i yang dimuat dalam l/-
Tatimmah. Ini bila persetubuhan itu menimpa (budak perempuan)

yang sudah tidak perawan. Sedangkan dalam masalah

(persehrbuhan) dengan budak perempuan yang masih pemwan,

ada tambahan sejumlah hukum, yang InsSn Allah Ta'ala akan

disampaikan.

Cabang, Pendapat yang telah kami sebutkan, yaitu bahwa

persehrbuhan tersebut bila dilakukan dengan cara berzina,

mempakan sebuah cacat yang mengahalangi pengembalian. Al

Qadhi Husain telah mengecualikan dari pendapat tersebut,

masalah apabila harga budak perempuan tersebut tidak berkurang

akibat perbuatan zina tersebut, misalnya dia adalah wanita yang

dikenal kerap berbuat zina, dan pembeli membelinya dalam kondisi

tersebut, maka pengembalian tersebut tidak terhalang akibat

persetubuhan itrr.

Aku telah menyebutkan cabang permasalahan tersebut

dalam jawaban tentang penentangan para ulama madzhab Hanafi,

yang disampaikan Al Qadhi Husain. Penulis At-Tatimmah juga

telah menyebutkannya, dimana dia menggabungkannya dalam

masalah; boleh melakukan persetubuhan dan perbuatan mencuri

bila hal itu terjadi dan tidak mengurangi harganya. Penulis .4/-

Tatimmah berkata: Karena hal tersebut merupakan cacat dari segi
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hukum, yaitu berbeda dengan penyakit lepra (BarasrS) dan penyakit

sejenis lainnya, bila bertambah parah. Karena penyakit lepra ifu

merupakan cacat dari segi fakta yang terlihat.

Asy-Syirazi *x berkata: Apabila pembeli

menemukan cacat itu dan ternyata objek jual beli
tersebut telah berkurang, maka kamu menganalisisnya;
jika penguremgan itu akibat faktor internal yang ada

pada objek jual beli (makna), dimana pencarian

keterangan cacat tersebut tidak bergantung pada jenis

faktor itu, seperti melakukan persetubuhan dengan

budak perempuan yang masih perawan, memotong
pakaian, dan mengawinkan budak perempuan, maka
pembeli tidak boleh mengembalikannya karena cacat

tersebut. sebab dia menerimanya dari penjual.

Dalam keadaan seperti ini, yaitu pada dirinya
terdapat sebuah cacat, sehingga tidak boleh
mengembalikannya, dan juga tidak boleh
mengembalikannya jika terdapat dua cacat tanpa
kerelaan penjual tersebut.

Haknya beralih ke ganti rugi bagian yang hilang
(arsy).Karena bagian yang tak terpisahkan dari obiek
jual beli tersebut telah hilang, dimana pembatalan akad

melalui mekanisme pengembalian iuga sulit

direalisasikan, sehingga pembeli berhak menuntut ganti

rugi bagian yang hilang, yaitu Al arsy (sebagian uang
pembelian objek jual beli yang dituntut untuk
dikembalikan).
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Penjelasan:

Pengurangan yang terjadi karena menurunnya harga

barang dan sejenisnya, tidak ada perbedaan pendapat

bahwa pengurangan oblek jual beli karena faktor tersebut tidak

menjadi bahan pertimbangan (dalam masalah pengembalian objek

jualbeli).

Oleh karena itu, Asy-Syirazi berkata: "Al Ma'naa",

maksudnya faktor intemal yang ada pada objek lual beli, dan

sulitnya mengembalikan barang tersebut, seperti dalam masalah;

memecahkan keperawanan, terpotongnya pakaian dan budak

perempuan yang telah dikawinkan, selama ketiga cacat itu tidak

memiliki faktor yang mendahuluinya dan tidak digabungkan

dengan ganti rugi bagian yang hilang ifu beserta ketiga cacat

tersebut.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami dalam hal;

tidak boleh mengembalikan objek jual beli karena cacat tersebut,

sebab ketiganya merupakan cacat yang baru muncul di bawah

kepemilikan pembeli.

Apabila pembeli mengembalikannya dan ternyata pada

obiek jual beli tersebut terdapat dua cacat, sebagaimana

keterangan yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi dalam

masalah persetubuhan yang dilakukan oleh budak perempuan

lang masih perawan dan beberapa madzhab ulama salaf, hnu

Juraij dan An-Nakha'i berkata: Pembeli boleh mengembalikannya

beserta separuh dari sepersepuluh harga jualnya.

Telah dikemukakan dalam masalah persetubuhan yang

dilakukan budak perempuan yang sudah tidak perawan'
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pembicaraan mengenai tiga madzhab yang disampaikan dalam

masalah persetubuhan yang bersifat mutlak.

Secara zhahir ketiga madzhab tersebut diberlakukan dalam

masalah (persefubuhan) budak perempuan yang masih perawan

tersebut. Dimana seluruh madzhab tersebut lemah. Mereka telah

sepakat dalam kasus (persetubuhan) budak perempuan yang masih

perawan, bahwa dia setelah keperawanannya pecah tidak

dikembalikan secara gratis.

Karena para ulama terdahulu telah sepakat ada dua

pendapat; adakalanya sulit mengembalikan dan adakalanya boleh

mengembalikan dengan disertai pengganti bagian yang hilang.

Mereka juga membuat kesepakatan itu sebagai bukti yang

digunakan untuk menolak kemunculan pendapat yang ketiga,

sebagaimana pendapat mayoritas ulama ushul fikih, apalagi dalam

kasus ini, karena dalam pendapat yang ketiga ini terkandung

penolakan pendapat yang telah mereka sepakati.

Asy-Syafi'i, dalam Al Mukhtashar, telah membicarakan

masalah penghilangan keperawanan budak perempuan yang

masih perawan. Dia berkata: "Apabila budak perempuan tersebut

stafusnya masih perawan, lalu pembeli tersebut menghilangkan

keperawanannya, tenfunya dia tidak boleh mengembalikannya

dalam kondisi berkurang, sebab ada selisih harga beli antara harga

budak perempuan yang sempuma dan yang cacat. "

Kemudian sesudah itu, dia membahas beragam masalah,

yaihr mengenai munculnya cacat tersebut di bawah kepemilikan

pembeli. Dia berkata: "Apabila cacat muncul di bawah kepemilikan

pembeli, maka cacat itu memiliki harga yang setara dengan cacat

tersebut, kecuali penjual rela menerimanya kembali dalam kondisi

Al Majmtt'Syarah Al Muhactzctzab ll 135



berkurang (cacat), karena hal ifu menjadi hak penjual, kecuali
pembeli berkeinginan menahannya, dan dia tidak menunfut ganti
rugi apapun.. "

Ulama madzhab kami mengikutinya dengan berpegang
pada pendapat tersebut, dimana mereka membahas setiap

masalah dari kedua masalah tersebut secara terpisah. Mereka

sepakat dalam masalah persehrbuhan yang dilakukan budak
perempuan yang masih perawan, bahwa hal ifu menjadi faktor
yang menghalangi pengembalian tersebut, dimana mereka berkata

dalam masalah munculnya cacat yang baru: "Bahwa pengembalian

tersebut tercegah akibat munculnya cacat yang baru tersebut. "

hnu Sirin, An-Nakha'i, Az-Zuhri juga berpendapat seperti

keterangan yang dikutip Ibnu Al Mundzir dan lainnya. Sufyan Ats-
Tsauri, Abu Hanifah, ulama madzhabnya dan hnu Syubramah

berkata, dimana Asy-Sya'bi berkata: Kecacatan yang lain

membatalkan cacat yang pertama.

Pendapat ini memuat kemungkinan sependapat dengan
pendapat yang telah kami sampaikan, ada kemungkinan pendapat

ini menyatakan tercegahnya pengembalian tersebut dan pembeli

tidak menuntut ganti apapun.

Hamad bin Abi Sulaiman, Ahmad dan Abu Ishaq Tsaur
memilih berpendapat, bahwa pembeli boleh mengembalikan

barang dan pengganti cacat yang muncul di bawah

kepemilikannya, sebab hal tersebut di-qiyn*kan pada masalah

musharrat (heu.ran yang tidak diperah susunya selama beberapa

hari sampai susunya itu mengendap [mengumpufl di kantong
susunya).
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Al Mawardi berkata: Abu Tsaur meriwayatkan pendapat

tersebut dari Asy-Syafi'i rg dalam Qaul Qadim, dimana pendapat

ini merujuk pada pendapat masyhur, yang terdapat dalam aliran

kelompok ulama Khurasan dalam masalah; apabila pembeli

menuntut pengembalian beserta pengganti bagian yang hilang

karena cacat, sementara dia telah memberinya ganti rugi cacat dan

memilih tetap melanjutkan akad jual beli tersebut. Begitu juga

sebaliknya, yaitu pemenuhan hak masing-masing dari mereka. Aku

akan menyebutkannya. Insjm Allah Ta'ala.

Karena alasan itulah, Al Mar'asyi berkata: Masalah

pemotongan pakaian tersebut termasuk sejumlah kasus yang di

dalamnya terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Mengembalikan dan mengganti

pemotongan tersebut.

Pendapat kedua: Pembeli boleh meminta ganti rugi

tersebut. Jadi, antara kedua jawaban itu tidak terjadi kontradiktif.

Tetapi apakah kita mengatakan yang wajib bagi pembeli pada

awalnya adalah, dia boleh mengembalikan beserta pengganti

kekurangan tersebut? Atau dia boleh memilih antara hal tersebut

dan (atau) meminta pengganti bagian yang hilang tersebut, atau

juga dia tidak berhak meminta pengganti bagian yang hilang

tersebut, kecuali penjual menentukan pilihan sendiri, sebagaimana

tuntutan yang dikehendaki kesimpulan pendapat Asy-Syafi'i r$

dalam Al Mukhtashardan ulama madzhab Asy-S5afi'i?

Di dalam per[anyaan di atas, mengandung pembahasan

yang menjadi landasan pertanyaan; apakah pembeli wajib segera

mengembalikan beserta ganti rugi kekurangan tersebut atau tidak?
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Apabila kita mengatakan dengan jawaban yang pertama,
maka hal itu wajib. Sedang bila kita mengatakan dengan jawaban
yang kedua atau ketiga, maka tidak wajib. Pembahasan seputar hal
tersebut Ins5m Allah Ta'ala akan disampaikan. Bahkan ada
kemungkinan yang keempat, yaitu funtutan yang dikehendaki
komentar Ar-Rafi'i, bahwa hak pembeli pada awalnya hanya dalam
pengembalian, lalu bila penjual tersebut menolak pengembalian,
maka semua kemungkinan ini bisa terjadi. Kami akan
menlnmpaikan kemungkinan keempat ini. Insya Altah Tabla.

Apabila kamu telah mengetahui perbedaan pendapat
tersebut, maka apakah perbedaan pendapat ifu berlaku dalam
masalah persetubuhan yang dilakukan budak perempuan yang
masih perawan ataukah tidak? Jawaban yang paling mendekati
kebenaran adalah pendapat yang pertama. Kemutlakan komentar
ulama madzhab kami memberi kepastian demikian. Hanya saja,
masalah persefubuhan yang dilakukan oleh budak perempuan
yang masih perawan ini, disendirikan pembahasannya, masalahnya
adalah karena mereka menyebutkannya tepat setelah masalah
persefubuhan yang dilakukan oleh budak perempuan yang sudah
tidak pemwan, dan juga diskusi mengenai masalah persefubuhan
budak perempuan yang masih perawan ifu disebutkan bersama-
sama ulama madzhab Hanafi.

Karena kami sependapat dengan mereka bahwa
persetubuhan yang dilakukan budak perempuan yang masih
pemwan ihr, adalah faktor lrang menghalangi pengembalian.
Kemungkinannya jauh sekali unfuk dikatakan persetubuhan yang
dilakukan oleh budak perempuan yang masih perawan dan

cacat baru di tangan pembeli adalah dua masalah yang
berbeda.
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Karena persetubuhan yang dilakukan budak perempuan

yang masih perawan dan yang menyempainya, yaitu perbuatan

yang mengandung penghilangan bagian (yang tak terpisahkan dari

objek jual beli), contohnya seperti mengkebiri, memotong sebuah

dari sekian banyak anggota tubuhnya atau memotong sebuah jari

tambahan, menggugurkan haknya unfuk mengembalikan, dimana

ulama madzhab kami sepakat haknya beralih ke ganti rugi bagian

yang hilang (arsy), kecuali penjual tersebut rela menerima

pengembalian itu.

Sedangkan sejumlah cacat yang hanya mengurangi harga

saja, perbedaan pendapat dari Abu Tsaur dan sejumlah pendapat

yang akan disampaikan dapat diberlakukan dalam masalah

sejumlah cacat tersebut.

Jadi, bila berpedoman pada pendapat yang mengatakan

harus memenuhi hak pembeli tersebut, maka haknya

mengembalikan objek jual beli tersebut tidak gugur, bahkan

haknya mengembalikan objek jual beli itu tetap ada beserta

pemberian ganti rugi bagian yang hilang. Adakalanya (penjual)

menenfukan pilihannya sendiri, atau memilih antara

mengembalikan atau meminta pengganti cacat tersebut,

sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan. Dimana juga

akan disampaikan ketika kita mengikuti pendapat pembeli

tersebut.

Kemungkinan ini diperkuat oleh keterangan bahwa Al

Qadhi Abu Ath-Thayyib telah mengutip ijma ulama tentang hukum

masalah; apabila sebuah dari sekian banyak anggota tubuhnya

dipotong di tangan pembeli tersebut, kemudian dia menemukan
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cacat lama yang terdapat pada objek jual beli tersebut, ulama
sepakat bahwa pembeli tidak boleh mengembalikannya.

Asy-Syafi'i dan Asy-S yirazi meletakkan perbedaan pendapat

tersebut, sama halnya Ibnu Al Mundzir dan ulama yang lain pada

masalah persetubuhan itu secara terpisah dan masalah munculnya
cacat di tangan pembeli juga secara terpisah. Sedangkan pendapat
yang dikemukakan dari Asy-Sya'bi bersifat umum, dia dalam
masalah budak perempuan muda yang disetubuhi, Pembeli boleh

mengembalikannya dan mengembalikan Hukumah (kewajiban

membayar pengurangan harga yang tidak memiliki standar ukuran
tertentu) beserta budak perempuan muda tersebut. Dalam masalah

budak perempuan muda yang muncul cacat yang baru pada

dirinya, (cacat baru itu) menghilangkan cacat yang pertama.

Pendapat dari Asy-Syi'bi ini memberi kepastian adanya
perbedaan antara kedua masalah tersebut. Pendapat yang
pertama lebih sesuai dengan kemutlakan pendapat mereka dan
keumuman komentar Asy-Syafi'i dalam masalah yang kedua
tersebut, juga sesuai dengan komentar Asy-Syirazi, karena dia

menyamakan antara masalah melakukan persefubuhan dengan
budak perempuan yang masih perawan, memotong pakaian dan
mengawinkan budak perempuan. Dimana di dalam Masalah kedua
dan ketiga tidak mengandung penghilangan bagian yang tak
terpisahkan dari objek jual beli. Asy-Syirazi tidak menguraikan

bahwa ketiga perbuatan ini sama-sama muncul dari pembeli,

karena ketiganya itu merupakan bagian dari kesepakatan tersebut.

Asy-Syirazi mengkhususkan perbedaan pendapat tersebut
pada cacat yang tidak muncul dari pihak pembeli, karena Al Qadhi

L4O ll ,U Uri*n'syarah Al Muhadzdzab



Abu Ath-Thayyib telah mengutip ijma ulama dalam masalah

pemotongan anggota fubuh di tangan pembeli tersebut.

Jadi, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah

bahwa beragam cacat ifu seluruhnya sama dalam hal menghalangi

pengembalian, dimana ganti rugi bagian yang hilang tersebut tidak

disertakan dengan oblek jual beli. Adapun jika ganti rugi bagian

yang hilang itu disertakan dengan objek jual beli tersebut, maka
jawabannya sesuai dengan keterangan yang akan disampaikan.

Apabila berpedoman pada pendapat Asy-Syirazi -yaitu
pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i seperti

keterangan yang akan disampaikan- pengembalian tersebut

tercegah secara mutlak kecuali penjual rela menerimanya kembali,

karena pembeli diminta memenuhi hrnfutan akad yang telah

berkekuatan hukum tetap, menurut pendapat yang shahih dat',

ulama madzhab Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, gagasan Asy-Syirazi

yang menyatakan tercegahnya pengembalian tersebut secara

mutlak dalam kasus ini sudah benar.

Bagian dari kesepakatan ifu juga adalah selama cacat yang

baru muncul di tangan pembeli tidak memiliki faktor lain yang ada

sebelumnya. Jadi, bila cacat yang baru ifu memiliki faktor baru

yang ada sebelumnya, maka cacat yang baru ifu tidak menghalangi

pengembalian, menurut pendapat yang paling shahih di kalangan

ulama madzhab Asy-Syafi'i, sebagaimana pembahasan mengenai

komentar Asy-Syirazi yang diarahkan pada cacat yang tidak

memiliki faktor lain yang ada sebelurnnya, yang telah dikemukakan

ulasannya.

Di antara bagian dari kesepakatan itu adalah masalah;

apabila pembeli tersebut membeli budak perempuan perawan lnng
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telah dikawinkan, dalam kondisi tidak mengetahui, lalu suami

budak perempuan menghilangkan keperawanannya. Masalah

tersebut telah dikemukakan. Di antara ulama yang secara tegas

mengatakan adanya kesepakatan dalam kasus ini adalah Al Qadhi
Husain. Diskusi mengenai masalah ini telah dikemukakan.

Asy-Syirazi menggabungkan antara masalah melakukan
persetubuhan dengan budak perempuan yang masih perawan

dengan masalah pemotongan pakaian tersebut, alasannya menurut
sebuah pendapat: Karena Abu Hanifah sependapat dalam masalah

melakukan persetubuhan dengan budak perempuan yang masih
perawan, dimana dia berbeda pendapat dalam masalah

pemotongan pakaian tersebut. Karena di balik penggabungan ifu
terjadi peng-qiyas-an salah satu dari keduanya dengan masalah

yang lain.

Perkataan Asy-Syirazi: "Melakukan perseh.rbuhan dengan

budak perempuan yang masih gadis perawan" mengandung arti
menghilangkan keperawanannla. Jadi, apabila budak perempuan

yang masih perawan itu wanita yang dalam keperawanannya, lalu

pembeli tersebut menyefubuhinya, dan keperawanannya tak
kunjung hilang, maka melakukan persefubuhan dengan budak
perempuan yang masih perawan itu sama seperti melakukan
persefubuhan dengan budak perempuan yang sudah tidak
perawan, sesuai dengan fakta yang terlihat.

Perlu diketahui bahwa hilangnya sifat keperawanan itu
dirinci menjadi beberapa bagian lnng masing-masing memiliki
ketenfuan hukum yang berbeda. Aku akan menyampaikan cabang

tersendiri mengenai beberapa bagian hilangnya sifat keperawanan

itu pada akhir pembahasan, Insya Alhh Ta'ala.
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Perkataan Asy-Syirazi: "Tanpa kerelaan penjual

menerimanya kembali," memberi pengertian bahwa jika penjual

tersebut rela menerima pengembalian tersebut, pengembalian itu

boleh dilakukan dan yang benar memang demikian-

Akan tetapi dalam perkataan Asy-Syirazi tersebut perlu

didiskusikan kembali, karena perkataannya di awal pembahasan

ini, ,,(Dan temyata) objek jual beli benar-benar berkurang,

memasukkan setnua jenis pengurangan- Pengurangan itu

bentuknya adakalanya berupa pengurangan sifat yang

tersembunyi, seperti pemotongan pakaian dan mengawinkan

budak perempuan, dan terkadang benfuknya berupa pengurangan

bentuk barangnya.

Akan tetapi keperawanan itu dikategorikan sifat, contohnya

hilangnya keperawanan, karena selaput dara (kepemwanan) ifu -
sekalipun berbentuk kulit yang tipis- tetapi tidak bisa diimbangi

dengan porsi dari harga beli tersebut-

Oleh sebab itu, harga beli barang tersebut tidak berkurang

sedikitpun akibat hilangnya sifat keperawanan itu sebelum

penyerahan hak kepemilikan objek jualbeli-

Terkadang pengurangan bentuk barang itu diimbangi

dengan porsi dari harga beli tersebut, contohnya seperti

terbakarnya sebagian pakaian.

Adapun kedua bagian pengurangan yang disebutkan

pertama, bolehnya mengembalikan objek jual beli itu selama

mereka berdua suka sama suka, adalah kesimpulan hukum yang

jelas. Adapun bagian pengurangan yang ketiga, tentunya harus

diposisikan seperti masalah; bila penjual rela sebagian objek jual

beli dikembalikan kepadanya. Pendapat yang paling shahih di
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kalangan ulama madzhab kami menyatakan boleh mengembalikan

sebagian objek jual beli tersebut.

Telah dikemukakan mengenai pengembalian sebagian objek

jual beli bahwa hal itu tidak boleh, ini bila kita mengatakan:

Pemisahan akad tersebut tidak boleh. Syarat pengurangan yang

menghalangi pengembalian tersebut, ulama madzhab Asy-Syafi'i

sepakat, bahwa pengurangan (cacat) tersebut tidak memiliki

harapan yang dihrnggu-tunggu hilangnya dalam waktu singkat.

Jadi, apabila pengurangan itu diharapkan bisa hilang dalam

wakfu yang relatif singkat, maka terjadi perbedaan pendapat yang

disebutkan dalam riwayat pendapat kelompok ulama Khurasan.

Aku akan menyebutkannya dalam catatan pada akhir pembahasan

ini. Ins5n Nlah Ta'ala.

Perkataan Asy-Syirazi: "Haknya beralih ke ganti rugi bagian

objek jual beli yang hilang," kesimpulan yang nampak dari

pemyataan ini adalah bahwa pembeli tersebut sama sekali tidak

memiliki hak pengembalian objek jual beli tersebut; tidak dengan

cara menentukan sendiri, tidak pula dengan cara memilih yang

terbaik buat dirinya. Ini adalah satu dari sekian banyak

kemungkinan yang telah dikemukakan. Aku akan mengulang

kembali pembahasannya. Ins5a Allah Ta'ala.

Perkataan Asy-Syirazi: "Karena bagian yang tak terpisahkan

dari objek jual beli telah hilang," bisa terlihat dengan jelas dalam

bagian pengurangan kedua dan ketiga yang telah dikemukakan.

Adapun bagian yang pertama, yaitu bagian yang di

dalamnya terjadi pengurangan sifat mumi, tidak ada bagian objek

jual beli yang hilang. Tetapi pengurangan sifat mumi dalam kasus

ini, posisinya diletak{ran sama seperti bagian yang tak terpisahkan
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dari objek jual beli Uuz ) secara syaral dengan bukti ditutupinya

pengurangan sifat mumi ini dengan pengganti bagian yang hilang

(ars/.Jika tidak disamakan dengan bagian yang tak terpisahkan

dari objek jual beli Uuz), tentunya penjual tidak berhak menerima

ganti rugi bagian yang hilang sebagai perimbangannya. Tetapi

pengurangan sifat murni ini bukanlah bagian dari objek jual beli

yang sebenarnya. Jika tidak demikian, maka tentunya sebagian

dari uang pembelian itu gugur sebagai perimbangannya, sekalipun

pembeli rela mengembalikan ganti rugi bagian yang hilang.

Jual beli sama sekali tidak sah kecuali semua sifat yang

kehilangannya mengakibatkan kamjiban membayar ganti rugi

bagian yang hilang itu dihitung, dimana sifat-sifat itu tak terhitung
jumlahnya.

Dari perkataan Asy-Syirazi: "Haknya beralih ke ganti rugi

bagian objek jual beli yang hilang," dikecualikan masalah; apabila

cacat yang mendahului itu berupa pengebirian (pemandulan) dan

pengebirian itu tidak mengakibatkan adanya pengurangan harga,

maka cacat tersebut tidak memiliki ganti rugi bagian yang hilang

tersebut. Tak lama lagi, aku akan menyebutkan bahwa komentar

Asy-Syirazi ihr menegaskan hal tersebut, dalam keterangan yang

akan disampaikan.

Dari perkataan AsySyirazi: "Sebagian uang pembelian

yang dituntut untuk dikembalikan (arsg adalah ganti rugi bagian

yang hilang," sehingga ganti rugi bagian yang hilang itu adalah

porsi dari uang pembelian tersebut. Jadi, bukanlah adat yang baru.

Pembahasan mengenai hal tersebut akan disampaikan.
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Catatan: Apakah disyaratkan segera memberitahu penjual

tersebut? Al Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i berkata: Pembeli

harus memberitahu penjual tersebut seketika itu juga. Jadi, bila dia

rela menerima kembali objek jual beli yang cacat, maka dikatakan

pada pembeli tersebut: "silahkan mengembalikannya" atau "Kamu

boleh menerima kondisi barang yang cacat tersebut dan kamu

tidak memiliki hak ganti rugi apapun, apabila kamu tidak rela

menerima barang dalam kondisi cacat, maka harus menyertakan

pengganti bagian yang hilang (dalam pengembalian objek jual beli

tersebut). "

Setelah menlampaikan jawaban tersebut, Ar-Rafi'i dan Al

Baghawi secara tegas mengatakan, bahwa apabila pembeli

tersebut menunda pemberitahuan tersebut tanpa ada udzur (alasan

yang dibenarkan) apapun, maka haknya mengembalikan dan ganti

rugi bagian yang hilang batal, kecuali cacat tersebut sifakrya baru

datang serta pada umunrnya bisa hilang dalam waktu yang relatif

singkat, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan.

Menurutku (As-Subki): Keterangan yang disebutkan oleh Ar-

Rafi'i memberi kepastian hokum, bahwa hak pembeli tersebut

pada awalnya adalah hanya seputar pengembalian objek jual beli

tersebut, lalu bila penjual tersebut menolak pengembalian, maka

haknya beralih ke ganti rugi bagian yang hilang tersebut.

Keterangan Ar-Rafi'i tersebut bertentangan dengan

kesimpulan yang nampak dari penjelasan Asy-Syirazi laihr,
keterangan yang telah aku sampaikan, keterangan As7-Syafi'i,

demikian pula dengan keterangan rnapritas ulama ma&hab Asy-

$afi'i.

I
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Karena kesimpulan yang nampak dari keterangan Asy-

Syirazi tersebut adalah, bahwa hak pembeli tersebut hanya seputar
pengganti bagian yang hilang kecuali penjual tersebut rela

menerimanya kembali dalam kondisi cacat. Aku telah

mengemukakan bahwa kemungkinan jawaban masalah tersebut

ada empat sebab komentar Ar-Rafi'i ini.

Keterangan yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i
sebelumnya, telah ditegaskan oleh komentar Al Ghazali dalam

masalah pengembalian karena cacat ini, dan juga komentar Al
Imam Haramain dalam bab Salam. Dari komentar Al Imam

Haramain diambil kesimpulan dua pendapat yang berbeda

mengenai penetapan ganti rugi bagian png hilang. pendapat yang
paling diunggulkan dari kedua pendapat itu menunrturya adalah

tidak ada yang menetapkan ganti rugi bagian 5nng hilang itu
kecuali tuntutan (permohonan) yang kuat.

Adapun jika cacat tersebut berupa perkara yang diharapkan
bisa hilang dalam waktu yang relatif singkat, contohnya seperti

sakit kepala, demam, sakit mata, dan masa iddah yang harus dia
jalani karena persefubuhan yang stafusnya sytbhat (tersamar),

maka dalam masalah menunda pemberitahuan tersebut, ada dua

pendapat dari Asy-Syafi'i (Qaulaan) atau dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i (Wajhaanlt yang keduanya disebutkan dalam

riwayat pendapat kelompok ulama Khurasan. Al Baghawi

mengungkapkannya dengan istilah Qaulaani, sementara Al
Ghazali dengan istilah Wajhaani.

Pendapat pertama: Penundaan pemberitahuan ifu masih
bisa ditolerir, pembeli tersebut boleh menunggu hilangnya cacat

itu, agar dia bisa mengembalikannya dalam kondisi bersih dari
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cacat yang baru tersebut tanpa memberi ganti rugi bagian yang

hilang.

Pendapat keduar Tidak dapat ditolerir, sama seperti

beragam jenis cacat yang lain. Al Ghazali membuat argumen

pendapat kedua ini karena pembeli masih bisa menuntut ganti rugi

bagian yang hilang tersebut.

Apabila kamu mengatakan: Kedua pendapat ini (Waihaanl

sama-sama menegaskan bahwa dalam masalah cacat yang tidak

bisa hilang dalam waktu yang relatif singkat, masalah menunda

pemberitahuan tersebut dipastikan tidak dapat ditolerir.

Pemberitahuan tentang permohonan pengembalian dan ganti rugi

bagian yang hilang itu harus segera direalisasikan. Ini adalah

pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i.

Menurutku (As-Subki): Kemungkinan ihr bisa saja benar dan

ada kemungkinan kedua pendapat ini (Waihaani berbicara seputar

masalah; apakah pembeli boleh mengembalikan objek jual beli

setelah hilangnya cacat. Dan apakah menunggu hilangnya cacat itu

mempakan udzur (alasan yang dibenarkan) dalam menunda

pengembalian tersebut atau bukan?

Apabila kita memposisikannya sebagai udzur, maka

pengembalian dan funtutan mengembalikan semua uang

pembelian itu direalisasikan setelah hilangnya cacat. Sementara

bila kita tidak memposisikannya sebagai udzur, tenfunya haknya ih-r

hanSn dalam menuntut ganti rugi bagian yang hilang tersebut.

Kemungkinan lnng pertama lebih mendekati komentar Al Ghazali,

dan Ar-Rafi'i berpedoman pada kemungkinan yang pertama ini.

Karena Al Ghazali secara tegas menyatakan seperti

pendapat kami, "Menunda pemberitahuan pengembalian ihr tidak
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dapat ditolerir" bahwa penundaan pemberitahuan pengembalian

itu membatalkan hak pembeli. Kesimpuan yang nampak dari
penegasan Al Ghazali tersebut adalah, haknya mengembalikan dan
(menuntut) ganti rugi bagian yang hilang tersebut. Sehingga
penegasan Al Ghazali itu memberi kepastian hukum bahwa,
permohonan ganti rugi bagian yang hilang itu harus dilakukan

segera.

lalu Ibnu Ar-Rif'ah berusaha meluruskan komentar Al
Ghazali tersebut bahwa kedua pendapat itu (Wajhaanr) berbicara

seputar penundaan permohonan mengembalikan beserta

pengganti bagian yang hilang oleh pembeli tersebut. Kemudian dia

berkata: Tidak tertutup kemungkinan memberlakukan kedua
pendapat yang sama ifu dalam kasus; bila kita mengatakan: Bahwa

haknya dalam menunfut ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

yang mendahului, lalu dia menunda funfutan haknya tersebut

sampai hilangnya cacat yang baru ifu.

Demikian Ibnu Ash-Shabbagh secara tegas menyatakan

dalam AsySyamil dalam kasus lnng menyerupai masalah tersebut;

apabila pembeli mengetahui cacat budak perempuan setelah dia

hamil. Dimana kehamilan itu mengurangi harga jual budak

perempuan itu, maka pembeli berhak menuntut ganti rugi

kekurangan harga tersebut.

Dikatakan kepada pembeli: Tahanlah budak perempuan

tersebut sampai dia melahirkan dan dia boleh mengembalikannya.

Keterangan tersebut telah dikemukakan. Keterangan yang aku
pahami, bahwa masalah tersebut sama ketika ditemukan cacat

3ang mendahului dan cacat baru yang ditunggu hilangnya.
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Kedua pendapat tersebut (Waihaani berlaku dalam'masalah

bolehnya menunda pemberitahuan itu sampai terjadinya

pengembalian tanpa ganti rugi bagian yang hilang atau

permohonan ganti rugi bagian yang hilang tersebut.

Tetapi apakah dalam melayangkan permohonan ganti rugi

bagian yang hilang itu, ditenhrkan harus dilakukan dengan segera

atau tidak? Di dalam jawaban masalah ini, ada keterangan yang

telah dikemukakan dari Al Ghazali dan Ar-Rafi'i, yaitu wajib segera

melayangkan pelTnohonan tersebut, sedang dari selain mereka

berdua tidak ada kev.rajiban segera melayangkan permohonan itu.

Tidak ada perbedaan antara permohonan mengembalikan

beserta ganti rugi bagian yang hilang, dengan permohonan ganti

rugi bagian yang hilang tersebut. Berbeda dengan keterangan yang

terpahami dari komentar hnu Ar-Rif'ah, yaifu keduanya adalah

dua masalah yang berbeda.

Memang benar, hal ini berbeda dengan pemahaman

komentar hnu Ar-Rif'ah, namun perbedaan pendapat itu

tergabung pada pembahasan yang indikasinya telah dikemukakan,

lantas apakah memberitahu penjual tersebut merupakan hak

pembeli atau bukan dalam masalah pengembalian tersebut? Atau

dalam masalah permohonan ganti rugi bagian yang hilang?.

Apabila kita mengatakan: Dengan jawaban yang pertama,

maka jelas terjadi perbedaan pendapat dalam hal; apakah

penundaan memberitahu penjual karena sebab ini diposisikan

sebagai udzur atau bukan.

Apabila kita mengatakan: Dengan jawaban kedua (bukan

udanr), maka jelas hak pembeli untuk mengembalikan objek jual

beli tersebut gugrrr dan dia tidak berhak menentukan pilihan
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sendiri dengan meminta ganti rugi bagian yang hilang kecuali

berdasarkan persefujuan penjual, dimana tidak disyaratkan untuk
segera melayangkan funtutan tersebut. Inilah keterangan yang

memberikan penjelasan mengenai masalah pemberitahuan penjual

tersebut, menurutku . Walkhu a'lam.

Pendapat yang telah disampaikan oleh penulis Asy-syamil
(lbnu Ash-Shabbagh) maknanya adalah, boleh menunda
permohonan ganti rugi bagian yang hilang dan pembeli baru

mengembalikan setelah melahirkan.

Adapun masalah penundaan permohonan ganti rugi bagian
yang hilang saja setelah penjual tersebut menolak pengembalian

objek jual beli tersebut, dapat dipastikan boleh dan tidak wajib
segera meminta ganti rugi bagian yang hilang tersebut.

Oleh karena itu, penulis At-Tahdzib secara tegas

menyatakan permintaan ganti rugi bagian yang hilang itu tidak
dilakukan segera, akan tetapi kapan pun dia menghendaki, dia

boleh memintanya. Demikian juga penulis At-Tatimmah
menegaskan.

Cabang, Hilangnya selaput dara (Bikarah, keperawanan)

yang terjadi setelah penyerahan hak kepemilikan budak
perempuan tersebut, adalah faktor yang menghalangi
pengembalian objek jual beli budak perempuan itu; baik hilangnya

selaput dara itu akibat persetubuhan yang dilakukan oleh pembeli

tersebut, penjual tersebut atau pihak lain (yang tidak memiliki
keterkaitan dengan akad jual beli).
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Baik hilangnya selaput'dara itu dengan alat penghilang

keperawanan atau menggunakan alat yang lain, seperti jari-jari,

kuy,r, kukunya, lompatan yang lebar, atau selain itu, seluruhnya itu

adalah faktor yang menghalangi pengembalian-4

Kecuali, bila seseorang membeli budak perempuan yang

telah dikawinkan, lalu selaput daranya hilang setelah penyerahan

hak kepemilikan kepada pembeli akibat disefubuhi suami tersebut.

Dua pendapat yang berbeda dalam masalah hilangnya

selaput dara akibat disetubuhi suami tersebut telah dikemukakan.

Kedua pendapat tersebut berlaku dalam kasus ini yang dimuat

dalam Ta'liqah Al Qadhi Husain. Pendapat yang paling shahih

menurut Ar-Rafi'i seperti keterangan yang telah dikemukakan

dalam pembahasan tersebut, bahwa hilangnya selaput dara akibat

disetubuhi suami ittl bukanlah faktor yang menghalangi

pengembalian.

Penulis At-Tatimmah berkata: Hilangnya selaput dara

akibat disehrbuhi suami ihr adalah faktor yang menghalangi

pengembalian dalam contoh kasus, pembeli merupakan orang

yang mengetahui hal tersebut, bukan dalam kondisi tidak

mengetahuinya. Inilah pendapat yang paling shahih-

Apabila hilangnya selaput dara itu sebelum penyerahan hak

kepemilikan kepada pembeli, -maka bila hilangnya selaput dara itu

hasil perbuatan suami tersebut- maka iika pembeli tidak

mengetahui status perkawinannya, tidak samar lagi bahwa

hilangnp selaput dara akibat disetubuhi suami itu menjadi faktor

4 Dalam naskah asli kosong, mungkin teks Snng hilang, "Setelah penyerahan

hak kepernilikan."
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yang menetapkan pengembalian objek jual beli tersebut, apalagi

kedudukan hilangnya selaput dara itu bukanlah faktor penghalang.

Apabila pembeli tersebut mengetahui stafus perkawinannya,

pembahasan tersebut telah dikemukakan dalam bab ini tepatnya

dalam dua pembahasan sekaligus, yaitu kedudukan hilangnya
selaput dara ifu menetapkan pengembalian sebab disetubuhi suami
tersebut, atau faktor yang menghalangi pengembalian karena

sebab yang lain atau tidak?

Kesimpulan yang nampak dari pertanyaan tersebut adalah,

bahwa hilangnya selaput dara itu oleh suami, bila pembeli

mengetahui stafus perkawinannya, bukanlah faktor yang

menetapkan dan bukan pula faktor yang menghalangi
pengembalian. Penulis At-Tatimmah secara tegas menyatakan

bahwa hal tersebut bukanlah faktor yang menghalangi
pengembalian.

Apabila ifu merupakan hasil perbuatan selain suami

tersebut, maka persefubuhan yang dilakukan oleh selain suami ifu
merupakan tindakan kriminal (iinayah) atas objek jual beli sebelum

penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli; baik budak
perempuan itu dipaksa atau secara sukarela melakukan
persetubuhan tersebut. Baik laki-laki yang menyetubuhi itu;

seorang yang mengerti atau tidak mengerti (larangan tersebut).

Jawaban terperinci dalam masalah hilangnya selaput dara

itu adalah, bahwa apabila hilangnya selaput dara itu hasil

perbuatan orang lain (yang tidak memiliki kaitan dengan akad jual

beli), maka jika hilangnya selaput dara ifu menggunakan selain alat
pemecah keperawanan tersebut, maka dia wajib mengganti
pengurangan harga budak perempuan tersebut. Dan jika dia
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memecahkan selaput daranya ifu menggunakan alat pemecah

keperawanan, maka dia wajib membayar maskawin tersebut.

Apakah pengganti hilangnya sifat keperawanan itu

termasuk ke dalam maskawin tersebut, atau pengganti hilangnya

sifat keperawanan ifu disendirikan? Dalam menjawab pertanyaan

ini, ada tiga pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih di antara

ketiga pendapat menumt Ar-Rafi'i dalam kasus ini adalah,

pengganti hilangnya sifat keperawanan ifu sudah termasuk ke

dalam maskawin tersebut, sehingga orang tersebut wajib

membayar maskawin standar budak perempuan saat masih

perawan.

Pendapat kedua: Pengganti hilangnya keperawanan itu

disendirikan (dibayar terpisah dari maskawm), sehingga dia wajib

memba5ar ganti rugi hilangnya keperawanan itu dan maskawin

standar budak perempuan saat sudah tidak perawan.

Pendapat ketiga: Wajib membayar pengganti hilangnya

keperawanan tersebut dan maskawin standar budak perempuan

saat masih perawan. Ini merupakan pendapat yang disepakati

untuk dijadikan pegangan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid pada Ta'liq

miliknya dalam bab; Syarat yang memsak jual beli tersebut. Ar-

Rafi'i dalam bab yang sama juga man5ntakan demikian.

Kemudian sang pembeli, bila memilih melanjutkan akad

jual beli, maka semuanya itu menjadi miliknya. Demikian fu-Rafi'i

menyampaikann5n secara mutlak. Dimana hukum yang benar

memang demikian; bila akad tersebut telah berialan dengan

sempuma.
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' Adapun bila budak perempuan tersebut meninggal dunia
sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli, Al eadhi
Husain berkata: Hanya ada safu pendapat; ganti rugi hilangnya
keperawanan tersebut menjadi milik penjual. Sebagaimana kasus;
jika orang lain memotong tangannya, kemudian dia meninggal di
tangan penjual, maka ganti rugi pemotongan tangan ifu menjadi
milik penjual.

Sedangkan dalam masalah maskawin budak perempuan
yang sudah tidak perawan, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-
Syafi'i.

Apabila kita mengatakan: Akad jual beli batal sejak awal
akad ifu disepakati, maka maskawin budak perempuan yang sudah

tidak perawan itu menjadi milik penjual.

Apabila kita mengatakan: Sejak pembatalan akad tersebut,

maka (maskawin budak perempuan yang sudah tidak perawan

tersebut) menjadi milik pembeli. Pendapat yang telah disampaikan
oleh Al Qadhi Husain ini sudah dapat dipastikan kebenarannya.

Apabila pembeli tersebut membatalkan akad jual beli, Ar-
Rafi'i berkata: Kadar pengganti hilangnya keperawanan tersebut

menjadi milik penjual, sebab budak perempuan tersebut kembali

menjadi miliknya dalam kondisi berkurang, sedangkan yang tersisa

menjadi milik pembeli.

Adapun pemyataan Ar-Rafi'i: "Pengganti hilangnya

keperawanan tersebut menjadi milik penjual," adalah pemyataan

yang mendukung pendapat yang telah disampaikan oleh Al Qadhi
Husain.
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Adapun pemyataannya yang kedua: "Yang tersisa menjadi

milik pembeli tersebut," tentunya hal itu harus diposisikan bila

mengikuti pemyataan kami, bahwa akad tersebut batal sejak masa

pembatalan akad tersebut.

Adapun iika kita mengatakan, akad tersebut batal sejak

awal akad itu diadakan, maka semuanya itu menjadi milik penjual,

seperti keterangan yang telah dikemukakan dalam komentar Al

Qadhi Husain, ketika objek jual beli mengalami kerusakan.

Apabila penjual tersebut memecahkan keperawanannya;

dan jika pembeli memilih melanjutkan akad tersebut, maka tidak

ada keurajiban apapun atas penjual ini, jika kita mengatakan

bahwa tindakan kriminal Uinayahl yang dilakukan penjual tersebut

sama seperti bencana yang tumn dari langit. Apabila kita

mengatakan seperti persehrbuhan yang dilakukan orang lain,

maka hukumnya sama seperti hukum yang diberlakukan pada

orang lain tersebut. Demikian Ar-Rafi'i berpendapat mengikuti

penulis At-Tahdzib.

Jawaban Al Qadhi Husain berbeda-beda dalam masalah

jinayah yang dilakukan penjual tersebut, sesekali dia menjawab

demikian, yaitu pendapat lain dari kedua pendapatnya, dimana

pada kesempatan yang lain, dia menjawab dalam masalah; apabila

hilangnya selaput dara itu menggunakan selain alat pemecah

kepemwanan, selisih harga beli antara harga budak perempuan

dalam kondisi perawan dan sudah tidak perawan gugur.

Demikian juga pendapatnya berbeda-beda: Dalam masalah,

bila penjual tersebut memotong sebuah tangan budak perempuan

yang menjadi objek jual beli sebelum penyerahan hak kepemilikan

kepada pembeli dan lukanya hampir sembuh, sedang kami
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mengatakan bahwa jinayatyang dilakukannya sama seperti jinayat
yang dilakukan orang lain, lantas apakah dia wajib membayar

harga uhrh atau separuh harga budak perempuan tersebut?

Al Qadhi Husain menjawab: Masalah tersebut sama seperti

masalah; apabila seorang menjual sepuluh sha'gandum seharga

sepuluh dirham, kemudian penjual tersebut menghabiskan satu

dari sepuluh srla' gandum tersebut sebelum penyerahan hak

kepemilikannya kepada pembeli, maka sepersepuluh dari harga

beli gandum itu gugur dari pembeli tersebut. Dia tidak menjawab'

Penjual tersebut wajib mengganti safu sha' gandum yang sama

(sejenis), karena dia orang yang sengaja menghabiskannya.

Demikianlah jawaban yang telah disampaikan oleh Al Qadhi
Husain.

Pemyataannya dalam contoh kasus ini juga tertolak, bahkan

funtutan yang dikehendaki dari pembuatan cabang masalah baru

ihr adalah, bahwa apabila pembeli memilih melanjutkan akad jual

beli, maka penjual wajib mengganti sahr srla' gandum yang sama

(sejenis).

Al Qadhi Flusain menjawab dalam masalah; apabila penjual

tersebut menyefubuhi budak perempuan dan memecahkan selaput

daranya, sementara kami memposisikan jinayat yang dilakukan

penjualtersebut sama seperti jina3mtyang dilakukan orang lain dan

pembeli memilih melanjutkan akad jual beli tersebut, kami

mengatakan: Pengganti hilangnya selaput dara itu kewajiban

tersendiri (terpisah dari maskawinnya), harus dilihat berapa

penslurangan harganya akibat hilangnya selaput dara tersebut,

maka kadar pengurangan harga jual ih: gugur.
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Apabila harganya berkurang sepuluh persen, maka sepuluh

persen harga beli ifu gugur, dan dia wajib membayar maskawin

standar budak perempuan tersebut saat sudah tidak perawan, ini
jika kita memposisikannya seperti persetubuhan yang dilakukan

orang lain.

Apabila kita mengatakan: Pengganti hilangnya selaput dara

itu merupakan kewajiban yang tidak terpisah (termasuk ke dalam

maskawinnya), maka wajib membayar maskawin standar budak

perempuan tersebut saat masih perawan, misalnya; seratus

dirham, saat sudah tidak perawan (hilang selaput daranya) delapan

puluh dirham, maka lima persen (lima dirham) dari maskawinnya

saat masih perawan adalah pengganti hilangnya selaput dara

tersebut.

Apabila kita memposisikan jina5at yang dilakukan penjual

sama dengan jinaSntyang dilakukan orang lain, maka lima persen

(lima dirham) dari harga beli itu yang sesuai dengan porsi

pengganti hilangnya selaput dara itu gugur. Sedang dalam empat
perlima dari harga beli itu, terdapat dua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i.

Apabila budak perempuan tersebut meninggal dunia di

tangan penjual tersebut setelah dia memecahkan (merusak) selaput

dara tersebut, maka semua uang pembelian itu gugur. Dimana

kadar uang pembelian yang menjadi perimbangan pengganti

hilangnya selaput dara tersebut tidak wajib bagi penjual tersebut.

Apakah penjual harus menanggung mahar standar budak

perempuan itu saat sudah tidak perawan? Apabila kita

mengatakan: Pembatalan akad tersebut menghapus akad ifu sejak

awal akad tersebut diadakan, maka penjual tidak menanggung
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mahar. Apabila kita mengatakan: Sejak masa pembatalannya,

dimana jinayat penjual tersebut sama seperti orang lain, maka
penjual tersebut harus menanggung mahar itu.

Pembuatan cabang masalah baru ini milik Al Qadhi Husain,
karena dia tidak pemah membuat cabang masalah baru kecuali

berdasarkan jawabannya yang pertama, dimana dalam pembuatan

cabang masalah baru ini telah terjadi kontradiktif, sebagaimana

pendapat yang telah disampaikan Ar-Rafi'i dalam menyamakan
penjual tersebut dengan orang lain secara mutlak.

Apabila pembeli tersebut membatalkan akad jual beli, maka
penjual tidak wajib membatalkan pengganti hilangnya selaput dara.

Lantas apakah dia wajib menanggung maskawin standar budak
perempuan saat sudah tidak perawan? Apabila dia memecahkan

hilangnya selaput daranya tersebut menggunakan alat pemecah

keperawanan, maka jawabannya dibangun sesuai dengan dalil
bahwa, jinayalrnya sarna dengan bencana yang datang dari langit,

wajib menanggung maskawin atau tidak? Demikian Ar-Rafi'i
berpendapat. Tuntutan yang dikehendaki pendapatnya itu, bahwa
bila kita mengatakan: sama dengan bencana yang datang dari

langit, maka tidak wajib menanggung maskawin tersebut. Ini

merupakan pendapat yang shahihdari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Apabila kita mengatakan: Sama seperti persetubuhan yang

dilakukan orang lain, maka wajib menanggung maskawin tersebut.

Tenfunya ketika kita mengatakan, bahwa jinayah penjual tersebut
sama seperti orang lain, maka jawaban pertanyaan itu harus di-

takhrij sesuai dengan dalil, bahwa pembatalan pembelian itu
menghapus akad tersebut sejak awal akad itu diadakan atau sejak

masa pembatalannya. Apabila kita mengatakan: Sejak awal akad
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itu diadakan, maka tidak wajib juga menanggung maskawin

tersebut. Jika tidak demikian adanya, maka dia wajib menanggung

maskawin.

Dalam kedua bagian penyamaan ini, hilangnya selaput dara

hasil perbuatan penjual tersebut atau hasil perbuatan orang lain

sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli, tidak

menghalangi pengembalian karena cacat yang ada sebelumnya,

bahkan hilangnya selaput dara ini merupakan cacat lain, yang

menetapkan pengembalian tersebut.

Sedangkan tatkala pembeli memecahkan selaput daranya

sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli, maka dia

harus memberi ganti rugi hilangnya selaput dara, yang diambil dari

uang pembelian tersebut, sesuai dengan jumlah pengurangan

harganya. Dimana memecahkan selaput dara itu merupakan

tindakan yang sengaja mendatangkan cacat, yang menghalangi

pengembalian karena cacat yang ada sebelumnya.

Apabila budak perempuan tersebut telah diserahkan hingga

pembeli tersebut menguasainSra, maka dia harus membayar uang

pembeliannya secara ufuh, dan bila budak perempuan tersebut

meninggal dunia sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada

pembeli, maka dia harus menanggung ganti rugi hilangnya selaput

dara sesuai kadar pengurangan harga jualnya akibat penghilang

keperawanan ifu.

Apakah pembeli tersebut hams menanggung maskawin

budak perempuan yang sudah Udak perawan? Jawabannya

dibangun berdasarkan pertanyaan; apakah akad tersebut batal

sejak awal akad ifu diadakan atau sejak masa pembatalan akad

tersebut. Ini merupakan pendapat Ar-Rafi'i.
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Al Qadhi Husain memposisikan pertanyaan tersebut
sebagai cabang yang dibangun berdasarkan pertanyaan; apakah
pengganti hilangnya selaput dara itu dipisahkan atas maskawin
tersebut?

Apabila kita mengatakan: Tidak dipisahkan, Al eadhi
Husain menjawab: Pembeli ditetapkan untuk membayar ganti rugi
sesuai perimbangannya dari uang pembelian tersebut, dengan
mempertimbangkan harga budak perempuan itu. Sedang dalam
ka,vajiban yang masih tersisa, yaitu maskawin tersebut, ada dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Di antara kedua perkiraan

tersebut, ada perbedaan pendapat, karena bila kita memisahkan
pengganti hilangnya selaput dara, dimana nilainya mencapai dua
puluh dirham misalnya, yaitu sepuluh persen dari total harga
budak perempuan tersebut, maka karni menetapkan (pengganti

hilangnya selaput dara ifu) sebesar sepuluh persen dari harga beli
tersebut.

Apabila pengganti hilangnya selaput dara tersebut tidak
dipisahkan, dan maskawin budak perempuan tersebut saat masih
perawan misalnya serafus dirham atau delapan puluh dirham saat

sudah tidak perawan, maka pengganti hilangnya selaput dara

tersebut ditetapkan sebesar lima persen dari maskawin tersebut.

Sehingga jumlahnya ditenfukan sebesar lima persen dari harga
beli, dimana kami mengasumsikan harganya sama dalam kedua

contoh tersebut.

Jika demikian, jawaban yang disebutkan oleh fu-Rafi'i itu
dikemukakan berdasarkan pendapat yang lemah. Karena pendapat

shahih ulama madzhab Asy-Syaf i menyatakan bahwa pengganti

hilangnya selaput dara tersebut termasuk ke dalam maskawin
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budak perempuan. Seluruh jawaban ini, bila kita tidak

memposisikan persetubuhan yang dilakukan pembeli seperti

persefubuhan yang dilakukan orang lain. Ini pendapat yang shahih

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Penetapan dengan jawaban ini

berlaku bila berpedoman pada aliran Al Qadhi Husain dan Ar-
Rafi'i dalam kasus ini.

Adapun bila berpedoman pada aliran Asy-Syaikh Abu

Hamid dan Ar-Rafi'i dalam bab rusaknya objek jualbeli, dinyatakan

bahwa wajib menanggung maskawin budak perempuan yang

masih perawan dan pengganti hilangnya selaput dara tersebut.

Pendapat tersebut dapat dipastikan kebenarannya, dimana hukum

tersebut juga tidak samar untuk dipahami. Menurut sebuah

pendapat, perbuatan memecahkan selaput dara oleh pembeli

terjadi sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli,

dimana perbuatan memecahkan selaput dara yang dilakukan oleh

orang lain juga demikian.

Al Qadhi Husain membuat perbedaan, bahwa resiko yang

hanrs ditanggung akibat jinayah ditetapkan oleh 4mrai sehingga di

dalamnya perlu diperhatikan kewajiban yang ditetapkan syara'

tersebut, sementara ganti rugi memecahkan selaput ini merupakan

resiko akad tukar-menukar, sehingga di dalamnya perlu

diperhatikan faktor yang menetapkan akad tersebut. Dimana akad

tersebut menuntut adanya pembagian porsi harga sesuai bagian

masing-masing dari objek jual beli tersebut.

Karena ifu, Al Fariqi yang juga murid Asy-Syirazi berkata:

Suatu hari aku membahas masalah ini dalam halaqah yang

diadakan Ad-Damighi Qadhil Qudhat, dimana masalah tersebut
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termasuk sejumlah masalah yang dibahas secara terpisah oleh

Ahmad (Mufradaat Ahmad.

Aku (Al Fariqi) berkata: Tuntutan akad jual beli tersebut

adalah penyamarataan antara kedua pihak yang berakad. Hak
pengembalian itu tetap berlaku bagi pembeli, selama tidak ada

cacat yang muncul di bawah kepemilikannya, sebab dia

menyerahkan uang pembelian tersebut agar dia bisa memiliki

objek jual beli yang bebas dari cacat. Lalu ketika hak kepemilikan

barang yang bebas dari cacat itu hilang, maka kami menetapkan

dia boleh mengembalikan guna menutupi haknya tersebut.

Karena jika uang pembelian yang telah dia serahkan

sebagai perimbangan barang yang bebas dari cacat itu telah

diterima darinya dan digunakan untuk membayar barang yang

cacat, maka hal ifu telah menciderai haknya dengan melihat

pertimbangan tersebut, dimana tidak ada penyamarataan antara

kedua pihak yang berakad tersebut.

Oleh sebab itu, bila cacat itu baru muncul di bawah

kepemilikan pembeli, tentunya pembeli tercegah

mengembalikannya. Sebab jika kami menetapkan pembeli tersebut

boleh melakukan pengembalian, tentunya hal itu bisa

mendatangkan dampak kerugian yang berkenaan dengan sejumlah

manfaat tersebut, karena objek jual beli itu keluar dari kepemilikan

penjual dalam kondisi terbebas dari cacat, sehingga

mengembalikannya kepada penjual tersebut tidak boleh dalam

kondisi cacat, agar ada penyamarataan hak antara pihak penjual

dan pihak pembeli.

Ad-Damighi berkata kepadaku, Ini penjelasan tentang

penyamarataan hak antara kedua pihak lang berakad dan
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tercegahnya pengembalian. [-alu mengapa kamu lebih
memprioritaskan pihak penjual dibanding pihak pembeli, bahkan
sampai kamu menetapkan barang yang cacat itu pada pembeli?

Aku (Al Fariqi) menjawab: Hal ini (memprioritsakan penjual)

dalam ranah pemikiran tersebut, tidak harus aku jelaskan, karena
maksudku adalah, menjelaskan tercegahnya pengembalian tersebut
kepada pembeli. Tercegahnya pengembalian itu bisa terjadi akibat
adanya akad tukar-menukar (mu'awadhah) untuk melindungi hak
penjual dan penyamarataan hak antara kedua pihak yang berakad
tersebut. Jadi, persoalan lebih memprioritaskan pihak penjual
tersebut tidak perlu dijelaskan.

Kemudian Al Fariqi segera menjelaskan alasan dia lebih
memprioritaskan pihak penjual. Aku berkata: Aku lebih
memprioritaskan pihak penjual dibanding pembeli, semata-mata
karena apabila kami menetapkan penjual tersebut harus menerima
kembali objek jual beli disertai dua cacat, maka mudharat
(kerugian; bahaya) yang menimpa haknya, tentu akan lebih besar,
karena objek jual beli itu keluar dari kepemilikannya dalam kondisi
bebas dari cacat yang timbul di bawah kepemilikan pembeli,
karena cacat tersebut baru muncul. Dimana objek jual beli ifu
merupakan bagian dari hak miliknya yang kebetulan berada pada
pembeli. sementara dalam hak milik pembeli, tidak ditemukan
kerugian apapun, sehingga dia fldak kehilangan hak miliknya, akan
tetapi tujuan pembeli tersebut hanplah mendapatkan suafu barang
dengan spesifikasi tertenfu, lalu dia tidak mendapatkan barang
tersebut sesuai dengan spesifikasi tersebut. Dimana kerugian bagi
orang yang kehilangan sesuatu yang telah menjadi hak miliknya,
tidak sama dengan kerugian bagi orang yang fujuannya tidak
tercapai.
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Menurutku (As-Subki): Perkataan Al Fariqi: "Bahwa

masalah tersebut termasuk sejumlah masalah yang dibahas secara

terpisah oleh Ahmad (Mufradaat Ahmad," telah dikemukakan

bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan Abu Tsaur. Dia

telah meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i, dimana salah safu dari

sekian banyak pendapat yang berbeda di kalangan madzhab Asy-

Syafi'i ini sependapat dengan pendapat tersebut, pendapat

tersebut menjadi madzhab Malik, sesuai dengan jawaban detail

yang dimiliknya.

Cabang, Asy-Syirazi menyatakan secara muflak bahwa

perbuatan mengawinkan budak perempuan tersebut merupakan

faktor yang menghalangi pengembalian. Namun ada dua hal yang

menolak pemyataan tersebut.

Pertama: Kami akan menyampaikan pemyataan dari

penulis Al Bayan (N Imrani) -pendapat yang lemah- bahwa

perbuatan mengawinkan tersebut bukanlah merupakan cacat.

Qtyas pernyataan tersebut berlaku dalam kasus ini.

Kedua: Apabila suami tersebut berkata pada budak

perempuan: "Apabila pembeli tersebut mengembalikanmu karena

cacat kepada penjual tersebut, maka kamu wanita yang tertalak- "

Lalu perkataan itu diungkapkan sebelum menyetubuhinya,

kemudian pembeli tersebut menemukan cacat yang terdapat

padanya.

Ar-Ruyani dalam N Bahrberkata: Orang fuaku dS berkata:

Pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua jawaban Asy-Syafi'i

menumtku adalah, pembeli boleh mengembalikannya.

t_
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Sebab perceraian ifu terjadi tepat setelah pengembalian

tanpa ada jeda yang memisahkannya, dimana menurufoiya
pengembalian itu tidak mengganti pemikahan tersebut.

Ar-Ruyani berkata: Ada kemungkinan dijawab: pembeli

tidak boleh mengembalikannya, sebab cacat tersebut menyertai
pengembalian ifu. Menurut pemikiranku, ada pemyataan ulama
lain yang menguatkan kemungkinan ini.

Yaitu jika pembeli mengawinkannya dengan penjual,
kemudian dia melakukan perbuatan yang menyebabkannya cacat,
maka pembeli tidak boleh mengembalikannya kepada penjual,
sekalipun pemikahan tersebut menjadi batal akibat pengembalian
pembeli ifu, karena ditemukannya cacat seerr,rakfu ifu juga, penulis
AtTatimmah telah menyatakan pendapat tersetut secara tegas.

Kemungkinan tersebut berganfung pada pertanyaan apakah
sebab (illal yang melandasi hukum tersebut menyertai akibat
(ma'lul1 atau sudah ada sebelumnya?

Apabila kita menjawabt Dengan pertanyaan yang pertama,
maka hubungan perkawinan itu tidak bersamaan dengan
pengembalian tersebut, sehingga hubungan perkawinan tersebut
tetap sah.

Apabila kita menjawab: Dengan pertianyaan yang kedua,
maka ada dua pendapat dari ulama madzhab Asy-S5rafi,i:

Pendapat perhama: Pengembalian itu tidak boleh karena
cacat itu menyertai pengembalian.

Ar-Ruyani berkata: Alasan lain, suami tersebut terkadang
bisa saja meninggal dunia tepat setelah pengembalian, sehingga
budak perempuar: tersebut harus menjalani iddah wafat dan talak
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itu tidak jafuh, menumt pendapat madzhab serta pendapat yang

shahih dan ulama madzhab Asy-Syafi'i, sebab talak tersebut

bersamaan dengan masa tertalak bainnya budak perempuan,

sehingga serah terima ifu mendatangkan pemyertaan kerugian

dengan adanya pengembalian tersebut.

Pendapat kedua: Pengembalian itu boleh, seperti pendapat

yang telah disebutkan oleh orang hra Ar-Ruyani. Alasan lainnya,

bahwa hubungan perkawinan tersebut dalam kondisi seperti ini

tidak dianggap cacat.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa

pengernbalian tetap terhalang. Hal ini sesuai dengan pendapat

yang telah disampaikan oleh Ar-Ruyani dan sesuai dengan

keterangan yang aku kemukakan. Jika demikian, pemyataan Asy-

Syirazi tersebut tetap dibiarkan mutlak.

Cabang, Apabila pembeli menemukan cacat, lalu dia

menerima pengembaliannya, di samping terdapat cacat dalam

pengembaliannya, dimana penjual datang dan memotong

tangannya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat berbeda

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Pembeli boleh mengembalikan. Ar-

Ruyani berkata: Ini merupakan pendapat yang lebih diunggulkan

dari kedua pendapat Asy-Syafi'i. Menurutku, bukan karena cacat

tersebut adalah cacat yang baru muncul di tangan pembeli .

Menurutku (As-Subki): Demikian dia menyampaikan kedua

pendapat ini secara mutlak. Namun ada kemungkinan, kedua

pendapat ini diposisikan khusus berhubungan dengan contoh

L-
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kasus yang ada, sehingga perbuatan penjual itu tidak diposisikan

sebagai faktor yang menghalangi pengembalian yang sedang

dilakukan pembeli. Letak jawaban yang mutlak bila

dipertimbangakan dalam semua jenis cacat yang terjadi di tangan

pembeli yang berawal dari perbuatan pihak penjual, maka jawaban

yang mutlak itu dapat diberlakukan dalam masalah hilangnya

selaput dara hasil perbuatan penjualdan juga dalam masalah selain

selaput dara. Komentar jawaban yang telah dikemukakan dalam

masalah hilangnya selaput dara itu kontradiktif dengan jawaban

mutlak.

Cabang' Termasuk kategori cacat yang menghalangi

pengembalian adalah, apabila objek jual beli itu berupa budak laki-

laki muda, lalu dia menggunduli rambutnya, sebab penggundulan

rambut tersebut mengakibatkan harga jualnya mengalami

pengurangan. Abu Ashim Al Ibadi telah mengemukakan masalah

ini.

Cabang, Apabila seseorang membeli seekor kuda dengan

seekor keledai, dimana dia mengebiri (memandulkan) kuda,

kemudian dia menemukan cacat yang terdapat pada kuda tersebut,

maka kesimpulan dari masalah ini dan tuntutan yang dikehendaki

pendapat jumhur ulama, serta yang dijadikan pegangan oleh Al
Baghawi, bahwa pembeli tidak boleh mengembalikan kecuali

dengan persehrjuan penjual.

Al Qadhi Husain dalam Fatawa miliknya berkata: Apabila
harganya tidak mengalami pengurangan, pembeli boleh

mengembalikarm;l, sedang bila harganya mengalami
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pengurangan, maka pembeli boleh meminta pengembalian sesuai

kadar pengurangan harganya dari uang tunai berupa keledai

tersebut, bukan dari standar harganya. Apabila keledai benar-

benar mati, maka pembeli diminta mengembalikan harga keledai

itu.

Asy-Syirazi db berkata: Apabila penjual berkata:
"Aku akan mengambil kembali objek jual beli beserta
cacat yang baru datang,' maka pembeli tidak terikat
kewajiban membayar ganti rugi bagian yang hilang.
Sebab dia tidak memiliki hak, kecuali mengembalikan
objek jual beli tersebut.

Penjual hanya menolak pengembalian karena
cacat yang baru datang di tangan pembeli, lalu bila dia
rela menerima pengembalian itu, maka kerelaan
menerima pengembalian ifu seolah-olah seperti cacat
yang tidak pernah muncul di tangan pembeli, sehingga
dia tidak memiliki hak, kecuali mengembalikan oblek
jual beli.

Apabila pembeli berkata: "Aku akan
mengembalikan objek jual beli, dan aku akan memberi
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat yang baru
muncul di bawah kepemilikanku ini beserta objek jual
beli." Penjual tidak berkewajiban mengabulkan
permohonannya.

Sama seperti kasus; ketika cacat yang ada pada
objek jual beli muncul di bawah kepemilikan penjual,
lalu dia berkata: 'Terimalah objek jual beli, dimana aku
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akan memberimu beserta objek jual beli tersebut, ganti
rugi bagian yang hilang karena cacat," pembeli tidak
berkewajiban mengabulkan permohonannya.

Penjelasan:

Ini adalah dua jenis masalah yang telah dikemukakan. Tidak
diragukan lagi, bahwa penjual dan pembeli ketika cacat lama dan
cacat baru berkumpul menjadi safu dalam oblek jual beli, maka
mempunlni beberapa kondisi:

Kondisi Pertama: Penjual rela menerima pengembalian
objek jual beli, tanpa disertai ganti rugi bagian yang hilang karena
cacat baru. Jadi, hal ifu adalah hak penjual, dimana disaat penjual
sudah mengratakan kerelaannya menerima kernbali objek jual beli,
pembeli tidak memiliki pilihan kecuali menahannya secara cuma-
cuma (tanpa membayar ganti rugi bagian yang hilang karena cacat
baru) atau mengembalikann5ra.

Pembeli tidak boleh dipaksa mengembalikannya,
sebagaimana dia tidak dipaksa mengembalikannya ketika hanya
ditemukan cacat lama, dimana penjual juga tidak dipaksa
membaSrar ganti rug bagian yang hilang sebab adanya cacat lama.
Kondisi ini adalah masalah yang pertama dari pemyataan Asy-
Syrrazi dalam N Muhadzdzabini.

Perkataan Asy-syirazi: "Karena pembeli tidak memiliki hak
kecuali mengembalikan objek jual beli tersebut," ini menguatkan
pendapat yang telah dikemukakan dari Ar-Rafi'i, dimana perkataan
ini memberi kepastian hokum, bahwa haknya yang asli adalah
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pengembalian objek jual beli ihr bukan ganti rugi bagian yang

hilang.

Kondisi kedua: Mereka berdua sepakat menahan objek jual

beli dan mengambil ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat lama, kesepakatan itu juga boleh diambil, tanpa ada

perbedaan pendapat. Ini merupakan pendapat yang dikehendaki

oleh komentar Asy-Syirazi dalam pembahasan yang telah

dikemukakan, bahwa mengambil ganti rugi bagian yang hilang, itu

merupakan hak yang wajib dilakukan, namun melalui mekanisme

peralihan hak dari pengembalian barang ke pada ganti rugi bagian

yang hilang tersebut.

Dalam Kondisi kedua ini tidak terjadi perbedaan pendapat

yang telah dikemukakan dalam pernyataan Asy-Syirazi dalam

masalah; apabila kedua pihak yang berakad bersepakat (suka sama

suka) membayar ganti rugi bagian yang hilang itu unfuk

menggugurkan hak kh,yur ketika ada kemungkinan boleh

mengembalikan.

Perbedaannya menurut salah satu dari kedua pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa pemberian nilai hrkar dalam

kasus tersebut adalah sebagai pengganti kuasa sebuah

pengembalian, dimana kuasa tersebut tidak memiliki perimbangan

(Muqabalahl, sedangkan perimbangan dalam kasus ini (Kondisi

kedua) adalah sebagai pengganti bagian yang hilang, berkaitan

dengan sifat kesempumaan dalam obiek jual beli.

Kondisi ketiga: Mereka berdua bersepakat atas

pengernbalian objek jual beli itu, besertia ganti rugi bagian yang

hilang (arsy).Kesepakatan itu juga boleh diambil. AsySyimzi tidak
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pernah menyebutkan Kondisi ketiga ini, akan tetapi Ar-Rafi'i telah

menyebutkannya.

Apakah pengambilan ganti rugi bagian yang hilang dalam

kasus ini melalui mekanisme pemberian nilai fukar? Jawabannya

dikembalikan pada pertanyaan yang telah dikemukakan. Dimana

mekanisme tukar menukar dalam kasus ini (Kondisi ketiga) lebih

kuat, sebab ganti rugi bagian yang hilang sebagai perimbangan

suatu kuasa, menuntut ganti rugi bagian yang hilang, atau tidak

melalui mekanisme tukar menukar, akan tetapi ganti rugi bagian

yang hilang diletakkan sebagai ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat baru. Dimana pengembalian itu statusnya

mengembalikan kuasa untuk menuntut ganti

hilang tersebut.Diskusi yang terjadi dalam

rugi

kasus

bagian yang

ini terulang

kembali.

Atau ketika bagian dari objek jual beli itu hilang di bawah

kepemilikan pembeli, dan bagian itu diimbangi dengan sebagian

uang pembelian, maka apabila pembeli mengembalikan objek jual

beli yang tersisa berdasarkan persetujuan penjual, maka akad yang

berkaitan dengan uang pembelian yang dijadikan perimbangan

objek jual beli yang dikembalikan itu menjadi batal.

Sementara sebagian sisa uang pembelian itu dijadikan

perimbangan bagian yang hilang, maka akad yang berkaitan

dengan sebagian uang pembelian ihr tidak menjadi batal.

Pertanyaan ini akan terlihat dengan jelas manfaatnya dalam

masalah; apabila uang pembelian (tsaman) berupa barang atau

mata uang (emas atau perak) yang masih tetap seperti kondisi

semula, bahwa penjual tidak boleh meminta pengembalian kadar
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ganti rugi bagian yang hilang karena cacat baru ifu dari uang

pembelian tersebut.

Berdasarkan kedua asumsi yang disebutkan pertama,

pembeli boleh meminta kembali semua uang pembelian dan ganti

rugi bagian yang hilang karena cacat baru itu merupakan resiko

yang harus ditanggung dirinya.

Atau ketika akad dalam objek jual beli menjadi batal, maka

pembeli hams menanggung resiko barang yang hilang di bawah

kepemilikannya, sama seperti barang disentuh dengan telapak

tangan, dimana kauajiban menanggung resiko barang yang hilang

itu termasuk ketegori penanggungan resiko yang mumi, dan tidak

dihitung dari uang pembelian.

Akan disampaikan dalam pernyataan Asy-Syirazi dalam

masalah objek jual beli yang tidak bisa diketahui cacatnya kecuali

dengan cara memecahkannya, hal tersebut merupakan keterangan

yang menegaskan kemungkinan perkara yang keempat ini, dan

juga dalam pemyataan Al Imam Haramain dalam masalah

perhiasan, ada keterangan yang mendukung kemungkinan yang

kedua, yaitu; pengganti bagian yang hilang (arsfi diletakkan

sebagai ganti rugi baEan yang hilang karena cacat baru. Wallahu

a'lam.

Al Imam Haramain berkata: Orang yang mengatakan

bahwa objek jual beli ketika terjadi perselisihan terkait siapa yang

meminta untuk menahan (objek jual beli), berkata: Apabila

diasumsikan terjadinya kesepakatan pengembalian dan

penggabungan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat bant,

maka mekanisme pengembalian ihr adalah mekanisme iqaalah
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(pembatalan akad berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak yang

berakad).

Menurutku (As-Subki): Pendapat di atas belum dapat

menjawab kemusykilan ifu. Karena iqaalah adalah pembatalan

akad (faskh), menurut pendapat madzhab. Dimana tidak boleh

menjatukan pembatalan akad berdasarkan syarat; pembeli harus

menanggung ganti rugi bagian yang hilang.

Apabila kemungkinan kedua (pengganti bagian yang hilang

(arsl diletakkan sebagai ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

baru) itu benar dan seperti tunfutan yang dikehendaki komentar Al
Imam Hammain, maka penjual tidak dapat dipaksa untuk

membiarkan ganti rugi bagian yang hilang dalam tanggungan

pembeli, bahkan harus menghadirkannya sampai ganti rugi bagian

yang hilang itu dipenuhi, sebagaimana komentar Al Imam

Haramain yang menegaskan hal dalam masalah perhiasan.

Aku akan menyebutkan masalah perhiasan. Insya Allah
Ta'ala. Komentar Al Imam Haramain di atas menjelaskan diskusi

yang telah dikemukakan, yaifu diskusi seputar masalah musharrat
(hewan yang tidak diperah susunya selama beberapa hari sampai

susunya itu mengendap [mengumpul] di kantong susunya), yaitu
persyaratan pengembalian hasil (keuntungan) beserta het,r,ran

Musharmt.

Sedangkan pengertian tentang kadar ganti rugi bagian yang

hilang (arcy), yang hendak dikembalikan oleh pembeli sebagai

pengganti cacat bam, ada pembahasan tersendiri yang akan

disampaikan dalam pengertian tentang ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama. lnqa Allah Tabla.
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Pengertian pengembalian yang telah disampaikan ulama

madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah menanggung resiko ganti rugi

bagian yang hilang adalah, bahwa pengembalian itu statusnya

mengembalikan barang beserta ganti rugi bagian yang hilang.

Dalam pemyataan Asy-Syirazi dalam pembahasan ini, ada

ketemngan yang memberi kepastian demikian, dan kami akan

menjelaskannya. InsSn Allah Ta'ala.

Namun Al Imam Haramain dalam masalah menanggung

resiko ganti rugi bagian yang hilang itu berkata: Di antara perkara

yang harus dicatat, bahwa ketika kami menjawab masalah cacat

baru sekiranya sudah melekat dalam akad, yaitu bahwa pembeli

menggabungkan pengganti kekurangan karena cacat baru ke

dalam objek jual beli tersebut dimana dia mengembalikan

keduanya.

Komentar Al Imam Haramain ini dalam awal peletakannya

sudah mengandung kemusykilan. Karena penyerahan hak milik

melalui mekanisme pembatalan pembelian disebut pengembalian

(Radd, sedangkan tuntutan pengembalian hak miliknya itu tidak

melampaui objek akad (Ma'qud 'alaih), dimana pengembalian

(Radd maknanya seperti istilah pengembalian itu sendiri, sehingga

asumsi memasukkan (menggabungkan) hak milik yang baru ke

dalam penyerahan hak milik melalui mekanisme pengembalian, itu

jauh dari kebenaran. Dan sarna sekali tidak ada pandangan yang

sesuai dengan kaidah pengembalian ifu kecuali, Al Imam

Haramain berkata: Pengembalian (Radd itu adalah

mengembalikan objek akad yang cacat dengan kedua pengertian

tersebut.
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sehingga pengertian pengembalian itu sudah lebih dari
cukup tanpa menyertakan kepastian adanya jaminan dari pembeli
untuk menanggung pengganti objek jual beri yang cacat, dengan
menjelaskan kepastian adanya resiko yang harus ditanggung
pembeli dan menyamakan kepemilikannya dengan sejumlah
kepemilikan yang hams ditanggung resikonya. Tetapi memang
objek yang dikembalikan itu, tidak dapat dipastikan karena
tanggung jawab pengembalian, sebab ganti rugi bagian yang hilang
itu digabungkan ke dalam objek jual beli yang dikembalikan,
sehingga pengganti yang digabungkan itu adalah objek yang
dimiliki melalui mekanisme yang indikasinya telah aku (As-Subki)
terangkan, dimana ganti rugi bagian yang hilang karena cacat baru
itu bukanlah objek yang dikembalikan.

Bila pihak yang mengembarikan itu berkata: Aku akan
mengembalikan objek jual beli, kemudian aku akan menyerahkan
pengganti bagian yang hilang karena cacat baru, maka penjual
tidak berhak mengabulkan permohonannya, karena tidak ada
jaminan.

Apabila objek akad itu dikembalikan beserta ganti rugi
bagian yang hilang, dimana dia menjamin barang yang
digabungkan, maka dapat dilakukan interpretasi bahwa ganti rugi
bagian yang hilang itu, merupakan resiko yang harus ditanggung
pembeli dan diserahkan, bukan berdasarkan dalit bahwa akibat
pengembalian ifu, penjual memiliki suatu barang yang tidak pemah
menjadi objek akad.

Interpretasi ini membuktikan -sesuai dengan keterangan
yang akan disampaikan dari Asy-Syirazi dan ulama madzhab Asy-
SSafi'i yang lain- bahwa ganti rugi bagian yang hilang sebagai
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pengganti cacat baru ifu merupakan benfuk tanggungan yang tidak

dihitung dari uang pembelian tersebut.

Tetapi pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi

dan ulama madzhab Asgr-Syafi'i dalam masalah menanggung resiko

ganti rugi bagian yang hilang, ihr berlaku umum dalam seluruh

jenis cacat baru, atau khusus berkaitan dengan objek jual beli yang

mana cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan cara

memecahkannya, pemyataan tersebut perlu dikaji ulang.

Kondisi keempat: Apabila terjadi perselisihan di antara

kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Misalnya; salah satu dari

kedua belah pihak bersedia untuk mengembalikan berikut ganti

rugi bagian yang hilang karena cacat baru, sementara pihak lain

bersedia untuk menahannya serta menanggung ganti rugi bagian

yang hilang sebab adanya cacat lama.

Perselisihan ini terbagi menjadi dua bagian, karena

terkadang pihak pemohon pengembalian itu adalah pembeli. Ini

adalah Masalah kedua yang dimuat dalam kitab .4/ Muhadzdzab.

Asy-Syirazi mengambil keputusan dalam masalah ini, bahwa pihak

yang dipenuhi haknya adalah penjual .

Terkadang pihak pemohon pengembalian itu adalah

penjual, sementara pembeli memohon penahanan objek jual beli

itu dan mengambil pengganti bagian yang hilang. Asy-Syirazi tidak

pemah menyebutkannya dalam kitab Al Muhadzdabini.

Namun komentamya yang bersifat mutlak dalam masalah

sebelumnya, memberi kepastian hukum bahwa pihak yang

dipenuhi haknya adalah pembeli. Karena dia memposisikan hak

yang pasti diperolehnya sebagai pengganti bagian yang hilang,

kecuali penjual ifu rela menerima pengembalian tersebut,
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maksudnya adalah, pengembalian secara cuma-cuma (tanpa ganti
rugi bagian yang hilang karena cacat baru).

Sementara penjual dalam kasus ini tidak rela menerima
pengembalian itu kecuali disertai ganti rugi bagian yang hilang
(arsl (karena cacat baru).

Pendapat yang dikehendaki komentar Asy-syirazi dalam
kedua contoh kasus, adalah pendapat shahihulama madzhab Asy-
Syafi'i, dimana Ar-Rafi'i juga telah mengunggulkannya. Mereka
menyampaikannya dengan ungkapan, bahwa pihak yang
permohonannya diikuti, adalah orang yang bersedia unfuk
menahan objek jual beli, karena makna yang terkandung di
dalamnya, adalah penetapan akad tersebut.

Alasan lainnya adalah, bahwa funtutan mengambil ganti
rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, disandarkan
pada kaidah (prinsip dasar) akad jual beli tersebut, sebab tuntutan
akad itu adalah bahwa semua uang pembelian, tidak r,rlajib dibayar
kecuali sebagai perimbangan barang yang sempuma.

Sementara penggabungan ganti rugi bagian yang hilang
karena cacat baru, bentuknya adalah memasukkan hal baru yang
tidak pemah disinggung dalam akad, sehingga yang pertama lebih
diprioritaskan.

Menurutku (As-Subki): pandangan ini menguatkan
kemusykilan yang telah aku jelaskan dalam masalah pengambilan
ganti rugi bagian yang hilang dari pihak pembeli. Keterangan
mengenai hal ini telah dikemukakan. setelah pendapat ini, ada dua
pendapat lain yang berbeda di tengah riwayat pendapat kelompok
ulama Khurasan, yang telah diceritakan oreh selain Ar-Rafi,i.
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Riwayat pendapat pertama: Bahwa yang diikuti adalah

pendapat pembeli. Dirnana penjual harus dipaksa mengikuti

permohonan yang disampaikan pembeli. Karena pada prinsipnya,

pembayaran uang pembelian itu tidak menjadi kewajiban yang

mengikatnya kecuali ditukar dengan oblek iual beli yang sempuma

(bebas dari cacat).

Jadi, apabila tuntutan itu sulit dipenuhi, maka pilihan

diberikan kepada pembeli. Alasan lainnya adalah, bahwa penjual

merupakan orang yang melakukan talbis (menyembunyikan cacat

objek jual beli dari pembeli) dengan mengawinkan objek jual beli.

Sehingga melindungi hak pembeli lebih diprioritaskan.

Pendapat ini telah diriwayatkan dari hnu Abi laila, Malik

dan Ahmad. Ar-ttafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abi Tsaur bahwa

Asy-Syafi'i telah menyatakannya secara tegas dalam Qaul Qadim.

Menurutku (As-Subki)' Telah dikemukakan keterangan yang

dikutip oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i dari Abi Tsaur, dimana dia

telah meriwayatkannya dalam Qaul Qadim. Tetapi fokus

pembahasannya dalam Qaul Qadim, adalah seputar pemenuhan

hak pembeli unhrk mengembalikan. Adapun soal pemenuhan

haknya untuk menahan objek jual beli, sepengatahuanku mereka

tidak pemah menyebutkannya dalam Qaul Qadim.

Apabila kamu bertanya: Tatkala hak pembeli dalam

mengembalikan saja bisa dipenuhi, maka pernenuhan haknya

dalam menahan objek jual beli itu lebih diprioritaskan lagi karena

dua muatan yang terkandung di dalamryn lnng telah

dikernukakan.

Menurutku (As-Subki): Terkadang Abu Tsaur meriwalBtkan,

bahwa hak pembeli tidak ada, kectrali dalam hal pengernbalian
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beserta ganti rugi bagian yang hilang (arsy), dimana dia tidak boleh

mengambil pengganti bagian yang hilang, seperti kesimpulan yang

nampak dari pernyataannya: "Pembeli mengembalikan barang,

lalu (mengembalikan) pula ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat. "

Riwayat pendapat kedua' Yaitu pendapat yang ketiga bila

melihat dari awal, bahwa yang diikuti adalah pendapat penjual.

Karena status penjual; adakalanya sebagai pihak yang

menanggung atau pihak yang menerima ganti rugi bagian yang

hilang, dimana tidak pernah menjadi objek akad.

Inilah ketiga pendapat, dimana dalam setiap contoh dari

kedua contoh kasus di atas, ditemukan dua pendapat yang

berbeda. Sedangkan menurut Ash-Shaidalani, bahwa kedua

pendapat dalam contoh kasus kedua itu, memiliki kedudukan yang

sama.

Asy-Syaikh Abu Muhammad telah menyebutkan dalam ls-
Silsilah contoh kasus pertama, yang dimuat dalam kitab Al
Muhadzdzab ini. Yaihr apabila pembeli memohon pengembalian

objek akad dan menanggung ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat baru.

Asy-Syaikh Abu Muhammad menyampaikan dua pendapat

yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i (Wajhaanl dalam

masalah di atas, dimana dia mengembangkan kedua pendapat

tersebut berdasarkan kedua pendapat yang berbeda dari Asy-Syafi'i

(Qaulaani dalam masalah; apabila seseorang membeli dua orang

budak laki-laki, salah satunla meninggal dunia dan dia menemukan

cacat yang terdapat pada budak yang kedua, lalu dia berkeinginan
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menggabungkan harga budak yang meninggal dengan budak

kedua dan membatalkan transaksi dalam kedua budak tersebut.

Apabila kita menetapkan boleh dalam kasus ini, maka

dalam kasus ini kita memenuhi permohonan pembeli. Jika tidak

boleh, maka tidak ada pemenuhan permohonan pembeli tersebut,

bahkan penjual harus menanggung ganti rugi bagian yang hilang

sebab adanya cacat lama.

Pengembangan ini memastikan lemahnya pendapat yang

menyatakan permohonan pembeli harus dipenuhi. Karena

pendapat yang paling shahih dalam kasus; permohonan pembeli

menggabungkan harga budak yang mati itu tidak dipenuhi.

Di samping itu, karena kedua pendapat Asy-Syafi'i yang

telah disebutkan itu hasil pengembangan atas masalah tercegahnya

pengembalian barang yang masih ada secara terpisah. Telah

dikemukakan dalam masalah ini, dua pendapat masyhur. Jadl,

perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan pendapat yang

dibangun atas dasar perbedaan pendapat lainnya.

Asy-Syaikh Abu Muhammad mengembangkan dua

pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i(Wajhaantt dalam contoh

kasus yang kedua ifu, berdasarkan dua pendapat yang berbeda

dari Asy-Syafi'i (Qaulaani dalam masalah; apabila seseorang

membeli buah pala, lalu dia memecahkannya, kemudian dia

menemukannya dalam kondisi msak, dimana kita mengatakan

pembeli boleh mengembalikannya, maka apakah penjual berhak

memperoleh ganti rugi bagian yang hilang ? Ada dua pendapat

yang berbeda. Apabila kita mengatakan: Penjual berhak

memperoleh ganti rugi bagian yang hilang, maka dalam kasus ini

Al Majmu'syarah Al Muhadzdzab ll ,t,



kita menetapkan permohonan penjual harus dipenuhi, jika tidak

demikian, maka tidak harus dipenuhi.

Menurutku (As-Subki): Pendapat yang paling shahih di

kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i, adalah seperti keterangan

yang akan disampaikan, bahwa penjual tidak berhak memperoleh

ganti rugi bagian yang hilang.

Demikian juga dalam kasus ini, pendapat yang paling

shahih bahwa permohonan penjual dalam contoh kasus ini tidak

harus dipenuhi. Karena Asy-Syaikh Abu Muhammad ditanyai

tentang bolehnya menuntut ganti rugi bagian yang hilang,

maksudnya adalah buah pala yang masih memiliki harga setelah

dipecahkan, seperti keterangan yang akan disampaikan. InsSn

Nlah Ta'ak.

Beberapa cabang'

Pertama: Apabila cacat baru hilang sebelum pembeli

mengetahui cacat lama, kemudian dia baru mengetahuinya, maka

dia boleh mengembalikan, menurut pendapat shahih yang

dinyatakan secara tertulis dalam Al Buwaithi. Dalam masalah ini,

ada pendapat yang sangat lemah.

Ibnu fu-Rif'ah berkata: Yang lebih mendekati qiyas adalah

bahwa ketentuan boleh mengembalikan itu terletak dalam cacat

yang tidak bisa diharapkan hilang dalam wakhr 5rang relatif singkat.

Adapun cacat yang diharapkan bisa hilang; apabila cacat tersebut

hilang, maka sepakat tidak menghalangi pengembalian.

Apabila cacat lama itu hilang setelah menuntut ganti rugi

bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, maka pembeli tidak
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boleh menuntutnya. Telah dikemukakan keterangan yang

menghendaki ditetapkannya perbedaan pendapat dalam kasus di

atas. Demikian juga keterangan yang dimuat dalam At-Tatimmah.

Apabila cacat lama itu hilang setelah pembeli menerima

ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, maka dia

harus mengembalikannya, menumt pendapat madzhab. Menurut

sebuah pendapat yang lemah (@ila): Bahwa dalam masalah ini,

ada dua pendapat yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i

(Wajhaani.

Seperti kasus; apabila gigi korban pencabutan gigi (Majni

alaih) tumbuh kernbali setelah menerima dtpt (pengganti

pencabutan glgi), lantas apakah dia harus mengembalikannya?

Jika cacat baru hilang setelah pembeli menerima ganti rugi

bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, atau hakim

mengambil kepufusan demikian, maka apakah pembeli boleh

membatalkan akad dan mengembalikan ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama?

Dalam jawaban pertanyaan ini, ada dua pendapat yang

berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana Asy-Syaikh Abu

Muhammad mengembangkannya dalam As-Silsilah berdasarkan

kedua pendapat berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dalam

masalah; apabila jari telunjuk dari tangan seorang kortan dan jari

tengah dari tangan korban yang lain dipotong secara utuh,

sementara tangan korban pemotongan (Majni 'alaihl yang kedua

menuntut d,l t lalu kita memberikan kepadanya ganti rugi bagian

yang hilang tanpa disertai pengampunan, kemudian korban

pertama memotong jari telunjuk, sementara korban kedua

berkeinginan mengembalikan ganti rugi bagian yang hilang dan
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memilih memotong jari tengah, Asy-Syaikh Abu Muhammad

berkata: Pendapat yang paling shahih menyatakan bahwa korban

kedua tidak boleh melakukan pemotongan jari tengah itu.

Menurutku (As-Subki): Demikian juga pendapat yang paling

shahih menyatakan bahwa pembeli tidak boleh membatalkan akad

itu setelah menerima ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat lama. Demikian juga setelah keluamya puhrsan hakim,

menumt pendapat yang lebih diunggulkan oleh Al Baghawi.

Ibnu Ash-Shabbagh sepakat dengan pendapat yang

diriwayatkan dari ulama ma&hab Asy-Syafi'i, setelah keluamya

puhrsan hakim dan penyerahan hak kepemilikan, bahwa tidak ada

pernbatalan pembelian tersebut. Dimana dia meletakkan posisi

kedua pendapat Srang betbda itu setelah keluamya putusan hakim

dan sebelum menerima ganti rugi bagan png hilang sebab adanya

cacat lama.

Jika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak,

dimana mereka berdua mengambil kepufusan sendiri, maka

pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Asy-

Syafi'i menlntakan, bahwa pembeli boleh membatalkan

pembelian.

Ar-Rafi'i berkata: Setiap cacat yang menetapkan hak

pengembalian obyek jual beli kepada penjual, sekalipun obyek jual

beli itu berada di bawah kepernilikannya, maka cacat itu
menghalangi pengembalian tersebut, bila cacat bam muncul di

bawah kepemilikan pernbeli.

Sementara cacat dimana obyek jual beli tidak dikembalikan

kepada penjual akibat adanya cacat, tidak menghalangi
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pengembaliannya bila cacat itu baru muncul di bawah kepemilikan

pembeli kecuali dalam masalah yang sangat jarang terjadi.

Kemungkinan Ar-Rafi'i hendak mengecualikan melalui

pendapatnya dalam masalah; apabila pembeli memotong jari-jari

tambahan budak laki-laki. Karena Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

berkata: Menurutku, hak pengembalian itu tercegah (tidak bisa

dipenuhi).

Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Ijli mengikuti jejak Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib. Tetapi dalam At-Tahdzib, aku melihat keterangan

bahwa jika seseorang menjual budak laki-laki yang masih berkulup

(kulit pada ujung kemaluan laki-laki), lalu penjual mengkhitannya

sebelum diserahkan dan lukanya sudah sembuh, atau pada budak

itu ditemukan gigi tambahan atau jari-jari tambahan, lalu penjual

mencabut gigi dan memotong jari-jari sebelum diserahkan dan

lukanya telah sembuh, maka tidak ada hak khiSnrbagi pembeli .

Keterangan At-Tahdzib ini memberi kepastian hukum

bahwa hilangnya berbagai macam anggota hrbuh ini disertai

kesembuhan bukanlah suatu cacat. OIeh sebab ifu, objek jual beli

(budak laki-laki) tidak dikembalikan kepada penjual akibat

hilangnya berbagai macam anggota fubuh tambahan ini. Tetapi

posisinya sebagai faktor penghalang pengembalian perlu dikaji

ulang, selama hilangnln berbagai macam anggota fubuh tambahan

ini bukanlah suatu cacat.

Apabila dikatakan: Karena anggota tubuh tambahan ifu

merupakan bagian dari objek jual beli, yang menjadi objek akad,

dimana terkadang maksud pembelian objek jual beli menjadi

menggantung karena hilangnya bagian dari objek jual beli,

tentunya alasan yang benar memang demikian. Apabila hilangn5n
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bagian dari objek jual beli seberum penyerahan hak kepemilikan
kepada pembeli, maka hak pengembarian ifu dipenuhi akibat
hilangnya bagian dari objek jual beli .

sedangkan apabila hilangnya bagian dari objek jual beli itu
sebelum akad jual beli, maka pendapat yang shahih dari ulama
madzhab Asy-s5afi'i memastikan bahwa hak pengembalian tidak
dipenuhi akibat hilangnya bagian dari objek jual beli sebelum akad.

Apabila pemSntaan penuris At-TaMzibserta pem5rataan Al
Qadhi Abu Ath-Thalyib itu benar, tentuqla pengecualian itu sama
seperti Snng dilakukan oleh Ar-Rafi,i.

Jika fidak benar, maka yang benar adarah pemyataan Ar-
Rafi'i: seperti cacat dimana objek jual beli tidak dikernbalikan
kepada penjual akibat adaqn cacat; apabila cacat tersebut muncul
di baurah kepemilikannya sebelum penyerahan hak kepemilikan
kepada pernbeli, maka hal itu menghalangr pengernbalian, ketika
cacat ifu muncul di baunh kepemilikan pembeli. Dimana (cacaO
dari dua arah itu tetap (tdak mengalami pembahan hukum), tidak
ada sesuafu yang dikecualikan dari kedu arah.

Penjelasannya akan disampaikan. penulis At-TaMzib
berbeda pendapat dengan Ar eadhi Abu Ath-Thayyib. Apabira
pembeli mengebiri budak laki-laki , kemudian sesudah itu dia
mengetahui cacat lama Snng terdapat pada budak, maka tidak ada
hak pengernbalian ifu sama sekari, karena adanya pengurangan
harga budak.

Bila budak perernpuan muda ifu seorang anak png masih
menwsu, lalu ibu penjual atau putrinya menytrsuingn di baunh
kepemilikan pembeli, kemudian dia mengetahui cacat, maka
pembeli boleh mengembalikannya, sekalipun budak perexnpuan
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muda haram bagi penjual, karena harganya tidak pernah

berkurang akibat memberi air susu kepada budak perempuan.

Masalah yang sempa telah dikemukakan dalam

pembahasan melakukan persetubuhan dengan budak perempuan

yang sudah tidak perawan; apabila penjual adalah ayah atau putra

dari pembeli.

Apabila pembeli melihat cacat lama setelah

menggadaikannya ifu (diserahkan sebagai jaminan utang), maka

tidak ada hak pengembalian seketika itu juga. Sedang mengenai

kewajiban membayar ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat lama, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama madzhab

AsySyafi'i (Wajhaanl. Apabila kita membuat alasan karena

mengejar hak orang yang terzhalimi, maka hal ifu benar

(membayar ganti rugi bagian yang hilang hukumnya wajib

dilakukan). Apabila kita membuat alasan karena masih ada

hampan pulih kembali dari cacat tersebut, maka dia tidak wajib

mernberi ganti rugi bagian yang hilang. Berdasarkan alasan ini,

maka jika pembeli memiliki kuasa untuk mengembalikan, maka dia

boleh mengembalikannya.

Apabila pernbeli melihat cacat lama setelah disepakatinya

akad ijarah, maka bila kita tidak membolehkan (pengembalian

obyek jual beli), dimana pada saat yang bersamaan dia sebagai

omng yang sedang dipekerjal<an (musta'jafi, maka obyek jual beli

(budak) sama seperti marhun (barang yang diserahkan sebagai

jaminan utang).

Apabila kita membolehkannya, lalu cacat lama itu adalah

cacat yang diharapkan bisa hilang (dalam waktu dekat); bila penjual

rela menerimanya kembali dalam kondisi diseruakan (dipekerjakan),
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maka objek jual beli itu tidak kembalikan kepada penjual. Jika
penjual tidak rela, maka pengembalian itu sulit direalisasikan. lalu
dalam masalah ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat
lama, ada dua pendapat dari ulama ma&hab Asy-syafi'i. Demikian
Ar-Rafi' i berpendapat.

Al Qadhi Husain telah menyarnpaikannya dalam
pembahasan yang kedua ini setelah dia berkata: Apabila pembeli
telah menggadaikan atau menyauakannya, lantas apakah pembeli
boleh membatalkan pembelian seketika itu juga atau tidak hingga
mhn (utang gadai) selesai dilunasi, atau habisnya masa ser,,,,ra?

Dalam menjawab perhnyaan ini, ada dua pendapat yang
berbeda dari ulama ma&hab AsySSrafi'i, bila kita menolak
(permohonan pembeli unfuk membatalkan pembelian), maka kita
tidak menetapkan pembeli boleh menerima ganti rugi bagian yang
hilang sebab adanya cacat lama, sebab rahn dan ijanh memiliki
batas waktr.r yang diketahui, berbeda dengan mengawinkan. Baik
dia bersabar atau melakukan pembatalan pembelian seketika,
sehingga seua atau upah itu menjadi milik pembeli.

Apabila pengembalian ihr sulit direalisasikan karena (objek
jual bel0 dighashab atau melarikan diri, Ar-Rafi'i berkata:
Mengenai masalah ini, berlaku dua pendapat yang telah disebutkan
dalam ijanh. Kesulitan merealisasikan pengembalian karena sang
budak melarikan diri, akan disampaikan dalam pemyataan Asy-
Syimzi.

Penulis AtTahdzib telah menjelaskan pembicaraan kedua
pendapat di atas dalam masalah; mengambil ganti rugi bagian
yang hitrang sebab adanya cacat lama ketika sang budak melarikan
diri dan di-ghashab,
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Pendapat pertama: Ya, boleh mengambil ganti rugi bagian

yang hilang, karena kesulitan merealisasikan pengembalian

tersebut.

Pendapat kedua: Tidak, boleh mengambil ganti rugi bagian

yang hilang, karena tidak ditemukan keputusasaan (merasa sulit)

dalam pengembaliannya.

Keputusan sang budak yang menempatkan dirinya tinggal

di bawah kepemilikan pembeli; baik hal itu sebagai jaminan

muamalah atau jaminan persetujuan (jual beli), yang disertai

penolakan budak tersebut, tidak menghalangi pengembalian sebab

adanya cacat lama. Apabila pembeli budak membenarkannya

sebagai jaminan persefujuan, maka hal tersebut menghalangi

pengembalian itu.

Apabila pihak yang mengakui memiliki hak atas budak itu

memaafkan setelah pembeli menerima ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama, lantas apakah pembeli boleh

melakukan pembatalan pembelian tersebut dan mengembalikan

ganti rugi bagian yang hilang yang telah diterimanya?

Dalam kasus ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i, yang berlaku dalam masalah; apabila pembeli telah

menerima ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama,

ini sama seperti tindakannya menggadaikan budak, atau

mengadakan akad cicilan kitabah) dengannya, atau melarikan

dirinya sang budak , atau di-ghashabnya budak, atau tindakan

sejenis lainnya. Apabila kita memberinya kuasa unfuk melakukan

tindakan tersebut, kemudian faktor yang menghalangi

pengembalian itu hilang. Al Baghawi dalam At-Tahdzib berkata:

Pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat diyabs adalah
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pendapat yang menyatakan bahwa pembeli sama sekali tidak
memiliki hak membatalkan pembelian.

Apabila penjual menjanjikan kemerdekaannya setelah
kematian dirinya (tadbiir), atau menangguhkan kemerdekaannya
dengan sifat tertenfu, maka pembeli memiliki hak melakukan
pembatalan pembelian tersebut, karena janji kemerdekaan setelah
kematiannya (tadbiir) menerima adanya pembatalan pembelian.
Demikian juga penangguhan kemerdekaan dimana hal tersebut
menerima penghapusan akad, yang disebebkan hilangnya
kepemilikan budak tersebut. Al eadhi Husain terah
menlnmpaikannya. Dan ifulah kesimpulan yang nampak.

Apabila pembeli mengawinkan budak perempuan muda
atau budak laki-laki, kemudian dia mengetahui cacat tersebut,
sementara penjual tidak pernah rera dengan perkawinan ifu,
segolongan ulama memutuskan wajib memberi ganti rugi bagian
yang hilang karena perkawinan itu, sebab pemikahan itu diadakan
unfuk selamanya, sehingga pemikahan ifu sama seperti cacat
yang tidak diharapkan bisa hilang.

Ar-Rafi'i #B berkata: Sebagian mereka memutuskan unfuk
berpegang pada pendapat ini. Ar-Ruyani dan Al Mutawalli,
keduanya memilih pendapat ini. penjelasan fu-Rafi'i ini terkadang
memberi pengertian bahwa sebagian mereka menjawabnya
berdasarkan perbedaan pendapat tersebut. hnu Ar-Rif,ah berkata:
sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang menjeraskan
pendapat ini.

Adapun masalah kitabah (akad cicilan; pembebasan budak
dengan cara mencicil), Al eadhi Husain telah menyampaikan dua
pendapat dalam rnasalah tersebut, dan dia berkata: pendapat yang
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lebih diunggulkan dari Asy-Syafi'i (azhhar), sesuai dengan muatan

yang terkandung dalam alletd kitabah itu sendiri adalah, akad jual

beli tidak batal. Al Mawardi berkata: Tidak ada hak

mengembalikan, tidak (pula) pengganti bagian yang hilang, karena

tidak adanya keputusasaan (merasa kesulitan dalam

pengembaliannya) dan juga karena mengejar hak orang yang

terzhalimi, yang telah difutupi dengan semua cicilan (Nujuum).5

Ar-Rafi'i berkata: Pendapat yang lebih diunggulkan (azhhar)

kibbah itu sama seperti mhn, dimana mengejar hak orang yang

terzhalimi itu tidak akan selesai dengan sernua cicilan , karena

sejatinya semua cicilan adalah harta pembeli .

Al Mutawalli dalam At-Tatimmah berlota: Apabila penjual

menolak, untuk menerima pengembalian, atau kita mengatakan;

penyertaan stafus budak mul<abb (yang mengadakan akad cicilan

pembebasan dirinSn) dalam pengernbalian tidak boleh, rnaka wajib

memberi ganti rugi bagian Sang hilang sebab adanya cacat lama.

Ar-Rafi'i *U berkata: Di dalam At-Tatimnnh disebutkan

bahwa kibbah sama seperti tazuliij (mengawinkan), maksudnya

adalah; dalam segi kewajiban memberi ganti rugi bagian 5ang

hilang sebab adanya cacat lama.

Adapun dalam masalah bolehnp mengembalikan objek jual

beli, sepengetahuanku penulis At-Tatimmah mengernbangkannya

berdasarkan pendapat yrang menptakan; bolehnya menjual budak

mul<atab. Jadi, akad kibbh itu tdak se@ra mutlak sama dengan

bztliij.

s Nuiuum dalam kontek al<ad Kitaabh adalah seonqg budak membaSar
uang pernbelian diringra kepada pemiliknyra dengan sejunrlah porsi pembapran
yang dicicil. (Al Mutni'i1.
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Dalam masalah kitabah ini, terhimpun empat riwayat
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang berbeda:

Riwayat pendapat pertama: pendapat yang paling shahih
dari keempat riwayat pendapat tersebut adalah, bahwa (kitabah)
sama seperti rahn. sehingga pembeli tidak melakukan pembatalan
pembelian seketika, dimana dia juga tidak wajib memberi ganti rugi
bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, menurut pendapat
yang paling shahih. Ini mempakan riwayat pendapat yang
dijadikan pegangan oleh Ar-Rafi'i.

Riwayat pendapat kdua: Memastikan pembeli tidak boleh
meminta ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama.
Ini merupakan riwayat pendapat yang dijadikan pegangan oleh Al
Mawardi.

Riwayat pendapat ketiga: Memastikan wajibnya memberi
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat lama. Ini merupakan
riuayat pendapat lrang dijadikan pegangan oreh penulis At-
Tatimmah.

Riwayat pendapat keempat: Akad kitabahmenjadi batal. Ini
merupakan kesimpulan yang dipahami dari komentar Al eadhi
Husain dalam pernyataann!/a: pendapat yang rebih diunggulkan
adalah tidak adanya pembatalan jual beli. Alasan hukum riwayat
pendapat ini berpangkal pada bolehnSa menjuar budak mukatab.
Dimana al<ad kitabah ifu batal. Ini merupakan salah satu dari dua
pendapat yang dibangun berdasarkan eaut eadim. bahkan dapat
dipastikan bahwa itu merupakan salah satr dari kedua pendapat
dibangun berdasarkan Qaul Qadim.
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Sedangkan ketiga riwayat pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i, ifu dibangun berdasarkan pendapat yang menyatakan

penjualan budak m uka ta b sulit direalisasikan.

Jika pembeli telah mengembalikan ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama, kemudian budak mukatab
kesulitan membayar cicilan tersebut, atau suami menjatuhkan

talak, maka jawabannya seperti kedua pendapat yang telah

dikemukakan dalam masalah hilangnya cacat setelah menerima

ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat tersebut.

Cabangt Jika pernbeli memakaikan sepatu pada hewan

tunggangan, kemudian dia mengetahui cacat lama yang terdapat
pada tunggangan tersebut; apabila pelepasan sepatu fidak

mengakibatkan tunggangan itu cacat; misalryra funggangan

tersebut ada di bawah kepenrilikan penjual, sementara penrbeli

memasang sepafu pada hrnggangan tersebut, dimana lepasnya

sepatu tidak timbul akibat pemindahan tunggangan, maka dia
boleh melepasngn dan mengembalikan obyek jual beli.

Jadi, apabila pembeli fidak pemah melepasnya dalam

kondisi semacatn ini, maka pembeli tidak wajib menerima sepahr

tersebut.

Perbedaan antara pelepasan sepafu dalam kasus ini dan

sepatu di bawah kepernilikannya, menrpakan funtutan pihak yang

berselisih bahwa pemasangan sepafu adalah, tindakan meletakkan

sesuafu yang menyerupai mrratan di atas tunggangan ifu. Inilah

alasan pemisahan cabang tersebut.
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Telah dikemukakan keterangan yang telah disebutkan oleh

Al Qadhi Husain mengenai tindakan pembeli; memotong bulu

halus itu merupakan faktor yang menghalangi pengembalian.

Aku (As-Subki) telah menyebutkan masalah ini dalam
pembahasan tersebut, namun hanya sekedar mengemukakannya.

Kemungkinan dia memberlakukannya dalam kedua masalah

sekaligus, bahkan dapat dipastikan demikian. Karena babnya

menerangkan ketvajiban segera mengucapkan pembatalan

pembelian.

Apabila pencabutan kuku tunggangan ifu memecahkan

lubang paku, dan mengakibatkan kuku tunggangan itu cacat, lalu

pernbeli tetap mencabut kuku tersebut, maka haknya

mengembalikan dan memperoleh ganti rugi bagian yang hilang
sebab adanya cacat lama itu batal. Dalam masalah ini, ada

kemungkinan jawaban lain milik Al Imam Haramain.

Jika pelepasan sepafu itu terjadi sebelum melihat cacat

lama -bila pelepasan sepatu itu mengakibatkan terjadinya
pengurangan (harga)-, maka pelepasan sepafu ihr sama seperti

semua cacat baru yang lainnya dalam masalah ganti rugi bagian
yang hilang.

Jika pembeli mengembalikannya berikut sepafu tersebut,

maka penjual dipaksa agar menerima pengembalian itu dan
pembeli tidak berhak menuntut nilai tukar sepatu.

Kemudian dalam masalah membiarkan sepafu heuran

tunggangan, apakah benhrknya tamliik (pemberian hak milik) itu
berasal dari pembeli? Apakan konsekuensinya sepafu ifu menjadi

milik penjual?. Atau (pembiaran sepatu itu) guna menghindari
cacat, sehingga sepatu itu tetap menjadi milik pembeli?. Dalam
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menjawab masalah pertanyaan di atas, ada dua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i. Dimana yang lebih mendekati qiyas dat'r

kedua pendapat tersebut adalah yang kedua (menghindari cacat

baru). Halini kalau yang terjadi hanya pembiaran sepatu.

Nah, Jika disertai pemyataan hibah, maka kepemilikan
sepatu itu telah diperoleh. Menurut sebuah pendapat yang lemah:

Perbedaan pendapat tersebut juga terjadi dalam kasus terakhir ini.

Perbedaan pendapat tersebut telah dikemukakan dalam
masalah; semua bebafuan dalam bab jual beli pohon dan buah-

buahan. Namun, bukan berarti dia seperti pemyataan kami: bahwa

dia tidak memiliki hak menuntut pelepasan sepafu selama masih
menyatu. Apabila penjual menunfut pelepasannya sebelum
pengembalian karena cacat lama, maka dia berhak melakukan hal
itu.

Di dalam pemyataan terakhir ini, tersimpan dalil bahwa
pada awalnln pembeli tidak wajib memberi pengganti sepafu
tersebut. Demikian Al Imam Haramain menegaskan.

Apabila pembeli berkata: "Aku tidak pemah rela

memberikan sepatu ifu secara cuma-q.lma dan tidak juga dalam
permintaan ganti rugi bagian ytang hilang karena cacat lama, sebab

aku tidak harus mentolerir cacat tersebut, sementara pencabutan

sepafu itu memastikan timbulnya cacat baru. " Al Ghazali berkata:

Permohonan tersebut tidak bisa dikabulkan, karena permohonan

ifu sama dengan menahan biap pengembalian.

Apabila pembeli mencelup kain, kemudian dia melihat cacat

lama, maka jika harga kain ifu mengalami pengurangan akibat
pencelupan (manramai kain dengan memasukkannya ke dalam air
celup yang mengandung zat wama), maka tidak sulit dipahami
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bahwa mencelup kainifu adalah cacat baru. Dimana ketentuan

hukumnya seperti yang telah dikemukakan, ketika terjadi

kesepakatan atau perselisihan (di antara kedua belah pihak).

Adapun jika harga kain nilainya semakin bertambah mahal,

penulis At-Taqnb kemudian Al Imam Haramain, Al Ghazali dan

Ar-Rafi'i berkata: Apabila mereka rela (sepakat)

mengembalikannya tanpa menuntut apapun, maka penjual harus

menerima pengembalian tersebut. Tidak ada khilaf ulama dalam

hukum ini.

hnu Ash-Shabbagh dan Al Bandaniji secara mutlak

menSatakan bahwa apabila pembeli mencelupnya, maka dia tidak

berhak mengembalikannya dalam kondisi mengandung zat wama,

dimana dia berhak meminta ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama.

hnu Ar-Rif'ah mengarahkann5a pada masalah; apabila

terjadi pengurangan harga kain akibat pencelupan itu. Hal ini

unfuk menggabungkan antara komentar Ibnu Ash-Shabbagh dan

komentar Al Imam Haramain.

Namun, yang lebih tepat menurut pendapatku adalah, tidak

mengarahkan komentar hnu Ash-Shabbagh pada masalah

tersebut, hal ini sesuai dengan bukti yang disampaikan pada bagian

akhir komentam5n, bahkan yang dikehendakinya adalah pembeli

tidak berhak mengembalikannya selama dia tidak rela dengan

pencelupan tersebut (diberikan secara cuma-cuma); apabila dia

rela, maka penjual tidak boleh menghalangi pengembalian itu.

Jadi, kondisi yang telah disebutkan oleh penulis At-Taqrib

dan Al Imam Haramain, tidak pemah dijelaskan oleh lbnu Ash-

tg6 ll ,U urjrru'SyuahAl lutuhadzdzab



Shabbagh. Dimana komentamya yang bersifat mutlak, harus

dibatasi.

Al Imam Haramain berkata: Pencelupan ifu beralih stafus

menjadi milik penjual, karena pencelupan itu adalah sifat kain
yang tidak dapat dihilangkan, dimana pencelupan ifu tidak sama

seperti sepatu hewan.

Akan tetapi, memasukkannya ke dalam milik penjual

mengandung kesamaan dengan masalah berbaumya buah-buahan.

Masalah berbaumya buah-buahan ini terjadi perbedaan pendapat

di dalamnya, karena ada unsur mengungkit-ungkit pemberian

tersebut.

Berbeda dengan sepafu hanran, karena posisinln sebagai

pelengkap, sedang posisi pencelupan itu adalah berada, di atas

sandal dan di bawah buah-buahan.

Jika pernbeli menuntut ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama, dan penjual berkah: "Kembalikan kain ifu, karena aku

akan menanggung harga pencelupan yang menjadi hakmu," maka

terkait hak siapa png dipenuhi, ada dua pendapat ulama madzhab

Asy-SFfi'i:

Pendapat pertama: Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al
Mahamili dalam At-Tajrid dan Al Majmui lbnu Ash-Shabbagh dan

Al Mutawalli memutuskan dengan pendapat ini, bahwa pihak yang

dipenuhi haknya adalah penjual dan pernbeli tidak berhak

memperoleh ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat

lama.
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' Pendapat kedua: Dengan pendapat ini pula, Abu Hanifah
berpendapat: Bahwa pembeli berhak menuntut ganti rugi bagian
yang hilang.

Pendapat kedua ini termasuk pendapat yang mendukung
bahwa komentar hnu Ash-Shabbagh, khususnya dalam masalah
pencelupan kain, yang mengakibatkan harga kain nilainya semakin
mahal.

Ibnu Ash-Shabbagh tidak mempedulikan bagian yang telah

disebutkan oleh penulis At-Taqnb dan Al Imam Haramain. Atau
dia tidak memilih pendapat, bahwa boleh memaksa (penjual) agar
menerima pengembalian ifu. Dimana dia juga membedakan antara
masalah pencelupan dengan masalah sandal, sehingga

komentamya tetap bersifat mutlak.

Perbedaan antara masalah ini, jika kita memenuhi hak
penjual, dengan masalah apabila dia menuntut ganti rugi bagian
yang hilang karena cacat baru. Jika kita memenuhi hak pembeli,

menumt pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i, sangatlah
jelas. Karena, pembeli dalam kasus ini berhak menunfut harga
pencelupan tersebut, sementara (funtutan pengembalian) uang
pembelian ifu untuk mengejar haknya yang terzhalimi.

Sementara dalam kasus sandal hannn, pembeli tidak harus
menanggung apapun. Jika kita menetapkannla, bahwa berhak
mengembalikan beserta ganti rugi bagian yang hilang karena
adanya cacat banr, tentunya kita akan menetapkannya
menanggung hak penjual, 3nng bukan perimbangan dari apa yang

telah dia peroleh.

Contoh masalah lrang menyerupai masalah kami ini adalah;
penjual menuntut pengembalian objek jual beli sekalipun disertai
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cacat baru tanpa ganti rugi bagian yang hilang sama sekali. Bisa

dipastikan hak penjual tersebut dipenuhi.

Apabila pembeli menuntut pengembalian dan mengambil

kembali harga pencelupan berikut uang pembelian kain, maka

mengenai kewajiban memenuhi permohonannya yang dibebankan

kepada penjual, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut

menyatakan penjual tidak wajib memenuhi permohonannya.

Namun, pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i ini,

yang sesuai dengan komentar Ibnu Ashh-Shabbagh adalah,

memufuskan wajibnya memberi ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat lama, ini jika komentamya tidak diarahkan pada

masalah pencelupan yang mengakibatkan pengurangan harga

kain.

Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam Ar-Raudhah berkata

sebagaimana komentar lbnu Ash-Shabbagh, Pendapat yang paling

shahih dari kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa penjual

tidak wajib memenuhi permohonan pembeli. Ar-Rafi'i berkata:

Tetapi pembeli berhak menuntut ganti rugi bagian yang hilang

sebab adanya cacat lama. Al Imam Haramain tidak pemah

menjelaskan hal ini.

Akan disampaikan semua catatan penting yang akan aku

sebutkan saat ini, -Insya Allah Ta'ala-, berikut penjelasan kondisi

yang terjadi dalam cabang masalah ini, apakah tuntutan itu sahr-

satunya cara penyelesaian masalah tersebut? Atau dalam

penyelesaian masalah ada cara lain? Berikut ini semua catatan

penting dalam cabang masalah ini.
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Catatan pertama: Allmam Haramain ketika menyampaikan

perbedaan pendapat mengenai kedua sisi -maksudku permohonan

pembeli menahan objek jual beli dan meminta ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat lama atau pengembalian dan menuntut

harga pencelupan- dia menyamakannya dengan perbedaan

pendapat mengenai funtutan paksa penggabungan ganti rugi

bagian yang hilang sebab adanya cacat lama dan pengembalian

objek jual beli.

Al Imam Haramain berkata: Pencelupan kain yang

membuat nilainya semakin mahal diberlakukan seperti ganti rugi

bagian yang hilang sebab adanya cacat baru dalam kedua sisi

tuntutan.

Ar-Rafi'i berkata: Maksudnya adalah apabila penjual

berkata, "Kembalikan objek jual beli berikut ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanSn cacat baru," pembeli berkata: "Aku akan

menahann5n dan meminta ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat larna," maka mengenai siapa lrang permohonannya

dipenuhi? Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Demikian juga bila pernbeli berkata: 'Aku akan

mengembalikan berikut ganti rugi bagian png hilang sebab adanya

cacat baru," sedang penjual berkatar "ffidak perlu dikembalikan),

tetapi aku akan menanggung ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat lama. " Keterangan ini sudah sangat jelas bagi orang

yang mau merenungkan ketiga pendapat yang telah disebutkan

dalam kasus tersebut; apabila dia mernikirkan salah satu dari kedua

sisi ihr se@ra terpisah.

Titik persarrnn antara celup yang membuat nilai kain

semakin mahal dan ganti rugi bagian lrang hilang karena cacat
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baru adalah, bahwa memasukkan pencelupan ke dalam milik

penjual, di samping pencelupan itu merupakan hal yang telah

terakomodir dalam akad, ini sama dengan memasukkan ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat baru yang telah terakomodir

dalam akad tersebut. Inilah komentar Ar-Rafi'i *s.

Maksud yang dikehendaki Ar-Rafi'i dan maksud yang

dikehendaki Al Imam Hammain adalah, bahwa penjual dan

pembeli bila salah sahr dari kedua belah pihak tersebut menuntut

pengembalian objek jual beli, maka penjual harus memberikan nilai

tukar pencelupan, dimana pihak lain menunfut penahanan objek

jual beli berikut ganti rugi bagian yang hilang, maka siapakah yang

dipenuhi permohonannya? Disini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat, bahwa pihak yang dipenuhi permohonannya adalah

penjual dalam kdua kondisi.

Pendapat kedua: Pihak yang dipenuhi permohonannya

adalah pernbeli dalam kedua kondisi di atas.

Al Ghazali dalam Al Basith menyampaikan komentar yang

hampir sama dengan komentar Al Imam Haramain. Sedangkan

dalam Al Wajiz, dia berkata: Memasukkan pencelupan sama

dengan memasukkan ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat baru.

Ar-Rafi'i *s berkata: Kesimpulan yang nampak dari

komentar Al Ghazali di atas, memberi kepastian terulang kembali

tiga pendapat yang berbeda dalam kasus ini. Kemudian dikatakan:

Permohonan yang dipenuhi dari ketiga pendapat di atas, menunrt

sebuah pendapat adalah, orang yang memohon penyelesaian
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kasus dengan menuntut ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

lama. Al Ghazali telah menyampaikan pemyataan ini secara tegas

dalam Al Wasith.

Namun riwayat pendapat yang ketiga ini, hampir tidak
ditemukan pemah dilontarkan oleh selain Al Ghazali. Jika
diasumsikan pendapat ketiga ini benar-benar ada, tenfunya kami
telah menjelaskannya, kemudian pendapat yang paling shahih

adalah pendapat yang ketiga. Dimana dalam kasus ini, funtutan
keterangan yang disampaikan para ulama adalah bahwa pembeli

tidak dipenuhi permohonannln, bila dia memohon ganti rugi
bagian yang hilang karena cacat lama, seperti keterangan yang

telah disampaikan.

Menurutku (As-Subki): Komentar Al Ghazali dalam Al
Wasith maknanln akan terlihat dengan jelas dalam komentar yang
disampaikan Ar-Rafi'i *b. Dimana komentar Al Ghazali

kemungkinan dapat diarahkan pada keterangan yang dimuat
dalam An-Mhaph dan Al hsith.

Adapun komentamgn dalam Al Wasith, dia berkata:

Apabila pembeli menuntut nilai tukar pencelupan, lantas apakah
penjual wajib memenuhi permohonann5ra dalam mengembalikan

uang pembelian tersebut? Di dalam masalah ini, ada dua pendapat

yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Spfi'i (Wajhaanli.

Apabila kita mengatakan: Kita tidak bisa menunfut paksa

penjual unfuk mengganti nilai hrkar pencelupan tersebut, maka
pencelupan kain itu sama dengan cacat baru. Sehingga ketiga
pendapat dalam kasus tersebut terulang kembali dalam masalah;

apakah memiliki sesuatu yang baru itu lebih diprioritaskan atau

menanggung ganti rugi bagian lnng hilang karena cacat lama?
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Jawaban masalah ini sudah sangat jelas dan lugas, sebagaimana

komentar yang disampaikan Ar-Rafi'i.

Akan tetepi dalam masalah ini, ada tambahan hal yang sulit

dipahami dalam logika awal, selain komentar yang telah

disebutkan Ar-Rafi'i, yaitu meletakkan ketiga pendapat sebagai

cabang yang dibangun berdasarkan pendapat yang menyatakan

tidak memaksa penjual agar mau menyerahkan nilai fukar
pencelupan kain tersebut. Masalah rahn sebelumnya telah

menjelaskan bahwa ini adalah pendapat yang berkaitan dengan

pemenuhan permohonan penjual, dimana tidak ada yang tersisa

setelah pendapat ini kecuali dua pendapat, gaifu; memenuhi
permohonan pembeli atau mernenuhi permohonan orang yang

menuntut ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama.

lalu bagaimana bisa ketiga pendapat tersebut diposisikan sebagai

cabang yang dibangun berdasarkan salah sahr dari kedua pendapat

di atas?

Hal yang sulit untuk dipahami ini dapat terurai dengan

penjelasan bahwa yang kami kehendaki adalah, jika kami tidak

memaksa penjual agar menyerahkan nilai tukar pencelupan, maka

pencelupan kain tersebut adalah milik pembeli, sementara kain itu
harganya mengalami pengurangan akibat masih menyafunya

dengan pencelupan, yang tidak termasuk menyertai kain dalam

menenfukan harganya. Jadi, pencelupan yang mengurangi harga

kain tersebut merupakan cacat baru.

Jadi, bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak

mengenai ganti rugi bagian yang hilang karena cacat baru, maka

kain tersebut ditentr-rkan hargan5ra, pada saat ditemukan cacat

lama pada kain yang belum dicelup.
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Apabila dikatakan: Harga kain tanpa pencelupan adalah

sepuluh dirham, maka kain ditentukan harganya pada saat

ditemukan cacat lama pada kain tersebut, dimana pencelupan kain

ifu benar-benar menyafu dengan kain yang telah ditentukan
harganya.

Apabila dikatakan: Harga kain tanpa pencelupan adalah

sembilan dirham, maka diketahui bahwa nilai yang hilang sebesar

satu dirham, sehingga pembeli harus menyerahkan satu dirham

berikut kain tersebut, dimana pembeli meminta kembali uang

pembelian kain itu. Sementam hasil pencelupan yang melekat

pada kain itu tetap menjadi milik pembeli.

Apabila terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak

atas langkah-langkah penyelesaian kasus ini, atau ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat lama, maka hal itu bisa dilakukan.

Sementara, bila terjadi perselisihan di antara kedua belah

pihak dalam kedua langkah penyelesaian kasus ini, maka bila

berpedoman pada satu pendapat, penjual dipenuhi
permohonannlra-

Apabila penjual memilih menyerahkan ganti rugi bagian

png hilang karena cacat lama, atau dia meminta ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat baru, maka hal itu harus ditawarkan
kepada pihak pembeli. lalu apabila pembeli menolak tawarannya,

maka haknya gugur.

Apabila berpdoman pada pendapat yang lain, pernbeli

dipenuhi permohonannya. Karena apabila dia menunfut ganti rugi
bagian yang hilang sebab adan5ra cacat lama, sementara penjual

tida[< sepakat dengan penarikan kembali kain tersebut dalam

kondisi cacat yang disebabkan pencelupan kain ifu, dimana dia
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juga tidak mau menyerahkan nilai tukar pencelupan itu, maka

penjual harus dipaksa agar menyerahkan ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama.

Apabila pembeli memohon pengembalian berikut

mananggung ganti rugi bagian yang hilang karena cacat baru,

dimana dia meminta kembali uang pembelian barang tersebut,

maka penjualboleh dipaksa agar memenuhi permohonan itu.

Apabila berpedoman pada pendapat yang lain, pihak yang

menuntut ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama;

baik itu sebagai tindakan mengambil (hak miliknln) secara paksa

atau pengganti. Inilah penjelasan Ibnu Ar-Rif'ah, dimana dia tidak

selalu mengikuti tuntutan yang dikehendaki komentar Al Imam

Hammain, yaifu tasybih (menyamakan pencelupan yang membuat

nilainya semakin mahal dengan ganti rugi bagian yang hilang

sebab adanya cacat baru).

hnu Ar-Rif'ah berkata: Sebenamya bisa saja Al Imam

Hammain mengatakan: Penjual tidak bisa dipaksa agar

menyerahkan nilai tukar pencelupan tersebut, dan dia bisa dipaksa

agar menerima ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat

baru.

Perbedaannya adalah, ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat baru itu, merupakan benfuk resiko penanggungan

barang yang hilang, dan telah keluar dari sisi kepemilikannln.

Aturan yang biasa diberlakukan dalam syariat adalah, seseorang

boleh dipaksa agar menarik hartanya kembali atau membebaskan

dari tunfutan hartianya. Memaksa penjual agar menyerahkan nilai

tukar celup adalah bentuk pemaksaan agar memiliki sesuafu sejak

awal dia menyerahkan, bukan dengan cara menanggung resiko
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tersebut. Mekanisme seperti itu tidak biasa diberlakukan dalam

s5mra'.

Kemudian hnu Ar-Rif'ah menentang dirinya sendiri

menggunakan pendapat Al Ghazali setelah dia menyampaikan
penjelasan: Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa
pembeli tetap menjadi mitra dalam kepemilikan pencelupan kain
tersebut. Dia berusaha melakukan Interpretasi atas komentar Al
Ghazali, bahwa maksud yang dikehendakinya adalah tidak ada

seorang pun yang berpendapat bahwa tidak ada pilihan bagi
penjual kecuali menjadikan pembeli sebagai mitranya, atau haknya

hilang. Maksudnya adalah, bahkan dia bebas memilih antara hal
tersebut atau memberi ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat lama.

Menurutku (As-Subki): Interpretasi ini didukung oleh
pembedaan Al Ghazali lrang menlatakan, bahwa pernbeli

menerima kerugian karena pencelupan tersebut, berteda dengan

ormg yang mengambil milik orang lain secara paksa (gtpshib).

Pembeli menerirna kerugian langkah penyelesaian ini, dengan

memastikan dirinya seperti orang 3ang mengambil milik orang lain
secara paksa (shashib) bukan atas dasar pilihan.

Aku akan mernbicarakan yang menguatkan

interpretasi ini atau melenrahkannya dalam catatan yang kedua.

Jadi, apabila interpretasi ini benar, maka hal sulit dipahami png
kedua dari Al Ghazali telah terjawab. Dimana tidak ada yang

tersisa kecuali hal sulit dipahami yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Ketika interpretasi ini benar, maka menunrt pendapatku,

komentar yang telah disebutkan Al Ghazali dalam Al Wasith, yaitt
mengenai cabang masalah ini, yang didalamnya ada tiga pendapat
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yang berbeda, antara mengembalikan kain tanpa pencelupan, atau

memilih antara mengembalikan kain atau mengambil paksa ganti

rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, maka siapakah

dalam cabang masalah ini; penjual atau pembeli yang dipenuhi

permohonannya? Atau pihak yang menuntut ganti rugi bagian

yang hilang sebab adanya cacat lama? Ini adalah cabang yang

memberi penjelasan lebih, dimana komentar An-Mhayah, Al
Basithdan Al Wasith tidak pemah menyinggungnya.

Pendapat yang ditegaskan AI Ghazali dalam Al Wasithndak

secara tegas menjelaskan maksud yang dikehendaki komentar Al
Ghazali yang telah disebutkan dalam Al Wajiz. Seperti indikasi

yang telah ditunjukkan oleh Ar-Rafi'i *S. Bahkan komentamya

yang ada dalam Al Wajiz memasukkan pencelupan kain tersebut

ke dalam milik penjual dengan cara paksa, demikian juga dengan

komentar An-Nihayah dan Al Basith.

Adapun komentar Al Ghazali dalam Al Wasith,

memasukkan kain berikut ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat baru (ke dalam milik penjual) tanpa pencelupan

tersebut, lalu dari mana salah safu dari kedua komentar Al Ghazali

ihr muncul dari komentar yang lainnya?

Maka, pendapat yang telah disebutkan Al Ghazali dalam Al
Wasith itu bukanlah pendapat yang ketiga dalam masalah ini,

sebagaimana yang dikehendaki komentar Ar-Rafi'i *qs. Bahkan

ketiga pendapat yang berbeda ihr terjadi dalam masalah yang lebih

dari masalah tersebut.

Boleh juga memposisikan pendapat yang paling shahih di

antara ketiga pendapat tersebut, yaihr bahwa pihak yang dipenuhi

permohonannya adalah orang yang menuntut ganti rugi bagian
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yang hilang sebab adanya cacat lama, sebagaimana pendapat yang

paling shahih dalam masalah tersebut.

Pendapat ini tidak kontradiktif dengan keterangan yang

disampaikan para ulama dalam kasus ini, bahwa pembeli tidak
dipenuhi permohonannya bila dia menuntut ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama, sebagaimana komentar yang
disampaikan Ar-Rafi'i 49, "seperti pendapat yang telah

disebutkan," karena pendapat yang telah disebutkan menyatakan

bahwa pembeli tidak dipenuhi permohonannya bila dia menuntut
ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, dan

menuntut penjual membayar nilai tukar pencelupan tersebut.

Sedangkan jika pembeli menuntut ganti rugi bagian yang

hilang sebab adanya cacat lama pada saat penjual menolak untuk
menyerahkan nilai tukar pencelupan ifu, maka seperti pendapat

yang telah disebutkan.

Catatan kedua: Al Imam Haramain berkata: Tidak ada

seorang pun yang menyelesaikan kasus ini dengan berujung pada

keputusan bahwa pembeli boleh mengembalikan dan tetap
menjadi mitra dalam kepemilikan kain tersebut, sebagaimana

penyelesaian kasus dalam barang yang dighashab.

Namun, ada kemungkinan penyelesaian kasus diyabs
diarahkan pada keputusan itu. Al Ghazali telah menjawab

kemungkinan ini, bahwa pembeli menerima kerugian akibat

adanya hubungan kemitraan, berbeda dengan orang mengambil

milik orang lain secara paksa (ghashib), karena pengambilan milik
orang lain itu menetapkannya sebagai mitra dan tidak peduli dia itu
menerima kerugian, karena dia telah melakukan tindakan

melampaui batas {ghasha61.

208 \\ at rro;rn.,'Sycah,{t Muhadzitzob



Ibnu Khalkan menentang jawaban Al Ghazali dengan

menyatakan, bahwa pihak yang memberi pinjaman utang kepada

orang yang pailit, boleh menunfut pembayaran berupa kain yang

harganya semakin mahal akibat dicelup. Dimana pihak yang

memberi pinjaman kepada orang yang jatuh pailit tersebut

stafusnya sebagai miha, padahal orang yang palit tidak pemah

terlihat melakukan perbuatan melampaui batas.

hnu Ar-Rifah menjawab: bahwa yang dimaksud dalam

menetapkan kepailitan itu adalah menghindari kerugian yang

diterima penjual, karena apabila pihak yang memberi pinjaman itu

menuntut pembayaran berupa kain, maka kerugian diterima oleh

orang yang pailit karena mengikuti (hubungan kemitraan),

sedangkan yang dimaksud dalam pengembalian karena cacat

adalah menghindari kerugian yang diterima pembeli dengan cara

mengembalikannya, dimana memposisikannya sebagai mitra

menimbulkan kerugian baginya, yang sengaja dilakukan, bahkan

lebih banyak daripada kerugian karena cacat.

Sedang aku berpendapat: Bahwa pihak yang memberi

pinjaman kepada orang 5rang pailit apabila menuntut pembayaran

berupa kain tanpa pencelupan, maka kerugian tidak pemah

diterima oleh orang pailit, akibat adanln hubungan kemitraan

(syirkahl, karena aset milik orang Snng pailit stafusnya adalah

semua objek jual beli. Ulama madzhab kami bahkan berkata: Kain

tersebut boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dibagi di antara

mereka berdua sesuai porsi yang dikehendaki oleh pembagian

tersebut.

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah seluruh kain

ihr stafusnya milik penjual, dan semua pencelupan itu milik orang
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yang pailit, atau mereka berdua memiliki hubungan kemitraan
dalam kepemilikan kain dan pencelupan tersebut? Di sini, ada dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi,i.

Sedang dalam masalah pengembalian karena cacat, salah
satu dari kedua belah pihak tidak wajib melakukan penjualan kain,
sehingga kerugian ihr timbul karena menyertai hubungan
kemitraan.

Perlu diketahui bahwa penentangan ini dan kedua jawaban
dari Ibnu Ar-Rif'ah merupakan hasil pengembangan atas
pemyataan yang ditegaskan oleh komentar Al Ghazali, yaifu tidak
adanya pembicaraan mengenai hubungan kemitraan dalam kasus
diSmhs, ini disebabkan mempertimbangkan kerugian yang diterima
pembeli, dimana yang dimaksud komentar Ar Ghazali adalah
penetapan hubungan kemitraan itu tidak wajib diletakkan pada
pembeli, seperti interpretasi yang disampaikan oleh Ibnu Ar-Rif'ah.

Penyamaan penetapan hubungan kemitraan dengan
ghashab oleh AI Imam Haramain menegaskan maksud komentar
Al Ghazali tersebut.

Bagian awal komentar Al Imam Haramain, yaifu
pemyataannya: Tidak ada seorang pun dari ulama madzhab Asy-
Syafi'i yang menyelesaikan kasus tersebut dengan berujung pada
keputusan bahwa pembeli mengembalikan kain dan dia tetapi
menjadi mitra, hal ih-r memuat kemungkinan penetapan hubungan
kemitraan. Maksudnya adalah dengan cara mewajibkan hubungan
kemitraan kepada pembeli, sebagaimana hubungan kemitraan ifu
ditetapkan kepada Ghashib.

Atas dasar kemungkinan inilah, pembedaan Al Ghazali
menjadi tepat. Penentangan Ibnu Khalkan atas pembedaan Al
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Ghazali ini disebabkan karena orang yang jatuh pailit itu boleh

dipaksa agar menerima hubungan kernitraan dari pihak penjual,

dimana muncul pula kedua jawaban yang telah dikemukakan.

Tetapi pada bagian akhir komentar Al Imam Haramain, ada

keterangan yang memberi kepastian bahwa penetapan hubungan

kemitraan sifat-rp boleh (bukan tututan wairb). Karena dia berkata:

Masalah ini telah disebutkan oleh penulis At-Taqib, dimana

kelompok ulama Irak telah mengemukakan masalah tersebut. Ada

kemungkinan jawaban lainnlp dalam masalah ini; bila melihat sisi

3ang telah aku sebutkan, lBitu membolehkan pengembalian serta

masih adanyra kepernilikan pernbeli tersebut dalam pencelupan

(zat wama kain) itu, karena kami mernosisikan ghashib sebagai

mitra apabila dia ma'g:ghashab kain. Komentar Al Imam

Haramain telah selesai.

Jadi, pemptaan Al Imam Hararnain dalam kasus ini:

"Mernbolehkan pengembalian" membuktikan bahwa penetapan

hubungan kemitraan ihr benfuknya bukan tuntutan wajib, namun

hanln diperbolehkan saia. Jika demikian, maka Interpretasi atas

komsrtar yang telah disampaikan Al Ghazali itu fidak akan

muncul.

Karena tuntutan yang dikehendaki komentam5n adalah

komentar yang terakhir, sedang komentar yrang awal tidak ada

seorang pun lrang mengatakan bolehnp mengembalikan disertai

hubungan kerniUaan. Sehingga Interpretasi yr3ng telah disebutkan

itu menjadi berakhir (tdak dapat ditemskan).

Jika demikian, maka pernbedaan Al Ghazali dengan

kenrgian png diperoleh pembeli tidak bisa tenrs diikuti. Karena

terkadang dia memilih membolehkan pengembalian disertai
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hubungan kemitraan. Sehingga jika demikian, penolakan

pengembalian dan hubungan kemitraan itu bukan karena kerugian

yang diterima pembeli, tetapi justru sebaliknya; karena kerugian

yang diterima penjual, yaitu menyerupai kerugian yang diterima
pihak yang barangnya diambilsecara paksa (maghshub minht).

Yang lebih tepat apabila kita telah sampai pada posisi ini

adalah, kami menganjurkan agar melakukan interpretasi atas

komentar Al Ghazali yang dimuat dalam Al Wasith, karena

komentarnya itu menerangkan komentar Al Imam Haramain.

Bagian awal komentar Al Imam Haramain masih memuat

kemungkinan lain. Redaksi "Eloleh" pada bagian akhir
komentam5ra tidak secara tegas menafikan tuntutan wajib tersebut,

sehingga komentar terakhir ifu harus dikembalikan ke komentar

awal.

Sebab hal ini lebih tepat dari pada meletakkan pembedaan

Al Ghazali itu pada posisi di luar pandangan dari komentar Al
Imam Haramain. Pendapat yang disepakati oleh ulama madzhab

Asy-Syafi'i adalah, bahwa hak pembeli tersebut tidak bisa

ditentukan dalam kepufusan bahwa pembeli boleh mengembalikan

kain dan dia berubah statusnya menjadi miba.

Pendapat tersebut memberi kepastian bahwa jika pembeli

menuntut (pengembalian dan hubungan kemitraan), pembeli tidak

wajib mengembalikannya. Di dalam masalah pengembalian kain

dan hubungan kemitraan tersebut, ada komentar tambahan, yaitu

komentar yang telah Al Ghazali sebutkan dari penulis At-Tahdzib.

Catatan ketiga: Penulis At-Tahdzib berkata: Apabila tidak

memungkinkan bagi pembeli untuk membersihkan celupan

tersebut, maka jika pembeli sepakat misalnya; pembeli
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mengembalikannya dan dia statusnya berubah menjadi mitra

bersama penjual dalam kepemilikan tambahan harga, maka

pembeli boleh mengembalikannya.

Apabila penjual menolaknya, maka pembeli berhak

menahannya dan meminta ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama. Pendapat trsebut telah dikemukakan dari penulis At-
Tahdzib. Dalam At-Tahdzib, dia menyebutkan ulasan pembahasan

ini.

Pendapat penulis At-Tahdzih "Apabila penjual sepakat

dengan hubungan kemihaan (Syirl<ahl," dan dia menghendaki

boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya, ini adalah pendapat

shahih ulama madzhab Asy-Spfi'i. Karena, jika terjadi

kesepakatan di antam kedua belah pihak atas hubungan kemitraan

tersebut, maka tidak zulit dipahami dalam mengatakan bolehnya

mengembalikan kain itu.

Sementara bila dia menghendaki pembeli tersebut wajib

mengembalikannya atau haknln gugur, maka pendapat yang Al
Imam Haramain dan Al Ghazali telah meriwayatkan, men5atakan

bahwa tidak ada seomng pun dari ulama madzhab Asy-Syafi'i

yang menyampaikan pendapat tersebut.

Adapun perkataan penulis At-Tahdzib. "Apabila penjual

menolak, maka pembeli boleh menahann5la," jika dia

menghendaki bahwa bila penjual menolak hubungan kemitraan,

maka dapat dipastikan hak pembeli tersebut hanya dalam meminta

ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat lama, dan

pernbeli tidak boleh menetapkan ganti rugi bagian yang hilang.

Itulah kesimpulan dari komentar penulis At-Tahdzib. Jadi,

pendapatnya ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Ar-
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Rafi'i dan kontradiktif dengan pendapat yang telah diriwayatkan Al
Ghazali dalam Al Wasith, yaitu berlakukanya ketiga pendapat yang

berbeda. Namun, pendapat penulis At-Tahdzib ini sesuai dengan

pendapat yang paling shahih di antara ketiga pendapat yang telah

disebutkan. Yaitu memenuhi permohonan pihak yang menuntut
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat lama.

Tenfunya komentar penulis At-Tahdzib di atas, harus

dimaknai bahwa apabila penjual menghendaki pembeli

mengembalikan dan merubah statusnya menjadi miha, maka boleh

baginya mengembalikan. Apabila penjual menolak pengembalian

tersebut, tentunya hanya ada satu pilihan yaitu menahan objek jual

beli dan meminta ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat

lama, ini sesuai dengan pendapat yang shahih. Kesimpulan dari
pemyataan tersebut adalah bahwa penulis At-Tahdzib tidak

mempertimbangkan kerugian yang diterima pembeli, dimana

kerugian tersebut bersumber dari hubungan kemitraan, akan tetapi
pertimbangannya difujukan pada kemgian penjual. Padahal

pertimbangan kerugian itu harus memperhatikan setiap dari kedua

belah pihak, sebagaimana kita mempertimbangkan setiap orang

dari kedua belah pihak itu ketika berkumpulnya cacat baru dan
cacat lama. Dari pemyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan

seperti yang akan aku sebutkan. Insta Allah Ta'ala.

Catatan keempat: Kesimpulan singkat dari pemyataan yang

telah dikemukakan, bahwa bila pembeli memohon pengembalian

dan dia tidak menunfut apapun, maka dapat dipastikan

permohonannya harus dipenuhi dan penjual harus dipaksa agar

menerima permohonannya tersebut.



Apabila terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak

atas pengembalian beserta nilai fukar pencelupan itu, maka

langkah tersebut dapat dipastikan boleh diambil.

Apabila terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak

atas permintaan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat lama,

langkah tersebut dapat dipastikan boleh diambil.

Apabila terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak

atas pengembalian kain serta masih tetapnya celup menjadi milik

pembeli, maka langkah tersebut boleh diambil, karena sulihrya

menafsirkan komentar penulis At-Tahdzib, Al Imam Haramain dan

Al Ghazali menafsirkannya dengan makna yang lain. Yaifu

pengembalian kain beserta pengurangan harga kain akibat dicelup

atau tanpa dicelup, bila terjadi kesepakatan di antara kedua belah

pihak atas hal tersebut.

Apabila pernbeli menuntut nilai tular pencelupan tersebut,

sementara penjual sulit menerima permohonan ihl, maka menurut
pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, pembeli

tidak dapat dipaksa agar menerima perrnohonan tersebut.

Apabila pernbeli menunhrt ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat lama, sementara penjual menolak unfuk

menyerahkan nilai tukar pencelupan tersebut, maka penjual harus

dipaksa agar memberi ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

lama, menurut pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-

Syafi'i, yang menjadi funfutan komentar Al Wasith.

Apabila pembeli memohon pengembalian beserta

hubungan kemibaan dan mengembalikan ganti rugi bagian yang

hilang karena berkurangnya harga kain akibat dicelup, maka

penjual tidak boleh dipaksa agar menerima permohonannya
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tersebut, menurut pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-

Syafi'i.

Apabila pembeli menuntut ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat lama, dan penjual menunfut agar menyerahkan nilai

tukar pencelupan kain tersebut, maka pihak yang dipenuhi

permohonannya adalah penjual, menurut pendapat yang shahih

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Telah dikemukakan perbedaan antara masalah ini dengan

masalah-masalah yang lain, dimana kami menetapkan di dalamnya

memenuhi permohonan pihak yang menunfut tetap melanjutkan

akad jualbeli.

Apabila penjual menunfut pengembalian beserta hubungan

kemitraan dalam kepemilikan celupan kain tersebut, maka pembeli

tidak boleh dipaksa agar menerima hubungan kemitraan ifu, ini

sesuai pendapat yang telah dikemukakan dari Al Imam Haramain.

Dalam masalah ini, ada pendapat lain yang telah dikemukakan dari

penulis At-Tahdzib.

Cabang' Apabila pembeli telah mencelup kain (dengan

zat wama kain), kemudian dia menjualnya kembali, lalu dia

mengetahui cacat lama, maka hnu Ash-Shabbagh dan Al

Mahamili dalam At-Tajnd memutuskan bahwa dia tidak berhak

memperoleh ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut,

sebab pembeli terkadang mengembalikan kepadanya dan penjual

rela menerimanya kembali. Demikian juga apabila obyek jual beli

tersebut berupa kain, lalu dia memotong dan menjualnya kembali,

kemudian dia mengetahui cacat ifu.
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Cabang' Apabila pembeli memutihkan kain, kemudian dia

mengetahui cacat tersebut, maka jawabannya dibangun

berdasarkan pertanyaan; apakah pemutihan kain itu berbenfuk

barang atau akibat perbuatan memutihkan.

Apabila kita mengatakan: Dengan jawaban yang pertama,

maka pemutihan kain itu sama dengan mecelup kain. Apabila kita

mengatakan: Dengan jawaban yang kedua, yaifu pendapat

Muhammad bin Ahmad Al Arif, bahwa kain tersebut boleh

dikembalikan tanpa disertai pengganti apapun. Jadi, pemutihan

kain ifu seperti tambahan hasil yang menyatu dengan objek jual

beli.

Ar-Rafi'i **, berkata: Az-Zubain dalam Al Muqtadhib

memastikan bahwa pembeli boleh mengembalikannya bila

harganya semakin mahal akibat pemutihan tersebut. Dalam

pernyataan ini, tidak mengandung kontradiktif dengan pendapat

yang telah disampaikan Ar-Rafi'i.

Apabila seseorang memakai pakaian, lalu warnanya

berubah akibat dipakai, maka pengembalian itu sulit direalisasikan

dan dia berhak memperoleh ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat lama. Az-Zubain juga berkata: Pendapat tersebut

kesimpulannya sudah terlihat dengan jelas.

Jika seseorang membeli seekor kambing, lalu dia

menyembelihnya, kemudian dia menemukan cacat pada kambing

itu, maka dia berhak menerima ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat tersebut. Namun, jika penjual rela menerimanya

kembali dalam kondisi disembelih, maka pembeli tidak berhak

memperoleh ganti rugi bagian yang hilang apapun, karena ada

peluang mengembalikan kambing tersebut, dan penjual tidak wajib
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membayar upah penyembelihan kepada pembeli, karena
penyembelihan itu adalah akibat yang juga merupakan
kekurangan. Demikian pendapat Al Mawardi.

Pendapat lain: Apabila objek jual beli itu berupa kain, lalu
pembeli menjahitnya, maka dia berhak memperoleh pengganti
jahitan tersebut. I-alu jika penjual rela menerimanya kembali bila
dia mau menyerahkan upah menjahit, maka dia boleh menariknya
kembali dalam kondisi dijahit, karena dalam penjahitan itu
tersimpan cacat yang lebih ftanyak).

Pendapat lain: Jika seseorang membeli perasan anggur
yang manis, lalu dia tidak pernah mengetahui cacat sampai
berubah menjadi khamer, maka dia berhak memperoleh ganti rugi
bagian yang hilang sebab adanya cacat tersebut-

Dia tidak berhak mengembalikan khamer dan menuntut
pengembalian uang pembelian perasan anggur ifu. Baik penjual
bersedia menerimanya kembali atau tidak. Karena tukar menukar
dengan objek berupa khamer ifu diharamkan.

Apabila khamer berubah menjadi cuka, lalu penjual
berkata: "Aku akan meminta kembali cuka tersebut dan
mengembalikan uang pembelian perasan anggur ifu, serta tidak
akan membayar ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya
cacat," maka dia berhak memohon hal tersebut.

Karena, cuka sejatinya adalah khamer, dimana tidak ada hal
yang melarang untuk mengadakan fukar menukar tersebut.
Pembeli tidak berhak melakukan suatu perbuatan terkait cuka itu,
yang menghilangkan hak penjual. Ini hasil pengembangan masalah
oleh Abu Al Abbas hnu Suraij. Al Mawardi dan Ar-Rafi,i telah
mengatakannya.
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Ada kemungkinan hal di atas sesuai dengan jawaban hasil

takhrij yang dilakukan oleh lbnu Suraij, yaihr kewajiban memberi

ganti rugi bagian yang hilang karena cacat, bila dia menjual

kembali objek jual beli atau menghibahkannya.

Apabila kita menjawab berdasarkan pendapat madzhab,

yaitu tidak wajib memberi ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat dalam penjualan objek jual beli atau

menghibahkannya, karena dia tidak merasa kesulitan untuk

mengembalikannya, seperti keterangan yang akan disampaikan.

Jadi, permintaan ganti rugi bagian yang hilang sebab

adanya cacat pada saat kondisi perasan anggur ifu telah berubah

menjadi khamer, tenfunya sulit direalisasikan, karena ada

kemungkinan khamer kembali berubah menjadi cuka, sama seperti

kasus; apabila dia menghibahkannya.

Pernyataan mereka: "Penjual berhak meminta kembali cuka

dan tidak membayar ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat tersebut," kesimpulan yang nampak dari pernyataan ini

memberi kepastian, bahwa jika demikian pembeli tidak berhak

menunhrt ganti rugi bagian yang hilang, karena alasan yang telah

disebutkan.

Akan tetapi alasan yang telah disebutkan itu, yaitu cuka itu

sejatinya adalah khamer, memberi kepastian bahwa pembeli pun

juga demikian; bila dia menuntut pengembalian oblek jual beli, dia

berhak mengembalikan objek jual beli tersebut. Apabila penjual

menolak permohonannya dan pembeli menuntut ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat tersebut, maka jawabannya sudah jelas.

Masalah khamer yang telah berubah menjadi cuka sama seperti

jika perasan anggur tetap seperti kondisi semula. Aku tidak
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pernah menemukan dalam riwayat yang disampaikan, pendapat

yang sependapat dengan hal itu, tidak pula pendapat yang

kontradiktif dengan pendapat tersebut-

Pendapat Lain: Apabila kafir dzimmi membeli khamer dari

kafir dzimmi yang lainnya, kemudian mereka berdua masuk Islam,

lalu pembeli menemukan cacat pada khamer tersebut, yang

mengurangi sepuluh persen dari uang pembelian khamer, Abu Al

Abbas lbnu Suraij berkata: Pembeli berhak memperoleh ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat dan tidak berhak

mengembalikannya, serta keislamannya tidak membatalkan jual

beli khamer tersebut. Pendapat ini adalah pendapat Muhammad

bin Al Hasan.

Apabila penjual berkata: "Aku akan menarik kembali cuka

dan aku akan mengembalikan uang pembelian khamer tersebut,"

dia berhak menuntut hal itu.

Apabila pembeli mengetahui cacat sebelum keislaman

mereka berdua, lalu dia tidak pemah mengembalikannya sampai

mereka berdua memeluk Islam, maka pembeli tidak berhak

mengembalikannya setelah dirinya masuk Islam dan dia tidak pula

menunfut ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut.

Alasan tidak berhaknya mengembalikan itu, karena dia baru

memeluk Islam. Sedangkan alasan tidak berhaknya menuntut ganti

rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat tersebut, karena ada

peluang untuk mengembalikan objek jual beli sebelum dia

memeluk Islam.

Apabila pihak yang memeluk Islam itu hanya penjual

seorang, setelah terjadinya kesepakatan jual beli khamer, maka

pembeli tidak boleh mengembalikannya karena cacat tersebut
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kepada penjual. Jika pihak yang memeluk Islam itu hanya pembeii

seorang, maka dia boleh mengembalikannya.

Sebab, permintaan mengembalikan dari penjual ifu,

tujuannya adalah memiliki kembali khamer tersebut. Seorang

muslim tidak boleh memiliki khamer. Dimana pengembalian oleh
pembeli itu, tujuannya adalah menghilangkan kepemilikan khamer

tersebut, dimana pembeli yang muslim boleh menghilangkan

kepemilikannya dari khamer tersebut. Al Mawardi telah

menyampaikannya dari Ibnu Suraij.

Cabang, Apabila seseorang membeli budak perempuan

muda dengan (uang pembelian berupa) budak laki-laki. Kemudian

dia menemukan cacat lama pada budak perempuan muda

tersebut, lalu dia mengembalikannya, dimana dia juga menemukan

cacat baru yang ada pada budak laki-laki ketika berada pada

penjualbudak perempuan muda itu.

Ibnu Suraij berkata: Pembeli budak perempuan muda,

dimana dia telah mengembalikannya itu, boleh meminta kembali

budak laki-laki yang dalam kondisi cacat tersebut. Dia tidak berhak

menunfut penjual budak perempuan muda membayar ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat baru ketika berada di bawah

kepemilikan penjual budak perempuan tersebut, atau dia boleh

meminta nilai tukar yang setara dengan budak laki-laki, jika dia

memilih untuk tidak menuntut pengembalian budak laki-laki.

Al Imam Haramain berkatar Demikian pendapat yang telah

diriwayatkan dari Al Qadhi Husain. Tetapi menumt kami,

pendapat yang benar tidaklah demikian. Bahkan pendapat yang

benar (menurut kami) adalah, bahwa pembeli mengembalikan
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budak perempuan muda itu dan menunfut pengembalian budak

laki-laki tersebut, serta menuntut ganti rugi bagian yang hilang

sebab adanya cacat baru.

Karena budak laki-laki itu termasuk resiko yang harus

ditanggung dengan nilai tukar (qiimah) budak laki-laki tersebut,

bukan menggunakan uang pembelian (tsaman), karena setelah

pengembalian budak perempuan, jika budak laki-laki itu meninggal

dunia di tangan penjual budak perempuan, maka pemilik budak

perempuan muda itu harus mengembalikan nilai tukar budak laki-

laki tersebut.

Al Imam Haramain berkata: Pendapat yang dikemukakan

hnu Suraij tidak jauh dari kebenaran, dengan bukti bahwa seorang

suami apabila memberi maskawin istrinya berupa seorang budak

laki-laki, kemudian dia menceraikannya sebelum sempat

berhubungan intim, dimana budak laki-laki mengalami cacat di

tangan istrinya, maka budak ihr dibagi dua, separuhnya kembali

menjadi milik suami.

Namun suami berhak khiyar antara menarik kembali

separuh harga (nilai fukar) budak dalam kondisi sempuma atau

bersedia menerima separuhnya dalam kondisi cacat. Suami tidak

berhak memaksa mantan istrinya agar menggabungkan ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat ke separuh nilai barang tersebut.

Demikian jawaban yang dapat dikemukakan terkait masalah budak

laki-laki dengan budak perempuan muda. Namun di antara kedua

masalah tersebut, ada perbedaan nyata, yang tidak sulit dipahami.

Al Imam Haramain telah menyampaikan masalah di bagian

akhir pembahasan ghashab. Kemudian dia mengulang kembali

dalam kitab .4si-Shadaq. Dimana dia menyebutkan perbedaan
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antara masalah budak laki-laki dan budak perempuan muda
dengan masalah maskawin.

Al Ghazali menyebutkan masalah budak laki-laki dan budak
perempuan muda pada bagian akhir pembahasan ghashab.

Dimana dia menyepakati pendapat yang menyatakan, bahwa
apabila pembeli menuntut pengembalian budak laki-laki dalam
kondisi cacat, maka dia tidak boleh menuntut ganti rugi bagian
yang hilang sebab adanya cacat baru (di tangan penjual), bahkan
dia harus menariknya kembali atau meminta nilai fukar budak laki-
Iaki tersebut.

Kemudian Al Ghazali mengulang masalah yang sama dalam
pembahasan Ash-Shadaq, dimana dia berkata: Dia (Suami) boleh
menarik kembali budak laki-laki dalam kondisi cacat, dia berhak
menunfut ganti rugi bagian yang hilang karena cacat ifu. Sehingga
pendapat yang bertentangan dengan pendapat hasil ijtihadnya
yang dimuat dalam Al Wasith.

Al Ghazali, dalam Al Bashith, pada pembahas an Ash-
shadaq ini; setelah menyebutkan hukum dalam masalah budak
laki-laki dan budak perempuan muda, dia berkata: pembeli boreh
menarik kembali budak lakilaki dalam kondisi cacat dan menuntut
ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat tersebut. Sedang
dalam masalah suami; apabila separuh budak kembali menjadi
miliknya akibat jatuhnya thalak, dimana budak laki-laki tersebut
dalam kondisi cacat, dia harus menerima budak laki-laki yang cacat
ifu, dimana dia juga membedakan antara kedua masalah tersebut.

Sesudah menyampaikan keterangan di atas, Al Ghazali
berkata: Aku mendengar Al Imam Haramain di saat mengajar
berkata: "Di antara ulama ma&hab kami, ada yang menyebutkan

Al Majmr'syarah Al lv{uhaclzdzab ll ,r,



pendapat yang berbeda dalam pembahasan Ash-Shadaq, pada

masalah budak laki-laki dan budak perempuan muda; yang

termasuk masalah Shadaq, bahwa dia tidak berhak menunfut ganti

rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat. "Namun secara zhahir

ada perbedaan, aku bukan orang yang mudah percaya dengan

kenyataan yang ada, di saat bersamaan aku tidak pernah

menemukannya dalam Majmu'milik Al Imam Haramain.

Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah bin Abdul Mun'im bin AIi

bin Muhammad, yang tekenal dengan nama Ibnu Abi Ad-Dam,

berkata: Pemyataan Al Ghazali "Di dalam Maimu'milik Al Imam

Haramain" maksudnya adalah, Mhayatul Mathlab- Al Imam

Haramain telah menyebutkan masalah budak laki-laki dan budak

perempuan muda ifu pada bagian akhir An-Mhayah setelah dia

menyelesaikan komentar (syarah) sawad Mukhtashar Al Muzani.

Sesudah penyebutan masalah ini, dia menyebutkan banyak

masalah yang membedakan, yang dipaparkannya secara kontinyu

serta bermacam-macam.

Al Imam Haramain berkata: Aku menyebutkan semua

masalah di atas, karena aku khawatir meninggalkannya di sejumlah

pembahasan, sehingga apabila aku meninggalkannya, maka

penyebutan kembali permasalahan itu dapat membawa manfaat

dalam berbagai pembahasan masalah ini-

Apabila aku telah menyebutkannya, maka tidak masalah

mengulangnya kembali, dia berkata: Apabila dia menjual budak

lakilaki dengan sehelai kain, lalu pemilik kain itu memisahkan dan

memotongnya, lalu pembeli kedua menemukan cacat lama pada

budak laki-laki, maka dia boleh mengembalikan budak laki-laki

tersebut.
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Kemudian apabila dia mengembalikannya, Asy-Syaikh (Abu

Ali) menyampaikan dua pendapat yang berbeda dari ulama

ma&hab AsySyafi'i:

Pendapat pertama: Dia boleh menarik kembali kain dalam

kondisi terpotong dan menunfut pengembalian ganti rugi karena

pengurangan (harga kain) itu. Ini pendapal qi5ns.

Karena, jika kain itLl rusak di tangan pihak yang

menerimanya, kemudian budak laki-laki itu dikembalikan

kepadanya karena cacat lama, maka dia harus menanggung nilai

fukar kain secara uhrh. Demikian juga, dia wajib menanggung

ganti rugi karena pengurangan (harga kain).

Pendapat kedua: Apabila dia (pembeli kedua) telah

mengembalikan budak laki-laki dan pada saat bersamaan dia

menemukan kain tersebut dalam kondisi cacat, maka dia berhak

khijaa jika dia menghendaki, maka dia boleh menerima kembali

kain yang dalam kondisi cacat dan menarik kembali kain tersebut

tanpa disertai ganti rugi apapun. Apabila dia menghendaki, dia

boleh membiarkan kain itu dan menunfut pembayamn nilai tukar

kain yang tanpa cacat.

Jadi, apabila dia memilih menarik kembali kain tersebut,

maka dia tidak berhak memperoleh ganti rugi karena pengurangan

harga itu.

Asy-$nikh (Abu Ali) berkata: Di antara komentar ulama

ma&hab AsySyafi'i yang populer adalah, bahwa jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak lnng mengadakan akad

jual beli, dimana obyek akad mengalami cacat di tangan salah satu

dari kedua belah pihak, maka kedua belah pihak itu boleh saling

mengembalikan, dan salah satu dari kedua belah pihak itu boleh
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tersebut, maka dia boleh menunfut pengembalian kuda ifu dan

tidak ada ganti rugi apapun.

Apabila pengebirian itu mengurangi sebagian harganya,

maka dia boleh mengembalikan kudanya beserta ganti mgi karena

pengurangan sebagian harganya. "

Pemyataan Al Qadhi Husain ini menyimpan kontradiktif

dengan pendapat yang telah dikemukakan dalam permulaan

cabang masalah ini, yaitu jawaban yang dikutip dari Al Qadhi

Husain.

Al Qadhi Husain juga berkata: Apabila seseorang menjual

keledai yang difukar dengan kuda dan sepuluh dinar, sementara

pembeli telah mengebiri kuda itu, dimana keledai dikembalikan

karena cacat dan harga kuda ifu berkurang, maka dia boleh

menuntut pengembalian sepuluh dinar unfuk kuda tersebut serta

ganti rugi karena pengurangan harga.

Ar-Rafi'i **, telah menyebutkan cabang ini, dimana dia

berkata mengenai cabang ini: Apabila pengurangan -yaitu dalam

harga jual- kembali ke sifat objek jual beli, contohnya seperti

lumpuh dan sejenisnya, maka penjual keledai tidak wajib

menanggung ganti rugi karena pengurangan harga jual kuda

tersebut, menurut pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat. Ini sama seperti kasus; jika objek jual beli mengalami

perkembangan dengan tambahan yang menyafu, dia boleh

mengambilnya secara cuma-curna.

Tenfunya pemyataan Ar-Rafi'i harus diarahkan sejalan

dengan pendapat hnu Suraij dalam hal pemberian kebebman

pernbeli untuk merrilih, bukan mengharuskan dia menerima

kernbali uang pembelian dalam kondisi berkumng.

Al lrlajmtt'SyarohAl Muhadzdzab ll 227



An-Nawawi dalam Ar-Raudhah, pada bagian akhir

masalah dari bab ini, telah menyebutkan cabang ini termasuk

bagian dari sejumlah tambahan bab, dia berkata: Al Qaffal, Ash-

Shaidalani dan ulama lainnya berkata: Apabila seseorang membeli

sehelai kain, dimana dia telah menerimanya dan telah

menyer'ahkan uang pembeliannya, kemudian dia menemukan

cacat lama pada kain tersebut, lalu dia mengembalikannya, lantas

dia menemukan uang pembelian itu dalam kondisi cacat yang

mengurangi nilai transaksi sebab perkara (cacat) yang baru muncul

di samping penjual, maka dia boleh mengambilnya kembali dalam

kondisi berkurang, dimana dia tidak berhak menunfut apapun yang

disebabkan oleh pengurangan uang pembelian.

Cabang masalah di atas mengandung kemungkinan

merniliki iaunban lain milik Al Imam Hararnain, png telah dia

sebutkan dalam bab Ta'jil Az-hkaf (mendahulukan pernbalnran

zakat sebelum waktunln).

Setiap komentar lrang disebutkan oleh An-Nawawi

mengandung pernbatasan, kecuali komentar yang pertama,

dimana dia menyebutkannya bersamaan dengan komentar Ar-
Rafi'i & mengenai cabang tersebut. Karena cabang tersebut bukan

masalah tambahan dari Ar-Rafi'i.

Komentar yrang telah An-Nawawi sebutkan dari Al Qaffal

dan ulama yang lain, merupakan pendapat yang diunggulkan oleh

Ar-Rafi'i. Sementara jawaban lain png telah dia sebutkan, yaifu

kemungkinan jawaban lain milik Al Imam Hammain adalah

pendapat grang lain.

Penulis At-Tatimmah berkata: Pembeli tidak bisa dihalangi

haknya untuk mengernbalikan budak perempuan muda ifu; baik
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cacat yang terdapat pada budak laki-laki itu sama dengan cacat

budak perempuan muda atau lebih banyak, dari jenis cacat yang

sama (sejenis) atau juga dari cacat yang berbeda jenis,

sebagaimana jika cacat ihr nilainya setara dengan uang

pembeliannya yang berlipat ganda, maka dia berhak

mengembalikannya karena cacat. Sekalipun kerugian yang

diterima dalam pengembalian itu lebih banyak daripada kerugian

dalam menahan objek jualbeli.

Catatan penting: Kekuatan daya nalar pernyataan Asy-

Syirazi, memberi kepastian bahwa pengurangan oblek jual beli ifu

dapat terjadi ketika sang budak berada di tangan pembeli, akan

tetapi dia tidak pemah menyatakannya secara tegas dalam Al
Muhadzdzab ini, seperti yang dia katakan secara tegas dalam At-
Tanbih dengan mengatakan: "Obyek jual beli (mabii) benar-benar

bisa berkurang (nilai atau bentuknya) ketika berada di tangan

pembeli. "

Pernyataannya di atas, mengesampingkan masalah; jika

pembeli mengetahui cacat itu sebelum penyerahan hak

kepemilikan objek jual beli kepada pembeli, dimana objek jual beli

telah benar-benar berkurang, sebab hal tersebut tidak menghalangi

pengembalian itu, karena pengurangan oblek jual beli ketika masih

berada di tangan penjual adalah resiko yang harus ditanggung

oleh penjual.

Alasan ini terlihat dengan jelas dalam masalah; bila pembeli

tidak mengetahui pengurangan yang telah disebutkan. Demikian
juga jika dia mengetahui dan dia rela menerima cacat tersebut,

kemudian dia mengetahui cacat yang lainnya, sebagaimana jika

pembeli membeli sebuah barang, dimana dia mengetahui cacat
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pada barang tersebut, dan rela menerima cacat ifu, kemudian dia

menemukan cacat yang lainnya.

Asy-Syirazi e berkata: Apabila pembeli

berkehendak meminta ganti rugi bagian yang hilang
sebab adanya cacat, maka objek jual beli ditentukan
harga jualnya tanpa cacat, misalnya dikatakan: Harga

iualnya seratus. Kemudian objek jual beli ditentukan
harga jualnya beserta cacat itu, misalnya dikatakan:
Harga jualnya sembilan puluh. Maka hasilnya dapat
diketahui bahwa sepuluh persen dari nilai tukar objek
jual beli itu telah berkurang, sehingga pembeli
meminta penjual mengembalikan sepuluh persen dari
harga beli tersebut. Dia tidak boleh meminta penjual
untuk mengembalikan harga jual yang berkurang,
kerena ganti rugi (ars!1 adalah sebagai pengganti
bagian yang hilang.

Apabila objek jual beli itu rusak seluruhnya, maka
pembeli berhak menunfut penjual mengembalikan
semua harga beli. Jadi, bila kadar sepuluh persen dari
objek jual beli hilang, maka pembeli berhak meminta
pengembalian sepuluh persen harga beli, sama seperti
bagian tertentu (anggota fubuh); ketika seseorang
(dhaminl harus menanggung semua resiko yang harus
ditanggung (madhmunl dengan di5nt, maka dia harus
menanggung bagian dari semua resiko yang harus
ditanggung itu dengan bagian dari diyat-
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Alasan lain, kalau kita mengatakan: Pembeli
berhak meminta pengembalian harga jual objek jual beli
yang berkurang, maka hal itu dapat mengakibatkan
berkumpulnya uang pembelian dan objek jual beli yang
telah ditentukan harga belinya pada pembeli.

Karena terkadang dia membeli barang yang
nilainya setara serafus dengan harga beli sebesar
sepuluh, sehingga apabila dia meminta pengembalian
sepuluh, maka semua uang pembelian itu kembali
kepadanya, sehingga pada pembeli berkumpul uang
pembelian dan objek jual beli yang telah ditentukan
harga belinya. Pengumpulan ini tidak boleh dilakukan.

Penjelasan:

Tafsir arsy telah dikemukakan, dimana juga telah

dikemukakan bahwa arsy it..r adalah bagian tak terpisahkan dari
harga beli, dimana penghitungan ganti rugi bagian hilang yang

dihubungkan dengan harga beli, sama seperti penghitungan objek
jual beli yang mengalami pengumngan harga karena cacat. Jika
objek jual beli itu merupakan barang sernpuma, lrang
dihubungkan dengan harga jual objek jual beli secara utuh.

Penjelasan tafsiran tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui

contoh kasus yang telah disebutkan Asy-Syirazi dalam pasal ini.

Dengan contoh ini pula, AsySyafi'i membuat contoh ganti

rugi bagian yang hilang (arsy). Karena objek jual beli yang

berkurang karena cacat, totalnya berjumlah sepuluh persen,

sehingga pembeli berhak meminta pengembalian sepuluh persen
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dari harga beli. Jadi, harga jual itu dipertimbangkan khusus untuk

penghitungan jumlah ganti rugi bagian yang hilang-

Menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, tidak ada perbedaan

antara pengembalian ganti rugi bagian yang hilang dengan resiko

yang harus ditanggung karena ghashab, penawaran dan jinayah.

Sebab menurut kami, bila dalam semua kasus, kami menyatakan

harus menanggung harga jual yang berkurang, tentunya tidak akan

mengakibatkan pengumpulan antara pengganti dan juga objek

yang diganti, sedang dalam ganti rugi bagian yang hilang dari

objek jual beli tersebut, tentunya akan mengakibatkan terjadinya

pengumpulan antara harga beli dan objek jual beli yang telah

ditentukan harga belinya.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Keterangan di atas adalah

makna dari komentar Asy-Syafi'i. Makna yang pertama telah

disampaikan oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i yaitu Asy-Syaikh Abu

Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lainnya.

Mereka lebih dahulu menyebutkan contoh mekanisme

penghitungan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat,

sebagaimana metode yang dilakukan oleh Asy-Stnrazi, karena di

dalam contoh di atas, tersimpan penielasan makna ganti rugi

bagian yang hilang, dimana karena makna ihrlah, mekanisme

penghifungan ganti ruginya demikian. Sehingga dengan

penyebutan contoh di atas, lebih dahulu diperoleh kepuasan lebih.

Akan tetapi, dalam contoh di atas masih ada diskusi, karena

pemyataan: "Pengganti bagian yang hilang" maksudnya adalah

yang menjadi tuntutan akad jual beli, padahal penjual belum

menyerahkan oblek jual beli.
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Perkataan Asy-Syirazi: "Apabila objek jual beli itu rusak

seluruhnya" maksudnya adalah, rusak di bawah kepemilikan

penjual sebelum diserahkan. Demikian yang dinyatakan Al Qadhi

Abu Ath-Tha5ryib secara tegas. Itulah kesimpulan yang nampak

dari perkataan Asy-Syirazi.

Jika maksudnya benar demikian, maka dapat dikatakan:

Bahwa makna perkataan Asy-Syirazi ini memberi kepastian

bolehnya beralih ke ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya

cacat, sekalipun pengembalian itu tidak pemah dilarang, sedang

menuntut ganti rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat ketika

ada peluang mengembalikan objek jual beli, itu tidaklah

diperbolehkan.

Bahkan dapat dikatakan: Berdasarkan makna perkataan

Asy-Syirazi ini, tentunya beralih ke ganti rugi bagian yang hilang

sebab adanya cacat dapat dipastikan boleh.

Apabila pembeli berkeinginan mengembalikan objek jual

beli atau rela menerima cacat tersebut, hal ini sama seperti kasus;

apabila sebagian objek jual beli itu mengalami kerusakan sebelum

penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli, atau rusak

seluruhnya, maka uang pembelian yang menjadi perimbangan

objek jualbeli itu gugur, baik pembeli tersebut rela ataupun tidak.

Hal di atas iuga seperti kasus; apabila penjual

menerangkan dalam jual beli murabahah (menjual suatu barang

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga lebih sebagai laba), bahwa dia

membeli objek jual beli itu dengan harga beli seratus, padahal

harga belinya sembilan puluh. Maka kami memutuskan gugurnya

tambahan harga beli (sepuluh) dan porsi harga lebih sebagai laba.
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Karena kepufusan hukum itulah, Al Imam Haramain

berkata dalam bab Murabahah ketika membahas masalah;

kebohongan pembeli tentang harga lebih: "Pengganti bagian yang

hilang (arsy) yang diminta dikembalikan itu, sekalipun hal itu
mempakan bagian dari harga beli, namun permintaan

pengembaliannya menciptakan pengurangan bagian dari harga beli

tersebut."

Dalil yang menguatkannya adalah, bila objek jual beli itu,

dikembalikan atas dasar cacat, maka akibat hukum cacat tersebut

adalah, pengembalian objek jual beli, tidak boleh beralih ke ganti

rugi bagian yang hilang sebab adanya cacat saat masih memiliki

kuasa unfuk mengembalikan.

Jadi, seakan-akan ganti rugi bagian yang hilang (arsy) itu
mempakan pengganti pengembalian tersebut, saat pengembalian

ifu sulit direalisasikan, dimana menumt kami hal tersebut tidak

dapat tersusun secarcl logis kecuali dengan mengatakannya seperti

ini.

Komentar Al Imam Haramain ini yang awalnya memberi

kepastian bahwa ganti rugi bagian yang hilang itu adalah bagian

dari harga beli, namun di akhir ulasan ini muncul karena

terciptan5a kekurangan yang baru.

Komentar Al lmam Haramain ini sesuai dengan komentar

ulama madzhab Asy-Syafi'i: Dalam komentar ulama ma&hab Asy-

Syafi'i, ada tambahan keterangan, bahwa ganti rugi bagian yang

hilang (arcy) itu dengan cara menciptakan kekurangan pada oblek,

dimana ganti rugi bagian yang hilang itu tidak sama dengan

murabahah.

I
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Sementara pada bagian akhir komentar Al Imam

Haramain, memberikan asumsi, bahwa ganti rugi kekurangan itu

bukanlah sebagai perimbangan bagian yang hilang, akan tetapi

sebagai perimbangan pengembalian, saat hal ihl sulit

direalisasikan.

Interpretasinya adalah, pembawa syari'at (syaari) memberi

kekuasaan pada pembeli, ketika pengembalian sulit direalisasikan,

untuk meminta kembali bagian dari harga beli tersebut sebagai

ganti rugi bagian yang hilang saat dia kehilangan kuasa untuk

mengembalikan objek jual beli tersebut.

Oleh karena itu, Al Imam Haramain menyampaikan dengan

kata " Ka'anna" (seakan-akan) yang juga huruf tasybih

(persamaan). Jadi, dia tidak memposisikan ganti rugi bagian yang

hilang (arsy) sebagai pengganti pengembalian itu, akan tetapi hal

ihrlah sebagai persamaan ganti rugi pengembalian. Karena kuasa

pengembalian objek itu tidak diimbangi dengan nilai hrkar apapun.

Tenfunya pemyataan Al Imam Haramain di atas, haruslah

ditafsirkan; sama seperti pendapat awalnya bahwa ganti rugi

bagian yang hilang (arsy)adalah bagian dari harga beli.

Apabila ganti rugi bagian yang hilang itu diposisikan sebagai

pengganti pengembalian, tentunya ganti rugi bagian yang hilang

itu tidak memiliki keterkaitan khusus dengan harga beli.

Saat hal ini terjadi, maka dalam pemyataan Al Imam

Haramain, tidak ditemukan jawaban kemusykilan yang telah aku

terangkan kecuali dengan jawaban yang akan aku sebutkan. Insya

Nlah Tabla.
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Al Ghazali telah menyebutkan dua kemungkinan dalam hal;

apakah ganti rugi bagian yang hilang itu resiko yang harus

ditanggung sejak awal, atau bagian dari harga beli tersebut.

Akan disampaikan keterangan bila dijawab: Pengganti
bagian yang hilang itu merupakan resiko yang harus ditanggung
sejak awal, maka tidak sulit memahami pendapat ini. Ganti rugi
bagian yang hilang ini mengubah status seolah-olah penjual itu
sebagai pihak yang menciptakan cacat pada kepemilikan pembeli.

Al Ghazali berkata: Pendapat tersebut didukung oleh
sebuah dalil, bahwa pembeli budak perempuan muda dengan
budak laki-laki cacat yang diketahui cacatorya, dia halal
menyefubuhi budak perempuan tersebut.

Apabila manfaat kemaluannya itu termasuk bagian yang tak
terpisahkan dari budak perempuan tersebut, dimana
kepemilikannya baru saja kembali kepada penjual budak
perempuan ifu; jika dia melihat cacat budak laki-laki itu, tenhrnya
proses persetubuhannya itu mendatangkan syubhat (hal yang
samar).

Apabila dijawab, Pengganti bagian yang hilang itu bagian
dari harga beli, maka mungkin dalam memahami jawaban tersebut
sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan Al Ghazali, yaitu

dengan mengatakan: Obyek jual beli ifu sebagai perimbangan

seluruh harga beli jika penjual rela. Jika penjual tidak rela, maka
oblek jual beli tersebut sebagai perimbangan sebagian harga beli.
Jadi, hasilnya sebagian harga beli itu merupakan perimbangan

objek jual beli, dimana dapat dipastikan bahwa sebagian harga beli
itu dapat dimiliki oleh penjual. Al Ghazali berkata: Pendapat itu
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merupakan kesimpulan yang nampak dari pemyataan ulama

madzhab Asy-Syafi'i.

Seakan-akan perimbangan tersebut mengalami perubahan,

akan tetapi perubahan perimbangan dalam objek jual beli dan

harga beli ih-r menerima perubahan faktor dalam pokok akad,

sekalipun perubahan perimbangan itu tidak boleh dilakukan atas

dasar suka sama suka ketika membandingkan harga yang lebih

dengan harga beli tersebut, setelah ada kesepakatan yang

mengikat kedua belah pihak.

Pendapat yang telah disampaikan Al Ghazali ini termasuk

kajian fikih yang sangat mendalam, seperti keterangan yang telah

dia sampaikan. Akan tetapi, apa faktor yang melandasi perubahan

perimbangan tersebut. Bila karena dengan dilandasi kesukaan ifu,

jelas dapat disimpulkan bahwa akad itu tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat kecuali pada sebagian harga beli tersebut.

Komentar Al Ghazali kini menjadi sulit dipahami bila dikaitkan

dengan masalah budak perempuan muda dan dengan komentar

yang disampaikan oleh Al Imam Haramain dalam murabahah-

Apabila berubahnya perimbangan dengan cara pembatalan

setelah terjadi kesepakatan, seperti pembatalan perimbangan

dalam pemisahan akad untuk selamanya *apabila kita

mengatakan: Pembeli berhak menahan seluruh objek jual beli-,

maka mekanisme tersebut merupakan pendapat yang lemah,

karena hasil ijtihad mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam

kasus ini, tidak di-takhrij sesuai dengan pendapat tersebut.

Tunfutan komentar Al Imam Haramain dalam masalah

perhiasan adalah, bahwa perubahan perimbangan itu berlaku

karena situasi darurat yang menuntutnya demikian, sama seperti
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pembagian (barang milik bersama), dimana akad jual beli tersebut

tidak menuntut perubahan perimbangan sejak awal. Akan tetapi

keterangan yang akan disampaikan oleh ulama madzhab Asy-

Syafi'i ini menyatakan sebaliknya dari tuntutan komentar Al Imam

Haramain.

Sebab mereka berkata: Akad jual beli tersebut sejak awal

menuntut pembagian, sebagaimana hal ifu tergambar dalam

kaidah Muddi Ajwah. l-antas bagaimana hal tersebut dapat sejalan

dengan pendapat logika ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang

menyatakan bahwa ganti rugi bagian yang hilang (arsy) itu adalah

bagian dari harga beli.

Ringkasan kemusykilan tersebut adalah, bahwa harga beli

bila diposisikan sebagai perimbangan objek jual beli dan sifat-sifat

kesempumaannya, dimana harga beli ifu terbagi-bagi sesuai sifat-

sifat tersebut, sebagaimana harga beli ifu terbagi-bagi sesuai setnua

bagian dari objek jual beli, maka tentunya ketika sebagian sifat-sifat

kesempumaan objek jual beli itu hilang, maka perimbangannya

juga harus gugur, sekalipun pembeli rela menerima objek jual beli

dalam kondisi cacat.

Pendapat ini berlawanan dengan ijma ulama, bahkan

seharusn5ra akad tersebut tidak sah, karena semua sifat

kesempumaan objek jual beli itu tidak dapat terhitung jumlahnya,

sehingga objek lnng diimbangi dengan harga beli itu tidak

diketahui besarannya.

Pendapat di atas juga berlawanan dengan ijma ulama.

Apabila harga beli itu posisinya sebagai perimbangan objek jual

beli, serta dilandasi dugaan kesempumaan (terbebas dari cacat),

sementara semua sifat tersebut tidak termasuk ke dalam
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perimbangan, dimana tidak hilangnya satu dari semua sifat itu,

tidak dapat memberikan kepastian gugumya sebagian harga beli.

Bila boleh mengembalikannya karena hilangnya dugaan tersebut,

maka bila pengembalian itu sulit direalisasikan, dimana ada bukti

yang menegaskan adanya kewajiban memberi ganti rugi bagian

yang hilang tersebut, maka ganti rugi bagian yang hilang itu

posisinya sebagai tanggungan yang benar-benar baru, bukan

bagian dari harga beli.

Komentar terbaik yang disampaikan dalam masalah

hilangnya sifat kesempurnaan objek jual beli tersebut adalah,

komentar yang telah dikemukakan dari Al Ghazali. Menurut

sebuah pendapal Hilangnya sebuah sifat dari semua sifat

kesempurnaan objek jual beli itu merupakan faktor yang

menetapkan pengembalian dan permintaan kembali semua harga

beli tersebut, padahal pengembalian dalam konteks barang yang

telah diterima oleh pembeli, yaitu objek jual beli yang bersih dari

sifat kesempumaan, sulit direalisasikan.

Sehingga sifat di atas tersebut dikategorikan sebagai barang

yang telah diserahkan kepemilikannya dan dikembalikan kepada

penjual, dimana harga beli itu dibagi-bagi porsinya sesuai dengan

sifat dan objek jual beli yang pengembaliannya sulit direalisasikan;

yaitu objek jual beli yang tidak sempuma. Hal tersebut disebabkan

menidaklanjuti ketidakpastian tersebut, dimana seakan-akan akad

dalam objek jual beli itu batal.

Inilah makna pernyataan Al Imam Haramain: "Permintaan

pengembalian ganti rugi bagian yang hilang menciptakan

pengurangan yang baru. " Kemungkinan Al Imam Haramain telah
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menyampaikan dalam masalah perhiasan, berupa keterangan

yang lebih luas dibanding komentamya ini.

Pendapat yang mengatakan bahwa ganti rugi bagian yang

hilang (arsy) adalah resiko tanggungan yang baru (bukan bagian

dari harga beli) juga tidak terlepas dari kemusykilan. Karena, jika

benar demikian, tenhrnya pembeli berhak menuntut harga jual

objek jual beli yang berkurang. Dimana tidak ada seorangpun

menyatakan secara tegas bahwa ganti rugi bagian yang hilang ifu

adalah resiko tanggungan yang baru dari semua sisi, sebab

tanggungan tersebut tentunya tidak dipastikan besarannya dari

harga beli itu. Tidak ada seorangpun yang mengatakan demikian.

Al Imam Haramain telah meriwayatkan dalam masalah

perhiasan dari penulis At-Taqrib, sebuah keterangan yang hampir

sama, yaitu bahwa ganti rugi bagian yang hilang (arsy) itu adalah

resiko yang harus ditanggung, akan tetapi tidak dari semua sisi.

Kami akan menyebutkannya dalam masalah tersebut. In4m Allah
Tabla.

Penulis Al Wafi berkata: Asy-Syirazi dalam bab lkhtilaf Al
Mutabayi'ani (Perselisihan di antara kedua belah pihak yang

mengadakan akad jual beli) berkata: Harga beli tidak dapat

dipecah-pecah dan diberikan sebagai perimbangan unfuk semua

anggota tubuh. Sedangkan dalam bab ini dia berkata: o$! adalah

pengganti bagian yang hilang.

Penulis Al Wafi berkata' Tidak terjadi konbadiktif di antara

kedua perkataan tersebut. Karena harga beli adalah perimbangan

objek jual beli, dimana harga beli tersebut tidak dapat dibagi-bagi

sesuai porsi sernua anggota tubuh obiek jual beli, dalam arti

sebuah tangan sama seperti sebuah mata, dimana sebuah kaki
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juga sama seperti mata yang lain, bahkan harga beli itu sebagai

perimbangan objek jual beli, sementara objek jual beli itu memiliki

berbagai macam anggota tubuh, sehingga harga beli sebagai

perimbangan semua anggota fubuh itu, ditinjau dari segi semua

anggota hlbuh itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari objek

jual beli, bukan ditinjau dari segi bahwa semua anggota tubuh itu

adalah barang yang lain.

Kemudian bila pada saat yang bersamaan kebettrlan

pembeli menemukannya dalam kondisi cacat, dia berhak

mengembalikannya unfuk mengejar haknya yang terzhalimi.

Apabila dia tidak pemah mernbatalkan pembelian objek jual

beli itu saat ada peluang, maka dia tidak berhak memperoleh ganti

rugi apapun. Karena perimbangan harga itu adalah barang yang

terlihat, sementara barang itu masih ada, dimana kemgian itu

dapat hilang melalui pembatalan pembelian.

Apabila haknya gugur, nnka panbeli berhak

mengembalikannya dikarenakan timbulnya cacat yang lain, dimana

situasi darurat menunfut kita untuk memisahkan bagian lnng
berkumng dari semua anggota tubuh objek jual beli, ditinjau dari

segi mentaksir harga objek jual beli tersebut, agar pembeli bisa

menunhrt pengembalian harga beli bagian yang hilang dari objek

jual beli tersebut. Sebab kerugian itu tidak dapat dihindari kecuali

dengan menunhrt pengembalian harga beli bagian yang hilang.

Tuntutan pengennbalian harga beli bagian yang hilang ini

tidak ada kecuali klaim adanya darurat. Kesimpulan ini sama

sekali tidak memberikan kepuasan dalam menetapkan funfutan

ganti rugi bagian yang hilang.
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Menurutku (As-Subki): Karena pengganti bagian yang hilang

tersebut merupakan bagian dari harga beli. l-andasan hukum
kewajiban memberi ganti rugi bagian yang hilang yang ditentukan

oleh Asy-Syirazi dan diletakkann5n, sulit untuk dipahami.

Asy-Syirazi tidak sendirian menyampaikan landasan hukum
kewajiban memberi ganti rugi bagian yang hilang itu. Al Fariqi

menetapkan kewajiban memberi ganti rugi bagian yang hilang itu
berdasarkan qiyas.

Dia menlampaikannya dengan masalah; bila penjual

berkata: "Aku menjual kepadamu sefumpuk barang ini, yaifu

totalnya ada sepuluh takar. " L-alu sefumpuk barang itu ditakar,

temyata hasilnya hanya sembilan takar, maka sahr dirham (ika
diasumsikan harganya sepuluh dirham) itu gugur.

Demikian juga bila penjual berkata: "Aku menjual budak ini
kepadamu," temyata dia dalam kondisi terpotong sebelah

tangannya.

Menurutku (As-Subki): Jika penyamaan ini benar, tenfunya

dalam keabsahan jual beli tersebut masih diperdebatkan,

sebagaimana dalam masalah sefumpuk barang .

Pemyataan Asy-Syirazi: "Sama seperti bagian tertentu
(anggota tubuh)," apabila penjual ifu berbuat kriminal terhadap

objek jual beli dengan jinayah png tidak memiliki ganti rugi yang

telah ditentukan besarannya; jika dia meniadakan jinayah tersebut

dan diyatrrya. maka menurut pendapat kami: Ini jika objek jual

beli itu berupa budak lakilaki lang sempuma (bebas dari cacat),

dimana harga jualnya sekian (serafus misalnya).
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Jika obyek jual beli itu berupa budak beserta luka-luka ini,

difu'aha iiarga fualnya sekiart (sembilan puttrh); rnaka'selisih antara

kedui harga jual itu diambil urrhrk merrghitung p€ngganti luka-luka

itrt''.d5rt d iya t-rtsa. Asyrsyrazi elalam' pernyataannya ini rnengikuti

As}-Srakh Abu'Hamid.'' "i'' 
;l' r ' ': :: ' ri:"' ;'; ' :

{: r I i i : ; r -'uran 
pentiris" rb;niAijiitiati'ri{bndt<taim pemyataan Al

Imam Haramain dalam bab mumbahah menegaskan, bahwa ganti

rugi ; rbagian , yang, 
' 
hila ng, , 

(prsy) , itu - 
, adalah, , , gebgga! lne.nmbangan

pengembalian-, semen[ara , dalam , selain murabahah, dia

menegaskan.bahWa,gant nrgi bagian,!l?ng hilang itu adalah bagian

dari harga beli, dimana penggrtian g4nti,rugi bagiqn,yang hila1g,-,

disatnpaikan oleh,Ibnu Af8.ifah bagi orang yang mau berusaha

merenungkan, pelnyataan,;',A'l'.lmam Har"arnain,'i'Aku telah

rnef+erangkan pe.lpyataSn Al ; lmam t-laramain, dimana,{<u juga

I
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Ibnu Ar-Rif'ah berkata: Kecuali bila kejadian melihat cacat

itu sebelum sembuh, dimana luka-lukanya menimbulkan rasa sakit

yang mendalam, sebab harga jualnya terkadang berkurang, maka

bila harga jualnya tidak berkurang sekalipun, cara penyelesaian

masalah ini adalah dengan memberi ganti rugi bagian yang hilang.

Cabangr Di samping pendapat kami: "Pengganti bagian

yang hilang itu bagian dari harga beli," pendapat yang masyhur

memastikan bahwa akad jual beli tersebut tidak batal akibat

mengambil ganti rugi bagian yang hilang.

Dalam Syarah Al Furu'karya Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

dalam pembahasan Salam disebutkan sebuah masalah; apabila

seseorang membeli gandum 5rang cacat dengan budak lakilaki
png telah ditentukan, dimana dia telah menerima gandum dan

telah menyerahkan budak laki-laki tersebut serta telah

memerdekakannya, kemudian dia menemukan cacat pada budak

laki-laki ihr, yang kira-kira besarannln sama dengan ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat, kemudian dia menuntut
pengembalian besaran ganti rugi bagian hilang yang sama dari

gandum, dimana dia juga mernilih membatalkan iual beli terkait
perimbangan ganti rugi bagian lrang hilang karena cacat, apakah

dia boleh mernbatalkan jual beli terkait obyek jual beli Snng tersisa?

Ulama madzhab kami memiliki pendapat lnng beragam. Di

antaranya ada yang mengatakan ada dua pendapat seperti dalam

kasus pemisahan akad untuk selamanya, sebab pembatalan jual

beli itu adalah pembatalan yang sifatrya spontan, tidak melalui

mekanisme pembatalan yang ditentukan. Diskusi mengenai hal ini
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telah dikemukakan. Dan pada penutup diskusi ini juga akan

disampaikan kembali.

Cabang ini hanya menetapkan kemusykilan di atas, yang

catatannya telah dikemukakan, menjadi renungkan bagaimana

pembuatan cabang ini berujung pada keputusan bahwa pilihan

mengambil ganti rugi bagian yang hilang itu adalah hal yang dapat

membatalkan akad jual beli, bahkan (pembatalan akad) itu murni

hanya karena melihat cacat .

Cabangr Kalau cacat itu terdapat pada barang yang telah

diterima untuk membayar utang, apakah posisi ganti rugi bagian

yang hilang (arsy) ifu ditentukan dari barang tersebut, seperti yang

telah kami sampaikan di sini ftagian dari harga beli)? Atau

mempertimbangkan utang yang mana nilai fukar barang itu

dijadikan perimbangannYa?

Dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i yang telah disebutkan dalam masalah;

kitabah (cicilan kemerdekaan budak), dimana saat dicicil temyata

dia dalam kondisi cacat tepakrya setelah cicilan habis terpakai,

maka apakah ganti rugi bagian yang hilan} brsy) itu ditentukan

menjadi tanggungan pribadi budak mukatab, atau semua cicilan

yang telah diterima (pemilik budak mukaba yang menjadi

berkurang karena cacat tersebut? Kedua pendapat di atas berlaku

dalam setiap akad yang terjadi pada barang yang dijelaskan

spesifikasinya (maushul dimana penyerahan barang tersebut

dilakukan kemudian (dzimmah).

Al Imam Haramain berkata: Yang paling menyerupai dari

kedua pendapat di atas adalah, bahwa pemilik budak mukatab
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itulah yang menanggung cicilan yang telah diterima, dan juga
menunfut cicilan yang telah dijelaskan (dalam akad) sesuai dengan
ciri-ciri yang disyaratkan.

Menurutku (As-Subki): Kesimpulannya, ada tiga pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah semua barang yang
telah diterima unfuk membayar utang, dimana penyerahan barang
ifu dilakukan kemudian, namun temyata barang ifu dalam kondisi
cacat, serta pengembaliannya sulit unfuk direalisasikan.

Pendapat pertama: Barang yang telah diterima ifu
dikembalikan kepada pihak yang menyerahkan beserta ganti rugi
bagian yang hilang dari barang tersebut, bila menghitungnya
sebagai bagian dari nilai fukar, sebagaimana terjadi dalam semua
fukar menukar.

Pendapat keduar Mengganti harga jual yang berkurang,
seperti barang yang di-ghashab dan barang yang sedang dalam
proses penawaran.

Pendapat ketiga: Pihak penerima memberikan kembali
barang yang telah diterima dan menunfut penyerahannya kembali.

Cabang' Di dalam Fatawa Al eadhi Husain disebutkan:
Apabila seseorang membeli suafu barang yang harga jualnya

mencapai seratus, dimana dalam kondisi sehat dia membelinya
dengan harga beli serafus, lalu dia menemukan ketika dalam
kondisi sakit menjelang kematian, 5nifu berupa cacat yang terdapat
pada barang tersebut, dan mengurangi sepuluh persen dari harga
jualnSn, dimana dia rela menerima kondisi cacat itu, maka uang
pembelian barang itu dianggap bagian dari sepertiga hartanya.
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Al Qadhi Husain berkata: Tetapi ada kemungkinan uang

pembelian tersebut (serafus) tidak dianggap bagian dari sepertiga

hartanya itu, karena dalam kondisi sakit ihl, dia sulit unhrk

memperoleh penghasilan.

Pendapat pertama: Penghimpun Al Fatawa berkata:

Menurutku: Kemungkinan tidak dianggapnya merupakan bagian

dari sepertiga hartanya ifu adalah pendapat yang pertama.

Jadi, Apabila dia membeli barang yang harga jualnya

mencapai lima puluh dengan harga beli serafus, lalu dia

menemukan ketika dalam kondisi sakit menjelang kematian, cacat

yang mengurangi sepuluh persen dari harga jual tersebut, dan dia

rela menerimanln, maka lima puluh lima dianggap bagian dari

sepertiga hartanya, karena jika dia mengembalikannya, dia

memperoleh laba sebesar lima puluh lima.

Penghimpun Al Fatawa berkata: Ini juga sama seperti

pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menyatakan

tidak dianggap baEan dari sepertiga hartanya. [-alu apabila dia

membeli barang yang harga jualnya mencapai serafus dengan

harga beli limapuluh, dimana kondisinya pun demikian dan dia rela

menerimanya, apakah kita menganggap lima itu termasuk bagian

dari sepertiga? Kesimpulan yang nampak dari masalah tersebut

adalah menyatakan tidak, karena dia akan meminta kepada

penjual agar mengembalikan empat puluh tersebut akibat dari

pengurangan sepuluh persen dari harga jualnya.

Pendapat kedua' Lima (sepuluh persen dari harga jual)

dianggap (bagian dari sepertiga), karena jika barang rusak di

tangannya atau rusaknya setelah pengembalian barang tersebut,

maka dia tetap berhak memperolehnya.
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Cabang, Jika pembeli menemukan keputihan pada mata

objek jual beli (budak laki-laki), dan muncul kembali keputihan yang

lain ketika berada di bawah kepemilikannya, lalu salah satu dari

kedua keputihan itu hilang, dan terjadi perselisihan di antara kedua

belah pihak.

Penjual berkata: "Keputihan pada matanya sudah lama

hilang. " Pembeli berkata: "Keputihan baru saja hilang," maka

kedua belah pihak harus bersumpah, dan pembeli tersebut

memperoleh pengganti salah satu dari kedua keputihan mata

tersebut.

Apabila kedua keputihan mata itu bentuknya beragam,

maka pembeli berhak memperoleh ganti rugi yang nilainya paling

sedikit di antara kedua keputihan tersebut, karena yang paling

sedikit itu hal yang meyakinkan. Penjual melalui sumpahnya itu,

berusaha menghindari batalnya pembelian barang. Sementara

pembeli melalui sumpahnya berusaha memperoleh ganti rugi

bagian yang hilang tersebut. Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami

telah menyatakannya.

Ar-Ruyani berkata: Pembeli tidak berhak mengembalikan

objek jual beli, karena dia telah mengakui haknya sudah hilang

dengan munculnya cacat baru, dimana dia menunfut kembali

haknya, sehingga dalam penunhrtan kembali haknya tersebut tidak

dapat dikabulkan kecuali dilandasi bukti yang kuat, dimana dia

berhak memperoleh pengganti salah satu keputihan mata tersebut,

karena haknya masih tetap ada. Sementara penjual menyatakan

haknya sudah hilang.
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Cabang, Apabila ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (harus

dibayar), maka perincian hal tersebut adalah; jika uang pembelian

barang itu setelah ada penetapan ganti rugr bagian yang hilang

masih menjadi tanggungan pembeli yang harus dibayar kemudian,

maka dia otomatis terbebas dari pembayaran (uang pembelian)

yang besarannya sama dengan ganti rugi bagian yang hilang

tersebut.

Apakah dia terbebas dari pembayaran itu murni karena

melihat cacat tersebut, atau bergantung pada permohonan

(pembebasan dari pembayaran)? Disini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat tersebut adalah yang kedua (berganh-rng pada

permohonan). Hal ini agar mekanisme kerelaan menerima cacat

setelah hilangnya cacat tersebut tetap dimiliki oleh pembeli.

Sebagaimana mekanisme tersebut tetap dimiliki oleh pembeli

ketika masih adanya cacat.

Al Qadhi Husain cenderung memilih pendapat yang

pertama. Berbeda dengan kasus; iika pembeli ihr memiliki

kewenangan mengembalikan. Karena pembatalan pembelian ifu

tidak akan dapat dikabulkan tanpa permohonan.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam cabang ini hanya

meriwayatkan dua pendapat di atas. Seakan-akan cabang tersebut

merupakan derivasi yang dibangun berdasarkan pendapat; bahwa

ganti rugi bagian yang hilang karena cacat adalah bagian dari

harga beli.

Adapun jika kita mengatakan: Pengganti bagian yang hilang

karena cacat itu merupakan resiko tanggungan yang baru (bukan
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bagian dari harga beli), maka pembebasan dari tunfutan

pembayaran uang pembelian yang besarannya sama dengan ganti

rugi bagian yang hilang ifu juga tidak bisa terpenuhi melalui

permohonan, bahkan penjual harus memiliki inisiatif sendiri

memberikannya tanpa disertai permohonan. L-alu apabila kedua

utang tersebut kebefulan besarannya sama, maka permohonan

pembebasan utang piutang itu dapat langsung dilakukan.

Apabila pembeli telah melunasi uang pembelian barang

tersebut kepadanya, dimana uang pembelian itu masih berada di

tangan penjual, maka apakah ftagian dari) uang pembelian itu

dipastikan kembali menjadi hak pembeli, atau boleh

menggantinya, karena pembebasan utang (pengganti bagian yang

hilang) ihr sama dengan menanggung hak pembeli ?

Ada dua pendapat yang berbeda dari ulama madzhab Asy-

Syafi'i. Pendapat yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut

adalah pendapat yang pertama. Demikian Al Ghazali dan Ar-Rafi'i

berpendapat. Alasan yang dibangunnya memberi kepastian bahwa

pendapat yang kedua merupakan derivasi yang dibangun

berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa ganti rugi bagian

yang hilang sebab adanya cacat adalah resiko yang harus

ditanggung sejak awal.

Adapun jika kita mengatakan: Pengganti bagian yang hilang
(arsy) adalah bagian dari harga beli, maka dapat dipastikan bagian

dari harga beli itu kernbali menjadi hak pembeli, dimana beralihnya
(kepemilikan) kepada pembeli mumi karena permohonan tersebut

atau melihat kedua cacat itu, sehingga penjual tidak memiliki

kewenangan menggantinya.
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Tetapi pembebasan dari funtutan membayar ganti rugi

bagian yang hilang dalam kasus; bila ganti rugi bagian yang hilang

itu menjadi tanggungan pembeli yang pembayarannya dilakukan

kemudian (dzimmah) -kemudian memperhatikan pendapat yang

menyatakan bahwa ganti rugi bagian yang hilang itu merupakan

resiko tanggungan yang baru, seperti yang telah dikemukakan-

maka tenfunya harus memberlakukan pendapat ini dalam kasus

pembebasan dari funfutan membayar ganti rugi bagian yang

hilang, seperti yang telah dikatakan sebelumnya dalam kasus ini.

Apabila kita mengatakan: Bahwa tanggungan tersebut

adalah resiko yang baru, maka uang pembelian itu tidak bisa

dipastikan kembali menjadi hak pembeli. Apabila kita mengatakan:

Bahwa tanggungan tersebut adalah bagian dari harga beli (uang

pembelian), ada dua pendapat yang berbeda dari ulama madzhab

Asy-Syafi'i, yang dibangun berdasarkan masalah, bahwa uang

pembelian yang telah diterima untuk pembelian barang, yang

penyerahannya dilakukan kemudian (dzimmah) itu apakah

ketentuan uang pembelian yang telah ditentukan benhrknya dalam

akad itu dapat diberlakukan? Dalam menjawab masalah ini, ada

dua pendapat berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana Ar-

Rafi'i menyebutkannya berikut sebuah masalah setelah keterangan

ini dan dia tidak pernah mengunggulkan satu dari kedua pendapat

tersebut.

Apabila kita mengatakan: Ketentuan uang pembelian yang

telah ditentukan bentuknya dalam akad dapat diberlakukan, maka

penggantian uang pembelian itu tidak boleh. Jika tidak, maka

penggantian uang pembelian itu hukumnya boleh.
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Ar-Rafi'i telah menyebutkan sebuah masalah, yaitu masalah;

apabila uang pembelian barang yang penyerahannya dilakukan

kemudian (dzimmah) itu dilunasinya, sementara kondisinya tetap

seperti semula, dimana dia mengembalikan objek jual beli tersebut

kepada penjual, lantas apakah dapat dipastikan pembeli berhak

mengambil kembali uang pembelian tersebut?

Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i berikut

sebuah masalah setelah penyebutan masalah ini. Yaifu selain

masalah yang pertama. Karena Masalah pertama ini, membahas

seputar ganti rugi bagian yang hilang karena cacat (arsy), sedang

masalah yang terakhir ini, membahas seputar pengembalian objek
jual beli. Dimana cara penyelesaian masalah yang pertama juga

berbeda dengan cara penyelesaian masalah yang terakhir. Akan

tetapi pengunggulan pendapat yang menyatakan kepastian

pengembalian bamng yang telah ditentukan dalam akad pada

Masalah pertama, merupakan cabang dari pengunggulan kepastian

mengembalikan uang pembelian yang telah ditenfukan benfuknya

dalam akad pada Masalah kedua. Seperti catatan yang telah aku

sampaikan mengenai hal tersebut.

Aku akan menyebutkan sebuah masalah, -Insya Allah

Ta'ala-, ketika pengembalian objek jual beli itu, pada saat uang

pembelian telah habis. Karena di sini, aku hanya menyebutkan

keterangan yang berkaitan dengan ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat (arsy).

Apabila harga beli tersebut bentuknya telah ditentukan, dan

masih tetap dalam genggaman pembeli, dalam menjawab masalah

ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang dimuat

dalam An-Mhayah. Pendapat yang paling shahih menyatakan
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bahwa uang pernbdian tersetxrt benfukryp s€eerti png telah

ditenfukan.

TenhrqTa kerangka kedua di atas, dibangun
berdasarkan yang tdah dikernukalran- Apabih kita

mengatakan: Cranti rugi bagian yang hihng karena cacat ifu adalah

resiko 1nng harus (terpbah dati lnrga bdi), rnaka ganti

rugi bagian yarg hilang itu bentulnala tdak bisa ditentukan dari

harga beli.

Apabila kita nrengatakan: balnfla ifu merupakan bagian dari

harga beli, maka pengambilan ganli rugi bagian png hilang

tersebut, diterrhrkan dari harga beli itu- Jadi, lauraban
masahh ters&rt safira seperti Frraban kazus; bila perrbeli
mengembalikan obiek inl bdi bes€rta harga belinSra dimana

barangnya tdah habis.

Berikutnya alon dtsampailon bahura obiek inl befi ihr
posisinSra dapat disanti d€ngan |znb Fng sarrr.r (seienis) bih obiek
jual beli itu benrpa bararg Spng mernihki jenis yang sarna, dan

harga jualnya bih obi€k nd b€[ ihr benrpa barang png diterrtukan

harga iualnp. hsg Allah Ta'ab-

Astrsyirad a berlrata: Apabila harga irnl obiek

iuat beli itu mengalami fh*trnsi (penrbahan) mulai dari
umktu alod ,u"l beh sampai u/akfu pen5Terahan hak
kepemihkannya kepada pembeli, maka harga irnl obiek
iual beh itu diterrtulnn berrdasarkan salah safu dari
kedua harga iual 3lang minimrm-

At lQjnt'gwatrAl Ltuh&.&nb ll Z3



I

Karena obiek jual beli tersebut, jika harga jualnya
pada waktu akad adalah harga jual maksimum,
kemudian mengalami penguran[Jan, maka barang (objek
jual beli) yang berkurang di bawah kepemilikan penjual
itu adalah resiko yang harus ditanggung penjual.

Dimana perkara yang penguftmgannya ifu
menjadi resiko yang harus ditanggungnga, tidak boleh
dihitung sebagai resiko !/ang harus ditanggung penjual.

Apabila harga jual objek pada waktu akad
tersebut adalah harga jual minimurn, kemudian ternyata
harga jualnya mengalami kenaikan di bawah
kepemilikan pembeli, maka harga jual yang lebih
tersebut merupakan hasil (keunfungan; laba) yang
muncul dalam hak milik pembeli, penjual tdak berhak
memiliki harga jual lebih tersebut, sehingga tidak boleh
memasukkannSn dalam menenfukan harga jual.

Penielasan:

Telah dikemukakan bahwa harga jual dalam arti tertentu,

ditenfukan unfuk menetapkan besaran ganti ruE bagian yang

hilang karena cacat (arsy).Sedangkan dalam menentukan harga

jual, ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i png
berbeda.

Riwayat pendapat pertama: Yang mempakan rivlayat

paling shahih dari kedua riwayat pendapat tersebut adalah, riwapt
pendapat 5ang Asy-Syimzi, gurunya yaitu Al Qadhi Abu Ath-

Thayryib, Al Mawardi, Ar-Ruyani dan ulama pengikut madzhab
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Asy-Syafi'i yang lain sepakat berpegang dengannya, lraihr

memastikan bahwa harga iual ifu ditenfukan berdasarkan salah

satu dari kedua harga iual 1nng minimum, 3nitu harga jual pada

waktu akad iual beli dan pada waktu hak

kepernilikann5a kepada pernbeli.

Jadi, jika harga iual ketika akad diadakan itu ditentukan

berdasarkan harga iual rnaksimum, maka penguralTlan harga jual

tersebut termasuk resiko 1nng harus ditanggung peniual.

Sementara jika tnrga lual tersebut kefika perryerahan hak

kepemilikannyra ke,pada pernbeli itu lebih tinggi (dari harga awal

ketika akad diadakan), maka harga iual lebih itu muncul dalam hak

milik pembeli.

Riwa5rat pendapat kedua: Dalam masalah penenfuan harga

jual tersebut, ada tiga pendapat ulama madzhab AqrSlrafi'i:

Pendapat p€rtama: Pendapat yang paling shahih dari ketiga

pendapat adalah pendapat ini (ditentukan berdasarkan harga jual

minimum).

Pendapat kedua: Telah dikutip dan nash AqrSyaf i dalam

sebuah pembahasan, bahwa penenfuan harga iual tersebut adalah

berdasarkan harga jual objek iual beli pada tmkhr panyerahan hak

kepemilikannSra kepada pernbeli.

Ini mempalkan pendapat 3nng lebih diunggulkan oleh Al

Ghazali dalam bb Talclnafuf (Perselisihan di antara kedua belah

pihak 5nng mengadakan al<ad). Dimana dia berusaha membedakan

antara bab ini dengan Takhaafuf. Driuraptkan dari Al Faurani

bahwa pendapat Asy$,rafi'i ini bemu/al dari riurapt Abdul Azrzbin

Miqlash. Sementara pendapatrla sendiri mengntakan bahwa harga
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beli pada waktu penyerahan hak kepemilikannla kepada pembeli

ihr sebagai perimbangan objek jual beli tersebut.

Pendapat ketiga: Ar-Rafi'i telah mengutipnya dari riwayat

Ibnu Miqlash, bahwa penenhnn harga jual berdasarkan harga jual

pada urakhr penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli. Aku

melihatnSTa dinyatakan secara tegas dalam bab ghashab dui lkhtilaf
Al InqiWin dengan disertai argumen bahwa waktu penyerahan

hak kepemilikan objek jual beli kepada pembeli ihr adalah waktu

dirnara jual beli tersebut telah sempuna (memiliki kekuatan

hukum tetap).

Jadi, para ulama ma&hab Asy-Syafi'i lrang mengikuti

rirrrayat ini menetapkan kedua pendapat Asy-Spfi'i ini di samping

pendapat pertama yang shahih dari ulama madzhab AsyS5nfi'i.

Di antara ulama yang hanya menyampaikan riwayat

pendapat ini adalah Al Imam Haramain dan Al Ghazali, hingga Ar-

Rafi'i mengatakan: Mayoritas ulama pengikut madzhab Asy-Syafi'i

mernufuskan masalah dengan jawaban lnng pertama, dimana

mereka mengarahkan semua nasi Asy-S5afi'i pada kasus; bila

harga jual png telah disebutkan ih.r adalah harga jual minimum.

Perlu diketahui bahwa masalah penenfuan harga jual ini

dikenal memiliki banyak kejanggalan yang perlu dipecahkan,

apalag melihat deskripsi AsySyrrazi dalam Ta'lilnya.

InsJ/a Allah Tabla, aku (As-Subki) akan sebutkan komentar

yang disampaikan mengenai argumen yang dibangun Ary-Syirazi

ditinjau dari madzhab ini dan juga menjelaskan pendapat yang

slnhihdari ulama madzhab Asy-Syafi'i dari madzhab ini. Aku akan

merryebutkan pendapat yang menentang Asy-Syrrazi dan komentar

1nng digunakan untuk menjawab penentangan itu-
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Perlu diketahui bahun sekelompok ulama dari kalangan

ulama madzhab AqlSyaf i mengabaikan penjelasan seputar waktu
penenfuan harga jual tersebut. Sebagian mereka mengira, bahwa

waktu penentuan harga iual ifu tidak ada faedahnya sarna sekali,

dimana ganti rugi bagian lpng hilang karena cacat ifu tdak
berubah-ubah karena wakhr penenfuan harga jual tersebut-

hnu Abi Ashrun telah menyebutkan keterangan tersebut,

dimana sebelumnlp ada AqlSyasyi dalam Al Hiltnh png juga

telah menyebutkannya. Sedang mayoritas ulama madzhab Asy-

Syafi'i mengan(gap wakfu penenhran harga jual ifu penting,

dimana mereka mendiskusikannya. Nash AsySyafi'i di atas

menjadi landasan aranl buat mereka.

Kernudian mereka merniliki komentar yang beragam,

apakah harga iual ifu ditentukan pada uraktu akad atau wakfu
penyerahan hak kepemilikan objek jual beli kepada pembeli, atau

hal itu ditenfukan berdasarkan harga jual minimum dari kedua

waktu tersebut, ini merupakan pendapat shahih dari ulama

madzhab AsySyafi'i.

Kemudian perrjelasan mereka mengenai pendapat yang

ketiga ini beragam, mayoritas mereka berpendapat seperti

pendapat yang disampaikan oleh AsySyirazi, bahwa harga jual ifu
ditentukan berdasarkan salah safu dari kedua harga jual yang

minimum sejak wakhr akad diadakan hingga unkfu penyerahan

hak kepemilikan objek iual beli kepada pernbeli.

Berdasarkan ihdah, penjelasan Ar-Rafi'i yang

terdapat dalam Asy-Stanh dan Al Mulnrna begitu juga An-
Nawawi dahm Ar&audlnlt.
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' Per{efasan kedua, AI Imam Haramain telah

manpmpaikannya dalam An-Niha5nh, bahwa harga jual yang

ditentukan adalah harga jual 1nng paling merugikan penjual dalam

kedua uraku tersebut, dimana dari harga jual yang paling

merugikan penjual inilah, dideslaipsikan bahwa harga jual yang

ditentukan adalah salah sahr dari kedua pengurangan harga jual

5rang maksimum.

Penjelasan ketiga, An-Nawawi telah menyampaikannya

dalam Al Minhaj bahwa harga jual minimum sejak wakhr akad

sampai hak kepemilikan objek jual beli kepada

pembeli, ditentukan sebagai harga jual.

Adapun desluipsi An-Nawawi dalam Al Mnhaj, aku (As-

Subki) mernrnda pembahasannya, hingga aku selesai membahas

kedua penielasan Srang disebutkan pertama.

Adapun penjelasan Al Imam Haramain, hnu Ar-Rif'ah

mengklaim bahvra penjel#an tersebut bermuara pada penjelasan

mayorihs ulama madzhab Asy-Spfi'i. Sebab penentuan harga jual

minimum dari kedua harga jual tersebut, memberi kepastian

bahwa tnrga jual png wajib dibayarkan itu ditambah ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat, yang merupakan harga

maksimum dalam kedua wakfu tersebut.

Jadi, makna salah safu dari kedua harga jualyang minimum

adalah harga jual objek jual beli ditambah cacat saat diadakannya

akad jual beli dan pada saat penyerahan hak kepemilikannya

kepada pernbeli.

Contohn5ra seperti kasus; apabila harga jual objek tersebut

dalam kondisi sernpuma (tanpa cacat) dalam kedua waktu tersebut

adalah sepuluh dirham dan dalam kondisi cacat pada saat
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diadakannya akad, adalah dehpan dirtram dan pda saat

penyerahan hak kepemilikannya kepada perrrbdi adahh sen$ilan

dirham. Maka penenttran harga jual minimum &ri k€dua trargB

jual tersebut, menetapkan lima dirham s€bagai trarga bdi, dirnana

lima dirham itu mempakan selisih l€bih dari s€euluh p€rs€n harga

jual dalam kondisi s€mpurEr. Penrptaan 1ang disampailcan ol€h

hnu Ar-Rifah ini rnasih bisa diperdebatkan-

Langkah pertama yang harus dilakukan adahh, bahm lita
memiliki harga jual 5ang diiadil<an standar perUanaingan untuk

menenfukan harga iual tersebut, !,aitu frars Fal obr€k iual beli

dalam kondisi sempurna dan harga iual 1;ang diperbandingler\
yaitu harga jual objek ilral beli dalam kondisi cacat, hasil

perbandingan antara kedua harga iual ini, dapat d!3rmalran sebagai

cara unfuk mengetahui besaran cacat yang diambil dari bararg

lnng sempuma (tanpa cacat). Jadi, peni adalalL bahrra

hasil perbandingan antara kedua harga Fal t€rs€but pada uralfir

akad jual beli, sama seperti hasil pertandirEan antara kedua trarya

jual itu setelah akad iual beli diadakan.

Apabila kondisi obiek iual beli itu beragam dalam ksdua

waktu tersebut, maka dalam kasus ini, keberagarnan o$€k iual bdi
ifu sama sekali fidak ada s€hma hasil

perbandingannya sama.

Misaln5n: Harga iual obiek ir.ral bdi yang s€rnpurna (tanpa

cacat) pada wakfu alod ifu adalah serah.rs dirham dan pada u,aldl
penyerahan hak kepernilikannya kepada pernbe.li s€ribu atau

sembilan dirham, sernentara harga jual obr€k inl bdi garg cacat

pada waktu akad adahh serntrihn prfut\ dan pada ulaldu
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penyerahan hak'kepemilikannya kepada pembeli berubah rnenjadi
sernbilan rafus atau sembilan dirham.

Jadi, hasil perbandingannya adalah sepuluh persen.

Keragaman naik dan furunn5a harga jual tersebut sama sekali tidak
ada pengaruhny'a. Tidak ada pertedaan antara penenfuan harga
jual minimum dari kedua harga jual dan penentuan harga jual
maksimum tersebut. Dimana besaran !,ang gugur dari harga beli
tersebut; bila melihat kedua asumsi di atas, adalah sepuluh persen.

Apabila hasil perbandingannln beragam, maka hal itu
disebabkan oleh keberagaman harga jual objek serta masih
tetapnp harga jual oblek lrang sempuma seperti kondisi semula,

dimana terkadang harga jual objek tersebut adalah sebaliknya dan
terkadang kebemgaman hasil perbandingan itu disebabkan karena
keberagaman kedua harga jual objek jual beli dalam waktu yang

bsamaan-

Contoh Pertiama: Harga jual objek jual beli dalam kedua
ulakfu tersebut, dan dalam kondisi sempuma sepuluh dirham,
dalam kondisi cacat pada wakfu akad itu sebesar sembilan dirham
dan pada u/aktu penyerahan hak kepemilikannya kepada pernbeli

sebesar delapan dirham.

Keragaman dalam contoh ini terletak pada harga jual yang

diperbandingkan (sembilan dan delapan). Karena, jilo kita
mernpertandingkan harga jual objek jual beli yang cacat pada

urakfu akad, maka ganti rugi bagian 5ang hilang karena cacat
tersebut sebesar sembilan persen. Apabila kita memperbandingkan
harga jual minimum dari kedua harga jual yang ada, maka ganti
rugi bagian grang hilang karena cacat ifu sebesar lima persen,
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dimana yang terakhir ini lebih menguntungkan pembeli. Komentar

Al Imam Haramain memberikan gambaran yang jelas.

Komentar Asy-Syirazi dan ulama lainnya yang bersifat

muflak, memberi kepastian bahtm kami memilih mekanisme ini,

yang lebih mengunfungkan pernbeli. Karena, penenfuan harga jual

minimum dari kedua harga jual yang ada dalam contoh ini,

menetapkan adanln tambahan nilai ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat, dan juga menehpkan pengurangan maksimum dari

kedua pengurcmgan nilai bamng dari harga belinya.

Tetapi aku akan menjelaskan, -Ins5n Allah Ta'ala-, pada

bagian akhir pernbahasan ini, bahwa Asyr-Syirazi dan ulama

madzhab AsySyafi'i yang lainnya, Udak menghendaki kategori

yang lebih menguntungkan pembeli ini. Mereka tidak perlu

menjelaskannya di sini- Karena, dalam pembahasan Snng lain,

mereka menjelaskan bahwa cacat baru sebelum penyerahan hak

kepemilikan kepada pernbeli, itu termasuk resiko yang harus

ditanggung penjual.

Sementara pengurangan harga |ual tersebut serta masih

tetapnya harga jual objek jual beli yang sempuma tidak boleh

tidak, haruslah disebabkan oleh cacat tersebut. Sedangkan

penambahan harga jualnya, tidak boleh Udak, hams disebabkan

oleh penguftrngan harga iual karerra cacat yang ada.

Pengurangan harga jual karena cacat ifu menghalangi

(pernbel| unfuk menanggung resiko harga jual yang mengalami

penslurangan, ini salna seperti pada saat penjual menggugat

hilangnya cacat tersebut (unfuk menghindari adanya penggantian

cacat tersebut).
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Contoh kedua: Harga jual objek jual beli dalam kondisi

cacat pada wakfu akad dan pada wakhr penyerahan hak

keeernilikannya kepada pernbeli adalah delapan dirham dan dalam

kondisi sempuma pada unkfu akad itu diadakan adalah sebesar

sepuluh dirham, dimarn pada wakfu penyerahan hak

keeernililonnya kepada pernbeli adalah, sebesar sembilan dirham

atau sebaliknya.

Jadi, keragaman harga iual dalam contoh ini terletak dalam

harga iual fiang dUadikan untuk menenfukan harga

ltnlqp. Apabila kita mempertandingkan pada harga jual minimum

dari kedua harga jual png ada, maka ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat tersebut adalah sebesar sembilan persen.

Apabila kita mernpertandingkannya pada harga jual

rnalsimum, maka ganti rugi baEan yang hilang karena cacat itu

adalah sebesar lima persen. Jadi, penenhran harga jual minimum
dalam contoh ini lebih mengunh.rngkan penjual, tidak

pembeli.

Jadi, dalam contoh ini tdak ada penetapan dalam

pengurarylan harga maksimum dari kedua pengurangan yang ada,

akan tetapi ada pengurangan harga minimum dari keduanya. Yaifu

sfuar sernbilan persen dari harga beli tersebut.

Penenfuan harga jual kategori ini, akan terlihat dengan jelas

bahwa penentuan harga jual kategori inilah yang dikehendaki oleh

Aslrsyirazi dan ularna madzhab Asy-Syafi'i, seperti keterangan

1ang akan aku jelaskan. Insya Allah Tabla.

Contoh Ketiga: Harga jual objek pada wakfu akad yang

dahm kondisi sernpuma sebesar sepuluh dirham, dalam kondisi

cacat sebesar sernbilan dirham. Pada wakhr penyerahan hak
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kepemilikan'kepada pernbeli dalam kondisi sanpuma sebesar

sembilan dirham, s€rta dalam kondisi cacat sebesar sembilan

dirham.

Jadi, penerrtuan harga jual minimum tersebut menetapkan

bahura ganti rugi bagian yang hilang karena cacaq adalah sebesar

sembilan persen. Penenttran trarga iual minimum ini lebih

mengunfungkan pernbeli daripada sepuluh p€rsen yang ada,

dimana penguraqlan dari harga beli tersebut lebih maksimum.

Atau harga ,ual objek pada unkhr akad dalam kondisi

sernpurur sebesar sepuluh dirham, dalam kondisi cacat sebesar

lima dirham. Pada wakh-r tnk keeemilikan kepada

pembeli dalam kondisi s€mpurna sebesar enarn dirham dan

penyerahannln dalam kondisi cacat sebesar ernpat dirham.

Jadi, penenfuran harga iual minimum dari kedua harga jual

tersebut, mernastikan bahwa ganti rugi bagan png hilang karena

cacat adalah sepertiga dari harga beli- Sementara penenfuan harga

jual maksimum dari kedua harga jual tersebut mernastikan bahwa

ganti rugi bagian yang hilang karena cacat ifu sebesar separuh

harga beli fiirnapuhh persen), dimana penentuan harga jual

maksimal itu lebih menguntungkan pihak pembeli dan lebih

banfk harga beli barang tersebut dikurangi.

Apabila kamu rnau merenungkan keterangan png telah

aku sebutkan dalam kedua contoh katqori penenfuan harga jual

!,ang disebutkan p€rtarna, rnaka tdak sanrar bagimu untuk

mengetahui contoh-contoh tersebut dan sernua

ketenhran hukumnya dahm bagian irn. Inqp Allah Ta'ala.

Apabila kamu sudah mengerti keterangan yang telah aku

sebutkan itu, maka aku bisa menyimpulkan: Bahwa Al Imam Al
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Haramain menddskripsikan pendapaf ketiga yang shahih,' bahwa
yang dipertimbangkan adalah harga jual yang paling merugikan
penjual dalam kedua waktu tersebut.

Dimana harga jual png paling merugikan penjual dapat
dideslaipsikan bahwa harga jual yang ditentukan adalah salah satu

dari kedua pengurangan harga jual yang maksimum.

Contohnya seperti cacat lama pada wakfu akad yang

mengakibatkan pengurangan sepertiga harga jual tersebut dan
pada tmkfu penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli, hal
tersebut mengakibatkan pengurangan seperempat harga jualnya.

PemSrataan dari Al Imam Haramain ini akan tetap terus
disampaikan beserta penjelasan Asy-Syirazi dan ulama madzhab
AsySSrafi'i, selama masalah tersebut diasumsikan dalam kasus;

apabila perbedaan harga jual itu ditinjau dari segi cacat yang ada,

dimana maksud yang dikehendaki dengan harga jual minimum dari
kedua harga jual tersebut adalah, harga jual minimum dari kedua
harga jual objek cacat 57ang diperbandingkan, bukan harga jual

minimum dari kedua harga jual objek sempuma, yang dijadikan
perbandingan untuk menenfukan harga jual tersebut.

Asumsi yang ada dalam penenfuan harga jual kategori
pertama tetap tidak berubah, bahwa harga jual yang ditenfukan
adalah harga jual minimum dari kedua harga jualnya, dimana
penentuan ganti rugi bagian hilang yang wajib dikembalikan adalah
objek iual beli yang maksimum pengurangannya dari kedua
pengurangan tersebut (Aktsarul Anninlt.

Sekarang yang tersisa hanyalah penenfuan harga jual

kategori kedua dan ketiga png belum didiskusikan. Apakah dalam
penentuan harga jual dalam kedua kategori ini mempertimbangkan
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harga iual yang paling merugikan penjual, seperti keterangan yang

telah disampaikan oleh Al Imam Haramain, sehingga harga iualnya
dit€nfukan dengan harga jual maksimum, atau Udak

(mempertimbangkan hal itu)? Bahkan harga jual tersebut

ditenfukan dengan harga jual minimum selamanya, sebagaimana

png telah disampaikan ularna madzhab AsySyaf i secara mutlak?

Jadi, bila benar bahwa ketrnhrngan pernbeli ifu, mertrpakan

hal yang perlu dipertimbangkan secara mutlak, tenfun3n deskripsi

Al Imam Hammain dalam pemphannyra: "Salah safu dari kedua

pengurargan yang maksimum" lebih baik daripada pernptaan

ularna png lainnp, lnitn "Salah safu dari kedua harga iual yang

minimum. "

Karena pengurarEan ihr merupakan hasil pe6andingan
(Nisbl), dimana yang dikehendakinla adalah salah satu dari

kedua objek jual beli lnng mengalami pengumngan maksimum

dari objd< iual beli lang sernpuma. Sementara harga jual minimum

dari kedua harga iud itu kembali pada harga jual ihr serrdiri, bukan

pada objek lang sernpurna, lnng telah mengalami pengurangan

harga jualnya.

D samping deskripsi Al Imam Haramain itu lebih baik

dalam penentuan harga jual kategori kedua, pernlptaan Al Imam

Hammain juga dapat dibenarkan, "Dan kami menetapkan salah

safu dari kedua p€ngurangan harga jual 3lang maksimum tersebut. "

Penenhran harga iual kategori kedua ini Udak ditentukan oleh salah

sahr dari kdua harga jual 1nng minimum tersebut.

Jadi, penjelasan Al Imam Haramain dapat diberlakukan

dalam ketiga kategori penentuan harga jualnf. Pemberlakuan ini

bila hukum juga berdasarkan penjelasan Al Imam Haramain dalam
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semua 'penenfuan harga lualnya. Namun mayoritas ulama

ma&hab Asy-Syafi'i tidak menyebutkan kecuali salah safu dari
kedua harga jual yang minimum, dimana mereka tdak
menjelaskan penentuan harga jual selain hal tersebut.

Seolah-olah mereka menerima, bahwa harga jual dari objek
jual beli yang sempuma ifu besarannya sarna, sementara harga jual

objek jual beli yang cacat besarannya beragam, berganfung pada

kelebihan sifat 5ang melekat pada objek jual beli itu sendiri atau
pengurangan yang terjadi pada objek jual beli tersebut, lalu
pengurangan itu diperbandingkan karena hal itu termasuk resiko
yang harus ditanggung penjual.

Kelebihan sifat tersebut tidak dipertandingkan, karena

kelebihan ifu sesuafu yang muncul dalam kepemilikan pembeli.

Sementara objek yang dijadikan perbandingan, adalah harga jual

objek jual beli yang sempuma. Mereka Udak pemah

mendiskusikan, ketika harga jualnya dalam kondisi beragam. Ada
kemungkinan juga, harga jual yang ditenfukan adalah harga jual

minimum secar?l mutlak.

Jadi, apabila kedua harga jual itu berteda dalam waktu
bersamaan, maka kami menenfukan harga jual minimum dari
kedua menrpakan harga jual objek yang cacat, dimana juga

dengan membandingkanqra pada harga jual minimum dari kedua

harga jual objek yang sempuma .

Ketika mekanisme penenfuannga demikian, pemyataan

Asy-Syirazi dan ulama ma&hab Asy-Syafi'i yang sifatrp mutlak ihr

sudah tepat. Dimana penjelasan Al Imam Hararnain 5rang sifatrya
mutlak, fidak tepat diberlakukan pada kedua contoh ]/ang
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disebutkan terakhir, yaitu dalam penenfuan harga jual kategori

ketiga, demikian juga dalam penentuan harga jual kategori kedua.

Jadi, kesesuaian dengan pemyataan ulama madzhab Asy-

Syafi'i yang sifatnya mutlak ifu adalah pernlntaan Asy-Syirazi.

Dimana yang dipertimbangkan tidak hanya kerugian penjual

secara muflak dan tidak (pula) kerugian pembeli secara mutlak.

Sepengetahuanku, tidak ada pendapat yang diriwayatkan secara

khzusus serta tegas mengenai hal ini.

Kecuali, dalam Ta'liqah Asy-Syaikh Abu Hamid, dia

berkata: Adapun waktu penenfuan harga jual objek tersebut adalah

dalam kondisinlra lang sempuma, maka itulah salah safu dari

kedua u/aktu yang mengalami pengurangan maksimum, yaifu saat

akad atau saat penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli,

dimana harga jual objek jual beli yang sempuma ifu ditentukan

pada waktu ifu, kemudian harga jual objek tersebut ditenhrkan

pada saat cacat ditemukan pada objek jual beli tersebut.

Pernyataan Asy-Syaikh Abu Hamid ini menegaskan bahwa

yang dikehendaki adalah harga jual minimum dari kedua harga jual

objek jual beli sempuma, yang dijadikan perbandingan, bukan

harga jual minimum dari kedua harga jual objek yang cacat.

Di dalam contoh kasus ini, yaihr penenhran harga jual

kategori kedua yang telah aku sebutkan dalam contoh tersebut,

penentuan harga jualnya berdasarkan salah safu dari kedua harga

jual 3nng minimum, lebih mengunfungkan penjual.

Demikian juga pemyataan Al Mawardi memberikan

pernahaman lrang sesuai dengan Asy-Syaikh Abu Hamid. Karena,

dalam rnasalah budak perempuan muda, dia berkata: Harga
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jualn5n ditentukan sesuai dengan harga jual minimum dari kedua

waktu itu.

Jadi, bila diasumsikan, misalnya harga jual budak
perempuan muda pada waktu ifu, dalam kondisi masih perawan

tanpa disertai cacat, adalah sebesar serafus dirham, maka budak
perempuan muda tersebut ditenhrkan harga jualnya dalam kondisi
masih perawan, dan (bila) disertai cacat, maka jika diasumsikan
harga jual misaln5ra sembilan puluh, maka selisih antara kedua
harga jual sebelumnya adalah sepuluh persen (sepuluh dirham),
sehingga penjual difunfut mengembalikan sepuluh persen dari
harga beli budak perempuan tersebut.

Inilah sisi kejanggalan yang telah disebutkan dalam masalah

ini, telah temrai, segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Dimana kini
jelaslah sudah, bahwa maksud yang dikehendaki adalah harga jual

minimum dari kedua harga jual objek yang sempuma, dimana
yang dikehendaki bukanlah kedua harga jual objek jual beli yang

cacat tersebut, seperti dugaan hnu fu-Rif'ah dan ulama lainnya.

Tentun5ra harga jual yang dipertimbangkan adalah harga jual yang
paling merugikan penjual secara mutlak, ini seperti pendapat yang

telah disampaikan oleh Al Imam Haramain.

Maksud yang menjadi objek perhatian Abu Hamid inilah

lnng tepat, karena perkara 5ang dijadikan perbandingan adalah

harga jualnya tersebut, dan perkara yang diperbandingkan adalah

objek jual beli lang cacahln sudah ada sebelum dan sesudah

akad, hingga penyerahan hak kepemilikan objek jual beli kepada
pembeli, dan juga selama penjual tidak melihat cacat tersebut.

Jadi, tidak ada alasan unfuk mempertimbangkan perbedaan objek
jual beli lrang cacat dan harga jual yang dijadikan perbandingan,
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dimana itulah harga i"al prrg ditentukan. Dimana harga jual 1nng
telah diterrfukan itu terkadang nilainf sernakin menynrsut dan

terkadang nilainya sernakin tinggi.

Penjelasan yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Abu

Hamid ini, mendukung rnaksud yang dikeh€ndaki oleh pernyaban

Aqrsyirazi: '(Elagian trarga bdi yang hihng) Udak boleh dihitung

s€bagai resiko 3nng harus oleh peniual. " Pendapat

Aslrsyinzi itulah pendapat yarg slahih. Penrbahasannp akan

disampailon. hrsg Alhh Ta'ah.

Adapun pernbahasan png khusus berhubungan dengan

sifat flmalitas) obiek iual beli, kami akan merryebutkannya dalam

kandungan Pelaiaran penting.

Pelaiamn perrting: Al Fariqi dalam komentamgra ahrs Al
Muhadzdab berkata, Masalah penenfuan harga jual ini, lraifu
masalah 1nng dibahas dalam ldhb ini dan juga telah disebutkan

oleh Asysyirazi, adalah permasahhan lnng pokok masalah,

peletalon perrnasalahan dan argumen yang dibangunryn 6sid
(rusaVsalah persepsi). Kami tidak pemah menernukan dalam kitab

ini (N Muhdzda\, masalah yang lebih jelas kerusakannSn

daripada masahh ini.

Adapun kenrsakan obiek masalahntp, karena penenfuan

harga iual ters€but b€rdasarkan salah sahr dari kedua tnrga iual

lnng minimum, seperti keterangan lnng telah disebutkan

sebelumnla.

Penenfuan trarga iml seperti ini bisa tepat serta mernbawa

keunhmgan, apabila ganti rugi bagian yang hilang ihr, posisinya

menggugurkan bagian dari harga jual objek jual beli, dirnana

memang ]ang benar tdaklah dernikian. Akan tetapi kita
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menggugurkan bagian dari harga beli tersebut sesuai besaran hasil

pe6andingan sernua keunfungan dari harga jual yang mengalami

pengurangan kerena cacat tersebut.

Misalqn: Apabila seseorang membeli seorang budak laki-

laki dengan harga serafus dinar, lalu dia menernukannya dalam

kondisi terpotong sebelah tangannla, maka langkah pertiama yang

harus hta lakukan adalah, menentukan harga jual budak laki-laki

tersebut dalam kondisi sanpuma dengan harga seratus dirham dan

dalam kondisi terpotong tangannya dengan harga sembilan puluh

dinar, harilnya sudah bisa kita ketahui bahwa sepuluh persen

harga pokok (sepuluh dinar) itu gugur, sehingga inilah lnng
menjadi perimbangannya (terpotongnya tangan sang budak),

dimarn sepuluh persen harga beli budak laki-laki tersebut (sepuluh

dinar) Ergur.

Tidak ada perbedaan antara apakah harga jual budak laki-

laki ifu serafus, seribu atau sepuluh dinar. Karena pengaruh cacat

dalam menurunkan harga jualnp sarna. Jadi, apabila pengaruh

cacat dalam menurunkan harga jual ifu sebesar sepuluh dari

serafus, maka dari harga jual seribu berkurang sebesar seratus

dinar dan dari sepuluh berkurang sebesar satu dinar. lalu hasil

perbandingan setiap pengurangan dari sejumlah pengurangan

harga jtnl yang dikembalikan pada harga pokok objek jual beli

tersebut adalah sepuluh persen, sehingga sebagai perimbangan

cacat tersebut sebesar sepuluh persen harga beli barang yang

gugur, dimana sepuluh persen harga beli barang tersebut tidak

akan berbeda pada semua wakhr, tetapi yang berbeda adalah

iumhh baran sepuluh persen harga jual tersebut. Kami han5ra

menebpkan sepuluh persen harga beli barang dan tdak
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mempedulikan perbedaan nilai sepuluh persen harga jualnya dan

harga jual maksimumnya.

Penjelasan rusaknya ar[lumen Snng disampaikan ifu adalah,

bahwa pembatasan penentuan harga jual ifu mulai dari waktu akad

sampai waktu penyerahan hak kepernilikan kepada pernbeli, sebab

sepengetahuan kami, p@gurarylan harga jual tersebut ada di

tangan penjual.

Pengumngan harga jual itu, maksudnya bukanlah

pen[lurangan harga jual karena pertedaan minat pernbeli; banyak

dan sdikitnya pernbeli- Akan tetapi, yang dikehendakiqn adalah

peng,mngan sernua keunfungan png diperoleh pihak pembeli.

Contohnln; kurusnya heuran funggangan, bembahnp wama kain,

atau munculnya bencana grang menimpa objek jual beli secara

tiba-tiba.

Perkataan Aqrsyirazi: "Maka barang yang berkurang

tersebut adalah resiko lang harus ditanggung penjual," yaitu

bahwa barang yang menjadi objek iual beli itu adalah resiko yang

harus ditanggung oleh penjual.

Perkataan Aslrsyirazi: "Pertgurangannla termasuk resiko

yang harus ditanggungn5ra," yraihr bagian 5nng hilang dari harga

beli barang, atau hilangnya bagian tertenhr yang iuga termasuk

resiko yang harus ditanggung perfual.

Perkataan Astrsyirazi: "(Bagian harga beli yang hilang)

tidak boleh dihihrng sebagai resiko png harus ditanggung oleh

penjual" maksudnSra adalah, pemlataan yang di dalam pemyataan

ini sendiri mengandung kontradiktif.
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Karena apabila objek jual beli itu berkurang, dimana
pengurangan bagian yang hilang dari harga beli adalah resiko
yang harus ditanggung oleh penjual, maka tentunya pengurangan

itu harus ditenfukan besarannya.

Adapun pemyataannya: "@agian harga beli yang hilang)
tidak boleh dihitung sebagai resiko yang harus ditanggung oleh
penjual," ini dikarenakan pengurangan ifu merupakan resiko png
harus ditanggung oleh penjual ifu sendiri. Pemyataan ini
kontradiktif, tidak mengandung faedah apapun.

Asy-Syirazi berkata: "Apabila harga jualnya pada wakfu
akad adalah harga jual minimum, " pemyataan ini juga terlihat
jelas kerusakannya dan juga kontradiktif. Karena jika diasumsikan
penambahan harga jual ini mempakan hak milik pembeli, dimana
penjual tidak berhak memilikinya, tentun5a pembeli harus
menghifung penambahan harga jual dalam menenfukan harga
jualnya tersebut, sehingga kami menetapkan kepadanya besaran
bagian objek jual beli yang berkurang kerena hilangnya tambahan

harga jual, yang nantinya digabungkan pada besaran ganti rugi
bagian yang hilang.

Jadi, berdasarkan pemyataan di atas, terkait kerusakan

argumen yang disampaikan dan objek masalahnya, ini jelas

terbukti. Ini komentar Al Fariqi #S.

Ibnu Ma'ni menambahkan dalam sebuah pemyataan dari Al
Fariqi, bahwa untuk mengetahui rusaknya argumen lnng
disampaikan, kiranya perlu mengetahui dua perkara:

Perkara pertiama: Kata ganti orang ketiga funggal (Dhanit
dalam perkataan Asy-Syirazi: "Karena objek jual beli, jika harga
jualnya pada waktu akad adalah harga jual maksimum, kemudian
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mengalami pengurangan, rnaka barang (objek jual beli) lpng
berkurang di bawah kepemilikan p€rfual adahh resiko png harus

ditanggung penjual.

Dimana perkara (ba$an trarga beli yang hilang), yang

penguangannya ifu meniadi resiko yang harus ditanggungnya,

(Bagan harga beli yang hilang) tdak boleh dihitung sebagai resiko

yang harus ditanggung oleh peniual,' ada kernungkinan kata ganti

orang ketiga tunggal (Dhanit kernbali kepada penjual atau

pembeli.

Namun tidak ada faktor yang mernbolehkan kata ganti itu

kembali ke pernbeli. Karena A4rsyinzi membatasi penenhran

harga jual tersebut seiak u,aktu akad ifu sampai waktu peny€rahan

hak kepemilikan kepada pernbeli, hgi puh tdak terungkap

pengurangan harga jual di tangan pernbeli kecuali, setelah

penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli.

Jika kita tetap bersikeras, merrgrabkan bahwa kata ganti

orang ketiga tunggal itu (Dhamil itu kenrbali kepada pembeli,

maka perkataan Asy-Syirazi: "Seiak Erasa akad sampai masa

penyerahan hak kepernilikan kepada pernbeli" tenfu tidak bernr.

Sehingga dapat dipastikan bahun yang dikehendaki oleh

perkataan Asy-Syirazi, "Resiko 1rang han s ditanggung penjual,"

adalah pengurangan bagian harga beli barang ifu yang mempakan

bagian dari resiko yang harus dihnggung peniual, bukan

tanggungan pihak lainnln. Ini adalah p€rkan !,ang p€rtama.

Perkara kedua: Bahwa yang dirnaksud dengan pengurangan

bagian harga beli barang ihr adalah, karena penrbahan semua

kondisi (spesifikasi) objek iual beli tersebut, seperti munculnya
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bencana yang datang secara tiba-tiba mehimpa kain atau heWan

funggangan, bukan faktor lainnya.

Karena harga jual ihr akan berbeda-beda, yang ditenhrkan

oleh berkurang dan semakin banyaknya permintaan serta turun

dan naiknya (harga) pasar. Jika demikian, maka perkataan Asy-

Syirazi, "Pengurangannya ifu menjadi resiko yang harus

ditanggungnya, (Bagian harga beli yang hilang) tidak boleh

dihitung sebagai resiko yang harus ditanggung oleh penjual," jelas

pemyataan yang kontradiktif.

Karena pengurangan tersebut adalah pengurangan bagian

tertentu, seperti keterangan yang telah kami jelaskan dalam

perkara yang kedua, dimana seluruh objek jual beli ifu termasuk

resiko yang harus ditanggung penjual, demikian pula bagian dari

objek jual beli tersebut.

Tidak mungkin kata ganti orang ketiga tunggal (dhamil

kembali pada pembeli. Hal ini sesuai dengan keterangan yang

telah kami jelaskan dalam perkara yang pertama. Ini komentar

Ibnu Ma'ni yang diriwayatkannya dari Al Fariqi.

Karena alasan komentar Al Fariqi inilah, hnu Abi Ashrun

berkata: Tidak ada faedahnya dalam menentukan salah safu dari

kedua harga jual minimum, sebagai harga jual objek jual beli.

hnu Abi Ashrun dalam Al Intisharberkata: Asy-Syaikh Abu

Ishaq dalam Al Muhadzdzab, dia telah menyatakan bahwa salah

sahr dari kedua harga jual minimum tersebut ditentukan sebagai

harga jualnya. Demikian juga dalam Al Hawi.

Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib telah menyebutkan hal tersebut

dalam sebagian kitabnya, kemudian dia mencatatnya. Aku telah
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menerangkan sisi kenrsakannya, dinrana pendapat AqlSpsyi juga

merniliki kenrmkan yaql sarna. Kemudian dia memilih

berpendapat sendiri, bahnra trarga jml objek jml beli tersebut

ditenhrkan pada saat alod, karern akad tersebut merupakan faktor

lrang resiko !,ang harus ditanggung, sementara

tnk kepernifikan kepada pernbeli itu, mempakan

hldor yang mernastikan adanp resiko yang harus

tersebut. Hal ini dalam ditat huloma (denda png
tidak menriliki besaran tertentu) dahm s&nh jina3at

Ibnu Abi Ashrun berkata: Ini -!/aitu komentar AslrSpsyi-
menganulir yarE dia akui keberrarannya, dimana dia

mengernbalikannya k€eada fiiuaban yrang lain, kernudian pendapat

hasil iitihadnya sendiri tidak merniliki alasan sarna sekali.

P€rkataan Astrqrasti: 'Elahura akad tersebut mempakan

faktor yang menetapkan adanp resiko 3nng harus ditanggung,"

pemlntaan ini dapat diterima, akan tetapi dengan apa

menanggungnSp? Apaloh dengan harga beli ahu dengan harga

jual,? karena frdak ada faedah dalam

Dimarn harga jual itu hanya ditetapkan sebagai shndar untuk

mengehhui trarga beli barang lnng berhak diminta kembali.

menjadi mengetahui hal itu, Udaklah diterrtukan berdasarkan harga

iual objekiual beli pada saat alod iual beli tersebut.

Adapun wl jhalpt gang menimpa angggta fubuh tertentu,

ini ditenfukan besaran dendanya pada uakhr jirn5at tersebut

dilakukan, karena unku itu adahh wakfu yang berhubungan

langsung derrgan kdrayaan milik korban (najna 'alaih, dimana

besaran d€nda jimSat itu ditenhrkan setelah jinagnt dilakukan,

karena unltu s€telah jim5nt ihr dilalnrkan, adalah urakfu dimana
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terjadinya pengurangan bagian dari objek jual beli tersebut,

sehingga dapat diketahui besamn harga jual yang berkurang.

Jika objek jual beli itu berupa budak laki-laki. Kemudian

Asf,-Spsyr berkata dengan nada menentang: Jika diasumiskan

harganSa pada saat akad sebesar sembilan puluh dinar dan cacat

tersebut mengurangi nilainya lima dinar, dimana lima dari serafus

dinar tersebut sama dengan setengah dari sepersepuluh, dan dari
sembilan puluh lebih banlnk lagi, hasil pertandrngan tersebut tidak

akan pemah berhenti dalam harga beli barang yang diminta untuk

dikembalikan.

Kemudian dia menjawab, dia berkata: Deskripsi ini jelas

dibuat-buat, karena cacat yang hrnggal dapat mengurangi banyak

dari harga jual, bila dipertandingkan dengan cacat itu mengurangi

sedikit harga jual, apalagi sebuah barang ifu menyandang sifat

yang sama, dimana juga perbedaann5a hanya ditinjau dari segi

permintaan pasar.

hnu Abi Ad-Dam berkata: Dalam hati, aku bertanya

tentang masalah penenfuan harga jual dengan salah safu dari

kedua harga jual minimum ini, dan dengan dasar apa kedua Syaikh

ini, 5aitu Al Fariqi dan hnu Abi Ashrun, mengatakannya dengan

kemarahan lrang sangat luar biasa. Aku akan berusaha keras unfuk

menemukan segala hal yang aku ingat mengenai masalah tersebut,

baik dari segi jawaban dikutip maupun diskusi yang terjadi. Inqn
Allah Ta'ak.

Kemudian setelah menlrampaikan komentar tersebut, dia

menyebutkan komentar Al Mawardi, Al Imam Haramain dan Al
Ghazali, dan pembicaraan mereka berdua bersama para ulama

Marunz tentang ketiga pendapat di atas.
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hnu Abi Ad-Dam berkata, Asy$nikh Abu Ishaq memilih

untuk berpegang pada satu dari ketiga pendapat 5nng ada. Tariih

yang dilakukan oleh Aslrsyaikh Abu Ishaq terhadap ketiga

pendapat di atas, bukanlah hal 5rang rusak, bukan (pula) hal 5nng
salah, sebagaimana komentar yang disebutkan oleh Al Fariqi.

Justnr komentar yang disebutkan Al Fariqi lah 1nng bertentangan

dan janggal, itulah pemyataan yang salah, karena penenhran harga

jual itu (Taqwiml merupakan sesuatu lnng diposisikan unhrk

menetapkan harga jual ifu sendiri, bahkan juga unfuk mengetahui

hasil perbandingan bagian harga beli png harus dikembalikan.

Jadi, harga jual tersebut merupakan standar harga. Apabila benar

penenfuan harga jual ifu demikian fujuannya, maka jelas masalah

penentuan harga jual dengan salah satu dari kedua harga jual

minimum ini sudah benar dan berguna-

Pemyataan Al Fariqi: "Bahwa Akibat cacat dalam

mengurangi (harga jualnya) sarna (fidak ada perbedaan),"

Pemyataan ini keliru- Karena jika diasumsikan harga beli seratus,

lalu dia menemukannya dalam kondisi terpotong sebelah

tangannya, maka harga beli budak tersebut ditentukan dalam

kondisi sempurn. Kemudian harga jual budak pada wakfu akad

dan waktu penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli itu
sebesar sembilan puluh dinar. Lalu jika kita menentukan harga jual

pada wakhr akad, lrang mana pernbeli mengetahui, bahwa ada

pengurangan seperlima harga jual budak dari harga belinya, maka

seperlima harga beli ifu hams dikernbalikan.

Apabila kita menenhrkan harga jual pada waktu penyerahan

hak kepemilikan kepada pernbeli, dimana pembeli mengetahui

bahwa ada pengurangan sepersepuluh harga jual budak tersebut,

sehingga sepersepuluh harga beli itu harus dikembalikan. Jadi,
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perbedaan yang sangat jelas itu terjadi (akibat adanya cacat). Ini
penjelasan yang jelas dan tidak mengandung kejanggalan sama

sekali.

Namun Al Fariqi memahaminya, bahwa Asy-syaikh Abu
Ishaq memposisikan harga jualnya dalam kondisi cacat, sebesar

sembilan puluh dinar, dan harga jual berikut ganti rugi bagian yang
hilang karena cacat adalah serafus dinar, dia berkata: Maka kami
mengetahui bahwa bagian harga jual yang berkurang sepuluh
persen dari harga jual, sehingga sepuluh persen harga beli itu
hams dikembalikan. Dia menduga bahwa bagian yang berkurang
ifu prosentasenya selalu tetap, tidak berubah.

Padahal tak diragukan lagi bahwa mungkin saja harga
jualnya dalam kondisi cacat pada waktu akad itu harga jual

maksimum, dan mungkin pula harga jualnya dalam kondisi cacat

saat penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli merupakan
harga jual minimum.

Apabila selisih harga jual ditetapkan berdasarkan hasil
perbandingan antara kedua wakhr tersebut, tenfunya penentuan

salah satu dari kedua harga jual ifu harus dilakukan, karena harga
jual yang berbeda.

Pemyataan Al Fariqi mengenai rusaknya argumen yang

dibangun ifu, dalam komentar yang telah disebutkan yaitu
pemyataan Asy-Syaikh Abu Ishaq cukup untuk menjawabnya.

Bila melihat secara garis besar, pendapat yang menjadi
pegangan Asy-Syaikh Abu Ishaq itu bukanlah pendapat yang dia
buat sendiri, akan tetapi pendapat tersebut adalah pendapat yang

disampaikan dari para tokoh ulama madzhab Asy-Syafi'i. Jadi,

tidak pafut bagi ulama generasi terakhir unfuk memperlihatkan
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penolakan keras terhadap omng !,ang mernilih dan

menyebutkannla dalam kaqn fulisnya, "Bahwa pendapat tersebut

mempakan pendapat png rusak (udak benar), tidak ditemukan

dalam kitab ini sesuahr Snng lebih konkrit kerusakannya daripada

pendapat ini. "

Tetapi yang patut dilakukan oleh ulama generasi terakhir ini

adalah, apabila mernang pendapat tersebut benar dernikian, maka

dia seharusnya hanp mendiskusikan landasan pendapat dan

menyampaikan sesuatu 5ang dia pegang dalam menanggapi hal

tersebut, 1laitu kejanggalan atau diskusi.

Adapun menjustifikasi dengan menSratakan, bahwa

pendapat tersebut mempakan pendapat 1nng paling rusak dalam

kitabnya, itu mumi kekeliruan darinla dan etika yang buruk- Di

antara ulama yang memilih pendapat yang AsILS!,aikh Abu Ishaq

telah pilih adalah, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Baghawi.

Menurutku (As-Subki): Pemyataan lbnu Abi Ad-Dam, yaitu

harus menjaga etika, ifu benar- Pendapat 5ang telah disampaikan

Asy-Syirazi, terkait redaksi dan huruf-hurufnp, dimuat dalam

Ta'liq Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Jadi, Asy-Syimzi tidak sendirian

men5ampaikan pendapat ini.

Aku telah mengehhui bahua AsyS5raf i & telah menash

dalam lkhtilaf Al Imqi5ryin mengenai penentuan harga iual pada

waktu penyerahan hak kepemilikan kepada pernbeli. Dia berkata:

"Harga jualnya pada hari di mana pembeli menerimanp dari

penjual. "

Jadi, andaikata pertedaan harga jual tersebut tidak memiliki

pengaruh apapun, tentunya Asy-Syafi'i pun tidak membatasinya

dengan, "Wakfu penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli. "
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Jadi, harus mempdrtimbangkan perbedaan harga jual dan

kejelasan posisi perbedaan harga jual yang dapat mempengaruhi
perbedaan nilai ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

tersebut.

Mekanisme penentuan harga jual yang ditetapkan oleh Ibnu

Abi Ad-Dam, ada kemungkinan berawal dari perbedaan harga jual

objek yiang cacat serta kesamaan harga jual objek jual beli yang

sempuma pada waktu akad dan waktr-r penyerahan hak

kepemilikan kepada pembeli, sementara cacat tersebut sama,

seperti contoh yang telah dia sampaikan, yaifu terpotongnya

sebelah tangan budak laki{aki.

Karena, disaat harga jual objek yang sempuma pada waktu
penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli itu sama, sementara

cacat tersebut sama dan oblek jual belinya pun juga sama, maka

bagaimana harga jual objek jual beli yang cacat dapat berbeda?

Telah dikemukakan sejumlah contoh yang lebih dari cukup

untuk manjawab pertanyaan tersebut, dimana secara garis

besamya adalah, harga jual objek yang sempuma sama dan harga
jual objek lnng cacat itu berbeda-beda, karena mengikuti
penambahan atau pengurangan benfuk barang tersebut. Asy-

Syasyr menganglapnln sulit ditemukan (solusinya).

Pemlntaan Asy-Syasyi: "Bahwa cacat tersebut dapat

mengurans banyak harga jual, bila diperbandingkan dengan cacat

yang mengurangi sedikit harga jual," jawaban atas pemyataan Asy-

Syasyr terdiri dari dua sisi.

Sisi pertama: Asy-Syasyi membatasi pembahasan

penenfuan harga jual tersebut hanya pada masalah perbedaan

harga jual objek jual beli yang sempuma, yang dijadikan
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perbandingan dan funggalnya cacat yang dipextandingkan. Ini

merupakan mekanisme penentran harga iual kategori kedua yang

telah aka (As-Subki) kernukakan. Aku sudah mengatakan, Bahwa

pemyataan Astrstirazi dan ulama madzhab AsySyaf i tersebut

tidak mencakupnya, atau 1ang lebih tepat dalam penenhran harga

jual kategori kedua ini adalah, deskripsi Al Imam Haramain.

Apabila kita tetapkan n tersebut dalam kategori

pertama, yaifu harga iual objek iht sama, dimana harga jual

tersebut mengalami pengurangan akibat munculnln cacat sebelum

penyerahan tnk kepernilikan kepada pembeli, atau harga jualnln

mengalami penambahan akibat munculnln spesifikasi tertenfu,

maka dapat dipastikan hasil perbandinganny'a menjadi berbeda.

Inilah makna yang dikeh€ndaki oleh penjelasan Fng Al Fariqi

tegaskan dalam komentamSa atars Al Muhadzdab.

Selain p€negasan tersebtrt, jaunbannya juga dirir,uayatkan

dari ulama rnadzhab Aqr$nfi'i. Sekalipun penegasan ifu dalam

bentuk s€buah penolakan. Dan ifulah jauraban dari AqrSyimzi

kecuali dalam pernyataan: "(Bagian harga beli 5rang hilang) tidak

boleh dihifung sebagai resiko gnng harus oleh penjual,"

karena pemlptaan tersebut mempakan pernyataan yang janggal,

dimana kami akan merrambah penjelasan mengerrai pemSntaan

AsySyirazi tersebtrt.

Sisi kedrra: Dari javrnban atas komentar Aalqns!,i, bahwa

ulama ma&hab Aqr$nfi'i, sekalipun mereka Udak pemah

mengomentari harga jual objek !,ang sernpurrla, lang dijadikan

perbandingan, mereka tehp han s menentukan harga jual objek

yang sernpurE tersebut, karena harga iual objek yang cacat ifu,
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apakah semakin bertambah atau berkurang, tetap diperbandingkan

dengan harga jual objek jual beli yang sempuma.

Jadi, situasi darurat inilah yang memerlukan sesuatu (harga

jual) yang dijadikan perbandingan sehingga nilainya dapat

diketahui, sehingga apabila nilai yang dijadikan perbandingan ifu

sama, maka seperti ifulah hasilnya dan apabila nilai yang dijadikan
perbadingan ifu berbeda, maka seperti hasilnya seperti ini, yaifu

ketentuan yang telah aku kemukakan, bahwa ulama ma&hab Asy-

Syafi'i tidak pemah mengomentarin5a, kecuali Asy-Syaikh Abu
Hamid, dia juga telah mendiskusikan hal tersebut dalam Taliqah
miliknya.

Jadi, apabila penenfuan harga jual objek jual beli yang

sempuma itu telah ditetapkan, dimana harga jual objek yang

sempurna itu berbeda-beda dan harga jualnya juga berbeda-beda,

di samping sifat kesempumaan barang ifu sendiri masih

bertentangan safu sama lainnya, maka perbedaan harga jual

tersebut terjadi karena faktor penawaran dan permintaan barang.

Ketika hal ifu terjadi, cacat dari harga jual minimum
terkadang mengurangi hasil perbandingan dimana cacat itu
mengurangi dari harga jual maksimumnya. Hal ifu terjadi pada saat

penawaran barang naik dan jenis barang sulit diperoleh, karena

permintaan barang itu akan sulit dipenuhi dalam kondisi seperti

itu, dimana mereka memaklumi cacat yang ditemukan pada jenis

barang tersebut dan pembeli menjadi tidak peduli dengan cacat

pada jenis barang tersebut, seperti kepedulian mereka akan cacat

barang itu disaat stok barang berlimpah.

Sebaliknya, apabila penawaran barang menurun, stok

barang berlimpah dan harga jualnya murah, dimana setiap orang

2Bz ll ,U Uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



dapat memperoleh objek jual beli yang sempuma dari jenis barang

tersebut, maka mayoritas konsumen menufup diri unhrk membeli

barang yang cacat, karena mereka rnampu membeli barang yang

kualitasnya lebih baik daripada barang yang cacat, dimana harga

jualnya juga jauh lebih murah dari harga jual objek lnng sempuma

dengan selisih yang maksimum, dari selisih harga jual sebelum

kondisi tersebut (kelangkaan barang) terjadi.

Ketentuan ini adalah tradisi yang berlaku umum di khalapk
umum, sekalipun hal ittr tidak diriwayatkan. Kernudian semua

masalah yang ditetapkan dalam fikih dan semua penghitungan

yang telah ditenh-rkan belum tenfu terjadi secara ulnum, bahkan

jarang terjadi, tetapi maksudnp adalah, bahwa semua masalah

tersebut bila diternukan secara fakhral, maka inilah ketenhran

hukum masalahnya.

Apabila seseorang trerkata: Ketenfuan hukum ini hanya

berlaku dalam flukfuasi (keadaan naik turunnya harga) pasar,

sementara detail masalah ini terletak dalam kasus; apabila flukfuasi

itu teriadi karena munculnla spesifikasi tertentu dalam objek jual

beli.

Jawaban akan hal ini: Perubahan harga iual barang Srang

cacat, faktomya adalah munorlnya spesifikasi tertenfu akibat

penambahan atau pengurangan. Adapun penrbahan harga jual

barang yang sempurn r, lnng dijadikan perbandingan, tdak
memiliki faktor kecuali fluktuasi pasar dimana hams

menenfukannya.

Adapun perkataan Aslrsyirazi: "@agian harga beli yang

hilang) tidak boleh dihitung sebagai resiko yang harus ditanggung

oleh penjual," ini sangat janggal- Penentangan Al Fariqi atas
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pemyataan yang sangat kuat sekali. Pemyataan yang sama juga

ditemukan dalam Ta'liqah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dimana

tidak ada kesasuaian dalam kesimpulan yang nampak, karena jika

kita memasukkan bagian harga beli yang hilang ini dalam

menenfukan harga jual barang sebelum pemberian ganti rugi
bagian yang hilang, maka pembeli tersebut menerima kerugian dan
penjual memperoleh keuntungan.

Jadi, apabila AsySyirazi mengatakan, "pembeli," tenhrnya

pemyataannya itu sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari
safu sisi, dimana dari sisi yang lainnya, pemyataan tersebut malah

membatalkan kesimpulan yang ada karena ada ketidakcocokan

dengan argumen lain yang telah disampaikannya, "Bahwa

pengurcngan bagian harga beli itu adalah resiko yang harus

ditanggung penjual.

Jawaban mengenai kontradiktif ini adalah, bahwa

kejanggalan ini didasari oleh pemyataan bahwa pembahasan

penentuan harga jual ini terfokus dalam semua cacat yang nilainya

diperbandingkan, dimana sudah jelas dalam keterangan yang telah

dikemukakan dari komentar Asy-Syaikh Abu Hamid, bahwa yang

dikehendaki adalah, harga jual barang sempuma, yang dijadikan
perbandingan.

Bila berpedoman pada komentar Asy-Syaikh Abu Hamid di

atas, maka dapat dikatakan: "(Bagian harga beli yang hilang) tidak

boleh dihitung sebagai resiko lnng harus ditanggung oleh penjual,"

ini karena kita menyandarkan kepada penjual dan kita

memasukkan sernua cacat itu dalam menentukan harga jualnya,

tenhrnya akan banyak sekali ganti rugi yang harus ditanggung

penjual.
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Sementara bila mereka berpedoman dengan komerrtar Al

Imam Haramain, maka kami berpedoman dengan komerrtar Asy-

Syaikh Abu Hamid, dimana komentar Ast -syaikh Abu Hamid itr-r

merupakan pendapat yang paling slnhih sesuai dengan alasan

yang telah dikernukakan.

Apabila kamu merEatakan: Flal itn Udak relevan dengan

pemyataan Asy-Syirazi: "Barang (obiek iual beli) yang mengalami

pengurangan di bawah kepernilikannya adalah resiko 37ang harus

ditanggungnya, dirrrur pengurar{Fn bagian harga beli termasuk

resiko yang harus ditanggungnsla.'

Aku (As-Subki) meniawab: Interpretasi pernlntaan Astr

Sylrazi akan disampaikan, dengan mengutip keterangan dari

penulis Al kqan. Pemyataan Al Fariqi: 'Kami menetapkan

penjual tersebut harus menan(trpng besaran ttarga Fal lpng
berkurang karena sifat itu, yang digabung bsama
pengganti baEan 5lang hihng," deskripsin3la dapat mernbatalkan

pemyataan Asy-Syirazi, ini iika cacat tersebut hihrg setelah

kemunculannln sebelum penyeratnn hak kepemilikan kepada

pembeli.

Akr,r melihat penulis N Wafi merrgutip iatrnban yang telah

aku sampaikan ini dari gurur5a- Kernudian dia menentang

pemlntaan tersebut, bahua rnasahh penerrtuan tErga iual ihr

diasumsikan terjadi dalam liasus; apabih harga jtral merrgalami

kenaikan antara akad dan fiak kepernilikan kepada

pernbeli, kemudian kenaikan targa lual tersebut trihng-

Penulis Al Wafi berkata, Jawaban tersebut benar adan5n,

bahwa masalah ihr tidak ternasuk ke dalam resiko yang harus

ditanggung penjual, dimana asumsi masahh lnng telah dia
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sebutkan ittr, terkadang membuat ketentuan hukum tersebut tidak

berlaku, jika dia mengasumsikan masalahnya demikian.

Namun, penulis Al Bayan telah membuat alasan mengapa

Asy-Syirazi menyampaikan argumen di atas, karena dia berkata'

Pemyataan Asy-Syirazi ini memang janggal, akan tetapi dia

menghendaki bahwa pengurangan bagian harga beli barang itu

adalah resiko ynng harus ditanggung oleh penjual, dimana resiko

lrang ditanggungnya ih-r benar-benar gugur dengan kerelaan

penrbeli dalam menerima objek jual beli yang kondisinya

berkurang.

Jadi, apabila kita asumsikan pengurangan bagian harga beli

barang pada waktu akad diadakan, tenhrnya hal ifu mendatangkan

penetapan resiko pengurangan bagian harga jual ifu kepada

penjual, dimana resiko yang harus ditanggung ifu benar-benar

gugur dari penjual, hanya saja Asy-Syaikh Abu Ishaq menghendaki

penjual tersebut (yang menanggung resiko pen[lurangan) sejak

awal pemyataannya, kemudian dia menyebutkannya secara konkrit
(tidak menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal; dhamirl.

Menurutku (As-Subki): Makna pemyataan Asy-Syirazi

tersebut adalah, bahwa semula pembeli menerima objek jual beli

dalam kondisi harga jual yang berkurang dengan

mempertimbangkan kesempumaan objek jual beli dan nilai

kelebihan dari harga jual tersebut, dia benar-benar rela

membebaskan barang itu, karena cacat tersebut tidak dikaitkan

kecuali pada harga iual yang kedua, yaihr harga iual minimum,

dimana penenfuan harga jual minimum itu mengandung

kanntungan bagi penjual.
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Ini mempakan alasan lnng sartgat

mengagumkan, karena di dahmnya tetap menrpertahankan

pengunggulan pendapat Aqrsyirazi: '(Bagian tnrga beli yang

hilang) Udak boleh dihih"rng sebagai resiko yang harus ditanggung

oleh penjual. "

Namun hal tersebut terkadang merrberilcan kepastlan

hukum sebaliknp. Karena harga jual barang lrang sernpurrn, bila

diasumsikan serahrs dinar pada uraktu akad dan urakfu p€nyemhan

hak kepemilikan kepada pernbeli, sernentara trarga jual barang

yang cacat pada waktr akad adalah sernbilan puluh drErdan pada

u/aktu penyerahan hak kepernilikan kepada pernMi adahh

delapan puluh dinar, maka apabfu berpedornan pada perngataan

penulis Al hSan "Tentunya harga ,ual harus diterrfukan

berdasarkan salah sahr dari kedua harga jual barang cacat lBng
maksimum," yaifu sembilan Erluh dinar-

Karena, bertambahrya cacat png mengumrgi sepuluh

dinar kedua, fidak dihitung s€bagai resiko grang harus ditanggung

penjual, sehingga ganti rugi bagian Fng hihng karena cacat

sebesar sepersepuluh dari harga beli bamng-

Kesimpulan yang rnmpak dari pernyataan merdra adalah,

bahwa ganti rugi bagian yarg hihng karena cacat dalam sqnua

contoh kasus di atas adalah, s&ar sepertirna flirna dinar), karern

delapan puluh dinar itu harga lrral minimum dari kedua harg ,ual

Sang ada.

Kemudian penenfuan ganti ruSi bagian 1ang hihng karena

cacat ihr memberi kepastian adanya p€rMaan antara apakah
pembeli mengetahui cacat tersebut atau tidak.
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Karena, terkadang cacat yang muncul sebelum perryerahan

hak kepernilikan kepada pembeli, dimana cacat ifu mengurangi

harga jualnya dan penrbeli menerimanya tanpa mengetahui cacat

tersebut, kemudian tiba-tiba muncul cacat baru yang mengahalangi

pengembalian, maka pembeli berhak memperoleh ganti rugi

bagian yang hilang karena kedua cacat sekaligus, yaitu cacat yang

sudah ada sebelum akad jual beli dan cacat yang muncul sebelum

penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli.

Penulis Al Wafi berkata: Makna pemyataan AsySyirazi,

"Resiko yang harus ditanggung oleh penjual" maksudnya adalah,

objek jual beli ihr bebas dari resiko yang harus ditanggung penjual,

yaifu bagian berkurang yang hams ditanggungnya ketika

dikategorikan kekayaan yang tidak pemah dia jual, dimana bila dia

tidak pemah menjualnya, maka bagian yang berkurang ihr

bukanlah resiko hak pembeli yang hams ditanggungnya-

Apabila pernyataan Asy-Syirazi itu maknanSn benar

demikian, maka bagian yang berkurang ifu tidak boleh dihitung

sebagai resiko yang harus ditanggungya dan menjadi hak pembeli.

Alm melihat dalam Ta'liqah Abi Ishaq N lraqi komentar

atas At Muhadzdzah "(Bagian harga beli hilang) Tidak boleh

dihitung sebagai resiko yang harus ditanggung oleh pembeli,"

pemyataan ini ada dua kemungkinan; kemungkinan ada kesalahan

dalam penulisan dan ada kemungkinan juga bahwa seseorang

menduga bahwa kata "Penjual (Al Baa'il" ifu salah, kemudian dia

meluruskannln sesuai dengan dugaannya.

Semua h.rlisan yang ada dalam Ta'liqah, menyebutkan kata

'Penjual (Al Baa 'i)," dimana Al Fariqi adalah omng yang paling

mengerti mengenai hrlisan yang dimuat dalam N Muhadzdzab
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tersebut. Jawaban mengenai kesahhan penulisan telah jelas, puji

Allah Ta'ala, dan keianggahn dari pernyataan Aslrsyirazi tersebut

juga telah terjaunb.

Dernikian juga, aku melihat dalam Al Istiqsha ', "Harga jual

png berlmmng bukanlah resiko 57ang harus dibnggung oleh

penjual," rnaksud4n karena pq1laryFn harga iual itu bukanlah

bagian (dari objek iual beli).

Menunrt dugaanku, ifu seluruhn5n unfuk

meluruskan keianggalan yang mereka hadapi. Argumen yang

disampaikan Al Mawardi hampir sarna dengan arllumen lrang

disampaikan oleh AsySyirazi-

Dernikian iuga mayroritas ulama dari kalangan ulama

madztnb A4rSyafi'i png mendislnrsikan rrnsalah ini- Asy-Syirazi

tidak pernah terpisah dari kefrilrggalan, kecuali berkaitan dengan

pemSnhannp: "(Pengumn[Fn baghn lrarga beli] tidak boleh

dihitung sebagai resiko yang harus ditanggung oleh per{ual. "

Dernikian juga gurun!,a yaitu Al Qadhi Abu Ath-Thayyib,

keiansgalan itu terlehk dahm pernyataan ini, dirrnna aku telah

menlawab (kejanggalan) perrryataan tersehrt-

C-abang, Penidasan yang tdah aku mmpaikan dan aku

arahkan dari pernptaan Aslrsyirazi sesr.rai dengan penjelasanku,

yaitu bahun malsud yang dikeh adalah, apabila harga

jual !,ang diFdikan pabandingan mengalami fluk[rasi, ini

menrpakan pendapat shahih dari ularna madzhab AsySyaf i serta

dapat dipastikan kebenaranrya-
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Sedangkan apabila harga jual yang diladikan perbandingan

itu sama (stabil), sementara harga jual karena cacat ifu mengalami

flukfuasi, sebagaimana ditemukan dalam bagian yang pertama'

dimana harga jual objek jual beli tersebut dalam kondisi cacat

sebesar sembilan dinar ketika akad berlangsung, kemudian cacat

tersebut berkurang, maka pengurangan cacat itu serta shbilnp
(fidak berubahnya) harga jual barang yang selnptrna, t€riadi

karena adanya cacat yang lain.

Jadi, cacat yang lain itu bila pembeli melihatnp, dan dia

rela menerima cacat tersebut, jadi adanya cacat ifu dianggap Udak

ada.

Pembeli hanya perlu menghihrng cacat yang terjadi pada

waktu akad. Apabila dia tidak rela menerima cacat tersebut, maka

seluruh cacat itu sampai adanya penyerahan hak kepernilikan

kepada pembeli adalah resiko yang harus ditanggung oleh penjual,

yang dihihrng dari harga jual barang tersebut-

Apabila harga jual barang yang cacat itu merrgalami

kenaikan, serta masih tetap stabilnya harga jual barang yang

sempuma, maka kenaikan harga jual barang yang cacat itu iika

dikarenakan berkurangnya cacat, maka penjual tersebut bebas

menanggung bagian yang berkurang, sebab jika seluruh cacat itu

hilang sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada pernbeli,

maka pengembalian itu tidak berlaku lagi akibat cacat lnng ada,

dan tidak (berlaku) pula ketentuan menanggung ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat tersebut. Maka demikian pula derrgan

berkurangnya cacat, oleh karenanya tidak boleh menenfukan salah

satu dari kedua harga jual minimum dalam kasus ini. Keiadian

berkurangnya cacat adalah sifat yang menaikkan harga iual objek
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jual beli, yang juga menutupi kekurangan yang terjadi karena

adanya cacat.

Jadi, tunfutan berkurangnla cacat ifu memastikan

bertambah naiknya harga jual objek dalam kondisi sempuma.

Kami telah tetapkan, bahwa harga iual objek dalam kondisi

sempuma tebp stabil seperti harga jual semula.

Cabang, Ungkapan Ar-Rafi'i dan jumhur ulama adalah

"Salah safu dari kedua harga jual minimum mulai waktr: akad

tersebut dan wakhr penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli,"

demikian juga dalam Al Muharrar. Pembahasan mengenai

ungkapan tersebut dan juga ungkapan Al Imam Haramain telah

dikemukakan.

An-Nawawi dalam Al Mnhaj berkata: "Harga jual minimum
mulai dari wakhr akad tersebut sampai wakhr penyerahan hak

kepemilikan kepada pembeli- " Ungkapan ini mernberi kepastian

hukum, bahwa apabila harga jual tersebut berkurang dalam jeda

waktu antara akad dan penyerahan hak kepemilikan kepada

pembeli, maka harga jual grang berkurang nilanSra saat itu haruslah

ditenfukan, sekalipun harga jual tersebut pada waktu akad dan
pada waktu penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli adalah

sama (stabil; tidak mengalami penrbahan), sebab harga jual dalam

kondisi yang dernikian ifulah harga jual minimumnya.

Dernikian juga, apabila harga jual dalam salah satu dari

kedua waktu tersebut (wakfu akad dan penyerahan kepemilikan)

ada pada batas minimum daripada wakfu yang lainnya, sementara

dalam jeda wakfu antara kedua waktu yang ada tersebut, harga
jualnya berada pada tahap minimum daripada kdua waktu yang
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ada, maka harga jualnya ditentukan berdasarkan harga jual yang

sedang berlaku, sekalipun pada batas minimum-

Ungkapan jumhur ulama tidak menunfut kepastian hukum

demikian. Akan tetapi menunfut penentuan harga jual berdasarkan

salah satu dari kedua harga jual tersebut, baik pada waktu akad

atau waktu penyerahan hak kepernilikan kepada pembeli. Apabila

kedua harga jual tersebut nilainya sama (stabil; tidak mengalami

perubahan), maka ditenfukan pada salah sahrnya, dan jika kedua

harga jual itu mengalami fluktuasi, maka ditentukan harga jual

minimum dari kedua waktu tersebut.

Ungkapan jumhur ulama ini adalah kebalikan dari contoh

kasus yang sedang kita bahas, dimana pembahasannya telah

disampaikan secara detail dalam keterangan yang telah

dikemukakan dari penulis Al Wafi.

Hanya saja An-Nawawi dalam Ar-Raudhah mengikuti Ar-

Rafi'i dalam ungkapannya. Dimana dia telah mengingatkan hal

dalam sejumlah kajian Al Mnhai, dimana dia juga telah mengubah

ungkapan tersebut guna mengekspos makna ini dan makna yang

menjelaskan ungkapan ulama jumhur tersebut. Karena cacat yang

mengurangi harga jual, apabila ditemukan dan hilang sebelum

penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli, maka khiyar trdak

berlaku karena cacat tersebut. Jadi, cacat ifu sama sekali tidak

menentukan pengurangan harga jual barang. Namun dalam

ketentuan terakhir ini perlu dikaji ulang rnenjadi hendaknya

direnungkan kembali.

Al Baghawi dalam At-Tahdzib berkata: "Salah safu dari

kedua harga jual minimum sejak wakh.r akad sampai waktu

penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli." Apabila tulisan itu
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benar, maka di dalamnya mengandung kesesuaian dengan fulisan

Al Minhaj dari berbagai sudut pandang, akan tetapi perkataan,

"Salah safu dari kedua harga iual minimum," itu sesuai dengan

ungkapan ulama jumhur,

Cabang, Keterangan yang dikernukakan itu membahas

seputar cara meng€tahui besaran ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat larna, dirnana pemptaan Aryt-Syirazi ifu memang

ditaapkan untuk mengetahui hal tersebut, karena di bagian awal

pasl ini dia berkata: "Apabila dia berkeinginan" maksudnya

adalah pernbeli, 'merninta ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat. "

Adapun ganti rugi yang diminh dari pembeli untuk

merrufupi cacat baru, Ibnu Ar-Rif'ah berkata, Jawaban yang

diriwaptkan, bahwa objek jual beli tersebut ditentr.rkan harga

jualnya pada saat objek tersebut mengandung cacat lama,

kemudian objek j"al bdi tersebut ditentukan harga jualnya saat

mengandung cacat baru dan lama, dimana tenfunln pasti ada

selisih antara kdua harga ltral ob;ek jual beli tersebut.

Jadi, apabila diastrmsikan harga jual objek jual beli dengan

disertai cacat larrn adalah sepuluh dirnr dan (bila) cacat lama itu

ditambah cacat bam, dirnana harga jualnln sebesar sembilan dinar,

maka pernbeli harus merumspng resiko kekurangan harga jual

sebesar safu dirham. Dimana harga jual dalam kondisi ini tidak

dijadikan standar harga iual.

Menurutku (As-Subki): Penjelasan mengenai masalah ini

akan disampaikan dalam penrbahasan AsySyirazi seputar objek
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jual beli yang cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan cara

memecahkannya.

Cabang, hnu Abi Ashrun berkata: Ulama generasi

terakhir dalam ensklopedi miliknya dalam sebagian keterangan

berusaha menjelaskan sejumlah redaksi Al Muhadzdab, dia

berkata: Perkataan Asy-Syirazi, "Apabila harga jual objek jual beli

itu mengalami fluktuasi (perubahan)," dia berkata: [-alu dikatakan

misalnya harga jualnya pada wakfu akad tanpa disertai cacat

adalah tiga puluh dinar dan disertai cacat seharga dua puluh dinar,

maka objek jual beli tersebut, harga jualn5ra berkurang sepuluh

dinar.

Ada safu pendapat yang mengatakan: Harga jualnya pada

waktu penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli tanpa disertai

cacat sebesar dua puluh lima dinar dan disertai cacat sebesar dua

puluh dinar, maka pembeli berhak menuntut ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat ifu berdasarkan salah satu dari kedua

harga jual minimum tersebut, dimana ganti ruE bagian yang hilang

itu sebesar lima dinar. Demikian juga jika pada waktu akad harga

jualnya menurun, dan harga tersebut naik pada wakfu penyerahan

hak kepemilikannya kepada pembeli.

Sebagaimana apabila kita mengatakan, 'Si penanya

lsaa'i|1", maksudnya "Bahwa masalah ifu berganfung pada diri si

penanlra ihr sendiri. "

Di samping ifu, pemyataannya: "Pembeli berhak meminta

pengernbalian lima dinar," pemyataan ini harus diinterpretasikan,

bahwa yang dikehendaki adalah lima dinar grang penghitungannya

diambil dari harga beli objek tersebut.
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AqlSyirazi a berkata, Apabila oblek jual beli

berupa piring/gelas (Inaa) terbuat dari perak, yang

beratnyra mencapai seribu gmr, dan harga jualnya dua

ribu dirham, lalu dia (pembeli) memecahkannya,
kemudian dia mengetahui cacat yang terdapat pada

piring tersebut, maka dia tidak berhak meminta ganti
rugi bagran lrang hilang karena cacat, karena
permintaan tersebut sarna artinSTa dengan meminta
kembali baglan dari harga tlelinln, sehingga barang
yans beratnga seribu ditukar dengan barang lrang
beratngra kurang dari seribu, padahal penambahan

sebagian atas sebagian yang lain itu tidak boleh
dilakukan-

Karena hal tersebut tidak boleh dilakukan, maka
solusiryn adaliah, pertama-tama pembeli harus
membatalkan iual beli tersebut dan meminta kembali
uang pembehan, kemudian dia baru menanggung ganti
rugi bagran harga jud lpng hilang karena pecah
tersebut-

Abu Al Qasim Ad-Daruh menyampaikan
pendapat lrang lainngn, bahua pembeli tersebut berhak
meminta garrti nrgi bagian yang hilang karena cacat

lpng ada, karena kelebihan yang mtrncul dalam
permintaan ganti rqi bagian lrang hilang karena cacat
tersebut, fidak ditentukan (sebagai bagian dari harga
beli)- L-andasan hukum yang dijadikan pegangannya

adaliah, bahnn permintaan kembali dalam kasus selain
ini hukumnSn boleh dilakukan, dimana tidak dapat
dikatakan bahua hal ini fidak boleh, karena harga beli
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tersebut menjadi tidak menentu (tidak ada kepastian

harga beli barang).

Penjelasan:

Cabang ini merupakan cabang masalah yang disandarkan

kepada hnu Suraij. Cabang masalah ini mengandung beberapa

pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang paling shahih di antara

semua pendapat yang ada, yaifu pendapat Asy-Syaikh Abu

Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thagryib dan Al Mahamili. Yaitu

pendapat yang dengannya Asy-Syirazi mengawali pembahasannya

ini. Bahwa pembeli boleh membatalkan jual beli, mengembalikan

piring perak dan menanggung ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat baru.

Akad tersebut tidak berubah menjadi riba, karena

perimbangan antara piring perak dan uang pembelian -dimana
keduanya salna (nilainya)- sementara cacat baru adalah resiko yang

harus ditanggung oleh pembeli, sama seperti cacat barang yang

diterima melalui prosedur penawaran. Jadi, pembeli harus

menanggung resiko tersebut dan rnenanggung resiko ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat baru, dalam kasus ini tidak seperti

menanggung resiko ganti rugi bagian yang hilang dalam semua

contoh kasus yang lainnya, seperti keterangan yang akan kami

sampaikan.

Mereka membuat kesimpulan mengenai sulit merealisasikan

permintaan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat berdasarkan
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argumentasi, bahwa harga beli akan berlerang, seperti alasan

yang disebutkan oleh AslrSyirazi.

Merel<a mengambil kesimpulan terkait sulitnya

merealisasikan pengembalian barang tersebut beserta ganti rugi

bagian 5nng hilang karena cacat baru ifu, berdasarkan dalil bahwa

barang yang dikerrrbaHran itu (nihinld melebihi uang pernbelian.

Kedua p€rkam tersebut adalah riba. Keterangan ini tidak

akan dianggap ianggal bila disertai keputusan, bahura pernbeli

harus menanggung ganti rugi bagian yang hilang karena pecahnya

piring perak, sampai berherrti di bagian akhir pernbahasan dalam

catatan png keenam-

Pendapat kedua, Aqfsyirazi tidak perrrah menyebutkannya,

itu adalah pendapat lbnu Suraij. Penrbeli boleh mernbahlkan akad

tersebut karerra sulit mdanjutkannlra, baik disertai perrnintaan

ganti rugi bagian 1nng hilang sebagaimana telah dikernukakan di

atas, atau iuga tanpa permintaan ganti rugi bagian yang hilang,

karena dalam melaniutkan akad tersebut tersimpan kerugian png
menimpa pernbeli-

Dia tdak b€rhak mengernbalikan piring p€rak tersebut

kepada penjual, karena srlitn1a merealisasikan pengenrbaliannya,

yang disertai ganti nrgi bagian yang hilang dan juga tanpa ganti

rugi bagian yang hihng, sehingga perhiasan tersebut, posisinya

sama seperti banng 1nng rusak- Ol€h s€bab ifu, solusinya pernbeli

tersebut menans[png harga iml perhiasan itu dari jenis 5ang
berbda dalarn kondisi cacat dengan cacat lama serta bersih dari

cacat baru-

Al Ghazah mernilih pendapat ini- Keterangan yang

dikemukakan penulis Al hhr mernastikan pengunggulan pendapat
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ini. Sementara Al Imam Haramain dan ulama lainnya menilai

pendapat ini lemah. Al lmam Haramain berkata: Ini merupakan

pendapat yang paling jauh dari kebenaran, dari semua pendapat

yang ada.

Al Mahamili meriwayatkan dari Ibnu Suraij: Bahwa objek

jual beli ini (piring perak) dianalogikan dengan barang yang

ditawarkan, kemudian barang tersebut dikembalikan kepada

penjual (pihak yang menawarkan), sebab pihak yang menawarkan

barang itu, posisinya seperti pihak yang hak milikn5a dighashab,

apabila barang tersebut rusak fterkurang nilai jualnya), maka dia

harus menanggung ganti rugi kerusakannya (pengurangan nilai

jualnya), bukan harga jualnya secara keseluruhan-

Pendapat ketiga: Ini merupakan pendapat kedua yang

disampaikan oleh Asy-Syirazi. Yaitu pendapat penulis At-Taqrib

dan Ad-Daruki. Al Qadhi Husain, Al Imam Haramain dan ulama

madzhab Syafi'i lainnya telah memilih pendapat ini- Pembeli

tersebut berhak meminta ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama, sama seperti semua kasus lainnya. Sementara masalah

furkar menukar yang nilainya sama, hanya disyaratkan pada

permulaan akad. Sedangkan ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama, ihr merupakan hak yang wajib dipenuhi setelah akad

berlangsung, dimana hal ini tidak menciderai akad yang telah

lampau.

Ar-Rafi'i #s berkata: Perlu diketahui bahwa pendapat

pertama dan kedua sepakat, bahwa pembeli Udak berhak meminta

(menunfut) ganti rugi bagian yang hilang karena cacat lama, dan

juga sepakat, bahwa pembeli berhak membatalkan akad tersebut.
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Perbedaan kedua pendapat di atas, hanya terl€hk dalam

masalah; apakah pembeli itu berhak mengernbalikan beserta

pengganti kerusakan tersebut atau dia tetap menahan piring perak

itu dan mengernbalikan harga iualnya-

Adapun pernilik pendapat ketiga, hasil analoginya

menetapkan boleh iuga mengernbalikan piring p€tak tersebut

berikut pengganti kemsakannln, ini sarna seperti dalam selnua

jenis kekayaan lainn5ra.

Menurutku (As-Subki): Perrjdasan mengenai siapa pihak

yang mernbatalkan akad, menunrt Ibnu Suraij akan disampaikan

pada pernbahasan berikutnSra- Dengan penielasan ini,

kesimpulannlp meniadi ielas, bahun kedua pendapat tidak

sepakat, kecrrali mengenai masalah pokok pembatalan ifu sendiri.

Dimana penjelasan kesimpulan pendapat yang disampaikan oleh

Ar-Raf i ini, udak seoftIngpun 5lang berpegang pada pendapatnya

ini, hal ini iuga alian disampaikan selaniubrf.

Apabila berpdornan pada pendapat teral*rir ini, iika
pembeli mernilih merninta ganti rWi baEan yang hilang karena

cacat lama, maka menumt sebuah pendapat: Pengganti bagian

yang hilang itu harus dari i€nis yang ffieda, agar tidak berubah

menjadi nba fadlnl (menambahkan s€bagian atas sebagian yang

lain).

Pendapat yrang paling slnhih di kalangan ulama madzhab

Asy-S5rafi'i, adalah pendapat Fng t€bih diunggulkan oleh Al Qadhi

Husain, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i, bahwa ganti rugi bagian yang

hilang itu boleh dari kedua ienis yang sarna, karena jenis barang

tertentu, iika dilamng mernilikinlp tenfuqra memiliki jenis barang

lainnSra grang iuga dilarang karena 1ang terFdi adalah penjualan
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harta riba dengan jenis hartai riba yang sama (sejenis) beserta jenis

harta riba png lainnya, dimana ifu termasuk sejumlah kasus yang

termasuk dahm kaidah Muddi Ajwah. Di samping itu, karena ganti

rugi bagian lrang hilang disebabkan cacat itu merupakan bagian

dari uang pernbelian tersebut.

Abu hhaq Al Iraqi telah melakukan kesalahan, karena dia

menernpatkan pendapat penulis At-Taqrib sebagai pendapat yang

keernpat- Dimana dia menyampaikannya bersamaan dengan

pendapat Ad-Daruki dengan dua ungkapan yang hampir sama,

dimarn dia luput memperhatikan kesamaan kedua pendapat

tersebut. Dia malah lebih memperhatikan beberapa persoalan:

Persoalan Pertama: Asy-Syrrazi menjelaskan masalah ini
se@ra rinci mengenai piring perak. Demikian juga Al Qadhi Abu

Ath-Thayyib, dia menjelaskan masalah ini secara rinci mengenai

guci Snrg beratnya seratus dirham.

Dernikian juga, Asy-Syaikh Abu Hamid dalam At-Ta'lQah,
yang ditulis oleh Sulaim langsung dari Asy-Syaikh Abu Hamid,

dimarn dia telah meriwayatkannya dari hnu Suraij. Mengenai

kasus; apabila seseorang membeli guci perak, yang beratnSa

serafus dirham dan harga jualnya sebesar serafus dua puluh dirham

dengan guci dari perak yang beratrya seratus dirham dan harga
jualnln sebesar seratus dua puluh dirham. Asy-Syaikh Abu Hamid

menjelaskan masalah tersebut secara rinci dalam At-Ta'fiqah, yang

dimiliki oleh Al Bandaniji mengenai barang tambang mulia yang

diproduksi menjadi bentuk barang tertentu.

Dernikian juga, Al Imam Haramain dan Al Ghazali dalam

kasus; apabila seseorang membeli perhiasan lqras/ perak) yang

beratrp seribu gram dengan seribu grarn, dimana dia
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menjelaslonnya secara rinci mengenai perabotan piring perak ini.

Perriabararur5Ta sangat bagus, tdak ada perrdapat yang

menentangngra.

Adapun penjelasan detail Aslrsyirazi dan ulama !/ang

sependapat dengannlp mengenai piring perak, -Apabila kia
mengatakan boleh merniliki sernua perabotan perak- iuga
pendapat yarg shahih dari ulama ma&hab AsySyafi'i. Adapun

jika kita haram mernilikinya -yaifu pendapat png
paling slnhib karena pekerjaan mernbuat perabotan perak bukan

png berharga, sehingga kerusakan (perah) bukanlah

cacat Spng terkandung dalam perabotan perak tersebut, sehingga

kenrsakan tersebut fldak mengahalangi pengembalian dan ganti

rugi bagian 3ang hilang karena cacat lama tersebut- Sebagaimana

jika kenrsakan tersebut sarna sekali tidak pemah muncul.

Tetapi, ada kerrrungkinan hnu Suraij membuat cabang

masalah ini berdasarkan pendapat lrang boleh

mernilikinya- Di samping ifu, penyebutan kata "memecahkan" (.4/

ICsi sebatas pernberian contoh belaka, nalnun 5nng dimaksudnya

disini adahh munculnya cacat di tangan pernbeli-

Persoahn Keduar A{rsyirazi tidak pemah menyebutkan

deslaipsi rnasalah ini secara ufuh, yaifu uang pernMian dari jenis

piring perak lang sama, sebagairnara yang dilalnrkan oleh hnu
Suraij dan Al lrnam Haramain. Bahkan dia sama sekali tidak

mengomentari soal uang pelrrbelian tersebut.

Dernikian juga Al Qadhi Abu Ath-Tharyib. Seolah-olah

mereka berdua sudah mengan5[Fp cukup dengan kernasyhuran

masalah ini dan diketahui detailnya. Dirnana maksud

yarE diinginkannya adalah, apabila seseorang mernbeli piring
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perak dan ditukar dengan berat yang sama dari jenis bamng yang

sama. Seperti itu pula lbnu Ash-Shabbagh, Al [mam Haramain dan

ulama lainnya menggambarkannya secara detail-

Jika tidak demikian, maka jika uang penrbeliannlp bukan

dari jenis uang emas atau perak, atau dari jenis uang ernas atau

perak, akan tetapi jenisnya berbeda, rnaka masalah ini tdak akan

pe$rah muncul-

Karena tidak ada larangan dalam hal menambahkan

sebagian atas sebagian yang lain (mufadhalah. Jadi, pernbeli boleh

menuntut pengembalian ganti rugi bagian png hilang karena cacat

lama tersebut.

Di antara ulama yang secara tegas mengatakan pendapat

ini adalah, hnu Ash-Shabbagh dan Al Qadhi Husain. Abu Ishaq Al
Iraqi menyampaikan dua pendapat yang be$da dalam masalah

tersebut (menuntut pengembalian ganti rugi baEan yang hilang

karena cacat lama).

Aku (As-Subki) menduga kedua pendapat itu dimuat dalam

Adz-Dzakha'ir dimana sepertinSp kedua pendapat tersebut

merupakan hasil kesimpulan yang diambil dari keterangan lang
akan kami sebutkan dan Al Hawi dalam catatan ketiga belas.

Namun atas dasar apapun, pendapat lang paling shahih

menyatakan boleh (menuntut pengembalian ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat lama).

Al Qadhi Husain berkata: Apabila mata uang suafu negara

itu berupa emas (dinar), sementara perhiasan 5rang menjadi objek

jual beli tersebut terbuat dari perak, maka perhiasan tersebut

ditentukan harga jual berdasarkan mata uang Negara yang

bersangkutan, kemudian ganti rugi bagian yang hilang karena
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cacat lama itu diarnbil dari uang pembelian tersebut. Jika uang

pembelian ihr berbenhrk barang sehin dirham dan dinar, maka

pengganti tersehrt diarnbil dari barang selain dirham dan dinar.

Jika uang pernbdian ifu berbentuk rnata uang exn rs (dinar), maka

pengganti tersebut diarnbil dari rrnta uang ernas ifu.

Apabih rnata uang suafu negera itu bempa perak (dirham)

dan perhiasan png menldi objek jual beli pun terbuat dari perak,

Al Qadhi Husain berkata: Dalam rnasalah tersebut, kemungkinan

merniliki dr,ra pendapat ularna ma&hab A{rq/afi'i yang berbeda

(Wajlaanly Salah satunya adahh, bahura rrata uang suatu negercr

ifu ditentukan trarga j,ualryra, lalu bih perhiasan tersebut terbuat

dari ukiran p€rak yang lesar, dan sernua rnata uang dirham yang

dicetak (nihinya) mdebihi perhiasan tersebut, rnaka harga jual

perhiasan ifu, diterrtrkan berdasarkan mata uang negara lain, lpifu
errrrs (dinar), a(Fr prosesi fukar menukar tersebut tidak berubah

meniadi praktik riba- Demikian aku melihatnSra dalam sebuah

, s€p€rtinya ada catatan yang hilang dari rnanuskrip
tersebut-

Pendapat kefga, Di dalam At-Tanbifi mengerrai berbagai

persoalan yang $dah ielas, dis€bu&an safu cerita akan sebuah

persoalan, dengan ga5ra batrasa p€ralmparnaan yang merrgandung

unsur riba, dirnana ernzrs iuga diurnpamakan dernikian. Akan tetapi
perabotan (pirirg, gdas) dari bahan ern rs, haram unfuk dimiliki, ini
menurut Astrsyirad. Dirnana tdak t€riadi perUeaaan pendapat

mengenai hukum ketraramannp. Oleh karena ihr, penrmparrnan

mengenai perabotan dari erras tidak diternukan.

Aslrsyirazi mernposisikan ernas sebagai harga jual suafu

barang, misalnSra karena nilairyra l€bih Unggi dibanding beratrgra,
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sehingga kerusakan tersebut dapat mengurangi harga jual barang

tersebut, sehingga kerusakan itu merupakan sebuah cacat.

Adapun jika harga jual tersebut (nilainya) sarna dengan

beratnln; apabila hal itu dapat dihifung secara detail, maka

kerusakan tersebut tidak mengakibatkan pengurangan apapun,

karena saat kondisi harga jual dan berat nilainya salrla, harga jual

tersebut tidak ditentukan sebagai standar ukuran.

Kerusakan (pecah; arti harfiah lasl adalah sebuah

perumpamaan yang menggambarkan munculnya cacat baru.

Apabila piring perak pecah dengan sendirinya, maka ketenfuan

penyelesaiannln pun juga demikian.

Pendapat keempat: Argumen yang disampaikan Asy-Syirazi

mengenai sulitrya menunfut pengembalian ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat lama. hnu Suraij, Abu Hamid dan mayoritas

ulama madzhab Asy-Syafi'i yang lainnya telah sepakat

memboletrkannya, karena tuntutan pengembalian ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat lama itu mma artinya dengan menunfut

pengembalian bagian dari uang pembelian tersebut, hal ini sudah

tepat, sebagaimana keterangan yang telah dikernukakan dari Asy-

Syrrazi dan mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa ganfl rugi

bagian png hilang karena cacat merupakan baEan dari uang

pembelian (harga beli).

Telah dikemukakan dari Al Ghazali, kebimbangan

mengenai ganti rugi bagian yang hilang karena cacat ihr adalah

resiko tanggungan yang baru. Oleh karena ihr, dalam kasus ini, Al

Ghazali menlnmpaikan sebagaimana pendapat hnu Suraii,

dimana penulis At-Taqrib pun furut menyampaikannln,
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Al Ghazali berkata: IGrni mertgambil kesimpulan, kiranln

ada dua kemungkinan jawaban mengenai hahkat masingmasing

dari kedua ganti rugi ba$an yang hilang karena cacat tersebut,

yaihr apakah ganti rqi bagian yang hilarE ihr mempakan resiko

yang harus ditang$mg sqak awal" abulrah sebagai perimbangan

objek akad llula'qud Alailt.

Yang dikehadah ohh Al Gtrazali, t€rkait kedua ganti rugi

bagian 1nng hihng adalah, ganti ngi bagian yang hilang karena

cacat larna dan ganti rugi bagian 17ang hilang karena cacat baru.

Maksudnya adalah hktor 1Bng mdata6elakangi munculnln

pendapat Ibnu Suraij itu, sebab posisi ganti rugi bagian png hilang

karena cacat lama itu menrpakan bagian dari uang pernbelian

(harga beli barard tersebut, ini sesuai dengan keterangan yang

telah dikernukakan. Dirrnrn ganti rugi baglan yang hihng karena

cacat lama pun juga demikian.

Sebab Ibnu Suraij merrposisikanqn s€bagai perimbangan

bagian 1nng hilang dari obtsk iual bdi tersebtrt. Dirrnna juga

(karena) pernbatalan pernMian dahm obiek iual beli selain barang

yang mengandung unsur riba, ifu akan menimpanp bila ganti rugi

bagran yang hilang karena cacat baru itu digabungkan dengan

objek jual beli (dahm patgernbalian), sebagairrnna pernbatalan

tersebut menimpa obtek iual bdi.

Pendapat penulis At-Tqrib mernastikan bahwa ganti rugi

bagian 1nng hihrg karena cacat, ihr adahh resiko png harus

ditanggung sejak awal akad nnl befi berlargilng.

Jadi, berdasarkan pernptaan Al Ghazali ini, kamu

memperoleh kesimpulan yang jelas bahura snrmber pengambilan

kesimpulan kedua pendapat 1lang disebuflGn diau,al adalah, ganti
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rugi bagian yang hilang karena cacat, ifu merupakan bagian dari
uang pembelian (harga beli).

Sedangkan sumber pengambilan kesimpulan pendapat

ketiga tersebut adalah ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

itu adalah resiko yang harus ditanggung sejak awal. Akan tetapi, Al
Imam Haramain memilih pendapat penulis At-Taqnb dalam kasus

ini. Dimana sebelumnya telah dikemukakan dari Al Imam
Haramain sebuah pendapat yang menyatakan bahwa ganti rugi
bagian yang hilang karena cacat ifu adalah bagian dari uang
pembelian (harga beli).

Jadi, cara menggabungkan kesemua pendapat tersebut

adalah, bahwa orang yang mengatakan; ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat, itu merupakan resiko yang harus ditanggung

sejak awal, mereka tidak pemah menggambarkan tentang ganti

rugi bagian yang hilang dari segala aspek, mereka hanya

menggambarkannya dari sebagian aspek saja.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dari komentar Al
Imam Haramain, bahwa ganti rugi bagian yang hilang karena cacat

itu adalah bentuk pengurangan (harga beli) yang baru. Aku (As-

Subki) telah mengemukakan catatan mengenai hal tersebut dalam

keterangan sebelumnya.

Demikian juga, Al Imam Haramain menyampaikan alasan

yang melatarbelakangi pendapat penulis At-Taqrib dalam masalah

ini karena situasi darurat. Jika ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat itu diposisikan sebagai resiko yang harus ditanggung sejak

awal, maka ganti rugi bagian yang hilang tersebut, Udak lagi

diperlukan.
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Al Imam Haramain juga berkata: Setiap metode dari sekian

banyak metode llang digunakan untuk mengetahui landasan

hukum ini, yaitu ketiga pendapat ini, tidak lepas dari

penyimpangan qantn yang berlaku dalam qiyas, yang terjadi

dalam kondisi normal. Tidak ada seorangpun boleh memilih di

antara semua metode, ditinjau dari segi bahwa setiap metode

mengandung penyimpangan dari hukum asalnya, dimana kondisi

darurat itulah yang mendorong untuk mengambil satu dari

keduanla.

Pemyataan Al Imam Haramain ini, sebenamya ingin

menegaskan bahwa ganti rugi bagian yang hilang karena cacat itu

bukanlah resiko yang harus ditanggung dari segala aspek. Sebab,

jika demikian, tentun5ra ketenfuan hukum tersebut tidak keluar dari

Qanun QiWs yang ada.

Di dalam pemyataan Al Imam Haramain ini, khususnya

dalam pemyrataan yang telah dikemukakan sebelumn5ra dari Al
Imam Haramain dan di dalam hasil diskusi tersebut, mengandung

kesimpulan lnng iuga menegaskan hal demikian (pengganti bagian

lrang hilang karena cacat itu bukanlah resiko lang hams

ditanggung dari segala aspek).

Oleh karena ifu, dalam menggambarkan pemyataan penulis

AtTaqnb ini, Al Imam Haramain berkatar Bahwa tanggungan

ganti rugi bagian yang hilang karera cacat dalam situasi sulit ini

ditentukan (nilainya) ganti rugi bagian 5rang hilang karena cacat

sejak awal akad, serta berganfung pada jina5mtatas miliknya.

Pendapat kelima: Pihak yang memuhrskan pembatalan jual

beli tersebut adalah hakim. AsysyaiLh Abu Hamid, penulis .4/
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Uddah dan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang lainnya telah

menlnmpaikannln s@arcr tegas dan jelas.

Namun ada kemungkinan bisa disimpulkan berdasarkan

pendapat lbnu Suraij: Bahwa pembeli juga berhak melakukan

pembatalan jual beli tersebut.

Sebagaimana dia mengatakan dalam masalah Tal<haluf

(Perselisihan yang terjadi di antara kedua pihak yang mengadakan

akad jual beli)' Bahwa setiap orang dari kedua belah pihak yang

mengadakan akad, boleh mengambil keputusan membatalkan jual

beli, ini menurut pendapat yang paling shahih.

Apabila kita mengatakan: Mekanisme pembatalan ihr

dernikian (bisa dipuhrskan oleh hakim atau salah satu dari kedua

pihak Slang berakad), sebagaimana yang akan kamu ketahui dalam

bab T;,akhaluf, maka menumt kami dalam masalah siapa pihak

yang berwenang membatalkan jual beli tersebut masih mauquf
(belum ada kepastian hukumnyra).

Adapun menumt pendapat mayoritas ulama madzhab Asy-

Syafi'i, jauh sekali menganalogikan pembatalan jual beli tersebut

dengan rnasalah Tal<haluf. Pembatalan pembelian ifu tiada lain

adalah pengernbalian karena cacat. Hakim tidak memiliki celah

masuk unfuk mencampuri pengembalian karena cacat itu. Kecuali

-a""t "S. 
ganfl rugi bagian yang hilang karena cacat ke dalam

pernbatalan dan meletakkan resiko yang harus ditanggung sejak

ar,val akad itu sulit diterima (kedua belah pihak).

Berdasarkan keterangan ini, maka kamu dapat memperoleh

keterangan yang jelas, bahwa kedua pendapat tersebut tidak

p€rrah sepakat mengenai mekanisme pembatalan jual beli ini,

3oB ll il Mqrr*'SyoahAl Muhadzdzab



sebagaimana telah aku janji unfuk menerangkannya sebelum

pembahasan ini-

Pendapat Keenamr Perkataan AsySyirazi: "Pembeli tidak

harus menangung ganti rugi bagian 5nng hilang karena kenrsakan

(pecah)," dia ingin menjelaskan, bahwa penyerahan ganti rugi

bagian yang hilang karena kerusakan tersebut sebagai resiko yang

harus ditanggungnya, dimana boleh ditunda setelah pembatalan

akad jual beli ihr. Pernbatalan ini hanya bedaku bagi perabotan

(piring atau gelas) perak.

Tidak seperti barang-bamng berharga lainnya, dimana

penyerahan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat baru itu,

direalisasikan bersamaan dengan objek jual beli tersebut, dimana

jika pengembalian barangbarang berharga lainnya ihr diterapkan

dalam kasus ini, tenhrnya akan mangubah akad ke praktik riba-

Yang dikehendaki dengan, "Permintaan kembali uang

pembelian ifu," hal tersebut bukanlah penyerahan hak

kepemilikannyia kepada pernbeli, akan tetapi secara otomatis uang

pembelian itu kembali menjadi milirk pembeli itu.

Di dalam sejumlah pendapat gnng telah disebutkan di atas,

tidak ada seorangpun yang mengatakan boleh menyerahkan ganti

rugi bagian yang hilang karena cacat baru ifu bersamaan dengan

objek jual beli. Keuali, pemyataan Ar-Rafi'i, bahwa boleh

menyerahkan ganti rugi bagian Snng hilang karena cacat baru yang

ada bersamaan dengan objek jual beli, ini adalah gitns pendapat

ketiga.

Oleh karena itu, Asy-Syirazi menyampaikannln dengan

ungkapan " Tsummd' (kemudian), yang mernastikan bahwa
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pekerjaan tersebut dilakukan secara tertib dan berurutan (tidak

bersamaan).

Sedangkan ungkapan pemyataan Ar-Rafi'i, "Bahwa
pembeli boleh mengembalikannya beserta ganti rugi bagian yang
hilang karena cacat. " ungkapan tersebut haruslah diartikan
"Pengembalian barang dan ganti rugi bagian yang hilang karena
cacat ifu sama-sama wajib dilakukan," tidak diartikan boleh
mengulur kepufusan pengembalian objek jual beli ifu, karena harus
dilakukan bersamaaan (dengan penyerahan pengganti bagian yang
hilang).

Hanya saja Al Imam Haramain dalam kasus ini
menyebutkan pemyataan yang sangat baik mengenai penyerahan
ganti rugi bagian yang hilang beserta barang yang cacat karena
cacat baru. Namun pemyataan Al Imam Haramain ini, tidak
menerangkan pembatalan yang menimpa keduanya, maksudku
dalam sernua kasus jual beli.

Aku (As-Subki) telah mengemukakan pemyataan itu dari AI
Imam Haramain ketika membahas funtutan ganti rugi bagian yang
hilang karena cacat baru dalam pasal yang aku sebutkan sebelum
pasal ini.

Pendapat kefujuh: Pemyataan Asy-Syirazi di atas, memberi
kepastian bahwa pendapat yang terakhir itu adalah pendapat yang
diriwayatkan oleh Ad-Daruki, bukan pendapatnya sendiri.
Demikian juga Asy-Syayi telah menceritakannya. Sementara
pemyataan Ar-Rafi'i di atas, memberi kepastian bahwa pendapat
itu berasal dari Ad-Daruki.

Pendapat kedelapan: Ini merupakan pendapat Asy-Syirazi,
mengenai argumen yang menjadi landasan pendapat yang

310 ll .U *Ai*u'SyoahAl Muhadzdzab



disampaikan Ad-Daruki, 'Kar€na kelebihan ttarga yarE muncul

dalam pengernbalian ganti rugi bagian 1nng hilarg karena cacat

tersebnrt, tidak ditenhrkan (sebagai bagian dari harga beh)," hal

tersebut mernberi pengertian, bahuta pendapat ifu bulonlah hasil

kesimpulan dari pendapat yang merryatakan, bahura ganti rugi

bagian png hilang karena cacat itu adalah resiko Snng harus

ditanggurg seiak awal akad. Batrkan kel€bihan tersebut

sebenamln adalah bagian dari harga beli ifu s€ndiri, hal ihr

disebabkan mernandang cara kerrrunculannlp, akan tetapi

kelebihan tersebut tidak dit€ntukan sebagai bagian dari harga beli

barang, ini sesuai dengan dalil png akan kami sebutkan-

Perkataan AsySyirazi: "Znlnn" (muncuD meniadakan

status hukum ganti rugi bagian yang hilang karena cacat sebagai

resiko yang harus ditanggung selak awal, kernudian sesrrdah

penyerahan ganti rugi baEan yang hilang. Ada kernungkinan

kelebihan karena cacat atau derrgan p€rlgprangan

yang baru. Merrgenai kernungkinan ini, ada dishsi yang telah

dikemukakan sebelumnya yang lebih mendekati perrielasan Asf
Sylrazi adahh kenrungkirnn lang p€rtama, dfunan r lnng sesuai

dengan pemyrataan Al knam Hararrain adalah kerrrurEkirnn 3nng

kedua.

Pendapat kesembilan: Dalil yang telah disebutkan di atas,

dimana menegaskan fidak ditentukanngn kel€bihan s€bagai tnrga

beli (yang berupng pada praktik riba), hal tersebut

bahwa permintaan ganti rugi bagan 1rang hilang karena cacat

dalam kasus selain ini sepakat dihukurni boleh. Tidak ada seorang

pun mengatakan bahura hal itu Irdak boleh, karena harga beli

menjadi frdak dapat dipastkan , sebab perrnnarnan

1nng kami miliki, bahwa harga beli 1lang meniadi perimbangan
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objek jual beli adalah harga beli yang tersisa setelah dipotong ganti
rugi bagian yang hilang tersebut. Harga beli barang tersebut tidak
pemah diketahui besarannya pada saat akad berlangsung, dimana
ketidakpastian harga beli barang ini mengakibatkan batalnya jual
beli.

Jadi, jika kelebihan yang muncul itu ditentukan (sebagai

harga beli), tentunya perrnintaan kembali ganti rugi bagian yang
hilang karena cacat itu tidak boleh dalam kasus selain ini, karena
akan berdampak pada ketidakpastian harga beli barang tersebut
dan batalnya akad sejak awal.

Namun, permintaan ganti rugi bagian yang hilang dalam
kasus selain ini sepakat dihukumi boleh, sehingga kelebihan yang
muncul itu tidak memiliki hukum apapun. Diskusi ini terjadi antara
dalil yang disebutkan Asy-syirazi dan dalil yang disebutkan oleh Al
Imam Haramain dalam menerangkan pendapat ini, ketika dia
meriwayatkannya dari penulis At-Taqrib sebagian pertentangan,

karena dia berkata: Bahwa tanggungan ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat dalam situasi sulit ini ditenfukan (nilainya) ganti
rugi bagian yang hilang karena cacat sejak awal akad, serta
bergantung pada besaran jinayat yang dilakukan. Jika demikian,
maka pendapat ini sama dan metodenya masih diperselisihkan.

AsSr-Syirazi memberi isyarat bahwa perimbangan

mengalami perubahan, tetapi munculnya perubahan perimbangan
tersebut Udak memiliki hukum apapun. Asy-Syirazi
memberlakukan ketentuan perubahan perimbangan tersebut dalam
masalah ini dan masalah lainnya.

Al Imam Haramain dalam masalah ini berkata: Sihrasi

darurat (sulit) inilah yang memoisisikannya seperti resiko yang
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harus ditanggung seiak aural. ndak sulit kiranln untuk dipahami,

bahwa masingmasing dari kedua komentar tersebut mengandung

penyimpangan dari Qanun @Sas gang ada, sebagairnana yang

telah disampaikan oleh Al Imam Hararrnin.

Karena Asfsyirazi perlu menghindari hukum tersebut dari

kelebihan harga beli yang munorl. Apakah tuntutan pemberian

ganti rugi baglan 3Bng hilang karena cacat adalah masalah lang
telah disepakati uhma (mufina' alaffi Apaloh mengenai hrnfutan

memberi ganti mgi bagan yang hilang karena cacat ifu, ada nasb

nln atau tdak?

Karena bih ada nash ataru iima ulama mengenai hal

tersebut, apaloh funtutan pernberian ganti rugi baEan yang hilang

karena cacat itu dapat alasan pernbenar dalam

mernposisikan kelebihan yang muncul itu tidak laE memiliki

hukum apapun, atau mernposisikannp seperti resiko lnng harus

ditanggung sqak awal, karena merrgikuti (dalil nasrl ataiu ijmal.

Apabila mengenai rrnsalah ini Udak ada ijrra dan tidak ada

pu/o. nash,lalu apa solusi unfuk meniawab sexnua keianggplan ini?

Apa faktor !,ang menetapkan aUn*anrya sernua kejanggalan

tersebut-

Pendapat : Tidak ada jat*raban sama sekali.

Kesimpulan dalil yrang diarnbil oleh Ad-Daruki, bahwa kelebihan

tersebut mernbuat ketidakpastian harga belinln, ini apabila

kelebihan itu dilakukan melalui mekanisme pembalnran secara

tunai-

Adapun bih kita mengatakan: Ehhwa perimbangan tersebut

akibat pengurangan lnng baru, maka tidak

mernbuat ketidakpastian harga bdi. Pendapat yang disampaikan
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oleh Asy-Syirazi di atas, didukung bukti halalnya budak perempuan
muda dan selain masalah itu, yaifu masalah yang telah
dikemukakan.

Apabila kelebihan tersebut diperoleh melalui mekanisme
pengurangan objek jual beli, maka kelebihan memiliki hukum
dalam perimbangan, yaitu (barang yang beratorya) seribu difukar
dengan barang yang beratnya kurang dari seribu saat ini, bukan
dalam perimbangan yang telah lampau, sehingga permintaan ganti

mgi semacam ifu sulit unfuk direalisasikan.

Al Fariqi mengomentari masalah ketidakpastian tersebut:
Masalah ketidakpastian itu harus dibedakan antara ketidakpastian
yang terjadi akibat perbuatan orang berakal sejak awal dan yang

terjadi karena selain perbuatannya.

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan akad salam
untuk jangka wakfu yang tidak diketahui, maka akad salam
tersebut batal. Jika penerima pesanan (Muslam ilaih) meninggal
dunia di tengah-tengah jangka waktu alleid salam tersebut, maka
dia bebas dari tanggungan akad salam ifu, dimana jangka waktu
akibat kematiannya itu tidak diketahui. Tanggapan Al Fariqi ini
merupakan pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pendapat kesebelas: Bahwa menumt pendapat yang paling
shahih dari kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i dan yang telah
disampaikan oleh Asy-Syirazi, bahwa solusinya pertama-tama
pembeli mengembalikan objek jual beli, kemudian setelah itu baru
menyerahkan tanggungan ganti rugi bagian yang hilang karena
cacat (pengurangan) yang muncul di sisi pembeli. Mereka
menyamakan objek jual beli yang dikembalikan tersebut dengan
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barang yang ditawarkan. Di dalam p€nlprnaan ini p€rlu dikaii

ulang.

Karena pengembalian tersebut merrghapus konkak iual

belinya seiak lrlts.t pengembalian, ini merrurut perrdapat yang

shahih dari ulama ma&hab Asysyaf i. Lalu cacat png muncul di

baurah kepemilikan pernbeli, basairnana dia bisa m€nar4trprng

resiko cacat tersebut, ketrka tdak ada kepastian adaqB

pengembalian objek jual beli tersebut kepada p€rrjtnl- Obvek iual

beli llang dikernbalikan ifu tdak sarrlr dengan banng lpng
ditawarkan, karena barang tersebut bukanlah barang miliknlp-

Al Imam Haramain m€rnki islarat, bahun penan6gp4lan

cacat tersebut dilakukan atas dasar pert<iraan adanp
pengembalian barang dan menyarrnkannya dengan perrdapat 1nng

telah di-nas6 oleh AsySyaf i: Apabila seseorErng mernbatalkan

pemikahan setelah melakukan s€ngFrna, $lami tersehrt boleh

meminta perrgennbalian maskawin yang dis€bud<an dahm akad

dan pengernbalian (rrnnfaat) kernahran kepada istrinla, kernudian

baru suami ihr menanggung resiko rnaskawin standar yarrg merrpdi

haknya.

Pendapat kedua belas: Metode pernbablan ,"al beli

tersebut sesuai dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Aslr

SSraikh Abu Harnid, yang mengutip perUntaan AqrSyaf i

mengenai rnasalah; seorzrng lrang mernbdi hlah sebefum

nampak rnatang (la!/ak konsumsi) dengan ryarat mernetiknya,

kemudian dia fdak pernah mernetikrya sampai rampak hlpk
konsumsi, lalu dia b€rkeinginan mernetiknya, rnaka kami

menyatakan bolehnln mernbatalkan inl beli tersehrt dahrn kasus
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ini, karena itu dapat mendatangkan kerugian yang menimpa
mitranya atau orang-orang miskin (yang berhak menerima zakat).

Dernikian aku melihat dalam Ta'liqah miliknya, namun aku
tidak dapat memahami apa maksudnya. Padahaljualbeli itu hanya
batal dalam kasus; bila buah baru yang lainnya, keruar dan berbaur
(dengan buah yang lama) dan tidak bisa dibedakan, ini menurut
salah satu dari kedua pendapat Asy-Syafi'i (eaulaanlt.

Kemudian dalam masalah perbauran buah-buahan tersebut
menumt salah satu dari kedua pendapat, yaitu pendapat yang
shahih dan ulama madzhab Asy-syafi'i. Menurut sekelompok
ulama, bahwa jual beli tersebut menjadi batal dengan sendirinya
tanpa ada pihak yang memohon pembatalan tersebut, tidak
demikian dalam kasus ini.

Pendapat ketiga belas: Contoh kasus masalah tesebut
adalah, apabila piring perak Vnaa ) barangnya masih utuh. Jadi,
jika pembeli mengetahui cacat lama tersebut setelah terjadinya
kerusakan piring perak di bawah kepemilikannya, maka pendapat
yang shahih dari ulama madzhab Asy-syafi'i, yang telah disebutkan
oleh kelompok ulama lrak dan penulis At-Tatimmah menyatakan,
bahwa akad tersebut menjadi batal dengan sendirinya, dimana
pembeli boleh meminta kembali uang pembelian tersebut, serta
mengganti harga jual barang yang rusak, -ini bila barang yang
rusak tersebut adalah barang yang ditentukan harga jualnya- dan
juga dia menanggung barang yang sama (sejenis), bila barang yang
rusak adalah barang yang memiliki jenis yang sama. Dimana tidak
ada kesulitan dalam menuntut ganti rugi bagian yang hilang karena
cacat lama tersebut.
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Al Qadhi Husain berkata: Pembeli boleh menuntut ganti

rugi bagian 5ang hilang karena cacat lama. Al Baghawi telah

mengunggulkan pemyataan ini dahm At-Tahdzib. Masalah

tasebut dikemukakan dalam bab Riba. Al Qadhi Husain telah

menyebutkannSra-

Penulis At-Tahdzib dalam kazus ini, sependapat dengan

pendapat Ad-Daruki dalam hal masih uhrhnSn objek jual beli

tersebut, dimana tentunya Al Qadhi Husain dan penulis At-Tahdzib

sependapat dengan pendapat Ad-Daruki dalam bab Riba.

Pendapat yang disampaikan oleh kelompok ulama lrak

dalam kasus ini, sependapat dengan pendapat hnu Suraij dalam

hal; masih ufuhnya objek jual beli. Faktor yang memaksa mereka

mengambil kepuhrsan pendapat tersebut adalah, sulit'rya

merealisasikan pengembalian karena rusaknya objek jual beli-

Mereka memandang perlu mengambil kepufusan membatalkan jual

beli dalam kasus ini, karena sulitnya menunfut ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat lama- Berbeda dengan kerusakan dalam

jual beli barang Srang cacat dalam kasus selain kasus ini- Dimana

funhrhn ganti rugi tersebut mempakan bagian yang hilang karena

cacat lama ifu masih dimungkinkan.

Mereka berargumen: Rusaknyra objek jual beli tersebut tidak

menghalangi bolehnya membatalkan jual beli. Asy-Spf i benar-

benar membolehkan iqaalah (pembatalan jual beli yang disetujui

kedua belah pihak) setelah terjadinp kenrsakan objek jual beli

tersebut. Demikian juga dalam masalah bl<haaluf (perselisihan

yang terjadi di antara kedua belah pihak). Penulis At-Tatimmah

memposisikan kondisi kerusakan objek jual beli tersebut sebagai
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masalah pokok, sedangkan lbnu Suraij mengarahkan (objek jual

beli) dalam kondisi utuh seperti dalam kondisi rusak.

Al Qadhi Husain dalam bab ini menyebutkan tiga pendapat

yang berbeda dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Al Qadhi berkata:

Di dalam masalah ini terdapat kejanggalan. Dimana dalam bab

Riba telah disebutkan hasil ijtihadnya dan juga ketiga pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Di dalam Al Hawi pada bab Riba, ketika objek jual beli

mengalami kerusakan, telah ditemukan keterangan, bahwa apabila
jual beli tersebut dilakukan dengan mata uang yang sejenis, maka

pembeli tersebut tidak berhak menuntut ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat lama.

Sementara bila jual beli itu dilakukan dengan mata uang
yang berlainan jenis dari kedua kedua jenis mata uang (dirham dan

dinar) yang berteda, maka ada dua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i (Wajhaan).

Pendapat pertama: Pendapat yang lebih mendekati qi5ns di
antara kedua pendapat tersebut adalah, bolehnp menuntut ganti

rugi bagian yang hilang karena cacat lama, sehingga pembeli

boleh menunfut pengganti perak tersebut dengan mata uang

berupa emas.

Pendapat keduar Ini merupakan pendapat para Syaikh dari

kelompok ulama Bashrah dan ulama jumhur selain mereka, yang

menyatakan tidak boleh menuntut ganti rugi perak dengan mata

uang berupa emas. Karena, jual beli mata uang ifu sangat dibatasi

mangnya. Alasan lainnya, bahwa ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat lama itu ditentukan dengan sejumlah harga beli.
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Jadi, ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut

bukan baEan yang terkandung dalam harga beli. Perincian kedua

pendapat tersebut dan derivasi dari perincian kedua pendapat ifu

telah dikernukakan dalam bab Riba.

Qilas perincian kedua pendapat tersebut dapat

diberlakukan dalam kasus ini; yaitu dalam kondisi uhrh. Akan

tetapi Al Maunrdi merinci jawaban tersebut dalam bab Siarf fiual

beli rrnta uang), dimana dia tidak pernah merincin5a jika kurs

harga jual barang tersebut melebihi beratnya.

Pendapat keempat belasr ketika pecahnya piring perak

hasil pertuahn pernbeli, maka tidak ada pertedaan antara apakah

pertuatan itu dilakukan setelah penyerahan hak kepemilikan

kepada pembeli atau sebelurnnla- Di saat hal ifu merupakan hasil

pertuatan selain pembeli dan ditemukan setelah tansaksi jual beli

dilakukan secara hmai (taqabudh dan adanya perpisahan, maka

tidak sulit menjawabnya dan karena pertanyaan inilah, Al Imam

Haramain merinci jawaban masalah tersebut-

Ketika pecahngra piring perak itu terjadi sebelum transaksi

dilakukan secara funai dan adanlra perpisahan, maka pecahnya

piring perak tersebut temrasuk resiko yang harus ditanggung

penjual, menjadi masalah kernbali akan muncul.

Ketika hal itu terjadi setelah transaksi dilakukan secara funai

dan sebelum adangn perpisahan, maka jawabann3a ditetapkan

sesuai dengan ketenhran hukum Snng telah dikemukakan, lnifu
bahwa bila pembeli telah menerima objek jual beli tersebut pada

masa khiwr lantas apakah objek jual beli itu berubah menjadi

resiko lnng harus ditanggungnp atau [dak? Dalam menjawab
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pertanyaan ini, ada sejumlah riwayat pendapat ulama madzhab

Asy-S5rafi'i yang telah dikemukakan.

Apabila kita mengatakan: Obyek jual beli tersebut tidak
berubah menjadi resiko yang harus ditanggungnya, dimana jual beli

tersebut secara otomatis batal dengan sendirinya, karena

kemsakan objek jual beli tersebut berada di bawah kepemilikannya.

Ini merupakan kesimpulan yang nampak dari nash Asy-Syafi'i.

Maka cacat baru dalam kondisi seperti ini adalah resiko yang harus

ditanggung oleh penjual, dimana tidak ditetapkan adanya ganti rugi
bagian yang hilang karena cacat baru. Jadi, cacat tersebut sama

seperti cacat yang terjadi sebelum transaksi dilakukan secara tunai
(taqabudh). Sehingga masalah ini tidak muncul.

Apabila kita mengatakan: Bahwa resiko tersebut termasuk

resiko yang harus ditanggung pembeli, sebagaimana tuntutan
pemyataan Asy-Syirazi di atas, maka hukum cacat tersebut sama

seperti cacat setelah adanya perpisahan dan hansaksi dilakukan

secara funai. Tidak masalah Asy-Syirazi membuat deskripsi
jawaban hal ini secara mutlak.

Namun, aku tidak pemah menemukan jawaban yang

dikutip secara khusus mengenai safu dari sekian banyak

pertanyaan tersebut, akan tetapi itu semua adalah funhrtan dari
pembuatan cabang masalah.

Sejumlah riwayat pendapat yang menjawab masalah

penyerahan hak kepemilikan objek jual beli pada masa khiWr
telah dikemukakan dalam bab ini ketika menerangkan munculnya

kerusakan objek jual beli, setelah penyerahan hak kepemilikan

objek jual beli tersebut.
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Pendapat kelima belasr Apabila kita menetapkan, bahwa

pembeli hams menanggung nilai fukar piring perak tersebut,

seperti pendapat hnu Suraij atau mayoritas ulama ma&hab Asy-

Syafi'i di saat piring perak itu rusak, maka telah dikernukakan

dalam pemlntaan yang disampaikan lbnu Suraii bahwa nilai

hrkamya tersebut harus berlainan jenisryra. Demikian Ar-Raf i

telah menyampaikannya.

Maksudnln adalah, apabila piring itu berupa perak, maka

pembeli harus menyerahkan nilai tukamp berupa etnas. Apabila

piring itu berupa emas, maka dia harus menyelahkan nilai

tukamya bempa pemk.

Demikian juga Al Qadhi Abu Ath-Tharyib telah

meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Suraij. Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib juga telah menyampaikan pendapatnln sendiri ketika

piring itu dalam kondisi rusak. Sementara mayoritas ulama

madzhab AsySyafi tidak menentukan hal tersebut, bahkan

mereka menyampaikan kata 'nilai fukar" secarcl muflak.

Pemyataan ifu lebih baik, (karena) nilai fukar tersebut merupakan

resiko yang harus ditanggung. Sementara menanslung resiko ifu

bukanlah akad yang di dalamq;a dikhawatirkan muncul pmktik

riba.

Kelompok ulama lrak telah meriwaSratkan dalam kasus;

apabila sejumlah perabotan perak png nilai tukamp lebih tinggi

daripada berakrSn mengalami kerusakan, di sini ada tiga perrdapat

yang berbda dari ulama ma&hab Ary-Syafi'i.

Pendapat pertama: Pendapat yang paling slnhih di antara

ketiga pendapat Srang ada adalah pembeli harus menanggung

dengan mata uang yang berlaku urnuln.

Al Majmu'syarah Al Muhdzdzab ll ,r,



Pendapat kedua: Ditaksir dengan nilai tukar yang berlainan

jenisnln-

Pendapat ketiga: Ditaksir dengan berat yang sama dari nilai

fukar yang sejenis, sementara kelebihannya diganti nilai fukar yang

berlainan jenisnya.

Abu Sa'id Al Harawi berkata: Al Qadhi Husain mengecam

pendapat ini, dia berkata: Persoalan perusakan tidak dapat di-

qiSa*ka pada jual beli dalam persoalan riba ini. Menurutku (As-

Subki), Qigs ketiga pendapat yang serupa dapat diberlakukan

dalam kasus ini.

Pendapat keenambelas' Menanggung resiko ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat baru. Bila berpedoman pada

pendapat mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, ketika objek jual

beli (piring pemk) itu masih ada, apakah ganti rugi bagian yang

hilang itu diambil dari alat fukar suatu Negara? Apabila mata uang

suafu nqlara ifu dari nilai fukamya sejenis, maka hanya ada satu

pendapat, atau dalam masalah menanggung resiko ganti rugi

bagian yang hilang karen cacat baru itu terjadi perbedaan

pendapat yang ada dalam bab ghashab.

Kesimpulan yang nampak dari pendapat mereka, terletak

pada pendapat yang kedua, karena mereka menyamakannya

dengan barang yang ditawarkan.

Pendapat ketujuhbelas: Telah dikemukakan, yaitu pendapat

Al Imam Haramain, bahwa tidak ada seorang pun yang

memufuskan bebas menentukan pilihan di antara semua langkah

penyelesaian kasus di atas, setelah dia menyebutkan ketiga

pendapat yang ada, namun dia harus berpegang pada pendapat

ketiga dari ketiga pendapat yang ada.
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Dernikian juga Al Ghazali berkata dalam Al Basith. Tidak

ada seorangpun memufuskan bebas menentukan pilihan antara

ganti rugi bagian lang hilang karena cacat lama dan (atau)

menggabungkan ganti rugi bagian 5nng hilang karena cacat baru

tersebut. Seperti langkah penyelesaian dalam semua cacat yang

hinnla. Sekalipun memilih ifu hal yang dimungkinkan, dengan

alasan mengilarti pedoman png telah kami sebutkan lantaran ada

dua pendapat di abs.

Namun setiap kelompok meyakini bahwa apa Sang telah

dia sebutkan iauh kemungkinanqn terjemmus ke dalam praktik

riba. Jadi, pilihan itu fidak pemah terbukti.

Keterangan !,ang telah disampaikan oleh AI Imam

Haramain dan Al Ghazali ini membantah qitns lnng telah

disampaikan oleh Ar-Rafi'i, bahwa menentukan pilihan adalah

qlras pendapat Sang ketiga. Apalagi pendapat ketiga mempakan

pendapat 1nng dipilih oleh Al Imam Haramain, dimana dia adalah

oremg 5nng paling mengerti qpas pendapat yang ketiga tersebut.

ndak dimgulon lagi bahwa qiSas tersebut adalah seperti

qit/as 1rang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i. Akan tetapi pemilik

qitps tersebut meninggalkan qi5astya ini karena kandungan png
telah disebutkan, lraifu jauh kemungkinannya dari praktik riba. Bila

QLns yang telah disampaikan oleh Ar-Rafi'i itu terbukti benar,

tenfun37a kami boleh mengatakan bebas menentukan pilihan (di

antara ketiga pendapat), padahal Al Imam Haramain telah

menolak penenfuan pilihan di antam ketiga pendapat yang ada.

Perrdapat Kedelapan belas: Kasus masalah ini adalah, cacat

grang muncrrl pada perabot perak sejenisnya, seperti pecah dan

lain sebagainya- Jadi, jika cacat tersebut mengeluarkannya dari
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jenis tertenfu, seperti mencampur dengan jenis lain, maka jelas

akad tersebut batal, karena sebagian nilai tukamya melebihi

sebagian yang lainnya (mufaadhalah).

Pendapat kesembilanbelas' Keterangan yang telah

disebutkan itu tidak hanya memiliki keterkaitan dengan perabotan

dan perhiasan, akan tetapi berlaku dalam semua akad yang

rnencakup jenis yang sama dari barang yang mengandung riba dari

kedua belah pihak, sebagaimana apabila seseorang menjual sahr

srla' gandum dengan satu srSa' lainnya, dimana salah safu dari

kedua belah pihak itu melihat cacat dalam alat h-rkar yang dia

terima, setelah munculnya cacat yang di bawah kepemilikannya

atau (setelah) safu srla'gandum ifu rusak. Karena hal inilah, penulis

At-Ta timmah merinci jawaban masalah tersebut.

Ibnu Al Hakam berkata dalam semua jenis harta riba,

bahwa ketentuan hukumnya memang demikian. Demikian juga

selain Ibnu Al Hakam berpendapat demikian.

Pendapat keduapuluh: Pengganti karena kerusakan (pecah),

yang pembeli harus tanggung, kemungkinan dapat dikatakan

bahwa pengganti tersebut bukanlah nilai tukar yang dihifung dari

harga beli barang tersebut.

Bahkan nilai tukar yang berkurang dalam kasus ini,

memberi kepasilan menyamakannya dengan barang yang

ditawarkan (diminati untuk membelinya). Keterangan yang akan

disampaikan dalam membahas objek jual beli yang cacatnya tidak

dapat diketahui kecuali dengan merusaknya (memecahkannya),

akan menunjukkan hukum tersebut. Dimana Abu Hamid bin

Yunus dalam Syarah Al Waiiz berkata dengan nada menentang

pendapat yang memposisikannya seperti iinayat setelah adanya
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pembatalan jual beli: Jika demikian catanya, tenfunya penjual

harus menanggung nilai fukar yang berkurang, dimana yang

ditanggungnya ihr adalah bagian dari harga beli. Pemyataan Al
Ghazali mendukung pemyataan ini. Jika tidak demikian, maka

tidak perlu menghindari riba.

Beril<ut ini akan disampaikan mengenai objek jual beli yang

cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan merusaknya
(memecahkannya), ini merupakan pelengkap pembahasan ganti

rugi kerusakan. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam

kasus ini adalah, pendapat lnng telah kami sampaikan di awal,

yaitu ganti rugi bagian yang hilang karena cacat bukanlah sesuatu

yang dihitung dari harga beli, akan tetapi dari nilai tukar.

AqlSyrrazi *cs berkata: Apabila pembeli
menemukan cacat dan ternyata objek jual beli itu
benar-benar berkurang, karena sifat unfuk mengetahui
cacat tersebut bergantung pada jenis objek jual beli
yang ada. Misalnya objek jual beli itu berupa buah pala,
telur atau yang lainnya; lraitu objek iual beli yang
cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan cara
merusaknya, -maka jawabannlra perlu dianalisis secara
mendalam-. Jadi, bila pembeli telah merusaknya, lalu
dia menemukan cacat tersebut, dimana objek jual beli
yang tersisa tersebut tidak memiliki nilai tukar,
contohnya telur busuk dan buah delima yang busuk,
maka jual beli ini hukumnya batal, karena objek jual beli
yang tidak memiliki nilai tukar, tidak boleh
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diperjualbelikan, sehingga dia waiib mengembalikan

uang pembelian tersebut.

Penielasan:

Pembahasan mengenai pengurangan objek jual beli dimana

unfuk mengetahui cacat tersebut tidak bergantung pada jenis objek

jual beli yang ada, ini telah dikemukakan sebelumnya. Pembahasan

sekarang adalah mengenai objek jual beli, dimana untuk

mengetahui cacat yang ada berganfung pada jenis objek jual beli

tersebut.

Aqrsyirazi mengatakan: "Pada jenis objek jual beli," dia

tidak mengatakan, "pada ob;ek iual beli," agar pemyataannya ifu

mencakup masalah apabila pembeli merusak suatu kadar dari

objek jual beli, dimana cacat tersebut tidak dapat diketahui dengan

kadar yang sdikit dari barang tersebut dan juga permasalahan

apabila dia merusak suatu kadar dari objek jual beli, dimana dia

dapat mengetahui cacat tersebut dengan kadar yang lebih sedikit

daripada kadar bararg yang ada. Kedua bagran ini akan

disampaikan dalam pernbahasan Asy-Syirazi. Ins5n Alkh Ta'ala.

Apabila kamu sudah mengetahui pokok bahasan tersebut,

maka kami berkata: Obyek 5nng cacat1ya tidak dapat diketahui

kecuali dengan carcr memsaknyra, yaihr objek jual beli dimana

bagian yang dikonsumsinyra tedetak di bagian dalamnya atau jenis

objek jual beli yang lainnya, contoh buah semangka, kelapa,

delima, buah badam, pala, buah lena dan telur, lalu dia

memecahkann5ra, kernudian dia menemukannya dalam kondisi

msak yang tidak merniliki nilai fukar, seperti telur busuk, yang

tidak lalpk untuk dibuat apapun, semangka yang telah mengalami
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perubahan sangat mencolok, delima yang busuk, buah pala,

kelapa dan mentimun yang benrlat, maka AsfSyaf i & dan ulama

madzhab Asy-Syafi'i telah menyatakan secara tegas bahwa pernbeli

berhak meminta kembali semua uang pembelian tersebut-

Al Muzani berkata: Aku pemah mendengar Asy-Syafi'i

berkata: "setiap barang yang kamu beli, yaifu barang-barang

dimana bagian yang dikonsumsinya ihr terletak pada bagian dalam

barang, lalu kamu memerahkannya, kemudian kamu melihatn3n

dalam kondisi rusak, maka kamu berhak mengernbalikannya, juga

berhak memperoleh penggantian antara nilai tukamya dalam

kondisi rusak serta utuh dan nilai h.rkamSn dalam kondisi rusak

serta pecah. "

Al Muzani berkata: Asy-Syafi'i dalam pembahasan lain

berkata: Dalam masalah ini, ada dua jawaban yang berbeda

(Qaulaanli; Salah satunya adalah: Pernbeli tersebut tidak berhak

mengembalikannya, kecuali penjual menghendaki hal tersebut,

dimana pembeli berhak memperoleh ganti rugi antara nilai

tukamya dalam kondisi utuh dan dalam kondisi rusak, kecuali

objek jual beli tersebut dalam kondisi rusak dan masih merniliki

nilai fukar. Jadi, pembeli berhak meminta kernbali semua uang

pembelian tersebut ketika barang yang rusak itu tdak lagi memiliki

nilai tukar.

Kedua pendapat memang narasinln demikian, Asy-Syafi'i

telah menyebutkan kedua pendapat ini dalam Al Ummjuz delapan

dalam bab Obyek yang dibeli, yaitu objek jual beli yang bagian

dikonsumsinya ihr adalah bagian dalamnya.

Pendapat yang telah disebutkan oleh AsySyafi'i rtp,, yaitu

berhak meminta kembali setnua uang pembelian di saat barang
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yirng rusak itu sama sekali tidak merniliki nilai fukar. Seluruh ulama

madzhab Asy-Syafi'i memufuskan masalah yang sedang dibahas

berdasarkan pendapat ini.

Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai mekanisme

permintaan kembali semua uang pembelian. Karena ulama jumhur

dari kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i, yaitu kelompok ulama

Irak dan mayoritas kelompok ulama Khurasan sepakat, bahwa

batalnya jual beli tersebut jelas terjadi. Seperti pendapat yang

disebutkan oleh Asy-Syirazi, karena jual beli itu terjadi pada objek

jual beli gnng tidak memiliki nilai tukar (tidak berharga).

Sementara diriwayatkan dari Al Qaffal dan segolongan

ulama, bahwa jual beli itu jelas tidak batal, akan tetapi permintaan

kembali sernua uang pembelian ifu sebagai langkah antisipasi

menyusul adanya pengambilan hak miliknya seraftr zhalim,

sebagaimana dia meminta kembali bagian dari harga beli tersebut

ketika ditemukannya pengurangan bagian dari objek jual beli,

maka dia berhak meminta kembali seluruh uang pembelian

tersebut, di saat hilangnya (rusaknrc) seluruh objek jual beli.

Hasil perbedaan pendapat ini terlihat dalam jawaban

masalah, bahwa semua kulit yang masih ada pada buahnya, siapa

yang berhak memilikinya? Sampai dia harus membersihkan tempat

akad dari semua kulit yang ada.

Pemyataan AsySyafi'i masih memuat kemungkinan dari

kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syrafi'i lainnSn. Tetapi semua

kaidah fikih memberi kepastian yang mengarah pada pernyataan

AqfSyafi'i tersebut sesuai dengan pendapat yang telah

disampaikan ulama madzhab AsySya{i'i, yaitu; iml belinya ielas
menjadi batal.
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Al Qadhi Husain telah meriwayatkan dari AsySyaikh yaitu

Al Qaffal, bahwa dalam sebuah diskusi dia menerima sebuah

pertanyaan: Ketika objek jual beli yang msak, dimana yang tidak

dipecahkan itu tidak memiliki nilai tukar, tenhrnya harus

menghukumi batal akad jual beli tersebut, seperti sernua objek jual

beli lainnya yang tidak memiliki nilai tukar.

Al Qaffal menjawab: jika hukum tersebut memang benar

demikian, akan tetapi hal ifu tidak menghilangkan nilai tukar yang

paling rendah sekalipun sedikit jumlahryn, sebab masih adanya

sebagian manfaat yang diperoleh. Dimana sernua kulit yang ada ifu

dapat digunakan unhrk membuat lukisan kulit telur, sehingga anak-

anak dapat bermain-main dengan semua kulit .

Al Qadhi Husain menentang pendapat tersebut, karena

tujuan utama pembelian telur adalah rasa telur tersebut, dimana

seseorang tidak akan membeli telur agar anak-anak dapat

menggambar dan bermain-main dengan telur tersebut.

Al Imam Haramain telah menceritakan pendapat Al Qaffal
dari segolongan ulama, dimana dia membatalkan akad jual belinya,

namun dengan metode lnng berbeda, yaifu metode yang

digunakan oleh Al Qadhi Husain unhrk mernbatalkannya. Karena

tuntutan yang dikehendaki pern5rataan Al Qadhi Husain itu adalah,

bahwa manfaat ini (alat permainan anak-anak), karena nilainya

yang sangat rendah, tidak dianggap memiliki nilai tukar.

Sementara Al Imam Haramain merinci pernyataan tersebut,

sekiranya tidak memiliki nilai tukar tetapi jual belinya sah. Makna

tersirat dari pemyataan tersebut adalah, bahwa apabila objek jual

beli ihr merniliki nilai tukar, sekalipun sedikit jumlahnya kami tetap

menghukumi jual belin5a sah. Akan tetapi di bagian akhir
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pemyataannln, diq berkata: ndak ada pendapat kecuali

memastikan batalnya jual beli tersebut.

Al Ghazali berkata: Apabila objek jual beli itu sama sekali

tidak ada nilai fukamyra setelah dipecahkan, Asy-Syafi'i berkata:

"Pembeli berhak menuntut pengembalian uang pembelian tersebut

semuangra. " Ulama madzhab Asy-Syafi'i berkata: Maknanya

adalah, bahwa dia boleh menuntut pengembalian ganti rugi bagian

yang hilang karena pengurangan objek jual beli. Akan tetapi

pengganti uang pembelian tersebut secara ufuh, ini bila objek jual

beli tersebut tidak ada nilai tukamya. Ada satu pendapat dari

ulama madzhab Asy-Syafi'i yang menyatakan, bahwa hal itu bisa

dikatakan: Batalnya akad jual beli tersebut menjadi jelas. Karena

jika nilai tukamp sebelum dipecahkan ditenfukan setara dengan

nilai tukar alat melukis dan permainan anak-anak, maka nilai fukar

keka5nan tersebut sudah hilang sejak saat ifu

Apabila kita mengatakan: Mekanisme untuk mengetahui

cacat tersebut termasuk jaminan penjual, sehingga tidak wajib

membayar pengganti akibat dilakukannya mekanisme ini, maka

dalam konteks ini, pendapat yang menyatakan pembeli berhak

meminta pengembalian uang pembelian secara ufuh lebih

diprioritaskan, dimana pembeli diposisikan seolah-olah dia tidak

pemah mernbeli kecuali barang yang masih ada setelah

mengetahui cacat tersebut.

Apabila meknisme yang dilakukan untuk mengetahui cacat

ifu termasuk resiko yang harus ditanggung oleh pembeli, dimana

dengan disertai resiko tersebut, pendapat yang menyatakan

pembeli berhak meminta pengembalian uang pembelian secara

utuh, tidaklah diprioritaskan.
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Ini merupakan pemyataan Al Ghazali. Dimana pendapat

yang dia riwayatkan dari ulama madzhab AsyS5afi'i, yang juga

merupakan pendapat Al Qaffal. Sementara mayoritas ulama

madzhab Asy:Syafi'i sendiri memutuskan untuk berpegang pada

pendapat yang sebaliknya. Pemyataannlra ini memberikan

pemahaman, bahwa jawaban masalah tersebut dirinci dalam kasus;

apabila objek jual beli tersebut sebelum dipecahkan sarna sekali

tidak memiliki nilai tukar. Sebagaimana tuntutan yang dikehendaki

dari pernyataan Al Imam Haramain, dimana manfaat alat melukis

dan permainan anak-anak tetap dianggap memiliki nilai tukar.

Kesimpulan pendapat Al Imam Haramain ihr bertentangan dengan

pendapat yang disampaikan oleh Al Qadhi Husain.

Kesimpulan yang dikehendaki pem5rataan Al Ghazali dalam

masalah ini adalah, bahwa kondisi dimana objek jual beli tersebut

memiliki nilai fukar dan manfaat sebagai media menggambar dan

permainan anak-anak, dia sepakat men5ratakan sahnya jual beli

tersebut, kemudian perbedaan pendapat iusbu terjadi dalam hal

permintaan kernbali uang pembelian s@ara ufuh. MaksudnSra

adalah melalui mekanisme pembatalan jual beli, sebagaimana

mekanisme pembatalan dalam masalah dibunuhnp budak laki-laki

yang murtad di tangan pembeli, bahkan (mekanisme pernbatalan

jual beli dalam barang yang tidak memiliki nilai tukar) lebih

diprioritaskan. Jadi, kesimpulan yang diambil dari pemyataan Al
Ghazali dan pemyataan ulama madzhab As5r'S5rafi'i di atas, ada

empat pendapat ulama fikh RSy-qafi'i yang berteda'

Pendapat pertama: Pendapat !,ang paling shahih,

menyatakan bahwa jual belinya batal.
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Pendapat kedua, Jual beli tersebut sah, setelah itu jual beli

menjadi batal, dimana selnua uang pembelian itu diminta kernbali.

Ini selain pendapat Al Qaffal. Karena Al Qaffal berkata:

Permintaan kembali seluruh uang penrbelian melalui mekanisme

menagih hak yang hilang karena kezhaliman, serta masih adanya

kontrak jual beli, sama seperti ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat, sehingga semua kulit telur tersebut tetap menjadi milik

pembeli.

Kesimpulan llang dikehendaki pendapat ini adalah, bahwa

jual belinya menjadi batal, karena sernua kulit telur itu kembali

menjadi milik peniual, dimana dia harus membersihkan tempat

tersebut dari semua kulit telur itu.

Pendapat ketiga: Jual belinp sah, dimana setelahnya tidak

menjadi batal, akan tetapi pernbeli berhak memperoleh ganti rugi

bagian yang hilang karena cacat tersebut.

Pendapat keempat: Jual belin5n sah, dan setelahnya tidak

batal serta fidak ada permintaan pengembalian uang pembelian

secara utuh, bahkan yang ada adalah, permintaan ganti rugi

bagian SnnS hilang, lpifu selisih antara nilai tukamSa dalam kondisi

uhrh bagian dalamnya dan kondisi rusaknp bagian dalam objek

jual beli tersebut sebelum dipecahkan.

Pendapat png terakhir ini kontradiktif dengan nash F,sy

spfi'i. Metodeqn adalah, mengarahlGn nash khusus pada bamng

yang tidak merniliki nilai hrkar, disertai kerusakannya ketika barang

dalam kondisi utuh (belum dipecahkan). Jadi, pendapat keempat

ini meletakkan masalah menjadi beberapa tingkatan:

Tingkatan Pertama: Akibat dipecahkannya objek jual beli

tersebut, dapat dipastikan, bahwa barang tersebut sama sekali
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tidak memiliki nilai tukar ketika barang itu dalatn kondisi utuh.

Kondisi ini memastikan batalnya jual beli, seperti kesimpulan yang

dikehendaki pemyataan Al Qadhi Husain, dimana dalam kondisi

ini, berlaku dua pendapat yang berbeda seperti kesimpulan yang

dikehendaki dari pernyataan Al Ghazali.

Tingkatan Kedua: Dipastikan bahwa objek jual beli tersebut

memiliki nilai tukar yang rendah, seperti media menggambar dan

permainan anak-anak. Yaifu fokus pembahasan keempat;

pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya dan merupakan

pendapat madzhab, bahwa jual belinya dipastikan batal berbeda

dengan pendapat Al Qaffal segolongan ulama dan Al Ghazali,

karena pemyataannya tersebut memberi kepastian sahnya jual beli

dalam kondisi seperti ini.

Tingkatan Ketiga: Diasumsikan bahwa objek jual beli

memiliki nilai tukar sebelum dipecahkan serta dianggap sah untuk

mengadakan akad jual beli atas objek tersebut, kemudian nilai

tukamya hilang akibat dipecahkan.

Tingkatan jrral beli seperti ini tidak pemah disebutkan oleh

ulama madzhab Asy-Syafi'i, karena me{nang sulit terjadi, atau jauh

kemungkinan kasus ini dapat terjadi. Kalaupun diasumsikan jual

beli tersebut dapat terjadi, maka tidaklah mungkin mengatakan jual

belinya dipastikan batal dalam kasus ini. Akan tetapi muncul dua

pendapat yang berbeda, yang keduanya merupakan hasil

pemahaman dari pemyataan Al Ghazali dalam tingkatan yang

kedua, yaifu:

Pertama: Jual belinya manjadi batal dan pembeli berhak

meminta kembali uang pembelian. Mekanisme yang dilakukan
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untuk mengetahui cacat tersebut termasuk' resiko Snng harus'

ditanggung penjual, sekalipun cacat ifu muncul di tangan pembeli.

Kedua: Jual beli tersebut tidak menjadi batal, bila kita

mengatakan mekanisme yang dilakukan unfuk mengetahui cacat

tersebut bukanlah termasuk resiko yang harus ditanggung penjual,

akan tetapi pernbeli tersebut berhak menuntut penjual untuk

menyerahkan ganti rugi bagian 5nng hilang karena cacat, yaifu

selisih antara nilai fukamya dalam kondisi sempuma dan dalam

kondisi rusak serta utuh kulitqp.

Kedua pendapat ini, bila diasumsikan sebagai objek jual

beli yang memiliki nilai tukar yang sah unhrk diakadi, maka tidak

sulit untuk mernberlakukan kedua pendapat di atas. Dimana
pemilik pendapat yang pertama ini berhasil mengarahkan

pemyataan AsyS5nfi'i pada asumsi tersebut, dimana pembeli

berhak meminta kembali uang pembelian melalui mekanisme

pernbatalan akad jual beli tersebut.

Perbedaan pendapat tersebut terletak dalam masalah

mekanisme yang dilakukan unhrk mengetahui cacat, apakah

termasuk resiko gnng harus ditanggung penjual atau bukan?. Inqn
Allah Tabla, akan disampaikan dalam pembahasan masalah

apabila objek jual beli masih memiliki nilai tukar setelah

dipecahkan.

Pendapat paling shahih menyatakan bahwa mekanisme

yang dilakukan unfuk mengetahui cacat tersebut termasuk resiko
yang harus ditanggung penjual. Sehingga pendapat yang paling

shahih dalam kasus ini dari kedua pendapat yang telah

disampaikan oleh Al Ghazali adalah, pendapat yang menyatakan
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bahwa jual beli itu menjadi batal, sekalipun kita mengatakan

akadryra sah.

Kesimpulan yang nampak adalah, bahua Al Ghazali udak

sependapat dengan pendapat yang lebih mengunggulkan, bahwa

mekanisme yang dilakukan untuk mengetahui cacat itu termasuk

resiko yang harus ditanggung penjual, dalam masalah berikut ini.

Al Ghazali juga menSramakan dengan perbedaan pendapat

yang terjadi dalam masalah hukuman mati budak 37ang murtad di

tangan pembeli, karena kemurtadan yang muncrrl sebelum akad,

apakah hukuman mati ifu termasuk resiko yang harus ditanggung

penjual atau tidak?

Pendapat yang shahih dari ulama rna&hab Asy-Syafi'i,

menyatakan bahwa hukuman mati tersebut termasuk resiko yang

harus ditanggung penjual.

Apabila kamu sudah mengetahui ftiwaban mengenai siapa

yang menanggung resiko mekanisme lang dilakukan untuk

mengetahui cacat tersebut, kita kernbali ke redaksi kitab ini (.4/

MuhadzdaQ. Pe*ataan AsySyirazi: "Lalu kamu menernukannya,

barang yang tersisa tidak memilih nilai tukar", maksudnya adalah

setelah dipecahkan, ini mencakup masalah, dimana objek jual beli

sebelum dipecahkan memiliki nilai fukar yang rendah atau tinggi,

atau sama sekali tidak memiliki nilai tukar. Yang terakhir ini (sarna

sekali tidak memiliki nilai tukar) adalah masalah Sang disepakati.

Masalah yang kedua: Pernbahasan mengenai pendapat

kedua ini telah dikernukakan sebelumnya. Aku telah menjelaskan,

bahwa Masalah kdtra ini (objek jual beli sebelum dipecahkan

memiliki nilai tukar yang tinggi) adalah asumsi ltang sangat iauh

kemungkinan terjadi atau sulit terjadi.
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Oleh karena itu, kami tidak tidak memasukkannya ke dalam

pemyataan Asy-Syirazi. Sebab dengan memasukkannya sebagai

asumsi kedua, maka keputusan hukum batalnya jual beli tersebut

menjadi janggal.

Sedang Masalah pertama, yaitu objek jual beli memiliki nilai

fukar png rendah sebelum dipecahkan, dimana hal inilah yang

menjadi fokus perbedaan pendapat di antara kami dan Al Qaffal.

Oleh karena ifulah, -wallahu a'lam-, Asy-Syirazi

menyampaikannya dengan ungkapan ini, sehingga ungkapan

tersebut mencakup kedua bagian, ynitu yang pertama dan yang

ketiga.

Argumen Asy-Syirazi, "Obyek jual beli tersebut sama sekali

tidak memiliki nilai hrkar," ini hanya ditujukan untuk bagian yang

ketiga, namun objek jual beli yang memiliki nilai tukar yang

rendah, sarna seperti objek jual beli yang sama sekali tidak

merniliki nilai tukar.

Jadi, maksud yang dikehendaki pemyataan Asy-Syirazi

adalah objek jual beli yang tidak memiliki nilai tukar, dianggap

sebagai nilai tukar (harga jual) objek tersebut.

Perkataan Asy-Syirazi: "Wajib mengembalikan uang

pembelian," ini pendapat milik Asy-Syafi'i yang dinyatakan secara

tegas (manshushl.

Perkataan Asy-Syirazi: "Jual beli tersebut batal." Mayoritas

ulama madzhab AsySyafi'i mengarahkan pernyataan Asy-Syafi'i

tersebut dengan penafsiran demikian.
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Cabang, Ibnu Ar-Rifah berkata: Hasil perbedaan

pendapat yang terjadi di antara ulama madzhab AqrSyafi'i dan Al

Qaffal, juga dapat terlihat dalam jawaban masalah, bahwa apakah

hanya mengetahui cacat ifu sudah ctrkup dalam menetapkan

bolehnya meminta kembali uang pembelian abu tdak?

Maka bila berpedornan pada pendapat !,ang mengatakan

"Permintaan kernbali uang pernbelian adalah menagih hak

miliknya yang terzhalimi," rrnka pernbeli Udak b€rhak merninta

kembali uang pernbelian tersebut, kec-trali dia mengajukan

permohonan dengan segera, seperti keterangan yang telah

dikemukakan sebelumnya dalam membahas obiek jual beli png
pengembaliannya sulit direalisasikan karena munculnln cacat baru

ketika berada pada pembeli.

Sementara bila berpdornan pada pendapat yang

mengatakan jual beli tersebut dipasukan batal, maka uang

pembelian itu kernbali dapat dimiliki seiak dipecatrkannya objek

jual beli tersebut, yang nilai tukar objek jual belinp telah hilang

karena dipecahkan.

Menurutku (As-Subki): Adapun bih kia mengatakan,

"Bahwa permintaan kernbali uang pernbelian tersebut adalah

benfuk menagih hak miliknya yang terzhalimi," maka pembeli

tidak berhak meminta kembali uang perrbelian itu, kecuali dia

mengajukan permohonan dengan segem. Sebelumnp telah

dikemukakan, bahwa ketika penjual tersebut sulit (menolak) unfuk

menerima cacat ifu, dimana saat itu haknya hanp ditenfukan

dalam pemberian ganti rugi karena cacat Sang ada, tenfurnya tidak

ada keharusan, bahwa pernbeli harus mengaiukan perrnohonannya

dengan segera.
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Scimentara bila hal ifu terjadi sebelum ada'penolakan dari
penjual, hal ini telah dikernukakan sebelumnya dari Ar-Rafi'i dan

ulama lainnln, bahwa pembeli harus memberitahukan cacat

tersebut kepada penjual, sehingga dia menghendaki, maka dia bisa

menerimanya.

Jadi, dalam kasus ini bila pengembalian ifu menurut Al

Qaffal hal yang boleh dilakukan dimana bila penjual tersebut telah

memohon kepada pembeli (agar mengembalikannya), maka

pembeli harus mengembalikannya, sehingga hukum yang benar

adalah seperti apa lnng telah disampaikan oleh Al Qaffal.

Sehingga bila pembeli tidak segera memberitahukan cacat

tersebut kepada penjual, maka hak pengembalian objek jual beli

dan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut telah

hilang. Akan tetapi, permohonan mengembalikan dari penjual ifu

tidak mengandung manfaat sama sekali, dimana pembeli juga tidak

memiliki kepentingan menganai pengembalian objek jual beli

tersebut, ditambah bahwa pengembalian ifu menurut Al Qaffal
adalah hal yang sulit direalisasikan karena objek jual beli telah

keluar dari kondisi semula yaihr barang 5nng memiliki nilai tukar.

Sehingga jalan keluamya adalah han5n dengan memberikan
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut, dimana dia

tidak harus segera memintanlp. Ini adalah pendapat yang lebih

diunggulkan dari kedua pendapat Asy-S3afi'i.

Adapun pemyataan hnu Ar-Rif'ah, "Bila berpedoman

pada pendapat yang mengatakan akad jual beli tersebut dipastikan

batal, maka uang pembelian itu kernbali dapat dimiliki sejak

perusakan objek jual beli tetrsebut," pemyataan ini diarahkan pada

kasus; bila kita mengetahui uang pembelian tersebut berhak
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dimiliki kembali sejak dipecahkann5ra objek jual beli. Jika tidak

demikian, maka uang pembelian tersebut adalah hak yang dapat

dimiliki kembali sejak diserahkan, karena tidak sahnya jual beli

sejak awal dilakukan. Wallahu a'lam.

Cabang, AsySyirazi mengungkapkan kata,

"memecahkan" (N l{asi secara mutlak. Sehingga kernutlakan kata

tersebut memastikan, bahwa Udak ada perbedaan antara

memecahkan objek jual beli se@ra berlebihan dan sebatas kadar

untuk mengetahui cacat yang ada, dimana pendapat 1nr:g benar

adalah memang demikian, ini menurut pendapat madzhab.

Alasannya adalah, bila akad jual beli tersebut dipastikan

batal karena objek jual beli itu tidak memiliki nilai h.rkar sebelum

dipecahkan, maka tidak ada perbedaan pendapat.

Adapun bila berpedoman pada pendapat Al Qaffal dan

ulama lrang sependapat dengannya, maka dapat disimpulkan

dengan jelas: Jika pernbeli itu sangat berlebihan dalam

memecahkannya dan andaikata dia hanla membatasi kadar

tersebut untuk mengetahui cacat yang ada, terrfunSra nilai fukar

yang sangat sedikit itu masih ada, maka kondisi berlebihan dalam

memecahkan itu termasuk resiko yang harus ditanggung pembeli,

sehingga ganti rugi oblek jual beli yang dikembalikan itu tidak

berupa semua uang pembelian tersebut- Namun, dalam jawaban

terakhir ini perlu dikaji ulang.

Cabang' Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah

pihak dalam hal menyerahkan oblek jual beli dalam kondisi baik

Al Majmu'SyuahAl lvfuhdz.dzab ll SSg



atau rusak, maka pem3rataan lang dibenarkan adalah pemyataan

penjual disertai sumpahnya, Asy-syaikh Abu Hamid telah
menyampaikan cabang masalah tersebut.

Asy-Syirazi * berkata: Apabila objek jual beli
(yang masih tersisa) memiliki nilai tukar, contohnya
seperti telur burung kaswari, semangka yang asam, dan
barang yang sebagian di antaranya mengandung ulat,
yaifu makanan !/ang layak dikonsumsi, maka (unfuk
menemukan jawaban lpng tepat dan benar) kamu harus
menelitinyra.

Jika pembeli tersebut memecahkan (merusak)
objek jual beli dengan kadar tertentu, dimana oblek lual
beli tersebut fidak dapat diketahui cacatnya dengan
kadar lpng kr.rang dari kadar tersebut, maka dalam
kasus pemecahan kadar tertenfu, ada dua pendapat
lnng berbeda dari Asy-S5lafi'i (Qaulaani.

Pendapat pertama: Obyek jual beli itu tidak boleh
dikembalikan- Ini merupakan pendapat At Muzani.
Karena, perusalnn objek jual beli tersebut merupakan
tindakan lEng mengurangi (nilai tukar) barang, yang
muncul di bawah kepemilikan pembeli, sehingga
perusakan objek jual beli tersebut menghalangi
pengembalian barang ifu, ini sarna seperti pemotongan
l<ain-

Pendapat kedua: Perusakan itu tidak menghalangi
pengembalian barang. Karena, penrsakan adalah
sebuah mekanisme, dimana objek jual beli tersebut
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tidak dapat diketahui cacatngra kecuali melalui
mekanisme ini. Sehingga, perusakan itu fidak
menghalangi pengembalian barang, ini sama seperti
membentangkan kain.

Apabila kita mengatakan: 'Obyek iual beli
tersebut tidak boleh dikembalikan,' maka pembeli
berhak menunfut ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat, seperti keterangan yang telah kami sebutkan.

Apabila kita mengatakan: 'Obyek jual beli itu
boleh dikembalikan," lantas apakah pembeli harus

menyerahkan ganti rugi bagran yang hilang karena
perusakan ifu beserta objek jual belind- Dalam
pertanyaan ini, ada dua jawaban lpng berbeda.

Pertama: Pembeli hams menyerahkan ganti rugi
bagian yang hilang karena perusakan itu beserta obiek
jual belinya, sebagaimana dia berkewajiban
menyerahkan pengganti susu kambing mushanat.

Kedua: Pembeli fidak harus menyerahkan ganti
rugi bagian yang hilang tersebut, karena perbuatan
memecahkan tersebut beserta objek iual beli yang ada.

Karena, perusakan yang menjadi mekanisme unfuk
mengetahui cacat adalah perbuatan yang berhak
dilakukanog?, sehingga karena faktor itulah pembeli

tidak hams menyerahkan ganti rugl baglan yang hilang
karena merusak objek jual beli.

Penielasan:
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Apabila pembeli mernecahkan (memsak) objek jual beli

yang cacatrgn tidak dapat diketahui kecuali dengan cara

mernecahkann5a, sementara objek jual beli yang tersisa setelah

dipecahkan itu masih tetap memiliki nilai tukar, seperti contoh

yang telah disebutkan oleh AsySyirazi dan juga seperti buah

kelapa dan lain sebagainya, lang masih tehp memiliki nilai fukar.

Maka jika pertuatan penrsakan objek jual beli itu tidak

melebihi kadar tertentu unfuk mengetiahui cacat yang ada,

misaln1ra dia melubangi delima, lalu dia mengetahui rasanya yang

asam, atau dia mernotongnSa sedikit, lalu dia mengetiahui bahwa

buah itu mengandung ulat.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Karena kandungan ulat

itu tidak mungkin diketahui dengan cara melubanginp. Apabila

kasusnla demikian, maka dalam kasus ini, ada dua pendapat yang

berbeda.

Pendapat pertama: Sebelumnga telah dipaparkan kedua

pendapat Asy-Syafi'i yang dikutip dari Mukhbshar Al Muani.
Dimana sejumlah riwayat yang ada, sepakat bahwa kedua

pendapat tersebut pemah disampaikan. Pendapat yang lebih

diunggulkan (azhhad dari kedua pendapat Asy-Syafi'i menumt

mayoritas ulama ma&hab Asy-Syafi'i adalah, bahwa perusakan

objek jual beli itu tidak menghalangi pengembalian barangnya.

Ini merupakan pendapat kedua 3ang disampaikan oleh Asy
Syirazi, yang juga merupakan pendapat yang disampaikan oleh Al

Muzani dalam pemyataannla semula dan dia mendengamya

langsung dari AsySyafi'i. Semacam ini pula, Malik dan Ahmad

dalam sebuah riwayat berpendapat.
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Di antara ulama madzhab Asy-Syafi'i lnng mengunggulkan

pendapat ini adalah Al Mawardi, Ar-Ruyani, Asy-Slnikh Abu

Hamid dan para ulama ltang mengikutinya, seperti pendapat grang

telah disampaikan Ar-Rafi'i. Mereka meng:qgaskan perusakan

objek jual beli tersebut dengan her,r,an musharnt(hetr,ran yang tidak

diperah susunya selama beberapa hari sampai susunya itu
mengendap [mengumpu[ di kantong susunln).

Demikian pula mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i meng-

qiya*l<awrya. Sementara Asy-Syirazi meng- qija*karnya dengan

masalah membentangkan pakaian. Kami akan menyebutkan

alasan munculn3a qigs tersebut. Insya Allah TaUa.

Pendapat kedua: Obyek jual beli tersebut tidak boleh

dikembalikan secara paksa. Sebagaimana jika pembeli mengetahui

cacat pakaian setelah memotongnya. Seperti ini pula, Abu Hanifah

dan Al Muzani berpendapat. Penulis At-Tahdzib lebih

mengunggulkan pendapat ini.

Al Muzani, setelah menlarnpaikan pendapat yang telah aku

kemukakan dart Al Mukhtashar, dia berkata: 'Pendapat ini, yaifu

pendapat yang menyatakan bahwa objek jual beli tidak boleh

dikembalikan, lebih menyempai dengan masalah asaln5n, karena

buah kelapa tidak boleh dikembalikan dalam kondisi rusak

(dipecahkan), sebagaimana tidak boleh mengembalikan pakaian

dalam kondisi terpotong, kecuali penjual menghendaki

(pengernbalian tersebut). "

Ulama madzhab Asy-S5rafi'i rnenjawab, bahwa AsySyafi'i

dalam masalah buah kelapa lRani) juga memiliki dua pendapat

yang berbeda. Apabila kita mengatakan, "Tidak boleh

dikembalikan," maka perusakan itu sama seperti setnua cacat baru
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lainnya, sehirigga pembeli berhak inenuntut ganti rugr bagian yang

hilang karena cacat lama-

Atau menggabungkan ganti rugi bagian yang hilang karena

pengurangan nilai fukamya dengan objek jual beli dan dia

mengembalikannya, seperti keterangan yang telah dikemukakan,

demikian pendapat fu-Rafi'i. Jawaban tersebut bersumber dari

pemyataan Al Imam Hammain, sebagaimana akan kami sebutkan

di bagian akhir pembahasan ini. Dimana pada jawaban itu pula,

pemyataan Asy-Syimzi dan ulama madzhab Asy-Syafi'i diletakkan.

Karena orang yang menyampaikan secara mutlak, bahwa

pembeli berhak menunfut ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama. Bila dia sudah menuntut ganti rugi bagian yang hilang

karena cacat, maka objek jual beli tersebut ditaksir nilai fukamya

dalam kondisi baik -dan kulit luamya dalam kondisi baik- dan

dalam kondisi rusak dan kulit luamya dalam kondisi baik, dimana

dia juga harus melihat berapa prosentase nilai tukamya yang

berkurang, lalu dia menuntut ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat lama dari uang pernbelian tersebut, dimana ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat lama itu tidaklah sama dengan pengganti

bagian hilang yang diserahkan oleh pembeli, ini seperti keterangan

yang akan disampaikan. Ins5n Allah Ta'ala.

Dia tidak boleh menaksir nilai fukamya dalam kondisi msak,

karena perusakan tersebut merupakan cacat (pengurangan) yang

muncul di tangan pembeli, tetapi penaksiran nilai fukamya

dilakukan beserta cacat yang terjadi ketika objek jual beli masih

berada pada penjual.

Mekanisme png dilakukan unhrk mengetahui cacat tersebut

-bila berpedoman pada pendapat ini-, termasuk resiko yang harus
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ditanggung pembeli. Karena kami menghalanginya untuk
mengembalikan barang tersebut.

Apabila kita mengatakan: Obyek jual beli tersebut boleh
dikembalikan, ini merupakan pendapat yang lebih diunggulkan dari
Asy-Syafi'i, lantas apakah pembeli harus menanggung ganti rugi
bagian png hilang karena perusakan objek jual beli itu? Dalam
pertanyaan ini ada dua jawaban yang berbeda:

Pertama: Benar (pembeli harus menanslung ganti rugi
bagian yang hilang karena perusakan objek jual beli), ini sama

seperti het,rran musharrat Inilah pendapat yang lebih dahulu

dikutip dari Al Mul<htashar mengenai pendapat Asy-Syafi'i: "Kamu
berhak mengembalikan, dan (menanggung) selisih antara nilai
tukamya dalam kondisi rusak serta baik (kulit luamya) dan juga

nilai tukamya dalam kondisi rusak (isinln) serta dirusak (kulit

luamln). "

Ini adalah pendapat yang tegas dan konkrit mengenai

ka,r,rajiban memberi ganti rugi bagian yang hilang karena
perusakan Snng harus ditanggung pembeli, apabila objek jual beli
itu dikembalikan. Al Ghazali telah mengunggulkan pendapat ini.

Kedua: Tidak, karena perusakan objek jual beli tersebut

merupakan hal lrang ditolerir (Madzur ffi, di samping itu
dengannya pula sang pembeli mau mengadakan jual beli, sang

penjual seolah-olah mau menyerahkan (kepemilikan) objek jual beli

itu sepenuhnya kepada pembeli.

Ini adalah pendapat yang paling shahih menurut Al Jurjani,
penulis At-Tahdzib, hnu Abi Ashrun dan Ar-Rafi'i dalam Al
Muharrar. Karena alasan inilah, An-Nawawi dalam Ar-Raudhah
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mengatakan: Pendapat' ini menrpakan pendapat yang lebih

diunggulkan dari kedua pendapat Asy-Syafi'i.

Ar-Rafi'i meriwayatkan, bahwa pendapat tersebut adalah
pendapat yang paling shahih menurut selain penulis At-Tahdzib
juga. Selain Ar-Rafi'i yang meriwa5ratkan pendapat ini, pendapat

inipun dinyatakan sebagai yang paling shahih menurut Asy-Syaikh

Abu Hamid. Namun sepengetahuanku pengunggulan pendapat

tersebut tidak pemah ditemukan dalam Taliqah Asy-Syaikh Abu

Hamid.

Mekanisme lrang dilakukan untuk mengetahui cacat tersebut

-menumt pendapat kedua ini-, termasuk resiko yang harus

ditanggung penjual. Perbedaan antara objek jual beli dengan

musharrat adalah, bahwa perusakan (Al l{asl objek jual beli

tersebut mempakan sebuah cacat baru yang tidak pemah

mengurangi bamng dan merugikan penjual. Berbeda dengan

memerah susu heunn musharnt, karena pemerahan susu itu
adalah pengurangan yang sangat konlsit di samping

menghabiskan barang, demikian sebagian mereka berpendapat.

Dari sekian pendapat yang dihimpun, muncul tiga pendapat

Asy-Syafi'i yang berbeda (Tsalaafu Aqumal, dimana Abu Ishaq Al
Marwazi, Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama sesudahnya telah

menghimpunnya. AI Ghazali memposisikannya sebagai sejumlah

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (Aujulll.

Pendapat pertama: Obyek jual beli tersebut tidak
dikembalikan dan pernbeli berhak menunfut ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat lama.
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Pendapat kedua, Obyek jual beli tersebut dikembalikan

tanpa disertai penggantian apapun. Ini merupakan pendapat yang

lebih diunggulkan menurut Ar-Rafi'i dan ulama png lain.

Pendapat ketiga: Obyek jual beli itu dikembalikan disertai

pengganti karena perusakan. Al Ghazali berkata: Pendapat

terakhir ini lebih adil. Kemudian kami akan menyampaikan

beberapa catatan berikut ini.

Catatan pertama: Terkait mekanisme yang dilakukan unfuk

mengetahui cacat tersebut. Kesimpulanryn adalah, adanya

kemungkinan ifu termasuk resiko yang harus ditanggung penjual

atau termasuk resiko yang harus ditanggung pembeli.

Apabila termasuk kategori yang pertama (termasuk resiko

yang harus ditanggung penjual), maka objek jual beli tersebut

tentunya dikembalikan tanpa penggantian apapun, seperti

pendapat yang diunggulkan oleh Ar-Rafi'i. Sementara bila

termasuk kategori kedua (termasuk resiko yang harus ditanggung

pembeli) pengembalian tersebut sulit direalisasikan.

Jadi, pendapat lang mengatakan .bahun objek jual beli

tersebut dikembalikan beserta ganti rugi bagian yang hilang karena

cacat yang ada keluar dari kedua kesimpulan tersebut. Meskipun

demikian, pendapat ini telah dinyatakan secara tegas (manshush)

dalam Al Mukhtashar.

Al Ghazali menlampaikan argumen lnng mendukung

pendapat ini, seperti argumen yang dia sampaikan: Pendapat

lebih adil, di samping itu juga agar penjual tidak menderita

kerugian. Dimana langkah antisipasi munculnlra kerugian yang

diderita penjual, itu termasuk ketegon Mashlahah Al Mursalah
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(Memelihara tujuan sfriat yang teringkas dalam lima kebutuhan

dasar yang mendesak).

Catatan kedua: Ar-Rafi'i dalam Al Muhanar berkata:

Perusakan tersebut tidak menghalangi pengembalian barang ifu.

Apabila objek jual beli dikembalikan, maka pembeli tidak harus

menanggung ganti rugi bagian 5rang hilang karena perusakan

tersebut, menumt pendapat yang lebih diunggulkan (azhhar).

An-Naunwi mengikutinya dalam N Minhaj, karena dia

berkata: Obyek jual beli dikembalikan dan tidak ada ganti rugi
bagian yang hilang karena perusakan yang harus ditanggungnya.

Jadi, apabila dia menghendaki bahwa pengembalian ifu
adalah hal yang disepakati, dimana perbedaan pendapat terletak
dalam perbedaan pendapat mengenai ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat, maka ini adalah riwayat yang aku sama sekali

tidak ketahui siapa lrang menyampaikannya.

Jadi, pendapat yang benar adalah, memposisikan
pendapatnya mengenai "Al ,4zhhai sebagai batas akhir unfuk
kedua hal tersebut (pengembalian dan tidak menanggung ganti rugi
bagian yang hilang).

Maknanya adalah, bahwa menurut pendapat yang lebih

diunggulkan (azhhar), bahwa objek jual beli itu dikembalikan tanpa

disertai ganti rugi bagan yang hilang karena cacat. Ini merupakan
pendapat yang diunggulkan oleh Ar-Rafi'i dalam garah Al lkbir.
lawannya adalah dua pendapat lainnya, yaitu tidak dikembalikan

secara mutlak atau dikembalikan disertai ganti rugi bagian yang

hilang karena cacat tersebut (perusakan objek jualbeli).
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Catatan ketiga: Al Imam Haramain berkata: Di antara

masalah yang harus menjadi catatan -dan masalah ini tidak akan

terjawab secara komprehenshif tanpa catatan tersebut- bahwa

masalah 5rang sedang kita diskusikan ini, sama sekali tidak dapat

dipisahkan dari perincian jawaban mengenai semua jenis cacat

bam, kecuali bila berpedoman pada pendapat kami, "Pembeli

mengembalikan objek jual beli lang cacat serta telah dirusak tanpa

pengganti. "

Jadi, apabila kita tidak mengambil keputusan dengan

langkah seperti ini, maka tidak ada perbedaan pendapat tersebut.

Karena ketika kita menyebutkan dalam rnasalah perusakan

tersebut, perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah

terhalangnya pengembalian dan penggabungan ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat baru, maka aku telah menyebutkan

perbedaan pendapat ]lang sama dalam setiap cacat baru.

Sehingga masalah ini tidak terpisah dari masalah yang lain,

kecuali bila kita memuhrskan boleh dikembalikan beserta selain

tanggungan ganti rugi bagian yang hilang sebagai perimbangan

cacat karena perusakan tersebut.

Jadi, andaikata seseorang berkata: Masalah perusakan

objek jual beli Iebih tepat untuk diputuskan bahwa pembeli dalam

masalah ini boleh mengembalikannya serta menanggung ganti rugi

karena perusakan tersebut, maka pemlntaan ini adalah hal yang

membedakan dalam penyusunan sebuah masalah dari masalah

yang lainnya.

Ini adalah komentar Al Imam Haramain. Komentar tersebut

berada pada posisi yang sangat bagus. Akan tetapi kesimpulanngn

memastikan, bahwa ketika terjadi perselisihan di antara kedua
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belah pihak, munctrl perbedaan pendapat mengenai siapa orang
yang hak4n dipenuhi?

Apabila kita mengatakan: Dalam semua masalah tersebut,
pembelilah Snng dipenuhi haknya, maka dalam kasus ini lebih

diprioritaskan untuk dipenuhi. Sementara bila kita mengatakan:

Penjuallah yang dipenuhi haknya secara mutlak, atau bila dia
memohon penetapan akad, maka dalam kasus ini terjadi
perbedaan pendapat.

Pendapat yang ditegaskan oleh kesimpulan yang nampak

dari nasrl Asy-Syafi'i, dimarn Al Muzani telah mendengam5ra

langsung dari Asy-Syafi'i adalah, bahwa pihak yang dipenuhi
haLnfra adalah pernbeli dalam memohon pengembalian barang

beserta ganti rugi bagan yang hilang karena cacat.

Perbedaan antara masalah pemsakan objek jual beli

dengan semua masalah tersebut, adakalanya berpedoman pada

pendapat yang dipilih oleh Al Muzani lnng men5atakan,

pengembalian ifu sulit direalisasikan, sehingga masalah perusakan

dan semua masalah tersebut srna, ini seperti keterangan gang

telah dikemukakan sebelumnya dari Ar-Rafi'i. Kesimpulan yang

nampak adalah, bahwa Ar-Rafi'i mengambil kesimpulan

pendapatnya ini dari komentar Al Imam Haramain dalam kasus

ini.

Catatan keempat: Apabila seseorang membeli kain yang

digulung, lalu dia membentangkannya dan kain itu diketahui
cacatnya dengan cara membentangkannya, maka bila kain tersebut

tidak berkurang (nilai fukamya) dengan cara dibentangkan, maka

pembentangan kain ifu tidak menghalangl pengembalian.
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Sementara bila berkurang (nilai tukar) *maka jika kain itu
tidak diketahui cacatnya kecuali dengan cara membentangkannya,

seperti yang dilakukan oleh orang dari kalangan karyawan

perusahaan tekstil, dimana dia melakukan pembentangan kain

dengan hati-hati- maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat

yang telah disebutkan.

Apabila dia bukan dari kalangan karyawan perusahaan

tekstil dan kain itu berkurang (nilai tukamya) dengan pengurangan

yang banyak, maka ini seperti pendapat yang akan disampaikan

dalam kasus; apabila pembeli berlebihan dalam perusakan objek

jual beli. Pendapat madzhab menyatakan, bahwa pengembalian itu

sulit direalisasikan.

Abu Ishaq berkata: Ada sejumlah pendapat. Para pengikut

madzhab Asy-Syafi'i mengungkapkan masalah ini secara mutlak,

lalu penulis Al Hawi mendeskripsikannya dalam kasus; bila kain itu

drgulung dengan dua kali lipatan hingga semua kain tersebut

terlihat dari kedua bagian sisinln yang berbeda.

Jadi, bila digulung dengan lebih dari dua kali lipatan, maka

jual beli kain tersebut tidak sah, ini bila kamu tidak membolehkan

adanya khiWr melihat kain. fu-Rafi'i berkata: Ini adalah pendapat

yang sangat baik.

Akan tetapi kain yang digulung dengan dua kali lipatan,

tidak dapat terlihat dari kedua sisinya, kecuali salah safu dari kedua

bagian pakaian. Terkait masalah cukupnya melihat salah safu dari

kedua bagian pakaian tersebut, ada rincian jawaban dan

perbeiaan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnyra.

Al Imam Haramain berkata: Cabang masalah ini

merupakan hasil pengembangan pendapat lnng menyatakan
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sahnya' jual beli barang yang tidak diketahui wujudnya (Bai' At
Ghaa'ibl.

fu-Rafi'i menyebutkan dua kondisi yang lainnya. Kondisi
Perhama: Melihat kain tersebut ditenhrkan sebelum digulung dan
penggulungan kain itu dilakukan sebelum jual beli tersebut.

Kondisi kedua: Kain yang berkurang (nilai tukamya) akibat
pembentangan tersebut, akan berkurang (nilai tukamya) akibat dua
kali pembentangan, melebihi kain yang berkurang (nilai fukarnya)
dengan sekali pembentangan.

Jadi, jika kain itu dibentangkan sebanyak satu kali dijual dan

digulung kembali, kemudian pembeli membentangkannya, lalu
pengurangan nilai fukamya tersebut semakin bertambah akibat
pembentangan lrang dilakukan oleh pembeli, maka cabang

masalah ini telah tersusun dengan baik.

Apabila ketentuan perusakan yang tidak menghalangi
pengembalian itu sudah diketahui, Asy-Syrrazi meng-qi5a*l<an

masalah pembeberan cacat tersebut dengan cara menrsak objek
jual beli dengan masalah pembentangan kain.

Apabila Snng dikehendakinya adalah, pembentangan yang

tidak menimbulkan pengurangan nilai fukar, maka perbedaan
(antara kedua masalah tersebut) sangat jelas. Apabila yang dia
kehendaki adalah pembentangan lrang menimbulkan pengurangan

nilai fukamya, sementara masalah pembeberan cacat tersebut
dengan cara merusak objek jual beli, ifu sama seperti rnasalah
pembentangan kain dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam
masalah pembeberan (cacat dengan cara merusak objek jual beli)

sama seperti perbedaan pendapat (dalam masalah pembentangan

kain tersebut), maka bagaimana Asy-Syrazi meletakkan masalah
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pembentangan kain ini sebagai masalah asal, dimana dia meng-

qiya*l<an pada masalah tersebut?.

Demikian juga, penuhs At-Tahdzib merg-qi5a*kan masalah

pembeberan (cacat dengan cara merusak objek jual beli) pada

masalah pembentangan kain dan hewan musharmt

Kesimpulan lrang nampak adalah, bahwa AsySyirazi meng-

qiSn*l<an masalah pembeberan (cacat dengan cara merusak objek

jual beli) pada masalah pembentangan kain, tidak pada haluan

musharal karena masalah tersebut mengandung perbedaan

pendapat yang terjadi di antam kami (ulama fikih Asy-Syafi'i) dan

Abu Hanifah.

Abu Hanifah tidak mengakui kebenaran hukum tersebut

dalam masalah hewan musharat, sehingga tidak mungkin dia

menyampaikan argumen yang membantahnya dengan

menspnakan masalah hewan musharat. Karena alasan itulah,

Asy-syimzi meng-qiya*kannya pada masalah pembentangan kain.

Hal yang sama dilakukan oleh Asy-Syirazi dalam An-Nukat,

dia berkata: Sama seperti pembentangan kain dan membalikkan

tumpukan bamng lshubnllt. Pemyataan ini ingin menegaskan,

bahwa Asy-syirazi menghendaki pembeberan cacat yang tidak

menimbulkan pengumngan nilai fukar.

Oleh karena ifu, dahm argumen yang menjadi landasan

pendapatnla dalam kasus ini, dia tidak mengatakan: "Pembeberan

cacat tersebut adalah hal yang mengurangi (nilai fukar)," akan

tetapi dia mengatakan: "seolah-olah pembeberan tersebut,

disebabkan karena posisinya sebagai mekanisme untuk

mengetahui cacat, ini tidak dianggap hal yang mengurangi nilai

tukamya. "
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Catatan kelima: Al Mar'asyi berkata: Dalam menertibkan
semua ketegori cacat pada sebab Snng telah aku sebutkan secara

singkat dalam keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dimana harus menyebutkannya kembali di sini dan membuat
catatan mengenai hal apa saja yang terkandung di dalamnya.

Yaifu bahwa cacat baru dalam heuran musharrat, ada tiga
macam. Hewan Musharrat yang di dalamnya hanya ada satu
pendapat yaitu boleh dikembalikan seperti cacat dan khiyar.
Seperti menusukngn dengan kayu atau besi yang tajam, sehingga

dipastikan harus memberi pengganti cacat. Hewan musharratyang
di dalamnya mengandung tiga pendapat !/ang berbeda ini,
penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya, dimana pembeli

boleh mengembalikannya.

Obyek jual beli yang di dalamnyra mengandung dua
pendapat yang berbeda, seperti kain yang dipotong, kemudian
temyata ditemukan bekas terbakar yang terdapat pada kain
tersebut, apakah boleh dikembalikan? Apakah pemotongan itu
dianggap cacat atau tidak. Dan apakah pembeli boleh menuntut
ganti rugi bagian yang hilang karena cacat tersebut?

Obyek jual beli yang di dalamnya mengandung tiga
pendapat yang berbeda; seperti buah pala, buah badam dan
barang yang tidak dapat diketahui cacatnya kecuali dengan
memecahkannya, lalu apabila pembeli memecahkannya dan
temyata objek jual beli ifu dalam kondisi msak, maka ada tiga
pendapat yang berbeda:

Pendapat pertama: Pembeli boleh mengembalikannya serta
pengganti cacat yang mengurangi (nilai tukar).
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Pendapat kedua: Pembeli boleh menunfut ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat tersebut.

Pendapat ketiga: Dikembalikan
pengembalian semua uang pembeliannya.

dan menuntut

Menurutku (As-Subki): Apabila maksud yang dikehendaki

oleh Al Mar'asyi, bahwa jika kita tidak menetapkan dalam cacat

dan khtyar cacat akibat penusukan, maka apa yang

dikehendakinya ini kontradiktif dengan perinciann5a.

Apabila dalam objek jual beli tersebut ditemukan cacat

akibat penusukan, -maka jika objek jual beli tidak memiliki nilai

tukar yang tersisa- tidak pemah muncul pendapat kecuali

mengembalikan objek jual beli dan menuntut pengennbalian semua

uang pembelian.lni seperti pendapat yang telah dia sampaikan.

Jika demikian, maka kategori ketiga dalam pemyataannya

ini adalah bila objek jual beli sama sekali tidak memiliki nilai tukar
yang tersisa, maka dalam objek tersebut tidak muncul kecuali satu

pendapat semacam ihr.

Apabila objek jual beli masih menyisakan nilai tukar, maka

di dalam objek jual beli tersebut tidak muncul pendapat yang

mengatakan bolehnya menuntut pengembalian semua uang

pembelian.

Catatan keenam: Perkataan Asy-Syirazi: "Tidak dapat

diketahui cacatrya kecuali dengan memecahkannya (memsaknya),"

pemyataan ini lebih baik daripada pemyataan orang yang

mengatakan: "Bagian yang dimakan terletak di bagian dalamnya,"

karena perkataan AsySyirazi mencakup kain lrang pembeli
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bentangkan, ini seperti kaerangan yang telah dikemukakan
sebelumnya.

Demikian juga, ini mencakup masalah; apabila saseorang
membeli sebatang kuy.,, unfuk dibuat papan, tatkala dia
memotongn5a, dia menemukannya dalam kondisi keropos. Al
Qadhi Husain berkata: Dalam masalah terakhir ini ada dua
pendapat yang berbeda sama seperti barang dimana bagian yang
dimakannya terletak pada bagian dalamnya.

Jadi, bila kita mengatakan: "Tidak boleh dikembalikan,,,
maka pembeli berhak meminta ganti rugi bagian yang hilang dari
penjual. Yaitu selisih antara nilai tukamya dalam kondisi keropos
dan tidak keropos. AI eadhi Husain berkata: Dengan hukum
seperti inilah aku berfatr,rn.

Menurutku (As-subki): hukum ini adarah hasil ijtihad dari Al
Qadhi Husain, karena mengikuti pendapat yang unggul (At eaut At
Marjuh) dalam hal ketiadaan pengembalian barang tersebut, dan
itu tidak masalah. Murid Al eadhi Husain dan penulis At-Tahdzib
telah mengunggulkannya seperti keterangan yang telah
dikemukakan sebelumnya.

Asy-Syrrazi g berkata: Apabila kita mengatakan:
Ganti rugi bagian y:rng cacat karena perusakan tersebut
harus ditanggung oleh pemberi, maka objek juar beli
tersebut harus ditaksir nilai fukamya dalam kondisi
cacat serta utuh (kulit luarnya) dan juga dalam kondisi
cacat setelah dirusak kulit luarnya.
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Kemudian langkah berikutnya, pembeli diminta
mengembalikan kepada penjual berupa selisih di antara
kedua nilai tukar barang tersebut. Karena, tatkala objek
jual beli tersebut dikembalikan, maka dapat dipastikan
akad jual beli dalam objek jual beli tersebut batal, maka
status objek jual beli tersebut hukumnya sama seperti
barang yang diterima pembeli melalui tawar menawar.

Barang yang diterima pembeli melalui tawar
menawar ifu adalah barang yang nilai fukamya harus
ditanggung pembeli. Sehingga pembeli harus
menanggung pengurangan nilai fukar objek jual beli
yang telah diterima ifu setara dengan nilai tukar barang
yang berkurang tersebut.

Penanggungan ganti rugi bagian !/ang cacat
karena perusakan tersebut berbeda dengan ganti rugi
bagian yang rusak karena cacat disertai tetap
berlangsungnya transaksi jual beli tersebut- Sebab,
objek jual beli yang disertai tetap berlangsungnya
transaksi jual beli ifu merupakan barang lrang harus
ditanggung dengan uang pembelian (tsaman)- Sehingga,
penjual tersebut harus menanggung pengurangan objek
jual beli tersebut dengan bagian dari uang pembelian
tersebut.

Penjelasan:

Apabila kita mengatakan: C:anti rugi bagian yang hilang

karena perusakan tersebut, harus ditanggung oleh pembeli ketika
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rnengembalikan objek,jual beli yang telah' dirusak (dipecahkan),

seperti kesimpulan dari nash Asrl-syafi'i dalam Al Mukhtashar,

dimana hal ini berbeda Dengan pendapat yang mereka unggulkan,

maka ganti rugi bagian yang rusak atau cacat karena penrsakan

tersebut dalam kasus pengembalian objek jual beli yang telah

dirusak (dipecahkan) ini, lantas apakah hukumnya sama dengan

ganti rugi bagian yang rusak atau cacat karena cacat yang diminta

dari penjual tersebut ketika transaksi jual beli masih tetap

berlangsung?

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ganti rugi bagian

yang hilang karena cacat lama (yang telah ada sebelum terjadi

transaksi) itu merupakan bagian dari uang pembelian tersebut

(tsaman), dimana perhitungan yang dikembalikan pada uang

pembelian tersebut, sama seperti perhitungan nilai tukar barang,

dimana kecacatan tersebut telah mengurangi nilai barang tersebut,

inilah yang dikembalikan pada nilai hrkamya secara utuh.

Atau ganti rugi bagian yang cacat karena perusakan dalam

kasus pengembalian barang yang telah dirusak oleh pembeli,

berbeda dengan ganti rugi bagian yang hilang karena cacat lama

yang diambil dari penjual tersebut, dimana Asy-syirazi menyatakan

dalam kasus pengembalian barang yang telah dirusak, "Pengganti

bagian yang hilang karena perusakan objek jual beli tersebut

adalah hal yang berbeda."

Dimana ganti rugi bagian yang rusak atau cacat karena

perusakan objek jual beli dalam kasus pengembalian barang yang

telah dirusak ini, tidak dihitung dari uang pembelian tersebut, akan

tetapi ganti rugi karena perusakan objek jual beli tersebut adalah

dengan nilai tukar objek jual beli yang sempuma (qiimah, dimana
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penrsakan tersebut telah mengurangi nilainya. Seperti keterangan

yang telah disebutkan oleh Asy-Syvazi dalam kotab Al Muhadzdzab

ini.

Ulama madzhab kami sepakat dengan Asy-Syirazi dengan

keputusan hukum semacam ifu. Diantaranya adalah Asy-Syaikh

Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis At-Tatimmah,

penulis At-Tahdzib, Ar-Rafi'i dan banyak ulama yang tak terhitung

jumlahnya.

Kesimpulan dari pemyataan tersebut adalah, bahwa

keputusan hukum semacam ifu tidak hanya berkaitan dengan

masalah pengembalian barang yang telah dirusak pembeli. Bahkan

juga berkaitan dengan masalah; jikalau kita menganjurkan pembeli

agar menyerahkan ganti rugi bagian yang rusak atau cacat karena

perusakan objek jual beli kepada penjual tersebut, setelah

terjadinya pembatalan transaksi jual beli dalam semua jenis

kecacatan barang yang baru.

Karena itu, Ar-Ruyani berpendapat dalam kasus apabila

iqaalah terjadi di antara kedua belah pihak, kemudian penjual

tersebut menemukan pada objek jual beli tersebut kecacatan yang

muncul ketika berada pada pembeli, dan kami mengatakan:

" Iqaalah tersebut tidak batal," inilah pendapat yang lebih shahih

menurut Ar-Ruyani, bahwa penjual tersebut berhak menuntut

pembeli agar menanggung ganti rugi bagian yang rusak karena

kecacatan tersebut.

Ar-Ruyani berkata: Pendapat yang paling mendekati

kebenaran adalah penguftmgan nilai tukar objek jual beli tersebut

(qiimahl harus ditanggung oleh pembeli, karena jual beli tersebut

merupakan transaksi yang telah ditiadakan di antara mereka.
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Pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syrrazi dan ulama

madzhab kami di atas, terdapat dua persoalan di dalamnyat

Pertama: Dari sisi diskusi mengenai pendapat itu sendiri-

Kedua: Dari sisi jawaban yang dikutip dari referensi lain.

Adapun persoalan dari sisi diskusi, Mujalli dalam Adz-

Dakha ? berkata: Pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syirazi

tersebut mengandung kemungkinan lain, karena pembatalan

(fasakhtjual beli tersebut mampu menghilangkan hansaksi jual beli

setelah adanla penyerahan hak kepemilikan kepada pembeli sejak

masa pembatalan jual beli itu, lalu kecacatan tersebut ditemukan di

bawah kepemilikannya, dimana kecacatan yang ditemukan di

bawah kepemilikannya itu merupakan resiko yang harus

ditanggungnya dengan uang pembelian tersebut-

Maka dari ihr, seharusnya hilangnya bagian dari objek jual

beti tersebut, tentunya harus ditanggung pula dengan uang

pembelian tersebut (tsaman).

Adapun dari sisi jawaban yang dikutip dari referensi lain,

As5r-Syirazi dalam bab lkhtilaf Al Muba5ni'ain (Perselisihan yang

terjadi di antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual

beli)berkata: Bahwa pembeli bila memotong tangan budak laki-laki

di bawah kepemilikan penjual tersebut, maka dia tidak boleh

melakukan pembatalan pembelian tersebut.

Jadi, bila lukanya telah sembuh, kemudian budak laki-laki

tersebut cacat di tangan penjual, maka penjual berhak menuntut

pembeli agar menanggung ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

yang disebabkan karena pemotongan tangan tersebut-

360 ll et ru"i*tt'SyarahAl Muhadzdzab



Caranya budak laki-laki :tu ditaksir nilai tukamya dalam

kondisi memiliki tangan dan ditaksir juga nilai tukamya dalam

kondisi tanpa sebelah tangan. Kemudian penjual tersebut meminta
pernbeli aga,. menanggung harga beli yang berkurang dan tidak

menunfut nilai tukar (dalam kondisi sempuma), sebab pernotongan

tangan ifu telah mengurangi nilainya.

Oleh karena ihr, Al Qadhi Husain dalam SSnrhul Funtu'
berkata: Bahwa pembeli yang menyetubuhi budak perempuan

yang menjadi objek jual beli, dimana ia masih perawan, di bawah

kepemilikan penjual tersebut, kemudian budak perempuan tersebut

rusak (tidak perawan lagi) sebelum penyerahan hak

kepemilikannya kepada pembeli, pembeli wajib menanggung ganti

rugi hilangnya keperawanan itu, yang dihihrng dari uang

pembelian tersebut.

Al Qadhi Husain juga mernberlakukan ketentuan hukum

tersebut dalam masalah apabila pernbeli mernotong sebelah tangan

budak laki-laki, kemudian dia meninggal karena bencana alam,

sebelum penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli, maka

separuh dari uang pembelian tersebut tetap menjadi tanggungan

yang harus dibayar.

Al Qadhi Husain berkata: Apabila pernbeli memotong

sebelah tangan budak laki-laki tersebut, bahwa bansaksi jual beli

tersebut telah memiliki kekuatan hukum lrang menetapkan

sejumlah uang pembeli, sampai ketika budak laki-laki tersebut

menjadi cacat setelah transaksi jual beli ihr merniliki kekuatan

hukum tetap, pembeli tidak berhak menuntut perdual tersebut agar

menanggung apapun.
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Dalam Al Hawi diriwayatkan perbedaan pendapat dalam

contoh kasus pemotongan tangan tetsebut, mengenai apakah

penjual berhak mengntut pernbeli, karena cacahln budak laki-laki

tersebut, sehinggp dia menanggung ganti rugi png nilainya telah

ditenhrkan, sama seperti (pemotongan tangan yang dilakukan)

orang lain.

Ataumenanggungnilaittrkamgra(dalamkondisiyang
sempuma), dimana pemotongan tangan budak tersebut telah

mengurangi nilainSa, sebab iinagt (pemotongan tangan) tersebut

teriadi ketika budak tersebut masih berada dalam kepemilikannya,

berbeda dengan orang lain.

Dalam At-Tahdzibdisebutkan, 
*Lantas apakah perhihrngan

nilai fukar barang yang mengalami pengurangan ifu, telah menjadi

tanggungan tetap pembeli png diambil dari uang pembelian

tersebut?."

Ketentuan tersebut merupakan pendapat madzhab para

ulama ma&hab kami yang dimuat dalam Ta'liq N Qadhi Husain-

Dimana ini juga merupakan ketentuan yang telah disepakati dalam

SSnrhil Furuu'karya Al Qaffal.

sebelumnya aku (As-subki) telah mengemukakan ketenhran

tersebut dari Al Qadhi Husain dan Al Qaffal dalam masalah

menyetubuhi budak perempuan yang masih perawan'

Jadi, seluruh pendapat yang dikutip tersebut kecuali

pendapat 5nng dimuat dalam Al Hawi, hanF ingin menegaskan

bahwa ganti rugi bagian yang cacat yang disebabkan perusakan

objek jual beli yang diambil dari pembeli, adalah hal yang

ditenfukan dari uang pembelian tersebut (tsaman), sama seperti

ganti rugi bagian yang rusak dimana cacat ini telah ada sebelum
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kansaksi. Pendapat di atas mendukung pendapat yang telah

disampaikan oleh Mujalli.

Jawaban akan pernSrataan di atasr Adapun pendapat yang

telah disebutkan itu, yaitu pendapat yang dikutip dari referensi lain,

Ibnu Abi Ad-Dam telah membedakan antam masalah 5nng sedang

kita diskusikan ini (pengembalian objek jual beli yang telah dirusak)

dengan masalah yang telah disebutkan oleh Asy-Syimzi dalam bab

Ikhtilaf N Mutabaayi'ain, dari dua sisi:

Jawaban pertama, tatkala pembeli mengembalikan objek

jual beli karena cacat, maka dia benar-bsrar membatalkan

transaksi jual beli itu berdasarkan inisiatif dirinya sendiri, sehingga

ulama sepakat bahwa hansalci jual beli tersebut secara otomatis

batal, dimana transaksi jual beli seolah-olah seperti jual beli yang

tidak pemah ada, transaksi iual beli tersebut juga tidak dapat

dinyatakan telah menetapkan uang pembelian objek jual beli yang

menjadi tanggungan pembeli.

Karena, kansaksi jual beli di antara kedua belah pihak

didasari dugaan pembeli akan sempumanya objek yang diperjual

belikan, sebab ini tuntutan mutlaknya transaksi jual beli tersebut.

Jadi, bila faktanya objek jual beli tersebut dalam kondisi

cacat, maka penjual tersebut seolah-olah telah menrsak objek jual

beli itu. Dimana tidak berlaku bansaksi apapun atas objek jual beli

yang rusak tersebut.

Uang pembelian sebagai kompensasi objek jual beli yang

rusak ini, sangat jauh kemungkirnnnya diperoleh melalui transaksi

jual beli tersebut. Jadi, nilai tukamya Udak bisa dikaitkan pada

uang pembelian tersebut (Mnanl Ini adalah rrnkna perkataan
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Asy-Syirazi. "Status objek iual beli tersebut hukumnya sama seperti

barang Sang diterima (pernbeli) melalui tawar menawar."

Berbeda dengan rnasalah budak laki-laki tersebut. Karena,

pembeli adalah seorang yang bertindak lalai dengan memotong

tangannln dan membuatr3la menjadi cacat.

Sementara penjual tersebut tidak memiliki keterkaitan sama

sekali dalam adanp suatu cacat. Sehingga seolah-olah pembeli

menyetujui bansaksi jual beli ihr dan dia bersedia menanggung

uang pembelian png tetap harus dibayar tersebut, sehingga uang

pernbelian itu hampir dapat dipastikan berawal dari kansaksi jual

beli tersebut. Sehingga nilai tukar barang tersebut ditenhrkan

dalam kondisi dikaitkan pada uang pembellan (tsanrut).

Jawaban kedua, penghitungan nilai fukar kedua tangan

budak lak-laki ihr sama seperti penghitungan nilai tukar jiwanya,

bila mengikuti madzhab Asfsyafi'i dalam masalah bahwa

pertuatan mencidemi budak laki-laki dendan5ra ditentukan dari

nilai hrkamlp, ini sarta seperti perbuatan orang merdeka

(dendanln ditenhrkan) dan diat-nya, jadi sebelah tangan budak

tersebut sama seperti separuh jiwanya.

Sehirgga jika penrbeli membunuh budak laki-laki tersebut,

rnaka ulama sependapat dia adalah seorcmg yang telah menerima

kepenrilikan budak tersebut. Jadi, bila dia memotong sebelah

tangannln, maka dia seolah-olah telah menerima estimasi separuh

budak laki-laki tersebut.

lalu bila budak tersebut meninggal setelah lukanya sernbuh

di tangan penjual, maka nilai tukar budak tersebut ditenfukan

dalam kondisi dikaitkan pada uang pembelian tersebut, karena
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transaksi jual beli tersebut hampir memiliki kekuatan hukum tetap

(mengikat).

Pendapat yang telah disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib memperkuat pendapat png telah kami sebutkan dalam

menjelaskan perbedaan di antam kedua masalah tersebut.

Perbedaan ketentuan hukum di antara kedua masalah tersebut bisa

dipahami dari sisi perbedaan itu.

Pemyataan Al Mawardi mengenai pendapat yang pertama,

"Bahwa pembeli harus menan[gung perrotongan tangan tersebut

dengan menrbayarkan pengganti yang telah ditetapkan,"

maknanya adalah bahwa dia harus menanggungnya dengan

estimasi separuh nilai fukam5ra.

Pemyataan Al Mawardi: Mengenai pendapat 5rang kedua,

"Pembeli tersebut harus menanslgungnya dengan estimasi nilai

tukamya (dalam kondisi sempuma), dimana pelnotongan sebelah

tangan itu telah mengurangi nilainya," maknanya adalah, bahwa

ganti rugi bagian yang cacat karena pemotongan sebelah tangan

oleh pembeli, perhktran itu disamakan dengan selain budak laki-

laki itu; seperti pemberlakuarurgra pada buah semangka dan buah-

buahan lainnya.

Seolah-olah pendapat yang p€rtama dibangun berdasarkan

madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah melukai budak laki-laki

tersebut, sementara Pendapat kedua dibangun berdasarkan

madzhab Ibnu Suraij yang menlratakan bahwa, sifat keperawanan

itu tidak ditentukan estimasinla, bahkan yang waiib ditanggung

dalam masalah (penghilangan) keperawanan itu adalah nilai

fukarnya (dalam kondisi sempuma), dirnana penghilangan

keperawanan ifu sejatinya telah mengurangi nilai tukar budak
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perempuan tersebut, ini sama seperti pengganti yang wajib

ditanggung dalam kasus selain budak tersebut.

Al Imam Haramain dalam bab Gha,slnD telah menryebutkan

pe6edaan pendapat dalam masalah pembeli yang mernotong

kedua hngan budak laki{aki; apakah dia diposisikan sebagai

seorang yang menerima kepemilikan budak tersebut? Dimana

resiko yang harus ditanggung akibat adanya transaksi jual beli

dalam anggota ttrbuh yang lain itu gugur. Dia mengganggap lemah

pendapat yang mengatakan gugumya resiko yang harus

ditanggung tersebut.

Ini adalah jawaban Ibnu Abi Ad-Dam *9. Perkara yang

disoroti oleh hnu Abi Ad-Dam, terkait ada dan tidaknya unsur

kelalaian (Tafriittlt dari pembeli, tidak dapat dibuktikan secara

nyata.

sementara masalah yang dia sebutkan dalam perbedaan

yang kedua tersebut, yaitu (transaksi jual belil hampir memiliki

kekuatan hukum tetap yang sangat jauh dari kebenamn, karena

masalah tersebut (perusakan objek jual beli oleh pernbeli) dalam

kasus pengembalian objek jual beli yang telah dirusak ini, terjadi

setelah penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli

sepenuhnya, dimana transaksi jual beli tersebut telah memiliki

kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sehanrsnya ganti rugi

bagan yang cacat karena penrsakan ifu dihihrng dari uang

pembelian tersebut (tsman).

hnu Ar-Rifah cenderung mendukung pendapat yang telah

disampaikan Mujalli, dimana dia menguatkannya dengan

kesepakatan ulama madzhab Asy-Syafi'i bahwa pihak yang

memberi pinjaman kepada seseorang Snng iatuh pailit, apabila dia
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menuntLtt penrbayaran dalam (bagian) barang tersebut dan temSnta

barang tersebut benar-benar berkurang nilainSa di tangan seorang

yang jatuh pailit tersebut akibat perbuatan lnng mengandung

resiko yang harus ditanggungnya, maka hal ihr diikutsertakan

bersama para pemberi prnjaman lainnya mengenai estimasi ganti

rugi bagian yang rusak karena adanya cacat, ini diambil dari uang

penrbelian tersebut.

Dia mengemukakan alasan tentang pendapat yang

disebutkan oleh ulama ma&hab kami mengenai perbedaan

kemungkinan jawaban yang diutarakan oleh Mujalli dengan cara

membatasi pendapat png telah mereka sebutkan terkait kondisi

hilangnya sifat yang ditiadakan dari objek iual beli tersebut, yang

bukan bagian (dari objek jual beli).

Sementara perkara yang telah disebutkan, terkait masalah-

masalah yang telah dikutip, yaitu masalah yang telah disebutkan

oleh Asy-Syirazi dalam bab lkhtilaf Al Mutabaayi'aini dan bab yang

lainnya khusus mengenai sebagian dari semua bagian (anggota

hrbuh) objek jual beli, dimana semua bagian objek iual beli tersebut

lebih tepat untuk dibuat kompensasi daripada sifat-sifat objek jual

beli yang ditiadakan.

Oleh karena itu, pembeli diposisikan sebagai orang lnng
harus memenuhi kompensasin5n dan juga menghitung ganti rugi

yang harus ditanggung pembeli dari uang pernbelian tersebut,

berbeda dengan sifat-sifat objek jual beli tersebut.

Karena, budak laki-laki yang berzina, mencuri atau

melarikan diri dari pemiliknln, tidak mungkin akibat adanya sifat

ittr, pembeli diposisikan sebagai seorirng yang harus mernenuhi

keselamatannln, sehingga uang pernbelian iU tetap harus
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ditanggung pembeli disertai estimasi nilai tukamya (dalam kondisi

sempuma), dimana sifat atau cacat tersebut telah mengurangi

nilainSa. Ibnu Ar-Rifah berkata: Ini termasuk masalah fikih 3nng

sangat mendalam. Jadi, hendaknyra direnungkan kenrbali.

Menurutku (As-Subki): Alasan 1nng dikemukakan hnu fu-
Rif'ah sangat bagus iika memang hal itu benar, tetap ada dua hal

melenrahkannya:

Pertama, ar5lumen dari Asy-Syrrazi dan ulama madzhab

kami yang mengatakan bahwa tatkala obiek iual beli tersebut

dikembalikan, maka transaksi jual beli dalam objek jual beli

tersebut dipastikan batal dan objek jud beli tersebut status

hukumnp sarna seperti barang 3nng diterima melalui tawar-

menawar. Dimana barang png diterima melalui tawar-menawar

merupakan barang png harus ditanggurg nilai fukam5ra.

Penanggungan nilai tukar objek jual beli tersebut tidak ada

bedanp antara sernua anggota tubuh dan sifat-sifat objek jual beli

tersebut. Maka demikian pula dalam kasus pengembalian objek

jual beli png telah dirusak pembeli ini.

Ada seseorang yang berpendapat bahwa ganti rugi bagian

yang rusak karena adanya cacat, ifu merupakan bagian dari uang

pembelian tersebut (taman), dimana pembeli mengambilnya

karena perzinaan, melarikan diri (seorang budak) dan sejenisnya,

yaitu sifat-sifat Snng disandang sang budak selaku objek jual beli

dari penjual, ifu semua dihitung dari uang pembelian, sekalipun

sifat-sifat tersebut bukanlah kompensasi uang pembelian kecuali

dengan cara perkiraan, hal ini pun jika benar, lantas bagaimana

dia tidak memposisikan sifat-sifat itu juga pada pihak pembeli.
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Di samping itu, karena mereka menyampaikan (pengganti

bagian yang hilang) secara mutlak dalam kasus pengembalian

objek jual beli yang telah dirusak pembeli ini, dimana yang hilang

adalah bagian (dari obiek jual beli).

Kdua, Al Ghazali & dalam masalah perhiasan, setelah dia

rnenyampaikan pendapat lbnu Suraij dan ulama madzhab kami,

dia berkata: Kami dapat menyimpulkan ada dua kemungkinan

untuk mengetahui hakikat masing-masing dari kedua ganti ruE

bagian yang rusak karena cacat tersebut, bahwa setiap ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat ifu adalah resiko yang harus

ditanggung sejak awal dan sebagai kompensasi objek akad (Ma'qud

Atak). Pendapat yang masyhur dali madzhab Asy-S5rafi'i adalah

kemungkinan yang telah disampaikan oleh hnu Suraij mengenai

kedua ganti rugi bagian yang msak atau cacat tersebut, yaifu

bahwa ganti ruginya diambil dari uang pembelian tersebut,

sedangkan bagian yang cacat dalam masalah perhiasan akibat

perusakan tersebut adalah sifakrya bukan bagian objek jual beli.

Jadi, pemyataan Al Ghazali ini, sekalipun kita menilai

adanya kejanggalan pada pendapat hnu Ar-Rifah, maka begitu

pula dengan pemyataan Al Ghazali, yang juga terdapat

kejanggalan di dalamnya, bila memperhatikan pendapat Srang telah

disampaikan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami dalam

kasus ini, yaifu ganti rugi bagian yang rusak atau cacat yang

datangnya dari pembeli tidak ditetapkan dari uang pembelian,

akan tetapi dari nilai tukar objek jual beli tersebut lqiimah).

Pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Al Ghazali yang

mengatakan: Bahwa ganti rugi bagian yang rusak atau cacat yang

datangnya dari pembeli berasal dari uang pembelian tersebut,

sama seperti ganti rugi yang diambil dari penjual. Menurut salah
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satu dari kedua lternrrngkinan yang telah Al Ghazali sebutkan, dia'

berkata: Pendapat tersebut nrenrpakan pendapat yarg masyhur

dari madzhab AqrSpfi'i.

Tak diragukan hgi, battu/a pendapat nmsyhur yang

disampaikan oleh rnayoritas ulama rnadzhab kami tersebut

b€rloitan dengan ganti rtrgi bagian 3nng rusak atau cacat karena

cacat larna (3lang ada sebelum teriadi transaksi jual beli), lalu

mengapa tidak dernikian dalam ganti rugi bagian lnng rusak atau

cacat karena cacat baru (yang terjadi di tangan pernbeli)?.

Batrkan kecuali iika dikatakan: Posisi ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebagai bagian dari uang pernbelian itu, tidak

mesti mernposisikann3n sebagai bagian 1nng dihifung dari uang

pembelian tersebut. Pemgataan tersebut sargat iauh dari

kebenaran, karena selagi ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

itu tidak dihittrng dari uang pernbelian tersebut, maka ganti rugi

bagan lrang rusak atau cacat itu posisinya bukanlah bagian dari

uang pernbelian tersebut.

Jadi, pemSataan Al Ghazali dalam masalah gant rugi

bagnn Snng nrsak atau cacat karena ini kontradiktif Dengan

pendapat grang tdah disampaikan oleh AqrSyirazi dan ulama

madztrab kami dalam kasus pengernbalian oblek jrral beli Snng

telah dirusak penrbeli ini.

Berikuhrp Al Ghazah berkata kepada ulama madzhab

kami: Kalian menentang pengenrbalian perhiasan tersebut beserta

ganti rugi bagian yang rusak atau cacat karena cacat yang baru,

dengan menghindari praktik riba. Dmana kalian juga mengatakan:

(Solusinya) adakalanya pernbeli hanln mengembalikan perhiasan

tersebut dan meminta kembali uang pernbelian itu, berikuhSn dia
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menanggung ganti rugi bagian yang rusak karena cacat yang baru,

ini sama seperti barang yang diterima melalui tawar-menawar.

Sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan dari mayoritas

ulama madzhab kami.

Adakalanya pembeli menanggung nilai tukam5ra, seperti

pendapat yang telah disampaikan oleh hnu Suraij. Adakalanya

pula pembeli meminta ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

karena cacat yang telah lama, seperti pendapat yang telah

disampaikan oleh penulis At-Taqrib.

Namun mereka semua (ulama madzhab l€mi) menolak

menyertakan ganti rugi bagian yang rusak atau cacat dari objek

jual beli (perhiasan tersebut) dalam pengernbalian barang, karena

cacat baru itu datangnya dari pernbeli, seperti penyertaan yang

dilakukan dalam selain perhiasan.

Jadi, bila ganti rugi bagian yang rusak atau cacat diambil

dari pembeli tidak diposisikan sebagai bagian dari uang pembelian,

maka tentunya tidak ada pembatasan pada masalah perhiasan

tersebut, bahkan masalah perhiasan ini dan lainnSn, yaihl

pengganti yang dibayar oleh pembeli salna seperti ganti rugi

bagian yang rusak atau @cat, dimana kecacatan yang ada

ditanggung oleh pihak yang menerima objek jual beli melalui tawar

menawar, tidak ada hal yang perlu dihindari dari sisi riba dalam

pengembalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat oleh

pembeli.

Apabila ganti rugi bagian yang rusak atau cacat diambil dari

uang pembelian tersebut, sebagaimana kesimpulan lnng
dikehendaki oleh pemSntaan mereka (ulama madzhab kami) dalam

masalah perhiasan, dimarn mereka menolak untuk
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memposisikannlra seperti barang yang diterima pembeli melalui

tawar menaurar guna menghindari praktik riba hal ifu menegaskan

bahvra gant rugi bagian !,zrng rusak karena kecacatan dalam

selain pokok bahasan tersebut (masalah perhiasan), ihr

mempakan kebalikan dari pokok bahasan ini, dimana ganti rug
bagian yang rusak atau cacat dalam selain pokok bahasan ini, tidak
keluar dari posisin5n sebagai bagian yang dihihrng dari uang
pembelian.

Telah dikemukakan dalam masalah perhiasan dan masalah

lainnya bahwa Al Imam Haramain telah menlpmpaikan catatan

mengenai ganti rugi bagian lnng rusak karena adanya cacat baru.

Lantas bagaimana ganti rugi itu digabungkan pada objek jual beli

lnng cacat? Dmana pengernbalian itu menimpa keduanya

sekaligus. Kejanggalan hal tersebut dan ialan keluamSn sesuai

dengan keterangan lrang tehh dikemukakan olehnya.

Apabila benar pendapat yang disampaikan oleh Asy-syirazi
dan ulama madzhab kami dalam kasus ini (pengembalian objek jual

beli 5ang telah dirusak pernbeli), Fihr ganti rugi bagian yang rusak
sebab adanln cacat baru itu Udak dihitung dari uang pembelian,

maka pada rnasalah perhiasan, hal tersebut telah keluar dari
kejanggalan di atas secara otomatis. Ini mempertegas ketemngan
yang telah kami kemukakan sebelumn5ra, lnitu berbagai

kernungkinan jaunban dalam masalah pengenrbalian ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat Srang disebabkan adanya cacat baru,

serta mekanisme pengembaliannln merupakan mekanisme
pemberian semua jenis resiko yang ditanggung bukan mekanisme

3nng lain.
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Namun tetap saia ada keianggalan yang telah disebutkan

oleh Mujalli yrang ditujukan pada pendapat AsyrSyirazi dan ularna

madzhab kami tersebut. Ketika kejanggalan ini masih tetap ada,

maka menumt pendapatku (As-Subki): Pemyataan A4rSyirazi dan

ulama ma&hab kami dalam kasus ini (pengembalian objek jual beli

yang telah dirusak pernbeli), pernyataan Muialli ifu sejatinp tidak

pada seturuh jenis kecacatan yang muncul di bawah kepernilikan

pembeli, seperti perzinaan, pencurian, dan melarikan diri (seorang

budak).

Jadi, bila munculnya seluruh cacat tersebut dipastikan

tetiadi di bawah kepernilikan penrbeli, rnaka seluruh cacat tersebut

menghalangi pengernbalian barang beserta penggantinya.

Lalu jika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak

mengenai pengembalian tersebut sekaligus ganti rugi bagian png
rusak atau cacat yang disebabkan adanya selnua cacat itt-1,

tentunya ganti rugi bagian yang rusak atau cacat iht harus

disesuaikan dengan estimasi yang telah disepakat kedua belah

pihak.

Mengenai estirnasi ganti rugi bagan png rusak atau cacat

yang disebabkan adanya cacat ada diskusi tersendiri seperti yang

telah aku kemukakan sebelumnya ketika mernbahas munculn5n

cacat bam, dimana dalam diskusi tersebut aku sebutkan empat

kemungkinan puaban.

Apa yang dikehendaki Asy-Syrmzi dalam kasus ini dan

ulama madzhab kami mengenai cacat hasil perbuatan pembeli ifu,

seperti memecahlon buah sernangka dan perbuatan serupa

lainnya, 3nihr terkait cacat yang s€dang dalam pernbahasan Asy
Syirazi.
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Sebab, pertuatan memecahkan semangka'tersebut adalah

resiko yang harus ditanggung oleh pihak lrang m€nerirna objek jual

beli melalui tawar menawar dengan estimasi nilai fukar (objek jual

beli 3nng serrpuma), dimana perbuatan itu telah mengurangi

nilain3n. Begitu juga dengan mernecahkan (menrsak) perhiasan.

Oletr karena itu, pernbeli hanrs menangrelung resiko kenrsakan
perhiasan tersebut.

Semua contoh kasus munculnya cacat baru lain selain

masalah Snng sedang kita diskusikan ini dan masalah perhiasan

tersebut, penyelesaian sernua kasus tercebut merupakan hal yang

mudah, selama sernua kasus itu ditenfukan berdasarkan prinsip

suka sama strka. Karena kedua pihak yang mengadakan bansaksi
jual beli tersebut akan selalu mengikuti apa yang meniadi keinginan

merelo berdua, !/aifu dahm soal estimasi (sedikit banyal'nya)

resiko yang hanrs ditanggungnSa.

Adapun bila kita mengatakan: Pihak yang dipenuhi
permohonannSa adalah penjual atau penrbeli, dimana dia
mernohon pengembalian besertra ganti rugr bagian yang rusak
yang disebabkan adan5ra cacat tersebut, rnaka diperlukan
penjelasan tentang pengernbalian ganti rugi bagian 5rang rusak atau

cacat sebab adaqn cacat itu.

Dernikhn iuga dalam masalah ini, bila persoalan

pengernbalian ifu berpedoman pada pendapat yang telah

dikemukakan sebelumnSra dari Ar-Rafi'i. Sedangkan bila
berpedoman pada kesimpulan dari paparan Asysyirazi dan ulama

ma&hab kami, yaitu bahua bila kita mengatakan boleh

mengembalikannya berikut penggantinya sebab adanya cacat

tersebut, maka permohonan itu diserahkan kepada pembeli, dia
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berhak memaksa penjual agar menerima perrnohonann3n ihr dan

membatalkan bansaksi iual beli tersebut. Maka dip€rlulon

penjelasan rnengenai pengernbalian ganti rugi bagian yang rusak

atau cacat sebab adanya cacat baru tersebut.

Tidak masalah, AsySyirazi dan banlrak dari ulama madzhab

kami tidak menyebutkan pernbahasan mengenai pengeinbalian

ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanyra cacat baru

ifu kecuali dalam masalah ini, seolah-olah mereka melihat bahwa

pembeli berhak mernaksa peniud agar menerima pengenrbalian

ihr. Berikutnya, barulah ganti rugi bagian 1lang rusak atau cacat

sebab adanya cacat baru ihr akan merniliki kekuatan hukum yrang

mengikat, dan tehp menjadi milik peniual, sehingga mereka perlu

menjelaskanryp.

Masalah perhiasan tersebut lebih tepat unhrk dijelaskan,

karena persoalan pengenrbalian ganti rugi bagian Snng rusak atau

cacat sebab adanya cacat baru yang terkandung dalarn rnasalah

tercebut, menrpakan hasil pengernbangan dari perfelasan tentang

unsur paksaan menerima pemrohonan pernbeli Ulant.

Apabila ganti rugi bagian png nrsak atau cacat sebab

adanSra cacat baru telah merniliki kelmatan hukurn tetap, maka

kimnyp kita dapat mengatakan, dia berhak memaksa penjual agar

menerima pengernbalian ganti rugi bagian 1nng nrsak atau cacat

yang harus ditanggung penrbeli.

Pemyataan Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami dalam

kasus ini, bahkan Asy-Syafi'i sendiri dalam Al Mrkhbslnr
mernberi kepastian hukum bahua ganti rugi bagian yang nrsak

atau cacat s€bab adanln cacat baru itu, estimasiryra dikaitkan pada

nilai tukar oblek iual beli tersebut.
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' : Ulama madzhab.kami selain Mujalli, sepakat bahwa ganti

4rgi bagian yang rusak atau cacat seAab Adanf cacat baru itu,

estimasin3a tidak dihitung dari uang pembelian. Kesepakatan itu
hal 5ang janggal bila dikaitkan dengan pendapat png telah

disampaikan oleh Mujalli.
-:,

.,, ,,,..,,Adapun kedudfrhan Santi rugi bagian !rug rusak atau cacat

sebab a{anya cacat baru dalam masalah pailit yang dituntut

mengernbalikan bagian dari uang pembelian tersebut, perbedaan

lnng nampak antara masalah pailit dan masalah yang sedang kami

diskusikan ini adalah, bahwa tujuan utama dalam masalah pailit itu
adalah mengantarkan penjual untuk memperoletr uang pembelian.

Ketika uang pernbelian itu sulit diperoleh, maka dibolehkan
bagiryn untuk merninta kernbali barang 1nng juga harta

keka3nannp sendiri.

Apabila bagian dari barang tersebut telah hilang, kami

menghifung estirnasi hilangnya bagran dari barang tersebut dari

uar€ penrbelian tersebtrt (taman). Karena, uang pernbelian

tersebut adalah hal pokok png menjadi tujuan utama dalam kasus

pailit.

Jadi, pihak yang iatuh pailit itu adalah oraqg yang ditunhrt

alikan uang pernbelian itu, tanpa ada inisiatif dari dirinya
sendiri untuk r.nengerrbalilgnnlra. Sernentara pernbeli dalam kasus

di atas, dimana inisiatif dan tujuan utama yang diinginkanqn
adalah pembatalan jual beti, dimana penjual melakukan penipuan

kepadanp dahm iual beli tersebut.

' "; ,Gabangr hnu
kapan waktunla kita

Ar-Rif'ah berkatai

menentukan nilai

Apapun kondisinya,

hrkar objek jual beli
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tersebut(qimahl. Disini terdapat dua pendapat ulama ma&hab

kami (wajhaani), dimana masalah pokok kedua pendapat itu
adalah masalah apabila barang tersebut menjadi cacat di tangan

pihak yang menerima barang melalui tawar menawar (muskml.

Pendapat pertama: Waktu pertama kali munculnya cacat

tersebut.

Pendapat keduar Nilai tukar yang maksimum Sang ada

sejak masa penerimaan barang tersebut sampai wakfu munculnya

cacat itu.

Demikian juga dalam waktu yang terkadang diduga bahwa

waktu tersebut memastikan bahwa transaksi jual beli apabila batal,

maka transaksi tersebut tidak hilang sejak masa pembatalan

tersebut. Akan tetapi bila berpedoman pada pendapat lang
pertama, hansaksi jual beli telah batal sejak awal munculnya cacat

itu. Sedang bila berpedoman pada pendapat Sang kedua, kansaksi

jualbeli batal sejak masa penerimaan objek jual beli.

Yang benar tidaklah demikian. Bahkan bansaksi jual beli ihr

batal sejak masa pembatalan transaksi jual beli tersebut, karena

transaksi jual beli telah hilang sejak masa pembatalan tersebut,

tidak mungkin mengatakan harus menanggung estimasi bagian

dari uang pembelian tersebut. Maka, dapat dipastikan hal ini

kembali kepada nilai tukar objek jual beli tersebut (qiirmhl.

Waktu yang paling mendekati kebenaran di mana

nilai hrkar itu ditenfukan menurut pendapat yang pertama adalah

waktu munculnya cacat tersebut. Karena, resiko lrang harus

ditanggung adalah ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat baru. Oleh karena ifu, pendapat pertama
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'menenhrkan awal munculnya cacat unhrk menentukan nilai tukar

barang tersebut.

Orang lang mengatakan pendapat png terakhir berkata:

Kondisiqn sudah jelas merrgenai resiko barang 3nng cacat 3ang
harus ditanggung pernbeli dengan nilai tukar tersebut. Dirnana

kepemilikannya atas bagian Srang hilang itu telah terbukti seiak

masa penerimaan barang sampai waktu rusakn3n barang tersebut,

sehingga dia harus menanggung nilai tukar maksimum dalam

kondisi tersebut.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Secara garis besar dapat

disimpulkan, dalam penlamaan antara pihak yang menerima

barang melalui tawar menawar dan pembeli dalam kedudukannya

sebagai pihak yang harus menansgung ganti rugi bagian yang

nrsak atau cacat sebab adangra cacat baru ini, ada pandangan yang

lebih;eli di samping mernperhatikan masalah bahun transal<si jual

beli tersebut tidak habis seiak awal transaksi jual beli ihr diadakan.

Jadi, kedua pendapat ulama ma&hab AsfSyafi'i ini hampir

men3amai kedua pendapat dalam masalah apabila hansaksi jual

beli tersebut batal akibat terjadinya perselisihan dan tem5ata objek

jual beli telah berkurang di tangan pernbeli, di samping

mernperhatikan masalah bahun transaksi irral beli itu telah habis

seiak awal hansaksi tersebut diadakan.

Pendapat 37ang lebih slnhih dari kedua pendapat di atas

menunrt AI Ghazali adalah, ditentukan oleh unkhr rusalmp objek
jual beli tersebut. Kedua pendapat SBng disebutkan pertama, tidak

sama dengan kedua pendapat png disebutkan terakhh dalam

masalah perselisihan.
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Karena, bagian yang rusak atau cacat dari objek jual beli

dalam masahh perselisihan tersebut adalah bagian yang diimbangi
dengan uang pembelian tersebut, sebagaimana hal itu telah

ditenhrkan dalam rnasalah perselisihan tersebut.

Sedangkan dalam kasus ini, telah ditetapkan bahwa yang

hilang dari oblek iual beli tersebut adalah sifatrya, akan tetapi
kedua pendapat di atas hampir sama dengan kedua pendapat

dalam masalah perselisihan tersebut.

Menurutku (As-Subki): Penulis At-Tatimmah berkata:

Apabila terjadi perselisihan di antara kdua belah pihak, sementara

barang tersebut telah rusak, dan kita mengatakan: Trarsaksi jual

beli sernpuma sejak awal trarsaksi itu diadakan, maka penrbeli ifu
statusnp seperti pihak yang menerima objek jual beli melalui

tawar menawar.

Sernentara bila kita mengatakan: Transaksi iual beli

semputna sejak masa pernbatalan tersebut, maka pembdi tnms
menanggung salah satu dari kedua nilai tukar minimum pada

wakfu transalsi jual beli dan penerimaan barang.

Ulama ma&hab kami menyampaikan secaftt mutlak,
bahwa pernbeli harus menanggung nilai tukar pada rrnktu
rusaknp ob;ek jual beli tersebut. Sernentara pemSataan hnu Ar-
Rifah mendukung pendapat yang disampaikan oleh Mujali, lnitu
bahua ganti rugi bagian 1nng rusak atau cacat sebab adangn cacat

baru 3png diminta dari pembeli, seharusnya dibangun berdasarkan

waktu di mana nilai tukar objek jual beli tersebut ditentukan.
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AsySyirazi *, berkata: Apabila' pembeli

memecahkan (merusak) objek jual beli dengan kadar
dimana dirin3n mampu melihat adanya cacat yang
sedikit dari semua kadar benda yang ada, maka terkait
pemecahan (perusakan) benda dengan kadar lebih besar
pada objek jual beli tersebut, ada dua riwayat pendapat
ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pertama: Ulama sepakat tidak boleh
mengembalikan (objek jual beli tersebut). Karena
pemecahan benda ifu merupakan suatu kekurangan
yang terjadi karena perbuatannya, sehingga tidak lagi
dibutuhkan pengetahuan terhadap cacat tersebut.
Perbuatan inilah yang menghalangi pengembalian
barang, sama seperti pemotongan kain.

Kedua: Terkait masalah pemecahan (perusakan)

benda tersebut, di sini berlaku dua pendapat AsSrSyafi'i
(qaulaani)- Sebab sulit sekali membedakan antara
seberapa kadar dinyatakannya cukup dalam mengetahui
cacat yang ada dan seberapa kadar barang pecah yang
melebihi kebutuhannya dalam mengetahui cacat itu,
sehingga baik sedikit dan banyaknya kadar yang
dipecahkan itu hukumnya sama.

Penjelasan:

Riwayat Pendapat pertama: Ini merupakan pendapat

madzhab. Asy-SyaiLh Abu Hamid dan ulama lainnya berpendapat

dengannya. Al Maurardi telah meriwayatkannya dari Abu Hamid AI

Manvazi dan mayoritas ulama ma&hab kami.
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Riwayat Pendapat kedua: Ab-u Ishaq Al Manpazi telah

mgriwartkannya dari sebagian ulqma madzhab kami. Apabila kita

menjawab dengan berpdoman pada riwayat pendapat yang

pertama, maka pemecahan barang dengan kadar yang melebihi

kebutuhan, ihr sama seperti sernua jenis cacat Q1u lainnya. Ar-
Rafi'i juga mengatakan dernikian; Artinp dalam masalah

pemecahan barang dengan kadar !,ang melebihi kebutuhan,

muncullah jawaban'lrng telah dikemuliakan; yaitu perbdaan
pendapat ketika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.

Dimana salah satu dari kedua belah pihak itu menuntut ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat sebab adanSn cacat lama dan pihak

yang lain pun melakukan sebalikryra.

Apabila kita menjawab masalah tersebut dengan

berpedoman pada riwapt Pendapat kedua, maka sama persis

dengan jawaban lnng telah, dikemukakan, pernecahan benda

tetsebut oleh pembeli Udak melebihi kadar lang dibutuhkan

tersebut.

C,abangr Apabila kamu telah mengerti jawaban masalah

terkait pemecahan sebagian dari objek jual beli yang melebihi

kebufuhan ini, ulama ma&hab kami berkata: Bagian buah pala

dan sejenisnya lnng dirusak dan juga brrah kelapa yang ditubangi,

termasuk sejumlah contoh kasus kondisi 3ang pertama, dimana

objek jual beli tersebut tdak diketahui cacabrya tanpa perusakan

tersebut.

Sernentara pemecahan qt?h kdapa dan mgnusuk telur

burung Kasruari tgqasuk fiumlah contoh kasus dari kondisi png
kedua, dimEna dia da.pat melihat cacat terse,but dengan kadar yang
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lebih sedikit dari 1ang dibuhrhkan. Begrtu iuga melubangi bagian

tengah semangka I;anSI masih asarn, apabila pembeli bisa

mengetahui keasamannln dengan menusuk bagian kecil dalam

sernangka ifu. Begitu iuga membuat lubang yrang besar, bila

pernbeli bisa mengetahuinla dengan membuat lubang Snng kecil.

Sedangkan kandungan ulat tidak dapat diketahui kecuali

dengan cara melubangi bagian tengahnya, dimana terkadang

diperlukan mernbelahnya untuk mengetahui kandungan ulat

tersebut. Sementara unfuk mengetahui kondisi telur, cukup dengan

mengguncangnln ftidak harus) memecahkannya.

Al Qadhi Husain dan ularna madzhab AsySSafi'i lainnp
berkata: Buah delirna dengan kenrutlakannSn tidak memastikan

manis dan tidak (puta) asam. Jadi, bila pernbeli mengajukan sSarat

rasa manis dalam ddirna tersebut, lalu temyata rasanya asarn

dengan cara dihrsuk, maka boleh dikernbalikan. Sedangkan bila

temSata rasanla as.rm akibat dibelah, maka fidak boleh

dikernbalikan.

Cabang, Diriuralntkan bahwa budak milik Amru bin

Huraits 5ang juga s@rang sahabat pemah membeli unttrk Amru

bin Huraits telur dari telur burung Kaswari, ernpat atau lima butir,

lalu tatkala dia menaruhn5ra di hadapan Amru bin Huraits, dia

mernecahkan sebutir, terryata telur tersebut dalam kondisi rusak

(telur busuk), kernudian (dia memecahlon) telur kedua, berikuhrp
telur ketiga, sampai dia mengamati dari kesemua telur tersebut

Snng temyata dahm kondisi rusak.

Tak larna kernudian, dia mencari seormg Arab badui

hendak mengadukan perselisihan yang terjadi di antara mereka
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berdua kepada Syuraih. lalu'syrraih menjawab: Adapun telur
yang dia pecahkan, maka dia harus menan(Klungnya dengan uang
pembelian yrang diambilnfia. Adapun yang masih tersisa, maka
kamu wahai seorang Arab Badui! Engkau berhak khipr. Bila
kamu menghendaki, biarkan mereka merncahkannya, lalu telur
yang mereka ternukan rusak (busuk), mereka boleh
mengembalikannya, sementara telur yang mereka temukan dalam
kondisi baik harus ditanggung sesuai dengan harga jualmu kepada

mereka.

Sebagian ulama menyimpulkan dari keterangan ini bahwa
Amru bin Huraits ig;, pendapatnya menyatakan boleh

mengembalikan telur yang telah dipecahkan tersebut.

AslrSyirazi *s berkata: Apabila pembeli tidak
pernah mengetahui adanya cacat sampai objek jual beli
rusak, atau dia telah memerdekatonnya, atau juga dia
telah mewakafkanngn, maka dia berhak memperoleh
ganti rugi bagian gnng rusak atau cacat sebab adanya
cacat tersebut. Sebab, dia merasa putus asa (sulit) unfuk
mengembalikan objek jual beli itu. Sehingga dia
memiliki hak untuk menunhrt ganti nrgi bagian yang
msak atau cacat sebab adanya cacat ifu.

Penjelasan:

Kesulitan pengembalian objek jual beli tersebut ketika
semua persoalan ini telah terjadi, karena tidak ada harapan dapat
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m€lakukan pengembalian tersebut, alasanriya pengembalian ihr

bergantung pada barang yang dikembalikan.

Ulama ma&hab Asy-Spfi'i sepakat, bahwa nilai

tukar objek jual beli yang rusak fidak bisa menggantikan posisi

objek jual beli yang dikernbalikan, supaya pengembalian itu terjadi

pada nilai tukar tersebut, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari

Abu Tsaur.

Aku telah menyebutkannp ketika mendiskusikan masalah

musharrat yaitu jawaban lrang dikutip Al Jauzi dari Abu Tsaur.

Tetapi Ibnu Al Mundzir meriwalatkan dari Abu Tsaur dalam kasus

ini sesuai dengan madzhab Asy$nfi'i.

Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, bahwa

pengembalian itu muncul dalam kondisi yang bertolak belakang

dengan qiJns. Sehingga dalam masalah pengernbalian ini

dicukupkan dengan keterangan yang disampaikan nasi (hadits) lalu

Ijma' ulama. Pengembalian tersebut tidak akan pemah terjadi

ketika barang tersebut telah rusak.

Mereka mernbedakan antara persoalan pengernbalian

sebab adanya cacat dan masalah percelisihan yang terjadi di antara

kedua belah pihak, dimana perselisihan itu membolehkan

pengembalian ini ketika barang telah rusak. Atau karena kami

dalam soal pengembalian karena cacat memiliki mekanisme lain,

yaifu ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab cacat baru,

berbeda dengan masalah perselisihan yang terjadi di antara kedua

belah pihak tersebut.

Denrikian juga penrbatalan transaksi jual beli melalui

mekanisme khilnr majlis atau syarat ketika objek jual beli

mengalami kerusakan di tangan pembeli. Apabila kita mengatakan:
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Beralihnya resiko yang harus ditanggung itu, dimana pembeli

menerimanya ketika berlangsung masa khiyar, rnaka pengembalian

itu boleh dilakukan, ini sama seperti (pengembalian objek jual beli

yang telah rusak) karena perselisihan yang terjadi di antara kedua

belah pihak tersebut.

Kesepakatan pembatalan transaksi jual beli (iqaalah) sdelah

rusaknya objek jual beli tersebut hukumnp boleh, menunrt

pendapat yang shahih, ini juga bila kita mengatakan bahwa iqaalah

itu adalah pembatalan tmnsaksi jual beli (fasklil. Ada satu pendapat

yang mengatakan bahwa objek jual beli yang telah rusak tidak

boleh dikernbalikan alasann5n tidak adanya kebufuhan mendesak

unhrk melakukan kesepakatan pembatalan bansaksi jual beli

tersebut (iqaalah).

Apabila kamu telah mengetahui persoalan sulitnSa

merealisasikan pengenrbalian objek jual beli tersebut, maka bisa

dipastikan bahwa ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat, itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena

dua faktor,

Pertama: Faktor Snng telah disebutkan oleh Asy-Syirazi.

Yaifu pembeli merasa kesulitan untuk merealisasikan

pengembalian tersebut. Inilah kesimpulan lrang dikehendaki

mayoritas ulama ma&hab kami, seperti keterangan yang

dijelaskan padamu dalam masalah apabila pembeli telah

menjualnya kernbali.

Kedua: Tidak menerima kezhaliman tersebut. Ini

merupakan kesimpulan yang dikehendaki oleh landasan hukum
yang dimiliki Abu Ishaq dalam masalah jual beli itu. Seperti

ketemngan yang akan disampaikan. hs5a Allah Tabla.
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Mereka (ulama madzhab As5rSyafi'i) tidak sepakat bahwa

masing-masing dari kedua faktor tersebut adalah faktor yang

terpisah, karena mereka memiliki pendapat yang beragam dalam

masalah; apabila objek jual beli tersebut rusak di tangan pembeli

kedua, -seperti keterangan yang akan disampaikan-. Bukan (pula)

bagian dari faktor tertenfu, karena mereka memiliki pendapat yang

beragam dalam masalah tersebut.

Bahkan mayoritas ulama madzhab kami

mengungkapkannln dengan kata "Al Ya'sa" (pufus asa), tidak

mengungkapkannya dengan "Al lllah Al Ul<hraef' (faktor yang

lain). Sementara Abu Ishaq mengungkapkan sebaliknya. Jadi,

apabila kedua faktor ifu ditemukan atau sama-sama udak

ditemukan, maka mereka sepakat. Sementara bila salah safu dari

kedua faktor itu diternukan tanpa disertai faktor yang lain, maka

mereka berbeda pendapat.

Dalam kasus ini, puhrs asa dan tidak menerima kezhaliman

tersebut berkumpul (keduanya sama-sama ditemukan), sehingga

mereka sepakat mengenai funtutan menanggung ganti rugi bagian

yang rusak atau cacat sebab adan5la cacat tersebut. Jadi, Asy-

Syirazi mengikuti mayoritas ulama madzhab kami dalam membuat

landasan hukum mengenai funtutan menanggung ganti rugi bagian

yang rusak atau cacat sebab adanya cacat tersebut, dimana dia

tidak mengungkapkannya sesuai pendapat Abu Ishaq.

Asy-Syirazi telah menyebutkan tiga masalah yang saling

berkaitan satu sama lain dalam segi lenyapnya objek jual beli

tersebut:

Pertama: Dalam segi lenyapnya obiek jual beli yang bersifat

fakhral.
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' Kedua dan ketigai Dalam segi ler4npnp obiek jual beli

3nng bersital syar'i.

Adapun masalah yang pertama, 1nifu hanctrranln objek jual

beli, itu mencakup obiek lual beli yang harrcrrr dengan sendirin3n,

seperti kernatian hdak laki-laki, terbalamp kain dan rnasalatt

lrang serupa lainrryn. Terkait hancump obiek iual beli seperti ini,

tidak terjadi perbedaan pendapat di dalamnla.

Diantara ulama yang berpendapat dernikian adalah Malik,

Ahmad, dan Abu Tsaur seperti ketemngan png telah diriwaptkan
oleh hnu Al Mundzir. Pendapat tersebut iuga telah diriwaftkan
dari Asy-Syi'bi dan Az-A)hn.

Al Imam Haramain telah men3nmpaikan pendapat tersebut

sebelum pembahasan mengenai miz Gadai), dalam masalah

hanctrmya objek jual beli ketika pihak pernesan (muslim) tebh
menerima barang 3ang dipesan (muslarn fiihl dia berkata: Al

Muzani berpendapat bahwa hrnfutan menangprng ganti rugi

bagian png rusak atau cacat sebab adarq;a @cat, sudah sdak

berlaku lagi setelah lenyapnSa barang yang telah diterirna.

Ibnu fu-Rif'ah berkata: Pendapat tersebut berlaku dalam

kasus ini, sesuai dengan riunyat pendapat Snng pertarna, karena

tujuan akhir persoalan ini adalah menrposisikan barang png telah

ditenfukan sebagai pengganti barang lnng penyerahanqa

dilakukan kemudian (dfurnah), ini sarna seperti barang yang telah

ditentukan dalam transaksi iual beli.

Menurutku (As-Subki): Yang benar tidaklah demikian. Aku

menilai ghanb pendapat dari Al Muzani ini, lalu aku meneliti

keterangan setelahnln, aku melihat keterangan tetsebut ada dalam

Ta'hq Al Qadhi Husain sebelum pembahasan mhn Gadai) dan juga

Al Majmu'SloahAlMuhadzdzab ll rgZ



=-!

penjelasan sumbemyra. Pendapat Al Muzani tersebut tidak

diberlakukan dalam kasus ini.

Hal itu karena dia berkata: Apabila seseorang memesan

makanan dan dia telah menerima sebagiannya dan

menghancurkannya, kemudian dia menerima pesanan yang

tersisa, lalu dia mengetahui cacat yang terdapat pada pesanan

yang tersisa dan dia menggugat bahwa faktor yang merusak

pesanannya adalah cacat yang terdapat pada pesanan yang tersisa

tersebut, maka pemSntaan yang diterima adalah pemyataan pihak

penerima pesanan (muslam ilak).Lalu bila Muslam llaih menolak

bersumpah, maka panesan muslim melakukan sumpah dan dia

berhak menuntut kepada menerima pesanan muslam ilaih tersebut

agar menanggung ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat tersebut.

Al Muzani berkata: Tentunln muslim (pemesan) tidak boleh

menuntut ganti rugi bagian yang msak sebab adanya cacat pada

pesanan yang tersisa, karena hal ifu akan membuat muslim

(pemesan) menerima sebagian muslam fiih (barang pesanan)

sekaligus pengganti pesanan yang tersisa.

Menurut pendapat kami: Pengganti bagian yang hilang

karena cacat ini bukanlah termasuk kategori pengganti suafu

barang, tetapi adalah peniadaan transaksi dalam sebagian

pesanan, karena kerusakan sebagian barang pesanan (muslam fiih)

yang tersisa sama seperti menahan bagian tertentu.

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa hak menunfut

pengembalian modal pokok yang menjadi kompensasi kecacatan

tersebut itu hanya berlaku jil<a muslim (pemesan) memesan setakar

gandum, lalu dia menerima dan menghancurkannya, kemudian dia
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melihat sebuah cacat lama (yang ada sebelum transaksi jual beli)

5rang terdapat pada gandum tersebut, dimana hal itu mergurangi

sepersepuluh nilai tukamln, maka muslim (pernesan) berhak

menuntut pengembalian sepersepnluh rrarga pokokrrya.

Jadi, komentar Al Qadhi Husain ini ingin menielaskan pada

kita bahun metode png dipakai Al Muzani mengenai ganti rugi

bagian llang rusak atau cacat sebab adangp cacat tersebut adalah

mernposisikanryn sebagai bagian dari pergantian dari muslam ftih

Oarang pesanan).

Al Imam Haramain menerima keterangan tersebut dari Al

Qadhi Husain, dia hanya mengambil intisariqn dan tidak

mengomentari metode yang dipakaiqn dimana dia juga hanya

menyampaikan jawaban llang diriuayatkan dari Al Muzani ketika

dalam kondisi hancur tersebut, sehingga muncul kejanggalan

dalam pemyataannln, yang membuat lbnu Ar-Rif'ah memufuskan

bahwa jawaban tersebut berlaku dalam kasus ini. Dan melalui

pemlptaan grang disebutkan oleh Al Qadhi Husain itu, kejanggalan

tersebut sudah terjawab. Kesimpulan lpng dikehendaki pendapat

Al Muzani tersebut adalah bahwa Al Muzani menolak tuntutan

pemberian ganti rugi bagian png rusak atau cacat, baik ketika ia

hancur sendiri dan dihanctrrkan.

Kemudian Al @ani Husain juga merinci masalah tersebut

dalam hal penghancuran fitlaa|dan hancur sendirinSa (talafl. Jadi,

inilah jawaban lnng berkaitan dengan Kategori pertama

(kehancuran objek jual beli yang bersifat faktual), dimana

kehancuran objek jual beli teriadi dengan sendirinya (bukan hasil

perbuatan yang sengaja dilakukan seseorang).
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Adapun jikd pembeli membunuh budak laki-laki, atau dia

menghabiskan makanan dan sejenisnya, maka ketentuan

hukumnya juga demikian (boleh menuntut ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat yang ada sebelum transaksi

jual beli). Menurut kami (para pengikut madzhab Asy-Syafi'i), baik

hal itu terjadi disebabkan oleh perbuatan pembeli sendiri atau

orang lain.

Abu Hanifah berkata: Pembeli tidak berhak menuntut ganti

rugi bagian yang rusak atau cacat dalam kedua contoh kasus

tersebut, karena membunuh dan menghabiskan makanan itu

adalah perbuatan yang harus ditanggung (sendiri oleh pembeli),

sehingga kasus tersebut menyerupai kasus bila pembeli telah

menjualnya kembali atau menahannya. Ulama madzhab kami

meng-qi5n*kan kasus (kasus membunuh dan menghabiskan

makanan ifu) pada masalah kematian dan memerdekakan. Mereka

menjawab tentang penjualan kembali objek jual beli tersebut

karena tidak adanya pufus asa (kesulitan dalam mengembalikan

benda tersebut) dan terkait penahanan oblek jual beli, hal ini

menunjukkan keridhaan pembeli dengan kecacatan tersebut.

Adapun Masalah kedua dan ketiga (dalam segi lenSapn5n

objek jual beli yang bersilat sjnr'), yaitu masalah apabila pembeli

telah memerdekakan atau meu;akafkan budak laki-laki. Ulama

madzhab kami sepakat, bahwa pembeli berhak menunhrt ganti

rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat lama (yang

ada sebelum bransal$i).

Ulama yang sependapat dengan kami adalah Malik,

Ahmad, Abu Tsaur, Asy-Syi'bi dan AzZuhn dalam sebuah
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keterangan yarig diriwayatkan dari keduanya yang berhubungan

dengan masalah kemerdekaan budalt telsebut.

Diriwayatkan dari Syumih dan Al Hasan, bahun mereka

berdua berkata: Apabila penrbeli telah memerdekakannya, maka

kernerdekaan budak tersebut tenhrnln harus ditanggung pembeli-

Letak kesepakatan ulama ma&hab kami, ada pada

masalah; apabila kemerdekaan budak ihr sengaja dilakukan

langsung oleh pembeli sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh

pemyataan Asy-Syirazi, dimana pernbeli adalah seorang yang

melakukan bbamt' lamal kebajikan) dengan memerdekakan budak

tersebut. Hal yang senada dengan kemerdekaan budak yang

sengaja dilakukan langsung oleh penrbeli adalah kemerdekaan

budak png sengaja dilakukan langsung oleh wakiln5n.

Adapun jika kernerdekaan itrr tidak disengaja dilakukan

langsung oleh pernbeli, seperti orang lnng membeli budak yang

akan merdeka dengan sendiriqn, kemudian dia mengetahui cacat

tersebut, atau kemerdekaan itu sengaia dilakukan langsung oleh

pembeli, akan tetapi dia membelinya dengan syarat memberikan

kemerdekaan ihr, kemudian dia menemukan cacat yang terdapat

pada budak ifu setelah kernerdekaan budak tersebut, Ar-Rafi'i telah

meriwayatkan dari hnu tGjj dari Abi Al Husain, 3nitu lbnu Al

Qaththan dalam masalah yang pertama, di mana disini terdapat

dua pendapat ulama madzhab Asy-syafi'i seperti dalam kasus

pembelian budak yang masih tergolong kerabat dekat.

Masalah keduar Tidak ada pengganti apapun (yang harus

ditanggung penjua[ dalam masalah syarat kemerdekaan tersebut.

Dia -yaitu hnu Kaji berkata, Menurut pendapatku bahwa

pernbeli berhak memperoleh ganti rugi bagian yang rusak atau
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cacat'sebab adanp cacat lama (yang ada sebelum hansaksi jual

beli) dalam kedua kasus tersebut. Jadi, seperti inilah perkataan

Asy-Syirazi "Msnerdekakannya" karena pemberian kemerdekaan

itulah yang lebih dominan dalam membeli budak tersebut, atau

hanya sekedar memberi contoh, dimana maksud perkataan Asy-

Syirazi itu bukanlah mengesarnpingkan hal yang lain, tidak ada hal

apapun dikecualikan dari pemlataan Asy-Sygazi tersebut, seperti

pendapat hnu Kajj, -yaitu pendapat yang shahih ulama madzhab

Asy-Syafi'i-.

Sedangkan bila berpedoman pada pendapat hnu Al

Qaththan, masalah slrarat kemerdekaan budak tersebut

dikecualikan (dari pernptaan Asy-syirazi). Pendapat yang lebih

diunggUlkan dalam masalah syarat kemerdekaan budak tersebut

adalah pendapat yang telah disampaikan oleh Ibnu lhjj.

Adapun soal pembelian budak yang masih tergolong

kerabat dekat, maka jika pembelian itu disertai ketidaktahuan

pembeli menganai hubungan kerabat pada waktu pembelian budak

tersebut, maka hukumnya juga demikian (pembeli berhak

memperoleh ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya

cacat tersebut). Apabila pembeli mengetahui pada saat pembelian

bahwa budak tersebut adalah orang yang masih tergolong

kerabatnya, dimana budak tersebut akan merdeka dengan

sendirinya di bawah kekuasaan pernbeli, maka terkadang menunrt

pendapat yang lemah: Pembeli tersebut menyerahkan uang

pembelian ifu semata-mata sebagai kompensasi kemerdekaan

tersebut, dimana harta itu bukanlah tujuan utamanya.

Tetapi pendapat 5nng lebih diunggulkan dari Asy-Syafi'i,

menyatakan bolehnln menuntut ganti rugi bagian yang rusak atau
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cacat sebab adanya cacat tersebut, karena jika 1ang dimaksud

adalah kemerdekaan itu sendin, lalu dia menyerahkan uang

pernbelian tersebut semuanla, yang sernata-mata hanya sebagai

kompensasi objek,ual beli lnng sesuai dengan dugaannl2a (pitu

kesempumaan objek jual beli). Jadi, bila bagian dari objeh Jtnl beli

hilang, maka obleh jual beli dirnana dia ingin memerdekakan4n

itulah yang menjadi kompensasi sebagian uang pernbelian

tersebut, sehingga dia berhak menunfut pengembalian uang

pernbelian yang tersisa.

Ar-Ruyani secara mutlak dalam AI Hiltnh mengatakan

bahwa tidak wajib memberi ganti rugi apapun dalam pembelian

budak yang masih telgolong kerabat penrbeli. Dia berkata: Karena

hrjuan yang terkandung di balik pernbelian itu terletak pada diri

pihak yang berakad, bukan pada diri budak ten'sebut.

Menurutku (As-Subki): Tujuan ynng terkandung di balik

pembelian itu jika diserahkan pada pembeli, maka harus

dikernbalikan kepada pernbeli dalam bentuk pemberian

kemerdekaan dikarenakan Tabarrtt' (amal kebajikan). Pemberian

kemerdekaan karena tabamt'iit sesuai dengan kaidah penerimaan

ganti rugi bagian png rusak atau cacat sebab adanp cacat.

Ulama madzhab kami telah menpmpaikan tanya iawab

mengenai kasus bila pembeli memerdekakannSra secarcl muflak,

apabila ifu dilakukan karena tabamt', mereka berkata: Maka

apabila dikatakan: Tatkala dia memerdekakannya, maka dia benar-

benar memperoleh pahala tersebut. Jawabannya: Menerima

kezhaliman ihr berhubungan dengan harta, bukan pahala, hanya

saja memang pernbeli memperoleh pahala budak (sebagai barang

yang cacat karena status kekerabatan), dan pahala budak nilainya
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di bawah pahala budak lrang sempuma (tidak adir hubungan

kekerabatan).

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi $ ketika Abu Dzarr rS,

bertanya kepada beliau: siapakah budak yang paling istimou,ra?

Beliau menjawab,

,il)l +t+t3:1SG uJ,iJ

" Yang paling mahal harga belinya dan paling disukai di sisi

pqmiliknJn" (FIR. Al Bukhari).

Jadi, bagian yang hilang dari budak tersebut karena adanya

suatu cacat (dalam jual beli), kemerdekaan itu sama sekali tidak

menyenhrhnya dan pembeli tidak akan memperoleh pahala dari

bagian yang cacat tersebut, sehingga dia berhak menuntut

penggantinya.

Apabila dikatakan: Pembeli harus menyedekahkannya'

Kami menjawab: Ganti rugi kecacatan ihr bukanlah ganti dari

bagian yang bempa pemerdekaan, akan tetapi ganti rugi cacat

tersebut sebagai ganti rugi bagian yang rusak atau cacat (dari objek

jual beli) tersebut. Asy-Syirazi telah menyebutkan ketentuan ini

dalam kemerdekaan budak yang bersifat mutlak. Asy-Syirazi akan

menyampaikannya dalam kemerdekaan yang disyaratkan (dalam

kontrak pernbelian budak tersebut). Adapun soal kemerdekaan

budak yang masih tergolong kerabat dekat, ketentuan ini juga

dipastikan berlaku dalam masalah ini.

Cabang, Dikectnlikan dari kernutlakkan pemyataan Asy-

syirazi tersebut rnasalah apabila ada faktor yang menghalangi

gg4 ll n Uoirrr'SyuahAl l'Iuhadzdzab



penerimaan ganti rugi bagian yang rusak atau 'cacat, semisal

masalah perhiasan, ini seperti keterangan 3nng telah dikemukakan

sebelumnya dari mayoritas ulama madzhab kami dalam membahas

kasus; apabila objek iual beli dalarn kondisi nrsak, be6eda DengBn

pendapat Al Qadhi Husain dan penulis At-Tahdzib.

Cabangt Pe'rubahan status budak perempuan menjadi

budak musbuladah (yang melahirkan anak hasil hubungan dengan

pemiliknya) adalah faktor lang menghalangi pengembaliannya,

dimana hak pengembalian itu beralih ke ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanp cacat, seperti ketentuan dalam

ketiga masalah yang telah disebutkan oleh Asy-Syrrazi di atas.

Masalah keempat dari semua masalah tersebut saling

berkaitan satu sama lain dalam hal tidak adanp kernungkinan

berpindah kepemilikan dari seseorang ke orang lain secara mutlak-

Tetapi masalah yang pertama itu karena kerusakan yang bersifat

faktual (nyata), kemerdekaan budak ihr adalah hal yang

membebaskan sang budak dari kepemilikan tersebut serta tidak

bisa dipindahkan secara sJ/ara'. Budak perempuan mustauladah

tidak bisa dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain, tetapi

statusnya tetap sebagai harta grang dimiliki, dan obiek jual beli yang

telah diwakafkan sesuai dengan perbedaan pendapat yang terjadi

dalam masalah perpindahan kepemilikan tersebut. Jadi wakaf itu

berada di tengah-tengah antara kernerdekaan dan perubahan

stafus menjadi budak mustauladah.

Adapun masalah yang tidak menghalangi perpindahan

kepemilikan dari seseorang ke omng lain, maka ada beberapa

kemungkinan, yaifu adakalanya perpindahan kepemilikan
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bizrsamaan dengan meisih adanya kepemilikan pembeli, atau telah

hilangnya kepemilikan pembeli" Jika masalah yang tidak

rnengahalangi perpindahan kepemilikan itu muncul bersamaan

dengan hilangnya kepemilikan tersebut. Kemungkinan tersebut

akan disampaikan dalam pembahasan Asy-Syirazi. Insya Allah

Tabla.

Apabila masalah yang fidak mengahalangi perpindahan

kepemilikan ihr muncul bersamaan dengan kompensasinya, maka

Asy-syirazi telah mengemukakan ketentuan hukumnya s@ara

singkat dalam pernbahasan mengenai cacat baru (yang ada setelah

barang berada di tangan pernbeli), sebab di antara ketentuan yang

diterangkan secara singkat ifu merupakan sesuatu yang juga

disebut sebagai kecacatan.

Aslr-Syirazi *s berkata: Apabita pembeli tidak

pernah mengetahui adanya cacat tersebut sampai budak

melarikan diri, maka dia tidak boleh menagih ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat

tersebut, karena dia tidak pernah pufus asa (merasa

kesulitan) untuk mengembalikannya-

Jadi, bila budak tersebut telah pulang, dia boleh

mengembalikannya sebab adanya cacat tersebut. Lalu

bila budak tersebut telah meninggal, maka dia berhak

menagih ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat tersebut.

Penielasan:
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Apabila budak laki-laki melarikan diri k€fika berada di
bawah kepemilikan pembeli, kernudian dia mengetahui cacatnya,

maka jika cacat lama (yang ada sebelum transaksi jual beli) 5nng
diketahuinya itu selain sifat mehrikan diri, contohnSn seperti

pincang sebelah kakinya, buta sebelah matan5ra dan kecacatan

lainnya, dimana sebelumnya dia tidak pernah melarikan diri di
bawah kepemilikan penjual, maka dalam kasus ini sifat melarikan

diri ketika berada di bawah kepemilikan pernbeli merupakan cacat

baru (yang ada setelah bansal$i jual beli) lang menghalangi

pengembalian budak tersebut karena cacat lama lnng ada, serta

bukan pula resiko yang harus ditanggung penjual.

Sehingga jalan keluamSra adalah, pernbeli berhak menuntut
ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanln cacat lama
yang ada pada budak ifu. Karena, dia telah putus asa (merasa sulit)

unfuk merealisasikan pengernbalian hal ihr, sebab munculnln cacat

baru ifu berada di bawah kepernilikannya, dimana kezhaliman

tersebut juga tidak pemah diterima (kebaradaannya).

Menurut pendapat yarg rrnsyhur dari madzhab Asy-Syafi'i
terkait ketenfuan hukum ini, tdak ada khilafulama. Dimana harus
pula membatasi pemyataan Aslfsyirazi tersebut dengan ketenfuan

ini.

Diantara ulama yang secar.l tegas dan lugas men5atakan
pendapat ini adalah Asy-SgpiLh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-
Thayyib, Al Mahamili dan ularra ma&hab Asy-Syafi'i lainnya.

Ketentuan itu sudah sangat jelas.

Penulis At-Tatimmah mernandang ketenfuan hukum
tersebut asing dan sulit dimengerti, dia berkata: Pendapat yang

shahih dari ulama madzhab kami adalah, bahwa dia tidak berhak
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memperoleh ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya

cacat larna tersebut, karena masih ada harapan budak tersebut

kernbali ke tangannp, l|ang lantas kernudian pembeli

mengungkapkan pendapatrnya kepada penjual terkait penerimaan

diringra atas cacat itu (pelarian dm)-

Al lili dan hnu Ash-Shabbagh mengecualikan dari

pemyataan karni, "Kewajiban mernberi ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat lama." Apabila penjual

berkata: "Aku rela menerima cacat baru yang terdapat pada obyek

jual beli tersebut."

Jadi, kalaupun pembeli berhak menagih ganti ruE bagian

yang rusak atau cacat sebab adanya cacat lama (yang ada sebelum

hansaksi ,ual beli), dimana kesimpulan yang nampak dari

ketentgan ini memberi kepastian, bahwa penagihan ganti rugi

bagian Snng rusak atau cacat sebab adanya cacat lama itr.r sulit bagi

pembeli unfuk merealisasikannga saat itu juga. Karena pemyataan

penjual menggugurkan ganti rugi bagian png rusak atau caiat

sebab adanya cacat lama, padahal pengembalian ifu tidak mungkin

dapat direalisasikan dalam kondisi budak melarikan diri, maka dia

harus bersabar dalam menunggu budak ifu kembali, yang

kemudian sang budak dikembalikan.

Namun dalam pemptaan Al ljli dalam kasus ini, perlu

kiranF dikaii ulang. Pertedaan antara permohonan agar penjual

menerima (cacat baru) beserta pengembalian tersebut dalam kasus

ini dan sejumlah kasus yang lain sangat jelas, karena faktor yang

terkandung dalam pengembalian tersebut, yaifu kerugian pembeli

dalam kasus ini dan juga tertundanya tuntutan ganti rugi karena
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kezhaliman tersebut (cacat lama), pddahal faktor yang menetapkan

kezhaliman tersebut sudah terpenuhi.

Aku melihat dalam Al Intishar karya Ibnu Abi Ashrun

menerangkan, bahwa bila penjual rela menerima pengembalian

pembeli dalam hal seorang budak melarikan diri, maka hak

pembeli yaitu ganti rugi bagian lrang rusak atau cacat sebab

adanya cacat lama ifu gugur, karena dia memiliki kekuasaan untuk

mengembalikan objek jual beli (budak tersebut).

Jadi, keterangan ini memberi kepastian, bahwa budak

tersebut boleh dikernbalikan dalam masalah pelarian dirinya sang

budak. Dengan keterangan ini pula, pertentangan atas Al Ijli dan

Ibnu Ash-Shabbagh hilang.

Apabila cacat yang diketahuinlp itu adalah hal melarikan

diri dimana cacat ifu telah hilang, seperti budak tersebut pernah

melarikan diri sebanyrak sekali dari tangan penjual, maka melarikan

diri itu merupakan cacat lama, sedangkan melarikan diri di tangan

pembeli digabungkan pada melarikan diri di tangan penjual.

Apabila melarikan diri ifu sudah manjadi adat kebiasaannya,

maka melarikan diri yang baru (pada tangan pembeli) tidak

mengakibatkannya cacat, tetapi mernang pembeli tidak bisa

langsung mengembalikannya selama budak tersebut merupakan

orang yang melarikan diri, dimana penrbeli juga tidak boleh

menuntut ganti rugi bagian Snng rusak atau cacat karena cacat

lama tersebut, sebab dia tidak pemah pufus asa (merasa sulit)

unfuk mengembalikan budak tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnp berkata:

Kasus ini membuktikan kebenaran argumen lang ada, yaifu

landasan hukum kanrajiban menrberi ganti rugi bagian png rusak
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atau cacat sebab adanya cacat lama tersebut, bahwa jika pembeli

tidak pemah menuntut atas kezhaliman tersebut (dengan menuntut

ganti rugi), sebagaimana argumen yang disampaikan Abu Ishaq,

tenfunya pembeli berhak menuntut ganti rugi bagian yang rusak

atau cacat sebab adanya cacat lama dalam kasus ini, ini

disebabkan pembeli tidak akan menuntaskan kezhaliman tersebut

(dengan menuntut ganti rugi).

Ketetapan ini menegaskan, bahwa Abu Ishaq sependapat

dengan pendapat yang menyatakan, pembeli tidak boleh

mengembalikan dan tidak pula menunfut ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab cacat lama, selama budak tersebut seorang

yang melarikan diri. Al Mahamili berkata: Tidak ada khilaf ulama

pada ulama madzhab kami.

Akan tetapi penulis At-Tatimmah menyampaikan pendapat

yang berlawanan, seperti pendapat llang telah dikemukakan

darinya bahwa pendapat shahih menuruttya adalah pembeli

berhak menunfut ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat lama, dia beralasan dengan tidak adanya keinginan

seorang pembeli dalam mengejar kezhaliman tersebut (menuntut

ganti rugi). Dia juga memutlakkan hal tersebut dalam kasus;

apabila pembeli melihat cacat budak tersebut setelah melarikan diri

tanpa merinci antara apakah cacat lama ifu berupa sifat melarikan

diri atau cacat yang lainnya.

Apabila dia menemukan cacat lama selain melarikan diri

pada diri budak tersebut, dimana dia pemah melarikan diri di

tangan penjual, maka dia tidak boleh mengembalikannya selama

dia masih melarikan diri dan tidak pula menuntut ganti rugi bagian

yang rusak atau cacat sebab adanya cacat lama tersebut.
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Inilah yang disampaikan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib secara

mutlak. Ketentuan tersebut mencakup masalah; apabila pembeli

rela menerirna sifatnya 5rang kerap melarikan diri tersebut. Dimana

inilah pendapat Snng shahilt, sebab melarikan diri yang baru

muncul belakangan bukanlah cacat baru dimana hal ini tidak

me-nghalangi seorang pe-rnbeli dalam pengembalian budak tersebut

yang disebabkan selain cacat ihr (melarikan diri).

Semua ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa bila

pembeli berhak menagih soal cacat tersebut, sekalipun budak

tersebut meninggal di tengah melarikan diri, maka dia boleh

menagih ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya

cacat itu kepada panjual. Madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat

dalam ketenfuan ini, bila budak tersebut melarikan diri di tangan

pembeli.

Sedang bila dia melarikan diri di tangan penjual atau dia

hilang di tengah-tengah penyerangan pasukan musuh, sebelum

penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli, maka menurut

pendapat Snng lemah. bahwa kansaksi jual beli tersebut batal

(sudah tidak berlaku lagi), sama seperti kerusakan objek jual beli.

Pendapat yang shahih dari ulama madzhab kami

menyatakan, bahwa kansaksi jual beli tersebut tidak batal, karena

budak tersebut masih tetap berharga, tetapi melarikan diri atau

hilangnya budak tersebut merupakan hal yang menetapkan khiyar

(pembatalan tersebu$ sehingga pembeli boleh mengembalikannya

karena cacat tersebut.

Kemuflakan pemlntaan Asy-Syirazi memastikan, bahwa

pembeli fidak memiliki kekuasaan untuk merealisasikan

pengembalian (budak tersebut) itu selama masa pelarian dirinya.
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Telah dikemukakan dari lbnu Ar-Rif'ah, bahwa melarikan

diri sebelum penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli

adalah sebuah alasan yang membenarkan penundaan

pengembalian budak tersebut dan jika pembeli mengugurkan

haknya untuk mengembalikan, tentunya dia boleh saja

menggugurkannya, menurut pendapat yang shahih.

Ketentuan tersebut memastikan diperbolehkannya

merealisasikan pengembalian budak tersebut selama masa

pelarian. Ketenhran bolehnya pengembalian tersebut merupakan

pendapat shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Karena, budak

tersebut tidak lagi termasuk ke dalam resiko yang harus ditanggung

pembeli setelah adanya pengembalian. Masalah ini tidak menolak

pernyataan Asy-Syirazi, karena dia hanya membicarakan

permasalahan setelah penyerahan hak kepemilikannya kepada

pembeli, dengan bukti dia mengl-,ukumi wajib memberi ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat ketika terjadi kematian.

Ar-Ruyani berkata: Jika penjual berkata kepada pembeli:

"Jangan mer.:nbatalkan transaksi jual beli tersebut, karena aktl

hendak membawanp kembali kepadamu," maka dia tidak miliki

hak khilar (pembatalan jual beli tersebut). Kita kembali ke

pembahasan melarikan diri seomng budak tersebut setelah

penyemhan hak kepernilikannya kepada pernbeli-

Perlu diketahui, bahwa ulama madzhab kami

mengemukakan pendapatnya secara mutlak dalam kasus ini

(melarikan diri seorang budak tersebut setelah penyerahan hak

kepemilikannya kepada pembeli), bahwa pembeli tidak memiliki

kekuasaan untuk merealisasikan pengembalian budak selama masa

pelarian tersebut.
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' Apabila maksudnp adalah pembeli tidak memiliki

kekuasaan unhrk merealisasikan pembatalan jual beli tersebut -dan
ifulah kesimpulan yang nampak dari pemyataan mereka-, lantas

manakah dalil !,ang menunjukkan ketenfuan tersebut dengan

disertai adanya kecacatan.

Kesimpulan lang narnpak dari pemyataan mereka dalam

masalah kain tersebut adalah bahwa kehadimn barang yang dijual

tidak menjadi syarat pembatalan tersebut, dimana dia memiliki

kekuasaan untuk menyatakan pembatalan jual beli tersebut secara

lisan ketika absennyra pernbeli, hakim dan para saksi tersebut.

Akan tetapi apakah pembatalan dengan cara tersebut wajib

dilakukan pembeli? Dalam perhan5nan ini terkandung perbedaan

pendapat.

Apabila ketndiran barang dijadikan syarat untuk menagih

kembali uang pernbelian tersebut, maka dalam kasus ini, jika

pembeli dalam masa khi5nr karena pelarian tersebut, dia bisa

menyatakan pembatalan secaftr lisan, namun penrbatalan tersebut

tidak berlaku selama dia menyatakann5n secara sepihak.

Apabila kamu mengatakan: Dalam kasus pembatalan

secara sepihak ketika absennya pembeli, hakirn dan para saksi

memiliki manfaat apabila perselisihan ihr benar adan5n, sedangkan

dalam kasus pembatalan s@ara sepihak keflka absennyra penjual,

tidak mengandung faedah apapun.

Menurutku {As-Subki): Faedahnya adalah keluamya objek

jual beli dari kepemilikannyn, dimana objek jual beli tersebut

statusnya tetap sebagai resiko yang harus ditanggung oleh

pembeli, dengan resiko Sang harus ditanggung karena penguasaan
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objek jtial beli itu, bukan resiko yang harus ditanggung karena

adanSa hansaksi jual beli.

Konsekuensingra bila objek jual beli tersebut rusak, maka

pembeli hams menan![pngn]ra sesuai nilai fukamya dan dia

berhak meminta pengembalian uang pembelian tersebut, dimana

terkadang uang pernbelian ifu lebih banyak daripada nilai tukamya

tersebut.

Jadi, sehamsnya pembeli memiliki kekuasaan untuk

melakukan pernbatalan transaksi jual beli secara sepihak, atau

mempersaksikan pembatalan transaksi jual beli tersebut yang

memberatkan pihak penjual, dimana dia membawa kesaksian itu

kepada hakim, sehingga dia (sang pembeli) menetapkan

pernbatalan transaksi jual beli tersebut di hadapan hakim, agar dia

bisa menunfut uang pembelian tersebut ketika budak tersebut telah

kernbali.

Apabila maksud yang dikehendaki pemlntaan, "Pembeli

tidak memiliki kekuasaan unhrk merealisasikan pengembalian

tersebut selama masa pelarian" adalah, bahwa pelarian itu

mempakan alasan pembenaran dalam terhrndanya penagihan

uang pembelian tersebut, karena sulitrSn merealisasikan

pengernbalian tersebut dalam sebuah kasus, maka tidak ada resiko

yang harus ditanggungnlp dalam hal pernbatalan transaksi jual beli

5nng dilakukannp di hadapan hakim atau para saksi, dimana

penyerahan uang pernbelian tersebut juga bergantung pada

kernbalinya sang budak.

Sebagaimana mereka tidak memposisikan ketiadaan barang

png dijual tersebut serta adan5n kelmasaan mengembalikannya

sebagai alasan pernbenar. Lantas apa landasan hukum mereka
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menetapkan p'elarian itu sebagai alasan pembenar (dalam hal

menunda penagihan uang pembelian tersebut)?

Jawaban yang paling mendekati kebenaran di tinjau dari sisi

diskusi tersebut adalah (landasan hukumnya) dia memiliki

kekuasaan unfuk melakukan pembatalan secara sepihak, sekalipun

dia menunda penagihan uang pembelian tersebut. Sekalipun

landasan hukumnya sulit dipahami dari penjelasan mereka.

Apabila mereka mengatakan:. "Penagihan uang pembelian

yang telah disemhkan itu tdak mungkin dilakukan di hadapan

hakim kecuali disertai penyerahan barang yang cacat ifu, jadi

ketika barang yang cacat ifu tidak ada, maka gugahn tersebut

tidak dapat dipenuhi, sebab gugatan itu tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat."

Kami menjawab: Pembeli tersebut hams

mempersaksikannya juga, jika bamng yang dijual itu berada jauh di

negara lain atau jauh dari pengadilan, maka seharusnya kita tidak

menetapkan agar pernbeli segera mengajukan pernbatalan

transaksi jual beli tersebut kepada hakim sebelum dia

mengembalikannya.

Diantara perkam yang menjadi catatan kami terkait

penagihan uang pembelian tersebut adalah, bahwa pelarian

tersebut bila dilakukan berulang-ulang, maka terkadang nilai tukar

budak tersebut berkurang lebih banyak daripada pelarian yang

dilakukan pertama kali.

Jadi, seorang budak yang kabur di tangan penjual sebanyak

safu kali, kemudian dia kabur kernbali di tangan pembeli, tenh.rnya

pelariannya yang kedua kalinya ifu harus diposisikan sebagai cacat

baru. Bila pelarian kedua itu mengakibatkan berkurangnya nilai
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tukar tersebut dengan pengurangan lebih banyak daripada pelarian

yang pertama kali, maka seharusnln pelarian kedua itu tidak

diposisikan sebagai faktor lrang menghalangi pengembalian sang

budak.

Apabila dikatakan: Bahwa pelarian yang kedua tersebut

digabungkan pada pelarian yang pertiama, dimana secara adat, hal

itu menetapkan pengembalian. Kami menjawab: Haruslah

dianalisa berdasarkan jawaban bila cacat baru yang disandarkan

pada faktor yang telah ada sebelumnya, apakah juga termasuk

resiko lnng harus ditanggung penjual? Atau termasuk resiko yang

harus ditanggung pembeli?

Jadi, bila kita menjawab dengan Jawaban kedua (termasuk

resiko yang harus ditanggung pembeli), maka dalam kasus pelarian

kedua ini, pengembalian objek jual beli sulit direalisasikan, dimana

hal ini berimbas dengan tuniutan ganti rugi bagian yang rusak atau

cacat sebab adanya cacat (pelarian) pertama'

Al Qadhi Husain telah merinci jawaban tersebut dalam

kasus bila pelarian yang terjadi di bawah kepemilikan pernbeli tidak

membuat nilai tukamya semakin berkurang, misalnya pelarian

yang dilakukan budak tersebut telah berulang-ulang terjadi di

bawah kepemilikan penjual, dan kabar mengenai pelarian budak

tersebut sudah terkenal luas, yaitu berulang-ulangnya pelarian

budak tersebut setelah itu tidak membawa dampak apapun'

Pemyataan orang lrang mengatakan secara mutlak bisa

diamhkan pada ketentuan semacarn ini. Dimana ketentuan

tersebut tidak menyoroti masalah status pelarian itu termasuk

dampak dari semua pelarian yang telah teriadi sebelumnya, karena

dampak tersebut tidak bisa dibuktikan secara nyata'

I
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Namun yang lebih tepat adalah pemlntaan ulama madzhab

kami tetap dibiarkan mutlak, dimana landasan pendapat mereka

adalah penggabungan pelarian kdua pada pela,rian pertama, dan

kita mengatakan: Pelarian (cacat)yang berhrmpu pada faktor lama,

hal itu termasuk resiko yang harus ditanggung oleh penjual.

Cabangt Seputar pendapat setnua madzhab ulama

mengenai masalah ini, apabila pembeli mengetahui adanya cacat

setelah pelarian tersebut, apabila dia masih berstafus pelarian,

Malik berkata: Pernbeli tersebut harus merninta uang pembelian ifu

dan dia tidak harus menun(Klu sampai dia menemukannya.

Sufuan Ats-Tsauri berkata: Pernbeli tersebut tidak boleh

memaksa penjual (agar menyerahkan kernbali uang pembelian

yang telah diterima) sarrpai budak tersebut meninggal dunia atau

penjual mengembalikannya. Pendapat Sufuan Ats-Tsauri ini seperti

pendapat kami (madzhab Asy-Syafi'i), bahwa kemsakan itu
termasuk resiko yang harus ditanggung penjual.

Ulama madzhab kami mengambil kesimpulan hukum

tersebut berdasarkan dalil, bahwa pernbeli tidak berhak menagih

uang pembelian, ketika sang budak dalam kondisi melarikan diri,

karena pelarian tersebut adalah situasi yang mengandung dilema

antara apakah dia masih tetap hidup atau sudah meninggal.

Jadi, bila budak itu masih hidup, maka dia berhak

mengembalikan dan meminta kenrbali uang pernbelian tersebut.

Sementara bila budak tersebut telah tiada meninggal dunia, maka

dia berhak menunhrt ganti rugi bagian png rusak atau cacat sebab

adanya cacat tersebut. Sedangkan bila kepemilikannya tidak

diketahui, maka dia tidak bisa menuntut hak tersebut.
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Asfi-Syrrazi s 'berkata: Apabila pembeli tidak'

pernah mengetahui adanya cacat tersebut sampai dia

menjualnSp kembali, maka dia tidak boleh menagih
ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya

cacat itu.

Abu Ishaq berkata: Landasan hukum mengenai

ketentuan hukum tersebut adalah bahwa pembeli kedua

menerima kezhaliman tersebut, sehingga pembeli kedua

merugi seperti merugin3n pembeli pertama, iadi
kerugian akibat adanya cacat telah hilang dari pembeli

pertama.

Mayoritas ulama madzhab kami berkata:

l-andasan hukum mengenai fidak boleh menagih ganti

rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat

adalah, bahwa pembeli pertama tidak putus asa (tidak

merasa kesulitan) unfuk mengembalikan sang budak,

alasannya karena objek iual beli tersebut terkadang

kembali kepadanya, sehingga pernbeli pertama akan

mengembalikannya kepada penjual.

Penjelasan:

Apabila kepemilikan pembeli telah hilang dari objek jual beli

tersebut dengan yang memungkinkan kembali lagi ke pembeli.

Kemudian dia mengetahui adanya cacat itu, maka tidak ada

perbedaan pendapat, bahwa objek jual beli tersebut tidak boleh

dikembalikan saat iht juga.
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Adapun soal hrntutan ganti rugi bagian yang rusak atau

cacat sebab adanya @cat, maka bila objek iual beli hilang dengan

diimbangi nilai tukar tertentu, seperti jual beli yang dicontohkan

oleh AsySyirazi, maka di sini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i

(qaulaani).

Pendapat pertama: Pendapat yang lebih unggul dari kedua

pendapat tersebut, pendapat ini ditegaskan oleh AsySyirazi dalam

buku ini, begitu juga dengan gurunlna lnitu Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib dan guru dari gurunya fihr Asy$nikh Abu Hamid, Al

Mawardi, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh, Al Juriani, AsyS5rasyi,

Ibnu Abi Ashrun dari kelompok ulama kak, Al Qadhi Husain, Al

Faurani dan Al Baghawi dari kelompok ulama Khurasan yang juga

berpegang teguh pendapat, bahwa pernbeli tidak boleh menagih

ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat

tersebut.

Dan dengan pendapat ini pulalah, jumhur ulama

berpendapat. Yaitu pendapat png telah dt-nash oleh Asy-Syafi'i

dalam Al Mukhtashan karena AsySyafi'i berkata: 'Jika seseorang

telah menjual budak perempuan tersebut atau sebagiannya,

kemudian dia mengetahui adanya cacat, maka dia tidak semestinya

menunfut ganti rugi apapun kepada peniual."

Ulama madzhab kami befreda pendapat mengenai

landasan hukum pendapat ini, sebab Abu Ishaq dan hnu Al

Haddad berkata: Karena penrbeli menerima kezhaliman tersebut

(adanya pengumngan nilai fukar), dimana pernbeli kedua bisa

menjualnya kernbali sebagairnarn pernbeli pertama menjual

kembali kepadanya, dan melepaskan diri dari kepernilikan barang
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tersebut. Ibnu Ash-shabbagh men5andarkannya juga kepada selain

mereka berdua.

Ibnu Abi Hurairah berlota: Karena pembeli pertama tidak

puhrs asa (tdak mersa kesulitan) unfuk merealisasikan

pengembalian tersebut, sebab terkadang objek jual beli tersebut

kembali kepadanya dan dia merniliki kekuasaan unfuk

mengembalikannya. Ini merupakan landasan yang paling shahih

dari kedua landasan hukum pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i,

menumt Asy-Spikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib dan

Al Mahamili.

Ar-Rafi'i berkata, Aku melihat hal ini telah di-nasrl dalam

Ikhtilaf Al Imqi5gin.

Menurutku (As-Subki): Yang benar seperti pendapat Ar-

Rafi'i dalam bab Al ll<htilaf fii Al Aib (perbedaan pendapat seputar

kecacatan).

AsyS5pfi'i berkata: "Apabila seseorang membeli budak

perempuan muda atau kain tersebut, lalu dia menjual kembali

separuh budak perempuan, kemudian dia melihat cacat pada

budak perempuan tersebut, maka pembeli pertama tidak boleh

mengembalikan separuh objek jual beli tersebut dan juga tidak

boleh menuntut penjual agar menanggung kekurangan (nilai tukar)

barang yang cacat tersebut.

Ihtakanlah pada pembelir Kembalikan budak perempuan

tersebut atau pertahankanlah. Dia hanya boleh menuntut

pengurangan (nilai tukar) karena cacat tersebut bila budak

perempuan tersebut meninggal dunia atau dimerdekakan, jadi

budak perempuan tidak boleh dikembalikan karena alasan apapun.
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, Atau muncul cacat baru yang terdapat pada budak

perempuan di tangan pembeli, sehingga dia tdak berhak

mengembalikannya karena alasan apapun. Adapun jika dia telah

menjualnya atau menjual sebagiannyra, maka ada kemungkinan

pembeli mengembalikannla, lalu (bila) peniual bersedia

menanggung cacat tersebut, maka pembeli tidak boleh

mengembalikan budak perempuan ifu.

Dia hanya berhak menuntut pengurangan (nilai fukar)

karena adanya cacat tersebut, sebagimana dia fidak berhak

menahan sang budak di tangannya dan menunfut penguangan

(nilai tukar) karena adanya cacat," inilah pemyataan AsV-Syafi'i.

Akan disampaikan dari zasrl Asy-Syafi'i yrang dimuat dalam

Al Buwaithi, keterangan yang mendukung pendapat Abu Ishaq

mengenai landasan hukum tidak boleh menuntut ganti rugi bagian

yang msak atau cacat sebab adanya cacat lama (kecacatan 5nng

ada sebelum transaksi jual beli), 5rang dibuat alasan pendapatnya.

Mereka menentang landasan hukum perrdapat Abu Ishaq

tersebut dengan menyatakan bahwa selain perriual barang tersebut,

tidak boleh menenhrkan pilihan karerra cacat barang tersebut

untuk orang lain.

Pendapat kedua' Yaihr hast briih 5nng dilakukan oleh hnu
Suraij. Dimana pembeli berhak memperoleh ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat lama. Ibnu Al Hasan dan lbnu

Abi laila pun berpendapat seperti ini. Yaitu pendapat 5nng lebih

shahih menurut madzhab Maliki.

Pendapat ini telah disampaikan oleh As-lrsyirazi dalam .4/-

Tanbih. Karena dia berkata: "Menurut sebtrah pendapat yang

lemah (Qiila:b Pernbeli berhak menunhrt pengernbalian (nilai tukar
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dimana kecacatah telah mengurangi nilai fukamya), namun

pendapat ini tidak pantas dijadikan pegangan."

Penilaian lernahnya pendapat ini memberi kepastian bahwa

pendapat itu adalah pendapat ulama madzhab l<amr (unih) bukan

Qaul Asy-Syafi'i. Karena menurut Asy-Syirazi bahwa sejumlah

pendapat Asy-S3afi'i yang telah dianalisa (hasil analisa fikih) tidak

disandarkan kepada Asy-Syafi'i.

Ini merupakan pendapat hasil analisa fikih, dimana Ibnu

Suraijlah yang telah menganalisanya. Ulama yang mengutipnya

juga amat sedikit, di antaranya adalah Al Imam Haramain,

sebagaimana keterangan yang akan kami sampaikan dari Al Imam

Haramain dan Al Ghazali.

lbnu Daud telah menceritakan, bahwa penulis At-Taqrib

telah meriwayatkannya dari ulama madzhab kami. Ar-Rafi'i

berkata: Dalam riwayat Al Buwaithi, ada keterangan yang

memastikan demikian: hnu Ar-Rifah berkata: Inilah pendapat

shahih ulama madzhab AslrSyafi'i, sebab dalam Al Mukhtashar

ada keterangan, "Apabila seseorang membeli seorang budak laki.

laki, lalu dia menjual kembali separuh budak tersebut, kemudian

dia menemukan cacat, maka dia tidak menuntut pengembalian

nilai tukar, dimana kecacatan tersebut telah mengurangi nilai

hrkamya, kecuali dia mengembalikan sanuanya.

Menurut sebuah pendapat 5ang lemah: Penjual tersebut

diberikan kebebasan memilih, apabila dia berkeinginan menarik

kembali separuh yang berada di bawah kepemilikannya, lalu

penjual menjadi mitra pembeli terkait kepemilikan separuh

tersebut, yaitu orang yang membeli budak tersebut dari penjual,

maka hal itu dibolehkan. Jika tidak denrikian, maka dia boleh
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menuntut pengembalian nilai fukar cacat tersebut kepada penjual.

Ketentuan terakhir ini lebih kusukai," inilah pemyataan hnu fu-
Rif'ah.

Menurutku (As-Subki): Aku telah melitat nash Snng telah

disebutkan itu dalam Mukhtashar Al Buwaithi, dalam bab png
menerangkan barang yang dibeli, lalu cacat tersebut ditemukan
pada barang itu, dan aku melihat pula sebelum bab tersebut dalam

bab Qiradh, keterangan apabila seseorang mernbeli suahr barang

dan dia telah menerimanya, dimana dia mengadakan kontak
kemitraan bersama orang lain dalam barang tersebut.

Maka jika dia menemukan cacat pada barang tersebut, lalu

salah safu dari kedua mitra berkeinginan mengembalikannya,

sementara mitra yang lain tidak pernah berkeinginan

mengembalikannya, maka keinginan itu fidak wajib dipenuhi
penjual, karena dia menjual budaknSa secara utuh (tidak terbagi-

bagi).

Jadi, pernbeli tidak boleh mengernbalikan sebagian objek
jual beli tersebut kepada penjual, sementara miha pembeli boleh

mengembalikan kepada pihak yang mengajaknla mengadakan

kontrak kemitraan tersebut. Jadi, bila sebagian objek jual beli itu
telah dikembalikan kepada pembeli, maka pembeli boleh

mengembalikannya.

Sementara bila miha pembeli menolak untuk
mengembalikan sebagian objek jual beli tersebut, maka pembeli

boleh menuntut pengembalian separuh dari nilai hrkar cacat

tersebut kepada penjtral. Menurut sebuah pendapat yang lemah:

"Pembeli tersebut tidak berhak menunfut pengernbalian nilai hrkar
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apapun," inilah penryataan Aryi-Spfi'i dalam Mul<htashar Al
&ilnithi.

Nash AsySSafi'i tni menrberi kepastian hokum, bahwa

pernbeli tidak boleh menunhrt pengembalian nilai hrkar cacat

tersebut ketika sernua barang telah dijual kembali. Karena Asy-

Syafi'i ketika mitra pembeli menolak pengernbalian tersebut, dia

mernufuskan (pengenrbalian) separuh ganti rugi bagian png rusak

atau cacat sebab adanya cacat tersebut, sebab menunrt pendapat

yang lain pembeli tidak berhak menunhtt pengembalian nilai tukar

apapun.

Jadi, di saat terjadi peniualan kembali semua barang

tersebut, pembeli tetap berhak mernperoleh ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanln cacat secara ufuh, dalam kasus ini,

tentunya ganti rugi bagian yang rusak atau cacat secara utuh ifu

lebih berhak dia peroleh.

Tatkala Asy-$nfi'i tdak memutuskan hukum bolehnya

menuntut pengembalian nilai hrkar cacat ifu kecuali kadar barang

yang tersisa di bawah kepemilikannla, maka hal itu membuktikan,

bahwa objek jual beli yang telah keluar dari kepemilikannSn tidak

merniliki ganti rugi cacat apapun.

Nash Asy-Syafi'i ini telah disebutkan oleh hnu Suraij

bersamaan dengan tnsh A4rSyafi'i yang dimuat dalam

Mul<hbshar Al Muani, karena kedua nasi tersebut memiliki

pandangan yang berbda dalam masalah apabila seseorang

menjual kernbali sebagian barang tersebut.

Kami dapat menyimpulkan pendapat Asy-Syafi'i mengenai

masalah; apabila penrbeli telah menjual kembali separuh barang

tersebut, disini berlaku dua pendapat:
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ganti rugi

tersebut.

Pertama: Pembeli berhak menunhrt pengembalian separuh

bagian lnng rusak atau cacat sebab adanya cacat

Kduat Dia tidak berhak menuntrt pengernbalian apapun.

Adapun rasri Asy-Syafi'i lainnln, gong telah dikernulokan

sebelumnya dari Al Buumithi, di dalamnya mengandung dua

pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda:

Pendapat pertama: Pernbeli tidak berhak menuntut

pengembalian apapun. Seperti pendapat Asy-Syafi'i Snng ada

dalam kasus ini.

Pendapat kdua: Mengandung kemungkinan lain. Yaihl

pem5ataan Asy-Syafi'i: "Pembeli berhak menuntut pengembalian

nilai tukar cacat kepada panjual. Ketentuan terakhir ini lebih

kusukai." Ada kemungkinan png dikehendaki Asy-Syafi'i adalah

nilai tukar kecacatan yang terdapat dalam separuh yang tersisa di

bawah kepemilikan pembeli.

Sehingga nash tersebut sinkron dengan nasi lain yang

dimuat dalam Al Buwaithi. Jika demikian, maka rasb tersebut

tidak ingin menegaskan bahwa apabila pembeli telah manjual

kernbali sernua barang tersebut, maka pembeli berhak menunfut

pengernbalian ganti rugi bagian png rusak atau cacat secara ufuh

karena cacat Sang ada, bahkan nash iqrsebut ingin menegaskan

bahwa pembeli berhak menunh.rt pengembalian (ganti rugi bagian

yang rusak atau cacat sebab adanya cacat ifu).

Ketenfuan hukum ini dikuatkan oleh pernyataan Asy-Syafi'i:

"Apabila dia berkeinginan menarik kembali separuh yang berada di

bawah kepemilikannya, lalu penjual menjadi mitua pernbeli terkait
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kepemilikan separuh'tersebut, yaifu orang yang membeli budak

tersebut dari penjual, maka halihr dibolehkan.;'

Kesimpulan yang nampak dari pernyataan Asy-Syafi'i

tersebut adalah, bahwa penjual boleh menarik kembali separuh

barang miliknya beserta separuh uang pembelian tersebut dan dia

tidak berhak menyerahkan ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

sebab adanya cacat itu dari separuh barang yang telah dijual

tersebut.

Kedua kesimpulan ini membuktikan, bahwa interpretasi

nasi Asy-Syafi'i dalam Al Buwaithi sesuai dengan kemungkinan

ini, agar ada titik temu antara kedua pemyataan Asy-Syafi'i yang

berbeda tersebut.

Jadi, dalam masalah menuntut ganti rugi bagian yang rusak

atau cacat sebab adanya cacat tersebut, tidak perlu ada jawaban

hasil analisa (Takhri) yang dikehendaki oleh pendapat yang telah

dianalisa oleh hnu Sumij, seperti pendapat milik Ar-Rafi'i dan hnu
Ar-Rif'ah.

Bahkan dalam masalah menuntut pengembalian ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat tersedlt, ada

nash lain yang mendukung salah satu dari kedua pendapat Asy-

Syafi'i yang telah disebutkan dalam menjawab masalah tersebut.

Hal ini sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh Abu Ishaq,

"(Pembeli kedua) menerima kezhaliman tersebut," karena alasan

inilah, Asy-Syafi'i hanya menetapkan ganti rugi bagian yang rusak

atau cacat dari separuh barang tersebut.

Bila puhrs asa (merasa kesulitan dalam mengembalikan

sang budak) itu adalah landasan hukum tersebut, tenfunya tidak

ada kalajiban apapun, karena dia masih bisa mengembalikan
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objek jual beli tersebut. Atau wajib memberi ganti rugi

kesemuanya, bila kemungkinan ini tidak dapat dipastikan sebab

jauhnya objek jual beli tersebut.

Hanya saja nash AsySyafi'i yang dimuat dalam N
Buwaithi, dalam bab yang menerangkan tentang suatu barang

yang jumlahnya relatif sedikit, dimana barang itu terkena cacat, ini

dikutipnya dan lkhtilaf Al Inqi5yin Sernentara pendapat yang

dijumpai dalam N Umm mengenai masalah tersebut, yaitu

pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah adalah, "Pembeli tersebut

tidak berhak menuntut pengembalian apapun," dan dari pendapat

hnu Abi Laila, "Pembeli tersebut boleh mengembalikan objek jual

beli yang dimilikinya kepada penjual, sesuai estimasi uang

pembeliannya."

Apabila pemgataan Asy-Syafi'i dalam Al Buwaithi

"Menurut sebuah pendapat, penjual boleh dipaksa." Pendapat

yang dikehendakinya adalah pendapat hnu Abi Laila. Jadi, dalam

nash Asy-Syafi'i tersebut tidak ada keterangan yang dapat

dijadikan pegangan, dan juga bukan karerra nash tercebut hendak

menegaskan sebuah pendapat milik Asy-S5nfi'i.

Sepengetahuanku, metode penulisan semacam ifu dalam

mengutip jawaban dari para ulama, dimana Asy-Syafi'i

meriwayatkan pendapat dari mereka, bukanlah kebiasaan Al

Buwaithi dalam metode penulisannya, atau jikapun demikian, dia

harus menyebutkan nama-nama mereka secara jelas. Singkatnya,

interpretasi nash tersebut telah dikemukakan dan keberadaan

perbedaan pendapat dalam masalah penjualan kembali separuh

barang tersebut menjadi nyata dengan nashkeAua serta nashyang

dimuat dalam Mukhtashar N Muzani.
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' Adapun dalam soal penjualan kembali seluruh objek jual

beli, pendapat yang di-nash adalah, 'Pembeli tidak berhak

menunhrt pengembalian ganti rugi bagian yang msak atau cacat

sebab adanln cacat tersebut-" Dalam masalah penjualan kembali

seluruh objek jual beli ini, ada pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i lainnya (waihl yang diriwa5ntkan dari lbnu Suraij dan dari

riwayat penulis At-Taqrib.

Aku tdak mengetahui dengan alasan apa hnu Suraij

menganalisanya. Aku melihat dalam Al Buwaithi keterangan yang

mungkin bisa diposisikan sebuah sumber Ar-Rafi'i sebelum bab

Syirkah.

Ar-Rafi'i berkata dengan mengutip langsung pemyataan

Asy-Syafi'i, Apabila seseorang membeli suafu barang, dimana

pada barang tersebut terdapat cacat, kemudian timbul cacat

lainnya cii bawah kepernilikan pembeli, maka dia tidak boleh

mengembalikan kepada penjual, namun dia berhak menunhrt

pengembalian nilai fukar cacat tersebut ditinjau dari segi bahwa dia

tidak pemah bisa mengembalikan objek jual beli yang sama seperti

yang dia terima, karena cacat yang timbul di bawah

kepemilikannsa.

Namun bila seseorang mernbeli (suatu barang), dan pada

barang tersebut terdapat cacat kemudian timbul cacat yang lain di

bawah kepernilikannya, kemudian cacat 5ang timbul di bawah

kepenrilikanryra itu telah pulih kembali, maka pernbeli boleh

mengembalikannya.

Abu Ya'qub Fitu pengarang Al Buwaithi berkata: Apabila

pembeli telah menjualnya kembali, maka ketentuan hukumnya

demikian yaihr, memastikan bahwa penjualan kembali objek jual
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beli tersebut sama seperti timbulnya: cacat baru, sehingga dia

berhak menuntut ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat tersebut.

Inilah kesimpulan lang dikehendaki oleh pendapat hasil

analisa fikih yang dilakukan oleh hnu Sumij, seperti komentar

yang disampaikan Ar-Rafi'i.

Akan tetapi hal itu masih menyisakan pertianlnan; Apakah

pemyataan di atas merupakan pemyataan Al Buwaithi sendiri atau

diriwayatkan dari Asy-Syafi'i? Unhrk menemukan jawaban yang

sebenamya perlu dilakukan dikaji kembali. Namun kesimpulan

lnng nampak dari redaksi tersebut adalah yang pertama. Al Imam

Haramain telah meriwalntkannya dari riwa5rat penulis At-Taqrib

berupa pendapat Asy-S5nfi'i (qaul), tetapi itu dalam menjawab

masalah apabila pembeli kedua rela menerima cacat tersebut,

dimana Al Imam Haramain berkata, bahwa qitns tersebut

menyatakan boleh menunhtt pengembalian ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat tersebut.

Pemyataan Al Imam Haramain tersebut memberi kepastian

bahwa bila kita mengatakan ketiadaan hak menuntut

pengembalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat karena cacat

tersebut ketika pembeli kedua rela menerimanSa, maka dia lebih

tidak berhak lagi menuntut pengembalian ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat, sebelum dia melihat cacat

tersebut dan rela menerimanla.

Apabila kita mengatakan, bahwa pernbeli kedua berhak

menunhrt pengembalian ganti rugi bagian lpng rusak atau cacat

sebab adanya cacat, apabila dia rela menerimanya, maka sebelum

dia melihat cacat tersebut, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-
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Syafi'i (wajhaanil. Sebagaimana hilangnya kepemilikan objek jual

beli dengan cara dihibahkan.

Namun yang lebih tepat, bahwa dia tidak berhak menuntut

ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat

tersebut, karena pengernbalian yang dilakukan pembeli kdua
sebab adanya cacat tersebut kepada pembeli pertama dapat

direalisasikan sertia jelas bisa diberlakukan, sesuai dengan aturan

muanalah.

Apabila pengembalian tersebut bisa direalisasikan, maka

tuntutan pengembalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

sebab adanya cacat itu sangat dapat terealisasi. Sedangkan qips
menurut Al Imam Haramain dalam masalah; apabila kepemilikan

objek jual beli tersebut hilang dengan cara dihibahkan, pembeli

berhak menunfut pengernbalian ganti rugi bagian yang rusak atau

cacat sebab adanya cacat tersebut, dia menyandarkan qit/as

tersebut pada madzhab berbagai kelompok orang dari kalangan

ulama ahli Tahqiq.

Berdasarkan ketemngan lrang telah kami sebutkan itu,

kamu dapat memperoleh kesimpulan yang jelas, bahwa

sehamsnya bisa dikemukakan dalam masalah ini, dua riwayat

pendapat yang berbda:

Riwayat Pendapat pertama: Memastikan tidak adanya hak

menuntut pengembalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

sebab adanya cacat tersebut. Seperti kesimpulan pendapat yang

dikehendah nash AsySyafi'i dan juga pernyataan mayoritas ulama

madzhab kami.
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Riwayat Pendapat kedua: Menyampaikan perbedaan

pendapat tersebut. Kemudian perbedaan pendapat tersebut sesuai

dengan urutan yang telah dikemukakan.

Al Ghazali berkata: Apabila pembeli melihat cacat tersebut

setelah pengambil alihan hak milik secaftr paksa oleh $nfii'(pihak
yang memiliki hak sytfbl), maka tidak ada hak pengembalian

objek jual beli tersebut dan tidak pula ganti rugi bagian yang rusak

sebab adanya cacat. Karena dia telah mengedarkan barang itu

kepada orang lain.

Hal itu menuntut kami menSnmpaikan pendapat yang sama

dalam masalah jual beli tersebut. Seperti ketentuan hukum yang

telah disampaikan oleh mayoritas ulama ma&hab kami dan nasrl

fuy-Syafi'i tersebut.

Akan tetapi Al Ghazali dalam kasus ini berbeda pendapat,

karena dia berkata: Pendapat yang paling shahih menyatakan

wajibnya memberi ganti rugi. Sementara komentar yang dia

sampaikan dalam bab Syufah sangat tepat, karena pendapatnya

sesuai Dengan pendapat mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i-

Pelajaran penting: Al Ghazali, dan sebelumnya ada Al

Imam Haramain, berkata: Bahwa perbedaan pendapat yang telah

disebutkan itu hampir menyerupai dua pendapat Asysyafi'i dalam

masalah, bahwa para salrsi yang menyampaikan kesaksian palsu,

apabila mereka memberi kesaksian yang memberatkan seseorang,

yaitu yang berhubungan dengan barang berharga (harta), dimana

mereka menarik kembali kesaksiannya setelah keputusan tersebut

dijatuhkan, apakah mereka harus menanggung ganti rugi harta,

berdasarkan dua pendapat tersebut?
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Tidak aida perbedaan penda'pat satna sekali, mereka harus

menanggungnya dalam kasus pemerdekaan dan talak, karena tidak

ada faktor yang membuat kedua hal tersebut diterima. Sementara

keterhalangan dalam merniliki harta ifu bisa saja hilang, misalnya

pihak yang menerima kesaksian yang meringankannya (masyhud

lah) mengakui (kesaksian tersebut palsu), yaitu dan sulitnya

pengernbalian dalam kasus penjualan kembali objek jual beli yang

cacat tersebut bisa saja hilang dengan kembalinya kepemilikan

barang tersebut. Jadi, sulitnya pengembalian itu seperti kesaksian

palsu dalam kasus pertama.

Al lmam Haramain menganalisa dengan men!rusun jawaban

sesuai pertanyaan tersebut. Pendapat shahih ulama madzhab Asy-

Syafi'i menyatakan, bahwa para saksi palsu itu harus menanggung

harta tersebut. Kesimpulan dari pordapat di atas adalah, bahwa

pendapat yang paling shahih menyatakan wajib memberi ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat, seperti pendapat

yangdi-shahil>kan oleh Al Ghazali dalam kasus ini.

Al Imam Haramain dalam contoh kasus yang telah

dikemukakan sebelumnya, menyatakan bahwa kewajiban

membayar ganti rugi bagian lrang rusak atau cacat sebab adanya

cacat merupakan pendapat qiyas- Tetapi mayoritas ulama

madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hal itu berdasarkan pada

nasrl Asy-Syafi'i dan juga penilaian shahih oleh Al Ghazali dalam

bab Sytfah adalah sebaliknya.

Cabang' Berdasarkan hasil analisa fikih lbnu Suraij:

Apabila pembeli pertama telah menerima ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat lama (yang ada sebelum
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terjadinya transaksi jual beli), kemudian pembeli barang (kedua)

mengembalikan kepada penjual karena cacat lama itu juga, maka

apakah dia boleh mengembalikannya besertia ganti rugi bagian

yang rusak atau cacat sebab adanyra cacat tersebut dan dia

meminta pengembalian uang pembelian tersebut? Dalam jawaban

masalah ini, terdapat dua pendapat ulama ma&hab Asy-

Syafi'i(wajhaani).

Pelajaran penting: Apabila kamu telah mengetahui jawaban

masalah tersebut, maka perkataan Asy-syirazi: "Pembeli tersebut

tidak boleh menagih ganti rugi bagian yang rusak sebab adanya

cacat lama tersebut," ini mencakup masalah apabila pembeli kedua

melihat cacat tersebut dan dia rela meneriman5A, serta masalah;

apabila dia tidak pemah melihaturya sama sekali-

Pendapat Asy-Syirazi tersebut maupakan pendapat yang

lebih unggul (azhhar) dalam kedua kasus memiliki, serta sesuai

dengan nasrl Asy-Syafi'i. Masing-masing dari kedua kasus tersebut

terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi urutannya sesuai

dengan kesimpulan yang dikehendaki oleh pemptaan Al Imam

Haramain, karena dalam kasus kedua tersebut, sangat iauh

kemungkinannya untuk menuntut ganti rugi bagian atau cacat

karena hampir dimungkinkan (cacat tersebut hilang).

Boleh dikatakan dalam urutannya seperti berikut ini: Bila

kita membuat landasan hukum tersebut karena menerima

kezhaliman itu, maka pembeli tidak berhak menuntut

pengembalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat setelah objek jual beli dijual kembali, kecuali misalnya

obiek jual beli tersebut dikembalikan kepadanya.
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Apabila kita membuat lanidasan hukum tersebut karena

pufus asa (merasa sulit) mengembalikannya, dimana keputusasaan

(merasakan kesulitan dalam pengembaliannya) yang sebenamya ifu

tidak pernah terjadi dalam kedua kasus tersebut. Tetapi dalam

kondisi kerelaan pernbeli kedua menerima kecacatan tersebut

hampir mendekati keputusasaan (merasa kesulitan) pengembalian

tersebut, karena kepemilikan tersebut akan kembali. Di samping

ihr, jika kepemilikan itu kembali, maka kepemilikan itr akan

kembali melalui peralihan kepemilikan yang baru, jadi di dalam

kondisi kerelaan pernbeli kedua menerima cacat ifu terjadi

perbedaan pendapat tersebut.

Sedangkan sebelum melihat kecacatan tersebut, kembalinya

objek jual beli bukanlah sesuahr yang sulit terjadi dan hampir

dimungkinkan objek jual beli itLr kembali dengan cara

pengembalian objek jual beli melalui kepemilikan pertama. Jadi,

perbedaan pendapat yang terjadi dalam kondisi sebelum melihat

kecacatan tersebut sangat kuat-

Qigs tersebut hanlra berlaku ketika dalam kondisi kerelaan

pembeli kedua menerima cacat tersebut atau pembeli pertama

menunfut pengembalian ganti rugi bagian yang msak atau cacat

sebab adanya cacat tersebut, karena belum tentu dengan adanya

tabarru'(menerima kondisi caca$ dari pernbeli kedua tersebut,

otomatis hak pembeli pertama gugur.

Kesimpulan yang dikehendaki nash Asy-Syafi'i dan

pemyataan mayoritas ulama adalah tidak adanya hak menuntut

pengembalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adanya cacat dalam kedua kasus tersebut.
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Kami tidak mengatakan gugumya hak pembeli pertama,

akan tetapi ada harapan kembalinya objek jual beli tersebut

kepadanya, sehingga pembeli pertama bisa mengembalikannya,

atau objek jual beli yang sudah len5rap secam keseluruhan, maka

dia berhak menuntut ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

sebab adanya cacat itu.

Al Mawardi berkata: Bahwa apabila pembeli kedua rela

menerima cacat tersebut, maka gugumya ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat, dimana pengembalian

tersebut juga telah memiliki kekuatan hukum lnng tetap (tidak bisa

dirubah).

Pendapat yang disampaikan oleh Al Mawardi ini

sebenarnya didasari pendapat Abu Ishaq, atau diinterpretasikan

bahwa gugumya hak tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap

selama objek jual beli tersebut hilang dari kepemilikan pembeli

pertama.

Dikecualikan dari pemyataan Asy-Syrrazi tersebut masalah

apabila pembeli menjualnya kembali setelah mengetahui cacat

tersebut, maka haknya gugur, karena penjualan itu merupakan

bentuk penerimaan kondisi cacat tersebut.

Bagian akhir pemyataan AsySyirazi memberikan

pemahaman, bahwa selama objek jual beli tersebut hilang dari

kepemilikan pembeli. SejatinSa objek jual beli tersebut masih tetap

berada di bawah kepemilikan pembeli dalam kondisi bisa

kernbalinya kepemilikan objek jual beli tersebut. Jadi, jika satu dari

sekian banyak syarat ifu tidak terpenuhi, maka hal ini akan

dipaparkan dalam pemyataan Asy-Syirazi. InsSn Allah Tabla.
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' Dapat dipahami pula dari pemyataan Asy-Syirazi tersebot

bahwa terlihatnya kondisi cacat tersebut oleh pembeli dan dia tidak

mqnberitahukannya pada saat objek jual beli tersebut berada di

tangan pernbeli kedua, tidaklah membatalkan haknya, sekalipun

dia menltnlnya disertai syarat khiyar, dimana pembeli kedua

mengetahui cacat tersebut selama masa khiyrn maka pembeli

kedua tdak boleh membatalkan pembelian sampai pembeli

pertama membatalkan pembelian tersebut atau dia

mengembalikann5ra karena adanya cacat tersebut, dimana pembeli

kedua boleh mengembalikannya kepada pembeli pertama.

Dengan tidak melakukan pembatalan pembelian tersebut,

haknya unhrk mengembalikan tidak gugur, inilah yang dinyatakan

oleh penulis At-Tahdzib.

Merrurutku (As-Subki): Dalam masalah terlihatnya cacat

tersebut oleh pembeli dan dia tidak memberitahukannya,

jawabannya perlu dikaji ulang; Apabila hal itu terjadi pada masa

khiyar bagi p€njual atau keduaduanya, maka pembeli memiliki

kelmasaan unfuk mengembalikannya, apalagi di saat kita

mengatakan, bahwa kepemilikan objek jual beli tersebut tetap ada

pada pernMi pertama tersebut.

C-abangr Apabila seseorang membeli sehelai kain, lalu dia

mernotong-rnotongn5n, atau mencelupnya dengan zat palama,

kernudian dia menjualnya kembali, lalu dia mengetahui adanya

cacat pada kain tersebut, maka dia tidak berhak menunfut

pengernbalian ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab

adangra cacat ifu, karena dia telah menerima kezhaliman tersebut,

dan dia juga udak merasa kesulitan dalam mengembalikannya.
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Bila penjual menerimanya dalam kondisi terpotong-potong

atau dicelup, maka penjual hants menyerahkan nilai tukar

pemotongan kain atau celupan tersebut kepada pernbeli-

Asy-Syrran &, berkata: Apabila pembeli kedua

mengembalikannya sebab adanya cacat tersebut kepada
pembeli pertama, maka pembeli pertama boleh
mengembalikannya kepada penjual, karena

pengembalian itu masih dimungkinkan bagl pembeli
pertama, dan dia tidak pernah menerima kezhaliman
tersebut.

Penielasan:

Terkait ketentuan hukum ini, tidak ada pertedaan pendapat

di dalamnya. Ketenfuan hukum ini dilandasi, alasan mayoritas para

pengikut madzhab Asy-Syafi'i yang pertama, yaifu tidak merasa

kesulitan unhrk mengembalikannya, sementara menuntt Abu Ishaq

dilandasi alasan kedua yaiht, tidak menerima kezhaliman itu.

Ulama madzhab kami sepakat, bahwa aspek cacat dan

kembalinya kepemilikan objek jual beli tidak dibicarakan dalam

kasus ini. Penyebabnya adalah bahwa pengembalian tersebut

membatalkan kasus transaksi jual beli yang baru, dimana

kepernilikan yang telah ada sebelum adanya transaksi baru itu

muncul kembali, jadi objek jual beli yang kernbali ih-r bukanlah hak

kepemilikan yang baru.

Penyebab munculnya keragaman pendapat dalam hal

pengernbalian setelah cacat dan kembalinya kepernilikan tersebut,
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dimuat dalam contoh kasus yang akan kami sebutkan dari orang

yang berpendapat berdasarkan metode yang telah disebutkan,

bahwa objek jual beli yang kembali itr-r adalah kepemilikan yang

baru, padahal pengembalian itu tidaklah demikian.

Diriwalntkan dari Abu Hanifah, "Bahwa apabila pembeli

mengembalikannya melalui puiusan Hakim, maka transaksi jual

beli tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak awal transaksi itu

diadakan dan pernbeli kedua boleh mengembalikannya kepada

pembeli pertama. Apabila objek jual beli tidak dikembalikan

melalui kesepakatan suka sama suka, maka transaksi jual beli

tersebut sudah tidak berlaku lagi seketika itu juga. Jadi, dia tidak

boleh mengembalikannp.

Al Faurani berkata: Bagaimana bisa, stafus transaksi jual

beli itu sudah tidak berlaku sejak awal kontrak itu diadakan.

Me-nurutku (As-Subkil: Jika melihat kesimpulannya,

pendapat ini menolak pendapat yarry shahih ulama madzhab Asy-

Syafi'i. Akan tetapi melalui mekanisme tanya jawab, dapat

dikemukakan demikian: Jika kita mengatakan: Bahwa transaksi

jual beli itu sudah tidak berlaku sejak pembatalan transaksi

tersebut, maka objek jual beli yang kembali itu hakikatnya adalah

hak milik yang pertama, dimana ihr diperoleh melalui pembelian

tersebut. Hal tersebut, dikarenakan pembelian kedua ifu otomatis

batal dengan sendirinya, dimana pengembalian itu sebagai bentuk

pembatalan pembelian, bukan sebab yang baru adanya

kepemilikan yang lain.

Abu Hanifah b€rbeda pendapat dengan madzhab kami, dia

berkata: Apabila pernbeli kedua mengembalikannya sebab adanya

cacat, maka pernbeli pertama tidak boleh mengembalikannya
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setelah diterima, kecuali objek jual beli itu dikembalikan melalui

pufusan hakim.

Padahal pengembalian itu sesuai dengan hukum asalnya

yang telah dikemukakan, yaitu hukum asal yang meletakkan

pengembalian itu tanpa melibatkan hakim, ini sann seperti

kesepakatan pembatalan transaksi jual beli (iqaalah).

Cabang' Pembeli kedua tidak boleh mengernbalikannp

kepada penjual pertama, karena dia tidak menerirn hak milik

tersebut dari penjual pertama ifu. Al Baghawi dan Ar-Raf i

menlnmpaikannya hal ini s@ara mutlak, dimana inilah pendapat

shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Dalam cabang masalah ini, ada pendapat lain yang

berbeda, yaitu bahwa jika penjual kedua pergr jauh atau zudah

meninggal, dimana alat fukar tersebut sejenis dengan alat fukar

yang pertama, pembeli kedua boleh mengembalikannSra kepada

penjual pertama tersebut. Karena, harta milik peniual kedua yang

ghaib(pergi jauh itu)telah kembali ke penjual pertama tersebut-

Jika penjual kedua ifu seorang yang hadir, dirnana oblek

jual beli juga dikembalikan kepadanya, maka kesimpuhn 5ang

nampak dari kondisi pengembalian tersebut adalah, bahura penjual

kedua (pembeli pertama) juga boleh mengembalikannya kepada

penjual pertama. Penulis At-Tatimmah telah menlBmpaikannya,

dia berkata: Pendapat tersebut adalah pendapat yarg slmhih dan

ulama madzhab Asy-Syafi'i.
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Asy-Syirazi e berkata: 'Apabila cacat ifu muncul
di bawah kepemilikan pembeli kedua, lalu dia menuntut
kepada pembeli pertama agar menanggung ganti rugi
bagran yang rusak atau cacat sebab adanya cacat
tersebut, maka pembeli pertama berhak menunfut
kepada penjual barang, sebab dia putus asa (merasa
kesulitan) unfuk mengembalikannya, dimana dia tidak
pemah menerima kezhaliman tersebut.

Penjelasan:

Segolongan ulama dari ulama madzhab kami

menyampaikan perrdapat diatas secara mutlak, sama seperti
pemyiataan yang disampaikan Asy-Syirazi, bahwa apabila pembeli

kedua menunfut pernbeli pertama agar menanggung ganti rugi
bagian yang rusak sebab adanya cacat, maka pembeli pertama

berhak menunfut penjualnya agar menanggung ganti rugi tersebut.

Karena dia pufus asa (merasa kesulitan) unfuk
mengembalikannlra, lraifu disebabkan timbulnya cacat baru.

Dirinya tidak pernah menerima kezhaliman (adanya cacat barang
saat jual beli) tersebut, karena hendak menuntut ganti rugi bagian
yang rusak atau cacat sebab adanya cacat tersebut dari penjualnya

tersebut.

Diantara ulama yang berpegang pada pendapat tersebut,

sebagaimana Asgrsyimzi, mereka itu adalah Asy-Syaikh Abu
Hamid, Al Qadhi Abu Ath-ThaSryib dan Al Mahamili.
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Asy-Syirazi mengatakan, bahwa tunfutan pengembalian

ganti rugi ini adalah berdasarkan kedua argumen tersebut secara

bersamaan.

Sedangkan Ar-ttafi'i berpendapat dengan berpedoman

pada pendapat masyhur, yrang berlaqanan dengan hasil analisa

fil,rh ltakhri) hnu Suraii: Bahwa apabila adanp cacat baru muncul

di tangan pembeli kedua, kemudian cacat lama terlihat, maka

untuk menemukan jawaban yang sebenamya tranrs dikaii; bila

pembeli pertama telah menerima kembali obyek jual beli tersebut

yang disertai cacat baru tersebut, maka peniualnp diberikan

ka,uenangan memilih. Jadi, apabila dia menerimangra, maka hal itu

diperbolehkan. Jika tidak, maka panbeli pertama berhak

menuntut ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya

cacat lama tersebut dari penjualnya.

Diriwayatkan dari Abi Al Husain, -lnihr Ibnu Al Qaththan-

bahwa pembeli pertama tidak boleh menuntutrya, dimana

penerimaan kembali barang tersebut oleh pernbeli pertama

menrpakan benfuk kerelaan dirinlA menerima cacat (lama

tersebut).

Apabila penrbeli pertama tidak pernah menerirnanya, dan

dia menanggung ganti rugi bagian yang rusak atau cacat terhadap

pembeli kedua, malG dalam masalah hrnhrtan pengembalian ganti

rugi bagian ltang rusak atau cacat oleh pernbeli pertama kepada

penjualnya, ada dua pendapat ulama madzhab AslrSltafi'i-

Pendapat pertama: Pembeli tdak berhak menuntut

penjualnya agar menanggung ganti rugi tersebut. Ibnu Al Haddad

berkata, Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Al

Faurani dan Al Mawardi. Karena, jika pembeli pertama menerima
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objek'jual beli !,ang cacat tersebut, dan penjualnya tidak pernah

menerimanya dari pembeli pertama, maka pembeli pertama

adalah seorang yang melakukan tabmt'(amal kebajikan) dengan

menanggung ganti rugi bagian yang msak atau cacat sebab adanya

cacat tersebut.

Pendapat kdua: Pendapat yang lebih diunggulkan (azhhar).

Bahwa pembeli per&ama berhak menunfut penjualnya agar

menanggung ganti rugi tersebut. Karena, terkadang penjualnya

enggan menerima kembali objek jual beli dalam kondisi cacat

tersebut, sehingga pernbeli pertama menerima kerugian.

Asy-S5nikh Abu Ali berkata: Kedua pendapat tersebut

kemungkinan bisa disusun berdasarkan landasan hukum yang telah

dikemukakan sebelumnya, yaifu kedua landasan hukum yang telah

disebutkan (pufus asa untuk mengembalikannya dan tidak pemah

menerima kezhaliman tersebut). Bila kita membuat alasan dengan

alasan yang dikernukakan Abu Ishaq, dan apabila pembeli pertama

telah menanspng ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

tersebut, maka penerimaan kezhaliman tersebut telah hilang,

sehingga pembeli pertama berhak menuntut (penjualnya agar

menanggung ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab adanya

cacat tersebut)-

Apabila hta membuat alasan dengan alasan yang

dikemukakan para ulama yang lain dan hnu Abi Hurairah, maka

pembeli perbma tidak berhak menunfut penjualnya agar

menanggung ganti rugi. Karena, terkadang cacat baru tersebut

lenyap, sehingga kepernilikannya bisa kembali ke penjualnya.

Asy-S5raik*r Abu Ali berkata: Bila berpedoman pada kedua

pendapat tersebut, pembeli pertama tidak berhak menuntut
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penjualnya agar menanggunE ganti rugi selama dia tidak pernah

menanggungnya (pengganti bagian yang hilang terhadap pembeli

kedua).

Karena, panbeli kedua terkadang tidak menunfutnya agar

menanggung sesuafu, sehingga dia tetap dalam kondisi menerima

kezhaliman tersebut. Inilah susunan 5nng telah disebutkan oleh Ar-

Rafi'i *s. Sernula susunan ini dimuat dalam At'Ta'liq l<arya N
Qadhi Husain dan At-Tahdzib.

Al Qadhi Husain memastikan sependapat dengan lbnu Al

Haddad dalam ketiadaan hak menuntut (penjualnya agar

rnenanggung ganti rugi. Sedangkan susunan yang tersisa diambil

dari sejumlah keterangan tambahan Ar-Rafi'i r$.

hnu Ar-Rifah menentang pengernbangan yang dibuat oleh

Asy-Syaikh Abu Ali, bahwa jika memang benar demikian, tenfunya

Ibnu Al Haddad menyampaikan pendapat yang kdua, padahal dia

menyampaikan pendapat yang pertama. Sehingga hasil analisa

fikih tersebut sulit untuk diterima.

Ar-Rafli berkata: Bahwa bila berpedoman pada pendapat

hasil analisa yang telah dilakukan Ibnu Suraij, pembeli pertama

berhak menuntut ganti rugi bagian yang rusak sebab adanya cacat

ihr dari penjualnya. Seperti kasus; jika cacat baru itu tidak pemah

muncul dan ketenfuan hukum antara pembeli pertama dan

pembeli kedua tidaklah samar. Inilah pemyataan Ar-Rafi'i.

Menurutku (As-Subki): Berkat pertolongan Allah Ta'ala:

susunan yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i dan Al Baghawi ihr

dibuat berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan

sebelumnya dari mereka berdua, batun hal Snng harus dilakukan
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ketika munculnya 6393t baru; Pilihan'unfuk menentukan langkah

selanjutnya ini ditawarkan kepada penjual-

Jadi, bila dia menerima objek jual beli yang cacat tersebut,

maka jawabannya jelas dia boleh mernilih itu. Jika tidak, maka

pembeli boleh beralih ke ganti rugi bagian yang rusak atau cacat

sebab adanya cacat. Hak beralih ke pengganti cacat tersebut tidak

akan berlaku bagi pembeli dalam menentukan pilihan ganti rugi

sampai penjual menolak untuk menerimanya kembali.

Tidak masalah mernbuat susunan seperti di atas dalam

kasus ini. Pemberlakuan perbdaan pendapat tersebut lebih baik

diletakkan ketika penjual tidak menerirnanln kembali. Pendapat

Ibnu Al Haddad menyatakan, tidak ada hak menuntut ganti ruE

bagian yang rusak atau cacat, argumennya adalah bahwa pembeli

adalah seomng yang melakukan tabamt'(amal kebajikan) dengan

menanggung ganti rugi bagian 3nng rusak atau cacat sebab adanya

cacat tersebut.

Argumen Ibnu Al Haddad ini tidak kontradiktif dengan

pemyataan AsySyirazi, bahwa argumen yang nnelandasin5'a adalah

tidak terima terhadap kezhaliman tersebut. Karena, tatkala dia

memposisikan pembeli sebagai orang yang melakukan tabamt'

(amal kebajikan) dengan menanspng ganti rugi tersebut,

sebagaimana telah ditegaskan oleh fu-Rafi'i dari hnu. Al Haddad,

maka penerimaan kezhaliman tersebut tetap ada, tidak hilang

karena tabamt'dari pihak pembeli pertama.

Adapun pendapat yang menyatakan, "Berhak menunfut

ganti rug bagian yang rusak atau cacat sebab adan5n cacat," ini

yang menjadi kebalikan pendapat hnu Al Haddad dalam

memposisikan pembeli pertama sebagai oftrng yang melakukan
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labamt'. Walaupun pendapat tersebut sesulri Dengan pendapat

Ibnu Al Haddad dalam pokok argumen lpng mernbangrm

pendapat tersebut.

Adapun pendapat lnng mmyatakan bahwa argumen lang
dibangun dalam masalah hrnfutan pengenrbalian ganti rugi tersebut

adalah putus asa (merasa kesulitan) unfuk mengernbalikannya, -

maka jika yang dikehendaki adalah putus asa (merasa kesulitan)

unfuk mengembalikannya dengan cara paksa-, maka

sesungguhnya putus asa untuk dalam kasus ini

tidak pemah ditemukan, sesuai dengan lang
disampaikan oleh Asy-Sfikh Abu Ali, pitu ada kemungkinan

hilangnya cacat baru dan kernbalinla kepernilikan barang tersebut

kepada pembeli pertama, sehingga penrbeli pertama bisa

mengembalikannya dengan cara paksa ketika cacat baru ifu hilang

dan kembalinya kepemilikan barang tersebut kepada pernbeli

pertama.

Terkadang kepemilikan objek jual beli tersebut kernbali

kepada pernbeli pertama disertai cacat baru s€rta kerelaan penjual

menerimanya kenrbali. Sehingga dia memniliki kektrasaan untuk

merealisasikan pengembalian tersebut melalui kesepakatan (suka

sama suka), yaitu sesuahr png wajib dilakukan oleh penrbeli sejak

awal, menurut pendapat Ar-Rafi'i.

Jadi, kemungkinan pengenrbalian scanr paksa itu bisa saja

terjadi, dimana kemungkinan ini dipertimbangkan karena adanp
dugaan kuat akan hilangnSn cacat baru tersebut dan kembalinya

kepemilikan objek iual beli ke pernbeli pertarna.

Sementara kernungkirnn pengernbalian melalui

kesepakatan di antara kedua belah pihak, bisa teriadi disebabkan
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oleti adaqn kernungkinin kenrbalinya objek'jual beli tersebut ke'

pernbeli pertama.

lantas mengapa Ar-Rafi'i memposisikan pendapat yang

lebih shahih dalam kastrs ini, bahwa pembeli berhak menunhrt

penjualnlra agar menanggung ganti rugi tersebut? Dan dia juga

mengabaikan pendapat AsySyaikh Abu Ali, kernudian

pemyataanngra dari Asy-Sfikh Abu Ali: "Bahwa bila berpedoman

pada kedua pendapat tersebut, pembeli pertama tidak berhak

menuntut penjualnya agar menanggung ganti rugi bagian yang

rusak atau @cat, selama dia tidak menanggung hal tersebut

terhadap pernbeli kedua." Ini bisa dipahami bila mengikuti

argumen Snng men3ntakan,'Menerima kezhaliman tersebut."

Sedangkan apabila kita rnembangun argumen hukum

tersebut karena pufus asa (merasa kesulitan dalam merealisasikan

pengembalian) tersebut, maka aspek kekerabatan budak tersebut

dengan pembeli kedua tdak memiliki pengaruh apapun-

Sebab, masih ada kemungkinan merealisasikan

pengernbalian melalui kesepakatan (suka sama suka) di antara

kedua belah pihak, tdak terputus oleh aspek kekerabatan tersebut.

Sementam merealisasikan pengembalian tersebut secara paksa

disertai cacat baru tidak mungkin terjadi sebelum adanya hubungan

kekerabatan itu. Sedangkan bila diasumsikan hilangnya cacat baru

tersebut, pengenrbalian tersebut bisa direalisasikan sebelum dan

sesudah adanlp kekerabatan.

Jadi, Udak ada faedahnya membatasi hukum tuntutan

pengembalian ganti rugi dengan pertimbangan pufus asa (merasa

sulit) untuk mengernbalikannln sebab adanya hubungan kerabat

tersebut-
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Bahkan seharusn5ra bila pernbtili pertama berhak menunfut
penjualnya agar menanggung ganti rugi tersebut, maka dia berhak

menunfutnya secam mutlak. Jika dia tidak berhak menunfutn5ra,

maka dia tidak boleh menunfutrSra se@ra mutlak.

Ar-Rafi'i telah membenarkan, bahwa pembeli pertama

berhak menunfut penjualnlra agar menanggung ganti rugi bagian
yang rusak atau cacat sebab adanln cacat tersebut, maka tenfunya

dia berhak menuntutnln, sekalipun dia tidak menanggung hal

tersebut, dengan pertimbangan puhrs asa (merasa sulit) unfuk
merealisasikan pengembalian tersebut.

Pemyataan Asy-Spikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-
Thagryib dalam Tatiq milik kedu?Dln, 5rang dinyatakan secara

mutlak, memberi kepastian hukum bahwa, bila berkurangnya nilai

tukar objek jual beli tersebut (budak laki-laki) terjadi ketika berada

pada pernbeli kedua, maka pernbeli pertama berhak menunfut
penjualnya agar menanggung ganti rugr karena cacat lama tersebut

dengan pertimbangan "Pufus asa (merasa suli$ merealisasikan

pengembalian objek jual beli lang mengandung cacat baru

Pemyataan ini termasuk pem5rataan, lrang ingin

menegaskan bahwa kedua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i
yang telah disebutkan dari Ibnu Al Haddad dan ulama lainnya,

merupakan hasil pengembangan yang dibuat berdasarkan

pernyataan kami bahwa argumen lrang mernbangun hukum
tersebut adalah menerima kezhalirnan ifu.

Bila mempertimbangkan perngrataan kami, maka pendapat

Asy-Syaikh Abu Ali benar adanga: 'Bahwa bila berpedoman pada

kedua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i tersebut, maka
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pembah tidak boleh menuritut (penjualnya agar inenanggung ganti

rugi karena cacat lama) selama dia tidak menanggungnya," yaitu

jika berpedoman pada kedua pendapat hasil pengembangan yang

dibangun berdasarkan pendapat yang lemah ini. Akan tetapi, hasil

pengembangan yang dia disebutkan di awal merupakan hal yang

janggal.

Kesimpulan dari pemyataan AsySyaikh Abu Ali, bahwa

pendapat shahihulama madzhab kami rnenurutrnya adalah, bahwa

tuntutan tersebut sulit dipenuhi, inipun bila dia sependapat dengan

mayoritas ulama madzhab kami dalam membangun argumen

hukum tersebut dikarenakan alasan puh.rs asa (merasa kesulitan)

unfuk merealisasikan pengembalian tersebut. Kesimpulan tersebut

berlawanan Dengan pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syirazi

dan ulama lainnln dari kelompok ulama Irak-

Sernentara pendapat lpng mereka kemukakan, yang juga

pendapat shahih ulama madzhab AsySyafi', menlntakan hasil

pengembangan l,ang dipaparkan berdasarkan keterangan yang

telah aku kemukakan dari ulama ma&hab kami, bahwa resiko

yang harus ditanggung ketika munculnya cacat baru adalah ganti

rugi bagian yang msak atau cacat sebab adanSra cacat lama sejak

awal, maka pendapat tersebut memastikan karajiban menanggung

ganti rugi bagian yang nrsak atau cacat sebab adanya cacat lama

yang sifatnya mutlak dalam kasus ini, baik dia menanggung resiko

tersebut atau tidak pemah menanggungnya-

Adapun bila berpedoman pada ketemngan yang telah

dikemukakan sebelumnya dari Ar-Rafi'i dan penulis At-Tahdzib,

"Bahwa resiko yang harus ditanggungnya adalah (menerima)

pengembalian tersebut, kecuali penjual menolak menerima
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pengembalian itu, lalu dia memilih b€ralih ke ganti ruE bagian

yang rusak atau cacat sebab adanya cacat larna," maka

kesimpulannya adalah, dia Udak b€rhak menunfut (penjualnya agar

menanggung resiko tersebut) secam mutlak, baik dia telah

menanggung resiko tersebut atau belum menanggungnla, sampai

rasa puhrs asa (merasa kesulitan) unfuk merealisasikan

pengembalian tersebut ifu muncul.

Perlu diketahui, bahwa aqlumen yang dibangun oleh Asy-

Syirazi dan ulama madzhab ltaxni !/ang telah alar sebutkan

namanlra, yraitu yang sependapat dengan Aslrsyirazi dalam

masalah ini karena pufus asa unfuk merealisasikan pengernbalian

tersebut, sebenamya ingin menjelaskan kepada kita, bahwa yang

dikehendaki adalah puhrs asa (merasa kesulitan) unhrk

merealisasikan pengembalian itu dengan cara paksa, dimana juga

ingin menjelaskan kepada kita bahura harapan hilangnlp cacat

baru tersebut tidak dijadikan pertimbangan hukum.

Cabang' Seluruh png telah kami sebutkan ini

berlaku selama objek jual beli ters€but rrnsih tetap ada. Sedangkan

jika objek jual beli tersebut mengalami kerusakan (enyap) setelah

munculnya cacat baru, atau tanpa dis€rtai cacat bam, kernudian

pembeli kedua meminta ganti rugi bagian 1nng rusak atau cacat

sebab adanya cacat tersebut dari pernbeli pertama, maka pernbeli

pertama tersebut boleh menuntrt perfualnya a[far menangpng
ganti rugi tersebut, tanpa ada pe6edaan pendapat di kalansgn

mereka.
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Asy-syirazi e berkata: Apabila objek iual bili
tersebut rusak di tangan pembeli kedua tersebut,

kemudian kita meniawab masalah tersebut berdasarkan

argJumen lrang disampaikan oleh Abu Ishaq, maka

pembeli pertama tersebut fidak berhak menuntut ganti

rugi bagian lrang rusak atau cacat, karena dia telah

menerima keztraliman tersebut.

Apabila kita menjawab masalah tersebut

berdasarkan argumen lrang disampaikan oleh selain

Abu Ishaq, maka pembeli kedua berhak menuntut ganti

rugi bagian yang rusak atau cacat, karena pembeli

kedua putus asa (merasa sulit) untuk mengembalikan

barang itu.

Penjelasan:

Apabila objek jual beli tersebut rusak di tangan pembeli

kedua, atau objek jual beli tersebut berupa budak laki-laki, lalu

pembeli kedua memerdekakannya, atau budak perempuan, lalu dia

mengubahnSn stahrsnya menjadi budak mustauladah (yang

melahirkan anak hasil hubungan dengan pemiliknya), atau dia

mer,vakafkan objek jual beli tersebut, maka pufus asa (merasa

kesulitan) untuk merealisasikan pengenrbalian tersebut.

Sehingga dia berhak menunfut penjualnya agar

menanggurlg ganti nrgi menumt pendapat yang paling shahih

ulama madzhab kami.

Sementara bila berpedoman pada argumen yang

disampaikan oleh Abu Ishaq, maka pernbeli pertama tidak berhak
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menuntut penjualnya agar menangung ganti rugi, karena dengan

telah menjualnya kembali, dia berarti telah menerirna kezhaliman

tersebut. Jawaban hasil analisa fikih (bkhri) atas kedua argumen
tersebut kiranya sudah jelas.

Diantara ulama lrang secara tegas menyebutkan jauaban

masalah tersebut adalah AsySpikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu
Ath-Tha5ryib. Kasus masalah tersebut adalah; apabila objek jual beli

tersebut rusak di tangan pembeli kedua, tanpa dibarengi

munculnya cacat baru, atau dibarengi cacat baru, akan

tetapi pembeli pertama tidak pernah menansgung (pengganti

bagian yang hilang karena cacat lama) terhadap pernbeli kedua,

alasann5n adakalanya pembeli kedua membebaskannln dari
(tuntutan) ganti rugi bagian 3ang rusak atau cacat sebab adanya
cacat lama tersebut, atau dia tidak pernah mernbebaskanngra, akan
tetapi dia tidak pemah menanslung ganti rugi setelah terjadinya

kerusakan objek iual beli tersebut.

Ar-Rafi'i telah menyampaikan kedua rnamlah lrang
disebutkan terakhir ini secam konkrit, dia berkaa: Apabila kita
membangun argumen masalah di atas karena alasan dia telah

menerima kezhaliman tersebut, maka pembeli pertarna fidak
berhak menunfut penjualnya agar menanggung ganti rugi selama

dia tidak menanggung ganti rugi (terhadap pernbeli kedua).

Sementara bila membangun a4lum€n rnasalah tersebut

karena dia putus asa (merasa kesulitan) unfuk merealisasikan
pengembalian tersebut, maka pernbeli p€rtama tidak berhak

menunfut penjualnya agar menang[lung ganti rqi bagian Sang
rusak atau cacat sebab adanya cacat larna.
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Adapun ketika pembeli pertama tersebut telah menanglung

(pengganti bagian yang rusak atau cacat sebab adanln cacat lama)

terhadap pernbeli kedua, maka sesungguhnya pembeli pertama

berhak menunhrt penjualnya agar menanggung ganti rugi, tanpa

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab kami, hal ini

dikarenakan terjadinya kepufusasaan (dirinya merasa kesulitan)

untuk merealisasikan pengembalian tersebut dan tidak adanya

unsur menerima kezhaliman tersebut. Al Qadhi Husain dan Ar-

Rafi'i telah menjelasan masalah terakhir ini secara tegas dan lugas.

Asy-Syirazi e berkata: Apabila objek iual beli

tersebut kembali kepada pembeli kedua melalui jual beli
atau hibah, atau melalui waris, maka objek iual beli
tersebut fidak boleh dikernbalikan, bila berpedoman
pada argumentasi Abu Ishaq- Karena pembeli kedua
tersebut menerima kezhaliman tersebut. Sedangkan bila
berpedoman pada argumentasi selain Abu Ishaq, yaitu

objek jual beli tersebut boleh dikembalikan, karena
pengembalian itu dimungkinkan bagl pembeli kedua

tersebut-

Penielasan:

Aliran kelompok ulama lrak dan Jumhur ulama

membangun jawaban semua masalah ini dan sejenisnya

berdasarkan kedua argumen png telah disebutkan oleh fuy-

Syirazi dalam membangun landasan masalah tersebut.
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Diantara sejumlah masalah yang menyerupai masalah

tersebut adalah kembalinya objek jual beli kepada pembeli kedua

melalui kesepakatan pembatalan jual beli atau wasiat. Susunan
jawaban yang telah disebutkan itu memberi kepastian bahwa
pendapat yang paling shahih men5atakan pembeli kedua boleh

mengembalikannya. Dimana hukum grang benar adalah memang

demikian.

Oleh karena ifu, Asy-syirazi tetap berpegang pada

pendapat di atas dalam At-Tanbih, dimana dia menambahkan

pandangan yang lain ketika kondisi kembalinp objek jual beli

tersebut melalui mekanisme jual beli, yaifu apabila pembeli kedua

telah mengetahui cacat sebelum pembeliannp (yang pertama)

tersebut, kemudian dia mengetahui kembali cacat tersebut setelah

pembelian yang kedua, maka bisa dipastikan dia boleh

mengembalikannya.

Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi dalam kasus;

kepada siapakah lantas pernbeli kedua ifu mengernbalikann5a?

Apabila berpedoman pada pendapat Abu Ishaq, pernbeli kedua

tidak boleh mengembalikannya kepada penjual p€rtama, bahkan
(dia hanya boleh mengembalikannya) kepada penjual kedua.

Sementara jika berpedoman pada pendapat yang paling

shahih, pembeli kedua boleh mengembalikannyra kepada kedua-

duanya. Jika dia menghendaki, dia boleh mengembalikannya

kepada penjual pertama dan jika dia menghendaki, maka dia boleh

mengembalikannya kepada penjual kedua. Jika objek jual beli

dikembalikan kepada penjual kedua, maka dia boleh

mengembalikannSa kepada penjual kedua. Jika dernikian Sang
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terjadi, maka fienjual kedua boleh mengembalikannya' kepada

penjual pertama.

Menurut satu pendapat yang lemah: Pembeli kedua tidak

boleh mengembalikannya kepada penjual kedua, karena

pengembalian kepada penjual kedua mengandung interpertasi,

bahkan dia hanya boleh mengembalikan kepada penjual pertama'

Inilah pendapat Asysyimzi dalam At-Tanbih.

Menurut satr-r pendapat yang lemah (@ilal, Pembeli kedua

tidak boleh mengembalikannya kepada penjual pertama, akan

tetapi dia hanya boleh mengembalikan kepada penjual kedua.

Karena, penjual kedua orang yang terdekat, dimana pengembalian

kepada penjual kedua masih bisa dilakukan, berbeda dengan

kasus; bila objek jual beli tersebut kembali (ke pembeli kedua)

melalui mekanisme hibahdan sejenisnya. Al Imam Haramain telah

menlrampaikannya.

Apabila pernbeli pertama, pada saat pembelian dari

pembeli kedua tersebut adalah seorang yang mengetahui cacat

pada barang itu, maka dia tidak boleh mengembalikannya kepada

pembeli kedua. Sementam pengembaliannya kepada penjual

pertama dibangUn berdasarkan kedua argumen tersebut. Pendapat

shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa

pengembalian ifu hukumya boleh.

Al Qadhi Husain berkata' Pembeli pertama tidak boleh

mengembalikannSn kepada pembeli kedua tersebut. Karena,

pembeli pertama, dengan kembalinya dia melakukan pembelian

tersebut serta mengetahui cacat tersebut, dia statusnya adalah

seorang yang rela menerima cacat tersebut. Keterangan yang

hampir sama sebelumnya telah dikemukakan darinya. Dimana
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oftmg lnng mer$Empaikan pendapat tersebut adalah Al Qaffal,

seperti keterangan yang telah dikutip oleh Ar-Rqnni. Ar-Ru5tani

berkata: Pendapat tersebut adalah pendapat yarrg slahih, dimana

ulama rnadzhab kami lainnp tidak pernah merinci iawaban
sedetail ini.

Adaprm soal kesepakatan pernbatalan iual beli tersebut

(haahil, Al Qadtri Abu Ath-Tha!,yib dan hnu Ash-Shabbagh

berkata: Bahun naalalrbisa dibatallon.

Ar-Rqnni dan Ar-Rafi'i iaunban masalah

iqaalah ini dengan berpedoman pada argumen bahwa; apakah

haalah itu jual beli atau pernbatalan. Apabila kita mengatakan:

Bahwa iqaalah tersebut adalah lral beli. Atau kita menjawab

berdasarkan aqlumen Snng dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib,

Snihr boleh mernbatalkan iqaabhtersebut maka ada kenrungkinan

kuat kernbaliqn obiek jual beli dalam rnasalah @alah ini, ada tiga

pendapat 1png be$eda dari uhma rradzhab AErSlBfi'i.

Apabila kita merqgatalon: (17ahh) tersebut adalah

pembatalan transalsi i.ral beft (fasklr), dirnarn penrbatalan itu tdak
bisa dilakukan, rnaka argurnen tersebut tidak dapat diikut datam

rnasalah kenrbalin5Ta objek inl beli tersebut.

Adapun serlua m€lonisme kernbalinya kepernilikan lainnya

seperti hibah dan mekanisme seienis lainnla, ketiga pendapat ini

tidak bisa diberlalnrkan dalam setnua mel€nisme tersebut. Bahkan,

semua rnekanisnre tersebut iauabanrqla han5a dianalisa

berdasarkan kedua argunen ihr (menerirna kezhaliman dan putus

asa [memsa sulitl untrk merealisasikan pengembalian].

Aku (As-Subki) juga ftdak mempunlai dWaan pendapat Al

Qadhi Husain tersebut dapat diberlahrkan dalam sernua
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mekanisme' dimana dia mengethhui cacat tersebut,'karena tidak

adanya nilai tukar.

Al Imam Haramain dan Al Ghazali dalam menyusun

jawaban semua masalah Srang telah disebutkan ifu memilih metode

yang berbeda dengan metode yang dipilih oleh Asy-Syirazi dan

jumhur ulama. Karena, keduanya meletakkan landasan perbedaan

pendapat dalam masalah kenrbalinya objek iual beli tersebut pada;

apakah hak kepemilikan yang hilang, dimana telah kembali melalui

mekanisme lrang berbeda itu sama seperti hak kepemilikan yang

tidak pemah hilang atau tidak pemah kembali?

Dalam pertanyraan ini, ada dua jawaban lnng dijadikan

pegangan. Sebagaimana ditegaskan oleh pemlntaan Asy-Syaikh

Abu Muhammad dalam As-Silsilah bab Taflis (penetapan

kepailitan), dari kedua pendapat 5ang telah di-nash milik Asy-

Syafi'i; apabila seseorang berkata pada budak miliknya: Ketika

awal bulan ini telah tiba, maka kamu oftmg yang merdeka, setelah

berkata itu dia menjualn5ra, kemudian dia membelin5n kembali, lalu

awal bulan tersebut tiba, rrnka dalam kernerdekaan budak

tersebut, ada dua pendapat AsySyafi'i.

Kedua pendapat tersebut juga menyerupai perbedaan

pendapat dalam masalah apabila seseorang menggantungkan talak

istrinya dengan sifat tertentu, dimana lalu dia menjatuhkan talak

bain kepadanya, kemudian dia memperbaharui pemikahan dengan

istrinya tersebut, yang lalu sifat tersebut ditemukan. Inilah masalah

pokoknya, dimana sernua masalah berikut, dijawab sesuai hasil

analisa atas masalah pokok tersebut.

Diantamnya: Jika seseorang gagal (pailit) membayar uang

pembelian tersebut dan kepemilikannya dari objek jual beli tersebut
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telah hilang, dimana telah kembali lagi(kepailitannya telah

berakhir), apakah penjual boleh membatalkan transaksi jual beli

itu?

Diantaranya: Jika seseorang menghibahkan kepada

anaknya, dimana kepemilikan anak tersebut telah hilang dan

kepemilikannya telah kembali, (apakah) ayah tersebut boleh

meminta kernbali hibah tersebut?

Diantaranya: Jika kepemilikan seorang istri dari maskawin

tersebut telah hilang, kemudian kepemilikan maskawin tersebut

kembali kepadanya, dan suaminya telah menceraikannya sebelum

berhubungan intim (dukhul?.

Diantaranya: Masalah dalam bab ini, ketika uang pembelian

tersebut telah hilang dari kepemilikan penjual dan kepemilikan

uang pembeli telah kembali, kemudian pembeli mengembalikan

objek jual beli sebab adanya cacat, maka apakah uang pembelian

tersebut dipastikan kembali menjadi hak milik pembeli?

Dalam jawaban masalah ini ada dua riwayat pendapat

ulama madzhab Asy-Syafi'i:

RiwaSnt pertama, pertanyaan tersebut dijawab sesuai

Dengan pendapat hasil analisa (takhri) atas perbedaan pendapat

tersebut.

Riwayat kedua, memufuskan bahwa uang pembelian

tersebut sama seperti uang pembelian yang tidak pemah hilang.

Karena uang pembelian tersebut bukanlah tujuan utama
pengembalian barang itu.

Pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i dari sefuruh
jawaban tersebut dalam semua masalah di atas adalah, bahwa
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kepernilikan lrang hilang dan kembali itu sama seperti kepernilikan

yang tidak pernah hilang, kecuali masalah hibah, sebab pendapat

shahih ulama ma&hab AsySyafi'i dalam masalah hibah tersebut

menyatakan, bahwa kepemilikan hibah yang telah hilang dan

kernbali itu sama seperti kepernilikan hibah 5ang tidak pernah

kembali.

Perlu diketahui: Bahwa metode yang digunakan Asy-Syimzi

dan ulama iumhur dalam menyqsun jawaban tersebut tidak ada

kejanggalan sama sekali di dalamnya. Sementara metode yang

dipakai Al Imam Haramain yang telah disebutkan itu perlu

dilakukan pernisahan di antara beberapa bab ini.

Kemudian semua masalah 5rang telah disebutkan, maksudku

adalah dalam masalah kembalinya objek jual beli tersebut melalui

mekanisme jual beli, hibah, waris, dan kesepakatan pembatalan

transal$i jual beli (iqaalah) tidak hanya mengikuti satu metode

yang umum dipakai. Karena hibah dan iual beli tersebut dipastikan

adalah peralitran hak rnilik lnng baru.

sernentara hak r,uaris -sekalipun itu peralihan hak milik

5rang baru- akan tetapi iika kita mernposisikan si panraris berada

diantara usaha pihak pemberi warisan, maka waris tersebut adalah

hak milik 5ang pertama.

Iqaalah adalah pembatalan transaksi iual beli, sehingga

obiek jual beli yang kembali melalui iqaalah tersebut menjadi hak

milik yang pertama. Dan sudah seharusnya tidak diberlakukan

pertedaan pendapat dalam masalah iqaakh, seperti masalah; jika

pernbeli menuntut pengembalian objek iml beli sebab adanya

cacat.
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Sebagian membuat alasan pemrbenar mengenai perbedaan

pendapat ini dengan menyatakan, bahwa iqaalah ifu apabila

disebut pembatalan transaksi jual beli, maka iqaalah tersebut

menyamakan pembatalan tersebut dengan jual beli karena

memandang prinsip suka sama sruka (At-Tanadhl.llarq:a alasan

inilah, kembalinya objek jual beli tersebut mengikuti metode Al

Qadhi Abu Ath-Thalyib. Itu adalah alasan pembenar yang sangat

baik bila pemyataan Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib tersebut benar-

benar berpedoman dengan alasan ini.

Teiah dikemukakan sebelumnya bahwa, Ar-Ruyani mernilih
pendapat sebaliknya, dimana dia menyusun jawaban masalah

iqaalah ini dengan berpedoman pada pertanyaan apakah iqaalah

tersebut sebuah pembatalan transaksi atau tansaksi iual beli itu
sendiri?.

Metode yang drgunakan AsySyirazi dan jumhur ulama

terbebas dari penentangan di atas, atau semua masalah tersebut

berada dalam posisi yang sama, tdak mengandung urutan
(memposisikan satu masalah setelah masalah yang lain).

Memang benar, iqaalah tersebut perlu alasan pembenar

yang telah disebutkan terkait iqaalah tersebut, agar nantin3n dapat

dibedakan antara iqaalah dan pengernbalian karena cacat, ketika

sernua masalah tersebut berkumpul. Kernudian kaidah Snng telah

disebutkan ifu, dimana Al Imam Haramain men!,usun jawaban

tersebut berdasarkan kaidah di atas, mereka tdak pemah

memperhatikannya dalam setiap pembahasan.

Apakah kamu tidak tahu bahwa kalau seseorang menjual

satl.t nisha6 (standar minirnal mengeluarkan zal<a$ di pertengahan

tahun, kemudian dia menariknya kernbali rnelalui sebab

L-_
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(mekanisme) lpng baru, rnaka udak ada seorangpun yang

mengatakan bahwa satu nislnb yang telah kembali itu sama

seperti barang yang Udak p€ntah hilang (kepernilikannF),

sehingga zakat di tahun tersebut tetap wajib ditunaikan. Juga

sernua masalah selain 5nng telah disebutkan.

Jadi, apa kaidah khusus (dhabitlltmengenai pemberlakuan

perbedaan pendapat yang telah disebutkan itu? Ada landasan yang

mendorong Al Imam Haramain memposisikan kembalinya objek

jual beli melalui mekanisme lnng berbeda seperti barang yang

tidak pemah hilang (kepemilikannf)? Atau seperti barang yang

tidak pemah kernbali (kepernilikannld?

Sementara kami memutuskan, bahwa kepemilikan barang

ihr hilang dan kembali. Tidak salah, jika metode iumhur ulama ihr

lebih kokoh dan lebih mengenai maksud yang dikehendaki. Ada

kemungkinan pengernbanlFn rnasalah yang disebutkan oleh Al

Imam Haramain ifu hanln sebatas memisahkan dengan

pertimbangan pufus asa (merasa kesulitan) unhrk merealisasikan

pengernbalian tersebut.

Maksudnya, bila kita mengatakan landasan yang

mernbangun pendapat tersebut adalah menerima kezhaliman,

maka objek jual beli tidak boleh dikembalikan. sementara bila kita

mengatakan landasan yang membangun pendapat tersebut adalah

puhrs asa (merasa kesulitan) untuk merealisasikan pengembalian

ihr, maka iqaalah tersebut dibangun berdasarkan kepemilikan yang

hilang dan yang kernbali.

Namun secara garis besar, menurut pendapat yang shahih

ulama ma&hab Asysyafi'i, boleh mengernbalikan objek jual beli

tercebut. Al Ghazali dalam Al l{hulashah berpendapat sebaliknya,
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karena dia memposisikan bahwa pendapat yang shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i adalah tidak boleh dikernbalikan.

Cabang' Perlu diketahui, bahwa bih kita mengatakan:

Bahwa objek jual beli yang telah hilang serta kembali

(kepernilikannya) itu sama seperti objek jual beli 3png tidak pemah

kembali kepernilikannya, seperti pendapat yang diunggulkan oleh

Al Ghazali, maka setelah penjualan kembali dilakukan oleh

pembeli pertama tersebut tidak ada mekanisme, yang mana

kembalinya dan pengembalian objek jual beli tersebut masih bisa

diharapkan melalui mekanisme tersebut, kecrrali pembeli kedua

mengembalikannya.

Jadi, apabila diasumsikan telah terlihatrp cacat oleh

pembeli kedua ifu dan ada kerelaannya menerinra cacat tersebut,

maka mekanisme pengembalian tersebut sudah terfutup. Jika

demikian, maka kewajiban menanggung ganti rugi bagian yang

rusak atau cacat sebab adanya cacat bisa dipastikan terjadi,

menunrt mereka yang menpmpaikan fiiunban dengan

mempertimbangkan aspek pufus asa (merasa kesulitan) untuk

merealisasikan pengembalian tersebut, seperti pendapat yang

disampaikan oleh Al Ghazali.

Tetapi dia menptakannya secartt ulnurn baik (terlihakrya

cacat tersebut) disertai kerelaan pembeli kedua atau tanpa

kerelaannya. Kedua asumsi tersebut lemah, karena kami menolak

bahwa objek jual beli yang telah hilang serta telah kembali lagi

kepemilikannya sama seperti objek jual beJi png tidak pemah

kenrbali kepemilikannya.
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Adapun Al' Mawardi **, berkata: Apabila penjual rela

menerima cacat ifu, maka gugurlah ganti rugi bagian yang rusak

atau cacat, dimana pengembalian tersebut juga telah memiliki
kekuatan hukum. tetap. Ini hanya dapat dibenarkan bila

berpedoman pada pandapat Abu Ishaq.

Adapun bila berpedoman pada pendapat shahih ulama

madzhab Asy-S3pfi'i, gugumya pengembalian tersebut tidak dapat
dibenarkan. Sernentara bila berpedoman pada pendapat Al Imam
Haramain dan Al Ghazali, gugumya ganti rugi bagian yang rusak

atau cacat tidak dapat dibenarkan. Aku telah menyebutkan

keterangan tersebut dari Al Mauardi dalam pembahasan yang

telah dipaparkan sebelumnya dan aku telah menyebutkan

interpretasinya-

Asy-Syirazi * berkata: Apabila pembeli tidak
pemah mengetahui cacat tersebut sampai dia
menghibahkannya kepada orang lain " Wahabahu min
ghairihf; apabila hibah itu diimbangi dengan nilai tukar
tertenfu, maka hibah tersebut menyerupai jual beli dan
kami telah menjelaskan jual beli semacam itu.

Penjelasan! r

Pemyataan Asy-Syirazi ini sudah sangat jelas dan tidak

mengandung keianggalan sama sekali, kecuali hibah dengan

disertai nilai tukar itu disebut jual beli. Jika demikian, maka dalam

hibah tersebut diberlakukan beberapa kategori hibah dan sejumlah

ketenfuan hukum png telah disebutkan seluruhnya.
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Perkataan Asy-Syirazi: " Wahabahu min ghairihf

(mendapatkan hibah dari orang lain). An-Nawawi #s dalam

Tahdzibut Lughaat berkata: Adapun perkataan Al Ghazali dan

lainnya dalam sejumlah kitab fikih: " Wahabtu min fulanin kadzad'

(Aku menghibahkan kepada si fulan barang ini), termasuk

perkataan yang ditolak para ahli fikih, karena mereka menyertakan

kata depan "Min," tetapi yang baik: "Wahabfu hidan maalad

(Aku memberi hibah Zaid barang berharga (harta)), dan " Wahabtu

lahuu maalari' (Aku memberi hibah pada Zaid bamng berharga

lhartaD.

An-Nawawi berkata: Jawabannya adalah bahwa penyertaan

kata depan " Md' dalam perkataan Asy-syirazi ini sudah benar,

dan kata depan " Mrl' itu tambahan, dan penambahan kata depan

'Min" dalam jawaban pertanyaan tersebut diperbolehkan menuntt

kelompok ulama Kufah, juga menurut Al Akhfasy dari kelompok

ulama Bashmh. Dan kami telah meriwayatkan banyak hadits yang

di antaranya berbunyi, "Wahabfu minhu l<adaei' (Aku memberi

hibah kepadanla bamng ini).

AqlSyirazi ** berkata: Apabila pembeli

menghibahkann5p tanpa diimbangi dengan nilai tukar
tertentu, maka dia tidak berhak menuntut ganti rugi

bagian yang rusak atau cacat, karena dia tidak putus

asa (merasa kesulitan) unfuk mengembalikannya-

Penjelasan:
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Ketiadaan hak menuntut ganti rugi bagian yang rusak
karena cacat ini adalah pendapat yang shahih ulama madzhab
Asy-syafi'i, karena disusun berdasarkan argumen bahwa alasan
yang dipertimbangkan ifu hanyalah putus asa (merasa kesulitan)
untuk merealisasikan pengembalian tersebut.

Apabila kita mernbuat alasan pendapat tersebut karena dia
menerima kezhaliman (cacat yang ada), maka pembeli berhak
menunfut (penjualnya) agar menanggung ganti rugi bagian yang
rusak atau cacat karena cacat tersebut. Karena dia tidak pemah
menerima kezhaliman tersebut.

Diantara mereka ada yang menyampaikan dalam kasus
hibah tanpa nilai tukar, ini memastikan tidak boleh menunfut ganti
rugi, bila landasan hukum tersebut adalah pufus asa (merasa

kesulitan) unfuk merealisasikan pengembalian, karena dia telah
menerima kezhaliman tersebut. Metode inilah yang ingin
diterangkan oleh Asy-syirazi melalui keterangan yang
disampaikannya di atas.

Keterangan tersebut menjelaskan, bahwa Al eadhi Abu
Ath-Thayyib sepakat dengan tidak adanya hak menuntut gqnti rugi
bagian yang rusak atau cacat sebab adanya cacat tersebut, dimana
dia membuat alasan hukum tersebut karena tidak adanya pufus asa
(merasa kesulitan) unfuk merealisasikan pengembalian itu. seperti
metode yang dilakukan oleh Asy-Syirazi.

Kemudian Asy-Syirazi berkata: Argumentasi yang telah
disebutkan oleh Abu Ishaq, yaitu menerima kezhaliman, tidak
pemah terbukti dalam kasus ini. Jika demikian, maka tidak
terbuktinya argumentasi tersebut menegaskan bahwa argumentasi
ini (tidak adanya kepufusasaan untuk merearisasikan
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pengembalian) adalah argumentasi yang shahihbukan argumentasi

5ang disampaikan Abu Ishaq.

Demikian juga, Asy-Syaikh Abu Hamid berkata:

Argumentasi di atas (Udak adanya keputusasaan merealisasikan

pengembalian) dibangun dari pemyataan ini. Ar-Ruyani dalam .4/

Bahr menyatakan secara tegas, bahwa Abu Ishaq sependapat

dengan kami mengenai tidak adan5a ganti rugi dalam kasus hibah

tanpa nilai tukar ini, dimana melalui pemSataan itulah Ar-Ruyani

mengambil kesimpulan batalnya argumen Abu Ishaq tersebut.

Tetapi Al Mahamili secara tegas menyatakan, bahwa bila

berpedoman pada argumentasi Abu Ishaq, pembeli berhak

memperoleh ganti rugi. Karena, dia tidak pemah menerima

kezhaliman tersebut.

Al Mawardi juga secara tegas menlrampaikan kedua

pendapat tersebut sesuai funtutan yang dikehendaki kedua

argumentasi ifu. Ar-Ruyani meriwayatkan keterangan tersebut dari

sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Metode ini lebih kokoh (konsisten), kecuali jawaban yang

diriwayatkan dari Abu Ishaq, jika menyatakan demikian, sehingga

jawaban tersebut tetap tidak mengubah argumentasinya.

Adapun bila berpedoman pada hasil analisa fikih yang

dikeluarkan hnu Suraij, yaifu bahua pembeli berhak menuntut
ganti rugi, tentunya dalam kasus ini dia berhak menuntut hal ifu
juga. Demikian Ar-Rafi'i menegaskan.

Cacatan penting: Dalam hibah terkadang disebutkan nilai

tukar, tak rag,., lagi bahura ketentuan hibah semacam ini sama

seperti ketenfuan hukum jual beli, seperti keterangan yang telah

t_
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dikdmukakan. Hibah yang di dalamnya tidak disebutkan nilai tukar, 
I

kami merniliki dua pendapat mengenai kepastiannya memperoleh 
l

imbalan tersebut. 
I

Bila kita nrengatakan: "Hibah tanpa nilai hrkar tdak dapat 
I

mernastikan perolehan irnbalan hibah tersebut," pendapat yang 
I

disampaikan Aqrsyirazi dapat diikuti. Pembuatan cabang masalah 
I

yang telah disebutkan ihr bersumber pendapat ulama ma&hab 
I

AqrSyafi'i 
I

Apabila kita mengatakan: Hibah tersebut dapat memastikan 
I

perolehan imbahr\ rnaka hibah tersebut posisinya seperti jual beli. I

Inilah pendapat Al Qadhi Abu AthThayyib, Al Mahamili dan Al 
I

Mawardi. Mereka membuat analisa fikih semacam ifu seperti 
I

perbedaan pendapat yang telah disebutkan. Namun mereka tidak 
I

mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh AsySyirazi: 
I

Terkadang disertai nilai tukar, atau Udak. I

Asy-gnikh Abu Hamid melakukan seperti Snng dilakukan I
oleh Asy-Syirazi. Jadi, dalam pernbahasan Asy-Syirazi tersebut, 

I
kamu merniliki dua metode. Terkadang kamu mengatakan: Kami I
bila mengatakan: Hibah yang mutlak menunfut adan5n imbalan, 

I
maka hibah ihr disertai nilai tukar, sehingga hibah tersebut 

I
termasuk dalam kategori pemyataan AErsyirazi 3nng pertama: I
'Bahwa hibah tersebut bisa disertai nilai fukar," dan hibah tersebut I
tidak termasuk ke dalam pemyataannSn dalam kasus ini tanpa 

I
disertai nilai tukar. I

Terkadang kamu mengatakan: Bahwa pemyataan Asy- |
Syirazi dalam kasrrs ini disusun dengan berpedoman pada 

I
pendapat nndzhab ulama madzhab kami mengenai tidak ada I
hrnhrtan memberi imbalan dalam hibah tersebut. I
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Cabang' Penulis At-Tahdzib berkata: Sebagian ulama

madzhab kami berkata: Jika pembeli menghibahkan kepada anak

laki-lakinya, maka dia tidak boleh menuntrt ganti mgi, karena

dimungkinkan baginp unfuk menganulir hibah tersebut, kemudian

dia mengembalikann3a, seperti kasus; jika objek jual beli tersebut

tidak pemah keluar dari kepemilikannya. Penulis At'Tahdzib

berkata: Pendapat shahih ulama madzhab AqrSSnfi'i menyatakan

bahwa objek jual beli tersebut adalah hak Snng telah keluar dari

kepemilikannya.

Menurutku (As-Subki): Maksudnya adalah, bahwa sebagian

ulama madzhab kami memberi indikasi bahwa hanya ada safu

pendapat, yaitu pembeli tidak boleh menunfut ganti rugi, dimana

tuntutan menanggung ganti rugi tersebut tidak dianalisa dengan

berpedoman pada kedua argumen yang telah disebutkan.

Pendapat shahih ulama madzhab AsySyafi'i dianalisa

dengan berpedoman pada kedua argumen tersebut. Sehingga,

pembeli tidak boleh menuntut ganti rugi, dimana juga bolehnya

menuntut bila berpedoman pada pendapat Abu Ishaq.

Kami akan menSampaikan keterangan tambahan

kepadamu, bahwa kepastian jawaban masalah ini memiliki

landasan yang lain, dimana landasan lain ifu layak diposisikan

sebagai jawaban Abu Ishaq mengenai penentangan ulama

madzhab Asy-S5nfi'i, yang mengulang masalah ini kernbali, tetapi

dimuat dalam sebuah kasus.

Asy-Syirazi *s berkata:

yang cacat tersebut kembali
melalui transaksi jual beli,

Apabila objek jual beli
kepada pembeli pertama
hibah atau waris, maka

I
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pembeli pertama berhak mengembalikannya tanpa ada
perbedaan pendapat, sebab pengembalian ifu
dimungkinkan baginya, dimana dia juga tidak pernah
menerima kezhaliman tersebut.

Perrielamn:

Apabila pernbeli mengibahkannya tanpa disertai nilai fukar,
kenrudian kepernilikan objek iual beli kembali kepadanya; Asy-
Syirazi Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib dalam semua
pem3ntaan dan pemmpamaan kasus tersebut, dimana masih ada
peibedaan pendapat dan argumentasi.

Aslrqraikh Abu Hamid berkata: Apabila kepemilikan objek
jual beli kernbali kepadanya, misalnya pembeli telah menghibahkan
kepada arnk hki-lakinSn dan dia menganulimya, maka dia boleh
merealisasikan pengembalian tersebut.

AI lrnam Haramain meriwayatkan dua pendapat ulama
madzhab AqlSpfi'i dalam kasus; apabila kepemilikan objek jual
beli kembali melalui hibah atau melalui mekanisme lain, Snng di
dalamnya Udak mengandung hak pengembalian sama sekali.

Pendapat pertama: Pembeli tersebut boleh merealisasikan
pengembalian ifu, karena dia hendak mengembalikan barang yang
menjadi miliknla, sebagaimana kepemilikannya yang pertama.

Pendapat kedua: Tidak boleh. Karena pengembalian
tersebut mengurangi hak milik yang diperoleh melalui mekanisme
tersebut.

Kedua pendapat di atas, landasannya adalah keterangan
yang telah dikernukakan sebelumnya dari Al Imam Haramain,
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dimana jawaban tersebut disusun dengan berpedoman pada bukti

yang dapat mengembalikan hak kepemilikan tersebut.

Sementara kelompok ulama Irak dan jumhur ulama tidak

pemah menyorotinya, seperti ketemngan Snng telah dikemukakan.

Ar-Rafi'i menyampaikan secara mutlak kdua pendapat tersebut

dalam kasus; Jika kepemilikan objek jual beli tersebut kembali

tanpa disertai nilai fukar, dimana dia menyrsun kedua pendapat

tersebut dengan berpegangan pada pertan5nan; apakah dia berhak

menerima ganti rugi bagian yang rusak atau cacat sebab cacat

lama tersebut? Ketika objek jual beli tersebut tidak pemah kembali

(kepemilikannya).

Apabila kita mengatakan, Tidak berhak menerima, maka

pembeli boleh merealisasikan pengembalian tersebut. Apabila kita

mengatakan: Berhak menerima ganti rugi karena cacat lama,

maka apakah haknya ifu sebatas menerima ganti rugi karena cacat

tersebut, atau haknya unfuk mengembalikan tersebut akan kembali

ketika dia mampu mengembalikann5ra.

Ada dua pendapat ulama ma&hab AqrSyafi'i dalam

pertanyaan tersebut.

Menurutku (As-Subki): Kesimpulan pendapat yang

mengatakan haknya sebatas dalam menerima ganti rugi karena

cacat tersebut jauh dari kebenaran, kesimpulan pendapat semacam

ini mungkin bisa disampaikan bila pernbeli benar-benar telah

mengetahui cacat tersebut.

Sedangkan bila dia tidak pernah mengetahui cacat lama

tersebut, sampai stafus kepernilikan objek jual beli tersebut kembali

kepadanya, maka kasus tersebut seperti kasus jika dia tidak pemah

mengetahui cacat baru tersebut sampai cacat lama ifu hilang dan
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hukumnya' boleh dikembalikan'kecuali mengikuti pbndapat yang

menyimpang dari kaidah (Syaad), dimana dalam kasus ini lebih

tepat unhrk tidak memberlakukan pendapat tersebut.

Adapun bila objek jual beli tersebut kepemilikannya kepada
pernbeli pertama diimbangi dengan nilai fukar, contohnya melalui

mekanisme pembelian, Ar-Rafi'i berkata: Apabila kita mengatakan

bahwa objek jual beli tersebut tidak boleh dikembalikan dalam

kondisi pertama (kernbalinya kepemilikan tanpa nilai tukar), maka

demikian pula dalam kasus ini. Dimana objek jual beli tersebut

dikembalikan kepada penjual yang terakhir.

Apabila kita mengatakan objek jual beli tersebut boleh

dikembalikan, maka dalam kasus ini, objek jual beli tersebut boleh

dikembalikan kepada panjual pertama, penjual terakhir, atau boleh

memilih salah satun5a. Di dalam pengembalian objek jual beli ini
ada tiga pendapat yang sudah keluar dari pendapat yang telah

dikemukakan sebelumnya.

Pengembangan masalah dan sistematika penulisan ini
sangat bagus. Pendapat yang shahih adalah bahwa pembeli boleh

mengembalikannya, seperti pendapat Snng disampaikan oleh Asy-
Syimzi, namun disertai perbedaan pendapat yang disampaikan

dalam ketiga masalah yang telah dia sebutkan. Termasuk masalah

yang memiliki kandungan sama dengan ketiga masalah tersebut

adalah wasiat dan kesepakatan pembatalan jual beli (iqaalah),

seperti keterangan Sang telah dikernukakan.

Adapun bila kepemilikan objek jual beli tersebut kernbali

kepada pernbeli melalui penarikan kembali hibah orang fua pada

anaknya, maka sepengetahuanku tdak ada jawaban yang secara
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tegas menjelaskan masalah hibah tersebut kecuali dalam

pemyataan Asy-Spikh Abu Hamid.

Ada kemungkinan hal itu dapat dijawab: Perbedaan

pendapat tersebut tidak dapat diberlakukan dalam masalah hibah

seperti ini, karena penarikan kembali hibah melalui penerimaan

kembali kepemilikan hibah tersebut salna seperti pengembalian

karena cacat tersebut. Dimana pihak yang menunfut pengembalian

hibah itu adalah pemiliknya. Sehingga tidak mudah

menganalisanya dengan berpedoman pada kembalinya hak

kepemilikan yang telah hilang. Sebagaimana tidak dianalisadengan

berpedoman pada hal tersebut, ketika kepemilikan objek jual beli

itu kembali melalui mekanisme pengembalian karena cacat

tersebut. Dimana dalam kasus ini, ada kesepakatan bahwa pembeli

boleh mengembalikann5a.

Ada kemungkinan, hal ini juga dapat memberlakukan

perbedaan pendapat tersebut dalam masalah hibah, seperti

kesimpulan yang dikehendaki oleh pemlntaan mutlak Al lmam

Haramain dan Ar-Rafi'i, karena dia mengambil kesimpulan dari

pendapat yang telah disebutkan oleh Ar-Rafi'i, yaitu hak pembeli

hanya sebatas dalam menuntut ganti rugi bagian yang cacat.

Catatan mengenai kelemahan pendapat tersebut telah

dikemukakan. Pemyataan Asy-Syirazi dalam kasus penarikan

hibah ini dianggap samar oleh sebagian mereka. Karena menunrt

dugaannya, bahwa penarikan hibah ini terjadi setelah jual beli

tersebut. Dia menentang Asy-Syirazi baik dalam segi pendapat

yang dikemukakannya maupun argumentasi, dan tidak perlu

mengutip pemyataannya.
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Aku (As-Slbki) hanya menyebutkannya agar pemyataan

Asy-Syirazi temsebut tidak diangre;ap samar oleh selain dirinya,

sebagaimana dianggap samar oleh dirinya. Penarikan kembali

hibah yang teriadi setelah jual beli tersebut, telah disebutkan oleh

Asy-Syirazi dalam keterangan yang telah dikemukakan.

Penjelasan sernua masalah dalam liltab Al Muhadzdab ini
telah selesai dengan sempuma, dimana masih tersisa pembahasan

beberapa cabang rnasalah, yang akan kami sebutkan. Insg Allah

Tabla.

Cabangt Jika Taid menjual kepada Amru suatu barang,

kemudian Zaid merrbelinya kernbali dari Amru, dan temyata di

dalamnya ada ruafu cacat yang ditemukan di tangan Zaid, maka
jawabannya dirincikan; bila keduangn sama-sama orang yang

mengetahui kondisi cacat tersebut, maka bamng tersebut tidak

boleh dikernbalikan.

Apabila Zaid orang yang mengetahui kondisi cacat tersebut,

dia tidak berhak rnengernbalikan dan tidak pula manuntut ganti

rugi-

Sedangkan bila Amru (orang lrang mengetahui kondisi cacat

tersebut), maka dia juga tidak berhak mengembalikan, karena

kepemilikannya telah hilang, dimana Amru tidak berhak menunhrt

ganti rugi tersebut, menurut pendapat shahih, yang berlawanan

dengan hasil analisa fikih yang dikeluarkan oleh hnu Suraij, karena

dia menerima kezhaliman tersebut dan karena diharapkan pula

kernbalinya kep€rnilikan tersebut.

I

i
i

l

I
I
'1

I
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Apabila barang tersebut rusak di tangan Zaid, maka dia

berhak menunfut ganti rugi, ini bila berpedoman pada argumentasi

yang kedua dan tidak demikian bila berpedoman pada argumentasi

yang pertama.

Ketentuan hukum tersebut juga berlaku jika Zaid telah

menjualnya kepada selain Amru. Apabila Amru seorang yang

mengetahui kondisi cacat tersebut, maka dia tidak berhak

mengembalikannya, sementara Zaid boleh mengembalikannya.

Apabila keduanya merupakan orang yang tidak mengetahui

kondisi cacat tersebut, maka Zaid berhak mengembalikannya. Jika

dia membelinya dengan alat tukar yang berlawanan jenis dengan

alat fukar yang mana dia telah menjualnya, atau alat tukar yang

lebih tinggi kursnya daripada alat tukar tersebut. Kemudian

berikutnya Amru boleh mengembalikan kepada Zaid.

Apabila Zaid membelinya dengan alat hrkar yang sejenis,

maka menurut salah satu dari kedua pendapat ulama madzhab

Asy-Syafi'i, Zaid tidak berhak mengembalikannya, karena Amru

mampu mengembalikannya kepada Zaid, sehingga p€ngembalian

tersebut tidak ada gunanya. Namun, menumt pendapat yang

paling shahih dari kedua pendapat tersebut, Zaid boleh

mengembalikannya, karena terkadang Amru rela menerima barang

yang cacat, sehingga dia tidak mengembalikannya.

Jika objek jual beli tersebut (budak perempuan) meninggal

di tangan Zaid, kemudian dia mengetahui cacat lama yang terdapat

pada objek jual beli tersebut, sekiranya objek jual beli tersebut bisa

dikembalikan fiika masih ada), maka Zaid berhak menunhrt ganfl

rugi bagian yang cacat sebab cacat lama tersebut, dan sekiranya

(tidak boleh dikembalikan kalau masih ada), maka 7-aid Udak
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berhak menuntirt ganti rugi bagian yang cacat sebab cacat lama

tersebut.

Bila berpedoman pada kedua pendapat di atas; jila
seseorang mernbeli suafu barang dan dia telah menjualnya kernbali

kepada selain penjualnp, kemudian dia mernbelinSa kernbali

untuk kali kedua, dan dia mengetahui cacat lama, padahal penjual

kedua tidak pernah mengetahui cacat lama tersebut, maka kepada
penjual marul pernbeli mengembalikan barang tersebut?

Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Dikembalikan kepada penjual pertama,

karena tidak ada gunanya dalam pengembalian barang tersebut

kepada penjual kedua, padahal penjual kedua boleh

mengembalikannga.

Pendapat kedua: Dikembalikan kepada penjual kedua,

karena terkadang dia rela menerima barang yang cacat, dan

terkadang antara kedua alat fukar tersebut ada selisih nilai fukar. Al
Mutawalli dan ulqma madzhab Asy-S5afi'i lainnya telah

menyampaikan pendapat tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Ath-Thayyib dalam Syarhil Furuu'
terkait pembahasan sebuah pendapat (wajh) yang menyatakan

bahwa pembeli sama sekali tidak boleh mengembalikannya karena

cacat tersebut, karena jika dia mengembalikannya, tenfunya
penjual (kedua) tersebut boleh mengembalikan juga kepadanya. Ini
pendapat penulis Al Uddah, dimana dalam iawaban ini perlu dikaii
ulang. Jushr alasan ini adalah argumentasi yang mendukung

orang yang mengatakan: "Pernbeli tersebut tdak boleh

mengembalikannya kepada penjual kedua tersebut." Adapun
pengembalian obiek jual beli tersebut kepada penjual pertiama,
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menipakan pendapat yang dipercaya dari Abu Ath-Thalyib yaitu

boleh mengembalikannya, jadi, tentunln jawaban tersebut perlu

direnungkan kembali.

Dalam masalah Snng pertama, jika muncul cacat baru pada

objek jual beli di tangan Zaid, lalu dia menunhrt Amru agar

menanlplung ganti rugi, maka Umar juga berhak menuntut Zaid

agar menanggung ganti rugi bagian lnng cacat karena cacat lama.

Manfaat dalam pemberlakuan ketentuan hukum ini adalah

bahwa terkadang salah satu dari kedua alat fukar yang digunakan,

nilai tukamya lebih tinggi dari pada alat tukar yang lain, sehingga

menghasilkan selisih nilai antara kedua alat tukar tersebut: Dalam

bab ganti rugi karena cacat juga demikian, karena pembeli berhak

menuntut ganti rugi sesuai dengan porsi dari nilai tukar tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid telah menyampaikannya.

Jika seseorang membeli suafu bamng dan telah menjualnya

kembali ke selain penjualnya tersebut, dimana penjual kedua

kemudian menghilang, atau meninggal dunia, kemudian pembeli

kedua menemukan cacat yang ada di tangan penjual pertama

tersebut, maka alat fukar tersebut bukan dari jenis alat fukar yang

pertama, dimana pembeli kedua tidak boleh mengembalikannya.

Demikian juga bila nilai fukar ihr dari jenis yang sama, menurut

pendapat madzhab, dalam masalah ini ada pendapat lain yang

telah disampaikan oleh penulis At-Tatimmah.

Cabang' Jika objek jual beli tersebut rusak di tangan

penerima hibah barang tersebut (mauhub /ah), maka hanya ada

satu pendapat, bahwa pembeli yang juga pemberi hibah berhak
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menunfut (penjualnya) agar menanggung' ganti

Husain telah menlampaikan cabang masalah ini.

Al Qadhi

Cabangr Semua ketentuan hukum yang telah
dikemukakan dalam pemyataan Asy-Syirazi hanya diberlakukan
dalam masalah; apabila objek jual beli tersebut seluruhnya telah
keluar dari kepernilikan pembeli.

Adapun bila haqn sebagian objek tersebut yang keluar dari
kepemilikannya, maka telah dikemukakan bahwa Asy-Syafi'i dalam
Mukhbshar Al Muani menyamakan antam kepemilikan yang

keluar sebagian dan kepemilikan yang keluar s@ara keseluruhan.
Sementara dalam Mul<hbshar Al Buotnithi dikemukakan dua
pendapat mengenai penjualan kembali separuh barang tersebut
kepada seseorang.

Pendapat pertama: Pernbeli berhak menunfut penjual unfuk
menanggung separuh ganti rugi unfuk oblek jual beli yang tersisa

di tangannya.

Pendapat kedua: Pernbeli tidak berhak menunfut
(penjualnya) menanggung apapun. Di dalam masalah ini muncul
pula pendapat hasil analisa fikih yang dikeluarkan oleh hnu Suraij,
bahwa pembeli berhak menuntut penjual agar menang6lung semua
ganti rugi tersebut.

Namun, pendapat yang pertama adalah pendapat yang

lebih shahih menunrt penulis At-Tahdzib. Dia menyamakannya
dengan kasus munanlrya cacat baru di tangan pembeli, yang mana
hilangnya cacat baru itu tidak bisa dihrnggu.

-.1

I

rugi.

466 ll .et uoj*u'Sloah Al Muhodzdzab



Sementara kesimpulan dari nasi AsySgafi'i dalam Al
Mukhtashar tersebut dan pemyataan mayoritas ulama madzhab

kami rnendukung Pendapat kedua. Ini merupakan pendapat yang

shahih dimana banSnk ulama telah menlrampaikannya secara

tegas. Dimana pendapat tersebut memastikan dengan berdasarkan

argumentasi png mengatakan pufus asa (merasa kesulitan) unfuk

merealisasikan pengembalian tersebut.

Adapun bila berpedoman pada argumentasi

menyatakan bahwa dia menerima kezhaliman tersebut,

tenfunya pembeli boleh menuntut penjual agar menanggung ganti

rugi separuh yang tersisa di bawah kepemilikannya.

Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat lemah yang

diberlakukan dalam masalah pokok tersebut. Pendapat tersebut

lebih lemah lagi bila diberlakukan dalam kasus ini (separuh objek
jualbeli yang telah keluar dari kepemilikann5ra).

Seluruh ketentuan ini berpedoman pada pendapt masyhur

dari madzhab Asy-Syafi'i, dimana mayoritas ulama madzhab kami

memastikannya, yaitu bahwa pembeli tidak boleh mengembalikan

separuh yang masih berada di bawah kepemilikannln.

Sebelumnya telah dikemukakan dari Al Mawardi dalam

kasus separuh bagian yang keluar dari kepemilikan, sebuah khilaf
yang lemah, sehingga dalam cabang masalah ini dis€rtai pendapat

yang lemah tersebut dapat disimpulkan ada ernpat pendapat yang

berbeda.

Apabila kita mengatakan: Pembeli boleh mengembalikan

separuh miliknya, seperti keterangan yang telah disebutkan oleh Al
Mawardi, perbedaan pendapat kembali terulang dalam masalah

separuh objek jual beli yang telah keluar dari kepemilikannya,

yang

maka
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apdkah dia boleh menuntut pengganti separuh tersebut, bila

berpedoman pada pendapat hnu Suraij atau pendapat madzha6?.

Jika penrbeli telah menjual kembali separuh dari objek jual

beli 5nng telah dibelinya dari penjual, maka ketentuan hukumnya

juga demikian, dia fidak boleh mengembalikannya kepada penjual.

Apabiia cacat karena hubungan kemitraan (syirkali ihr ditemukan,

rnaka hal itu dapat hilang melalui mekanisme pengembalian

tersebut. Karena, wakfu pengembalian tersebut mengembalikannya

ke prosedur yang dia miliki.

Penulis At-Tatimmah berkata: Penulis At'Tahdzib berkata,

bahwa ketenhran hukum tersebut adalah pendapat shahih ulama

madzhab Asy-Syafi'i.

Penulis At-Tatimmah menyamakannya dengan kasus budak

perempuan muda, dimana pembeli telah mengawinkannya dengan

penjual. Ir{asalah tersebut telah dikemukakan sebelumnya- Apakah

pembeli boleh menuntut penjual menanggung ganti rugi bagian

yang unhrk separuh milik yang tersisa? Seperti dua pendapat Asy-

Syafi'i dalam kasus; jika pembeli telah menjual kembali separuh

objek jual beli tersebut kepada selain penjualnya.

Jika pembeli separuh objek jual beli tersebut telah

memerdekakannya, kemudian tampak cacat lama, maka pembeli

pertama tersebut boleh menuntut penjualnya agar menanggung

ganti rugi dari separuh objek jual beli yang masih di bar.rnh

kepemilikannya, baik pembeli yang memerdekakan separuh bagian

budak tersebut merupakan orang yang berkecukupan (kaya) atau

orang yang melarat. Karena, objek jual beli tersebut harus

ditentukan nilai tukamya bagi pihak yang memerdekakan ketika

pembelian separuh tersebut dalam kondisi berkurang (nilainln).
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Sementam separuli yang mana dia telah menjualnya kembali, bila
pembeli menuntut kepada pernbeli pertama agar menanggung
ganti rugi dari separuh oblek jual beli tersebut, maka pernbeli
pertama juga boleh menunhrt penjualnya itu. iika tidak dernikian,
maka terdapat dua pendapat ulama madzhab AsySyafi'i.

Penulis At-Tahdzib telah merSnmpaikan cabang rnasalah
tersebut. Yaifu, jika berpedoman pada argumen Abu Ishaq,
pembeli Udak boleh menunfut penjualnya. Sernentara jika
berpdoman pada pendapat madztnb, rnaka pernbeli boleh

menunfut penjual.

Jika pembeli melakukan pembaglan (qismah objek jual beli
tersebut, maka jawabannyn kasus tersebut tdah dikemukakan
sebelumn5a dari Al Qadhi Husain ketika membicarakan seputar
masalah; apabila dua orang membeli suafu barang.

Pendapat yang disampaikan oleh penulis At-Tatimmah
dalam kasus ini (penfualan kernbali separuh objek jual beli)

adalah bahwa bila kita mengatakan qisnnh tersebut
adalah ifnaz (p€rnisahan hak milik), maka pernbeli boleh
merrgembalikarrnya. Sementara bila kita mengatakan (qismat)

tersebut diarfikan jual beli (hrkar menukar hak milik), maka dia
Udak boleh mengernbalikannSa. Karena bila dia berkeinginan
mengembalikan, maka pembagiannyra ifu batal, sehingga barang
yang bukan miliknya akan dikernbalikan kepadanp.

Apabila pembeli berkeinginan membatalkan pernbagian

tersebut, setelah ifu dia ingin mengernbalikan karena adanya cacat,

maka pengembalian tersebut tidak boleh dilakukan, sebab dia
menerima hak milik barang yang cacat serta mengetahui cacat
tersebut.
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'Menurutku (As-Subki): Ini adalah 'pendapat yang

menyerupai pendapat Al Qadhi Husain dalam kasus pembagian

hak milik bersama tersebut. Makna imlpisit dari pemyataan ulama

madzhab kami tersebut adalah bahwa pembagian hak milik itu
tidak menghalangi pengernbalian objek tersebut. Karena, pembeli

berhak mengembalikannya bila objek jual beli tersebut kembali

kepadanya setelah ditemukannya cacat dan dihibahkan. Sekalipun

melalui mekanisme pembagian objek jual beli, pembeli seorang

yang rela menerima mekanisme tersebut. Ini adalah pendapat yang

paling shahih. Ketentuan ini berlaku bila barang yang dijual itu
jumlahnya satu buah, dimana pembeli menjual kembali sebagian

barang tersebut.

Jadi, jika pembeli membeli barang sebanyak dua buah, dia

lalu menjual kembali salah satunya, dimana dia kemudian

menemukan cacat yang terdapat pada salah safu barang tersebut,

atau (menemukan cacat) yang terdapat pada barang yang masih di
bawah kepemilikannya, sementara kita mengatakan, "Tidak boleh

memisahkan pengembalian salah safu dari kedua barang tersebut,

maka segolongan ulama sepakat, yang di antaranya adalah Asy-

Syaikh Abu Hamid, menyatakan bahwa pembeli juga tidak boleh

mengembalikannya (sama seperti ketika dia membeli sebuah

barang dan menjual kembali separuhnya), dan tidak (pula)

mununfut ganti rugi bagian yang rusak karena cacat lama, sebab

tidak ada kesulitan unhrk merealisasikan pengembalian kedua

barang tersebut.

Tenhrnya bila berpedoman pada argumen Abu Ishaq, boleh

bagi pembeli menunfut penjual untuk menanggung ganti rugi

I
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sesuai estimasi cabat yang s€cara khttsirs ada pada objek iual beli

yang masih merriadi rriHrya. kri menrpakan kesimpulan lnng
dikehendaki oleh cabang SBng dihrat oleh Al Mau,ardi.

Apabila bararg yang betada di bau,ah keeernilikan pernbeli

kedua ifu rusak, rnaka dahm pengerrfialian barang y.ang tersisa di

bawah kepernilikannya ihr, ada dua pendapat Aqr$nfi'i dalam

contoh kasus png merryenrpainlp yaitu bih kenrmkan ifu t€rjadi

di bawah kepernilikan pernbeJi p€rtanra, sernentara cacat tersebut

hanln berhubungan dengan bardng yang telah dh iual kembali,

maka dia tidak bol€h mernrnhrt peniuakrSn agar menanggung ganti

rugi tersebut, karena dia telah menerfun r kezhalirnan tersebut dan

ada harapan untuk mengernbal[kann1p.

Cabang, Jika obj€k iual beli tersetnrt tdak pernah keluar

dari kepernilikan pernMi, tetapi ada hak hin yang bahubungan

dengan objek iual ben terseht, contotrnyla s€eerti gadai ahu
cicilan objek iual b€n tensehrt dan hak hinnlp, maka keterrtuan

hukumn5ra telah dikernukakan - Dirnarn sebagian besar

dari semua rrnsalah hulun tersebut diberblnrkan dalarn kas.rs; bila

cacat muncul dalam o$€k jual beL

Catnng' Jika obid( iud bdi ters&rt masih ada di tangan

pernbeli dan penrilikanrqp, serientara aht fulmr (tnng pernbelian)

tersebut telah rusak [rabis), rnaka p€ng€rnbalian tersebut

hukumnln boleh sdarna dia melihat cacat dalam objek iual beli

tersebut. Pernbeli boleh m€runfut aht fukar prE sejenis, bila alat

fukar tersebtrt berupa bararg yang merniffki kesarrnan jenis dan

nilai tukar obiek Fal b€e tersehrt bila ditentulon dengan nilai

/,
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fulGr; l,qihr nilai hrkar minimum lrang muncul sejak masa jual beli

tersebut sampai penyerahan objek jual beli ifu.

Karena, bila nilai fukar pada masa transaksi jual beli itu

nilainya minimum, maka kelebihan nilai tukar ifu muncul dalam

hak milik perriual. Sementara bila nilai fukar pada masil

perryemtran obiek jual beli tersebut adalah nilai fukar minimum,

maka p€r4;rrtary;an nilai hrkar tersebut termasuk resiko lnng harus

ditanggung pernbeli.

Ar-Rafi'i berkata: Perbedaan pendapat yang telah

disebutlon dalam menenttrkan estimasi ganti rugi tersebut lebih

tepat diberlalnrkan dalam cabang masalah ini.

Merrurutku (As-Subki): Al Baghawi dan fu-Rafi'i secara

tegas dalam cabang masalah ini menyatakan bahwa nilai fukar

minimum berhku sejak masa transaksi jual beli diadakan sampai

masa objek jual beli tersebut, seperti ungkapan An-

Nawawi dalam Al Mnhaidalam penenfuan nilai hrkar ketika harga

iual merrgahmi flukh-rasi.

Cabtan mengenai ungkapan selain An-Nawawi

kebalikanrya, telah dikemukakan sebelumnya. Karena kdua alat

fukar tersebut kursnya sama, seperti pendapat yang disampaikan

oleh An-Narrrawi. Adakalanya juga kursnya betteda.

Dpe6olehkan menggantikan alat tukar tersebut dengan bamng

lainnya. Keluamp alat tukar tersebut dari kepemilikann5n melalui

iual beli dan seienisnya sama seperti rusaknya alat hrkar tersebut.

Jika aht tukar tersebut telah keluar dan kernbali

kepernilikanrrp, maka apakah bagi seseorang yaihr pembeli atau

p€rfual dipastikan boleh menukamya dengan alat fukar Fng lain?
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Ar-Raf i'menjawab: Dalam masalah penukaran alat hrkar

tersebut ada dua pendapat ulama madzhab AsySyaf i. Pendapat

yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat

yang pertama dari kedua pendapat tersebut.

Al Imam Haramain berkata: Diantara mereka ada yang

menganalisa masalah funfutan pengernbalian alat hrkar tersebut

sesuai kedua pendapat sebelumnp, yaitu dalam masalah objek jual

beli yang telah hilang serta yang telah kernbali kepemilikannya-

Sebagian mereka ada yang memastikan alat h.rkar bisa diminta

kembali. Perbedaannya menumt pendapat ini adalah bahwa alat

tukar yrang dituntut unh:k dikernbalikan itu bukanlah tuiuan utama,

sehingga tidak disyaratkan dalam alat tukar png dituntut untuk

dikernbalikan itu sesuai dengan png disyaratkan dalam objek jual

beli 5nng dikernbalikan dan menjadi hrjuan utama.

Menurutku (As-Subki): Seluruh ketentuan ini diberlakukan

dalam alat hrkar grang ditenfukan jenisnya dalam transalsi jual beli.

Apabila jenis alat tukar ihr barangnya masih ada, maka pembeli

boleh langsung mengambilnya tanpa ada perbedaan

Sedangkan jika alat fukar itu mempakan ienis alat hrkar

yang penyerahannya dilakukan kemudian (dzirnnah) dan alat h.rkar

yang penyerahannya dilakukan secara ttrtai, maka dalam

menenhrkan jenis alat fukar tersebut untuk diambil kenrbali oleh

pembeli, ada dua pendapat ulama ma&hab AqrSpf i.Ar-Raf i

tidak mengunggplkan satu dari kedua pendapat tersebut.

Namun, Ar-Rafi'i dalam masalah menuntut

penjual agar menanSpng ganti rugi ihr, graihr dalam kasus Srang

menyerupainyra, pendapat 5rang memastikan bahura pendapat yang

lebih shahih bahwa alat hrkar yang dikernbalikan ih-r harus
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ditentukan. Aku (As-subki) juga telah menjelaskan pendapat
tersebut dalam kasus itu. Mereka, dalam kasus pengembalian alat
fukar ini tidak membedakan antara alat fukar yang ditenfukan di
tempat berlangsungnya transaksi jual beli atau di luar tempat
transaksi jual beli.

Menurut safu pendapat yang lemah: Bahwa alat bapr yrang

telah ditentukan di tempat berlangsungnya transaksi jual beli
tersebut lebih baik ditentukan untuk dikembalikan daripada alat
bayar yang diterima setelah transaksi jual beli tersebut, karena alat
bayar yang telah ditenfukan di tempat transaksi jual beli itu sama
seperti alat bayar yang telah ditenfukan dalam transaksi jual beli
tersebut, ini seperti pendapat paling shahih yang telah disebutkan
dalam pembahasan Salam.

Bagaimana pun benfuknya alat fukar tersebut, pendapat
yang paling shahih menyatakan, bahwa alat fukar tersebut han-rc
ditenfukan, karena pembeli berkeinginan mengembalikan objek
jual beli itu, sehingga kepemilikan penjual dari alat bayar tersebut
menjadi hilang, karena tidak ada alasan yang membolehkan unfuk
menukar alat bayar tersebut. Ketenfuan ini hanya berlaku bila alat
tukar itu dibapr tunai atau yang dijelaskan spesifikasinya
(penyerahannSa dilakukan kemudian), lalu penjual merusakn5a.

Adapun bila pembeli menuntut penggantian dari arat fukar
tersebut, contohnya seperti makanan pokok dan sejenisnya, maka
jawabannya akan disampaikan.

Jika penjual membebaskan pembeli dari sebagian harga beli
barang, kemudian objek jual beli tersebut dikembalikan karena
adanya cacat, maka jawabannya dirinci; bila pembebasan sebagian
harga beli barang tersebut setelah terjadi perpisahan (di antara
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kedua belah pihald, rnaka pernbeli boleh menunfut pengernbalian

harga beli barang s@ara ufuh.

Ar-Ruyani bel*aa: Dalam masalah pembebasan sebagian

lnrga beli bararg tersebut, ada sebuah pendapat 1nng
menphkan, bahura pernbeli boleh menunfut peniual agar

mengernbalikan nilai fukar png telah diberikan. Sama seperti

kasus seorang istri png mernbebaskan dari pembagraran maskawin

s&lum ierfuh talak tersebut.

Apabila pernbebasan sebagian harga beli barang tersebut

teriadi setelah perpisahan antara kedua belah pihak, maka

pernbebasan tersebut berhubungan langsung dengan jual beli itrr,

menunrt perdapat madzlnb. Sehingga pembeli tdak boleh

menunfut pengernbalian kecuali harga beli barang png tersisa.

Jika perfual membebaskannSra dari pernbapmn selnua

harga beli barang tersebut, Al Qadhi Husain sepakat Dengan

pendapat lnng menyatakan bolehnla pengembalian tersebut,

unfuk mernbebaskan dirinya ketika objek jual beli tersebut harus

dipelihara.

@Ws ulama yang mengatakan: 'Pembeli tersebut boleh

menunhrt penjual agar mengernbalikan harga bdi barang tersebut

secam ufuh ketika terfrrdi perrbebasan pembayaran unfuk sebagian

objek jual beli" menlntakan: Pernbeli tersebut boleh menunfut

perfual a(far m€ngembalikan nilai tukar 1nng diberikan dalam

lo$s pernbebasan sebagian objek jual beli ini.

Jika perfual menghibahkan alat hrkar tersebut kepada

pernbeli, maka menurut sah.r pendapat: Pengembalian karena

cacat tersebut meniadi sulit (tercegah) unhrk direalisasikan.
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Menurut pendapat lrang lain: Boleh dikembalikan, namun tidhk

boleh menunhrt ganti alat hrkar tersebut.

Apabila alat fukar tersebut barangnya masih ada di tangan

penjual, akan tetapi nilain5n telah berkurang, maka untuk

memperoleh jawaban yang sebenamya perlu dianalisa, bila

sebagian alat tukar itu telah rusak, maka pembeli boleh mengambil

alat fukar yang tersisa serta pengganti alat tukar yang rusak

tersebut.

Apabila pengurangan kurs alat fukar tersebut bermuara ke

sifat alat fukar tersebut, contohnya seperti struktur tanah yang

kering dan sejenisnya, maka dia tidak bisa menunfut (penjual) agar

menanggung kekurangan sifat tanah tersebut, menurut pendapat

yang paling shahih dari dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Sebagaimana kasus; jika tanah tersebut kualitasnya semakin

bertambah dengan tambahan yang menyatu, pembeli boleh

mengambilnya tanpa ada penambahan harga beli. Inilah pendapat

Al Baghawi dan Ar-Raf i.

Masalah tersebut telah dikemukakan dalam sebuah cabang

yang menjelaskan masalah; apabila objek jual beli tersebut

dikembalikan dalam kondisi berkurang harga jualnya. Pendapat

yang diriwaptkan khusus mengenai masalah ini dari hnu Suraij

adalah bahwa penjual diberikan kebebasan untuk menetukan

pilihan di antara dua hal, gaitu; menarik kembali objek jual beli

tersebut dalam kondisi berkurang harga jualnya atau memilih

mengambil nilai tukar objek jual beli tersebut.

Sementara dari selain hnu Suraij diriwayatkan bahwa

penjual boleh menuntut pembeli agar menanggung ganti rugi

baEan lrang cacat dari objek jual beli tersebut.

I
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Pendapat mutlak dalam kasus ini yang disampaikan oleh

fu-Rafi'i tidak seperti kesimpuhn yang nampak dari pendapat

tersebut, bahkan perlu dilalrukan interpretasi seperti pendapat

yang menyatakan, bahwa penrbeli tdak b€rhak menan(Xpng ganti

rugi bagian yang cacat dari objek i.,al beli dan penjual diberi

kebebasan unhrk menenfukan pilihan, seperti pendapat yang

disampaikan oleh hnu Sumii tersebut.

An-Nawawi telah mengutip cabang rnasalah dari Al Qaffal

dan fuh-Shaidalani di sampirE pernSataan Ar-Rafi'i.

. Cabang: Alat tukar (banan) lang telah ditentukan

jenisnya, apabila temyah dalam kondisi @cat, boleh dikernbalikan

karena cacat tersebut, sanra seperti objek iual beli (Vang caca$

tersebut.

Apabila Alat tukar (banan) itu alat tukar 1lang tidak pernah

ditentukan jenisnlra, dimarn alat fukar ifu berkenaan dengan

sebuah transaksi yang di dahmnp fidak distan*an perryerahan

alat fukar secata langsung di ternpat kontak t€rs€but, maka alat

hrkar tersebut boleh di ganti dan tuansaksi tersebut ffdak batal.

Al Mutaunlli dan Ar-Rafi berkata: Baik alat trfiar itu
ternyata dalam kondisi cacat karena b€rubah merrlrdi kasar atau

menghitam watnanla, atau temyata c€hkannlra berbeda dengan

cetakan mata uang lpng diterima mdalui toansaksi iual beli

tersebut, atau temrlata alat tukar ifu berupa ternbaga atau timah.
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Menurutku (As Subki): Ketentuan pergantian 1;ang

diberlakukan dalam selain alat fukar yang telah ditentukan
jenisnya, ini mempakan pendapat yang shahih.

Adapun alat tukar yang telah ditenfukan jenisnya, apabila

temyata berupa tembaga atau timah, dimana dia membeli barang

tersebut dengan alat fukar yang telah ditenfukan jenisnya dengan

syarat alat fukar ihr berupa jenis uang dirham, maka transaksi iual
beli tersebut batal, menurut pendapat yang paling shahih,

sebagaimana telah dikemukakan dalam bab Riba.

Ketentuan tersebut akan disampaikan, -insw Allah Ta'ala-,

dalam pemyataan Asy-Syirazi dalam sebuah pasal yang disebutkan

setelah pembahasan yang ada setelah pasal ini. Telah

dikemukakan dalam bab Riba sejumlah keterangan tentang

berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan cacat yang

ditemukan dalam alat tukar dalam jualbeli mata uang (Shad.

Cabangr Apabila seseorang menjual budak laki-laki

dengan harga seribu, dimana dia meminta seribu ifu difukar

dengan kain, kemudian pembeli menemukan cacat yang terdapat

pada budak tersebut dan mengembalikannya, maka menumt

pendapat yang diriwayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-Tha5yib

bahwa pembeli boleh menuntut penjual agar mengembalikan kain

tersebut, karena dia memiliki budak itu dengan jenis alat fukar

tersebut. Apabila jual beli tersebut batal, maka alat hrkar yang

pembayarannya dilakukan kemudian oleh pembeli pun gugur.

Sehingga batal pula penjualan kain dengan budak tersebut.

Mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, di antaranya Al

Mawardi, berkata: Pembeli boleh menunfut agar mengernbalikan

478 ll ,il uoj*u'SyarahAl Muhadzdzab



seribu tersebut, karena kain tersebut dimiliki melalui kontrak lain

yang berbeda. Di dalam Al Mujarnd dari Ta'liq Abu Hamid, ada

keterangan bahwa Asy-Syafi'i telah mengatakan ketenfuan tersebut

secara tegas.

Apabila cacat nampak pada kain tersebut, maka kain

tersebut boleh dikembalikan, dan seribu tersebut bisa diminta

kembali, bukan budak laki-laki tersebut. Apabila budak tersebut

meninggal dunia sebelum diserahkan kepada pernbeli dan jual beli

tersebut sudah frdak berlaku laE (batal), maka menurut pendapat

yang diriway'atkan dari hnu Suraij bahwa saibu tersebut bisa

diminta kembali, bukan kain tersebut. Karena sudah tidak

berlakunya iual beli tersebut akibat rusaknyra objek iual beli, yang

mernufuskan trarsaksi iual beli dan meniadakannya seiak awal

transaksi ifu diadakan. Ini mempakan perrdapat yang paling

shahih. Namun dalam iawaban masalah ini, ada pendapat lain

png berbeda.

Cabang, Apabih perselisihan teriadi di anhra kedua belah

pihak dalam masalah harga beli tersebut setelah perrgernbalian

objek jual beli, maka diriuralntkan dari lbnu Abi Hurairah, dia

berkata: Masalah ini telah menyrlitkanlna narnun 1nng l€bih tepat

adalah, adanya perbauran hak milik di antara kedua pihak

tersebut, barang tersebut tehp dibtutcan di targan pernbeli,

dimana dia berhak menunfut penjual agar merumt1lrng ganti rugi

harga beli yang hilang, Sraihr estirrnsi png telah disepakati.

Abu Ishaq berkata' Abu Muhammad Al Farisi telah

meriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa pemyrahan yang dibenarkan

tersebut adalah pemyataan penjual, karena dia adahh pihak yrang

Al Mqjmu'SymahAl hfuhotunzab ll n g



I

harus menanggung ganti rugi harga beli yang hilang tersebut.

Sebagaimana jika perselisihan terjadi di antara kedua belah pihak

dalam masalah nilai fukar setelah kesepakatan pembatalan jual beli

tersebut. Ar-Rafi'i berkata: Pendapat terakhir ini adalah pendapat

yang shahih.

Cabang, Apabila tuntutan pengembalian ganti ruE harga

beli yang hilang itr.r diperlukan, lalu perselisihan terjadi di antara

kedua belah pihak tersebut dalam masalah harga beli, maka

pendapat yang bersumber dari Al Qadhi hnu l{ajj dalam masalah

perselisihan tersebut, menyatakan ada dua pendapat Asy-Syafi'i
(qaulaani). Pendapat yang lebih unggul adalah, bahwa pemyataan

yang dibenarkan adalah pemyataan penjual. Ar-Rafi'i telah

menyampaikan cabang ini.

Cabang, Yaifu, sejumlah keterangan tambahan dari An-

Nawawi yang dimuat dalam Ar-Raudhah. Apabila seseorang

membeli suafu bamng seharga seribu yang pembayarannya

dilakukan kemudian (dzimmah tidak tunai), lalu orcmg lain

melunasinya menggantikan pembeli karena malakukan bbamt'
(amal kebajikan), lalu pembeli mengembalikan bamng tersebut

karena cacat, maka penjual harus menanggung pengembalian

seribu tersebut, dan kepada siapa seribu ifu dikernbalikan? Disini,

ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (wajhaani).

Pendapat pertama: I(epada orang lain yang menanggung

pembayaran tersebut, karena dialah orang yang menyerahkan

uang pembelian barang tersebut.
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PerxCapat kedua, Kepada pernbdi, karena seribu tersebut

diasumsikan termasrk ke dahm tnk mililarya-

Jadi, apabih p€rfual menarik o$€k i.-l befi terseh& rnaka

dia harus mag€rnbalikan k€eada pernbdfl uarg pernM]ur png
meniadi perimbarEan obiek iual bdi tersebut. Dan hanp Dengan

pendapat inilat\ penul[s Al Mubgah mernuh.rskan rnasalah

tasebtrt, seperti 3nrg dis€hdt{anr[B dahm bb nhn

Menurudar (As-Sr$ld): Ar-Rtryani tdah menyebutkan dalam

Al Bahr dua pendapat ters€but, dirnara dh b€rkata: Pendapat

yang palins slahih adalah irwaban yaryI kedua. Dia bedota: Jika

tempta bardng tersehrt tdah merrpdi orarg lain,

rnaka dipastikan s€ribu tersehrt dikenrbalikan k€eada orang lain

lang menang!.ql pernbafran tersehrt, karerra dia merrerrtukan

Udak ada ienis aht tukar dan tdak da pula IraI bdi-

Kecuah bih cacat itu tdak dik€tahui sampai zakat dahm

obid< itnl bdi tersetut u,a[b dihrnaikan- Jika dernikiur, rrnka ada

pendapat yansdfui$rayatkan dari lbrru Al Hadda{lang tehp boleh

offek inl beli tersehfr !Er{I silrdah ura& dizakati

temsehrt

Sernenfua du,Eryat dari Abu Ah nrerrgptalon tdak boleh

@ lorena o$ek id bef terseh.fr rdair4p tehh

berlnrrang akibat keterloitanqn dengan zakat tersch$ rnenurut

sebuah pendapal Atau sebab slatsqn seeerti obr* Fal beli

1ang berloitan dengan gadai, rnenwut pendapat3png hin.

Adapun bila cacat obid( iual beh itu baru dikebhui setelah

zakatrrra tersebut dikehnrl*an, rnaka bih pernbdi ttrcngehn*an

akattersetnrt dad sdain jenis oUlek jual be[, dan ldh nrengatakan:

Boleh pernmaim alratt dengan
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dilakukan kemudian (dzimmah), 'maka pembeli boleh

mengembalikannya.

Sementara bila kita mengatakan nilai hrkamya telah

berkurang karena keterkaitannya dengan zakat tersebut, maka

menumt satu pendapat: Bahwa hal tersebut sarna seperti

penarikan kembali objek jual beli setelah selesainln bansaksi jual

beli, dimana juga ada pendapat yang lain yang mengatakan:

Dipastikan boleh mengembalikan objek jual beli tersebut, karena

dirinya tidak menerima kezhaliman tersebut.

Apabila alat ttrkar tersebut telah keluar dari kondisi semula

dan kami memutuskan tidak boleh memisahkan transaksi tersebut,

maka pengembalian objek jual beli tersebut sulit direalisasikan, dan

dia wajib menanggung ganti rugi tersebut, menumt orang yang

menenfukan pufus asa (merasa sulit) unfuk merealisasikan

pengembalian alat fukar tersebut. Jawaban tersebut adalah

pendapat yang paling shahih.

Apabila kita memuhrskan boleh dilakukan pemisahan

transaksi tersebut, maka alat tersebut dikembalikan sesuai dengan

porsinya. Sedang menumt pendapat yang lain: Alat tukar ynng

tersisa berikut kurs alat tukar yang rusak hams dikembalikan.

Jika seseomng membeli dua orang budak laki-laki dalam

dua transaksi yang berbeda, salah satunya seharga sepuluh dan

budak yang lainnya seharga lima, kemudian dia mengembalikan

salah satunya karena adanya cacat, kemudian terjadi perselisihan

di antara kedua belah pihak tersebut.

Pembeli tersebut berkata: "Aku mengembalikan budak 5ang

harganya sepuluh," maka pernyataan yang dibenarkan adalah
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pemyataan p€rfual, karena hukum asalrya adalah bebas dari

tansgungan tersehrt-

Jika sesorang mernbeli s€hdai kain dari seseormg (penjual

A), kernudian sehdai kain dari yarE lain (penjual B), dan dia

menernukan cacat png terrdapat pada salah safu dari kedua kain

ta:s€but, narun dia Udak mengetahui kain mana yang cacat dari

kedua kain yaql dia bdi tersehrt, rnaka dia udak boleh

mengernbalikannya keeada safu orang dari kedua penjual. Al

Qadhi Husain telah merqpmpailon kedua cabang tersebut dalam

Al Fabwa-

Catlangr Asfqpfi'i dan maloritas ula,rna sepakat

mengenai kasus; iilra pernMi m€ng€rnbalikan objek iual beli

tersebut karena adanta ca@t, dirnana ienis alat fukar ifu masih

tehp ada, dia bol€h menarik kerrrbali i€nis alat fukar tersebut.

Sernerrtara apabila ierris aht fukar tersebut telah rusak,

maka dia bol€h m€rninb nibi fukar yarrg setara dengan alat tukar

t€rs€but, s€e€rti keterarEan png tdah dikernukakan. Tidak ada

p€rb€daan arrtara i€nis (aht fukad benrpa hannn, banng berharga

selain rnata uaql erErs dan p€rak W Urudlt dan selain kedua

i€nis aht fukar tersebut

hnu Abi L,,ila b€rkata: Apabila s€seorcmg mernbeli budak

p€rernplran dengan hdak laki-laki mihknya, kernudian dia

menernukan cacat pada hdak p€rernpuan tersebut, lalu dia

@, rnaka dia boleh merninta nilai fukar budak

p€relnpuan, tdak menarik kernbali budak laki-laki tersebut.

D€rnikian iuga, merdra meriurayatlon dari hnu Abi Laila dalam

kasr.rs hdak p€r€rnfruan dengan hldak perernpuan miliknSn.
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Namun aku tdak niengetahui, apakah itu berlaku dhlam

sernua jenis hanan dan barang berharga selain mata uang elnas

dan perak atau tidak?

Aslrsyirazi g berkata: Cacat yang mengakibatkan
pengembalian objek jual beli adalah ienis cacat dimana
or.rng banyak menganggapnya sebagai sebuah

kecacatan- Apabila jenis dari cacat ifu samar, maka
untuk mengetahuinya dikembalikan kepada pakar yang

mengetahui bidang jenis cacat tersebut.

Penjelasan:

Ketika sernua ketentuan hukum lnng berhubungan dengan

cacat ihr telah dikemukakan, maka Asy-Syrrazi perlu menjelaskan

definisi cacat ifu sendiri, sehingga dia membuat pasal tersendiri

khusus unhrk menjelaskan definisi cacat tersebut dan menjelaskan

hakikat sesuafu yang disebut cacat dan sesuafu lang fidak

dikategorikan sebagai sebuah cacat.

Kefika contoh-contoh cacat tersebut iumlahnSa tak terbatas,

maka Aslrsyirazi lebih medahulukan untuk menjelaskan kaidah

batasan (dhabith mengenai jenis cacat tersebut dibanding

menyebutkan jenis cacat itu.

Kaidah batasan mengenai cacat yang telah disebutkan oleh

AsySyirazi tersebut sangat kuat, karena sumber unfuk mengetahui

batasan suahr cacat tersebut adalah urf (kebiasaan yang dilakukan

secara kontinyr oleh orang banyak s@ara umum).
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Jika urf tercdl.tt tdak pernah ditemukan, dimana un
tersebut menunhrt kesempurnaan objek iual beli tersebut sehingga

ulf tersebut memposisikan obiek iual beli tersebut

seperti sifat yang diqpratlon, rnaka tenfunln hukum

pengembalian tersebut fidak lagi berlalar.

Oleh karena itu, AsySyirazi merrrbuat kaidah khusus cacat

ini dengan mengerrbalilonnya pada urf 1yerrg b€rlal$. Jadi,

perkara 5rang dianggap oleh orang banlrak dan para pernegang

afuran urf tersebut sebagai zuatu cacat, rnaka perkara ihr adalah

jenis kecacatan, dimana perkara 1ang fxCak dianggap kecacatan,

maka bukanlah jenis kecacatan.

Akan tebpi pertrbahan yang t€riadi pada urf tqs&ut,
terkadang dalam sebagian walrtu tertenfu merrunculkan

ketidakpastian. Oleh karena ifulah, sdain Aqrqrirazi pun banlBk

ulama Sang berusaha menrbuat kailah khusus terrtarg cacat,

dengan kaidah (batasan) yarg sangat r€hs-

Batasan prE terbaik merrgenai suafu cacat adalah apa

5ang telah diterangkan ohh AI Imam Flararnain, dan Ar-Rafi'i png
telah mengungkapkannp dengan ungkapan: Sdiap perkara yang

ditemukan dalam obiek alod, dirnarn dengannya merryebabkan

dikembalikannya objek iual bel[; yaitu p€rlmra !Er{l m€rryebabkan

nilai tukar atau mufu banng tersetxrt lnrrang sempun l- Sesrrahr

tersebut menyebabkan fuiuan iual be[ yarg s€benamla hilarg
akibat adanya tersebut, dengan qarat; dirnana di

dalam barang sejenis lainnya, tdak diternukan sejenis kekumngan

ihr.

Kaidah yang lebih dnglos dari itu bisa diungkapkan: Setiap

sesuafu yang menyebabkan nilai fukar (nrrs) atau mufu bamng
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' tersebut kurang serirpuma dengan kekuiangan ifu, dimana fujuan 
I

jual beli lrang sebenamya hilang akibat adanya kekurangan I

tersebut. Pada umumnya kekurangan tersebut f,dak diternukan I

dalam berbagai barang sejenis dengan objek akad tersebut. 
I

Sebagian mereka berkata: Cacat adalah sesuafu yang I

menyebabkan berkurangnya nilai tukar atau barang dari aunl 
I

pembuatannya yang sempuma. 
I

Ar-Rafi'i berkata: Kami memandang perlu memasukkan 
I

kata, "Kekurangan pada mutu barang" ke dalam kaidah cacat 
I

tersebut, sebab hal ini mempertimbangkan kasus pengebirian 
I

pada budak laki-laki, dimana budak laki-laki tersebut boleh 
I

dikernbalikan karena adanya pengebirian tersebut, sekalipun tidak 
I

menyebabkan nilai fukamya berkurang, tetapi mufu barang 
I

tersebut yang kumng sempuma. 
I

Mengapa tidak cukup dengan kata, *Berkurangnya mufu I

barang," dan disyamtkan "Hilangnya fujuan jual beli yang 
i

sebenamya." Karena jika barang (her,van) itu dipotong dari otot 
1

paha atau betisnya dengan kadar pemotongan yang sangat sdikit, 
I

yang tidak menimbulkan kekurangan apapun dan hrjuan yang 
i

sebenamya tidak hilang, maka pengembalian tersebut tidak berlaku j

lagi. 
j

Ar-Rafi'i berkata: Oleh karena itu, penulis At-Taqrib 
i

berkata: Bila dari telinga kambing itu dipotong sebagian yang l

menghalangi sahnya kurban kambing tersebut, maka I

pengernbalian ifu tetap berlaku. Jika tidak, maka pengembalian 
l

tidak berlaku. 
I

Di dalam batasan "Hilangnya fujuan yang sebenamya," juga 
1

mengesampingkan masalah; apabila budak laki-laki dan budak ,
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perernpran tersehrt diternukan dalam kondisi dilhitan. Karena

anggota trbuh prE srdah ada sqak aunl pencipaannSTa hilang,

tehpi hlangntn anggota tlrhft tersebut adahh fuiuan utama, dan

fidak dernikian d€ngon keberadaan anggoh tubuh tersebut,

s€hirgsa frdak berlaku p€ng€rnbahan karena dikhitan tersebut, bila

lul<ar$ra tehh sernhrtr-

Mengapa dryaradian pada umwnn!,a kelnrrangan tersebut

1nng tidak diternrkan pada berbagai ienis obiek akad tersebut?

I(arena, keberadaan anggota hrhh tersebut misakS;a dalam semua

hdak perernpuan, merryebabkan nihi hrkamya kumng selnpuma,

narn n hal ini tdak mengakibatkan pengernbalian karena

hilangrun keperawarnn, karena pada umumnya keperawanan ifu

tidak diternukan dalam s€rrua budak perempuan tersebut; bila

hdak p€rernFran ifu sudah laniut usia, di rnurur pada usia tersebut

ifu urnr.unnya sLidah hilang-

Adap.ur s€suafu yang merrgalami pernmbahan dari

pernhratan awal (ciptaan) yang sempuma, kata ini

mengesampforgkan nnsatatu apabila lrang l€bih dari awal

pernhratan (ciptaan) ifu berl$mrg, contohnya s€eerti jari-jari dan

sejenisnya. Itlisahrya peqtrnl mernotongnya, dan tidak menyisakan

kehnrkan apapurL kernudian dia menjuakrya, rrnka pengembalian

fdak b€rlaku karena hihngntp Frtrfi tambahan tersebut. Inilah

pendapat penulis At-Tatimnnh-

Namun dahm keterrfuan Uclak berlalrunya pengernbalian

akibat hiUrgnya anggota tambahan tersebut, perlu dikaji ulang.

Karena Al @tti Abu AtFThaWib b€rp€ndapat merrgenai anggota

trhh tambahan dari aual penciptaan tersebut Apabila tambahan

anggota tllhh ihr muncul di tangan pernMi, tenfunln munculnya
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anggota tambahan tersebut nienghalangi pengernbalian objek jual

beli dalam masalah (tambahan anggota) di sebelah tangan. hnu
Ash-Shabbagh mengikuti jeiakrya dan berpendapat demikian.

Apabila tambahan anggota di tangan pernbeli itu
mempakan jenis cacat yang menghalang pengerrbalian, -seperti
pendapat 5nng telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Tharyib-
tenfunla cacat tersebut mengakibatkan berlakunyra pengembalian

tersebut bila hal itu terjadi di targan penjtnl.

Apabila bukan jenis cacat yang mengakibatkan berlakunya
pengernbalian, seperti pendapat 3nng disampaikan oleh penulis
At-Tatimmah, tenfunya cacat tersebut Udak menghalangi
pengernbalian, bila hal itu muncrrl di tangan pernbeli, maka jenis

cacat tersebut tidak merrghalangi pengernbalian tersebut.

Sehingga dia memberlakukan kaidahnya, "Suafu perkara
dimarn l<hgar sudah fidak b€rlaku lagi karena hilangnya suatu
perkara tersebut di tangan penjual, Udak menghalangi
pengernbalian ifu bila sesuatu tersebut muncul kefika berada di
bauah kepemilikan pembeli. "

Jadi, terjadi pertedaan pendapat di antara Al eadhi Abu
Ath-Tha!,yib dan Al Mutaualli dalam masalah tertolaknya
pengerrrbalian tersebut, karena muncul suafu perkara ifu di tangan
pernbeli.

Adapun ketenfuan berlakunya pengernbalian tersebut
karena ditemukannSa tambahan anggota fubuh dari awal
ciptaannlp yang sempuma di tangan penjual, bisa jadi Al eadhi
Abu Ath-Tharyib berpendapat dernikian, dan memposisikannln
sebagai kecacatan, dimana dia mernberlakukan kaidahnya tersebut.
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Jika dernikian, nraka teriadi di antara meridra

berdua dahrn kedua rnasalah tersehrL

Perbedaan itu bisa dkatalon dernikian: Bahu,a

hilangnlp iari tambahan dan seienluap, sdsalipun kehihnganr[E

bukan suafu cacat, kcua[ iari tambahan ihr bih telah ada k€fika

transaksi iual b€[ diadakan, rnaka pernbdi b€rhak menri[kin1p dan

statusnya adahh bagian dari obiekiual b€[ 3png diimbalgi dengan

alat tukar tersehrL

Jadi, lika pernbeh mengernbalilonnya tanpa iari tambahan

tersebut, tenfunya dia mengelrrbalilon obiek iual be|i tersehrt

dalam kondisi Uedarang dari obi€k di rnarn trarrsaksi iual bdi

tersebut diadakan unrfuknya.

Oleh karena itu, Al aadhi Abu A*FThaylrib berkata:

Hilangnya jari tambahan ifulah Fng nrenghalangi pengernbalian

tersebut, bukan karena hihngnya iili tambahan ihr adalah jenis

cacat. Mernang benar, hal ifu udak nrenghahngi pengerrrbalian,

narnun bih hihngn}Ia iari tambattan ini dan seienisnya t€riadi di

tangan peniual setdah iual b€[ dan sebetum adanya perryelahan

hak kepernilikannya kepada pernbeli, ini merrghanbrkan diskusi

kepada kaenfuan berlatmnf pargernbalian tersebut bagi pembeli

karena hilangn!,a sebagian obietr iual beh y'ang dimuat dalam

tansaksi iual b€[ tersebut, sdraliprn ttilangnta ifu btrkanlah stratu

kecacatan-

ApalGh kamu flCak mengetahui batu,a sebdumnya tdah

dikemukakan pada kita bahwa ses@rarg lang mernbdi budak

laki-lak 1nns pandai menulis, kernudian dia lupa keahlian fulis-

menulis tersehrt sebelum tnk kepernifikannp kepada

pernbeli, lh@rtetap b€rlaku disebat*an hilangnya keatrlian 1Bng
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diternukan di saat hransaksi jual beli disepakati, sekalipun hilangnya
keahlian fulis-menulis ihr bukanlah suafu cacat, bahkan hanya
hilang kesempumaan budak tersebut. Kecakapan menulis ini
sekalipun bukan sifat penyempuma, tetapi pembelian tersebut
merniliki tujuan tertenfu yang tetap berhubungan dengan
kecakapan ini dan juga menjadi sifat yang berhak dimiliki melalui
transalsi jual beli tersebut.

Namun sebelumnya telah dikernukakan dari penulis l/-
Tahddb bahwa dia berkata: "Khi5/ar tidak lagi berlaku ketika
hilarErya tambahan itu terjadi sebelum penyerahan objek jual
beli.' Ini merupakan ketentuan hukum penulis At-Tatimmah, yang
merniliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut. Maksudnya
adalah, pendapat yang kontradikfif dengan diskusi yang telah aku
sampaikan dan Dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Al
Qadhi Abu Ath-Tha5ryib.

Namun penulis At-Tahdzib dan penulis At-Tatimmah
merniliki jawaban: Bahwa jari tambahan ifu, sekalipun tansaksi
jual beli tersebut telah mencakrpnla, haqn saja di dalam jari
tarnbahan ifu tidak ada fujuan apapun, sehingga hilangnSa jari
tambahan itu serta telah sembuhnlra luka akibat pemotongan jari
tersebut, fidak menyebabkan munculn5ra kekurangan yang
mengakibatkan tujuan jual beli yang sebenamya hilang. Berteda
dengan hilangn5n kecakapan menulis karena lupa.

Berdasarkan jawaban ini, munculah kaidah khusus, "segala
perkara (cacat) yang menetapkan pengembalian objek jual beli
kepada penjual, menghalangi pengembalian, bila hal ihl
mempakan hasil perbuatan pembeli."
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Apabila kita tetap pemyataan Al Qadhi

Abu Ath-Thayyib seperti apa adanyn dan hta merrrberlakukannya

dalam menjawab rnasalah tritangntn iari tambahan ihr, yang t€riadi

sebelum penyerahan obiek iual beli, maka dernikian pula kaidah

tentang batasan ini tdp diberlakukan.

Apabila kita menggabungftan antara pendapat lnng
disampaikan Al Qadhi Abu Ath-Tha!,yib, lraitu hilangnlp jari

tambahan ifu setelah penyemhan obiek iual beli Dengan pendapat

yang telah disampaikan penulis At-Tatimnnh, 11aitu hilangnya iari
tambahan sebelum perry;erahan obiek iual beh, see€rti indikasi

akan penggabungan hal tersebut lrang telah dikenrukakan

sebelumnln dalam mernbahas berbagai faktor yang menghalangi

pengembalian objek iual beli, rnaka dahm masalah hilangnF

tambahan di tangan perriual ini harus dipisahkan antara hilangnya

tambahan ini setehh iual beli, seningga hal itu menetapkan khiSar,

atau sebelumnya 1nng tidak menehpkan khi5nr- Selama tidak ada

kekurangan disebabkan adaryla hmbahan ini.

Segala per{<ara }lang menetapkan akibat hukum

pengembalian bila tual b€fi tersebut telah teriadi, menghalangi

penganbalian obiei< iual b€S, bih p€rkara tersebut t€riadi kefika

berada pada penrbeJi, tidak seUaftqn.

Jadi, segala p€rkara !,ang menetapkan akibat hukum

pengembalian, adahh bila terFdinln setelah iual beli. Jika hal ihr

terjadi sebelum obiek iual beli tersebut, maka hal itu

menghalangi perrgernbalian bih teriadi di tangan pernbeli.

(demfian juga) s€balilqn.

Segala cacat iU dapat menetapkan akibat hukum

pengembalian, narnun fidak s€tnua lnng menetapkan

L-
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pengernbalian ifu adalah suatu'cagat. Seperti ketenhran yang telah
kami contohkan dalam masalah hilangnya sifat kesempurnenn
tersebut sebelum penyerahan objek jual beli. Karena hilangn5ra sifat
kesempumaan ifu bukanlah cacat yang termasuk dqivasi dari
kaidah tentang batasan cacat ini, hanla saja kesempumaan ifu
berhak dimiliki melalui transaksi jual beli, sehingga hilangnya
kesempumaan ifu berubah menjadi jenis kecacatan.

Sernua kaidah tentang batasan cacat, yang telah disebutkan
oleh Ar-Rafi'i dan Al Imam Haramain telah menjelaskan
indikasiryn, ini adalah pendapat milik Al Qadhi Husain, karena dia
pemah berkata: Definisi cacat tersebut adalah segala kekurangan

lrang menyebabkan barang kurang sempurnei sesuai asal

ciptaannlra atau kurang sernpuma nilai fukamya, atau segala

kelmrangan yang menghilangkan fujuan, dimana adanln fujuan ifu
menjadi ryarat lrang utama, atau fujuan ifu hilang disebabkan oleh
findak penipuan dari pihak penjual, ini sernua menetapkan
berlakunln kh&n, pengembalian objek jual beli tersebut.
Sedangkan kekurangan yang keluar dari kumpulan sifat ini, tidak
menetapkan berlakunya khitmr.

Tuiuan Al Qadhi Husain mernbuat batasan ini adalah
membatasi segala perkam yang menetapkan berlakunlp
pengernbalian tersebut, yaifu faktor-faktor yang jumlahn!,a ada tiga
macam lrurg telah disebutkan dalam bab ini, pifu bshriSnh
(pernbiaran heuran tanpa diperah susunlra selama beberapa hari
sampai susunla ifu mengendap [mengumpul di kantong susunya),

cacat dan menyalahi janji yang disayaratkan dalam kansaksi jual

beli. Dan kaidah tentang batasan cacat yang telah dikemukakan
sebelumnlra ifu sudah mencukupi. Dimana dengan kaidah ini pula,
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kamu bisa mengetahui cacat s€suai dengan definisi milik Al Qadhi

Husain tersebut.

Al Ghazali berkata, Kecacatan itu adalah segala sifat yang

tercela, dirnana uzfmerrunfut te6ebasnp objek jual beli dari sifat

tersebut pada umtrrnrrlp. TerkadarE cacat ih.r berupa pengurangan

sifat atau bertambahn3n sif'at tersebtrt, dan terkadang benrpa

p€ngurangan bararg s€e€rti p€ng€birian atau bertambahnya

barang tersebut s€eerti }iri tambatnn dan pengebirian. Jadi, bila

nilai tukar objek iual b.li tersehrt senrakin bertambah naik, akan

tetapi pq3rrangan dan penambahan png menjadi bagian objek

jual beli tersebut adalah hal 1Bng dirnakzud, dimana nilai barang ifu

berhubungan dengan sesuafu tersebut, nalnun penambahan nilai

fukam5ra ihr dikarenakan adaryp pernotongan kelenjar testisnya

(pada objek iual beli tersebuQ, s€bab adanp hrjuan lain yang hanya

diperoleh dengan adanlp pernotongan kelenjar testis tersebut,

maka objek iral b.li tersebut trak pernah beralih (keluar) dari

tersebut-

Al Ghazali ingin merridaskan derrgan definisi ini bahwa

berkurarEnya nihi tukar itu bisa diperoleh dari sisi sifat Snng

melernahkan fubuh, akan tetapi kdernahan fubuh ihr tertutupi oleh

penambahan nilai tukar dari sisi lain !,aitu kenyamanan ketika dia

menernui (melalani) uanitaJIaIB merrixdi istri pembeli.

Maka dernikian iuga, kdrumngan png dimiliki oleh budak

laki-lak lnlrg nilai tukamlp bertambah naik disebabkan oleh

merrulis, dirnana nilai fukam1n kurang sanpuma

disebablon oleh cacat tersebut, hkan cacat yang menyebabkan

nilai tukam1n bertambah rnik, kenaikan nilai fukar itu Udak

mengeluarkarurya dari posisiqTa sebagai suafu cacat.

t
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Di'dalam pembahasan cacat ini ada peralihan fokus
pembicaraan, bahwa kekurangan (cacat) yang dipertimbangkan
adalah suatu kekurangan dari segi nilai fukar. oleh karena ih-r, Asy-
syafi'i.g bab Al Aib dalam pernbahasan nhn, berr<ata: suatu
cacat (kekurangan) yang menyebabkan adanla tdilrarterjadi pada
setiap barang yang nilai fukamya (Mnan) kurang sernpuma
disebabkan oleh sesuatu, baik sedikit nraupun ba4ak. Dimana
hasil perbuatan tersebut tidak menimbulkan mudhamt dengan
melakukannya.

Nash ini adalah bukti }nng menyatakan, bahwa aspek nilai
tukar itulah yang dipertimbangkan. Maksud yang dikehendaki Asy-
Syafi'i -wallahu a'lam- dengan l<ab " tsarnan' tersebut- adalah nilai
tukar (qiimallt.

Empat baris sebelum merryebutkan nasrl tersebut, Asy-
syafi'i berkata: Apabila pada barang png digadaikan itu terdapat
cacat di fubuhn5a, atau cacat dalam pelbuatann5n, yang
menyebabkan nilai fukam5n lurang sernpuma, dimana Murbhin
(penerima barang) ifu telah mengetahui cacat tersebut sebelum
penerimaan barang, maka fidak berhku khlnr bagl Murbhin
tersebut. nhn danjual beli tersebut telah mengikat (telah merniliki
kekuatan hukum tetap). nashirtr sama seperti nasilnng pertama
dalam posisinya sebagai bukti Snng menlratakan bahwa nilai fukar
ifulah aspek yang dipertimbangkan.

Perkataan Asy-Syafi'i: "Kecacatan yang berakibat hukum
pada pengembalian objek jual beli tersebut." Terkadang seseorang
berkata, andaikata dia berkata: "Yang berakibat hukum
pengembalian tersebut," -seperti png disampaikan
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dleh Al Mutaunlli dalam AtTatimmab teritun5a mencakup objek

jual beli dan alat tukar tersebut.

Jawaban penentangan ini adalah bahwa alat hrkar tersebut

bila berupa ienis alat fukar grang cacat, maka keterrhran hukumnya

sama seperti ketentuan hukum 1nng berlal<tr dalam objek jual beli

tersebut. Tak diragukan lagi bahura AslrSyirazi dalam bab ini

berrnaksud menjelaskan definisi cacat lrang menghalangi jual beli

tersebut dan juga jenis cacat lain Snng mengandung ketenfuan

hukum yang satna, apakah dia menyebutkan atau tidak

merryebutkannya sarna saja, maksud yang dikehendakinp sudah

dapat diketahui.

Kita masih mempunyai beberapa cacat lain yang terdapat

pada selain objek iual beli tersebut, yang kemudian ditafsirkan

derrgan selain penafsiran ini- An-Nawawi *5 dalam Tahdzibul

htghaat berkata: Kecacatan itu ada enatn kategori: Kecacatan

dalam objek iual beli, dalam budak yang dijadikan bayaran atas

kafarat, dalam ghumh (budak 1nng diiadikan diat janin yang

dihukurni muslim dan merdeka lang mengalami keguguran tanpa

mengeluarkan jeritan akibat pertuatan seseorang), dalam hewan

kurtan, herpan hadiah unfuk disernbelih di tanah suci, dan Aqiqah,

dalam salah sahr dari sepasang suami istri, dan cacat dalam iamh.

Ukumn keenam cacat tersebut beragam. Cacat yang

mernberikan yang kuat dalam objek jual beli, yang

menyebabkan berlalnrnf khiSar adalah cacat lrang menyebabkan

nilai hrkar barang, keinginan memiliki barang ifu atau barang itu

kurang sempulTn.

Cacat dalam kafant adalah cacat yang menimbulkan

bahap pada budak perempuan tersebut dengan

L
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tingkat bahaya 5nng sangat nlata. Cacat dalam hdwan kutan,
herrran hadiah dan Aqiqah adalah cacat lrang menyebabkan

da$ngnya kurang sempuma.

Cacat dalam pemikahan adalah cacat yang menjauhkan

persefubuhan dan cacat karena rusakqn kehormatan diri yang

hanrs dijaga. Cacat dalam iknh adalah cacat yang memberikan

penganrh 3rang kuat dalam rnanfaat, dengan pengaruh lnng
menyebabkan munculnya pertedaan nilai serara, bukan pengaruh

yang merryrcbabkan perbedaan nilai fukar budak tersebut, sebab

kontrak iianh tersebut berkenaan dengan manfaat ihr. Ini adalah

perkiraan lang membatasi keenam cacat tersebut.

Keenam jenis cacat ihr tersebar dalam berbagai kitab

(kumpuhn) pernbahasan ini, berikut makna yang sebenamya dan

sejumlah derirrasinya. Cacat ghutnh dalam janin sama seperti

objek iual beli tersebut. Ini adahh pemyrataan An-Nawawi *S.

Menurutku (As-Subki): Kecacatan dalam zakat salna seperti

jual beli, menurut pendapat paling shahih. Menurut sebuah

pendapat yang lernah (@ild, Hal ifu salna seperti herl,ran kurtan.

Dahm masalah maskawin; apabila suami menjatuhkan talak

sebelum hubungan intim dilakukan, maka hal yang lebih

diperhatikan adalah aspek cacat yang menyebabkan hilangnya

tujuan lnrrg sebenam5ra dari pernberian maskawin, bukan

memperhatikan nilai fukar nnskawin, bukan pula berkurangnya

kesernpurnaan bamng yang dibuat maskawin tersebut.

Karena itu, An-Nawawi trerliata: Kandungan ianin dalam

heuan ternak dalarn konteks iual beli adahh nihi tambah 5ang

bukan mempakan cacat. Sernentara dalam konteks maskawin

(kandungan ramin dalam heunn temak) adalah tambahan sekaligus
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kekurangan yang menghalangi kernbali se@ra paksa-

Jadi, macam-macam cacat ifu jumlahnp ada enam, sekalipun bab-

babn5ra sangat banpk iumtahn1;a.

Barang yang dihibahkan dengan nilai tukar, ketenfuan

hukumnSn sarna seperti keterrfuan hukum yang diberlakukan

dalam objek jual beli. Abu Tsaur berkata, Barang yang dihibahkan

tidak boleh dikembalikan karena cacat, dimana juga tidak dituntr-rt

menanggung ganti rugi bagian Srang cacat. Pendapat ini sangat

sulit dimengerti.

Cabangt Kamu telah mernperoleh kesimpulan png jelas

bahwa hilangnya sifat penyempuma tersebut setelah jual beli ifu

sifatnya mengikat dan sebelum adanya penyerahan oblek jual beli

tersebut, hal ifu menetapkan berlakunya khitm, pengembalian

tersebut, dimana hilangnlra sifat penyempuma ifu tidak termasuk

ke dalam kaidah tentang batasan cacat yang telah disebutkan-

Alasan png dikemukakan mengenai hal tersebut, adalah karena

hilangnya sifat penyempurna lang menyebabkan khip,
tersebut bukan disebabkan hilangnya sifat penyempuma ifu

merupakan suafu kecacatan, bahkan karena hila.gtl. sebagian

sifut yang berhak dimilild seperti indikasi yang telah dikernukakan.

Wallahu a'lam.

Perkataan Aslr-Syirazi: "Maka untuk mengetahuinya

dikembalikan kepada palor lang mengetahui bidang jenis cacat

tersebut." Penulis At-Tahdzibberkata: Apabila satu orang di antara

pakar jenis cacat tersebut merrptakan bahwa perkara tersebut

adalah jenis cacat, maka pengembalian objek jual beli karena cacat

itu berlaku.

L-
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Demikian juga, komentar panulis Al Uddah menghendaki.

Penulis At-Tatimmah memandang perlu mempertimbangkan

kesaksian dua orang: Jika terjadi perselisihan pendapat di antara

kedua orcmg tersebut dalam sebagian sifat, maka apakah sebagian

sifat ifu adalah jenis cacat? Dimana di kawasan tersebut tidak

ditemukan seorang pakarpun yang bisa dimintai keterangan

mengenai sebagian sifat tersebut, maka pemyataan yang

dibenarkan adalah pemyataan penjual disertai sumpahnya.

Pelajaran penting: Mengernbalikan prihal cacat tersebut ke

urf (adat lang umtrn dilakukan), merniliki banyak persamaan

dalam fikih. Antara lain panjangnya tempat duduk yang

menghalanE unfuk tetap meneruskan shalat, banyaknya najis yang

melampaui batas diampuni.

Estimasi sifat 5nng terkandung dalam perabotan (piring;

gelas dari emas dan perak). Perpisahan Snng menghilangkan hak

khiyar, penyerahan objek jual beli (QaMh, penyimpanan barang

dan alih fungsi lahan kosong llfuna'ul Maortaafi. Dan banyak lagi

masalah-masalah lainnya, dimana ketenfuan hukumnla

dikembalikan sesuai dengan url tersebut. Baik itu dikembalikan

secara qath'i $elrs dan rinci) atau posisin5ra masih diperdebatkan.

Sudah pupuler, seperti berbagai penjelasan fuqaha', bahwa

setiap perkara yang tidak memiliki standar ukuran dalam ketenfuan

sJnra'tidak pula dalam konteks etimologi bahasa, perkara tersebut

standar ukr,rannya dikembalikan ke uf Pengembalian hukum

suafu perkara seperti ini, tidak kontradiktif Dengan pendapat para

ahli ushul fikih, lnitu bahwa ucapan pembawa qpriat itu harus

diinterpretasikan sesuai makna yang ditehpkan dalam s5nm',

kemudian makna urf, baru berikutnp makna kebahasaan (lughai.
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Titk temu antara kedua pendapat ters€but adalah, bahun

maksud 1nng dikehendaki para ahli ushul fikih, apabila makna

secara urf dan makrn secara balnsa ifu terFdi pertentangan, maka

kita mendahulukan urt tersebut- Sernentara maksud yang

dikehendaki fuqatn (pal<ar fikih) apabila standar ukuran perkan

tersebut scara bahasa ihr Udak diketahui, mereka tdak

, "Perkara tersebut tidak merniliki rnakna (yang tegas

dan rinci)." Jadi, yang dikeh€ndaki mereka adalah, bahun

maknanln secara bahasa menunrt mereka, tdak bisa

menerangkan standar ulnran p€rkan tersebut secam jelas dan

rinci sesuai dengan ketentuan hukum 3nrg akan diberlakukan pada

perkara tersebut, sehingga unfuk standar ukuran

perkara tersebut dicarilah bukti berdasarkan urf

Aslrsyirazi e berkata: Apabila seseorang

membeli budak laki-Iaki, lalu dia menemukannya dalam
kondisi tunanetra, tunadaksa (pincang), tunarungu,
tunawicara, berpenyakit judam (peqnkit lrang
menyebabkan anggota semu.r tubuh rusak dan rontok),
bansh (penfkit kuht yang menyebabkan warna kulit
keputih-putihan; kusta; lepra), dalam kondisi yang
sedang sakit, bau busuk dari mulut (abkhai, terpotong
(anggota tuhrhnya), botak kepalanp, suka berzina,
suka mencuri, atau suka melarikan diri dari majikannln,
maka, pengembalian tersebut berlaku bagi pembeli.

Karena sehrruh kondisi ini adalah kerusakan,
dimana kemudakan transabi iual ben tersebut menuntut
terbebasnln objek jual beli tersehrt dari semua
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kerusakan ifu- Sehingga trahsal$i jual beli tersebut
belum mengikat disertai adanya semua kerusakan
tersebut.

Penjelasan:

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami menyebutkan secara

global dari sejumlah jenis kecacatan, sekalipun jumlah cacat itu

tidak terbatas, dan tidak ada hampan untuk menyebutkannya

secara menyeluruh, tetapi maksud penyebutan ifu adalah sebagai

tambahan wawasan mengenai perkara yang telah dipelajari, yaitu

kaidah khusus cacat yang telah dikernukakan sebelumnya.

Jenis cacat yang disebutkan oleh AsSr-Srnrazi antara lain

adalah penemuan budak dalam kondisi funanetra, tunadaksa

(pincang), tr-rnarungu, funawicara, berpenlakit judzam (penyakit

yang menyebabkan anggota selnua fubuh rusak dan rontok),

barash (penyakit kulit yang menyebabkan wama kulit keputih-

putihan; kusta; lepra)-

Keenam cacat ini tidak diternukan perbedaan pendapat di

kalangan ulama. Tidak ada pemilahan jawaban (bfshil) mengenai

Barash dan Judzam !/ang mencapai ambang batas yang

membahayakan (nyawanya) dan selain ihr.

Atau ftudak tersebut diternukan)dalam kondisi yang sedang

sakit. Baik sakit yang dikhawatirkan (mendatangkan kematian)

maupun selain sakit itu, sakit png diharapkan hilang maupun sakit

yang tidak diharapkan H*9, png diternukan dalam diri budak

dan selain budak, yaitu hannn. Demikian penulis At-Tatimmah dan

ulama lainnya berpendapat.
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Menrang berar, fidak ada perincian akan hal tersebut, akan

tetapi bila sakithrlp itu relatif ringan, seperti; sakit kepala ringan,

dan sakit ssupa lainnya, rnaka dalam pengembalian karena sakit

semacam ifu masih t€riadi perd€batan- hnu Yunus dan hnu Ar-
Rifah berkata: Saldt sekalipun sdikit adalah ruatu cacat.

Al lih berkata, Apabila seorang budak itu didera sakit,

dimana biasarp sakit ifu bisa hihng melalui pengobatan 5nng
sangat cepat, rnaka tdak b€rlaku khit/ar. Sama seperti kasus; jik',a

obiek ,ual befi drslnslnb dan peniual mampu s€gera

meng€xnbalikanrrya. Ini adalah komentar yang baik.

Ahu hrrdak tersebut ditenrukan dalam kondisi berbau busuk

dari mulutuqp @bHnn. Bau br.tsuk lrang merupalon jenis cacat

adalah p€rkan yang sulit dihihngkan karena perubahan kondisi
lambung, h*an bau busuk SnrE timbul karena karang gigi, karena

bau busuk s€e€rti ifu bisa hihng dengan membersitrkan mulut
(menggosok gigi).

Muj,ili menerrtang bahura bau busuk akibat karang gigi
(p€rubatnn warxr gigi merfadi larnirrg) itu tidak disebut bl<har
(bau yang tak sedap dari mulut), jadi tidak perlu dikesampingkan
dari isElah faklmrtqsrfilut.

Dalam At-Tajrid, disebtrtkan bahwa budak perempuan

muda boleh dikernbalikan karena bau mulut (Nakhan, kata

tersebut diinterpretasikan s€e€rti BaHw lang penafsirannSa telah
dikerrulcalon- Tidak ada perbedaan antara budak laki-laki dan
budak p€r€rnpuan muda. Karena, fujuan pernbelian budak
p€rernpuan iU adahh unfuk mernperoleh kesenangan. Sedang

h$uan pernbdhn budak hl<Flaki tersebut adalah unhrk menjadi
p€ndampfulg dahm beeeqgian.
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Perkataari Asy-Syimzi: "AHu terpotong" maksudnya

adalah, terpotong satu dari sekian banyak anggota tubuhnya,

seperti tangan, kaki, jari-jari, ujung jari dan lain sebagainya.

Kemuflakan perkataan Asy-Syirazi ifu mencakup anggota tubuh

5nng asli dan selain itu.

Telah dikemukakan pengecualian pemotongan jari

tambahan dan yang menyerupai jari tambahan, seperti
pengecualian pemotongan sedikit otot paha, bila hal ifu Udak

menyebabkan timbulnya kekurangan.

Atau budak tersebut ditemukan dalam kondisi botak (Aqn\,
yaihr orang rontoknSra rambut kepala karena kerusakan.

Dsyaratkan dalam kesemua perkara ini, lnitu dimana hal tersebut

harus berlangsung secara kontinyr,r.

Jadi, jika kesernua perkara ini diternukan di tangan penjual

sebelum jual beli diadakan dan bekasnya telah hilang, maka tidak
berlaku pengembalian karena kesemua perkara tersebut. Tetapi
hal itu hanp dalam cacat selain pemotongan anggota fubuh.

Atau budak tersebut diternukan dalam kondisi suka berzina,

suka mencuri atau suka melarikan diri dari fuann5ra. Ketiga jenis

cacat ini juga tidak ditemukan perbedaan pendapat. Menurut kami,

tidak ada pemilahan jawaban mengenai cacat jenis ifu antara

budak laki-laki dan budak perempuan. Tidak ada perbedaan pula

antara; apakah dia dijatrrhi hukuman dalam perzinaan dan
pencurian itu atau tidak.

Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan hnu AI Mundzir
sepakat Dengan pendapat kami mengenai berlakunya

pengembalian karena cacat berupa perzinaan secara mutlak.
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Pendapat Abu Hanifah: Bahura budak laki-laki tdak
dikembalikan karena cacat perzirnan, berbeda dengan budak

perempuan. Karena, perzinaan yang dilalerkan oleh budak laki-laki

ifu akan mendatangkan adangn perbauran nasabnSn dengan nasab

selain dirinp.

Ulama ma&hab kami menjarrab: Bahwa perzinaan yang

dilakukan oleh budak laki-lah itu adalah faktor lnng menehpkan

hukuman lhaQ dan mengurargi nilai tukamya, bahkan terkadang

dia meninggal dunia di baqnh hukunran tersebut.

Tidak ada pertedaan antara budak yang masih kecil (kanak-

kanak) dan sudah danasa, sekalipun hulmman Udak wajib

ditegakkan pada budak ]rang rnasih kecil, karena kebiasan dia

melakukan perzinaan ifu, sehingga kelak dia akan melakukannya

setelah dev.rasa-

Ulama madzhab kami telah menerangkan secara jelas dan

rinci mengenai masalah; jika budak laki-lak itu hanya sekali

melakukan perzinaan di targan penjual, maka pernbeli boleh

mengembalikannyra, sekalipun dia telah bertobat (menSndari

kesalahannya) dan prilakuqp dia fidak mengulanginlra lagi setelah

itu. Hal ini disebabkan karena kamrigaan mer{plang perzinaan

itu tidak hilang begifu saja. lantaran alasan ini pulalah, kesucian

orcung merdeka yang pernah berdrn frdak pulih kembali karena

bertobat.

Al Ghazali dalam Al Wasith berkata: Prilaku melarikan diri

dari fuannya, menc'uri dan b€rdna yang tdah menjadi tradisi, ifu

sernua merupakan cacat. Dia mengaitkan peqnntan prilaku png
sudah menjadi tradisi dahm kdiga jenis cacat tersebut, dalam
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prilaku melarikan'diri dari majikan saja, atau dalam hal pelarian

dan pencurian.

Seandainl;a saja tidak ditemukan dari komentar Al Ghazali

kectrali komentar yang dernikian, tenfunya komentamya bisa di-

bkwil bahua l<ab "As-furiqalf' (pencurian;) dan kata "Az-Zinaa"
(perzinaan) dihubungkan pada l<a+a, " i'tiyaad' (prilaku yang sudah

menjadi badisi), dimana i'tiSnad tersebut tidak dijadikan syarat

dalam kdua tersebut.

Akan tetapi dalam Al Wajh AI Ghazali berkata' Prilakunya

!/ang sudah menjadi hadisi adalah perzinaan, pelarian dan
pencurian. Pelrryrataan tersebut maknanya sangat tegas dan jelas,

tidak dapat diinterpretasikan lainnf .

Makna 3nng hampir mendekati dari pernyataan Al Ghazali

dalam Al Wafiz adalah pemyataan Al Ghazali dalam Al Bashith,
"Abaad (Yang kerap melarikan diri), "SatmaQ' (yang kerap

mencuri), dan *Al hnnaa "' (Yang kerap berzina), Al Ghazali

merrgungkapkan ketiga predikat itu dengan bentuk mubaalaghah
(benhrk kata !/ang menunjukkan arti sering; kerap; banyak

melahrkan).

Mapun kasus perzina.ur, nash ulama madzhab kami

mengenai peruinaan ini telah dikemukakan, dimana

sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun yang menjelaskan

s@ara konlait dan tegas adanya perbedaan pendapat dalam

perzinaan ini, begitu juga dalam kasus pencurian.

Mapun terkait kasus melarikan diri dari tuannya, Al Imam

Haramain dalam sejumlah keterangan awal pernbahasan Salam

berkata dalam menjawab pertanyaan: Pelarian yang sudah menjadi

tadisi adalah jenis kecacatan, sementara pelarian yang terjadi
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secaftr kebehrlan, hal ifu tdak bisa disarnakan dengan semua jenis

cacat tersebut. Pendapat yarrg disampaikan oleh Al Imam

Hararnain secarer tegas ini adalah pendapat ularna jumhur, yang

merruniukkan pendapat s€ba[kntp. Dirnana di balik ifu serrua, ada

tiga persoalan:

Persoalan Pertama: Bahura ketiga i€nis cacat ini bila

dilakukan berulangdarg di targan peniual, dirnana sudah populer

terdengar kernanarnana, kerrudian diternukan kernbali di tangan

pernbeli dan dia tidak mens€tahui tenbng ketiga jenis cacat

tersebut, maka da boleh nurgernbalikannp. Karena

k€rnbali di tangan pernbeli adalah cacat baru

setelah ke{iga jrznb cacat ihr dihlnrkan beruhng:ulang.

Apabila ketisa jenis mt ifu (pencurian, rrel;zitlrrrn dan

melarikan diri) diterrrukan di tangan penjual dan dilakukan hanya

sekali, kernudian berikutnSn diternukan kernbali di targan pernbeli,

rnaka rnalma irnphsit dari perrryataan uhma rrndzhab

kami adalah, batntra pernbet bol€h meng€rnbalikannF- Dengan

pendapat serrErcaln ini puh Ahr Sa'id AI Harawi merryatakan

pendapatrrya s@Er tegas dahm ketiga i€nis cacat telsebut,

dirnana iuga ada uh,rna sdain Al Flarawi yang iusa merrlatakan

secarzr tqas dahm soal pdarian hrdak tersebut- Dalam kaentuan
ifu dia tidak mernbedakan antara hrdak yang sudah merrcapai usia

baligh dan anak-anak 9ang ildah mencapai usia bmyiz-

AI @tri Fftrsah berkata: Pernbeli tersebut boleh menuntut

SanU rtrgi bagian cacat karena pdarian di tangan pernbeli adalah
jenis cacat baru. Pendapat Al Qadhi Husain telah dikemukakan,

kefika m€rnbahas rnasahh; apabila pembeli tidak mengetahui cacat

itu hingga budak ters€but melarikan diri.
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Apabila ketiga jenis cacat tersebut ditemukan di tangan
penjual dan dilakukan baru safu kali, dimana hal ini tidak pemah
ditemukan lagi di tangan pembeli, maka bila budak tersebut masih
tergolong kanak-kanak yang sudah mencapai usia tamyiz, maka
pendapat 5ang ditegaskan oleh pemyataan penulis At-Tatimmah
dan ulama lainnya adalah budak tersebut boleh dikembalikan.

Abu Sa'id AI Harawi berkata: Tidak boleh dikembalikan.

Pendapat pertama adalah pendapat yang paling shahih. Apabila
budak tersebut telah dewasa, dia juga boleh dikembalikan. Karena

adat kebiasaan yang dilakukan dalam kondisi dewasa sulit

dihilangkannya. Dalam masalah budak ini, khususnya dalam soal

melarikan diri, ada pendapat lain, yang telah diriwayatkan oleh Al
Harawi dari Ats-Tsaqafi, bahwa budak yang telah dewasa, dimana

dia hanya sekali melarikan diri, tidak boleh dikembalikan sama

seperti budak yang masih kanak-kanak.

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang pertama.

Yaitu pendapat Az-Zujaji dan Al Qadhi Husain. Menurut sebuah

riwalat: Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang menegaskan hal
tersebut.

Al Qadhi Husain berkata: Suatu perbuatan yang dilakukan
sebanyak satu kali dalam konteks melarikan diri, bisa digolongkan
jenis cacat selamanya, hal ini sama seperti bersetubuh dalam

membatalkan sifat kesucian.

Al Qadhi Husain dalam Al Fatawa menjelaskan secara

gamblang bahwa cacat melarikan diri itu tidak bisa hilang begifu
saja dengan cara bertobat dan melev.rati masa yang cukup lama,

sama seperti perzinaan. Al Harawi mengembangkan masalah

tersebut berdasarkan pendapat Ats-Tsaqafi bahwa tidak ada
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keunjiban bersumpah abs penjual. Sebab, dipertolehkannya

pengernbalian ihr, ber@oman pada adanya cacat tersebut di

tangan pernbeli. Inilah kesimpulan yang telah aku ringkas dari

perrryataan ularna madztrab kami merrgenai rrnsalah melarikan diri

tersebut-

Jikalau kiranlTa kita mengatakan: Pernbeli tersebut boleh

mergerrrbalikan dalam soal pelarian tersebut, maka ketenfuan

tersebut diberlakukan pada mat hadimya budak tersebut. Adapun

k€fika rnasih dahrn kondisi melarikan diri, Udak boleh

mengernbalikannp, sep€rti pendapat Spng telah dikernukakan.

Pendapat prE tdah diseh,rtkan oleh Al Harawi mengenai

hdak 1rang rnasih kanaklmrnk tersebut dan iuga komentar Ats-

Traqafi dalam soal pdadan hdak yang telah deurasa menghendaki

pendapat dernikian, tpitu bahura budak tersebut tdak boleh

dikernbalikan karena selrah mdalnrkan cacat keflah bila ditemukan

kernbali di targan pernbdfl- Per&pat ini sargat mengherankan,

karma Xka benar pdarian sdmh itu dikatakan s€bagai ruafu cacat,

maka tidak perlu lagi bulfi penaunmg yang lain.

Apabih pehian sdofi itu ti&k dikatakan sebagai cacat,

rnaka diternulorrrya pebrian ifu di targan pernbeh, sekalipun

hdmn hktor yang nrengftahrgi p€ng€rnbafan, paling udak,

keberadaan darian ihl m€rftd perkara yang merrunfut adanSra

pengernbaliarL k@ra[ fika mernpertntikan bahwa diternukannya

pdarian temsebut di tangan pernMi mernrnjukkan bahvua pelarian

ifu b€rubah merridi adat, dfonana hal itu terrrnsuk resiko yang

harus aftanggung perrlual, s€bab keberadaannln disandarkan pada

pdarian yang dilahrlon seUetumntn.
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Cabangt Apabila pelarian, pencurian, perzinaan dan
perbuatan sejenis lainnya ifu ditemukan di tangan penjual, dan
telah hilang dalam wakfu yang sangat lama, sekiranya diduga kuat
semua cacat ifu hilang, kemudian semua cacat itu ditemukan
kembali di tangan pembeli, AI Harawi berkata: Ats-Tsaqafi dan Az-
Zujaji Abu Ali berkata: Pengembalian itu hukumnya tidak boleh.
Karena ada kernungkinan kuat, bahwa semua cacat itu awalnya
telah hilang, kemudian muncul kembali di tangan pembeli,
sehingga kerrrunculan cacat itu seperti sakit yang baru terjadi di
tangan pernbeli.

Catnng, Kesemua cacat ini tidak disyaratkan harus
ditemukan di tangan penjual, bahkan jika seandainya kesemua
cacat ini diternukan di tangan seseorang, dimana penjual
menerima hak milik tersebut dari orang ifu atau sebelum menerima
hak milik tersebut, maka ketentuan hukum kesemua cacat ifu juga
demihan- Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli menyampaikan
pendapat tersebut khusus dalam soal pelarian budak. Tidak
diragukan lagi bahwa pendapat tersebut dapat diberlakukan dalam
kedua cacat yang lainnya, berbeda dengan semua cacat yang
disebutkan sebelumnya, yaitu berbagai penyakit tersebut.

Catlangr Orang yang menguasai barang milik orang lain
sama seperti seorang pencuri, dimana tidak disyaratkan perbuatan
kriminal tersebut dilakukannya berulang-ulang. Aku
menyebutkanngra dengan bentuk kalimat seperti ini karena
mengikuti Al Imam Haramain.
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Cabang: Penjelasan madzhab para uhma- Ats-Tsauri dan

Ishaq berpendapat dahm losus hrdak kanak-kanak ynrg mencuri,

minum Hamu, dan mdarilran diri: Tiriak boleh dikernbalikan

karena cacat tertenfu sampai dial menginlik usia baligh- Ahmad

berpendapat, Apabila budak tersehrt tdah mdeurati usia sepuluh

tahun, maka tersehrt terrnasuk jenis cacat-

Cabang' Perkataan Astrqrrad' 'Eludak lah-lah" hattla

sebagai contoh saia, karena hrdak paernpuan juga dernikian.

Sebagian cacat png tdah dbefudran ifu, serrua irris haran
lainnln juga ihrt ternrasuk di dahmqn, seperti kebutaan, pincang

dan terpotorg anggota t$utrnya.

Cabangr Diantara jenis cacat png juga sarn dengan

sernua cacat tersehrt adalah terpotorrg kernahnnnya, yaifu

termasuk ke dalam p€rkataan Astrq/irad: 'Mqthuu'ari'
anggota tubuhn!,a)-

Banyalmtp te&.rr lnrtu d k€eah hrdak lald dan budak

p€rempuan, bila mencapai arnbang batas ynrg merryalahi adat,

bukan telur kufu 1ang timbul karena biang k€ringat yang muncul

secanr tiba-tiba, g€ralon prg keras, atau menggurnpahrta kotoran

rambut.

Mengenai bantnlmya tehr latu di k€eala itu tdak
disyaratkan hanrs tdak bisa diobati, bahkan jika seandainlp telur

kuhr itu tdak bisa dibersitrkan k6ra[ dengan pengobatan ]rang
eksfuim (pensebatan hnr basa), rnaka keberadaan telur kufu

tersebut ternrasuk jenis cacat-
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Sedang menurut Al Qadhi Husain, "Jenis cacat banyaknya

telur kufu tidak bisa diberlakukan pada anak-anak." Pernyataannya

itu dapat diinterpretasikan seperti telur kutu yang tidak keluar dari

adat.

Diantara jenis cacat adalah gila (hilang akal), baik itu
terputus-puhrs maupun tidak. Budak yang ditemukan dalam

kondisi labil akalnya (mukhtal4 berubah-rubah dan kacau), lemah

akalnya (ablahl, lumpuh tangannya, atau buta sebelah matanya

(A'wal1.

Sebagian mereka menduga bahwa A'war ifu termasuk ke

dalam jenis kebutaan ('ama), karena A'war ifu adalah buta sebelah

matanya, sehingga termasuk ke dalam perkataan Asy-Syirazi

tersebut. Yang benar tidaklah demikian. Karena, l<ata "Ama" saat

disampaikannya secara mutlak, hal ifu difujukan pada kedua mata.

Memang benar, kata Al Aur secara bahasa artinya adalah

kehilangan penglihatan, dimana terkadang makna tersebut

ditujukan untuk orang yang buta (a'maa), karena alasan inilah kata

" a'wai' bisa diungkapkan buta mata sebelah kanan atau kiri, akan

tetapi ketika diungkapkan secara mutlak, hanya dapat dimaknai

hilangnya penglihatan dari salah safu kedua matanya.

Diantara jenis cacat adalah budak yang kabur atau kurang

terang penglihatannya (Akhfasfi, dimana kondisi ini ada dua

macam:

Pertama: Rabun penglihatannya karena bawaan lahir.

Kedua, Rabun penglihatannya karena penyakit yang baru

muncul, yaifu rabun yang bisa melihat pada wakfu malam, Udak

pada waktu siang, pada saat cuaca mendung, tidak pada cuaca

terang, keduaduanya adalah jenis cacat.
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Budak yarry ajhardengan huruf Jiim, yartu rabun yang tidak

bisa melihat di tengah terik rratahari. Atau rabun *re la'siaal,
yaifu rabun Sang bisa melihat pada waktu siang dan kurang bisa

melihat pada wakhr rnala,rn. B€nfuk kata unfuk rannitanya menjadi

Asyuaa atau a'nnsy. Al Qadhi Husain telah merr3Tampaikan

cabang masalah tersebut-

Atau budak Varry Al(hsgn. Yaitu budak Snng di dahm

hidungn5ra terdapat perrpkit, lpng menyebabkan dh tidak bisa

mencium bau apapun. Atau budak yarg Afoam. Yaitu budak png
mulutorya Udak seiaiar (serong), atau Antt png bicaranp tidak

dapat dimengerti. Kata Anft dlbaca, fathah humf Raa' dan dibaca

tasydid pada huruf Ta'. Yaifu s€seormg yang dahm bicaranya

frdak terdengar dengan ielas- Ini adalah penafsiran ahli bahasa.

Para ahli fikh berperrdapat mengenai sifat budak

perempuan: Anft adahh orarg yang mengidghamkan sebuah

huruf ke dalam huruf lain derrgan cara !,ang berbeda dengan

idgham 5rang dibolehkan dalam kaidah bahasa arab. Rutbh (tidak

terdengar dengan jelas bicaranya dan ucaparurla terularE;ulang),

dengan membaca dhamrnah pada huruf Raa'- Kedua perkara

tersebut dalam pernbahasan cacat ini, hamslah mernperhatikan

jenis budak tersebut.

Jadi, bih pada umumr5p dalam jenis budak tersebut tidak

ditemukan perkara tersebul rnaka perkara itu tergolong

kecacatan. Sernentara bila pada umumn5ra dalarn ienis budak

tersebut ditemukan seperti bibir yang tebal misalnya, rnaka perkam

tersebut bukanhh tergolong s€bagai sebuah kecacatan-

Dalam kasus ini, uhrrn madzhab kami mernutlakan gagap

(Altsgfilyang tidak bisa dimcrgert. Kata tersebut dapat dibiarkan
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pbda sisi kemuflirkannya. Dimana' kemutlakan yang

dikehendakinp adalah orang yang tidak bisa dimengerti
perkaranya baik melalui dialeknya dan tidak pula melalui selain

dialeknya.

Al Qadhi Husain berkata: Apabila pembeli menemukannya

dalam kondisi gagap (Altsagh atau yang tidak jelas bicaranya
(Arati, khiyarpugembalian tidak berlaku bila dia cakap bicaranya.

Jadi, bila temSrata dia tidak cakap bicaranya, maka pembeli boleh

mengembalikannya. Seolah-olah yang dikehendaki Al Qadhi
Husain adalah bila dia memahami pembicaraan kita, maka tidak
berlaku laE pengembalian. Apabila dia tidak memahami
pembicaraan kita, maka pembeli boleh mengembalikannya dalam

kedua kasus tersebut. Seperti pendapat yang telah disampaikan

oleh ulama madzhab kami, namun makna ini jauh dari makna
yang dikehendakinya dalam soal orang yang sulit dimengerti
bicaranya (Amtt.

Diantara contoh jenis cacat adalah, budak yang kehilangan

indera perasa, atau sahr dari kelima pancaindera. Sekalipun

sebagiannln lebih menonjol. (Atau orang yang kehilangan) rambut,
kuku, atau dia memiliki jari tambahan, atau gigi taring, yaitu gigi

tambahan 5nng berbeda dengan semua gigi lainnya, atau tangan

tambahan, kaki tambahan, atau sebagian gigi-giginya dicabut, atau

ompong Egryn. Dimana juga yang termasuk jenis cacat adalah

hetu.ran temak yang ompong giginya kecuali gigi yang biasanya

ompong.

Al Qadhi Husain telah mengutip dalam Al Fatawa

mengenai pembatasan khusus ini dari Al Abbadi, setelah dia

menyampaikan secara mutlak bahwa pembeli boleh
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mengembalikannya, dimana perrbatasan tersebut mutlak

diperlukan, !/aitu keterarEan yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i.

Al Qadhi Husain juga merrceritakan bahwa apakah melihat

Egi itu merrjadi perryaratan dalam transaksi jual beli tersebut? Dia

menjawab: Kernr:ngkinan ada dua pendapat ularna madzhab Asy-

S5rafi'i (wailmni)- Jadi dislarsi terrtang pengembalian ini dibangun

berdasarkan sahh safu dari kedua pendapat tersebut, atau dahm

diskusi ini diberlakukan pendapat yang telah dikernukakan dalam

kasus kehilangan rarnh,rt tersebut (botak).

Diantara jenis cacat hinnln adalah, seonmg budak yang

mernpunyai bant ak hrka, mernpunlpi banyak grgr lang tanggal,

atau menderita perqBkit Buhaq, pitu bintik putih lnng muncrrl

pada kulit, g?rlg berbeda dengan wamanya (panu), tetapi bukan

penyakit bansh atau mmbutn5n mernutih sebelum tiba masanya.

Diantara jenis cacat tersebut adalah budak yang suka

mengadu domba, fulong ternrng (sihir), lang menuduh berzina

terhadap unnita*anita ild, banyak be6ohorg atau

pernberrskakan limpa (splenomegali), seperti lnng
dikemukakan oleh Al Maunrdi dan Ar-Rqrani.

Atau budak png suka @udi, meninggalkan shalat, atau

suka minum klnmq. Merrurut pendapat yang lernah rrdak berlaku

pengernbalian karena merninr.nn klnmq dan meninggalkan shalat

tersebut.

Ar-Rafi'i telah menyampaikannlp dan Ar-Ruqam karsra Al

Abbadi. Diriurayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-Tha9yib, tentang

pernbatasan minum klama, misalnya; dia mabuk. Namun

pembatasan ini tdak perlu, karena akibat minum khamer tersebut
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dia wajib menerima hukuman minum khamer tersebut. Mujalli
telah menyampaikan catatan akan hal tersebut.

Al Qadhi Husain juga mernbatasi minum tersebut yang

telah menjadi tradisi (adat 5nng dilakukan secara kontinyr). Di
dalam At-Tahdzib disebutkan keterangan bahwa minum l<hamer
yang pernah dilakukan, yang mana dia telah bertobat
(menghentikan kebiasaan minumnya), pengembalian tersebut tidak
berlaku lagi, berbeda dengan perzinaan. Karena identitas peminum

itu hilang dari dirinya. Berbeda dengan perzinaan.

Telah dikemukakan sebelumnya dari Al Qadhi Husain

bahwa pelarian budak tersebut tidak menghilangkan kesan pelarian

tersebut sebab adanya tobat (menghentikan prilaku tersebut).

Padahal faktanya pelarian tersebut sama seperti minum khamer
Jadi, ada kemungkinan Al Qadhi Husain berbeda pendapat dalam

kasus minum l<hamer ini, dimana penulis At-Tahdzib berbeda
pendapat dalam kasus pelarian tersebut, kecuali soal minum
khamer tersebut disampaikan secara terpisah.

Diantara jenis cacat tersebut adalah budak yang temyata
seorang khuntsa (orang yang memiliki alat kelamin ganda; bukan

laki-laki, bukan perempuan: bencong), baik alat kelaminnya sulit

dibedakan atau tidak sulit dibedakan.

Ar-Rafi'i berkata: Diriwayatkan dari ulama madzhab Asy-

Syafi'i, bahwa bila khunts tersebut berjenis kelamin laki-laki,

dimana dia kencing dari lubang kemaluan laki{aki, maka
pengembaliannya sama sekali tidak berlaku.

Menurutku (As-Subki): Ini telah diceritakan oleh Al Imrani
dari Al Qadhi Husain, bahwa dia telah menyampaikan pendapat

tersebut dalam bab Jina5mat
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Diantara jenis cacat lainn5ra adalah budak yang biasa

dengan rambut selain miliknya. Al Qadhi
Husain telah menyampaikannya. Namun lebih tepatnSra ini

digolongkan ke dahm contoh kasus penipuan (blbid saIrEI seperti

bshrit/ah.

Diantara jenis cacat lainnf adalah budak yang memiliki

kebiasaan homoseksualitas (mul<hannitCt maksudnln orang yang

mernpunpi rasa birahi seperti prilaku kaum l-rrth (1ang menyukai

terhadap orang dari ienis kelamin yang sama-). Kata "Al

Mulrhannits" bisa dibaca kasmh dan fathah pada huruf Nuurnya,
tehpi mernbaca kasmh Nuun ihr lebih baik. Sedang membaca

fathah pada huruf Nuun (mukhannats/ lebih populer. Yaitu orcmg

lnng bauraan lahimya seperti bawaan lahir perempuan dalam segi

gerakan hrbuhnya, tingkah lakun5a, gaya bicaranla, dan

karaktersistik serupa lainnSn. Sekali tempo prilaku tersebut adalah

bawaan lahir, sehingga dia tidak berdosa melakukannp, nalnun

s€kali tempo prihku tersebut sengaja dibuat-buatnya, sehingga

perbutan ifu iadi pertuatan dosa, tercela serta terlaknat.

Diantara ienis cacat tersebut adalah budak perernpuan

muda yang tersrmbat lubang dengan daging atau

fulang, sdalu mengeluarkan darah isfihadlnh (damh yang keluar

selain pada rn Ls.l haidh dan nifas), atau sedang menjahni iddah

(rrlasa hmggu) sepeninggal suaminya atau persetubuhan karena

tersamar- Berbeda Dengan pendapat kalangan rasionalis-

Ibnu Abi Ashrun telah mengutip bahwa penulis Al Hawi
berkata mengenai soal budak yang sedang menjalani rnasa funggu

(iclcbhz Bahura budak perempuan tersebut tdak boleh

dikernbalikan, karena rrrs.r iddah tersebut wakhrnSra singkat-
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Sedangkan Asy-Syasyi berkata: Sesuatu yang dikategorikan

sebagai kekurangan, sebentar maupun lamanya adalah sama,

dimana tentunya jika masa iddalrnya masih menyisakan waktu

sehari, maka khiyar (pengembalian) tersebut tetap berlaku.

Ibnu Abi Ashrun berkata: Ini adalah pendapat yang bagus.

Menurutku (As-Subk|: Keterangan yang aku lihat dalam Al
Hawi adalah bahwa khiyar (pengembalian) tersebut berlaku dalam

budak perempuan yang sedang menjalani masa iddah, akan tetapi

argumen karena masanya singkat ifu berhubungan dengan budak

perempuan yang sedang berpuasa, setelah menyebutkan

keterangan berlakunya khiyar dalam budak perempuan yang

sedang menjalani iddah tersebut.

Jadi, kemungkinan penyebutan kata, "shaa'imah" (budak

perempuan yang sedang berpuasa) ifu hilang ditengah-tengah

keterangan tersebut dari sebagian naskah yang dimiliknya.

Sepengetahuanku, keterangan tersebut juga tidak pemah

ditemukan dalam Hiltnh karya Asy-Syasyi. Hilangnya penyebutan

kata tersebut sungguh sesuafu yang amat mengherankan.

Sedangkan menurut pendapatku, bahwa seharusnya dalam

masalah budak perempuan yang sedang menjalani masa iddah inl,
jawabannya perlu dirinci; bila masa iddah itu masih menyisakan

masa yang relatif sebentar, maka masa iddah itu bukanlah suatu

cacat. Masa iddah yang menyisakan waktu yang relatif singkat ifu

diposisikan sama seperti masalah bila cacat tersebut estimasinya

sangat sedikit, dimana penjual bisa menghilangkannya dalam

wakhr yang sangat singkat.

Mereka berkata dalam kasus cacat yang estimasinya sangat

sedikit ini: Pembeli tersebut tidak memiliki hak khiyar.Sementara
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bila masa iddah itd menyisakan waktu Sang cukup lama, dimana

unfuk wakhr selama ifu, ada upah yang harus dibapr seperti

sehari, maka khSar tersebut tetap berlaku. Sebagaimana

mempertimbangkan u/akfu yang cukup lama, hal ini seperti yang

telah dikemukakan dalam masalah penggalian sejumlah batu 5rang

terpendam di dalam tanah.

Atau pada budak perempuan tersebut ditemukan laklnn,
yaifu perubahan bau kemaluannya. Ar-RuSrani telah

menyampaikannya dari Al Marzuban, atau pada lidahnya terdapat

tanda hitam, ini jika seorang pakar yang mengetahui bidang itu

mengatakan, bahwa hal ifu dianggap sebagai sebuah kekurangan.

Al Qadhi Husain telah menyampaikan pendapat tersebut.

Atau budak perempuan yang memiliki kebiasaan makan

tanah liat, membekas pada diri budak perernpuem tersebut. Al

Qadhi Husain juga telah menlampaikannya. Tidak dibdakan
dalam soal kebiasaan makan tanah liat itu antara budak

perempuan dan budak laki-laki. Atau budak perempuan tersebut

orang lnng mernpunlai rasa birahi terhadap orcmg yang sesama

jenis flesbian).

Diantara jenis cacat lainnla adalah, Asy-Syaf i telah

menjelaskannya, setiap oftmg dari keduanla: yartu budak laki-laki

dan budak perexnpuan tersebut, menunaikan ihram dengan seizin

fuannln tersebut, kernudian dia meniualnlra, lafu penrbeli

mengetahui pada wakfu ihram tersebut, maka dia memiliki hak

khi5ar (pengenrbalian) tersebut, karena dia tidak merniliki hak

mengeluarkann5a dari ihram tersebut. AsySyafi'i telah

menSntakannya secarr tegas prlda Al Umm dalam Kibbul Hajj
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Apabila dia menunaikan ihram tanpa seizin fuannya,

kemudian dia menjualnya, maka pembeli boleh mengeluarkannya

dari ihram, sama seperti penjual. Al Jurjani telah

menyampaikannya, dimana An-Nawawi juga meriwayatkan hal ini
dari Al Jurjani, dan tidak berlaku khiyarbagi pembeli.

Menurutku (As-Subki): Kami memiliki pendapat lain yang

berbeda, bahwa penjual tidak berhak mengeluarkannya dari ihram

tersebut. Sekalipun tanpa seizin darinya. Jadi, bila berpedoman

pada pendapat ini, maka pembeli pun tidak berhak

mengeluarkannya dari ihram, dan khiyartetap berlaku baginya.

Seharusnya dalam masalah ihram budak tersebut,

jawabannya dirinci; bila masa ihram tersebut masih menyisakan

wakfu yang relatif sebentar, seperti thawaf, mencukur rambut, atau

melontar jumrah pada hari terakhir dari sekian hari melontar
jumrah tersebut, maka pembeli tidak memiliki hak khiyar tersebut.

Jika tidak demikian, maka dia memiliki hak khiyar selama tidak
bisa mengeluarkannya dari ihram tersebut.

Diantara jenis cacat lainnya; seperti masalah yang

disampaikan oleh Al Jauzi: Apabila seseorang menjual budak laki-

laki, yang benar-benar telah bemadzar puasa selama sebulan pada

bulan tertentu. Karena, penjual tidak berhak mencegahnya setelah

dia memulai puasa nadzamya.

Al Jauzi berkata: Jadi bila puasa nadzamya tersebut

dilakukan kemudian secara terpisah, maka tidak berlaku khiyar
tersebut, karena penjual bisa mencegahnya, dimana puasa na&ar
tersebut tetap menjadi tanggungan budak tersebut.

Menurutku (As-Subki): Ketentuan ini memastikan dapat

diberlakukannya dalam setiap puasa wajib segera dilakukan. Puasa
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tersebut ahnggap cacat bih mernakan unkhr yang larna, lnng
mendatangkan kenrgian; dahm safu hrlan dan sernisalnp, seperti

contoh yang tdah dikernukakan oleh Al Jar:zi.

Adapun prasa s€hari dan serrrisatnf, maka Udak

digolongkan sebagai s€hnh cacat. Sernerrtara puasa yang tidak

wajib seg€ra dltalarkaru ada kennrngkinan Udak dianggap

kmcatan, s€eerti pendapat 3ang disarnpaikan oleh Al Jauzi,

dimana juga ada kennrngkinan dhnggap sebagai seburah ca@t,

karena puasa tersehrt akan merryfid<an dirinp bila kernatian

b€nar$6nr menimpa dfufuEB-

Bila Uerpeaornan pada qQrc pendapat lpng telah

disampaikan oleh Al Jauzi; fl<a da mdeuratkan puesa Ramadhan

karena udrur atau tarrpa tda,r, terrfunya. l<hi5ar tersebut tetap

berlaku, karena da fidak bol€h hingga Ramadhan

, sehingga puasa Ramadtran ihr sama seperti bulan

tertenfu yang dinadzari, dimana Frasa Ranadhan tersebut hampir

dipastikan harus tef^p dilaksarnkan-

Diantara ierris cacat adabh k€t€rikatan utang dengan

pribadi keduarryn, dirnana dahm kasus ini tdak b€rlaku

peng€rnbaliarL ler€na utang 1nrrg perrfua!,amnrya berganfung

dengan pehmasar\ aUnrkannlp kernrdlm. Al ltfutatlalh dan Ar-

Rr4,ani mencontohkanr4p dergan utang yang $dah u,aiib dibayat.

Sernentara Flasan (menoorfrotrkan), bahun peraagangan dan

pernbelian tersehrt ditalarkan kernudian, berb€da Dengan

perdapat tratangan uhrna fikih rasiornlis dan Malik.

Jika hdak Fng rner&ildi obiek i.tal beli, ternlrab statusnya

meniadi obi€k jml befi untuk m€nar {Klrrr4l iirnspt, dimana dia

dengan sengaF nraammnrun dan dia telah bertobat
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(menghentikan) kebiasaan melakukan jinayal tersebut, maka ada
dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, bila dia belum mau menghentikan kebiasaannya
tersebut, maka prilaku jina5nt tersebut dianggap sebagai suatu
cacat.

Menurutku (As-Subki): Seharusnya prilaku tersebut
dianggap cacat secara mutlak, sama seperti pencurian dan
perzinaan.

Penulis Al Istiqsha' telah menceritakan pendapat lain yang
berbeda. sementara jinayat tanpa disengaja, tidaklah dianggap
cacat kecuali dia kerap melakukannya. Ini artinya adalah, bila
pengganti jinayat tersebut masih tersisa.

Diantara jenis cacat lainnya adalah, kecilnya kedua
pergelangan mata kakinya, dan tertukamya kedua telapak kaki bila
dikaitkan dengan herrran liar dan sekawanan kuda yang jumlahnya
banyak, banyaknya bekas luka di kepala dan luka di tubuh dan
luka suntik, hitam gigi-giginya, hilang tepi kemaluannya, memikul
pekerjaan berat yang mengubah kulitnya, salah safu dari kedua
payudara budak perempuan muda tersebut lebih besar daripada
payudara yang lain, debu yang melekat pada fubuh seseorang,
yaihr bertumpuknya kotoran yang menjijikkan dalam semua
persendiannya.

Al Qadhi Abu Sa'id telah menyebutkan kesebelas jenis
cacat ini dalam sebuah pasal yang menerangkan segala cacat
budak laki-laki dan budak perempuan dalam syarah Adabil eadhi
karya Abi Ashim. Ar-Rafi'i telah meriwayatkannya dari Abu sa'id.
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. Apabila pembeli menjumpar budak perempuan muda

tersebut tidak mengeluarkan darah haidh, dimana dia masih

bemsia muda abu wanita 5rang sudah berhenti mengeluarkan

darah haidh, maka pengernbalian tidak berlaku lagi.

Apabila budak perempuan tersebut menglniak usia di mana

kaum wanita pada trsia lrang sama pada umumnya masih tetap

mengeluarkan darah lnidh maka pernbeli boleh

mengembalikannln. Al Qadhi Husain mernbatasi usia tersebut

dengan usia dua puluh tahun.

Jika masa sucin5ra berlangsung sangat lama dan melampaui

kebiasaan wanib pada umunnya, maka pembeli boleh

mengembalikannya. Demikian, Al Mutawalli dan Ar-Raf i

berpendapat.

Al Qadhi Husain berkata: Apabila haidl>nya terputus

(berhenti) selama sahr tahun atau lebih, maka jika dia memiliki adat

kebiasaan masa suci yang diketahui, maka terpufusannya lnidh
selama satu tahun atau lebih ifu adalah jenis kecacatan- Sementam

bila dia sama sekali tidak merniliki adat kebiasaan, maka tidak

dianggap sebagqi cacat.

Di dalam penjelasan, Ar-Rqnni mernpertimbangkan adat

yrang te{adi di suahr negeri, dimana dia menSnndarkannln pada

nasrl Asy-Syafi'i.

Kehamilan Sang diterrukan pada budak perempuatr muda

adalah jenis cacat- Sementara dalam sexnua jenis hanan lainrya

tidak digolongkan sebagai cacat, menurut pendapat slnhih, ymtg

dikehendaki oleh keterangan png disampaikan oleh Ar-Rafi'i

dalam kasus ini. AI Mutaunlli mernutuskan masalah tersebut

berdasarkan pendapat ini.
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Al Baghawi dalam A:t-Tahdzib berkata: Kehamilan dalam

semua jenis heuran lainnya adalah jenis kecacatan. hnu fu-Rifah
dalam Al Kifayah berkata: Ar-Rafi'i dalam bab maskawin berkata:

Bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang lebih diunggulkan
(azhhar) dari kedua pendapat yang ada.

Pendapat yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i dalam bab

maskawin, bahwa pendapat tersebut mempakan pendapat yang

lebih diunggulkan dari kedua pendapat tersebut, dimana hanya

ditemukan dalam kasus semua budak perempuan muda yang

mana kehamilan ifu sebagai nilai lebih dari satu sisi, tetapi

kekurangan dari sisi yang lain, karena kehamilan ifu memsak msa

enaknya daging dalam konteks hewan yang dikonsumsi dagingnya,

dan mengurangi bobot muatan dalam konteks hewan yang tidak

dikonsumsi dagingnya.

Khilaf ulama yang terjadi di antara penilaian lebih unggul

Ar-Rafi'i perlu dikaji kembali. Karena objek yang diperhatikan

dalam masalah maskawin dalam segi kelebihan dan kekurangan itu
adalah sisi; apakah terpenuhinya fujuan yang sebenamya atau

hilangnya hrjuan yang sebenamya? Tidak memperhatikan sisi nilai

tukar tersebut dan tidak (pula) kekurangan barang tersebut, sesuai

dengan kaidah khusus dalam cacat ini.

Jadi, kehamilan yang terdapat dalam fubuh hevuan ifu
terkadang tidak digolongkan cacat dalam jual beli. Sebab, tidak

mengurangi sebagian barangnya dan tidak (pula) mengurangl nilai

tukamya. Terkadang kehamilan itu adalah suafu kekurangan dalam

masalah maskawin dari satu sisi, karena hilangnya tujuan grang

sebenamya terkait pemberian maskawin tersebut. Tetapi untuk
yang terakhir ini masih diperdebatkan.
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Tarrnasuk di antara baragatrl jenis cacat ddalah binatang

1Bng suka b€rlari dan tak terkendalikan, lrang k"tap menggigit,

kerap menanduk, atau lBng cepat ialannya, sekiranln ditakutkan

seseorang dapat t€rirfuh dari binatang tersebut- Yang termasuk di

arrtara kecacatan, adalah k€biasaan heuran temak lpng meminum

susunla s€ndiri" dan binatang yang sedikit @
Al Mutaurali mernbatasi dalam soal tak terkendali tersebut

(fin uult dengan q,arat bahura binatang tersebut tdak bisa

t€rkerdali k@rah dis€rtai kemmunan orang 1lang tertuju padanya.

q,arat t€rs€but sangat jauh dad kebenaran. Sekalipun dalam

komerrtar Al Qadhi Husain diternukan pemyataan !,ang
mernberikan p€rnaharnan dernikian- Al Qadhi Husain berkata:

IGlau binabng ifu hri tak terkerdali lantaran sesuafu yang

dilirhatnlp, rnaka pernbeli iuga boleh mengerrbalikannya.

Al Harawi berkata, Termasuk di antara cacat binatang ifu

adahh berhenti, englan berjalan, dan cacat tersebut bila dia

menrberitahukannya sebelum dengan menaiki binatang

t€rs€but, dan hal ifu tdak mungkin dilakukan.

Terrnasrrk di antara cacat lainnya adalah rumah atau tanah

paranngan lrang posisiqn sebagai markas pasukan perang. Al

Qadhi Husain dahm Fabura miliknlp berlrata: Kecacatan ini bila di

findrungan sddtamta khusus digunakan markas pasukan tersebut.

Sernentara bila lingkungan sekitamlp yaifu seluruhnln adalah

pernukirnan p€nduduk, maka tdak b€rlaku pengambalian paiak

burni- Sel<alipun kita tdak melihat adanya tradisi penarikan pajak

hrni pada daaah itu, dimana ada pertedaan permintaan lahan

tanah tersehrt dan nilai tukamlp, malsud kami menyatakan
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beratnya pajak bumi tanah tersebut adalah bahwa pajak bumi yang

berlaku melampaui batasan pajak pada umumnya.

Menumt pendapat lain dari pendapat yang disampaikan

Abu Ashim, tidak berlaku pengembalian karena beratnya pajak

bumi tanah tersebut, dimana juga tidak disebabkan posisi lahan

tanah 5rang dijadikan markas tempat tinggal pasukan. Al Mutawalli

dalam At-Tafimmah men5ramakan dengan kedua contoh kasus ini;

masalah apabila seseorang membeli lahan tanah tersebut, lalu di

didekatrya ditemukan para pekerja binafu, dimana mereka

menggangslu pendengaran karena suara tumbukan dan mampu

menggetarkan sejumlah bangunan. Juga membeli lahan tanah, lalu

dia menemukan banyak babi di dekatrya, yang merusak tanaman.

Ar-Ruyani menyampaikan dua pendapat ulama madzhab

Asy-S5afi'i (wajhaani) dalam kedua masalah ini. Al Qadhi Husain

menyampaikannya secara mutlak dalam Al Fatawa bahwa bila

seseomng membeli lahan tanah, lalu dia menemukannya sebagai

tempat bermainnya sekawanan babi yang banyak, pembeli boleh

mengembalikannya. Al Qadhi Husain berkata: Al Abbadi berkata,

Pembeli tersebut tidak boleh mengembalikannya.

Apabila seseorang membeli lahan tanah yang menurut

dugaannya sarna sekali tidak ada pajak atas lahan tanah tersebut,

namun temyata justru sebaliknya, maka jika di atas lahan tanah

yang sejenis itu tidak ditemukan pajak apapun, maka dia boleh

mengembalikannya. Sedang bila di atas lahan tanah yang sejenis

itu ditemukan kadar kharaj tertenfu, maka pengembalian sama

sekali tidak berlaku. Demikian keterangan yang dimuat dalam .d/-

Tatimmah dan Ar-Rafi'i.
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Dalam Fatawa Al Qadhi Husain ditemukan keterangan, ini

menuntut adanya penafsiran penghasilan (Al Kharaa) tersebut

dengan suafu penghasilan selain uang seuua lahan tarah tersebut.

Sehingga bila pembeli tidak mengetahui bahwa di atas

lahan tanah tersebut terdapat penghasilan uang se\rra lahan dan

dia menduga bahwa hhan tanah tersebut adalah kepunlnan

penjual, dimana transal$i jual beli tersebut terjadi pada lahan

tanah, kemudian temyata dugaannya itu salah, maka jawabannya

dianalisa seperti jawaban dalam masalah pemisahan hansaksi,

bukan karena melihat paiak tersebut, bahkan karena sebagian

obyek jual beli tersebut temyata sudah ada yang punya.

Penulis At-Tatimmah berkatar Jika pembeli mengajukan

syarat bahwa tidak ada pajak bumi atas lahan tanah tersebut, lalu

ternyata di atas lahan tersebut ada pajakryra, maka pembeli boleh

mengembalikannya; baik pajaknya itu sedikit atau batfk.
Maksudnya sekalipun pada sejumlah lahan tanah yang sejenis ifu

ditemukan pula pajak bumi sempa. Itulah kesimpulan yang

nampak.

Al Ghazali berkata, Apabila seseoftIng membeli lahan

tanah, lalu temyata lahan tanah itu menjadi lintasan ketika para

pejalan kaki hendak melintas, dimarua hal itu memsak tanaman

tersebut, maka pembeli boleh mengembalikannla-

Diantara bemgam jenis cacat adalah air lang dijemur

dengan sinar matahari, menurut pendapat png paling shahih dan

kedua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i (onihaani). Jika

seseorang menjual barang lang nampak terlihat dari berbagai

macam perabotan (piring; gelas) melalui ijtihad, maka harus

memberitahu pembeli. Jadi, apabila dia tidak pemah memberitahu,

L
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maka apakah pembeli memiliki hak khi5nr mengembalikannya?

Ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i, yang telah

disampaikan oleh Ar-Ruyani.

Jika seseorang menjual dua puluh sha' air dalam sumber

air, lalu dia mengambil air minum sembilan belas dari kedua puluh

sha'tersebut, lalu tatkala dia mengeluarkan safu sfia'yang terakhir,

dia menemukan bangkai tikus di dalamnya, dan air tidak

mengalami perubahan akibat bangkai tikus tersebut, maka air najis

ini dibuang, dan penjual berkata: "Serahkan safu srla'dari lnng
tersisa dalam sumber air tersebut karena aimya telah msak."

Sementara pembeli menuntut pembatalan jual beli tersebut,

maka dia boleh membatalkan jual beli tersebut, karena air ini

adalah najis menumt sebagian ahli fikih, karena diri manusia

otomatis membencinya, sehingga najis tersebut seperti cacat

dimana dia sengaja menjatuhkannya pada barang yang dibeli. Asy-

Syafi'i telahmenashhal itu, dan Ar-Ruyani telah mengutipnya.

Diantara jenis kecacatan lainnya adalah, pasir bawah tanah,

jika lahan tanah ihr termasuk lahan yang hendak difungsikan

sebagai lahan pembangunan gedung, dan bebafuan (di bawah

tanah) bila lahan tanah tersebut hendak difungsikan sebagai lahan

tanaman palawija dan benih pohon. Pembahasan mengenai hal

tersebut telah dikernukakan dalam bab jual beli pepohonan dan

buah-buahan, jadi silahkan lihat kembali dalam bab tersebut.

Diantara jenis cacat adalah najisnya objek jual beli, bila

objek jual beli bisa dibersihkan dengan cara dicuci, dimana status

objek jual beli tersebut bergantung pada kemunculan najis pada

objek jual beli tersebut.
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Terrtang najisnya obyek jual beli itu, ada sejumlah catatan

ulama madzhab Asy-Syafi'i, dimana dalam kondisi tersebut tidak

ada somngpun lnng membuktikan cacat karena najis tersebut.

Keterangan tersebut dikutip dari penulis Al Uddah.

Penulis Al Bahr berkata, Perincian kedua masalah tersebut

dalam kasus, bila pembeli mengetahui bahwa najis tersebut

posisinya tidak bersandingan. Dia telah mengutipnya dari sebagian

ulama rrn&hab kami di lrak dan ini merupakan hasil ijtihad para

syaikh Thibristan.

Ar-Ruyani berkab, Dernikian juga bila seorang penggugat

melapngkan gugatan, maka dia harus berpedoman pada materi

gugatannya- Sedang menurut seorang ahli fikih, ada kernungkinan

najisnya obyek jual beli tersebut dikategorikan sebagai suafu cacat.

Ini bila sebelumnya telah dilayangkan gugatan jual beli tersebut,

sekalipun sesudah jual beli itu disepakati dan sebelum penyemhan

hak kepemilikan kepada penrbeli.

Cabangr Al Hamwi berkata' Pasal yang menerangkan

beragam jenis cacat budak laki-laki dan budak perempuan, dimana

para ulama penelifl sepakat mengatakannya sebagai cacat dan

para ulama ahli fatun menyampaikan fatwanya tentang beragam

jenis cacat tersebut; cacat yrarE mengikuti bawaan lahir, pembahan

kuku, dan pendek tulang rusuknya (khillt, ini teriadi dalam budak

yang lernah qahurat (impoten), pilek (bersin-bersin), Shakak yaint

saling berbenfuranrya kedua fumit safu sama lain. Pendapat ini
milik Ibnu Abi [aih.

Al Kuu' yaitu keluamya urat tumit kanan dan kiri, Al Fam'
yaifu fumit yang sedang, penyakit kuku yang menimpa hev,ran
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temak, dan banydknya renik hitam di kulit (andeng-andeng)'kecuali

renik putih, gondok, kerap marah yang berujung munculnya
perbuatan bumk, Al Kasf herjambul), yaitu wilayah sekitar bagian
rambut yang tampak menonjol di bagian depan kepala dan di atas

dahi (nashiSah), mendekati dan berkumpul dengan laki-laki bukan
pada tempatnya, membuka tali yang mengikahrya di tulang
belakangnya, kerap menggigit dengan gigi taringnya dan kerap
menampar dan menendang dengan kedua tangan dan kedua

kakinya, hrlang rusuk dan gigi yang tidak rata, kerap mengeluarkan

air susu tanpa disertai persalinan sebelumnya, daun telinga yang

lebar kemudian dijahit, bintik-bintik di kulit yang berbeda dengan

wama kulitrya (Albino), kerap mengeluarkan lendir, bekas yang

nampak di kulit yaifu garisgaris bekas sayatan, dan memakan

tanah liat. Keterangan ini milik Syarik AI Qadhi.

Mengecat rambut, mengeriting rambut yang lurus,

mencacah kulitnya (bertato), suka menyanyi. Keterangan ini milik
Hafsh bin Ghiyats. At-Turs penyakit kulit yang lebih samar

daripada bamsh, bersefubuh lerr,rat lubang anus (sodomi), suka

mencela, bengkok fulang sendinya, dan hilangn5n bibir kemaluan.

Kebanyakan cacat itu tidak terjadi pada masa Abi Umar Al
Qadhi Al Maliki. Diantara yang termasuk cacat pula adalah budak
yang kerap mencela serta banyak berbohong.

Cabang' Az-Zubain dalam Al Muqtadhab berkata: Jika
seseoftrng membeli rumah berikut pagar pembatasnya, kemudian

dia mengetahui, bahwa salah satu dindingnya tidak ada, maka dia

memiliki hak khiyar tersebut.
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Menurutku (As-Subki): Sehanrsnga masalah tersebut

diletakkan sesuai dengan konsep p€rnisahan transaksi, karena

indikasi pernbdian tersebut mencakup semuanya, termasuk di

antaranya adalah dinding 57ang temyata tidak diternukan pada

rumah tersebut.

Ash-Shaimuri berkata: Jika seseorang mernbeli seoftrng

budak laki-hld, hhr terrgpta dia saudara kandung pernbeli atau

paman dari ibtrqn, rEtka dia merniliki hak l<hi5ar (pengernbalian)

tersebut. Karena jiua seseorang hampir dipastikan fldak senang

menjadikannya s€bagai hdak milikqp.

Namun dalarn nrasalah ini masih t€riadi perdebatan. Karena

hubungan kekembatan ini adalah alasan png khusus berhubungan

dengan pernbeli. Padahal s€belumnta Al Baghawi dan Ar-Rafi'i

telah merqptakan secakr tegas dan lugas, bahwa jika seseorang

membdi hdak perempuan muda, lalu dia temlnta saudari

perempuannya dari funggal nasab, maka tidak berlaku khi5nrsama

sekali.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jika budak perempuan

tersebut s@mr{l 1arg dihararnkan ahs dirinlra karena hubungan

nasab, maka fidak berlaku khi5ara ta sekali-

Asfrsylrazi a berkata: Apabila pembeli
mendapati hrdak lald-lald tersebut suka kencing di
tempat tidur, -iika dia masih balita- maka fidak boleh
dikembalikan, karena kencingryn anak balita sudah
meniadi kebiasaan urnum, sehingga tdak dianggap
sebagai suatu c.rcat- Apabila budak tersebut sudah
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dewasi, maka boleh dikembalikan, karina kebiasaan
tersebut adalah bencana dan kekurangan.

Penjelasan:

Apabila budak laki-laki tersebut masih balita, maka tidak

ada perbedaan pendapat dalam hal bahwa kebiasaan kencing di
tempat tidur tersebut tidak dianggap sebagai suahr cacat. Baik itu
anak lakilaki maupun anak perempuan satna saja dalam

kebiasaan tersebut.

Penulis At-Tahdzib membatasinya dengan usia di bawah

tujuh tahun. Sementara kebanyakan ulama madzhab Asy-Syafi'i

tidak membatasi kebiasaan tersebut dengan kadar usia tertenfu,
bahkan seusia tersebut tidak tertutup kemungkinan terhindar dari
kebiasaan itu. AI Qadhi Abu Ath-Tha5ryib juga berpendapat

demikian.

Apabila budak laki{aki tersebut sudah besar, yaitu sudah

melebihi usia fujuh tahun, maka kebisaan tersebut adalah jenis

cacat baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

Diriwaptkan dari Abu Hanifah, bahwa pembeli memiliki

hak khiyar dalam pembelian budak perempuan bukan budak laki-

laki. Karena fujuan pembeli merniliki budak perempuan tersebut

adalah untuk dijadikan teman tidur, sehingga kebiasaan kencing di

tempat tidur ifu sangat mengganggunya, tidak demikian dengan

tujuan pembelian budak laki-laki.

Ulama madzhab kami menjawab, bahwa budak laki-laki

tersebut harus mencuci kain yang menjadi alas tidumya, dimana
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dia membuhrhkan ormg membasuh dan mencucinya. Ini adalah

kekurangan dalam budak laki-laki tersebut.

Al Fariqi menSntakan bahwa Asy-Syirazi tdak pemah

menyebutkan alasan pendapatnlp tersebut secam ufuh, apabila

kebiasaan ifu muncul dari anak-anak, maka tdak bisa

mengesampingkan dari adanlra kebiasaan tersebut sebagai suafu

cacat. Alasan lengkapnp, dia mestinSra mengatakan: Kencing di

tempat tidur adalah kebiasaan urnum yang muncul dari anak-anak

dimana kebiasaan ifu cendenrng menghilang, sehingga kebiasaan

dianggap perkara yang akan hilang.

Jika seseorang mernbeli budak laki-laki dan dia mempun5ni

kebiasaan kencing di alas tidumya, dimana kebiasaan ifu tidak

diketahui kecuali setelah budak laki-laki sudah mulai deurasa, Ar-
Ru5nni berkata: Maka pernbeli tidak berhak mengembalikannya

dan dia boleh merrunfut ganti rugi kelmmngan tersebut, karena

mengobati kebiasaan kencing tersebut setelah deunsa adalah

sebuah kecacatan. Sama seperti cacat baru. Demikian Ar-Ruyani

mengatakan.

SepertiqTa dia ingin merinci masalah tersebut dalam kasus;

apabila budak laki-laki tersebut sudah mencapai usia maksimum di

atas usianla yang sudah deurasa pada saat ifu, maka objek jual beli

tersebut sudah biasa meleuntinya, sekiranlra mengobati kebiasaan

tersebut sangat sulit dilakukan.

Adapun kebiasaan kencing di saat masih kanak-kanak,

tidak dianggap sebagai suatu cacat, baik dia memasuki usia de',r.rasa

di sisi pernbeli abu belum memasuki usia der,r,rasa, dia tidak boleh

dikembalikan dan tidak ada hak ganti rugi kekurangan tersebut.
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AsySyirazi x*. berkata: Apabila pembeli

mendapatinya dalam kondisi dikebiri, maka
pengembalian itu berlaku bagi pembeli, karena
transaksi jual beli tersebut menunfut keutuhan seluruh
anggota tubuhnya, sementara pengebirian ini adalah
hal yang mengurangi anggota tubuhnya.

Penjelasan:

Budak laki-laki yang dikebiri adalah budak yang sudah

dihilangkan kelenjar testis dengan cara memotongnya. Menurut

sebuah pendapat: Yaitu orang yang kelenjar testisnya dipotong

berikut kulit pembungkusnya. Bila berpedoman pada penafsiran

ini, soal pengebirian ini telah terakomodir pada pemyataan Asy-

Syirazi dalam pembahasan yang telah le',r.rat: "Atau yang dipotong

(anggota tubuhnya)." Sehingga Asy-Syirazi menegaskannya

kembali agar persoalan tersebut semakin jelas. Diasumsikan

dengan apapun, kebiri itu adalah jenis kecacatan, seperti pendapat

yang telah disebutkan Asy-Syirazi.

Dia telah menyebutkan ketika membuat kaidah tentang

cacat tersebut pada bagian awal pasal, tambahan keterangan

mengenai kaidah khusus ini. Bahwa penambahan nilai fukamya itu

tidak menghalangi kekurangan ifu diposisikan sebagai suatu cacat.

Apabila seseorang membeli budak laki-laki secara mutlak,

lalu dia temyata seorang lelaki normal, maka pengembalian ifu

tidak pemah berlaku. Bila dia temyata seorang yang dikebiri, maka

pengembalian tersebut tetap berlaku. Demikian juga hewan temak,

bila dia menemukannya dalam kondisi dikebiri, pengembalian

tersebut tetap berlaku. Al Jurjani telah mengatakannya.
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AslrSyirazi a' berkata: Apabila pembeli

menemukan budak lak}hh tersebut dalam kondisi
belum dikhitan, -riLa dia masih kanak-kanak- maka
pengembalian tersehrt fidak berlaku bagi pembeli.
Karena, kondisi tersehrt fidak dianggap kekurangan
bagi anak-anak yang masih kecil, karena lfiitan tersebut
fidak ditalstkan mendatangkan kelnrrangan baru pada

budak lah-lald tersebut-

Apabila budak lah-lald tersebut seorang yang

sudah deurasa, maka pengembalian tersebut berlaku
bagi pembeli, karena kordisi fidak dikhitan itu dianggap
sebagai sebuah kelnrangan, karena khitan tersebut
ditakutkan mendatangkan kelnrrangan baru pada budak
latd{aki tersebut-

Apabila obiek jual beli tersebut berupa budak
perempuan, maka fidak boleh dikembalikan, baik masih
kanak-kanak atau slrdah deurasa, karena khitan budak
perempu.rn itu adalah hal penyempuma, dimana khitan
ifu fidak ditalut*an mendatangkan kelnrrangan baru
pada budak perempuan tersebut-

Penjelasan:

Kaenhran ini benar s€eerti yang disampaikan Asy-Syirazi.

Ar-Ruyani mernbatasi karnk-kanak dalam losus ini dengan usia

tuiuh tahun atau l$rang. Di dalam rrnsalah khitan ini ada

pendapat lain frang b€fteda bahura kondisi trdak dikhitan tersebut

tidak dianggap sebagai kdrumngan juga bagr budak laki-laki yang

sudah besar.

t
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Pendapat ketiga, yang telah disampaikan oleh Ar-Ruyani,

dimana Al Mutawalli memutuskan untuk berpegang pada pendapat

ini; bila budak laki-laki dewasa termasuk dari tahanan perang dari

sekelompok kaum yang tidak dikhitan, maka tidak berlaku khiwr
lagi.

Mereka berdua menyampaikan dua pendapat yang berbeda

dalam soal budak perempuan. Dia berkata: Keduanya berkata:

Pendapat yang shahih menyatakan bahwa khitar tersebut tetap

berlaku. Karena andaikata pada budak perempuan itu terdapat jari

tambahan, maka khi5nrtersebut tetap berlaku dan dia tidak berhak

memotongnya, sehingga khi5arberlaku dalam kasus ini dimana dia

berhak menghilangkan kuluf Q<ulit khitan) ini lebih utama.

Jawaban terhadap argumen yang mereka berdua

sampaikan adalah bahwa jari tambahan itu keberadaannSn adalah

sebagai suatu kekurangan, dikhawatirkan muncul kekumngan baru

akibat menghilangkannya, dimana jari tambahan ifu berbeda

dengan Srang asli, berbeda dengan kulit khitan yang dipotong dari

budak perempuan tersebut.

D dalam penjelasan Asy-Syirazi tersebut terdapat indikasi

yang menerangkan, bahwa apabila pembeli mendapati budak laki-

laki dalam kondisi dikhitan, maka tidak berlaku khigrla$, baik dia

masih kanak-kanak atau sudah dewasa, dan yang benar memang

demikian selama tidak muncul kekurangan baru akibat dikhitan

dan pembeli tidak mensyaratkan, bahwa budak lak-laki tersebut

berkulup (kulit khitan).

Jadi, apabila pembeli mensyaratkan demikian, lalu tem5rata

budak lakilaki tersebut dalam kondisi telah dikhitan, Al Mutawalli

berkata: Bila dalam khitan tersebut terdapat tujuan tertentu,
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misalnya budak laki-laki itu penganut Majtrsi, atau dia mengehhui

bahwa seorang penganut Majusi meny.rkai khihn, maka dia

memiliki khiyar. Apabila sebalikryn, maka tdak b€rlalu khi5nr-

Jika seseomng membeli budak laki-laki lnng masih

berkulup, lalu dia mengkhitanryra, sekalipun baglan lrarg
dikhitannya sedikit, kernudian dia menernukan cacat larra png
terdapat pada budak lah-laki tersebut, maka dia boleh

mengembalikannya, karena khitan tersebut menambah

keistimevuaan dan bukan cacat. Penulis At-Tatimnah dan Ar-

Ruyani telah menyampaikan masalah ini-

Al Mutawalli perlu membedakan rnasalah ini derrgan

masalah sebelumnya bila pembeli mensgramtkan budak laki-laki

tersebut masih berkulup, lalu terrrpta dia sudah dikhibn dan

sekiranya dapat dipisahkan dan mungkin dibedakan.

AsySyirazi e berkata: Apabila seseorang

membeli budak perempuan, lalu dia menemukannla
sedang menlpyikan lagu, maka fidak boleh
dikembalikan. Karena wujud dan nilai hrkarnlTa fidak
berkurang dengan menlnnyikan lagu tersebut, sehingga
kondisi tersebut tdak dianggap sebagai sebab cacat.

Penielasan:

Ini adalah pendapat madzhab karni. Ulama ma&hab kami

pemah menceritakan dari Malik bahwa pernbeli b€rhak khi5ar
(mengembalikan) budak perexnpuan tersebut, karena merrlanyi ifu

L
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haram hukumnya. Dimana menyanyi ihr diangggap sebagai suafu

kekurangan bagi budak perempuan tersebut.

Sebagian ulama madzhab kami menolak keharaman

menyanyi tersebut, dan juga menolak diasumsikan menyerahkan

barang yang haram, karena yang diharamkan adalah perbuatan

menSranyi. Jadi, pembeli boleh menghentikannln dari pekerjaan

menlanyi tersebut. Adapun soal mengetahui nyanylan tersebut

bukanlah hal yang diharamkan.

Sampai-sampai Ar-Ruyani berkata: Apabila pembeli

mensyaratkan pada budak perempuan sebagai seorang lang
pandai bemyanyi, lalu dia temyata seorang Qari'ah, maka pembeli

boleh khiSmr. -Maksudnya karena pembeli memiliki tujuan

tersendiri dalam mengajukan syarat tersebut-.

Padahal melantunkan ayat suci l@raa 'ai) itu suatu nilai

lebih, akan tetapi fujuan pembeli tidak terpenuhi. Sebagaimana

jika dia mens5raratkan budak laki-laki lrang merupakan seorcmg

yang dikebiri, tem5ata dia seorang lelaki normal.

Perkataan Asy-Syirazi: "Karena wujudnya tidak berkurang

dengan menyanyikan lagu tersebut," mengesampingkan

pengebirian yang menimpa budak laki-laki tersebut. Ketentuan

hukum budak laki-laki dalam hal menyanyi itu salna seperti

ketenfuan hukum yang berlaku bagi budak perempuan.

Jadi, pembeli menemukan budak laki-laki tersebut seorcmg

peniup semling, atau seorang yang mengetahui jenis alat musik

gitar dan biola, maka pembeli tidak boleh mengembalikannla,

sang pemilik bisa mencegahnya dari pekerjaan tersebut.
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Keterangan yang telah kami s€butkan, lraifu bahun
menyanyi bukanlah jenis cacat adalah pendapat yar$ flnsthurdari
madzhab Asy-Syafi'i. Al Harawi dahm Al Isynf bul<atar Apabila

budak perempuan tersebut seorang png biasa menlnnyi, rnaka Al
Hamawi dan lainnya dari kalangan ulama madzhab kami berselisih

pendapat mengenai budak perempuan tersebul

AslrSyirazi a berkata: Apabila pembeli
menemukan budak perempuan tersebut dalam kondisi
fidak perawan atau sudah laniut usia, malra khi5sar
tersebut sudah fidak berlaku baginya, karena sifat tidak
perawan dan fua itu bukanliah sebagai ienis cacat, tetapi
hanyalah fidak adanln nilai lebih-

Penjelasan:

Kebanpkan ulama madzhab kami memutlakkan keterrtuan

hukum ini. Mereka berkata: Apabila pernbeli tidak pemah

mensyaratkan aspek keperawanan dan tdak pula aspek hilangnya

keperawanan budak perempu.rn tersebut, lalu dia terrryata seorang

yang masih perawan atau sudah tidak perauran, maka dia tidak

merniliki hak l<higar- Karena, fdak ada p€rlsyaratan, tidak ada

unsur penipuan dan fidak ada prh adat kebiasaan lnng umum
yang men€gaskan hal terebut.

Kemutlakan itu dilebkkan pada kasus; apabila budak

peranpuan tersebut telah mengin}rk pada usia di rrnna pada

umurrrnya hubungan intim telah dihkukan dengannya. Mapun jika

budak perempuan tersebut masih seomng anak kecil, dan kondisi

\-
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yang diketahui untuk budak perempuan seusianya pada umumnya
masih perawan, temyata dia sudah tidak perawan, maka
pengembalian tersebut tetap berlaku.

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Al
Mutawalli dan Ar-Rafi'i. Komentar Ar-Ruyani menegaskan adanya
perbedaan pendapat mengenai ketenfuan hukum yang mutlak
tersebut, karena dia sebelumnya menyampaikan kemutlakan
hukum di atas.

Kemudian dia berkata: Diantara ulama madzhab kami, ada
yang berkata: Apabila budak perempuan yang sejenis diriqn
biasanya masih gadis perawan, lalu temyata pembeli
menemukann5ra dalam kondisi sudah tak perawan, maka dia
memiliki hak khiyar. Karena dia menemukannya dalam kondisi
yang bertentangan dengan apa yang diketahuinya. fu-Rqnni
berkata: Pendapat ini merupakan pendapat yang paling shahih
menurutku

Menurutku (As-Subki): Seharusnya kemuflakan tersebut
diletakkan pada ketenfuan seperti ini, dimana dalam masalah
tersebut tidak terjadi perbedaan pendapat.

Astrsyirazi *s berkata: Apabila pembeli
menemukan budak tersebut dalam kondisi murtad atau
seor.rng penyembah berhala, maka pengembalian
tersebut berlaku baginya, karena dia fidak mengakui
kebenaran agamanya.

Penjelasan:
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Keluar dari agarna sernuh (RilHft idas mempalon ienis

cacat bagi budak laki-laki dan perernpuan. Yang ternnsuk jenis

kekufuran juga adalah kafir Al Kitabi, Aslrsyimzi akan

menyebutkannya setelah pernbatrasan ini-

Jenis kekufuran antara kedua ienis kdmfuran ini, 1nifu

sernua jenis kekufuran yang asli, s€e€rti perryenrbah berhala

(tawatstsun) dan penyembah api (tumiiusl menurut sahr

pendapaL Tidak berlaku p€ngqnbahan s?IrrEt sekali, tidak dalam

budak laki-laki dan tidak puh dahm hdak perernpuan. Dimana

dengan berpegangan Dengan pendapat ini prila penulis At-

Tatimmah memufuskan.

Penulis At-Tahdzib berkata, Apabila pernbeli menemukan

budak perempuan tersebut s€bagai perrganut ajamn Majusi atau

penyembah berhah, maka dia b€rtEk nrengqnbalikannya, karena

keduanya adalah aiamn yang diharamkan atas sernua rrnnusia-

Apabila dia menemukan budak lal+hki tersebut tem5rata

seorang yang kafir asli apapun ienis kdnrfurannya, rnaka tidak

berlaku pengembaliannya, iika dia berrdomisih dekat wila!,ah yang

dikuasai kaum kafir, dirnarn dia l€bih domirnn kepada kelrufuran.

Sementara bila dia berdomisih di seiumhh kauasan Islam,

dimana kecintaan pada orang lrafir ihr fidak dominan, dan nilai

tukamya kurang s€rnpuma, rnaka pernbeli boleh

mengembalikannSra. Ar-Raf i dan An-Naurawi lebih

mengunggulkan pendapat yarE tdah disampaikan Al Baghawi

dalam At-Tahdzib.

Al Qadhi Abu AttrThayyib berkata: Apabila seseonmg

membeli budak laki-hh yang b€rsifat mutlak, lalu dia temlata

seorang yang kafir, maka dh trdak merniliki hak l<higr sarna
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sekali. Kemuflakan ini hampir sama Dengan pendapat penulis 4r-
Tatimmah.

Al Qadhi Husain memisahkan aspek domisili di kaunsan

negara lslam, sebagaimana dikutip oleh penulis At-Tahddb.

Sedangkan pendapat yang disampaikan Asy-Syirazi, menjelaskan

bahwa dia menentang kedua pendapat tersebut. Karena, dia

memutlakkan pengembalian budak tersebut lantaran menganut

ajaran penyembah berhala.

Argumentasinya adalah, bahwa dia tidak mengakui

kebenaran agamanya. Hal ini menetapkan bahwa budak lakilaki
yang menganut ajaran penyembah berhala bisa diterima, sedang

pendapat yang populer dalam madzhab Asy-S5af i adalah

sebaliknya.

Bemwal dari komentar pendapat Asy-Syirazi, komentar

pendapat penulis AbTatimmah dan penulis At-Tahdzib, maka

dalam persoalan budak laki-laki ini, muncul tiga pendapat yang

berbedat

Pendapat pertama: Budak laki-laki tersebut tdak
dikembalikan karena kekufuran yang asli (bawaan sejak lahir)

secara mutlak. Ini pendapat penulis At-Tatimmah.

Pendapat kedua: Apabila dia berdomisili di sejumlah

kawasan Islam, dia boleh dikembalikan karena kekufuran tersebut.

Jika tidak, maka dia tidak boleh dikembalikan. Ini pendapat penulis

At-Tahdzib.

Pendapat ketiga: Budak laki-laki tersebut boleh

dikembalikan bila dia menganut ajaran penyembah berhala. Ini

pendapat Asy-Syirazi. Ada kemungkinan Asy-Syirazi sependapat
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deingan penulis At-Tahdzib mengenai kafir Majusi, bila di?r

berdomisili di sejumlah kawasan Islam, maka diasumsikan nilai

ttrkamya kurang sempuma karena ajaran png dianutrrya tersebut.

Sedangkan terkait dengan budak perempuan, pendapat

yang disebutkan penulis At-Tahdzib mengenai budak perempuan

ini dipastikan karena kekurangan pada dirinya, sehubungan

larangan menyefubuhinF bagi setiap orang; baik dia penganut

Majusi atau penganut ajaran penyernbah berhala. Sedangkan

budak perempuan 5nng ahli kitab ketenh.ran hukumnya akan

disampaikan selanjutrla.

Budak perempuan yang murtad, tidak samar lagi mengenai

kedudukan hukumnya, dia boleh dikembalikan, karma budak

perempuan tidak dibeda-bedakan. AsySyaikh Abu Hamid dalam

kasus budak perempuan, dan Al Qadhi Abu Ath-Tharyib dalam

kasus budak laki-laki, mereka memutlakkan tidak bolehnyn

dikembalikan karena kekufuran tersebut.

Al Imam Haramain menlampaikan pendapafu[E secarcl

mutlak, apabila seseorang membeli budak laki-laki, temyata dia

seorang yang kafir. Dmana dia meriwalntkan dari mayoritas

ulama madzhab kami, bahwa kelrufuran tersebut adalah lenis
kecacatan.

Sementara dari kelompok ularna lrak, diriwayatkan bahwa

mereka menyebutkan pendapat lain, bahwa kelmfuran itu

bukanlah jenis kecacatan. Al Imam Haramain mernilih jaunban bila

Islam lebih dominan di tempat tinggal budak laki-laki tersebut dan

kekufuran itu menyebabkan nilai fukamya kurang sernpurn, rnaka

kekufuran tersebut jelas adalah jenis kecacatan. Apabila

kepercayaan ihr tidak lebih dominan di kalangan budak laki-laki,
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bahkah mereka terpecah menjadi dua kelompok, dimana

kekufuran ifu juga menyebabkan nilai tukamya kurang sempuma,

maka tentang kekufuran ini masih dalam perdebatan. Kesimpulan

dari dalil qiyas menyatakan, bahwa kekufuran tersebut tidak

dianggap sebagai suatu cacat. Sementara, kesimpulan jawaban

yang diriwayatkan, menyatakan bahwa kekufuran tersebut adalah

suatu cacat.

Apabila kekufuran tersebut tidak menyebabkan (nilai

tukamya) kurang sempuma, sementara kebiasaan yang terjadi

sifatnya tidak menenfu, maka pendapat yang menjawab secara

jelas dan rinci menyatakan bahwa, kekufuran tersebut tidak

dianggap sebagai suatu cacat.

Al Imam Haramain berkata sebelum bab Hablil Habalah

(jual beli barang yang tak terlihat wujudnln): Apabila seseorang

membeli budak laki-laki, lalu dia temyata seorang yang kafir; jika

dia membelinya di sejumlah kawasan negara Islam, maka dia boleh

mengembalikann5n, karena kondisi tersebut adalah hal yang

langka di kawasan negara Islam ihr.

Jika dia membelinya di negara perang, lalu dia temyata

seorang yang kafir, maka pendapat yang menjadi pegangan

mayoritas ulama madzhab kami menyatakan, bahwa budak laki-

laki tersebut tidak boleh dikembalikan.

Guruku berkata: Khiyartersebut tetap berlaku. Berawal dari

pendapat yang telah disebutkan oleh Al Imam Haramain ini,

muncul Pendapat keempat yang menyatakan, bahwa kekufuran itu

adalah cacat secara mutlak. Sementara pendapat yang dikutipnya

dari mayoritas ulama madzhab kami dalam kasus ini, sesuai

Dengan pendapat lnng telah disampaikan oleh penulis At-Tahdzib.
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Aslrsyirazi'ds berkata: Apabila pembeli

menemukannSn berstatus kafir ahli kitab (Yahudi atau
Nashrani), maka pengembalian tersebut tidak berlaku
lagr baginSn. Karena kekufurannya itu tidak
menyebabkan wujud maupun nilai tukarnya kurang
sempurna.

Penjelasan:

Ini sesuai dengan komentar pendapat milik penuks At'
Tatimmah. Serta kontradiktif dengan komentar pendapat milik

penulis At-Tbhdzib. Sementara Ar-Rafi'i memilah -milih jawaban

antara aspek domisili di sejumlah kawasan negara Islam dan nilai

fukar budak laki-laki yang kafir sangat rendah. Sehingga berlaku

atau tidaknla pengembalian tersebut, bergantung pada kedua

masalah tersebut.

Menurut penulis At'Tatimmah dan penulis At-Tahdzibndak

ada perbedaan mengenai status kafir ahli kitab tersebut antara

budak laki-laki dan budak perempuan. Penulis At-Tatimmah

berkata: Budak perempuan kafir ahli kitab tidak boleh

dikembalikan. Sementara penulis At-Tahdzib memberlakukan

pemilahan jawaban tersebut dalam konteks budak perempuan ahli

kitab.

Mungkin kemutlakan pendapat Asy-Syirazi dan ulama

lainnla dapat diletakkan sesuai Dengan pendapat lang
disampaikan oleh penulis At-Tahddb, sekiranyra nilai fukar tersebut

tidak berkumng karena stahrs ahli kitab tersebut. Sebab

argumentasi mereka mendukung pendapat penulis At-Tl2hddb

tersebut.
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Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Al Imam Haramain

memutlakkan komentamya mengenai kekufuran tersebut. Dimana

dia telah meriwayatkannya dari mayoritas ulama madzhab kami

bahwa kekufuran itu adalah jenis cacat. Pendapat yang lebih

diunggulkan (Ashah adalah pendapat yang baru saja dikutipnya

dari bab Hablil Habalah, yaitu pemilahan jawaban yang sesuai

Dengan pendapat milik penulis At-Tahdzib.

Penulis At-Tahdzib berbeda pendapat dengan Malik *S,

karena dia berkata: "Pengembalikan karena kekufuran tersebut

tetap berlaku. Karena kekufuran itu merupakan jenis kekurangan."

Ulama ma&hab kami menjawab, Bahwa kekufuran itu
adalah kekurangan dalam aspek ajaran agama, sementara jual beli

tujuan utamanya hanyalah memperoleh keuntungan harta.

Kekufuran penganut ahli kitab adalah salah satu faktor dalam

memperbanyak investasi modalnya untuk memperoleh

keunfungan.

Karena, orang kafir dan muslim akan membelinya.

Banyaknya permintaan para pembeli memastikan semakin naiknya

harga beli tersebut.

Al Fariqi berkata: Alasan ini benar-benar diberlakukan

dalam memerdekakan budak laki-laki yang kafir sebagai kafarat

zhihar. Keislaman itu syarat yang ditentukan dalam zhihar, sama

seperti kafarat karena membunuh. Unsur pemberatan

memerdekakan budak tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk

rnembeda-bedakan budak tersebut, ketika dipastikan bahwa budak

laki-laki muslim itu lebih rendah nilai tukamya daripada budak laki
laki kafir. Dimana objek pembayaran kafarat, yaitu pembebaskan

diri seseorang dari unsur pertudakan, adalah sama. Sehingga
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kedua kafarat tersebut sarna dalam pembaSnran kafamt

Sebagaimana terjadi kesamaan di antara kedua kafant tersebut

dan l<afamf sumpah sebagai pengganti puasa, sehingga dia tidak

boleh berpuasa pada hari raya dan waktu haidh, sekalipun

keduanya berbeda dalam kadar lamanya.

AqlSyirazi ag berlhta: Apabila pembeli membeli

seorang budak perempuan lalu dia menemukannya
berstafus kawin (menjadi istri seseorang), atau budak
laki-lald lalu dia menemukannya sedang dalam kondisi
disewakan, maka pengembalian tersebut tetap berlaku
bagi pembeli.

Karena, kemutlakan jual beli tersebut menunfut
penyerahan seluruh manfaat objek jual beli kepada
pembeli, sementara objek jual beli fidak sepenuhn3n
diserahkan kepada pembeli, maka pengembalian itu
tetap berlaku bagin3za.

Penjelasan:

Ketenfuan hukum ini benar adanln, seperti yang

disampaikan Asy-Syirazi. Karena, budak perempuan yang

berstafus kawin, suami berhak menuntut penyerahannla pada

sebagian unkfu tertenfu, sehingga pemilik budak perempuan

tersebut kehilangan dalam urakfu tersebut. Sementara

budak laki-laki yang diseurakan, manfaatngra hilang sampai

habisnya masa ijanh.

Al Majmu'gmoltAl Mthodzdzab ll S45



Telah diriwaSntkan dengan shdhih, "Bahwa Abdunbhman

bin Auf pemah membeli dari Ashim bin Adiyyin seorang budak

perempuan, lalu dikabarkan bahwa budak perempuan tersebut

memiliki suami, lalu dia mengembalikannya."

Disampaikan dalam Sunan Al Baihaqi keterangan

mengenai budak perempuan yang dijual dimana dia memiliki

suami, "Bahwa Utsman memufuskan bahwa kondisi tersebut

adalah suatu cacat, dimana budak perempuan tersebut boleh

dikembalikan karena cacat tersebut."

hnu Al Mundzir telah mengutip ijma' ulama tentang hukum

tersebut (bolehnya pengernbalian budak perempuan yang bersuami

tersebut). Di dalam Al Bayan disebutkan pembicaraan tentang

pendapat lain dalam stafus perkawinan budak perempuan yang

dijual tersebut, namun pendapat tersebut dha'if, bahkan batal

karena jawaban yang dikutip Ibnu Al Mundzir tersebut.

Apabila suami budak perempuan tersebut berkata padanya,

"Apabila pembeli bebas dari uang pembelian tersebut, maka kamu

adalah wanita yang tertalak." Dimana perkataan tersebut

diucapkan sebelum terjadinya hubungan intim, kemudian pembeli

mengetahui stafus perkawinan budak perempuan tersebut, maka

apakah dia memiliki hak khiyan Ada dua kemungkinan jawaban

yang disebutkan dalam Al Bahr.

Jawaban pertama: Ya, karena cacat tersebut telah terbukti

dan ada kemungkinan suami budak perempuan tersebut meninggal

dunia sebelum kebebasan pembeli (antara menahan atau

mengembalikannya), sehingga budak perempuan tersebut hanrs

menjalani masa iddah wafat tersebut.
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Jawaban kedua: Tidak berhak khiWr. Karena fidak

ditemukan kerugian apapun, sebab iddah wafat jika wajib,

tenfunya khiWr tersebut berlaku karena iddah tersebut, sebab

iddah tersebut adalah cacat baru 5nng timbul dari faktor yang

mendahuluinya ketika masih di tangan penjual, dimana

sebelumnya belum terjadi kesepakatan mengenai faktor tersebut.

Ketentuan hukum status perkawinan budak laki-laki 5nng
dijual sama seperti ketenfuan hukum yang berlaku dalam stafus

perkawinan budak perempuan, yaitu boleh dikembalikan juga

karena kondisi tersebut, hanya saja ijma' ulama yang aku kutip

secara khusus berhubungan dengan budak perempuan tersebut,

dimana kebanyakan ulama ma&hab kami memutlakkan ketenfuan

hukum tersebut.

Penulis At-Tatimmah berkata: Bahwa bila budak laki-laki

tersebut menikah tanpa seizin fuan pemiliknya, dimana dia telah

melakukan hubungan intim dengan isfuin5n, dan kami mengatakan:

"Maskawin tersebut berhubungan langsung dengan diri pribadi

budak tersebut," maka stafus hukum budak laki-laki tersebut sarna

seperti hukum budak laki-laki 5nng berzina.

Kemuflakan hukum yang disampaikan oleh selain penulis

At-Tatimmah hams dibatasi dengan ketenfuan semacam ifu.

Penulis At-Tahdzib berkata: Jika budak laki-laki tersebut diketahui

telah beristri, tetapi pembeli tidak mengetahui bahwa budak laki-

laki tersebut wajib membayar maskawin, dimana dia juga tidak

mengetahui estimasinya, maka pembeli boleh mengembalikanqn;
sama seperti jika dia membeliqn dalam kondisi mengetahui cacat

tersebut, namun dia tidak mengetahui estimasi cacat tersebut,

pembeli boleh mengembalikannln.
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Aslr-Syirazi * berkata: Apabila seseor.rng

membeli suatu barang, lalu dipastikan bahwa dia merugi
dalam menenfukan harga beli barang tersebut, maka
pengembalian tersebut sudah tidak berlaku lagi baginya.

dxt e
ri! :j6
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Diriwayatkan Bahwa Hibban bin Munqi& merasa
tertipu dalam jual beli tersebut, lalu dia mengutarakan
hal itu pada Nabi $- Lalu beliau bersaMa , " Apabila
kamu membeli, mala ucapkanlah: 'Laa l<hilabata', dan
kamu memiliki hak khi5Tar tiga (hari).." Dimana khi5nr
karena merugi itu sudah tidak berlaku lagi baginya.

Alasan lain, objek jual beli tersebut barangnya
bersih dari cacat (sempurna), dan tidak ditemukan unsur
penipuan (tadliCt dari pihak peniual, akan tetapi unsur
kelalaian jutsru datangnya dari pihak pembeli sendiri
yang tidak berusaha mencari penjelasan, sehingga
pengembalian tersebut sudah tidak boleh baginya.

Penjelasan:

Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Srnrazi di bagian awal

kitabul Bu5ruu'. Jadi, sudah dianggap cukup dengan penjelasan
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png telah 'dikemukakan, gafu penjelasan An-Nawawi mengenai

hadits tersebut.

Pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab

kami bahwa orang ]lang menipu adalah Munqidz yang juga orang

fua Hibban. Hadits tersebut secara garis besar shahih.

Makna "I-aa khilabab", Tidak ada kerugian dan tidak pula

penipuan. Stam' menetapkan ucapan itu untuk menetapkan

berlakunya khiyar (pengernbalian) tersebut. Bila pembeli

mengucapkannya, maka lditnr tersebut tetap berlaku, baik dia

secara tegas menslnmtkann5n atau tidak.

Sabda Nabi $: " I{amu memiliki hak khi5nr," ini

menrpakan maklumat dari Nabi $ tentang berlakunya khi5ar

(pengernbalian) tersebut.

Perkataan AsSrSyirazi: "Dan l<hi5arl<arena merugi ifu sudah

tidak berlaku lagi baginlra," itli mempakan bagian dari penjelasan

Asy-Syirazi, bukan bagian dari hadits tersebut. Makna lrang

ditunjukkan oleh hadits tersebut sangat jelas.

Karena, jika khitn, tersebut berlaku karena kemgian,

tentunya Nabi $ telah menjelaskannya, dimana beliau tidak perlu

mernpertimbangkan persyamtan lfi\nr selama tiga hari tersebut

atau menetapkan khi5nr trga hari bagrnf dengan perkataan

beliau, " Iaa l<hilaabb."

Telah disampaikan, bahwa Hibban ketika dia selesai

membeli (suatu barang), dia pulang menemui keluarganya, lalu

mereka berkata padanyar Kembalikanlah barang tersebut, karena

kamu benar-benar merugi atau kamu benar-benar tertipu. Lalu dia
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perEi kembali untuk menganulir jual belinyi, lantas dia berkata

ambil barangmu dan kembalikan sejumlah uang dirhamku.

Lalu penjual berkata: Aku tidak akan melakukannya

(memenuhi permintaanmu), kamu telah sepenuhnya rela akan

barang itu, lalu kamu pergi membawanya, sampai dia bertemu

seseorang dari para sahabat Nabi $, lalu dia berkata: "Bahwa

Rasulullah $ telah menetapkan bagnya kh$nrdalam barang yang

dia beli selama tiga hari," yang kemudian sejumlah uang

dirhamnya dikembalikan kepadanya dan penjual menarik kembali

barang miliknya.

Jadi, apabila khiyar tersebut berlaku karena kerugian yang

diderita setiap pihak yang berakad, maka tentunya khiyar tersebut

tidak ditentukan secara khusus dengan ucapan tersebut.

Kesimpulan yang nampak dari sejumlah pemyataan Hibban

tersebut adalah, bahwa dia berhak khi5nr selama tiga hari; baik dia

menentukannya atau tidak menentukannya dalam transaksi jual

beli tersebut.

lantas apakah ketentuan khiyar itu hanya berlaku khusus

bagi Hibban, karena Nabi $ menetapkan baginya khiyartersebut?

Ataukah khtyar tersebut berlaku karena syarat khiyar itu,

sebagaimana khiyaryang berlaku bagi selain Hibban?

Narasi kisah yang telah aku ceritakan menegaskan makna

yang pertama, sebab jika penjual mengetahui syarat khiyar

tersebut, maka dia tidak akan pemah mengingkari syarat tersebut.

Sebagian mereka lebih memilih pendapat yang pertama ini.

Menurut sebuah riwayat l{hiyar ihr berlaku karena syarat

kh,lrr, dimana khilnr tersebut berlaku umum bagi Hibban dan
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bagi selain Hibban. Bagaimana tidak, makna png ditunlukkan

oleh hadits tersebut sangat ielas, tidak memberlakukan khiiar
tersebut karena kerugian ihr.

Makna komentar yang telah disebutkan oleh As5rSyirazi

juga sudah jelas, karena objek jual beli tersebut sama sekali tidak

mengandung cacat, tidak ada pula unsur penipuan. Sebab asumsi

masalah tersebut dipastikan tidak mengandung cacat dan tidak

pula ada unsur penipuan, sehingga faktor yang menetapkan khiyar

tersebut tidak pernah terpenuhi.

Ulama madzhab kami berkata: I{h$ar itu Udak berlaku

karena kerugian tersebut, baik kerugian ifu sangat besar ataupun

kecil. Apabila seseorang merrbeli perhiasan kaca dengan harga

beli png sangat mahal, dimana dia menduganya bafu permata,

maka khigrtidak berlaku laE bagrnln dan juga tidak mernandang

kenrgian yang dideritanya, sebab kelalaian itu datang dari pembeli,

sebab dia tidak merninta pertimbangan pakar yang ahli di bidang

tersebut.

Al Mutawalli mengutip pendapat stndz yang menyatakan

bahua pembelian barang tersebut sarrn seperti pembelian objek

jual beli yang tidak dapat dilihat (gfui\, dimarn mernposisikan

melihat objek akad itu, tidak mernberi informasi kondisi objek akad

tersebut serta tidak meniadakan unsur ghanr (kondisi yang

menyebabkan terladiq;a perselisihan antara peserta al<ad) seperti

objek akad yang tidak ada).

Ulama madzhab kami berkata: Berlakunya l<hiiar dahm

objek akad png cacat tersebut karena adanln kekumngan, bukan

karena kerugian. Oleh karena ihr, apabila kemgian itu disertai

suafu cacat Sang nilainya meqBrnai harga belinSn berlipat-lipat,
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maka pengembalian tbrsebut berlaku baginya. Jika objek akad

tersebut cacat di tangan penjual, maka khi5artersebut berlaku.

Apabila nilai fukamya berkurang akibat turunnya harga
pasar, maka tidak berlaku lfiilnn Kerugian tersebut berbeda

dengan kasus penghadangan rombongan pedagang di tengah
jalan, karena dalam kasus penghadangan rombongan pedagang

itu, ada unsur lain dari pembeli, lnitu munculnya ghamr akibat
pemberitahuan tentang harga pasar yang tidak sesuai dengan

kenyataannya, dimana juga tidak ada cara untuk mengetahuinya.

Kerugian tersebut berbeda dengan kerugian dalam masalah

pembelian untung (raabihahl, sebab dalam kasus kerugian dalam

masalah beli unfung ifu, akad kedua berganfung dengan akad
pertama.

Ulama yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah

ini adalah Malik, Ahmad dan Abu Tsaur. Adapun Malik berkata:

Apabila pembeli memgi kurang dari sepertiga harga beli, maka

khi5nr ttdak berlaku baginya. Sementara apabila kerugiannya

mencapai sepertiga atau lebih, maka dia memiliki hak khiWr
tersebut. Inilah yang diriwayatkan ulama madzhab kami dari Malik.

Dimana pendapat tersebut merupakan pendapat yang dijadikan

pElangan oleh sebagian ulama ma&habnya.

Al Qadhi Abdul Wahhab berkata: Malik tidak menentukan

standar pasti dalam meletakkan ketenfuan hal tersebut, dimana

madzhab Malik menyatakan, bahwa apabila kerugian itu disepakati

oleh orang banyak, bahwa pada jenis barang semacam itu

mengandung kerugian.

Kemudian ulama madzhab kami mengutip madzhab ini

secara mutlak, padahal syaratrl,ra madzhab Malik adalah, kedua
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belah pihak atau salah sahr dari kedua belah pihak Udak

mengetahui perubahan harga pasar tersebut, dimana flukfuasi

harga tersebut ketika transaksi jual beli tersebut disepakati.

Jadi, apabila kedua belah pihak ihr, semua berasal dari

kalangan orang yang selalu mernperhatikan barang dan sejumlah

harganya pada ulaktu jual beli tersebut, maka tidak berlaku kh@.
Baik kemgian itu nilainya sedikit ataupun banyak. Al Qadhi Abdul

Wahhab telah menyampaikannya.

Adapun Ahmad berkata: Apabila pernbeli merupakan orang

yang menuruti kemauan penjual, serta tidak mengerti seluk beluk

jual beli ifu, dimana kefika diberitahu, dia tetap tidak mengerti,

maka l$iyar tersebut tetap berlaku baginya karena kerugian

tersebut.

Apabila dia termasuk orang yang mengerti seluk beluk jual

beli tersebut; jika dia berpikir ulang tentang jual beli tersebut, pasti

dia akan mengetahui, bahwa nilai fukamya tersebut fidak

mencapai harga beli yang disampaikan tersebut, maka kh$nrbdak
berlaku baginya.

Adapun Abu Tsaur, dia menlptakan bahwa jawaban yang

diriwayatkan darinya bersifat mutlak, yaifu dengan menetapkan

berlakunya khlnr tersebut, apabila barang tersebut telah habis,

maka pembeli lnng memsa dirugikan, boleh menunfut ganti rugi

sesuai estimasi kerugian tersebut.

hnu Al Mundzir telah meriwalntkan dari Abu Tsaur, bahwa

jual beli ghabn -yang mengandung kemgian, dimana kebanSnkan

orang tidak mendapat kerugian dengan jual beli sejenis ifu- adalah

muamalah yang fasid hukumnya. Jawaban yang dikutip dari Abu

Tasur ini lebih kuat menurut kami daripada jawaban yang pertama.
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Ulama madzhab Asy-Syafi'i telah meriwayatkan dari,ulama

madzhab Malik, bahwa mereka menyampaikan argumen

berdasarkan hadits, 8flup'lJ "Janganlah kalian menghadang

rombongan pdagang" Penghadangan rombongan itu
menetapkan berlakunya lfiipr karena kemgian tersebut, dan juga

dengan hadits, ')W$ 't*l " Tidak boteh membahapkan diri

sendii maupun orang lain." Dan juga berdasarkan dalil qiyas pada

kerugian yang berkenaan dengan jual beli tersebut.

Ulama madzhab kami menjawab argumen pertama bahwa

khiyartersebut berlaku karena ditemukannya unsur gharar. Karena

pembeli telah menipu penjual.

Jawaban argumen kedua adalah, bahwa kami sedang

membicarakan tentang faktor yang menetapkan khiyar tersebut.

Jawaban argumen ketiga adalah, bahwa khiyar karena cacat itu
berlaku bukan karena kerugian, akan tetapi karena tuntutan jual

beli yang menghendaki kesempumaan objek akad tersebut. Di
samping itu, cacat yang telah ada ketika transaksi jual beli

diadakan maupun cacat baru yang muncul sebelum penyerahan

hak kepemilikan kepada pembeli hukumnya sama.

Sedangkan dalam kasus ini, tidak berlaku khiyar bila
pengurangan nilai fukar ifu terjadi sebelum penyerahan hak

kepemilikan kepada pembeli, karena ulama madzhab kami sepakat

bahwa dalam soal cacat ini tidak membeda-bedakan antara

sepertiga, kurang atau lebih dari sepertiga. Mereka tidak

mengatakan demikian dalam kasus ini.

Ulama madzhab kami berkata: Membiarkan meruginya

pembeli yang menuruti kemauan penjual (mustarsl/, hukumnya
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makruh. Mutlakrya kernakruhan dalam merhbiarkan kenrgian

tersebut diletakkan pada asal masahh bila pembeli png menuruti

kemauan peniual tidak pemah benrsaha meminta penjelasan

penjual. Adapun jika dia telah bemsaha mencari penjelasan

kepada penjual, maka sang peniual menjelaskan beserta

kerugiann3a itu. Jika demikian, itu adalah penipuan lnng
diharamkan. Demikian aku mq/akininln tanpa mengutip pendapat

siapapun.

Pendapat 31ang dikutip dari madzhab kami dan madzhab

Abu Hanifah tentang transaksi ,ual beli lnng telah memiliki

kekuatan hulem tetap, tenfunp tdak mereduksi larangan

melakukan tndak penipuan tersebut, atau diarahkan pada

masalah; apabila pembeli tdak p€rnah merninta penjelasan

peniual, seperti keterangan yrang telah dikemukakan.

hnu Al Mundzir berkata: Sebagian mereka berkatat Setiap

objek akad 1nng diiual oleh seseorang kepada pernbeli png
menuruti kemauan penjual, dimana dia benrsaha menipurya dalam

penjualan objek akad tersebut, atau membohongrnya, maka

pembeli dalam penjualan objek akad itu tetap berlaku khigrlrbrh.
penipuan atau kebohongan itu tefrukfi dhkukan padaqa.

C-abangr Mengenai suafu perlrara lrang rEma kta
menduga bahwa perkara tersebut adahh ienis kecacatan, padahal

bukan jenis kecacatan. Tidak berhku pengernbalian dalam perkara

tersebut. Jadi, budak lrang bicaraqn sulit dimengerti, keras

suaranla, buruk budi pekertin3;a atau anak hasil pelzinaan

Oukanlah kecacatan), berbeda Dengan pendapat milik Abu Tsaur.

L--
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Baik budak laki-laki tersebut adalah seorang yang tidak bisa

mempunyai anak (Majlu\t atau bisa mempunyai anak, berbeda

Dengan pendapat milik Abu Hanifah. Tidak dikembalikan karena

budak laki-laki pemah membunuh seseorang, lamban gerakannya,

yang rusak pemikirannya, tukang bekam, banyak makan, atau

sedikit makan, berbeda dengan binatang tunggangan ketika sedikit

makan, sekiranya boleh dikembalikan.

Diriwayatkan dari Al Qadhi Husain kecuali sedikit

makannya seorang budak laki-laki tersebut karena penyakit

tertentu. Tidak perlu mengecualikan tersebut, karena penyakit ifu

sendiri cukup sebagai alasan pengembalian tersebut.

Tidak dikembalikan, karena budak perempuan tersebut

wanita yang mandul, dan juga (karena) budak laki-laki tersebut

merupakan budak yang impoten. Diriwayatkan dari Ash-Shaimuri

penetapan berlakunya pengembalian tersebut karena menderita

impoten, ini merupakan pendapat yang paling shahih menunrt Al

Imam Hammain.

Budak laki{aki tersebut bukan termasuk orang yang akan

merdeka di bawah kekuasaan pembeli, dimana budak perempuan

tersebut juga bukan saudari perempuan kandung pembeli atau

selain saudari kandungnya, dia adalah orang yang diharamkan bagi

pembeli karena tunggal susu atau hubungan nasab, seperti

pendapat yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Husain, Al

Mawardi, Al Baghawi dan ulama lainnya, atau mushaharah

(hubungan kekeluargaan karena perkawinan) seperti anak

perempuan istrinya atau wanita 5lang disefubuhi ayah atau anak

laki-laki pembeli.
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Berbeda dengan budak perempuan yang menjadi mahmtn
dan budak perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Karena

larangan haram dalam kasus tersebut bersifat umum, sehingga
permintaan budak perempuan tersebut sidikit jumlahnya. Sedang

dalam kasus ini, lamngan haram tersebut khusus berhubungan

dengan pembeli.

Dalam sebuah pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Kajj,
perkara yang sedang kami diskusikan ini disamakan dengan budak
perernpuan yang berstafus mahnn dan budak perempuan lang
sedang menjalani masa iddah. Ar-Rqani telah menSampaikannya

dalam budak perempuan yang disetubuhi ayah pembeli dan dia
menilai lemah pendapat tersebut.

Telah dikemukakan dari Ash-Shaimuri penetapan

berlakunla ldrit t tersebut dalam kasus; apabila temyata budak

laki{aki tersebut adalah saudara laki-laki kandung pembeli atau
paman dari jalur ayahnya.

Qitnsmasalah tersebut digunakan dalam kasus ini, tepatngra

dalam menjawab masalah; apabila budak perempuan tersebut

temyata saudari kandungnya dari jalur nasab, (pembeli) berhak
khQnr. QiWs tersebut sama seperti dalam masalah tunggal susu

lang men5ratakan tdak adan3n lfiitar. Demikian juga dalam

masalah mushaharah.

Dimana juga tidak ada akibat hukum apapun karena budak
perempuan tersebut seorang lrang biasa berpuasa, menumt
pendapat shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dalam kasus ini
ada pendapat lain yang berbeda, Ar-Rafi'i berkata pendapat

tersebut dha'if. An-Nawawi berkata pendapat tersebut tidak benar.
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' Apabila budak laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi

fasik, Ar-Ruyani berkata: Tidak berlaku khiyar berdasarkan iima'
ulama. Ar-Ruyani menyampaikan pendapat tersebut ketika

berdiskusi bersama ulama ma&hab Hanafi dalam masalah

kekufuran, dimana sehamsnya kefasikan itu dibatasi. Sebab,

penyebab kefasikan ifu di antaranya, ada yang malyebabkan

budak laki-laki itu boleh dikembalikan karenanya. Keterangan yang

lebih banyak dari itu telah dikemukakan.

hnu Ar-Rif'ah berkata: Bahwa bila budak laki-laki tersebut

adalah seorang yang murkad saat konhak diadakan, dan dia benar-

benar telah bertobat sebelum diketahui kemurtadannya, maka

tidak boleh dikembalikan karena kekufuran sanacam itu, menunrt

pendapat madzhab. Yaihr dalam masalah hilangnya cacat sebelum

diketahui cacat tersebut -di dalam masalah ini masih terjadi

perdebatan-, karena kondisi tersebut terkadang dihindari karena

masih ada rasa curiga akan keburukan hatinya.

Namun yang lebih tepat adalah pendapat yang disampaikan

oleh Al Mawardi dalam Al Hawi dalam kitab rahn, bahwa

kemurtadan ifu adalah cacat seketika ihr juga (pada waktu murtad).

Ibnu Ar-Rif'ah setelah menyampaikan pendapat tersebut

seraya berkata: Apabila kita mengatakan, bahwa kemurtadan ifu

bukanlah suafu cacat, maka apakah pembeli boleh

mengembalikannya karena kemurtiadan ini? Dalam masalah ini ada

dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Pemyataan ini mengherankan, bagaimana bisa pembeli

boleh mengembalikannya karena sesuafu perkara yang tidak

termasuk ke dalam kecacatan.
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Apabila seseorang membeli suafu barang, lalu temyata sang

penjual telah menjualnya melalui wakalah (pelimpahan kekuasaan),

wasiat, memperwalikan, atau melalui amanat hakim, apakah

pembeli boleh mengembalikan karena ada kekhawatiran batalnya

pergantian posisi tersebut? Di dalam masalah ini, ada dua

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang telah disampaikan oleh

Al Mawardi. An-Nawawi berkata: Pendapat yang paling shahih

adalah, tidak berlaku pengembalian.

Jika seseorang membeli separuh dari tanah pekarangan,

dimana dia mengira, bahwa tanah sisanya adalah milik penjual,

temyata tanah tersebut milik selain penjual dan dia memiliki hak

syufbh, maka tidak berlaku khiyar baginya karena tidak ada

kerugian; bila dia menentukan pilihan untuk mengambil alihnya

secara paksa atau meninggalkannya.

Al Mutawalli berkata: Apabila budak laki-laki tersebut

seorang yang rontok rambut bagian depan atau tengah kepalanya

(ashla). Al Qadhi Husain berkata: Tidak berlaku pengembalian,

berbeda dengan masalah budak laki-laki yang rambut kepalanya

tidak tumbuh sama sekali (Aqra). Namun, dalam masalah ini

masih terjadi perdebatan.

Telah dikemukakan, bahwa tidak berlaku pengembalian

karena kondisi budak laki-laki tersebut di mana dirinya memiliki

sangkutan harta yang harus dibayar kemudian. Demikian juga Al
Mawardi berpendapat. Dia berkata: Kelompok ulama Irak berkata:

Pembeli tersebut boleh mengembalikannya. Namun, pendapat

tersebut bukan pendapat yang shahih, dimana yang dimaksud

kelompok ulama Irak oleh Al Mawardi adalah Abu Hanifah dan

ulama madzhabnya. Jadi, kami mengingatkan akan hal tersebut

Al Majmu'syoroh Al Muhadzdzab ll tt,



-t

agar otang yang tidak memiliki' pengetahuan, fiddk satah

memahami bahwa mereka adalah kelompok ulama Irak dari ulama
madzhab kami.

Apabila seseorang membeli mata uang selain emas dan
perak (fulud, lalu dirusak sebelum penyerahan hak kepemilikan
kepada pembeli, dimana pemerintah melarang praktik muamalah
menggunakan mata uang tersebut, maka transaksi jual beli mata
uang tersebut tidak hilang (masih tetap berlaku), berbeda Dengan
pendapat milik Abu Hanifah. Abu AMullah Al Husain bin Ali bin
Al Husain telah menyampaikan masalah tersebut. Al Imrani telah
meriwalntkannp darinya. Inilah sejumlah faktor yang sebagian di
antaranyra, menyebabkan objek akad boleh dikernbalikan dan
faktor yang mana objek akad tidak boleh dikembalikan.

Aku tidak menyebutkan safupun di antara sejumlah faktor
tersebut kecuali diriurayatkan secara khusus, dimana tidak ada

mekanisme unfuk menggali kembali sejumlah faktor tersebut. Di
dalam suatu kaidah khusus cacat lrang telah dikemukakan,
tersimpan ketemngan yang lebih dari cukup.

AslrSyirazi * berkata: Apabila ada orang yang
membeli seorang budak laki{aki dengan syarat dia
seorang penulis (Khatib; sekretaris), lalu temyata dia
menemukanngra bukan seorang penulis, atau dengan
syarat dia seorang yang ahli di bidang pekerjaan
tertentu, lalu temyata dia menemukannya tidak ahli
dalam bidang tersebut, maka pengembalian tersebut
berlaku bagl pembeli. Karena objek akad tersebut
mutunya lebih rendah daripada objik akad yang
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disyaratkan, sehingga pengembalian itu boleh dilakukan
pembeli.

Penjelasan:

Pasal ini menerangkan faktor yang ketiga dari sejumlah

faktor yang menetapkan berlakunya khipr (pengembalian)

tersebut. Hal ini menyalahi dugaan sebelumnya karena mempunyai

kesanggupan unfuk memenuhi persyamtan tersebut.

Al Ghazali berpendapat bahwa faktor ketiga ini adalah

faktor awal yang melandasi kedua faktor yang telah disebutkan

sebelumnya, yaitu unsur penipuan yang sifatnya berupa perbuatan

dan lenyapnya tujuan yang sebenamya dari pembelian tersebut.

Diskusi mengenai faktor ketiga tersebut telah dikemukakan

sebelumnya.

Asy-Syrrazi menyrsun pemyataannya tersebut berdasarkan

pendapat yang menyatakan sahnya jual beli tersebut, sekalipun

dibarengi dengan menyalahi persyaratan yang telah disetujui.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhar menurut

kami dan menumt jumhur ulama.

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Al Hanathi telah

menyampaikan pendapat yang gharib, bahwa ketidaksesuaian

persyaratan tersebut menetapkan akibat hukum fasidnln jual beli.

Namun, cabang masalah tersebut dibangun berdasarkan pendapat

masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, tatkala pembeli menenfukan syarat, bahwa budak laki-

laki itu adalah seorang penulis atau dia seorang yang ahli dalam

bidang pekerjaan tertenhr, tiba-tiba budak laki-laki tersgbut
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faktanp fidak sesuai dengan syarat tersebut, maka pengernbalian'

tersebut berlaku bagi pembeli.

Perkataan AqrSyirazi: "Ketrena mufu objek akad (budak

laki-laki) tersebut lebih rendah daripada objek akad (budak laki-laki)

Snng diqnratkan," maksudn5ra sehingga stafusnSa seperti barang

lang cacat yang temyata mufunSra lebih rendah daripada funtutan

adat kebiasaan pada umwnnla.

Karena alasan inilah, Al Ghazali dan ulama lainnp
mengungkapkannla dengan l<hiSar naqiah (khiWr pengembalian

karena mufu barang kurang serrpuma) dalam ketiga faktor yang

telah disebutkan dahm bab ini.

Aslrsyirazi mengan(gap arkup dengan menyebutkan

beberapa contoh kasus tersebut (tanpa) menyebutkan loidah
tentang cacat mengenai hktor ketiga ini. Al Imam Haramain, Al
Ghazali dan Ar-Rafi'i menyebtrtkan kaidah khusus, dimana

ungkapan mereka mengenai kaidah tentang cacat pada faktor

ketiga tersebut beragam. S€ara garis besar kaidah khusus tersebut

menlratakan bahua spesifikasi objek akad 1ang harus dipenuhi

berdasarkan qBrat tersebut ada tiga kategori:

Kategori pertarna: Spesifikasi (sifat) objek akad lrang
menenfukan kannhrngan nilai investasi modal, png sah untuk

dfiadikan persetujuan antara dua belah pihak, dimana Hiyar
tersebut berlaku karena menyalahi persefuiuan dalam spesifikasi

tersebut.

Kategori kedua: Spesifikasi objek akad 1nng menentukan

terpenuhinyra fujuan yang sebenamla selain investasi modal,

dimana menyalahi perseturjuan dalam spesifikasi tersebut

menetapkan berlakungra l<hi1nr, baik penggantinln itu memiliki
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' spesifikasi yang sarna atau berbeda. Ketenfuan berlakunya khi9nr

tersebut bergantung kuat dan lemahnya tujuan pembelian tersebut.

Demikian Ar-Rafi'i mengatakan. Al Imam Haramain dan Al
Ghazali secara mutlak memberlakukan perbedaan pendapat

mengenai berlakunya khijnrtersebut dalam Kategori kedua ini.

Pendapat ketiga: Spesifikasi objek akad, dimana nilai jual

maupun tujuan yang dimaksud tidak ditentukan oleh spesifikasi

tersebut. Jadi, menyatakan syarat itu tidak ada faedahnya dan

tidak berlaku khi5tar l<arena kehilangan spesifikasi tersebut.

An-Nawawi membuat deskripsi yang bagus dalam Ar-
Raudhah, karena dia membagi spesifikasi objek akad tersebut

menjadi dua kategori:

Kategori pertama: Spesifikasi yang menenfukan

terpenuhinya tujuan yang dimaksud, dimana menyelahi

persefujuan dalam spesifikasi tersebut menetapkan berlakunya

khiyuf baik penggantinya itu memiliki spesifikasi yang sama atau

berbeda.

Kategori kedua, Spesifikasi yang tidak menentukan

tercapainya fujuan yang dimaksud. Maka, penyataan syamt

tersebut tidak ada faedahnya. Deskripsi ini lebih baik, karena

spesifikasi objek akad itu terkadang menghilangkan tujuan selain

kepemilikan harta, dimana hal itu memastikan berlakunya khiWr,

dan juga terkadang menghilangkan nilai harta bukan tujuan

pembelian tersebut, sehingga perbedaan pendapat tersebut terjadi,

sebagaimana akan disampaikan dalam masalah budak laki-laki

yang dikebiri dan budak laki-laki yang sempuma kelaki-lakiannya.
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Jadi,' aspek yang menentukan berlaku tidaknp khiyar
tersebut adalah fujuan pembelian, dengan kuatrya keterkaitan

spesifikasi objek akad tersebut dengan hrjuan dirinya dalam

membeli. Padahaljpi terjadi kesepakatan berlakunya khiyar. Dalam

lemahnya keterkaitan spesifikasi objek akad dengan tujuan juga

terjadi perbedaan pendapat tersebut, dimana dengan tiadanya

keterkaitan spesifikasi tersebut dengan tujuan secara totalitas,

memastikan tidak berlalmnya khiSar tersebut.

Semua masalah dalam pasal ini diletakkan di bawah kaidah

tentang cacat ini. Jadi, kedua contoh spesifikasi objek akad yang

telah disebutkan oleh AsySyirazi dalam pasal ini termasuk ketegori

pertiama, yang mana nilai jual dan fujuan yang kuat ifu hilang

karena hilangnya kedua spesifikasi tersebut, demikian juga tidak

terjadi perbedaan pendapat mengenai kedua contoh spesifikasi

objek akad tersebut.

Ulama madzhab kami berkata: Dalam spesifikasi objek akad

yang telah disebutkan itu, apabila istilah spesifikasi objek akad

tersebut telah terpenuhi, maka sudah dianggap cukup; artinya

tidak disyaratkan objek akad tersebut harus memiliki spesifikasi

yang maksimum. Syarat menulis ketika dinyatakan secara mutlak

tetap mencukupi bila istilah menulis itu telah terpenuhi, sekalipun

tidak sampai memposisikan sebagai ahli menulis dengan baik.

Apabila pembeli menenfukan syamt fulisan tangannya

harus bagus, maka jika budak laki-laki tersebut tidak bagus tulisan

tangannya menumt adat kebiasaan, maka dia memiliki hak khisar

tersebut. Jika budak laki-laki tersebut seorang yang bagus tulisan

tangannya, maka khgmrtrdak berlaku lagi baginya.
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Penulis At-Tatimmah berkata: Diskusi mengenai khiyar inr

yang sifatnya Al Faur (segera dilakukan), tatacara menyegerakan

khiyartersebut sama seperti diskusi 5nng telah dikemukakan dalam

pembahasan cacat tersebut. Diantara ulama yang secara tegas

membicarakan masalah ini adalah penulis At-Tahdzib.

Apabila perselisihan terjadi di antara kedua belah pihak.

Misalnya pembeli berkata: "Aku membeli dengan syarat bisa

menulis," sementara penjual menolak persyaratan tersebut, maka

masing-masing pihak yang bersumpah untuk mendukung klaimnya

tersebut. Menurut sebuah pendapat yang lemah: Pemyataan yang

dibenarkan adalah pemyataan penjual disertai sumpahnya. Al

Baghawi telah menyampaikannya dalam At-Tahdzib.

Cabang, Al Qadhi Husain berkata: Bila pembeli

menenhrkan syarat, bahwa budak laki-laki tersebut adalah seorang

yang berprofesi sebagai fukang bekam, lalu penjual menyalahi

persehrjuan ihr, maka khAar tersebut tetap berlaku, sekalipun dia

benar memiliki sejumlah pekerjaan selain bekam tersebut.

Perlu diketahui, bahwa cabang masalah yang telah

disebutkan oleh Al Qadhi Husain ini memuat kemungkinan

posisinya disepakati oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i. Hal itu
dibuktikan dengan dalil bahwa, tambahan nilai jual dari sisi yang

lain tidak dipertimbangkan, ini bila di satu sisi yang disyaratkan,

kehilangan nilai lebih tersebut.

Demikian juga syarat dapat menulis, terkadang posisinya

digantikan dengan speksifikasi yang lain, dimana budak laki-laki

tersebut memiliki spesifikasi dengan sejumlah sifat yang melebihi

nilai tukar dapat menulis tersebut, maka hal itu tidak menghalangi

Al Majmu'SyarahAt Muhadzdzab !l ttt



kami untuk mengatakan bahUa fujuan dan nilai'fukar barang

tersebut telah hilang, hanln saja aku telah menyampaikan catatan

bahwa png tertaik adalah mempertimbangkan sisi kuat dan

lemahnya tujuan pembelian tersebut, tidak mempertimbangkan

hartanya.

Tujuan pembelian itu terkadang berkaitan dengan sifat

tertenfu, dimana posisinya Udak dapat digantikan dengan sifat

3nng lain, sekalipun Sang lain itu lebih tinggr nilainya daripada sifat

tersebut dari sisi yang lain.

Asy-Syirazi * berkata: Apabila pembeli membeli
budak laki{aki tersebut dengan q;arat budak laki-laki
tersebut adalah seorang laki{aki }7ang sempurna
kejantanannya, lalu dia menemukannya dalam kondisi
dikebiri, maka pengembalian tersebut berlaku bagrnlp-

Karena budak lah-laki l7ang dikebiri itu mutunya
lebih rendah daripada budak yang sempurna
kejantanannya dalam segi benhrh tubuhqp, keberanian
dan keperkasaannya.

Apabila pembeli menentukan qrarat, bahwa
budak laki{aki tersebut adalah seorang lpng dikebiri,
lalu dia menemukannya seorang lald-laki lpng
sempurna kejantanann3Ta, malra pengembalian itu tetap
berlaku bagi pembeli. I(arena budak lak-lak lpng
sempurna kejantanannya di baurah budak laki-laki lpng
dikebiri dalarn harga beli dan menoampuri (mela1laru)

untliurn istri tuanqp.
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Penjelasan:

Masalah pertama: Tidak terjadi pertedaan pendapat di

dalamnya, karena hilangnya tujuan yang kuat dari pembelian

budak laki-laki tersebut, sekalipun mendatangkan nilai keuntungan

lebih.

Al Qadhi Husain berkata: Sekalipun nilai tukar budak laki-

laki yang dikebiri itu berlipat ganda dari nilai tukar budak laki-laki

yang sempuma kejantanannln. Tidak ada perbedaan dalam

masalah hilangnya hrjuan pembelian tersebut antara budak laki-laki

dan jenis lainnya yaifu ha,ran pejantan.

Masalah keduar Ar-Rafi'i telah menyebutkan dari Abu Al
Hasan Al Ibadi bahwa pengembalian tidak berlaku dalam Masalah

kedua ini. Karena sifat kejantanan lrang sempuma ihr adalah nilai

lebih.

Pendapat yang shahih adalah pendapat yang telah

disebutkan oleh Asy-Syirazi, karena hilangnya investasi dan tujuan

pembelian tersebut sekaligus.

Terjadinya perbedaan spesifikasi objek akad dalam Masalah

kedua ini, disertai hilangnya investasi tersebut, hal ini membuktikan

benamya keterangan yang telah aku kemukakan, yaitu lebih

baiknya deskripsi An-Nawawi. Dan karena tidak semua spesifikasi

itu yang menyebabkan hilangnya nilai investasi, kami memufuskan

untuk memberlakukan khiyar tersebut di dalamnya.

Bahkan terkadang investasi ihr hilang disertai terjadinya

perbedaan spesifikasi objek akad, seperti terlihat dalam contoh

kasus ini. Terkadang investasi tersebut tidak hilang dan justru ada
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kesamaan'dengan spesifikasi objek akad 11ang disyaiatkan, seperti

terlihat dalam contoh kasus yang pertama.

Penjelasan AsySyirazi mengindikasikan, bahwa dia

berpendapat bolehnya seorang budak laki-laki png dikebiri itu
mencampuri (rnelayani) urusan isbi fuannya. Penjelasan yang

disampaikan Ar-Rafi'i dalam pembahasan Nikah mengenai melihat

wanita yang bukan mahmm Bahun budak laki-laki Snng dikebiri,
yang batang kemaluannya masih ada, dan Sang terpotong batang

kemaluanngn, dimana kedua biji kemaluannya masih ada, sama

seperti budak laki-laki yang sempuma kejantanannya.

Sedangkan dalam masalah budak laki-laki yang terpotong

kemaluannya, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syaf i
(wajhaani). Mayoritas ulama madzhab kami menyatakan, bahwa

budak laki-laki yang terpotong kemaltrannya seperti seorang

mahmm. Jadi, penjelasan yang telah disebutkan oleh AsySyrrazi;
yaitu bahwa budak laki-laki yang sempuma kejantanannln di
bawah budak laki-laki 5ang dikebiri dalam segi melayani istui

fuann1a, ifu sesuai Dengan pendapat mayoritas ulama ma&hab
kami. Jika tdak demikian, maka budak laki-laki yang dikebiri itu
adalah orcmg yang paling lernah dalam bekerja.

Apabila Asy-Syirazi mernutlakkan kata, "Budak laki-laki
yang dikebiri" untuk budak yang terpotong , maka

penjelasannya tetap dapat dipakai. Demikian juga dengan selain

AsSr-Syirazi, 3nifu ulama madzhab kami dimana ketenfuan hukum

ini berlaku secara mutlak.

fika Udak dernikian, maka ketka pembeli menenfukan

s5nrat, bahura budak hki-laki tersebut adalah seorang yang dikebiri

dengan pengertian Snng disebutkan dalam pembahasan Nikah, lalu
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temyata dia seorang laki-laki yang sernpuma, tentunya

pengembalian tersebut tidak berlaku lagi, karena tujuan pembelian

sama sekali tidak hilang.

Namun kesimpulan yang Nampak, bahwa Asy-Syrrazi dan

ulama madzhab kami dalam pasal ini menghendaki kata "Budak

laki-laki yang dikebiri" ini adalah budak laki-laki yang terpotong

kemaluannya, karena menumt adat kebiasaan kata tersebut (budak

laki-laki yang dikebiri) banyak dikemukakan untuk menunjukkan

arti tersebut (budak laki-laki yang terpotong kemaluannya).

Aql-Syirazi e berkata: Apabila seseorang

membeli budak laki{aki dengan syarat, bahwa dia
seorang muslim, tiba-tiba dia menemukannya seor.rng
yang kafir, maka pengembalian tersebut berlaku bagi
pembeli- Karena, budak laki-laki yang kafir di bawah
budak laki{aki yang muslim dalam segi agama yang

dianutnya.

Penjelasan:

Masalah ini juga tidak terjadi perbedaan pendapat di

dalamnya, karena hilangnya fujuan yang dimaksud yang dari

pembelian tersebut, sekalipun nilai investasi modal terkadang tidak

hilang, bahkan nilai keunhrngan investasi tersebut lebih banyak,

sebagaimana ketika pembeli menenfukan syarat, bahwa budak

laki-laki adalah seorang laki-laki yang sernpuma keiantanannya,

tiba-tiba dia temyata seorang budak laki-laki yang dikebiri.
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' Demikian iuga apabila pernbeli menentukan syarat budak

perempuan lrang menganut Yahudi atau Nashrani, tiba-tiba dia

temyata seorang Majusi. Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i telah

menyampaikan masalah tersebut.

Apabila pembeli menentukan syarat, bahwa budak laki-laki

tersebut adalah seorang Majusi, temlnta dia seorang penganut

Yahudi, Ar-Rqnni berkata: I{hi5ar (pengembalian) tersebut tetap

berlaku.

Menurut sebuah pendapat png lemah: Jika nilai fukamya

tdak berkurang menunrt adat kebiasaan, maka khiSar t,dak

berlaku lagi. Jika nilai fukamp berkurang misalnya penganut yang

dominan adalah budak laki-laki 3nng menganut Majusi di kawasan

tersebut, maka khi5nr tersebut tetap berlaku. Yaitu pendapat

penulis At-Tatimmah. Di dalam pasal ini tdak ada perbedaan

antara budak laki-laki dan budak perempuan.

AqlSyirazi *u berkata: Apabila pembeli budak
laki-laki tersebut dengan slrarat dia adalah seor.rng
yang kafir, tiba-tiba dia menemukannln seor.rng lrang
muslim, maka pengembalian tersebut berlaku bagi
pembeli.

Al Muzani berkata: Pengembalian tersebut tidak
berlaku lagi bagi pembeli, karena budak laki-laki lpng
muslim lebih utama daripada budak laH-laki lpng kafir.

Pendapat Al Muzani ini tidak benar, karena budak
laki-laki yang mrslim lebih utama dalam segi agama

lpng dianutnln, kecuali budak laki-laki lpng kafir itu
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harga belinya lebih tinggr, dikarenakan pembeli yang

muslim dan kafir ifu mengrukainya. Sementara budak
laki{aki yang muslim, pembeli yang kafir tidak akan
membelinya-

Penjelasan:

Pendapat madzhab menlntakan tetap berlakun5ra

pengembalian tersebut dalam kasus; pembelian budak laki-laki

yang tidak sesuai kesepakatan tersebut. Ahmad juga berpendapat

dengan ketenfuan semacam ini pula.

Bukan karena kekurangan yang muncul. Akan tetapi

karena tujuan pembelian budak laki-laki tersebut adalah mumi

bisnis, sementara keunfungan investasi dalam pembelian budak

laki{aki yang kafir itu lebih banyak. Hal ini sesuai dengan argumen

yang disebutkan Asy-Syirazi.

Pendapat yang dikutip Asy-Syirazi dari Al Muzani, Al Qadhi

Abu Ath-Thayyib dan ulama yang lain telah meriwayatkannya dari

Al Muzani. Abu Hanifah berpendapat dengan ketenfuan ini.

Diantara ulama madzhab kami, ada yang sepakat dengan Al
Muzani mengenai ketenfuan hukum tidak berlakunya

pengembalian. Dimana dia melihat madzhab Al Muzani ini sebagai

pendapat hasil analisa fikih yang dianggap bagian dari madzhab

Asy-Syafi'i.

Al Imam Haramain telah menyampaikan ketentuan tersebut

dalam pembahasan nikah. Di dalam pembahasan nikah tersebut,

Al Muzani dalam Al Mukhtashar membicarakan tentang budak

perempuan: Apabila seseorang menikahi budak perempuan
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dengan syarat dia seorang wanita Ahli kitab (Yahudi atau Nasrani),

tiba-tiba dia temyata seorang wanita muslimah, maka pembatalan

perkawinan tersebut Udak berlaku baginya, karena seorang

muslimah lebih baik daripada wanita Ahli kitab.

Al Muzani berkatar Ini membuktikan, bahwa seorang budak

perempuan tersebut ketika pembeli membelinya dengan syarat dia
seorang penganut Nashrani, tiba-tiba dia seorang wanita
muslimah, maka tidak berlaku lfiipr sama sekali. Sementara

ketika dia membelinya dengan syarat, dia seorang wanita
muslimah, tiba-tiba dia temyata seorang wanita Nashrani, maka

pembeli boleh mengembalikannya, menurut qitns pendapat Asy-

SSnfi'i.

Di dalam masalah budak perempuan yang muslimah

tersebut; ada Pendapat ketiga, yaitu bahwa bila pembeli hidup

berdekatan dengan sejumlah kawasan negara kafir, atau tinggal di
kawasan yang mana penduduknln didominasi oleh orang-orang

kafir dzimmi, maka khitmr tersebut tetap berlaku. Jika tidak

demikian, maka tidak berlaku ldiyar tersebut. Ini adalah pendapat

hasil ijtihad Al Qadhi Husain, dimana pemyataan Asy-Syafi'i

diinterpretasikan semacam ifu .

Al Imam Hammain telah menghimpun ketiga pendapat

tersebut dalam pembahasan nikah. Al Imam Haramain telah

menyebutkan dalam Al Intishar pendapat Al Muzani bahwa nilai

tukar tersebut, sekalipun lebih tinggi dari sahr sisi dan orang-orang

kafir tersebut menytrkainln, maka nilai tukar lebih ifu adalah

keuntungan yang batil. Yang mereka jadikan pegangan adalah

kelmfumn tersebut. Mereka menilai baik kekufuran dan mayakini

kekufuran tersebut adalah sebuah kebenamn. Maka, hampir dapat
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dipastikan bahwa keunhrngan lebih itu satna seperti uang hasil

pembelian khamer.

Al Imam Haramain berkata: Pembahasan lain yang masih

tersisa adalah, bahwa budak laki-laki ini; apabila dihilangkan

nyawanya (dibunuh), maka jumhur ulama dari ulama madzhab

kami menyatakan, bahwa orang lnng menghilangkan nyawanla

wajib menanggung nilai tukamya, hal ini disebabkan adanln
pertimbangan faktor yang dapat menghilangkan nilai tukar

tersebut. Sekalipun nilai tukar tersebut lebih ban5nk daripada

harga beli yang dikeluarkannya unhrk pembelian budak laki-laki

yang muslim.

Al Muzani dan ulama lnng sependapat denganngn

berpendapat, bahwa kelebihan nilai tukar yang dimiliki budak

perempuan, bukanlah resiko yang harus ditanggung oleh orang

yang menghilangkan nyawanla, sesuai dengan ar[lumen yang telah

kami terangkan. Yaitu dengan mengganti kenaikan nilai tukar

budak perempuan tersebut, dengan mernpertimbangkan kenaikan

nilai fukar ifu secara adat.

Hampir tidak samar lagi, bahwa nilai fukar tersebut akan

terus mengalami kenaikan berlipat-lipat dalam budak perempuan

yang pandai menyanyi melebihi nilai tukar budak perempuan yang

ahli ibadah. Seseorang yang membelinya tidak akan pemah

menjelaskannya, karena pembelian tersebut hanya berkenaan

dengan sifat kebendaannya saja.

Akan tetapi, bila budak perempuan dihilangkan.nyawanya,

pihak yang menghilangkan nyawanya ifu tidak harus menanggung

resiko kecuali nilai tukar budak perempuan yang sejenis, bila dia

tidak pandai menyanyi.

t-
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Ini adalah komentar Al Imam H:i,ramain dalam Al Minhai,
di samping itu dalam pembahasan jual beri, menilai pendapat yang
menyatakan tidak berlakunya l<hi5ar secara mutlak jauh dari
kebenaran, sebagaimana madzhab Al Muzani. Dan dia memilih
pendapat yang ketiga.

Penjelasan yang telah Al Imam Haramain sebutkan dalam
Al Intishar merupakan pendapat Ar Muzani ja*nbannya adalah,
bahwa kelebihan nilai tukar budak laki-laki yang kafir itu bukan
karena menyukai kekufurann5ra, tetapi karena banyaknla jumlah
orcmg lnng mencarinya (banyaknlra permintaan budak laki{aki
yang kafir), sebab pembeli Sang kafir tidak memiliki kekuasaan
untuk membeli budak laki-laki png muslim.

Kemudian Al Imam Haramain daram pasal ini berkata: Ini
jika nilai tukar budak laki-laki lrang kafir itu lebih tinggi. Jika
persoalannya fidak selnacarn ifu, laru penjual menyalahi
persyaratan lang telah disetujui dalam pdmbelian budak laki-laki
dengan penggantian yang berlawanan dengan syarat yang telah
disetujui tersebut dalam segi misalnya; sifat sudah tidak perawan,
sifat perawan, mufu barang yang bagus dan sedang.

Penjelasan ini seolah-olah hasir ijtihadnya sendiri, dimana
ada kemungkinan penjelasan ini diposisikan unfuk membatasi
masalah tersebut dan juga membertakukan perbedaan pendapat
dalam masalah tersebut-

Cabangt Masahh ini juga termasuk masalah llang
mendukung ketrnggulan deskripsi An-Nawawi dibanding deskripsi
Ar-Raf i dan ulama lainnya, karena memberlakukan perbedaan
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pendapat tersebut dalam masalah ini ketika dibarengi hilangnya

fujuan yang menenfukan keuntungan investasi modal miliknya.

Aspek yang memastikan terjadinya perbedaan pendapat

dalam masalah ini adalah, lemahn5a tujuan pembelian tersebut

menunrt Al Muzani dan juga terfuhrpinya hrjuan tersebut bila

dibandingkan pada keistimeqraan (nilai lebih) yang terkandung

dalam Islam.

Diskusi dan perbedaan pendapat dalam masalah menyalahi

persyaratan yang telah disetujui, ini hampir sama dengan

perbedaan pendapat dalam kasus; apabila pembeli menentukan

persyaratan, bahwa budak laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki

yang dikebiri, tiba-tiba dia menemukannya seorang laki{aki yang

sempuma kejantanannya.

Ulama yang berbeda pendapat dalam pasal ini adalah, Abu

Al Hasan Al Ibadi, ada kemungkinan Al Ibadi sependapat dengan

Al Muzani dalam pasal ini, dimana Al Muzani sependapat dengan

Al Ibadi dalam masalah itu. Dan ada kemungkinan tidak semacam

itu, dimana masing-masing dari keduanya membuat perbedaan.

Adapun Al lbadi, membedakan (kedua masalah tersebut),

bahwa pengebirian itu adalah jenis cacat ketika shighat akad

dinyatakan secara mutlak (tidak dibatasi syarat tertentu), karena

hilangnya pengembirian ifu adalah sifat kesempumaan. Sementara

kekufuran itu, ketika shighatalad dinyatakan secara mutlak, objek

akad tidak boleh dikembalikan karena kekufuran tersebut.

Sedangkan Al Muzani, membedakan kedua masalah

tersebut karena keistimer,r,raan Islam ih: merupakan hal yang sangat

agung, dimana tidak ada satupun kelompok yang mampu

l-
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membandingi keistimer,r.raannya. Sehin$ga kannhrngan dari

investasi sekalipun lenyap dan estimasinya sedikit, hams ditutupi.

Berbeda dengan sifat kejantanan budak laki-laki yang

sempuma, sebab fujuan dalam mengemukakan syarat dan juga

dalam mengemukakan synrat pengembirian hampir sebanding,

sehingga spesifikasi yang telah diqnratkan oleh pembeli harus

diikut (dipenuhi).

Cabangr Perbedaan antara jual beli dan nikah, sekiranya

dalam pemikahan itu khilnr sudah tidak berlaku lagi menumt

pendapat 1nng lebih paling shahih, karena dalam nikah itu sangat

sulit diberlakukannya hiyur sehingga dalam nikah itu tidak

berlaku kh\rar majlis maupun khi5nr qant.

Perbedaan ini hanya dibutuhkan bila kita mengatakan

sahnya pemikahan. Ini mempakan pendapat yang lebih

diunggulkan (azhhar) dari kedua pendapat Asy-Syafi'i. Kami

memiliki pendapat gnng lain, bahwa pemikahan itu tidak sah,

karena berganfung pada semua spesifikasi, sehingga kasus tersebut

menyalahi syarat yang disetujui dalam transaksi tersebut menjadi

hilang.

Cabang' Contoh kasus masalah dalam Al Muhadzdzab ni
khusus dalam masalah; apabila pembeli dan penjual kedua-duanya

merupakan seorang muslim. Jadi, jika pembeli merupakan orang

Snng kafir, maka masalah tersebut hanya berhubungan dengan

pembelian budak laki{aki yang muslim oleh orang kafir, dan

menurut pendapat yang paling shahih,jual beli ifu fasid.
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Jika penjual merupakan oftmg kafir, maka dalam

pengembalian budak laki-laki muslim kepadanya, ada perbedaan

pendapat. Pendapat yang paling shahih di kalangan ulama

madzhab Asy-Syafi'i: Bahwa pengembalian boleh direalisasikan.

Jadi, perbedaan pendapat juga muncul dalam masalah terakhir ini.

AsySyirazi * berkata: Apabila seseor.rng

membeli budak perempuan dengan syarat dia adalah
seorang wanita yang masih perawan, lalu temyata dia
menemukannya sudah tak perawan lagi, maka
pengembalian tetap berlaku baginya, karena budak
perempuan yang sudah tak perawan ifu nilainya di
bawah budak perempuan yang masih perawan.

Penjelasan:

Kasus ini tdak terjadi perbedaan pendapat karena

hilangnya tujuan pembelian, ditambah berkurangnya nilai investasi.

Masalah ini termasuk spesifikasi Kategori pertama, karena dibatasi

syarat bisa menulis dan ahli dalam bidang pekerjaan tertentu.

Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa dalam budak

perempuan yang dibeli dengan dibatasi syarat ini (perawan) tidak

ada perbedaan antara budak peranpuan lang stafusnlra sudah

bersuami (dikawinkan) atau selain budak perempuan yang zudah

bersuami.

Diriwa5atkan dari Abi Al Husain bahwa Abu Ishaq berkata:

Tidak lagi berlaku lfiitmr bila status budak perempuan adalah

seorang wanita yang telah bersuami (dikawinkan), karena budak
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perempuan itu sekalipun masih tetap perawan, penghilangan

pemecahan keperawanan ihr adalah hak yang dimiliki oleh suami,

dimana pembeli tidak mempunyai fujuan untuk memiliki

keperawanannya.

Pendapat shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i adalah

pendapat yang pertama, karena suami terkadang menceraikannya

atau meninggal dunia, sehingga penghilangan keperawanan itu

berhasil dimiliki oleh pembeli.

A$r-Syirazi e berkata: Apabila pembeli membeli

budak perempuan dengan qnrat dia seorang wanita
yang sudah tak perawan, tiba-tiba dia menemukannya
seorang yang masih perawan, maka pengembalian

sudah fidak berlaku lasl bagin3;a. Karena budak
perempuan yang masih perawan (harganya) lebih
unggul daripada budak perempuan yang sudah tak
perawan .

Diantara ulama madztrab kami, ada yang berkata:

Pengembalian tetap berlaku baginyra. Karena, pembeli

terkadang mempakan seorang yang lemah, yang tidak
kuat menyetubuhi budak perempuan yang masih

perawan, sehingga budak perempuan yang sudah tak
perawan lebih disukainya.

Pendapat madzhab adalah pendapat yang

pertama. Karena faktor yang ada pada diri pembeli,

tidak dijadikan patokan, nalnun hat lpng diiadikan
patokan adalah faktor lpng menambah harga beli,

dimana budak perempuan yang masih perawan ifu
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harga belinya lebih unggul daripada budak perempuan
yang sudah tak perawan

Penjelasan:

Pendapat pertama menyatakan, bahwa pengembalian

tidak berlaku lagi. Ini merupakan pendapat yang paling shahih

menurut AI Qadhi Abu Ath-Thalyib, Ar-Rafi'i dan ulama pengikut

madzhab Asy-Syafi'i lainnya. Sedang pendapat lain, landasan

hukumnya seperti keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-

Syirazi.

Masalah ini di mana bagian yang hilang di dalamnya adalah

fujuan pembelian bukan nilai investasi. Jadi, masalah ini memiliki

kesamaan dalam hal hilangnp fujuan dengan masalah pembelian

secara bersyarat; 5raitu adanya sifat kejantanan budak lakiJaki png
sempuma dan Islam, akan tetapi dalam kedua masalah 5rang

disebutkan terakhir ini tidak terjadi perbedaan pendapat, bahwa

menyalahi syarat png telah disefujui itu merupakan faktor yang

menetapkan khgar, karena kuatr5ra fujuan pembelian tersebut.

Sedang dalam pasal ini, fujuan pernbelian ifu sangat lemah.

Karena ketenfuan hukum ini berlaku khusus berkaitan dengan

kasus pembelian sernacam ini, tidak bersifat urnum.

Syarat budak laki-laki itu berambut lurus atau berkulit putih,

lalu dia temSnta berambut keriting atau berkulit gelap, dahm

masing-masing dari kedtn kasus ifu teriadi perbedaan pendapat

dalam soal pengenrbalian, sarna seperti rnasalah 5ang sedang kita

diskusikan ini.
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Pdndapat shahih dari ulama madzhaib Asy-Syafi'i

menyatakan, bahwa dalam ketiga masalah di atas tidak berlaku

pengembalian, sebagaimana jika pembeli menentukan syarat

adanya budak laki-laki, seorang yang tidak bisa baca tttlis (ummi,

temyata dia seorang yang pandai menulis, atau syamt adanya

budak laki{aki seorang yang fasik, temyata dia seorang yang suci

(selalu menjaga dirinp dari kefasikan).

Apabila pembeli menentukan syarat berambut keriting dan

berkulit gelap (hitam), temyata dia seorang budak laki-laki yang

berambut lurus atau berkulit putih, hanya ada satu pendapat;

khi5nr tersebut tetap berlaku.

Apabila pembeli menentukan syarat perawan, tiba-tiba

budak perempuan itu sudah tak perawan lagi, sekalipun aku

menolak penenfuan syarat keriting dan lainnya dalam soal rambut,

karena ditinjau dari segi bahwa, rambut harus dilihat (ketika

kontrak diadakan). Jawaban masalah tersebut telah dikemukakan

di bagian awal bab ini ketika AsySyirazi mengatakan: "Apabila

seseorang membeli budak perempuan, dan rambutrya benar-benar

terlihat keriting, kemudian temyata dia seorang wanita yang

berambut lurus."

Apabila pembeli membeli dengan menentukan syarat budak

laki-laki seorang yang adil, temyata faktanya dia adalah seorang

budak lakilaki yang fasik, maka khiyar tetap berlaku. Sementara

bila kasus yang terjadi sebaliknya, khipr tidak berlaku lagi, tanpa

ada perbedaan pendapat. Ar-Ruyani telah menyampaikan masalah

ini.

Apabila pembeli menentukan syarat; budak laki-laki itu

merupakan orang yang dikhitan, temyata faktanya dia adalah
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seorang budak laki-laki yang masih berkulup, maka pembeli boleh

mengembalikannya. Sementara bila kasus yang terjadi sebaliknya,

tidak berlaku pengembalian sama sekali. Al Mutawalli dalam A/-
Tatimmah mengatakan: Kecuali budak laki-laki itu seorang Majusi,

sementara kawasan tersebut didominasi oleh orang Majusi yang

membeli budak laki-laki yang masih berkulup dengan harga yang

melebihi harga pasar, maka dia boleh mengembalikannya. Diskusi

mengenai hal itu baru saja dikemukakan.

Jika pembeli menentukan syarat; budak laki-laki itu
merupakan orang yang bodoh atau yang kurang sempuma bentuk

tubuhnya, maka syamt tersebut tidak ada faedahnya. Ini termasuk

spesifikasi yang terakhir, yang di dalamnya tidak mengandung

keuntungan investasi dan tidak (pula)tujuan yang dimaksud.

Cabang' Apabila hal menyalahi spesifikasi yang

disyaratkan itu telah terbukti dan solusi yang telah dikemukakan

adalah membatalkan transaksi jual beli tersebut karena kerusakan

atau munculnya kecacatan, maka pembeli boleh menuntut ganti

rugi seperti perincian yang telah dikemukakan. Penulis At-Tahdzib

telah men5rampaikan cabang masalah tersebut.

AslrSyirazi *u berkata: Apabila seseorzrng menjual

kepada orang lain, seekor hewan dengan syarat hewan
itu adalah baghal (peranakan kuda dan keledai),
ternyata dia menemukannln berupa keledai, atau
dengan syarat hewan ifu berupa keledai, ternyata dia
menemukannya seekor baghal, maka dalam kasus ini,
ada dua pendapat ulama madztrab Aql-Syafi'i:
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Pendapat'pertama: Jual beli tersebut hukurirnya

sah. Karena transaksi jual beli itu berkenaan dengan

benda, dimana benda itu bisa dilihat, sehingga iual beli
itu hukumnya sah dan pengembalian berlaku baginya,

sebab dia tidak pemah mendapatinya sesuai dengan
persyaratan yang disetujui.

Pendapat kedua: Jual beli tersebut hukumnya

batal. Karena transaksi jual beli tersebut berkenaan

dengan jenis, sehingga transaksi jual beli itu tidak
berlaku bagr jenis yang lain.

Penjelasan:

Semua syarat yang telah dikemukakan itu berkisar tentang

semua spesifikasi (sifat) objek akad. tidak diragukan lagi bahwa

pertukaran spesifikasi dan penggantian lebih mudah daripada

pertukaran dalam soal jenis barang.

Asy-Syirazi dalam pasal ini menyebutkan ketentuan

mengajukan syarat jenis objek akad tersebut. Dimana dia

mencontohkan syarat jenis objek akad itu dengan kedua contoh

yang telah disebutkan itu agar diketahui bahwa tidak ada

perbedaan antara penemuan jenis yang lebih tinggi nilainya

daripada jenis yang disyaratkan atau lebih rendah, dimana dalam

semua masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Aku telah menyampaikannya dan aku telah memutlakan

pembahasan masalah tersebut dalam bab Riba, mengenai tukar-

menukar barang. Pendapat madzhab serta yang telah di-rasrl oleh
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AsySyafi'i menyatakan batalnp jtnl beli' tersebut. Sedang

pendapat lainnya, diceritakan dari penulis Al lfshah.

Apabila penjual menjual kepada pembeli dengan syarat dia

seoftmg budak laki-laki, tiba-tiba dia temyata seorang budak
perempuan, Al Immni dalam Az-Zawaa 'idmengatakan: Jual beli

itu hukumnya sah, dimana pembeli berhak khSar menurut salah

safu dari kedua pendapat tersebut.

Abu Hanifah berkata: Jual beli tersebut tidak sah.

Ketentuan batalnya jual beli itu telah dikemukakan dalam bab Riba

dari Al Mawardi. Ar-Rafi'i telah menyebutkan dalam pembahasan

nikah dalam kasus; apabila penjual berkata: "Aku menjual

kepadamu kudaku yang ienis hi," dimana harrannya adalah

baghal, kesimpulan yang nampak dari shighat al<ad tersebut,

menyatakan sahn5n jual beli itu.

Kesimpulan hukum tersebut bertentangan Dengan
pendapat yang telah kami kemukakan dalam bab Riba. Demikian
juga Ar-Rafi'i berkata sambil mengutip pendapat Ar-Rupni dalam

Al Bahr bahwa apabila seseorang berkata: Aku mengawinkanmu
dengan anak lakilaki ini, sambil memberi isyarat pada puterinya,

maka pemikahan ifu hukumnya sah.

Jika seoftrng penjual menjual kepada pembeli, berupa

seorang budak laki-laki, dengan syarat dia seorang kehrrunan

Turki, tiba-tiba dia dari jenis yang lain, maka kasus tersebut

termasuk kategori menlalahi spesifikasi objek akad, namun jual

beli itu hukumnya sah. Al Imam Haramain telah

menlampaikannya dalam bab Bai Al Glnmr (Jwl beli lnng
mengandung resiko).
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Apabila ketentuan itu sudah diketahui, maka jika kita

mengatakan, jual beli ifu batal dalam masalah; ketidaksesuaian

jenis objek akad yang disyaratkan ifu, maka tidak ada diskusi sama

sekali.

Apabila kita mengatakan: Transaksi jual beli hukumnya

sah, dan khiwr tersebut tetap berlaku, maka mereka

menyampaikan ketenfuan hukum di atas s@ara mutlak; baik jenis

objek akad ifu berkualitas baik atau rendah, sebagaimana telah

diingatkan oleh Asy-Syirazi melalui kedua contoh sebelumnya.

Jika dikatakan: Apabila jenis objek akad itu temSnta

merupakan jenis yang berkualitas baik, yang ditemukan seperti

kasus; jika pembeli menentukan syarat bahwa budak perempuan

hams seorang wanita yang sudah tidak perawan, tiba-tiba dia

seorang perawan; ketenfuan tersebut tidak jauh berbeda, karena

pendapat ini berhubungan dengan semua jenis dan sifat objek

akad tersebut.

Astrsyirazi *s berkata: Apabila seseorang

membeli kain atau lahan tanah dengan syarat total
ukurannya ada sepuluh hasta, lalu dia menemukan kain
atau lahan tanah itu ukurannla ada sembilan hasta,
maka masalah diselesaikan dengan memberikan hak
khiyar kepada pembeli antara menerima obiek akad itu,
yang ditukar dengan semua harga beli dan (atau)

mengembalikannya.

Karena, pembeli mau mengadakan transaksi jual

beli dengan syarat dia menerima objek akad sebanyak
sepuluh hasta, padahal dia tidak pemah menerimanya
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sebanyak itu, sehingga khigmr ifu tetap berlaku baginya.
Sebagaimana kasus; jika dia menemukan cacat yang
terdapat pada objek jual beli.

Apabila dia menemukannya sebanyak sebelas
hasta, maka dalam kasus ini, ada dua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Penjual tersebut berhak khiyar
antara membatalkan jual beli atau menyerahkannya
dengan harga beli tersebut, dimana dia berhak
memalsa pembeli agar menerimanya, sebagaimana kita
menetapkan bolehnya memaksa penjual bila objek akad
ukurannya kurang dari sepuluh hasta.

Pendapat kedua: Jual beli tersebut hukumnya
batal- Karena tidak bisa memaksa penjual agar
menyerahkan objek akad yang ukurannya melebihi
sepuluh hasta, dimana dia juga tidak bisa memaksa
pembeli agar rela menerima objek akad yang ukurannya
kurang dari kain dan ukuran luas dari lahan tanah yang
telah diqTaratkan.

Sebab dia tidak rela dengan adanya kontrak
kemitraan (syirlahl dan membagi dua objek akad
tersebut. Karena alasan inilah, tenfunya transaksi jual
beli itu dihukumi batal.

Jadi, apabila seseor.rng membeli tumpukan
makanan yang jumlahnya tidak diketahui (Shubrahl
dengan syarat tumpukan ifu totalnya ada seratus takar,
lalu dia menemukannya kurang dari seratus takar
tersebut, maka masalah ini diselesaikan dengan
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tnemberikan hak khisrar kepada pembeli antdra

menerimanya atau membatalkan transaksi iual beli,

karena dia tidak pernah menerima objek akad seperti
yang disyaratkan, dan atau menerima ob;ek akad yang

ada dengan porsinya dari harga beli tersebut, karena
pembagian harga beli pada semua bagian objek akad itu
dapat dilakukan, sebab semua bagiannya ifu sama nilai
fukarnya.

Berbeda dengan kain dan lahan tanah, karena

semua bagiannya itu beragam, jadi pembagran harga

beli pada semua bagtan objek akad itu trdak dapat

dilakukan. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti

berapa nilai safu hasta yang kurang tersebut, dimana
andaikan safu hasta ifu ada barangnya, maka sudah

tentu kita harus menggugurkannya dari harga beli
tersebut.

Apabila tumpukan makanan (objek akad yang
jumlahnya tidak diketahui; shubrahl itu lebih dari
serafus takar, maka dia boleh mengambil serafus takar

itu dengan harga beli tersebut dan lebihnya

ditinggalkan, karena dia bisa mengambil objek akad

tanpa memgikan pihak lain.

Penjelasan:

Kata "Adz-Dziraa" (hasta) secara harfiah ada dua

pengertian; mudal*ar dan mua'nnats, sebagaimana pengertian

yang disampaikan segolongan ahli bahasa. Sibawaih berkata: Kata
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"Adz-Dziraa" adalah kata yang dUadikan benfuk kata yang

menunjukkan arti wanita (mua'annat$.

Jadi bila berpedoman pada arti harfiah yang menunjukkan

laki-laki (tadzkiifl, munculah perkataan Asy-Syirazi "As5rafu adzru'
fawajadahu tis'ah (Sepuluh hasta, lalu dia menemukannla

sembilan hasta), sedang bila berpedoman pada arti harfiah Sang

menunjukkan wanita, muncul perkataan "Asynt adzru' fawajadahu

tisbrl'(sepuluh hasta, lalu dia menemukannya sembilan hasta).

Hukum:

Perlu diketahui bahwa diskusi yang membahas tentang

ketidaksesuaian syarat dalam spesifikasi maupun jenis objek akad

telah dikemukakan. Diskusi sekarang ini membahas tentang jumlah

objek akad yang disyaratkan. AsySyirazi dalam masalah jumlah

objek akad ini menyebutkan dua kategori:

Kategori pertama: Junrlah dimana pembagian harga beli

pada objek jual beli dalam jumlah itu ditentukan dengan harga

indeks.

Kategori kedua: Estimasi objek akad yang disesuaikan

dengan semua bagian yang tak terpisahkan dari objek akad.

Asy-Syirazi mengelompokkan masing-masing dari kedua

kategori ini ke dalam estimasi ob;ek akad, di mana ketidaksesuaian

syarat yang telah disetujui dalam transaksi, hal ini terjadi akibat
pengurangan estimasi objek akad, dimana estimasi objek akad

yang tidak sesuai syarat ihr dan telah disetu;ui dalam transaksi,

muncul karena kelebihan estimasi objek akad. Jadi, jumlahnga ada

ernpat masalah.
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Riwayit pendapat kelompok ulama lrak mengeriai estimasi

objek akad ifu, perlu dilakukan interpretasi dan direnungkan

kembali. Insya Allah Tabla, aku akan menyampaikan riwayat
pendapat mereka dan juga riwalnt pendapat selain mereka

mengenai estimasi objek akad itu, kemudian aku terangkan sisi

kejanggalannya, yang lalu aku tindak lanjuti kejanggalan itu dengan
jawaban yang Allah Ta'ala telah beri aku kemudahan dalam

menjelaskannya.

Riwayat Pendapat pertama: Yang telah disampaikan oleh

Asy-Syirazi dan jumhur kelompok ulama lrak, antara lain; Al Qadhi
Abu Ath-Thayyrb, yang memastikan sahnya jual beli ketika dalam

kondisi berkurangnya (estimasi) objek akad; baik yang ditentukan

dengan harga indeks maupun harga pasar, serta diselesaikan

dengan memberikan hak khi5nrkepada pembeli. Juga memastikan

sahnya jual beli ketika dalam kondisi kelebihan barang yang

ditentukan dengan harga pasar, khusus berlaku dalam jumlah

objek akad yang disyaratkan tanpa disertai pemberian hak khiyar
kepada pembeli. Dimana ketidakpastian itu terjadi dalam kasus

kelebihan jumlah barang, ketika kondisi objek akad ditentukan

dengan harga indeks, lantas apakah jual beli tetap dihukumi sah

dan penjual diberikan hak khiyafi, yang merupakan pendapat

yang paling shahih, ataukah jual beli itu dihukumi batal?

Riwayat pendapat ini merupakan riwayat pendapat yang

telah dikemukakan oleh Al Qadhi Husain dalam bagian akhir bab

syarat yang memsak lual beli, dimana dia menjelaskannya secara

detail, khusus dalam masalah pembelian kain. Asy-Syasyi telah

mengunggulkan riwalnt pendapat ini.
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Bila berpedoman pada riwapt pendapat ini, sahnya jual

beli tersebut hanya berlaku dalam jumlah objek akad yang

disyaratkan dari barang yang ditenfukan dengan harga pasar,

sesuai dengan porsi jumlah dari harga tersebut.

Adapun objek akad yang ditentukan dengan harga indeks,

jumhur kelompok ulama lrak menyatakan bahwa bila pembeli

memilih melanjutkan kansaksi jual beli, maka dia boleh

melanjutkan transaksi jual beli ihr dengan keseluruhan harga.

Sementara pem3ntaan Al Qadhi Abu Ath-Thayryib

beragam, karena dalam At-Ta'liq dia sependapat Dengan

pendapat di atas. Sedang dalam Al Mujarmd dia berkata, Obyek

akad yang ditentukan dengan harga indeks ini, hams dihitung

sesuai dengan porsi objek akad tersebut. Ibnu Ash-Shabbagh

berkata: Pendapat pertama adalah pendapat yang paling shahih.

Riwayat Pendapat kedua: Asy-Syaikh Abu Hamid telah

menyebutkannln. Dimana dia tdak menyampaikannya secara

tegas dan jelas kecuali khusus dalam masalah pembelian kain

tersebut.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Apabila penjual berkata:

"Aku menjual kepadamu kain ini, yang ukurannya ada sepuluh

hasta," tiba-tiba setelah diukur temyata hanya ada sembilan hasta,

maka khijnrdiberikan kepada pembeli untuk menentukan; apakah

dia mau menahan objek akad itu dengan keseluruhan harga beli,

atau mengembalikannln.

Jika kain ihr temlnta ada sebelas hasta, rnaka jawaban png
di-nash adalah bahwa khiyar diberikan kepada penjual. Diantara

ulama madzhab kami, ada lnng menyampaikan jawaban lain hasil

analisa fikih dalam pasal ini, bahwa jual beli tersebut dihukumi
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batal. Hal ini jika penjual berkata, 'Aku menjual kepadamu kain

ini, yang totalukurannya sepuluh hasta."

Sedangkan jika dia berkata: "Aku menjual kepadamu kain

ini dengan syarat kain ifu total ukurannya sepuluh hasta," temyata

kain itu total ukurannya sembilan atau sebelas hasta, maka dalam

sahnya jual beli ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Sebagaimana

kasus; jika seseorang menikahi seorang wanita dengan syarat, dia

seorang wanita yang masih perawan, temSata dia seorang wanita

yang sudah tak perawan.

Demikian aku melihatnya dalam Ta'liqah As5rSyaikh Abu

Hamid yang aku miliki dengan tulisan tangan muslim Ad-Dari,

murid Asy-syaikh Abu Hamid. Di samping itu keterangan yang

dimuat dalam At-Tairid karya Al Mahamili sesuai dengan

keterangan yang disebutkan oleh AsySyrrazi dan jumhur ulama,

dimana keterangan dalam At-Tairid diambil dari Ta'liqah Al
Bandaniji yarrg diriwayatkan dari Al Bandaniji.

Riwayat pendapat ketiga: Ini merupakan riwayat pendapat

penulis At-Taqrib, kelompok ulama Khurasan. Al Qadhi Husain -

seperti yang telah aku sebutkan dalam bab Riba-, Asy-Syaikh Abu

Muhammad, Al Imam Haramain, Al Ghazali dan Ar-Rafi'i, yang

memutlakkan perbedaan pendapat tersebut dalam kedua kasus

pengurangan dan kelebihan jumlah objek akad yang disyaratkan

dalam objek akad yang ditentukan dengan harga indeks dan objek

akad yang ditentukan dengan harga pasar.

Al Imam Haramain menerangkan riwayat pendapat ini

secara detail dalam kasus; pembelian lahan tanah, Al Qadhi

Husain dalam kasus; tumpukan objek akad yang jumlahnya tidak

590 ll et u"i^u'SyoahAl Muhadzdzab



diketahui (Shubrahl, Al Ghazali juga dalam; bi' Ash-Shubnh,

serta Ar-Rafi'i dalam; bai'Al Ardh fual beli tanah).

Kemudian Ar-Rafi'i berkata: Dengan berpedoman pada

masalah pembelian tanah ini, terjawab pula masalah; apabila

seseorang menjual kain dengan syarat totalnya sepuluh hasta, atau

sekawanan anak kambing dengan syarat jumlahnya dua puluh ekor

kambing, atau fumpukan makanan dengan syarat jumlahnya tiga

puluh sha', dart terjadi pengurangan atau kelebihan (dari jumlah

yang telah disebutkan). Sebagian mereka ada yang menyampaikan

perbdaan pendapat dalam masalah jumlah objek akad tersebut

dengan istilah wajhaani(&ta pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i),

dan mayoritas mereka menyrampaikannla dengan istilah qaukani
(dua pendapat Asy-Syafi' i):

Pendapat pertiama: Pendapat yang lebih diunggulkan dari

kedua pendapat menumt mereka adalah, sahnya jual beli, karena

lebih mengunggulkan isyarat jumlah objek akad tersebut dan

mernposisikan ketidaksesuaian syarat yang disefujui dalam jumlah

objek akad ifu, seperti ketidaksesuaian syarat dalam berbagai

spesifikasi objek akad. Dengan ketentuan seperti inilah, Abu
Hanifah berpendapat.

Pendapat kedua: Jual beli tersebut hukumnya batal, karena

tunfutan perkataan penjual: "Aku menjual kepadamu lahan tanah

ini" selain lahan tanah ini tidak bisa diposisikan sebagai objek jual

beli. Sernentara funfutan syarat ifu adalah memasukkan kelebihan
jumlah objek akad itu ke dalam jual beli. Sehingga terjadilah

kontmdiktif dan sulitrya menlatakan sahnya jual beli.

Jadi, bila berpedoman pada riwayat pendapat mereka

(Penulis At-Taqrib, kelompok ulama l(hurasan dan lainnya), bila
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kita mengatakan dengan jawaban yang menyatakan batalnya jual

beli tersebut, maka hukum masalah ini sudah jelas. Apabila kita

mengatakan dengan jawaban yang menyatakan sahnya jual beli

tersebut, maka dalam kasus pengurangan jumlah objek akad itu,

hak l<hi5nr diberikan kepada pembeli.

Apabila dia memilih melanjutkan transaksi, apakah dia

boleh dipaksa menyerahkan keseluruhan harga atau sesuai dengan

porsi objek akad? Dalam jawaban masalah ini, ada dua pendapat

yang berbeda dari AsySyafi'i (gaukanf. Pendapat yang lebih

diunggulkan (azhhar) dari kedua pendapat dalam pasal ini adalah,

pendapat yang pertama, berbda dengan contoh-contoh kasus

yang menyerupainya, yaitu pemisahan tansaksi tersebut.

Sedang dalam kasus; kelebihan jumlah objek akad, mereka

menyampaikan pendapat yang beragam mengenai masalah

shubnh (objek akad yang tidak diketahui jumlahnya), apakah

kelebihan itu statusnyra milik penjual atau menjadi milik pembeli?

Seperti dua pendapat ulama madzhab l<arrri (wajhaani) yang telah

disampaikan oleh penulis At-Tatimmah dan ulama lainnya.

Pemyataan penulis At-Tatimmah menghendaki penyamarataan

antara kasus pembelian lahan tanah dengan kasus shubrah.

Namun, status kelebihan jumlah objek akad yang tetap

diberikan kepada penjual dalam masalah lahan tanah dan kain,

tersimpan kejanggalan, karena objek jual beli tidak diketahui

dengan jelas bagiannya. Dalam pemyataan Al Mawardi akan

disampaikan keterangan yang menjawab kejanggalan ini.

Seharusnya ketidakjelasan objek jual beli itu diinterpretasikan

sesuai kebiasaan yang telah berlaku secara umum. Tetapi

interpertasi ihr juga janggal ditinjau dari sisi 5rang lain.
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Apabila kitd mengatakan: Kelebihan jumlah objek'akad

tetap menjadi milik penjual dalam masalah shubmh atau dalam

semua masalah tersebut -jika memungkinkan mengatakan

demikian-, maka apakah l:rrk khi5nr diberikan kepada pembeli?

Disini, ada dua pendapat ulama madzhab AsySlnfi'i:

Pendapat pertama: Ya, hak lfiitar itu diberikan kepada

pembeli, karena dia tidak pemah menerima objek akad 5ang

diberitahukan dengan isyarat tersebut.

Pendapat kedua, Tidak, hak l<hi5nr in: tidak diberikan

kepada pembeli, karena dia telah menentukan syarat sepuluh,

dimana sepuluh ifu benar-benar telah diserahkan kepadanya.

Pendapat kedua ini sesuai Dengan pendapat yang telah dikatakan

oleh Asy-Syirazi dalam masalah shubnh.

Apabila kita mengatakan kelebihan jumlah objek akad Snng

disyaratkan itu menjadi milik pernbeli, maka hak khSnr tidak

diberikan kepada pernbeli. fu-Rafi'i tidak menyebutkan kecuali

keterangan ini. lantas apakah hak khigr itu diberikan kepada

penjual? Di dalam pertanlnan ini, ada dua pendapat ulama

madzhab Asy-Spfi'i:

Pendapat pertama: Pendapat lnng paling shahih dari kedua

pendapat tersebut membenarkan t:rrk khiSnr itu diberikan kepada

pembeli.

Ini adalah pendapat pertama yang telah disebutkan Asy
Syrrazi mengenai penrbelian kain dan lahan tanah dalam kasus;

kelebihan jumlah objek akad. Ini juga mempakan pendapat yang

lebih diunggulkan oleh hnu Abi Ashrun dan ulama lainnSn dalam

kasus tersebut.
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Jadi, tatkala 'pembeli melanjutkin tuansaksi jual beli

tersebut, jumlah objek akad itu secart keseluruhan menjadi milik
pembeli. Dimana penjual berhak menuntut pembeli membayar

tambahan harga karena kelebihan jumlah objek akad tersebut.

Pendapat kedua: Penulis At-Tahdzib telah memilihnya,

bahwa hak khi5ar tidak diberikan kepada penjual. Jual beli itu
dihukumi sah (berlaku) bagi semua objek akad dengan semua

harga beli, dimana syamt jumlah objek akad diposisikan seperti

syarat adanya objek jual beli dalam kondisi rusak dan temyata

objek jual beli jusbnr dalam kondisi sempuma, maka t:rik khilar
tidak diberikan kepada penjual.

Apabila kami ita mengatakan, bahwa jual beli tersebut

dihukumi sah, maka pernbeli berkata: Kita tidak perlu

membatalkan jual beli, karena aku akan menerima jumlah objek

akad yang telah disyaratkan itu secara umum (tanpa membatasi

bagian tertentu), dimana kamu tetap memiliki kelebihan jumlah

objek akad. Penulis At-Taqrib telah menyampaikan dalam kasus;

hak khiyar yang diberikan kepada penjual; dua pendapat Asy-

Syafi'i, dan selain penulis At-Taqnb menyampaikanya dengan

istilah pendapat ulama madzhab AsySyafi'i.

Pendapat yang lebih diunggulkan dari kedua pendapat

tersebut menyatakan, bahwa hak khi5nr yang diberikan kepada

penjual tidaklah gugur. Ibnu Suraij lebih mengunggulkan pendapat

yang menyatakan gugumya hak khi5nr yang diberikan kepada

penjual dalam berbagai jawaban yang dimuat dalam Al Jami'Ash-
Shaghirlanya Muhammad bin Ahmad Ad-Darami.

Apabila pembeli berkata: "Janganlah kamu membatalkan
jual beli sampai aku memberimu harga lebih untuk kelebihan
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jumlah oblek akad ihr," penjual tdak berhak memenutii

permohonan itu. Dimana hak kh$nr yang diberikan kepada

penjual tidak gugur akibat permohonan tersebut, tanpa ada

perbedaan pendapat. Inilah keterangan yang membuat beberapa

riwayat pendapat yang telah dikutip itu menjadi jelas dan tersusun

rapi.

Adapun penjelasan mengenai kejanggalan dan

pengunggulan di antara beberapa riwayat pendapat ifu,

bergantung pada berbagai kesimpulan yang dijadikan landasan

pembuka dalam perbincangan masalah tersebut:

Kesimpulan Pertama: Bahwa masalah ketidaksesuaian

syarat oblek akad yang telah disetujui ini, diikuti empat masalah

pokok yang disimpulkan dari pemyataan Al Imam Haramain &
dalam bab larangan dari Bai' Al Gharar fiual beli yang

mengandung ketidakpastian, yang memicu timbulnya perselisihan

di antara peserta akad).

Empat masalah tersebut adalah,

Masalah pertama: Menyalahi syarat jenis objek jual beli .

Pendapat yang shahih ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan

bahwa jual beli tersebut dihukumi batal.

Masalah kedua, Menyalahi syarat spesifikasi yang

terkandung dalam objek jual beli. Cabang masalah ini disusun

berdasarkan pendapat yang menyatakan sahnya jual beli tersebut,

tidak berdasarkan pendapat yang baru saja dikemukakan dari Al

Hanathi.

Masalah ketiga: Menyalahi syarat sepesifikasi dalam nikah.

Dalam masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'it Pendapat png

L-
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lebih diunggulkari dari kedua pendapat tersebut, menylltakan
sahnya jual beli.

Masalah keempat: Pemisahan transaksi ditinjau dari sisi
penyamaan jumlah objek akad itu dengan bagian yang tak
terpisahkan dari objek akad, seperti keterangan yang akan aku
jelaskan.

Kesimpulan keduat Tujuan pembelian lang berkaitan
dengan jenis objek jual beli tersebut sangat kuat sekali. Karena
jenis objek jual beli itu adalah tujuan asli transaksi jual beli itu
diadakan, sementara jumlah dan spesifikasi objek jual beli ifu
muncul dan hilangryn berganfung pada fujuan asli (ienis) tersebut.

Karena bila jenis lnng disyaratkan itu tidak dipenuhi, maka
pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Spfi'i menyatakan

bahwa jual beli itu dihukumi batal, karena hilangnya tujuan
diadakannya transaksi jual beli tersebut.

Batalnya jual beli ifu, fidak hanya mempertimbangkan sisi

ungkapan kata dari penjual saja, akan tetapi mempertimbangkan
gabungan isSrarat dan ungkapan kata dari penjual serta kandungan

makna keduanya lnng menunjukkan sesuatu yang tidak ada.

Argumentasi lnng terakhir ini hanSra mempertimbangkan isyarat

semata dan mengabaikan ungkapan kata yang lainnya.

Argumentasi ini sangat jauh dari kebenaran.

Sedangkan spesifikasi png terkandung dalam objek jual

beli, tidak sampai pada tingkatan ini (menghilangkan hrjuan

diadakannya akad), sekalipun spesifikasi objek akad adalah hal
yang dimaksud oleh jual beli tersebut, akan tetapi terkadang

spesifikasi objek akad itu dibuang dan ditolelir ketiadaannla.
Dimana fujuan diadakannya transaksi jual beli tersebut adalah pada
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jenis objek jual beli yang telah ditentukan. oleh karena itu, ketika

hilangnya spesifikasi objek akad tersebut, maka iual beli itu tidak

batal.

Adapun soal jumlah objek akad, tujuan pembelian yang

berkaitan dengan jumlah ini lebih dominan daripada spesifikasi

objek akad dan juga lebih sedikit daripada jenis objek akad

tersebut, sehingga jumlah oblek akad adalah masalah lnng
memiliki ketidakpastian antara batal dan tidaknya jual beli, ketika

jumlah lnng disyaratkan itu tdak terpenuhi.

Jumlah objek akad mempunlni kemiripan dengan bagian

yang tak terpisahkan dari objek akad tersebut. Karena, jumlah

objek akad itu dapat diposisikan sebagai tujuan diadakannya

transaksi jual beli tersebut. Lain halnp dengan spesifikasi dalam

pemikahan, ditinjau dari segi bahwa hrjuan yang terbesar dalam

wanita yang dinikahi adalah segala spesifikasi yang melekat pada

wanita yang dinikahinln itu.

Kesimpulan ketiga: Berdasarkan paparan yang kedua ini,

kamu telah mengetahui kesimpulan tentang tujuan jual beli yang

berkaitan dengan jumlah objek akad itu, tingkatannya jauh di

bawah jenis objek akad tersebut. Tingkatan itu menimbulkan

akibat hukum, bahwa masalah ini (ketidaksesuaian jumlah objek

akad) ini lebih tepat dinyatakan sah jual belinya daripada masalah

ketidaksesuaian jenis yang disyaratkan.

Demikian juga bila kita menyamakan jumlah objek akad

dengan spesifikasi yang dimiliki objek jual beli tersebut, maka

tentunya penyamaan ihr menghendaki sahnya jual beli dalam

semua kasus, dan juga memastikan bahwa ketika ditemukan

kelebihan jumlah tersebut, hak khiWr tidak diberikan kepada

L
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penjual. Seperti komentar png telah disampaikan oleh,penulis .4/-
Tahdzib.

Sedangkan bila kita menyamakannya dengan spesifikasi
dalam pemikahan, tentunya harus memberlakukan perbedaan
pendapat dalam kasus; pengurangan jumlah objek akad yang
ditenfukan dengan harga indeks maupun harga pasar, dimana
sahnya jual beli dalam kasus kelebihan jumlah dalam kedua jenis

objek akad tersebut tanpa disertai lfiigr-

Kelompok ulama lrak mernastikan sahnya jual beli dalam
kasus pengurangan jumlah objek akad tersebut. Mereka
memastikan saturla jual beli dalam kasus kelebihan jumlah objek
akad yang ditenfukan dengan harga pasar, dimana mereka juga

memastikan, bahwa kelebihan jumlah objek akad ifu tetap menjadi
milik penjual. sementara dalam kasus kelebihan jumlah objek akad
yang ditentukan dengan harga indeks, mereka tidak memberi
kepastian hukum jual beli secara rinci dan jelas.

Persoalan ini sebagaimana ditujukan untuk menentang
kelompok ulama Imk, juga ditujukan untuk menentang kelompok
ulama Khurasan dalam menanggapi pemyataan sebagian mereka:
"Bahwa kelebihan jumlah objek akad tetap menjadi milik penjual,"
dan juga pemyataan sebagian mereka: "Bahwa kelebihan jumlah

objek akad ihr menjadi milik pembeli, dimana hak khi5nrdiberikan
kepada penjual," seperti komentar yang disampaikan oleh Ar-
Rafi'i.

Karena masalah spesifikasi objek akad ini ketenhrannya
tidaklah demikian, bahkan bila ternyata spesifikasi itu melebihi
yang dis5raratkan, maka dipastikan kelebihan spesifikasi itu menjadi
milik pembeli tanpa diikuti l<hignrldan penjual).
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' Tidak ada seorangpun yang mengambil kepufusan

memposisikan jumlah objek akad tersebut seperti sepesifikasi objek

akad dari segala sisi kecuali penulis At-Tahdzib, dengan catatan dia

harus mengatakan ketika pen5lurangan jumlah objek akad itu

terjadi: Apabila pembeli memilih melanjutkan transaksi jual beli

mengenai objek akad png ditenhrkan dengan harga pasar. Jual

beli tersebut boleh dilanjutkan dengan keseluruhan harga tersebut.

Aku tidak menduga penulis At-Tahdzibmengatakan demikian.

Apabila kita menyamakan iumlah objek akad dengan

bagian yang tak terpisahkan dari objek akad tersebut, maka dalam

kasus; pengurangan jumlah objek akad, syarat tersebut menunfut

memasukkan barang lain beserta jumlah objek akad yang sudah

ada ke dalam jual beli tersebut. Jadi, seolah-olah dia menjual objek

akad yang ada dan yang tidak ada (bai' al ma'dum). Sehingga

hams dilakukan analisa fikih sesuai jawaban dalam masalah

pemisahan transaksi tersebut.

Seharusnya bila berpedoman pada jawaban hasil analisa

fikih ini, jualbeli tersebut dinyatakan batal, seperti pendapat paling

shahih dalam pemisahan transaksi lrang menyatakan, bahwa

apabila jual beli itu menggabungkan antara objek akad yang

diketahui fienis, sifat, jumlah) dan yang tidak diketahui (maihul,

maka jual beli tersebut batal. Karena objek akad yang tidak ada (a/

ma'dun) tidak dapat diketahui barangnya, sehingga penjual ifu

tidak boleh menjualnya.

Sedang dalam kasus; kelebihan jumlah objek akad, dimana

isyarat tersebut mencakup keseluruhan objek akad, sementara

pemyataan dalam sejumlah syarat ifu mengecualikan kelebihan

tersebut, maka iual beli dalam lingkup kelebihan objek akad ihr
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dihukumi batal, sedang sisanya ada dua pendapat yang berbeda

dalam perafuran pemisahan transaksi tersebut.

Seharusnya bila berpedoman pada ketenfuan ini, jual beli

dalam objek akad yang ditentukan dengan alat tukar yang sejenis

dihukumi sah, sesuai pendapat yang paling shahih, sedang dalam

objek akad yang ditentukan dengan harga indeks, jual beli itu
dihukumi batal karena ketidakjelasan jumlah objek akad tersebut,

sebab kelebihan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak

mungkin membuat harga indeks untuk kelebihan jumlah tersebut.

Persoalan ini juga menentang kelompok ulama lrak.

Adapun kelompok ulama lrak, kesimpulan lrang nampak dari

pemyataan mereka memastikan sahnya jual beli dalam ketiga

kasus tersebut. Mereka lebih mengunggulkan sahnya jual beli

dalam kasus yang kedua

Adapun kelompok ulama Khurasan, karena mereka lebih

mengunggulkan sahnya jual beli dalam semua kasus, di samping

itu mereka memberlalarkan perbedaan pendapat di atas.

Al Imam Haramain setelah menyebutkan keempat masalah

pokok, dia berkata: Bahwa ketidaksamaan jumlah objek jual beli

itu lebih tepat untuk diberlakukan khilaf ulama di dalamnya,

daripada ketidaksamaan berbagai spesifikasi dalam nikah. Al Imam

Haramain berkata: Jual beli ifu bisa /asid(batal) karena persyaratan

tersebut.

Kemudian Al Imam Haramain berkata: Jadi sesuatu yang

ditunfut oleh perafuran ifu setelah memaparkan ulasan pembuka

!/ang telah kami sebutkan di atas adalah, peraturan mengenai

masalah kita ini dalam segi sah dan batalnya jual beli berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pemisahan transaksi jual beli.
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Masalah ketidaksamaan syarat pada jumlah objek akad ini, lebih

tepat untuk dinptakan sahnya jual beli tersebut.

Apabila kita mengahrmya berdasarkan ketentuan lnng
berlaku dalam ketidaksamaan selnua spesifikasi dalam nikah, maka

masalah kita ini lebih tepat dinyatakan fasid batal) jual belinya. Al

Imam Haramain berkata: Peraturan yang layak dijadikan pegangan

dalam berfatwa adalah, sahnp jual beli tersebut. Inilah komentar

Al Imam Haramain.

Adapun komentar Al Ghazali, dia lebih memilih melakukan

analisa fikih berdasarkan perafuran grang berlaku dalam pemisahan

transaksi tersebut dalam kasus kelebihan jumlah objek akad itu.

Sedang dalam kasus pengurangan jumlah objek akad tersebut, dia

memilih melakukan analisa fikih berdasarkan isyarat dan

pemyataan (dalam shighat akadl tersebut.

Substansi komentar Al Ghazali ini ingin menegaskan

kesimpulan hukum, bahwa ketika terjadi kasus kelebihan jumlah

objek akad, jual beli itu dipastikan hukulnnya tidak sah dalam

kadar kelebihan tersebut, dan hukumnya sah dalam jumlah objek

akad yang tersisa, sesuai pendapat paling shahih. Al Ghazali akan

menyampaikan komentar ini dalam masalah; jual beli yang objek

akadnya tidak diketahui jumlahnya (bai' shubnh). dimana masalah

inilah yang menjadi fokus pembahasannya.

Adapun objek akad yang ditentukan dengan harga indeks,

batalnya jual beli tidak diatrrr berdasarkan hasil analisa fikih 1nng

sedang dibahas ini, seperti keterangan yang telah dikemukakan.

Adapun hasil analisa fikih Al Ghazali dalam kasus

pengurangan jumlah objek akad yang dislnratkan berdasarkan

isyarat dan pemyataan (dalam shighat akad), padahal isyarat dan

t
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pemlrataan tersebut ketentudn hukumnya beragam. Dalam kasus;
jenis objek akad misalnya, bila penjual berkata: "Aku menjual
kepadamu kambing ini," dan temyata heruan yang diberitahukan
dengan isyarat ifu adalah sapi, pendapat yang paling shahih
menyatakan jual beli tersebut dihukumi batal. Sementara fatwa
dalam pasalini merupakan kebalikan dari ketentuan tersebut.

Sedang dalam soal nikah, bila v,rali berkata: "Aku kawinkan
kamu dengan Aisyah ini," temyata dia bemama Fathimah,
pendapat lrang paling shahih men5ratakan bahwa nikah ini
dihukumi sah, akan tetapi ttrnfutan hasil analisa fikih Al Ghazali
dalam kasus pengurangan jumlah objek akad menegaskan sahnya
jual beli dalam keseluruhan tumpukan makanan (shubrah, objek
akad yang tidak diketahui jumlahnla), namun mereka tidak
mengatakannya, "Menurut pendapat yang paling shahih."

Al Imam Haramain menilai janggal pendapat kelompok
ulama Irak ini, dimana dia berkatar Kelompok ulama Irak
menyebutkan masalah ini, dimana mereka juga membuat
keputusan hukum bahwa ukuran luas objek akad bila berkurang
dari jumlah yang telah disebutkan dalam shighat, ulama
sependapat jual beli tersebut hukumnya sah. Sementara bila
ukuran luas ifu melebihi jumlah yang telah disebutkan dalam
shighat, maka mengenai sahnya jual beli ihr, ada dua pendapat
Asy-Syafi'i. Dimana hampir dapat dipastikan tidak adanya
perbedaan yang jelas antara kasus pengurangan dan kelebihan
jumlah objek akad tersebut. Penulis At-Taqrib memaparkannya
secara umum, dimana kedua pendapat ifu diberlakukan dalam
kedua kasus tersebut.
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' Menurutku (As-Subki): Ini bila berpedoman pada pendapat

masyhuryang diriwayatkan dari kelompok ulama Irak. Sebelumnya

telah dikemukakan riwayat pendapat dari Asy-Syaikh Abu Hamid

mengenai salah safu dari kedua pendapat dalam kedua contoh

kasus yang berhubungan dengan masalah shighat jual beli 3ang
menyebutkan syarat secara tegas dan jelas. Inilah kesimpulan

singkat dalam menjawab kejanggalan dalam masalah ini.

Kesimpulan singkat ini menjawab tiga kejanggalan

sekaligus:

Kejanggalan pertama: Kejanggalan pendapat masyhur yang

diriwayatkan dari kelompok ulama lrak, mengenai pendapat

mereka yang membedakan antara kasus pengurangan dan

kelebihan jumlah objek akad, yaitu pertanyaan Al Imam Haramain.

Dimana pendapat mereka yang membedakan dalam kasus

kelebihan jumlah objek akad antara objek akad yang

ditentukan dengan harga indeks dan objek akad yang harganya

ditentukan dengan alat tukar yang sejenis.

Kejanggalan kedua' Kejanggalan pendapat Asy-Syaikh Abu

Hamid dalam hal; membedakan antara perkataan penjual: "Bahwa

lahan tanah ifu ada sepuluh hasta luasnya," maka kedua pendapat

tersebut dapat diberlakukan, dan juga perkataan penjual' "Lahan

tanah itu ada sepuluh hasta luasnya." lalu dia membedakan antara

kasus pengurangan dan penambahan jumlah objek akad tersebut.

Apabila shighat ini diposisikan sebagai syarat, maka perbedaan

pendapat seharusnSra diberlakukan dalam shighat seperti ini, atau

jika pun tidak diposisikan sebagai sSrarat, maka perbedaan

pendapat di atas tidak seharusnln diberlakukan dalam shighatin.

t

Al Majnru'SymahAl Muhodzdzab ll tO,



Kejangigalan ketiga: Kejang$alan pendapat kelompok ulama

Irak, Al Imam Haramain dan kelompok ulama Khurasan, atau

dalam kasus; kelebihan jumlah takaran dari tumpukan makanan

(shubrah; objek akad yang tidak diketahui jumlah takarannya),

menurut sebagian mereka tetap menjadi milik penjual.

Pendapat Ar-Rafi'i dan sebagian mereka menyatakan,

bahwa kelebihan jumlah takaran itu menjadi milik pembeli dan hak

khiyar diberikan kepada penjual. Kejanggalan-kejanggalan yang

ada tertuju pada Al Imam Haramain, karena dia memilih

melakukan analisa fikih sesuai perafuran yang berlaku dalam

pemisahan transaksi tersebut, di samping ifu dia memilih berfatwa

dengan menyatakan sahnya jual beli secara mutlak.

Kamu telah mengetahui bahwa analisa fikih dalam sebagian

kasus tersebut, menghendaki kesimpulan hukum sebaliknya dari

hal itu. Penulis At-Tahdzib adalah orang tidak pemah memiliki

kejanggalan pada pendapakrya, akan tetapi pendapatnya

kontradiktif Dengan pendapat milik mayoritas ulama madzhab

Asy-Syafi'i.

Apabila kamu sudah mengetahui kesimpulan tentang

kejanggalan ini, maka menurut kami: Asy-Syafi'i *S telah me-nash

hal ini dalam Al Buwaithi, seperti keterangan yang dikutip oleh Al

Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama madzhab kami lainnya:

"Bahwa bila seseorang membeli setumpuk makanan (shubrahl,

dengan syarat shubrah tersebut jumlahnya ada serahs mud, lalu
pembeli tidak mendapati hanya lima puluh, maka dia diberikan hak

khtya4 jika dia menghendaki, maka dia boleh menerimanya sesuai

dengan porsi shubrah itu dan apabila dia menghendaki, dia boleh

membatalkan jual beli tersebut secara sepihak."
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Nash Asy-Syafi'i ini menolak pendapat yang menlatakan

batalnya jual beli, dimana menghendaki sahnya jual beli,

adakalanya menumt pendapat lang memastikan sahnya jual beli

tersebut, seperti pendapat yang disampaikan oleh kelompok ulama

Irak. Dan adakalanya pula menunrt pendapat yang paling

dibenarkan.

Nash Asy-Syafi'i ini juga ingin menolak pendapat yang

menyatakan, bahwa pembeli diberikan hak khiWr dengan

membayar keseluruhan harga beli dalam objek akad lrang

harganya ditenfukan dengan alat tukar sejenis, seperti pendapat

yang dikehendaki oleh pendapat mutlak yang disampaikan Ar-

Rafi'i dan pendahulunya dari kelompok ulama Khurasan.

Jadi, bila ditinjau dari segi hrnhrtan rasrl Asy-Syafi'i yang

menghendaki sahnya jual beli, nasrl Asy-Syafi'i menolak kedua

pendapat tersebut dengan melakukan analisa fikih dalam masalah;

ketidaksesuaian syarat berdasarkan perahrran dalam pemisahan

transaksi jual beli, dimana nasrl tersebut juga menolak pendapat

yang hanya mempertimbangkan aspek pemyataan dalam shighat

semata, dan memisahkannya dari pertimbangan ketidaksesuaian

syarat dalam jenis objek akad.

Di tinjau dari pemyataan Asy-Spfi'i: "Bahwa pembeli boleh

melanjutkan transaksi jual beli sesuai dengan porsi lshubral) yang

ada," pernyataan tersebut ingin menegaskan tidak adanya

penyamaan masalah ketidaksesuaian jumlah obiek akad dengan

penentuan syarat spesifikasi objek akad dari segala sisi.

Sebab, jika demikian, tentun5ra pembeli boleh melanjutkan

transaksi jual beli itu dengan keseluruhan harga beli, seperti kasus;

bila seseorang membeli suatu barang dengan syarat bersih dari
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cacat atau lebihnya speiilikasi objek akad, lit'lu faktanya temyata'
kebalikan dari syarat tersebut.

Karena jika dia mernilih melanjutkan bansaksi jual beli itu,
Udak Sugur sedikitpun dari harga beli barang tersebut. Hal itu
seperti alasan yang telah aku kemukakan sebelumnya, yaitu;

hilangnya tujuan yang terdapat dalam kadar tertentu dari
spesifikasi objek akad, dimana tingkatan tujuan dalam spesifikasi

itu jauh di baunh tujuan jenis objek akad.

Sehingga jual beli tersebut memiliki ketentuan hukum
tersendiri sesuai dengan porsi objek akad. Terkait soal sahnya jual

beli itu disamakan dengan spesifikasi objek akad dari segi bahwa,

fumpukan makanan yang terlihat yang telah ditenfukan jumlahnya

itu masih tetap ada seperti kondisi semula. Jadi, tidak seperti

ketidaksesuaian jenis objek akad yang disyaratkan, dimana kami
tetap memberikan hak khi5ar kepada pembeli karena hilangnya

tujuan png dimaksud oleh jual beli tersebut.

Terkait bolehnya melanjutkan bansaksi jual beli tersebut

sesuai dengan porsinya disamakan dengan bagian yang tak
terpisahkan dari objek akad itu, hal itu desebabkan karena sangat

kuatrya tujuan yang berkaitan dengan jumlah objek akad, dimana
ketentuan bolehnSn melanjutkan transaksi jual beli ifu tidak seperti

peraturan dalam pemisahan transaksi, ditinjau dari segi bahwa
jumlah objek akad itu tidak diposisikan sebagai tujuan diadakannya

kansaksi jual beli tersebut, akan tetapi penyebutan jumlah ini

hanyalah sekedar menjelasakan syarat jumlah, sementara objek
jual beli itu adalah shubnh yang terlihat, bukan shubnh yang lain

dan barang png lain.
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Oleh karena itu, ketentuan hukum yang telah disebutkan

itu, yaitu sahnya jual beli dan boleh melanjutkan transaksi jual beli

sesuai dengan porsi jumlah tersebut, menurut kebanyakan dari

kelompok ulama lrak, dipastikan sejalan dengan nasrl Asy-Syafi'i .

Abu Ath-Tharyib berkata: Ulama ma&hab kami fidak

berbeda pendapat mengenai ketenfuan hukum tersebut. Apabila

perbedaan pendapat itu terjadi menurut selain mereka, maka

pendapat yang paling shahih pun juga demikian; yaitu sahnya jual

beli tersebut, seperti keterangan yang telah mereka sampaikan

secara tegas dan jelas, dimana dia boleh melanjutkan hansaksi jual

beli tersebut sesuai dengan porsi jumlah yang ada, ini berbeda

Dengan pendapat mutlak Spng terpahami dari pemyataan Ar-

Rafi'i.

Hal ini dalam kasus pengurangan jumlah ketika objek jual

beli berupa barang yang harganya ditentukan dengan alat tukar

yang sejenis. Sedangkan bila objek jual beli berupa barang lnng
harganya ditentukan dengan harga indeks, maka ketenfuan hukum

sahnya jual beli itu tetap berlaku sesuai dengan alasan ini

(menyamakannya dengan spesifikasi objek akad dari segi bahwa,

barang yang terlihat serta telah ditenfukan jumlahnya tetap seperti

kondisi semula).

Sementara melanjutkan hansaksi jual beli tersebut sesuai

dengan porsi jumlah objek akad yang ada, sulit direalisasikan.

Karena, harga beli itu tidak mungkin dibagi-bagi berdasarkan

semua bagian dari shubmh, seperti pendapat yang disampaikan

oleh Asy-Syirazi.

Jadi, kita menetapkan pemberian hak khtyar kepada

pembeli antara melanjutkan transaksi jual beli ifu dengan
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keseluruhan hargd beli barang atau meinbatalkan transaksi jual beli

secara sepihak.

Adapun dalam kasus kelebihan jumlah objek akad, tetap

harus memperhatikan kedua alasan ini, yaitu menyamakan dengan

spesifikasi objek akad dari satu sisi, dan dengan bagian yang tak

terpisahkan dari objek akad dari sisi yrang lainnya.

Jadi, bila ditinjau dari sisi menyamakan jumlah objek akad

dengan bagian yang tak terpisahkan dari objek akad, maka

penyamaan ifu memberi kepastian hukum bahwa jumlah yang

lebih dari yang disyaratkan itu tidak diserahkan kepada pembeli,

seperti semua sepesifikasi kesempumaan objek akad ketika

pembeli menenfukan ketiadaan spesifikasi tersebut, dan temyata

spesifikasi itu ada, bahkan kelebihan jumlah ini tetap menjadi milik

penjual, sebab kelebihan ini adalah barang yang terpisah dari objek

akad tersebut, dimana hansaksi jual beli itu dengan fujuan unhrk

memperpoleh kelebihan jurnlah ihr, dapat dilakukan secara

terpisah.

Jadi, apabila pemisahan transaksi jual beli itu bisa

dilakukan, sebagaimana lnng terjadi dalam objek akad yang

harganya ditenhrkan dengan alat fukar sejenis, maka kelebihan

jumlah ihr tetap menjadi milik peniual.

Kita mengatakan: Menyamakan kelebihan jumlah objek

akad dengan bagian yang tak terpisahkan dari objek akad, sebab

tujuan penjual masih berkaitan dengan kelebihan jumlah tersebut,

sebagaimana keterkaitan tujuan pernbeli dengan jumlah objek akad

dalam kasus pengurangan jumlah objek akad.

Sementara jumlah yang disyaratkan dari objek akad yang

harganya ditenfukan dengan alat hrkar yang sejenis, menjadi milik
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pembeli, karena isyarat dan pemyataan penjual faktanya sesuai

dengan jumlah yang disyaratkan.

Obyek tersebut tidak gugur dari harga beli barang tersebut,

karena sesuatu yang dimaksud dengan tujuan utama pembeli dan

munculnya sebagian shubrah yang terlihat dengan terpenuhinya

jenis objek jual beli itu, tidak berhubungan erat dengan kelebihan

jumlah tersebut.

Sementara jumlah oblek akad, dimana fujuan pembelian ifu

berhubungan erat dengan jumlah tersebut, tidak melebihi jumlah

yang disyaratkan dan tidak pula menetapkan khiyar, karena fujuan

yang dimaksud itu tidak hilang dari pembeli. Tidak ada juga

kerugian yang perlu dihindari dalam memperoleh tujuan yang

dimaksud itu, karena pembeli posisinya menjadi mitra penjual

dalam kepemilikan shubrah, dimana pembagian shubrah di antara

kedua pihak itu dapat dilakukan tanpa disertai kerugian apapun.

Adapun dalam masalah ob;ek akad yang harganya

ditenh,rkan dengan harga indeks lMutaqawwar), maka pendapat

yang menyatakan sahnya jual beli tersebut membawa kesimpulan,

bahwa tujuan diadakannla transaksi jual beli adalah untuk

memperoleh keduanya (jumlah yang disyaratkan dan kelebihan

jumlah), padahal kelebihan itu jelas fasid, dan tujuan diadakannya

kansaksi tersebut masih urnum, dimana membawa dampak

kerugian akibat pembagian itu.

Sehingga setelah munculnya kesimpulan itu, terjadi

ketidaktegasan di antara kami; sebagian ada yang mengatakan:

Kami dalam kasus ini menetapkan jual beli tersebut batal, karena

alasan kerugian yang terkandung akibat pembagian tersebut. Ini

adalah pendapat hasil analisa fikih (Qaul Mukhara). Yaitu
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kesimpulan yang nampak berdasarkan ketetapan ini. Dimana tidak

harus memberlakukan pendapat ini dalam sernua kasus yang lain.

Sebagian ada yang mengatakan: Bahwa kerugian yang

dikhawatirkan ini bisa tertolak, bila penjual rela menyerahkan

keseluruhan objek jual beli dengan harga beli tersebut, sehingga

jual beli itu sah dan hak khiyar diberikan kepada penjual.

Akan tetapi dalam masalah syarat jumlah dalam objek akad

yang hargarya ditenfukan dengan harga indeks, ini tenfunya harus

berpedoman pada pendapat yang menyatakan sahnya jual beli

tersebut dan juga berpedoman pendapat yang menyatakan

batalnya jual beli itu.

Adapun bila berpedoman pada pendapat yang menyatakan

sahnp jual beli, 3nitu pendapat Snng disandarkan pada nash Asy-

Syaf i, apakah jual beli itu dihukumi sah dalam keseluruhan objek

akad dengan harga beli barang tersebut, dan hak l*Qnr diberikan

kepada penjtral? Ahu hanya sah dalam jumlah objek akad yang

diqnratkan saja?

Apabila penjual melakukan bbmt' (amal kebajikan)

dengan menyerrhkan objek akad secara keseluruhan, maka jual

beli itu telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ini bila kita

mengatakan sesuai dengan pertanSnan pertama. Jadi, apa alasan

yang menjadi kekuatan hukum lang mengikat itu tidak dapat

dimiliki, padahal ketentuan serncam ihr diberlakukan dalam

shubmh (objek akad yang tdak diketahui jumlah takarannya) bila

temlata shubnh tersebut faktanln melebihi jumlah yang

diqTaratkan?.

Kesimpuhn yang nampak dari penjelasan mereka dan juga

pendapat mereka, 'Pernbeli boleh mengambil iumlah objek akad
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yang disyaratkan dan meninggalkan kelebihan jumlah tersebut,"

maksudnya adalah, transaksi jual beli itu tidak lagi mencakup

kelebihan jumlah barang. Dimana mungkin masih ada

kemungkinan transaksi jual beli itu juga mencakup kelebihan

jumlah barang tersebut.

Maksud yang dikehendaki mereka itu adalah jual beli tidak

terikat dengan ka,vajiban menyerahkan kelebihan jumlah barang,

akan tetapi keterangan ifu tidak menjelaskan makna ini.

Apabila kita mengatakan sesuai dengan pertanyaan kedua

(Jual beli itu hanya sah dalam jumlah objek akad yang diqaratkan),

maka pendapat itu bisa dibenarkan dalam kasus shubrah. Namun

kejanggalan justm terjadi dalam kasus jual beli kain dan lahan

tanah. Karena terkadang transaksi jual beli tersebut teriadi pada

objek akad yang tidak jelas (mubhadt serta tidak diketahui

(malhull, sehingga transaksi jual beli itu sudah batal (Udak berlaku

lagi) sejak awal diadakannya.

Batalnya transaksi jual beli sejak awal itu tidak bisa ditutupi

dengan kerelaan penjual menyerahkan keseluruhan objek akad-

Jalan keluar untuk membersihkan hal tersebut dari kejanggalan ini,

adalah sesuai dengan keterangan yang akan disampaikan dari Al

Mawardi, bahwa bila berpedoman pada pendapat lang
menyatakan sahnya jual beli, hansaksi jual beli tersebut hanla sah

dalam bagian yang sifatrya masih umum (kepemilikannya di antara

kedua pihak).

Namun ketenfuan selnacam itu hanya bisa diberlakukan

dalam kasus; bila harga beli barang itu dijelaskan secara terperinci,

tidak diglobalkan. Adapun bila harga beli barang itu diglobalkan,

maka jawabannya akan disampaikan selanjutnya.
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Sedangkan bila berpedorhan pada pendapiat yang

menyatakan batalnya jual beli tersebut ketika terjadi kelebihan

jumlah objek akad yang harganya ditentukan dengan harga indeks

(Mutaqawwadt rffitka apakah arti batal yang dimaksud ihr adalah

bahwa transaksi jual beli itu adalah transaksi yang batal sejak awal

konkak itu diadakan? Atau konbak itu tidak berlaku lagi ketika

perselisihan terjadi di antara kedua belah pihak, karena sulihrya

melanjutkan hransaksi jual beli tersebut.

Apabila kita mengatakan sesuai pertanyaan yang pertama,

dan itulah 5nng lebih mudah dipahami dari komentar ulama

madzhab Asy-Syafi'i, maka argumen yang dibangun oleh Asy-

Syirazi tidak menunhrt kepastian demikian, karena dia

menyampaikan alasan, bahwa memaksa penjual maupun pembeli

tidak mungkin dilakukan.

Argumentasi tersebut memberi kepastian hukum, bahwa

kedua belah pihak bila membuat kesepakatan atas dasar suka

sama suka, maka jual beli ihr hukumnya sah dan tmnsaksi jual beli

itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Seperti pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syirazi dan

mayoritas ulama madzhab kami dalam h.rkar menukar shubnh
dengan shubnh (bai' shubnh bi shubmh dengan cara ditakar, bila

kita mengasumsikan terjadinya kelebihan sebagian atas sebagian

yang lain (tafadhult, dan keduanya bukan dari jenis bamng yang

sama, maka ada kernungkinan pendapat yang menyatakan

batalnya jual beli tersebut diletakkan sesuai dengan makna ini.

tidak secara otomatis dapat diberlakukan dalam satu dari ketiga

kasus di atas (ketidaksesuaian syarat jenis, spesifikasi dan jumlah
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objek akad). Dimana ada kemungkinan juga pendapat yang

menyatakan sahnya jual beli ifu diletakkan sesuai dengan makna

bahwa jual beli tersebut dihukumi sah dalam keseluruhan objek

akad, kemudian penjual menunfut pengembalian kelebihan jumlah

objek akad gnng harganya ditentukan dengan alat tukar sejenis

(Mish, ini jika dia menghendakinya, tanpa ada pembagian s@ara

berimbang.

Sementara dalam objek akad 5nng harganya ditenfukan

dengan harga indeks, tdak mungkin bagi penjual menuntut

pengembalian kelebihan jumlah objek tersebut secara terpisah,

sehingga jual beli itu akan menjadi batal. Inilah 5nng aku pahami

mengenai komentar ulama ma&hab kami, dimana aku

menduganya inilah yang tepat dan benar, sekalipun pengertian

yang lebih mendekati komentar ulama madzhab kami adalah

sebaliknya.

Pelajamn penting: Alil telah mengingatkan dengan

keterangan Snng telah dikemukakan sebelumnya tentang faktor

yang memberi kepastian bolehnp melanlutkan transaksi iual beli

dalam pasal ini (ketidaksesuaian $,arat) dalam objek jual beli png

harganya ditenfukan dengan harga indeks, dengan keseluruhan

harga beli tersebut, berbeda dengan kasus lain lnng

menyerupainyra, yaihr sejumlah kasus mengenai pemisahan

bansaksi dan tentang faktor yang memberi kepastian bolehnya

melanjutkan transaksi iual beli dalam ulasan ketidaksesuaian qnrat

dalam objek jual beli yang harganya ditentukan dengan alat hrkar

sejenis, dimana pembeli boleh melanjutkan transaksi jual beli

tersebut dengan porsi yang berimbang tanpa disertai khitnr-
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Berbeda dengan maksud yang dikehendaki oleh pemyataan

Ar-Rafi'i, yaitu bahwa pembeli boleh melanjutkan transaksi jual beli

tersebut dengan keseluruhan harga jual. AsySyafi'i menyatakan

secara tegas dalam objek akad yang harganya ditentukan dengan

alat tukar sejenis, berupa kebalikan dari pendapat Ar-Rafi'i.

Pelajaran penting: Beragam kasus dalam masalah ini

tidaklah bersifat mutlak, namun ragam masalah ini beredar

seputar tiga kasus:

Kasus pertama: Penjual menyebutkan harga jual secara

global tanpa dijelaskan secara rinci, seperti ucapan penjual: "Aku
jual kepadamu lahan tanah ini dengan harga sepuluh dirham

dengan syarat total tanah itu seluas sepuluh hasta," maka

ketentuan hukumngra seperti yang telah dikemukakan.

Kasus kedua: Penjual menyebutkan harga jual secara rinci

dan tidak menyebutkannya secara global, seperti ucapan penjual:

"Aku jual kepadamu lahan tanah ini dengan syarat totalnya seluas

sepuluh hasta, setiap hasta harganya satu dirham," penulis l/-
Tatimmah menyebutkan Kasus kedua ini seperti ketenfuan hukum

yang telah dikemukakan, dia mencontohkan dengan kasus jual beli

lahan tanah, kain dan sekawanan kambing.

Al Mawardi dalam kasus; jual beli lahan tanah dan kain

berkata: Bila total jumlahnya temyata ada sembilan hasta, maka

hak khiyar diberikan kepada pembeli antara membatalkan kontrak

secara sepihak dan atau melanjutkan kontrak sesuai dengan porsi

dari harga jual tersebut.

Al Mawardi dalam kasus di atas, sependapat Dengan

pendapat yang telah dikemukakan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib

dalam Al Mujarrad, sedang pendapat yang shahih dari ulama
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madzhab Asysyafi'i adalah sebaliknla. Karena dia boleh

melanjutkan transaksi jual beli itu dengan keseluruhan harga jual

tersebut.

Al Mawardi berkata, Bila total jumlahnya temyata ada

sebelas hasta, maka ada dua pendapat Asy-syafi'i 5ang berbeda,

Pendapat pertama: Transaksi jual beli itu batal'

Pendapat keduat Transaksi iual beli itu hanya sah dalam

total jumlah sepuluh hasta, dimana status penjual menjadi mitra

dengan kelebihan jumlah yang tersisa secara umum, dan hak

khiyar tersebut diberikan kepada pembeli.

Al Mawardi dalam kasus ini juga sependapat dengan salah

satu dari kedua pendapat ulama ma&hab AsySyafi'i yang

menyatakan, bahwa kelebihan iumlah tersebut tetap menjadi milik

penjual. Di dalam pendapat (AsfrSyafi'i) kedua ini tersimpan

keterangan yang mernbuktikan, bahwa orang yang mengatakan

pendapat demikian itu berpendapat terjadinya hubungan

kemihaan (syirlcahl dalam kain dan lahan tanah. Sehingga

kejanggalan akibat kesamaran status kepemilikan itu tertolak dari

jual beli tersebut.

Seolah-olah dia memposisikan Kasus kedua ini seperti

kasus; apabila seseorang menjual safu hasta dari sebuah mmah,

dimana keduan3n sama-sama mengetahui total luas keseluruhan

rumah tersebut. namun ketenhran ini hanya dapat terlihat se@ra

konkrit dalam kasus; bila penjual menyebutkan harga satuannlp,

tidak menyebutkan total jumlah harga bamng tersebut-

Sedangkan bila dia menyebutkan total iumlah harga barang,

dan tidak pemah menyebutkan harga safuannya, maka sehamsnSa
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berpedoman pada pendapat Al Mawardi, yang menyatakan bahwa
pembeli boleh melanjutkan hansaksi jual beli dengan porsi harga

yang berimbang. Sementara pendapat yang disebutkan oleh Asy-
Syirazi dan ulama ma&hab kami memberi kepastian, bahwa
pernbeli boleh melanjutkan tansaksi jual beli itu dengan
keseluruhan harga.

Kasus Ketiga: Penjual menyebutkan total jumlah harga

barang tersebut dan juga harga safuan barang ifu secara

berimbang sesuai dengan jumlah hasta yang ada, seperti ucapan
penjual: "Aku jual lahan tanah ini dengan harga sepuluh dirham,

dengan syarat total luasnya ada sepuluh hasta, setiap satu hasta

harganya sahl dirham."

Kasus yang menyerupai kasus ketiga ini telah dikemukakan

dalam pemyataan Asy-Syirazi dalam bab Riba, tepatnya mengenai

kasus; bila seseorang menul<ar shubnh gandum putih dengan
shubmhjelai dengan cara ditakar, dan temyata di antara keduanya

ada kelebihan sebagian atas sebagian lnng lain. Dalam bab Riba
tersebut telah dikemukakan dua riwayat pendapat yang berbeda:

Riwayat Pendapat pertama: Diriwayatkan dari Asy-Sytazi
dan mayoritas ulama madzhab kami, bahwa apabila pemilik

kelebihan jumlah objek akad itu setuju (rela) menyerahkan

kelebihan objek akad tersebut, maka transaksi jual beli itu telah

memiliki kekuatan hukum tetap (mengikat) dan apabila perselisihan

terjadi di antara kedua belah pihak, maka transaksi jual beli

tersebut dapat dibatalkan.

QSns riwayat pendapat di atas, dapat kita katakan dalam
pasal ini: Apabila harga jual objek jual beli dijelaskan secara rinci,

sebagaimana telah kami contohkan; baik harga jual ihl
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pembalnrannya dilakukan secara hrnai ataupun dilakukan

kemudian (dzimmah), maka qiSa*nya adalah memberlakukan

jawaban detail yang telah disebutkan dalam pasal ini; adakalanya

perselisihan itu terjadi di antara kedua belah pihak atau tidak. Sisi

penerapan hukum ini sudah sangat ielas-

Riwayat pendapat kedua: Diriwa5atkan dari penulis At-

Tahdzib dimana dia meriwaSatkan dua pendapat As5r'Syafi'i yang

berbeda. Pendapat yang paling shahih menyatakan jual beli

tersebut batal. QiSns riwapt kedua pendapat di atas juga dapat

diberlakukan dalam pasal ini.

Jadi, kita dapat mengetahui bahwa perincian berbagai

masalah tersebut dapat diterapkan dalam kasus; bila antara total

jumlah harga jual dan harga satuan itu tidak pemah digabungkan

dalam shighat.

Pemyataan Asy-Syirazi kesimpulann5a sangat jelas dalam

menyatakan, bahwa dia hanya menghendaki kasus penyebutan

harga jual itu secara garis besar, apakah kamu tidak mengetahui

perkataan Asy-syirazi: "Dengan keseluruhan harga jual?" Dimana

harga sahran ifu, keseluruhannya tidak bisa diketahui-

Pelajaran penting lainnya: Perincian setnua masalah ini

berkisar tentang suahr barang sejenis yang sudah dicatat atau lahan

tarnh dan barang sejenis lainnya. Jadi, jika penjual menjual kepada

pembeli satu paket yang berisi beberapa helai kain, setelah melihat

isi paket tersebut, setiap sahr helai kain dihargai sahr dinar dengan

syarat satu paket tersebut berisi sepuluh helai kain, lalu temyata

paket tersebut hanya berisi sembilan helai kain, Al Mawardi

berkata: Pembeli boleh mengambil paket kain dengan porsi 5rang

berimbang dari harga iual tersebut.
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Al Mawardi berkata: Apabila paket itu lebih satu helai kain,
maka hanya ada sahr pendapat, bahwa jual beli paket itu
seluruhnya batal. Berbeda dengan lahan tanah dan kain bila
dijualnya per-meter. Karena, seluruh helai kain terkadang
ukurannya berbeda-beda, dimana tidak mungkin kelebihan satu

helai ifu diletakkan sebagai barang milik bersama secara umum
dalam semua kain dan sama dengan kain yang lainnya, sedangkan

ukuran yang melebihi jumlah yang disyaratkan dalam sehelai kain
dan lahan tanah ifu, hampir sama dengan barang yang tersisa,

dimana semuanya ifu dapat diposisikan sebagai barang milik
bersama secara umum.

Menurutku (As-Subki): Perkataan Al Mawardi dalam kasus

pengurangan jumlah objek akadr 'Pembeli boleh mengambil sesuai

dengan porsi yang berimbang dari harga jual, tersebut," ini sesuai

dengan pendapat yang telah dikemukakan dari Al Mawardi
sebelumnya dalam masalah; sehelai kain yang sejenis. Pendapat
yang paling shahih dalam pembahasan pengurangan jumlah objek
jual beli adalah sebaliknya

Perkataan Al Mawardi dalam kasus kelebihan jumlah objek

akad, mengacu pada diskusi yang telah dikemukakan sebelumnya

tentang pendapat yang diunggulkan pada kasus sehelai kain sejenis

bila kita memposisikan sebagai milik bersama secara umum,
sebagaimana disampaikan oleh Al Mawardi, karena keterkaitan

ifulah, dia mengatakannya dalam pasal ini. Jika kita memposisikan
sahnya jual beli dalam keseluruhan objek akad, maka dia tidak
mengatakannya dalam kasus ini. Wallahu a'lam.

Pelajaran penting lainnya: Ulama yang mengatakan
batalnya jual beli satu paket tersebut, ketika terjadi kelebihan

I

I
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jumlah oblek adalah hnu Suraij. Al Mawardi mengutipnya dari Al

Qadhi Husain sebelum bab br habli habalah, dimana dia

mengasumsikannya dalam kasus shubmh dan iuga menisbatkan

ketentuan sahnya jual beli tersebut pada nash Asy-S3nfi'i,

kemudian dia berkata: Demikian pula ketentuan hukum yang

berlaku dalam kasus jual beli kain.

Abu Hanifah berkata: Dalam kasus shubnh, pembeli boleh

melanjutkan kansaksi jual beli dalam jumlah yang ada itu sesuai

dengan porsinya dari harga jual tersebut. sedang dalam kasus

kain, dia boleh mengambil keseluruhan kain itu dengan

keseluruhan harga jual tersebut.

Abu Hanifah membuat perbedaan bahwa hasta itu adalah

spesifikasi yang terkandung dalam kain tersebut, hal ifu sarEl

seperti panjang dan pendek. sedangkan nilai jual gandum dan jelai

itu standar ukumya adalah jumlahnp. Karena alasan inilah, sSnm'

menetapkan perimbangan lrang salna dalam segi jumlah objek

dalam tukar-menukar sebagian gandum dengan sebagian yang lain,

dimana harga beli itu dapat dibagi-bagi secara berimbang sesuai

dengan besamn iumlah barang, bukan spesifikasinya-

Ulama madzhab kami menjawab, Bahwa hasta itu adalah

alat unfuk mengukur paniang suafu benda menurut adat, sama

seperti takaran dan timbangan, jadi tidak ada perbedaan antara

keduanp.

Pelajaran penting lainnln: nasrt AslrSlnfi'i yang dikutip dari

Al Buwaithi, aku (As-Subki) juga melihat nashyang sa6a dalarrt Al
Umm pada bagian akhir bab E ai' TamSn $tnl beli s@ara

ber$nrat) tepat setelah keterangan 3nng akan aku ceritakan dari

AqrSyafi'i mengenai jual beli budak laki-laki png melakukan
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jinayah (perbuatan terlarang yang mbrugikan diri sendiri atau orang

lain), apabila dia dihukum mati di tangan pembeli, Asy-Syafi'i
berkata: "Karena sernua cacat yang terkandung dalam badan ifu
berbeda dengan sebagian kekurangan dalam jumlah objek akad, -
jika barang yang dijual ifu diukur dengan takaran yang telah
ditentukan jumlahnya, maka ketentuan hukumnya semacam itu,

dan apabila barang yang dibeli itu berkurang dalam hal jumlah

keseluruhannya, maka pembeli boleh mengambil sesuai dengan
porsi yang berimbang dari harga beli tersebut, ini jika sang pemilik

menghendakinya. Jika dia menghendaki, dia juga boleh

membatalkan jual beli dalam kasus ini. Perkataan Asy-Syirazi telah

selesai."-.

Nash Asy-S5rafi'i ini mengandung keterangan tambahan,
yaitu nash Asy-Syafi'i yang menegaskan perbedaan antara
spesifikasi dan jumlah objek akad. Sebagaimana yang telah aku
sampaikan di awal, sesuai dengan perkataannya: "Bahwa semua

cacat yang terkandung dalam bagian itu berbeda dengan sebagian
(kekurangan) dalam jumlah objek akad."

Pelajaran penting lainnya: Mayoritas ulama madzhab Asy-

Syafi'i, mengasumsil<an nash tersebut dapat diberlakukan dalam
kasus; pembelian lahan tanah dan kain, dan Az-Zubairi dalam ,4/
Muqtadhab mengasumsikannya dalam kasus pembelian satu unit

rumah, lalu dari nash tersebut diambil kesimpulan bahwa

ketenfuan hukum dalam kasus pembelian satu unit rumah itu sama

seperti ketentuan hukum dalam kasus pembelian lahan tanah,

dimana dia memastikan batalnya jual beli dalam kasus kelebihan
jumlah objek akad, seperti ketentuan hukum pendapat yang kedua

dalam l*ab N Muhadzdzab ini.
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Cabangt Penjelasan mengenai ketidaksesuaian

perslnratan ihr sudah selesai, Abu Ashim Al hadi berkata: Apabila

seseorang membeli lahan tanah lrang di atasnya terdapat

penghasilan dengan total hak kepemilikan tiga dirham, dengan

syarat satu dirham dibiarkan di atasnla, apabila pernbeli

mengetahui syarat tersebut, maka jual beli itu batal. Sedang bila

dia tidak mengetahuinya, maka dia diberikan hak khiyar.

Menurutku (As-Subki): Demikian juga hnu Al Qaththan

mengatakannya dalam Al Mutharahaf. Dalam ketentuan batalnp

jual beli ketika pembeli mengetahui persyaratan tersebut masih

terjadi perdebatan. Seharusnla persyraratan ini tidak memiliki

akibat hukum apapun, dimana kemungkinan landasan hukum

batalnSn jual beli tersebut adalah bahwa tuntutan persyaratan

tersebut semestin5ra tidak melebihi dari itu. Jika demikian, maka

ketentuan batalnln jual beli tersebut lebih didahulukan, unllahu

a'lam.

Cabangr Pendapat masyhur dalam madzhab AsySyafi'i,

menyatakan bahwa bila seseomng menjual budak perempuan dan

dia menenfukan kehamilannya sebagai qnrat penjualan budak

perempuan tersebut, maka jual beli ihr batal.

Menurut pendapat png lemah: Ketentuan syarat dalam

penjualan budak perempuan ihr boleh, sebab kehamilan itu adalah

jenis kecacatan, sebab alasan inilah s5rarat tersebut dapat

dibatalkan. Al Mar'asyi berkata dalam susunan masalah tersebut

berdasarkan sejumlah kategori: sSarat kehamilan dari penjual

hukumnya boleh, sedang syarat kehamilan dari pembeli hukumnya

tidak boleh.

Al Majmu'Syarah,u Muhadzdzab ll 621



I

l
l

Menurutku (As-Subki): Jzidi bila kita mengataikan dengan

berpedoman pada pendapat masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i ini,

dimana pembeli menentukan kehamilan itu sebagai syarat

pembelian budak perempuan tersebut, lalu syarat itu tidak ditepati,
apakah kita mengatakan: Hak pengembalian itu sudah tidak lagi

diberikan kepada pembeli, sebagaimana jika pembeli menenhrkan

barang yang cacat sebagai syarat dan temyata barang tersebut

dalam kondisi utuh, atau hak pengembalian objek akad itu tetap

diberikan kepadanya, karena antara kehamilan dan porsi yang

berimbang dari harga beli itu memiliki keterkaitan yang erat.

Di dalam permasalahan ini, masih terjadi perdebatan dan

memuat kemungkinan jawaban lain. Jawaban detail yang

disampaikan oleh Al Mar'asyi dalam pasal ini sesuai dengan
jawaban detail dalam masalah; syarat tidak menyebutuhi dalam

pemikahan. Hal itu karena pihak yang menentukan syarat adalah

orang yang memiliki kepentingan (hrjuan) dalam menetapkan

syarat tersebut, sementara pihak yang harus menepati syarat ihr

tidak memiliki kepentingan terkait kehamilan tersebut. Namun

kepentingan yang dimiliki penjual hanya terletak dalam

keinginannya membebaskan diri dari tunhrtan yang hams ditepati,

sebab adanya syarat tersebut, dan juga menanggung beban syarat

ini, kecuali jika pihak yang menentukan syarat itu memberi

keringanan, dan juga syarat yang ditenhrkan itu bukanlah tujuan

utamanya. Ini adalah alasan yang benar. Sekalipun dalam kasus

tersebut, Ar-Rafi'i menilainya janggal.

Jadi menurutku, pembeli dalam kasus ini tidak memiliki

kepentingan (tujuan) yang menguatkan bahwa jika syarat itu tidak

ditepati, maka hak pengembalian ihr tidak berlaku lagi, walkhu
a'lam.
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Adapun jika pihak lpng menentukan syarat itu adalah

pembeli, maka kesimpulannya jelas, bahwa hak pengembalian

tetap diberikan kepadanya karena kehamilan tersebut, -sekalipun

kita mengatakan: Bahwa kehamilan itu adalah jenis kecacatan-

hanya saja kehamilan itu adalah nilai plus dari sisi yang lain, seperti

keterangan png telah mereka sampaikan secara tegas dan jelas

dalam masalah maskawin.

AqrSyirazi au berkata: Apabila seseorang meniual

budak laki-laki yang melakukan iinayah, maka di dalam

masalah ini ada dua pendapat AslrSyafi'i lnng berbeda:

Pendapat pertama: Jual beli itu hukumnSp sah-

Ini merupakan pendapat hasil iitihad Al Muzani- Karena

bila jinayah itu dilakukan secara sengaia (terencana),

maka budak tersebut adalah budak laki-laki yang

diiafuhi hukuman mati, sehingga penjualannya

dihukumi sah, sama seperti budak laki-laki yang murtad.

Atau budak laki{aki yang dikhawatirkan
mengalami kematian, dimana masih ada harapan unfuk

diselamatkan, maka penjualannya dihukumi boleh,
seperti budak laki-lah yang menderita sakit.

Apabila jinaryah itu dilakukan secara salah (tidak

sengaja), sebab budak laki{aki tersebut merupalran
budak yang terikat dengan suatu hak, tanpa dilandasi

keinginan bebas dari diringa, sehingga hal itu tidak
menghalangi penjualannya.

Al Mqjmu'SlarahAl Muhadzdzab ll eZS



Pendapat kedua: Bahwa jual beli itu hukumnya
batal. Karena budak laki{aki tersebut merupakan budak
laki{aki yang terikat dengan utang seseoftrng, sehingga
penjualannya tidak sh, sama seperti barang yang
digadaikan (marhun).

Penjelasan:

Asy-Syirazi menyebutkan masalah penjualan budak lakilaki

lnng melakukan jina3nh dalam At-Tanbih, pada bab tentang

barang yang tidak boleh dijual. Dimana dia menyebutkannya dalam

Al MuhadzdaD dalam pernbahasan pengembalian karena cacat.

Dernikian iuga Al Muzani dan ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Maksud mereka itu adalah meletakkannya sebagai cabang

pembahasan ini. Karena, cabang tersebut adalah fujuan yang ingin

dijelaskan dalam bab ini. Kedua pendapat tersebut adalah dua

pendapat yang telah di-nash oleh AsySyafi'i.

AsySSafi'i dalam Mukhtashar Al Muzani berkata, Apabila

seseorang menjual budaknya, dimana dia benar-benar telah

melakukan jinayah, maka dalam masalah ini, ada dua pendapat

yang berbeda.

Pendapat pertama: Jual beli itu dihukumi boleh,

sebagaimana memerdekakannya itu dihukumi boleh, dimana

pemiliknya harus menanggung harga minimum dari nilai fukarnya

dan penggann jinajnh yang dilakukannlra.

Pendapat kedua: Jual beli itu dihukumi batal, ditinjau dari

segi bahwa jina5nh yang ada di pundaknya (yang menjadi

tanggungannya) itu sama seperti hak gadai, lalu jual beli itu
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diadakan dan budak itu dijual, kemudian pemilik hak jinaph ifri
diberikan hak jina3nbnya .

Dengan pendapat kedua inilah, aku (As-Subki) memilih

untuk berpendapat, kecuali pemilik budak itu melakukan kebajikan

dengan memberikan hak jinat/ah tersebut atau nilai fukar budak

laki'laki, jila jina5abnya lebih besar nilainya (daripada harga

budak). Sebagaimana hal ini terjadi dalam mhn.

Al Muzani berkata, Sebagaimana memerdekakan budak ifu

dihukumi boleh, AsySpfi'i membolehkan pemerdekaannya, dan

dia dalam konteks nhn antam menrbatalkan jual beli dan

memerdekakan. Jadi, bila pemerdekaan itu dihukumi boleh dalam

kasus jina5nh budak laki-laki, maka jual beli itu juga dihukumi

boleh seperti halnya memerdekakan. Demikian penjelasan Al

Muzani.

Pendapat yang menlntakan batal adalah pendapat hasil

Utihad Asy-Spfi'i, seperti pendapat yang telah dia tegaskan dalam

Al Umm.lni adalah komentar pendapat Asy-Syafi'i, sesuai dengan

perkataannyra: "Dengan pendapat kedua inilah, aku memilih unhrk

berpendapat."

Demikian jumhur ulama mengunggulkannya. Mereka

membuat landasan hukum bolehnSn jual beli tersebut berdasarkan

dalil qitns yang telah disebutkan AsySyirazi, yaitu

menganalogikannp; bahwa adalolanp dengan budak laki-laki

yang murtad dan adakalanya dengan budak laki-laki yang

menderita sakit. Penjualan keduaduanya dihukumi sah. Ini jika

jinaSah ittr dilakukan secara sengaja.

Apabila jina5nh ihr dilakukan secara salah (fidak disengaja),

maka kemerdekaannya tersebut berkaitan erat dengan dirinp
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tanpa seizin pemiliknya. Karena alasan inilah, adanya pembedaan

masalah budak laki-laki yang melakukan jinayah itu dengan

marhun (budak laki-laki yang diserahkan sebagai jaminan utang).

Al Muzani membuat landasan hukumnya dengan

memerdekakan budak laki-laki, di samping itu Asy-Syafi'i

membolehkannya, yaifu memerdekakan budak laki-laki yang

melakukan jinayah, tentunya jual beli budak laki-laki yang

melakukan jinayah itu juga dihukumi boleh. Berdasarkan argumen

bahwa Asy-Syafi'i menyamakan antara keduanya dalam hal

batalnya kedua hal tersebut dalam kasus rahn, tentunya dia dalam

kasus ini (jual beli budak laki-laki yang melakukan iinalahl
men5ramakan antara keduanya dalam hal sahryn kedua hal

tersebut-

Abu Hanifah berargumen bahwa pengganti jinayah yang

berkaitan dengan dirinya belum memiliki kekuatan hukum tetap

(mengikat), karena pemilik budak laki-laki yang melakukan iinayah
ifu mempunyai hak untuk menebusnla. Karena alasan inilah, dia

juga membedakannya dengan rahn.

Mereka membuat landasan hukum batalnya jual beli

berdasarkan dalil qips dengan masalah rahn. Sebagaimana

disebutkan oleh Asy-Syirazi bahwa jinayah itu lebih kuat daripada

rahn. Karena budak laki{aki yang diserahkan sebagai jaminan

utang (marhun) bila dia melakukan jinayah, maka dia boleh dijual

untuk menutupi jinayah-nya dan rahn itu dihukumi batal. Jadi, bila

rahn tersebut menghalangi sahnya jual beli, maka terlebih karena

jinayah tersebut lebih kuat mengahalangi sahnya jual beli itu.

Ulama madzhab kami menjawab tentang kepastian Al

Muzani yang mengharuskan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam
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penjualan budak lak-laki yang melakukan iinagh, ada dua

pendapat yang berbeda-

Pendapat pertarna: Apabila kita mengatakan penjtralan

tersebut dihukumi boleh, maka mernerdekakan itu lebih dibolehkan

lagi. Dan bila kita mengatakan penjualan itu tidak boleh, maka

dalam memerdekakan budak laki-laki itu ada tiga pendapat png

berbeda dalam kasus; budak laki-laki png diserahkan sebagai

jaminan utang (marhun). Jadi, memerdekakan itu sendiri bukanlah

masalah yang disepakati ulama rnadzhab Asysyafi'i, sehingga

masalah penjualan budak laki-laki png melakukan iimtnh int

dapat di-qi5n*l<an pada masalah memerdekakan tersebut.

Menurutku (As-Subki): Jawaban ini perlu diteliti kernbali,

karena Al Muzani awalnya tidak berkeinginan meng-

penjualan budak laki-laki Snng melakukan iinalah itu dengan

memerdekakan hasil ijtihadnya sendiri, sehingga pedu dibantah

dengan khikf yang terjadi dalam penjualan budak laki-laki SEng

melakukan iinaWh.

Justnr ketika Aqrsffi'i mencoba meng-g{askannp pada

masalah memerdekakan itu, dia mengambil kesimpulan dari

penjelasan Asy-Syafi',i, bahwa dia memperbolehkan pemerdekaan

budak, sehingga dia memasukan Aslrslrafi'i menetapkan bolehqp

penjmlan tersebut.

cara menjawab statemen ini adalah, penjelasan AqrSyafi',i

mernberi kepastian bahwa orcmg lpng menyampaikan pendapat

yang pertama, mernandang pemerdekaan budak laki-laki yang

melakukan jiryrahitu hukumnSn boleh, sehingga dia menprnakan

peniualan tersebut dengan pernerdekaan ini. Adakalanln dengan
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metode tasybih dan adakalanya dengan metode qilns, menurut
orang yang menyatakan pendapat demikian.

Asy-Syafi'i berkata: Bahwa pendapat yang kedua ini adalah
pendapat pribadinya, dimana dia tidak mengomentari soal
pemerdekaan itu. Jadi, tidak ada kepastian apakah Asy-Syafi'i
merupakan orang yang sepakat atau yang lebih mengunggulkan

bolehnya pemerdekaan tersebut, sehingga Al Muzani perlu
mengikat pendapat tersebut Dengan pendapat Asy-Syafi'i.

Mungkin inilah jawaban yang dikehendaki ulama madzhab kami.

Adapun pemyataan Al Muzani: Bahwa Asy-Syafi'i
menyamakan antara penjualan dan memerdekakan budak tersebut
pada masalah mhn dalam hal yang membatalkan rahn tersebut,
tentunya dia bisa menyamakan antara keduanya dalam kasus
jina5nbnya budak laki-laki ini, yaifu dia benar-benar mengatakan
sahnya pemerdekaan budak laki-laki yang melakukan jinaltah,

tentunya dia mengatakan sahnya penjualan budak laki-laki yang

melakukan jinayah itu agar terjadi kesesuian antara kedua masalah
tersebut.

Ulama ma&hab kami menjawab dengan dua jawaban yang

berbedat

Jawaban pertama: Asy-Syafi'i tidak pemah menyamakan

antara penjualan dan memerdekakan ifu dalam soal rahn, bahkan

dia membedakan antara keduanya, karena ulama sependapat

bahwa penjualan budak laki-laki yang diposisikan sebagai jaminan

utang (marhun) itu mampu membatall<an (Rahn). sedang dalam
pemerdekaan marhun tersebut, ada tiga pendapat yang berbeda,

dernikian ini sesuai dengan keragaman jawaban haltersebut.
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Jawaban kedua: Bahwa penarikan kesimpulan ini

berdasarkan qiJns terbalik, dimana jawabannya tdak harus

demikian. Demikian AsySpikh Abu Hamid berpendapat- Dalam

Jawaban kedua ini perlu diteliti kembali, karena. qiws terbalik

(Qryas At Akd dalam contoh kasus ini, sangat tepat karena jika

penjualan budak laki-laki yang melakukan jina5nh itu tidak sah,

maka tentunya pemerdekaannya juga tidak boleh dilakukan, sarna

seperti rahn.

Jadi, kami meng'qig*kan masalah budak laki-laki yang

melakukan jina5nh, pada masalah budak laki-laki yang dijadikan

jaminan utang (marhun) dalam segi kesesuaian antara keduanya-

Kemudian kesesuaian antara keduanya itu; adakalanya adalah

sama-sama tdak boleh dijual dimana kami tidak pemah

mengatakan tidak boleh dijual itu, karena AsySyafi'i menetapkan

bolehnya pemerdekaan tersebut, sebab keduan5a sama-sama

diperbolehkan.

Asyssaiktr Abu Hamid menjawab qitns terbalik ini kami

menolak pemyataan bahwa AsySpfi'i tidak pemah mengatakan

pendapat yang menyatakan tidak bolehnSra penjualan, ini sesuai

dengan keterangan Sang telah dikemukakan. Dalam penjelasan

AsySyafi'i itu tidak ditemukan keterangan yang secarct tegas

menyatakan bolehn5a memerdekakan, bila berpedoman pada

pendapat yang kedua.

Ulama madzhab kami berkata: Bolehnp pernerdekaan ihr

tidak secara otomatis boleh pula menjualnya. Karena budak laki-

laki png melarikan diri, yang dr-ghaslnb, png tidak diketahui dan

yang dijadikan obyek jual beli sebelum penyerahan hak

kepernilikan kepada pembeli, boleh mernerdekkaan mereka
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tidak boleh menjual mereka'semua. Al Mawardi'berkata: QiSras

terbalik ini (QiWs Al Akj telah disampaikan oleh mayoritas ahli

fikih. Sekalipun mayoritas ulama ahli kalam menentang mereka.

QiWs Al Aks adalah menetapkan sebagian hukum asal pada

cabang yang sesuai dengan illat(fal<torl yang ada.

Menurutku (As-Subki): Diantara ulama yang menolak

menggunakan dalil qitns Al Aks adalah Abu Hamid Al Isfirayini,

dimana Abu Al Walid juga meriwayatkan darinya dalam At ushut.

Oleh karena itu, dalam kasus ini dia menolak penerapan metode

qitas aksini.

Al Qadhi Husain membedakan antara budak laki-laki yang

melakukan jinagh dengan budak laki-laki 5ang murtad, bahwa

budak laki-laki 5ang murtad itu adalah budak yang masih berstatus

hak milik dan masih dapat dimanfaatkan, dimana jika dia

melakukan dosa besar, dan pah.rt menerima siksaan Allah Ta'ala

akibat dosa besar tersebut.

Jadi, kepemilikan orang tersebut tidak hilang dari budak

laki-laki yang murtad akibat dosa besar, dan tidak ada desakan

untuk mengambil paksa hak kepernilikan yang baru diperoleh

melalui pembelian tersebut, karena stafus budak laki-laki ifu masih

menjadi milik majikannya.

Maksudnya, sementara barang yang dimiliki dalam kasus

jinaSnh ini; ada yang mempakan perebuatan hak kepemilikan dan

hak korban jinaSnh di dalamn5ra. Makna ini juga sekaligus

membedakan antara budak laki-laki yang melakukan jinaSah

dengan budak laki-laki yang menderita sakit.

Dalam pemyataan sebagian mereka, ada riwayat pendapat

yang memastikan batalnya jual beli tersebut, karena
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mempertimbangkan pendapat Asy-Spfi'i: "Dengan pendapat

inilah, aku memilih berpendapat," dan memposisikan pendapat

yang membolehkan jual beli tersebut sebagai pendapat hasil

analisa fiil<rh (Qaul Mukharra) dan berpedoman pada hasil analisa

fikih yang dilakukan oleh Al Muzani yang menetapkan makna

implisit dari Asy-Syafi'i yaitu memastikan batalnya jual beli .

Penulis At-Tatimmah meriwayatkan, bahwa sebagian ulama

madzhab kami mengeluarkan Pendapat ketiga yaifu bahwa

transaksi jual beli tersebut belum memiliki kepastian hukum
(Mauqul. Jadi, bila budak laki{aki yang melakukan jinaph itu bisa

diserahkan, maka bansaksi jual beli ifu bisa dilanjutkan (sah),

sedang bila tidak bisa diserahkan, maka hansaksi jual beli tersebut

batal, sama seperti seorang yang jafuh pailit ketika dia menjual

sebagian barang dari sejumlah keka3laannya.

Asy-Syaikh Abu Hamid telah menjelaskan pendapat hasil

analisa ini dan menyatakan bahwa menurut sebagian ulama

madzhab kami, pendapat tersebut masih rancu sehingga pendapat

ini perlu dianalisa kembali, namun hasil analisa itu seharusnya

tidak dijadikan pegangan.

Kesamaran itu muncul dari perkataan Asy-Syafi'i: "Jual beli

itu terjadi" sampai perkataannya: "Kecuali pemiliknya melakukan

tabamt' (amal kebajikan)." Interpretasi perkataan Asy-Syafi'i ifu
adalah, bahwa objek jual beli tersebut yaitu budak laki-laki itu
dikernbalikan.

Perkataan Asy-Syafi'i: "Pemilik tersebut melakukan tabamt'
(amal kebajikan)," yaitu dengan menyerahkan penggant jinayah

dan nilai tukar budak laki-laki tersebut, jadi budak laki-laki itu tidak
dijual. Maka, maknanya tidak lain kecuali pemiliknya melakukan

L.
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amal kebajikan sehingga jual beli tersebut dihukumi sah. Demikian

Asy-Syaikh Abu Hamid menuturkan.

Al Qadhi Husain menceritakan pendapat Sang dikutip oleh

penulis At-Tatimmah Dengan pendapat yang mutlak dan tanpa

mengaitkan pada hasil (takhn). Dia berkata: Apabila budak laki-

laki yang melakukan jinaSnh itu dijual, dan kita mengatakan

transaksi jual beli itu belum merniliki kepastian hukum lmauqufi,

maka bila pemiliknya mau menyerahkan pengganti iinayah it.t,

maka penjualannya dihukumi sah dan mengikat. Jika tidak, maka

budak tersebut boleh dijual sekalipun pengganti iinagh itu

menghabiskan nilainln.

Apabila pengganti iinaSnh ihr tidak menghabiskan nilainya,

maka budak lakilaki tersebut dijual sesuai estimasi pengganti

jinaSmh, dan hak khiyar diberikan kepada pembeli untuk bagian

yang tersisa. Lalu bila pembeli memilih melanjutkan transaksi jual

beli itu, maka bansaksi jual beli disesuaikan dengan porsinya dari

harga beli tersebut.

hnu Daud telah mengutip pendapat Asy-Syirazi ini, dimana

dia menjelaskan, bahwa pengganti dalam iina@h salah (tidak

disengaja) ini, estimasinln relatif sedikit tidak seperti iinaSnh yang

dilakukan secara sengaja, dia berkata: Sebagian mereka ada yang

menolak pendapat tersebut.

A$rsyirazi *E berkata: Dalam pokok bahasan

kedua pendapat tersebut, ada tiga riwayat pendapat

yang berbeda:

j

I

l
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Riwayat Pendapat pertama: Bahwa kedua
pendapat itu berlaku dalam kasus jinayah yang
dilakukan dengan sengaia (direncanakan) dan jinaSTah

yang salah (dengan tidak sengaja), karena qishash itl.t
adalah hak yang dimiliki setiap orang, sehingga
posisinya seperti harta kekayaan. Alasan lainnya,
bahwa qishash itu dapat gugur dengan beralih ke denda
berupa harta kekayaan dengan memberinya
pengampunan, sehingga hak gsllaslr itu layaknya harta
kekayaan.

Riwayat Pendapat kedua: Bahwa kedua pendapat
di atas hanya berlaku dalam jinayah yang tidak
membawa akibat hukum qishash- Jadi, bila dalam
jinayah yang membawa akibat hukum qishash, maka
ulama sependapat, bahwa jinayah itu tidak menghalangi
penjualan budak tersebut. Sebab statusnya seperti
budak laki{aki yang murtad-

Riwayat Pendapat ketiga: Bahwa kedua pendapat
hanya dalam jinayah yang membawa akibat hukum
qishash- Sedangkan dalam jinayah yang membawa
akibat hukum pembayaran denda berupa harta
kekayaan, ulama sependapat, bahwa penjualan budak
tersebut tidak boleh dilakukan, karena stafusnya seperti
barang yang diserahkan sebagai jaminan atas utang
(marhun).

Penjelasan:

\
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Ketiga riwayat pendapat di atas, telah diriwayatkan oleh

Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Tha5rvib. Asv-

Syaikh Abu Hamid berkata: Bahwa riwayat pendapat yang kedua

adalah pendapat madzhab.

AsySyafi'i mengatakan dalam masalah tersebut, dua

pendapat yang be6eda:

Pendapat pertama: Jual beli itu hukumnya boleh. Dan

pemiliknln harus menanggung harga minimum dari nilai tukamya

dan pengganti iiryph.

AsySynfi'i menetapkan, bahwa pernilik budak tersebut

harus menanggung jumlah harta keka5raan ihr. Jika ketentuan

bolehnya jual beli itu berlaku dalam iinawh yang membawa akibat

hukum qishash, tentunSn Asyspfi'i akan berkata: wali korban

jinaph itu diberikan hr.k khiSar.

Pendapat kedua, Jual beli tersebut dibatalkan dan budak

laki-laki yang melakukan iinalnh ihr dijual, dimana pernilik hak

jinalnh itu diberikan hak iina5ah<rya, kecuali pemilik budak itu

melakukan amal kebajikan dengan menyerahkan bak iinagh
tersebut. Itu sernua terjadi dalam iinat/ah yang membawa akibat

hukum pemberian harta kekaSnan sebagai pengganti iinayahifi.

Menurutku (As-Subki): Ini mempakan pengambilan

kesimpulan yang sangat baik, dimana hal ini mernbuktikan

lemahnya riwalnt pendapat Snng ketiga. Adapun riwayat pendapat

yang pertama; dalam pemyataan Asy-S5nfi'i di atas, Udak

mengandung indikasi lrang menegaskan riwayat pendapat yang

perhma ini, karena Asy$nfi'i tidak pernah menjelasl<an iinagh
yang dilakukan secara sengaja dan hendak ditetapkan hukumnp
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dimana dia tidak pula hendak menetapkan hukum jinayah yang

dilakukan dengan sengaja tersebut.

Jadi, terjadinya khilaf ulama dalam masalah penjualan

budak laki-laki yang melakukan jinayah, ini muncul akibat adanya

analisa fikih pada masalah tersebut, inipun jil<a qiyas itu benar,

atau karena ada jawaban lain yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i.

Sedangkan jawaban lain Asy-Syafi'i itu, tidak pemah ada.

Tentunya riwayat pendapat yang kedua inilah, riwayat
pendapat yang shahih. Dimana khilaf ulama hanya terjadi dalam

kasus jinagh yang membawa akibat hukum pemberian denda

bempa harta kekayaan. Diantara ulama yang mengunggulkan

riwayat pendapat ini adalah Ar-Rafi'i.

Ibnu Abi Ashrun berkata: Riwayat pendapat yang ketiga

adalah riwayat pendapat yang paling shahih di antara ketiga

riwayat pendapat yang ada. Namun, pendapat Ibnu Abi Ashrun ifu
sangat jauh dari kebenamn, sesuai keterangan yang telah

dikemukakan sebelumn5ra.

Riwayat pendapat yang pertama, dalam keterangan milik
Ar-Rafi'i, ada keterangan yang menegaskan riwayat pendapat

tersebut dinisbatkan kepada hnu Khairan. Diantara ulama yang

berpegang pada riwayat pendapat ini adalah, orang yang

membangun kedua pendapat ini dalam masalah jinayah yang

dilakukan secara sengaja (direncanakan), berdasarkan pertanyaan;

apakah akibat hukum jina5ahyang dilakukan secara sengaja?

Apabila kita menjawab: Qishash mumi, maka penjualan

budak tersebut sah, hal ini sama seperti budak laki-laki yang

murtad. Apabila kita menjawab, bahwa hal ifu membawa akibat

hukum salah safu dari kedua perkara sebelum ini, maka

t-
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I

penjualannya itu sama seperti penjualan budak laki-laki yang 
I

diserahkan sebagai jamirnn atas utang (marhun). 
i

Komentar Ar-Ruyani, men4askan pilihannya terhadap I

riwapt Pendapat pertama yang dibangun berdasarkan pertangaan I

ters&ut, karena dia berkata: Pendapat yang paling shahih adalah 
I

batalnya jual beli tersebut; baik jina5nh itu dilakukan secara sengaja 
1

ataupun tidak disengaja. 
I

Diantara ulama lang men5nmpaikan pendapat yang 
I

dibangun berdasarkan pertan5raan lnng telah disebutkan itu adalah 
I

hnu Abi Hurairah. Diantara ulama madzhab kami ada 5ang 
l

berkata: Jika kita menetapkan bahwa akibat hukum iina5mh yang 
I

dilakukan secara sengaja ihr adalah satu dari kedua perkara di atas, 
I

maka keputusan hukum dalam kasus ini sama seperti kasus; bila 
I

kita menetapkan bahwa akibat hukumnya adalah qishash, trdak 
I

ada yang lain. 
i

Karena bila kami berpedoman pada pendapat ini, hal 
1

tersebut pun tidak serta-merta memutuskannya berdasarkan 
I

keterangan seorang saksi laki-laki dan sumpah, atau juga 
I

keterangan seoftmg saksi laki-laki dan dua orang perempuan. Al 
I

Qadhi Husain telah mengampaikannln s@ara mutlak. 
I

hnu Daud menisbatkannln kepada penulis At-Taqrib. 
I

Dimana dia mengatakan tentang hukum bolehnya penjualan budak 
I

laki-laki Snng melakukan iimph secara sengaja berdasarkan kedua 
i

pendapat di atas. Pendapat ini pada hakikatryn hasil ijtihad yang 
I

sesuai dengan riwayat pendapat 5nng kedua. 
I

Seluruh ketentuan ini berlaku jika tidak ada pengampunan 
I

sama sekali. Jadi, apabila pernilik t:rrk qishashitu mengampuni hak 
I

qishash tersebut dengan beralih pada denda harta keka5aan, 
I
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kemudian tiba-tiba jual beli itu muncul, maka hukum jinayah yang

dilakukan secara sengaja ini sama seperti jinayah yang dilakukan

secara tidak disengaja, yang di dalamnya hanya mengandung dua

riwayat pendapat yang berbeda; adakalanya memberlakukan kedua

pendapat di atas dan adakalanya mernstikan penjualan budak

laki-laki Snng melakukan jinajah hukumnSn adalah tidak boleh.

Sementara hukum unsur lang menyerupai sengaja (syibhul

amdi dan unsur sengaja yang tidak mengandung qishash, dalam

masalah penjualan budak laki-laki yang melakukan jinayah

semacam itu sama seperti hukum jinaph yang dilakukan secara

tidak disengaja. Demikian juga bila budak lakiiaki tersebut

melakukan perusakan harta kekayaan.

Perlu diketahui, bahwa keterangan lang mengindikasikan

adanya perbedaan antara budak laki-laki yang melakukan jinaWh

dan yang murtad telah dikemukakan, pendapat ini bersumber dari

komentar pendapat Al Qadhi Husain. Sementara perbedaan Snng

terjadi antara budak laki-laki yang melakukan jinayah dengan

budak laki{aki yang diserahkan sebagai jaminan atas utang

(marhun) dari segi bahwa *ng Rahin (yang menyerahkan barang)

telah mencekal dirinya sendiri.

Kedua perbedaan di atas menghendaki adanya dua jawaban

ulama madzhab Asy-Syafi'i: Kecuali perbedaan antara budak laki-

laki yang melakukan jinalnh dengan budak laki-laki yang murtad

itu ditiadakan. Adapun soal budak laki-laki yang diserahkan

sebagai jaminan atas utang (marhun) perbedaannya sangat jelas.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Setiap hak yang

berhubungan langsung dengan barang pokok dari harta kekayaan

milik seseorang yang dijual berdasarkan inisiatif dirinya sendiri

!
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(tanpa ada unsur paksaan), maka ulama sependapat, bahwa hak

tersebut menghalangi jual beli itu.

Sementara setiap hak yang berhubungan langsung dengan

harta kekaSnan milik seseomDg, tanpa didasari inisiatif dari dirinya

sendiri, maka apakah hak menghalangi jual beli atau tidak? Ada

dua pendapat Asy-Syaf i, seperti telah kami sebutkan dalam kasus

penjualan budak laki-laki yang melakul<an iina5nh di atas.

Sebagaimana kami mengatakan dalam soal harta kekayaan

yang di dalamnya terkandung kamjiban zakat,lalu pemilik harta

menjual sang budak laki-laki sebelum mengeluarkan zakatTya

setelah tibanya kalajiban menunaikan hak zal<at, dan tanpa

didasari inisiatif dari dirinya sendiri, maka di sini berlaku dua

pendapat Asy-Syafi'i

Bila kita mengatakan, Bahwa zakat tersebut berhubungan

langsung dengan hartia, seperti hubungan hak nhn dan hubungan

jinaSnh dengan barang dari harta yang dijual. Substansi khilaf

ulama ini dan selumh riwayat pendapat yang ada, terletak ketika

jina5nh tersebut berhubungan langsung dengan diri pribadi budak

laki-laki ihr, sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan,

dimana sang pemilik menjualnya sebelum membayar denda

jinajnhitu, padahal dia seorang yang berkecukupan (kaya).

Jika jinaSnh tersebut membawa akibat hukum pembayaran

denda berupa harta kekayaan yang harus dibapmya kemudian,

maka hak tersebut tidak menghalangi penjualannya karena alasan

apapun.

Apabila jina5nh tersebut berhubungan langsung dengan diri

budak laki{aki png melakukan iinaiah, dan dia menjualnya,

padahal dia seorang grang melarat, maka iual beli itu batal.
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Sebagian mereka ada yang memberlakukan khilaf ulama

dalam kasus tersebut dan memufuskan bahwa hak khgnrdibenkan
kepada pihak korban jinaSah (majna alail), jika kita
mengunggulkannya.

Apabila sang pemilik budak telah menjualnya, dimana dia
mempakan orang yang berkecukupan, maka jika penjualan ifu
dilakukan setelah memba5rar pengganti jinaynh, maka penjualan

tersebut dihukumi sah. Sedangkan bila penjualan itu dilakukan
sebelum pembayraran pengganti jina3nh dan juga sebelum dia
menenfukan pilihan dengan membayar pengganti jinayah tersebut,

maka kasus ini menjadi substansi terjadinya khilafulama.

Apabila penjualan itu dilakukan sebelum membayar
pengganti jinaStah, akan tetapi setelah menentukan pilihan dengan
mengganti hak jina5ah tersebut, maka kemutlakan pemyataan
penulis At-Tahdzib adalah menegaskan sahnya jual beli itu.
Sementara kemutlakan pemyataan Al Mawardi menegaskan
pemberlakukan khilaf ulama. Pendapat Al Mawardi ini paling
mendekati qiyas.

Karena, penenfuan pilihan mengganti hak jinayah
bukanlah berarti kesanggupan membayar pengganti hak jina3ahiit
sendiri, dan dengan penenfuan pilihan ifu, pemilik budak laki-laki
yang melakukan jinayah tidak terikat kauajiban apapun.

Bahkan jika pemilik budak laki-laki grang melakukan jinaph
itu secara tegas mengungkapkan kesang€lupannya mengganti hak
jinayah, dia tetap Udak terikat ka,vajiban membayamya, sesuai
pendapat yang paling shahih di antara kedua pendapat ulama
madzhab Asy-Syafi'i Sang dimuat dalam Al Wasith, pada bagian
akhir pembahasan diat Aqilah (diat yang ditanggung keluarga
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pelaku jinayahl tepat sebelum bagian keempat tentang

pembahasan diatianin.

Bahkan jika kita mengatakan sang pemilik budak itu terikat

kewajiban membayar pengganti jinayah, maka katajiban yang

paling maksimum dari itu adalah bahwa kamjiban itu bentuknya

resiko yang harus ditanggung. Jadi, keterkaitan dengan diri budak

lakilaki tersebut tidak terputus akibat adanya penenfuan pilihan

mengganti hak jinaSah, sehingga penjualan diri budak itu tetap

dihukumi sah.

Jika dia menjual budak laki-laki yang melakukan iinaSah

seizin wali korban jinaSah, dalam keabsahan peniualan budak laki-

laki tersebut tidak ada kejanggalan sama sekali.

Aslrsyirazi *, berkata: Apabila kita mengatakan

jual beli tersebut dihukumi sah dalam konteks
pembunuhan berencana, lantas budak laki-laki dihukum
mati di tangan pembeli, maka dalam kasus

pembunuhan berencana itu ada dua pendapat ulama
madzhab AslrSyaf i (wajhaani).

Abu Al Abbas dan Abu Ali bin Abi Hurairah
berkata: Apabila pembeli mengetahui kasus iina5Tah
sewaktu transaksi jual beli disepakati, maka dia tidak
berhak menunfut penjual agar menanggung pengganti
jina5mh tersebut. Sementara bila dia tidak mengetahui,
maka dia berhak menunfutn3n agar menanggung ganti

rugi bagian yang rusak karena cacat tersebut, sebab

keterkaitan hukuman mati dengan diri budak laki-laki
ifu seperti suafu cacat, karena masih ada harapan unfuk
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menyelamatkannya dari hukuman mati dimana dia juga
mengkhawatirkan kematian yang akan menimpanya.
Jadi, budak laki-laki yang melakukan pembunuhan
berencana itu seperti budak laki-laki yang sakit.

Apabila seseorang membeli budak laki-laki yang
saliit, dan dia meninggal dunia, padahal dia benar-benar
mengetahui kondisi sakitnln, maka dia tidak berhak
menuntut penjualnya agar menanggung ganti rugi
kematian budak tersebut. Sementara bila dia tdak
mengetahui, maka dia berhak menunfut ganti rugi
kematian budak itu.

Jadi, demikian pula dalam kasus budak laki-laki
yang dihukum mati di tangan pembeli karena
melakukan pembunuhan berencana. Sehingga bila
berpedoman pada ketenfuan ini (berhak menunfut
pengganti kematian); jika dia tidak mengetahui kondisi
budak laki{aki tersebut yang sebenarnya, dimana ada
sekelompok kaum lpng membunuhnya di saat budak
laki{aki itu berstatus sebagai pelaku pembunuhan
berencana, dan sekelompok kaum yang lainnya
membunuh budak laki-laki yang fidak melakukan
pembunuhan berencana, maka pembeli berhak
menunfut penjualnya agar menanggung harga beli
tengah-tengah antara keduanya.

Abu Ishaq berkata: Ditemukannya tindak
pembunuhan berencana tersebut, posisinya sama
seperti tindakan yang berhak mendapat hukuman.
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Pendapat Abu Ishaq tersebut merupakan pendapat yang

di- nash dari AsfSyafi'i.

Jadi, apabila budak laki-laki itu terbukti telah

melakukan pembunuhan berencana, maka iual beli

tersebut sudah fidak berlaku lagi, dimana pembeli

berhak menunfut penjual, agar mengembalikan uang

pembelian budak laki-laki tersebut. Baik dia mengetahui
jina5rah tersebu(pembunuhan berencana) sewaktu

transaksi jual beli itu disepakati atau fidak

mengetahuitrgd, karena kekuasaan pembeli untuk

memiliki diri budak itu dihilangkan oleh sebuah sebab

yang ditemukan di tangan penjual, sehingga kasus

ditemukannya findak pembunuhan ifu menyerupai

kasus; bila budak laki-laki tersebut berhak mendapat

hukuman mati.

Budak laki-laki yang dihukum mati karena

melakukan pembunuhan berencana itu berbeda dengan

budak laki-taki yang saliit, karena budak laki-laki lpng
sakit itu tidak meninggal karena sakit yang diderita di

tangan penjual, akan tetapi dia meninggal karena saldt

lpng semakin parah dan muncul di tangan pembeli,

sehingga pembeli fidak berhak menuntut pengembalian

selunrh uang pembelian tersebut-

Penielasan:

A+rsyirazi memulai ulasannln dengan pembuatan cabang

masalah, png menjadi hrjuan utama pernbahasan ini, lalu dia

meletakkan sebuah masalah dalam bab ini dan hanp

I
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menyebutkan pembuatan cabang masalah yang dibangun

berdasarkan:

Pendapat pertama: Menyatakan sahnya jual beli untuk
mencapai tujuan tertentu. Karena pembuatan cabang masalah
yang dibangun berdasarkan pendapat yang menyatakan batalnya
jualbeli, tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan bab ini.

Ulama madzhab kami berkata: Bila kami membatalkan jual

beli budak laki{aki yang melakukan jinajmh, maka pembeli boleh

mengembalikannya dan meminta kembali uang pembelian

tersebut, sementara kewajiban hukum akibat jina5ah (Al
Hukuumahl tetap berlaku antara pemilik budak laki-laki dan

korban jinajnhitu.

Jadi, bila jina3nh itu membawa akibat hukum qishash,

dimana wali korban itu memilih menunfut hukuman qishash

tersebut, maka hal itu juga diperbolehkan. Sementara bila dia
memberi pengampunan dengan syarat membayar pengganti harta

kekayaan. Atau juga jina9nh ifu membawa akibat hukum denda

berupa harta kekayaan, maka pemilik budak tersebut diberikan
hak memilih: jikra dia menghendaki, maka dia boleh menebusnya

dari hartanya sendiri. lalu bila dia menyerahkan budak laki-laki itu
(kepada wali korban unhrk dijual), maka jika budak laki-laki itu
dijual dengan kisaran harga yang sesuai dengan estimasi jina5ab

nya, maka hal itu juga diperbolehkan. Sedangkan bila budak laki-

laki itu dijual dengan kisaran harga yang kurang dari estimasi

jinayabnya. maka pemilik tidak terikat ker,vajiban apapun kecuali

menjualnya. Sementara bila budak laki-laki tersebut dijual melebihi
estimasi jinaSnbnya. maka sisanya diserahkan kepada pemilik

budak laki-laki yang juga sebagai penjual budak laki-laki tersebut.
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Apabila pemilik budak tersebut memilih untuk membagnr

tebusan, maka menurut pendapat 5ang lebih diunggulkan, dia

membayar tebusan yang paling minimum dari kedua perkara yaifu

pengganti jinaSnh dan nilai tukar (harga indeks) budak lakiiaki

tersebut.

Pendapat kedua: Pengganti jinajnh tersebut ditentukan

sebagai tebusan, sekalipun nilainya lebih tinggi (daripada nilai

tukamya), kecuali budak lakilaki itu diserahkan untuk dijual, maka

terkadang ada orang yang memberikan penawaran harga gnng

lebih tinggi.

Apabila kita berpedoman Dengan pendapat yang

menyatakan, sahnya jual beli tersebut, maka jika iina3ah
membawa akibat hukum memba5ar denda berupa harta kekayraan.

Kesimpulan yang nampak dari madzhab Asy-Syafi'i menegaskan

bahwa pemilik budak laki-laki itu adalah orang yang memiliki

kesanggupan membayar tebusan itu dengan cara menjualnya

(melelangnya), sekalipun jina5nhyang dilakukannln telah diketahui.

Sehingga pemilik budak laki-laki itu boleh dipaksa agar

menyerahkan tebusan tersebut, sebagaimana jika dia

memerdekakannya atau mernbunuhn5ra-

Menurut satu pendapat yang lemah: Pemilik budak laki-laki

itu diberikan hak memilih; jika dia memilih untuk membayar

tebusan, maka jual beli itu dapat dilanjutkan, namun jika tidak,

maka jual beli itu batal (tidak berlaku lagi).

Ulama yang mengatakan pendapat ini berkata: Ketentuan

ini diberlakukan karena denda harta itu tidak lebih banyak nilainp
daripada memilih membaSar tebusan tersebut.
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' Jika dia berinisiatif menebus budak laki-laki itu, kemudian

dia menerima unfuk mengeluarkan pengganh jina5nh (kepada

pembeli), maka dia boleh menganulir pilihan yang menjadi haknya.

Demikian Asy-Syaikh Abu Hamid menyampaikan pendapatnya.

Komentar Abu Ath-Thayyib mengenai jawaban yang dikutip

dari pemilik pendapat ini memberi kepastian hukum tersebut.

Dimana Abu Ath-Tha55rib menyamakannya dengan kasus; bila

Rahin (yang menyerahkan barang sebagai jaminan atas utang) ifu
berkata: "Aku akan melunasi utang ifu dari selain barang yang

digadaikan (Rahrltatau (selain) dari nilai tukar nhntersebut," maka

Murtahin (penerima barang) tidak wajib memenuhi

permohonannya.

Kami dapat menarik kesimpulan dari jawaban 5ang telah

diriwayatkan, bahwa ketika pilihan membayar tebusan itu telah

ditentukan, penjualan budak laki-laki itu sifatrya tidak mengikat,

dan yang benar menurut pendapat yang paling shahih adalah

memang demikian.

Berdasarkan pendapat yang paling shahih ini, maka

maksud yang dikehendaki oleh kemutlakan At-Tahdzib dalam

keterangan yang telah dikemukakan, yaitu bolehnya jual beli

setelah penenfuan pilihan memba3ar tebusan ifu menjadi lemah.

Sementara menjadikan penjualan budak lakiiaki sebagai

benfuk kesanggupan membayar tebusan, tidak dinilai lemah

berdasarkan pendapat yang paling shahih. Karena, landasan

hukum dalam penjualan tersebut adalah keterhalangan membayar

tebusan jina5nh ifu, hal ini sama seperti tindakan memerdekakan

dan membunuh (budak laki-laki)
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Jadi, dari pem5ataan tegas mengenai kesanggupan

membayar tebusan yang sifatrya tidak mengikat itu, belum dapat

memposisikan penjualan budak lakilaki tersebut sebagai sifatnya

yang tidak mengikat.

Apabila kita berpedoman dengan jawaban yang pertama,

maka ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Riwapt Pendapat pertiama: Ulama sependapat, bahwa

pernilik budak laki-laki harus menebusn5a dalam kasus ini (denda

berupa harta) dengan nilai yang minimum dari kedua perkara

tersebut (pengganti jina5ah atau nilai tukar budak laki-laki).

Demikian AsysSaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thaylnb

berpendapat. Ibnu Daud menisbatkan pemyataan di atas pada

nasiAsySyaf i.

Riwagrat Pendapat kedua, Ibnu Daud dan hnu Abi Hurairah

telah menyebutkannlE. Komentar Al Mawardi menegaskan

berlakunya dua pendapat yrang berteda dalam kasus ini. Alasan

riwayat pendapat yang pertama adalah, bahwa penjual tidak dapat

menyerahkan budak laki-laki (kepada wali korban iinayahl untuk

dijual.

Karena alasan ihrlah, apabila dia memilih untuk menerima

kernbali budak laki-laki tersebut, maka dia harus menebusnya

dengan nilai minimum dari kedua perkara tersebut. sebagian

mereka ada yang memberlakukan khikfulama dalam kasus ini.

Jadi, apabila tebusan itu sulit direalisasikan atau ditunda

pembayarannya karena pemilik budak laki-laki yang melakukan

jinaSnh itu jatuh pailit, tidak diketahui keberadaannya, atau dia

memilih untuk bertahan dipenjara, maka jual beli budak laki-laki

yang melakukan jinayah tersebut batal seketika ihr juga (tidak
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berlaku lagi), dan budak laki-laki itu dijual untuk menutupi jinayalr
nya. Karena hak korban jinayah itu lebih dahulu ada daripada hak
pembeli.

Apabila kita berpedoman Dengan pendapat yang kedua,
yaitu pilihan membayar tebusan itu tidak mengikat, penjual
(pemilik budak laki-laki yang melakukan jinayah) harus menjualnya.
Ini pendapat Abu Ishaq Al Manpazi.

Jadi, pemilik budak laki-laki tersebut (penjual) diberikan hak
khircr antara membayar tebusan atau menyerahkan budak laki-
laki yang berstatus objek jual beli (kepada wali korban jinayah).

Dalam masalah membayar tebusan dalam kasus ini, ada
dua pendapat yang berteda, karena pemilik budak laki-laki adalah
seorang yang mampu menyerahkannSra (untuk dijual) kembali.

Apabila jinayah tersebut merupakan jinayah yang
membawa akibat hukum pilihan melakukan qishash, bila wali
korban jinayah itu memberi pengampunan, maka jawabannya

seperti keterangan yang telah dikemukakan.

Sementara bila dia menuntut hukuman qishash, maka dia
boleh membunuhnya, dan status jual beli tersebut ditinjau ulang.
Jika hukuman qishash ifu dijatuhkan sebelum penyerahan hak
kepemilikan budak laki-laki kepada pembeli, maka jual beli itu
menjadi batal (sudah tidak berlaku lagi sejak saat itu).

Sementara jika hukuman qishash itu dijatuhkan setelah
penyerahan hak kepemilikan budak laki-laki kepada pembeli,

dimana inilah masalah yang dimuat dalam Al Muhadzdzabini.

Tujuan yang dimaksud dalam bab ini, yaitu pembuatan

cabang masalah yang dibangun berdasarkan pendapat yang
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menyatakan shhnya jual beli budak laki-laki yang melakukan

jinaSah, adalah bahwa iinaSah yang menetapkan akibat hukum

qishashitu tidak menghalangi iual beli tersebut.

Jadi, bila budak laki-laki tersebut tidak boleh dibunuh di

tangan pernbeli karena iinainhyang lebih dahulu ada sebelum jual

beli, maka salah safu dari kedua pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i menyatakan, bahwa iinaSah itu posisinln seperti sebuah

cacat. Maka jika dia telah mengetahui cacat iht sebelum atau

sesudah penyerahan hak kepemilikan sang budak kepadanya,

dimana dia tidak pernah membatalkan iual beli sampai budak laki-

laki itu dibunuh, maka dia tidak berhak menunfut apapun'

sementara bila dia tidak mengetahui, maka dia berhak

menunhtt penjual agar menanggung ganti rugi cacat tersebut, yaitu

nilai selisih antara harga budak laki-laki yang melakulan jinaph

dan yang tidak melakukan jinaSah, dimana harga tersebut dihihrng

dari harga beli budak tersebut. Dengan kata lain, hal tersebut dapat

diungkapkan, bahwa hukuman mati ifu sebagai resiko yang harus

ditanggung pernbeli.

Jumhur ulama menisbatkan pendapat ini pada lbnu Suraij

dan hnu Abi Hurairah. sebagaimana Asy-Syirazi

menisabatkannya. Bahkan mayoritas ulama madzhab AsySyafi'i

menisbatkannya hanya pada hnu Suraij, tidak menyebutkan selain

hnu suraij. sedang Al Mawardi hanla menisbatkannya pada hnu

Abi Hurairah secaftr khusus, dimana dia tidak menisbatkan apapun

dalam masalah ini pada lbnu Suraij.

Namun, Al Mawardi menisbatkan pada hnu Suraij dalam

masalah pemotongan tangan karena tndak pencurian yang lebih

dahulu ada sebelum iual beli dilakukan, bahwa pemotongan itu
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sebagai resiko yang harus ditanggung penjual. Sebagaimana
komentar 3nng dikernukakanngra dahm menanggapi pendapat
yang kedua. Namun pendapat tersebut merupakan pendapat yang
gharib.

Keterangan di atas, sebelumnln telah dikemukakan dari Al
Mawardi, dimana tidak ada perbedaan di antara kedua masalah
tersebut dalam segi muatan Snng terkandung di dalamnya.

Telah dikernukakan bahura hnu Busyra telah meriuayatkan
pendapat lang sesuai Dengan pendapat hnu Abi Hurairah dari
nasi Asy-$afi'i gang dimuat dalam Al Imla ', Abu Yusuf dan
Muhammad berpendapat seperti pendapat ini.

Al Mawardi cenderung memilih pendapat ini dalam masalah
pemotongan tangan karena tndak penanrian.

Pendapat kedua yang merupakan pendapat Abu Ishaq dan
hnu Daud. Ini merupakan pendapat ma&hab Asy-$;afi'i, seperti
komentar Snng disampaikan oleh AsyS3raikh Abu Hamid, Al
Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama rnadzhab AsySSnf i lainn3n.
Ini adalah nasi AsySyafi'i seperti png disebutkan oleh Asy
syrrazi. Redaksinya dimuat pada bagian akhir bab Fatwa dari juz
delapan dan Al tlmm.

Asy-Sffi'i berkata: Apabila ada seseomng Spng menjual
kepada orang lain sekawanan kambing, Sang telah memasuki
masa haul (trba masa pembalnran zakatryn), sapi atau onta, lalu
zakat tersebut diambil dari sekaunran kambing png dijual itu,
maka pembeli diberikan hak khi5ar untuk mengembalikan objek
jual beli, karena penjual tidak pemah menyerahkan kepada
pembeli objek iual beli yang dibelinln s@ara utuh, dimana dia
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boleh'mengambil objek jual beli yang tersisa dengan membayar

bagian objek jual beli yang tersisa itu dari uang pembelian tersebut.

Akan tetapi apabila seseorang menjual kepada orang lain,

berupa her,,tran jenis unta yang jumlahnya kurang dari dua puluh

lima ekor, maka penjualan ini dihukumi boleh. Dimana penjual

wajib membayar zakat unta yang telah memasuki rplsa haulifu di

bawah kepemilikannya. Sedangkan pembeli Udak wajib membayar

zakat unta ifu.

Asy$nfi'i berkata: Sama halnya dengan seorang penjual

kambing ini, seorang yang menjual budak laki-laki yang temyata

darahnya telah halal ketika berada di bawah kepemilikannp akibat

murtad, melakukan tindak pembunuhan berencana, atau

tangannya dipotong dalam kasus pencurian, maka ketika budak

laki-laki itu dihukum mati, maka transal$i jual beli tersebut menjadi

batal (tidak berlalm lagi), dimana dia boleh meminta kembali uang

pembelian lnng telah didiberikan kepada penjual.

Di saat tangan budak laki-laki itu dipotong, maka pembeli

diberilGn hak khitar unh.rk merrbatalkan jual beli atau

mempertahankannya, karena segala benfuk cacat !/ang

berhubungan dengan tubuh ihr, berbeda dengan pengurangan

jumlah oblek akad. Demikian paparan AsySyafi'i.

Mereka mernbuat alasan mengenai pendapat ini bahwa

faktor tersebut diternukan di tangan penjual, dimana kematian itu

dialihkan menjadi tanggungan penjual. Sekalipun kematian itu

ditemukan di tangan selain peniual.

Hal ini sarna s€p€rti kasus, misalnf pernbe[ menghamili

budak perempuan fiang duual dengan iual beli yang fasid, dirnana

dia mengembalikan budak pefempuan tersebut kepada penjualnyra,
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lalrt budak perempuan' meninggal karena menahan sakit saat
persalinan. seperti pendapat inilah, Abu Hanifah berpendapat.

Pemyataan ini dalam arti lain dapat diungkapkan, bahwa
kematian itu termasuk resiko yang harus ditanggung peniual.
Pemyataan ini dalam arti lain juga dapat diungkapkan bahwa
kematian itu seperti hukuman yang berhak diterima (budak laki-
laki); maksudnya adalah, bahwa posisi kernatian di tangan pembeli
itu karena faktor yang lebih dahulu ada sebelum jual beli tersebut
ada, ini sarna seperti munculnya hukurnan yang berhak diterima
oleh objek jual beli karena faktor yang telah lebih dahulu ada
sebelum jual beli tersebut.

Persamaan ini memberikan dugaan bahwa persafiraan
tersebut membuktikan batalnp jual beli, namun mereka tidak
menghendaki makna tersebut, bahkan jual beri ifu batal karena
kematian sang budak, dimana persamaan png ada hanya berkisar
dalam segi hukum batalnya jual beli tersebut secara garis besar.

Telah dikemukakan, bahwa Al Mawardi telah meriwagntkan
pendapat yang sesuai Dengan pendapat ini, dimana pendapat
tersebut diriwayatkan dari hnu Suraij dalam masalah pemotongan
tangan. Pendapat tersebut bertentangan Dengan pendapat Snng
masyhur dat'. madzhab Asy-$nfi'i.

Adapun pendapat yang menjadi pegangan mereka; 1laifu
ulama lrang mengatakan Dengan pendapat yang pertiama sesuai
dengan masalah sakit, pifu dalam kasus; bila seseorang mernbeli
budak lak-laki yang sakit, dirnana sakitnla terus berlanjut sampai
budak laki{aki itu meninggal di baurah kepemilikan pembeli, di sini
ada dua riwayat pendapat ulama madzhab AsySyafi'i:
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Riwayat Pendapat pertama: seperti perbedaan pendapat di

atas. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Halimi dan ulama lainnya.

Akan disampaikan dari Al Qadhi Abu Ath-ThaSryib keterangan

yang menghendaki perbedaan pendapat tersebut, sehingga bila

berpedoman pada perbedaan pendapat ini, maka pembuatan

landasan hukum berdasarkan masalah sakit itu gugur'

Riwayat Pendapat keduar Riwayat pendapat ini merupakan

riwayat pendapat yang paling masyhur dari kedua riwayat

pendapat di atas, yang memastikan bahwa kematian ihr termasuk

resiko yang harus ditanggung pembeli. Berdasarkan ketenfuan ini,

perbedaan antara kedua masalah tersebut sangatlah jelas, karena

sakit ihr bertambah sedikit demi sedikit sampai kematian itu

datang. Jadi, kematian tersebut bukanlah akibat sakit yang lebih

dahulu ada dibanding jual beli sang budak, bahkan hal tersebut

menrpakan akibat sakit yang baru timbul.

Berbeda dengan jinaiah, karena jinayah ihr adalah faktor

yang sempuma dengan adanya hukum qishash. Inilah makna

perbedaan yang telah disebutkan oleh Asysyirazi. untuk

menrbuktikan perbedaan ini, cukuplah hanln dengan mengatakan

sebuah kemungkinan, karena perbedaan tersebut mencegah unhlk

menyamakannya dengan sakit yang ada sebelum transaksi jual beli

tersebut, jadi bagaimana bisa menyamakannya, padahal

kesimpulan yang nampak dari kasus tersebut adalah munculnya

faktor yang baru, dimana hukum asalnya adalah sah dan transaksi

jual beli ihr telah mengikatrYa.

Kasus yang menyenrpai sakit ifu adalah kasus; bila

seseorang membeli budak perempuan yang sedang hamil,

sementara dia tidak pernah mengetahui kehamilannya, lalu dia

6sz ll, t uoj-r'SyarahAl Muhadzdzab



meninggal dunia karena tidak kuat menahan sakit saat persalinan,
maka pembeli hanya boleh menunfut ganti rugi cacat tersebut,
karena budak perempuan itu meninggal karena beragam rasa sakit
saat persalinan, dimana beragam rasa sakit ifu merupakan hal
yang baru timbul di bawah kepemilikan pemberi, sama seperti
budak laki-laki yang sakit ketika dia meninggal. Al eadhi Abu Ath-
Thayyib telah menSampaikan masalah ini.

Hukum luka yang merambat sama seperti hukum sakit
tersebut. Al Baghawi telah menyebutkannp dalam At-Tahdzib,
dimana dia menetapkan masalah luka tersebut, ada dua pendapat
ulama madzhab Asy-syafi'i. Dia juga menjelaskan bahwa
penyamaan itu dalam konteks sakit yang dikhawatirkan
mendatangkan kematian.

Adapun sakit yang tidak dikhawatirkan mendatangkan
kematian, seperti sakit kepala dan demam, maka pembeli hanya
berhak menuntut ganti rugi cacat tersebut. Al eadhi Husain juga
menyebutkan hal demikian.

Hukum Qaulanij (gangguan penyakit pada perut yang
mengakibatkan sulitngn buang angin dan air besar) sama seperti
hukum sakit yang dikhawatirkan mendatangkan kematian,
sehingga pembeli boleh menuntrrt ganti rugi cacat bila sakit
tersebut semakin parah di tangan pernbeli, seperti pendapat png
disampaikan oleh Al Qadhi Husain dan Al Baghawi. Jika
demikian, keduanya sependapat Dengan pendapat milik Al Halimi.

seluruh ketentuan ini, bila pembeli mengetahui jinalnh int
sampai budak laki-laki tersebut dibunuh di bawah kepemilikannya.
Jadi, jika pembeli telah mengetahui hal tersebut sebelum hansaksi
jual beli itu dilakukan atau setelahnl2a, dimana dia tidak pemah
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mengajukan pernbatalan transaksi tersebut, maka AsySyirazi

menyatakan secara tegas bahwa hukumnya pun juga demikian.

Ar-Rafi'i berkata: Hukum tersebut diriwayatkan dari Abu

Ishaq. Pendapat hasil ijtihad Abu Hamid (Asy-Syaikh Abu Hamid

Al Isfirayini), bahwa ketentuan hukumnya juga demikian dalam

Tatiqmiliknya, baik dia mengetahui atau tidak mengetahui iina5nh

tersebut, dimana AsSrsyrrazi mengikuti jejak AsySyaikh Abu

Hamid Al Isfirayini ini.

Adapun Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menisbatkan ketentuan

hukum tersebut pada sebagian ulama madzhab kami. Ar-Rafi'i

berkata: Penisbatan itu keliru, dimana tdak ada perbedaan

pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i bahwa iinagh tersebut

posisinya seperti cacat-

Dkutip dari nasrl AsySSaIi'i dalam pembahasan rahn,

bahwa jinalnh itg stahrsnyra sama seperti cacat yang pembeli rela

menerimanlB, dimana dia tidak berhak mendapatkan ganti rugi

apapun- Ar-Rafi'i berkata: Ketentuan hukum tersebut merupakan

pendapat yang paling slnhihmenunrt jumhur ulama'

Ini menrpakan pendapat Ibnu Al Haddad, yang

menlratakan, bahwa pernbeli tidak berhak menuntut apapun

karena dia ikut terlibat dalam transaksi jual beli tersebut secara

hati-hati, dimana dia mempertahankan bansaksi jual beli tersebut

sekalipun mengetahui kondisi objek jual beli ihi, ini seperti

pendapat lpng disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Tha5n7ib. Dia

berkata: Jiratnh itu fidaklah seperti hukuman yang berhak

diterima (objek jual beli) dari segala sisi. Jika kondisinSra dernikian,

maka tentunya penjualan budak laki-lak yang melakukan jinagh

ihr sama sekali fidak sah (tdak boleh dilakukan)-
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Diantam ulama yang memilih pendapat,ini adalah hnu
Ash-Shabbagh dan hnu Abi Ashrun. Dari keterangan tersebut,
dapat disimpulkan, bahwa ketka pembeli itu dalam kondisi tidak
mengetahui jina5nh tersebut, maka jinaSah itu diposisikan seperti
hukuman yang berhak diterima objek jual beli, dan ketika pembeli

dalam kondisi mengetahui jinaSnh tersebut, maka jinaSah int
diposisikan seperti cacat.

Jadi, apabila pembeli rela menerima jina5nh tersebut,
maka akibat hukumnln gugur. Inilah makna implisit yang paling
kuat. Pada hakikatqa jinalrah adalah jenis cacat dalam kedua
kondisi di atas (kondisi mengetahui dan tidaknya jinatnh tersebut),

akan tetapi dalam kondisi mengetahui jinagnh, akibat hukumnya
gugur. Sementara dalam kondisi tdak mengetahui jina5nh,

hukuman mati itu adalah bagian dari akibat hukumnya. OIeh
karena ifu, jinaSah tersebut diposisikan seperti hukuman yang
berhak diterima, karena pembeli tdak pemah rela dengan
hukuman mati ifu.

Hanya saja nash AsySyafi'i 5nng dijadikan pegangan oleh
Al Qadhi Abu Ath-Thayyib 5ang dikutip dari pembahasan nhn,
jika benar rasrl tersebut adalah msh yang telah aku kutip dalam
keterangan yang telah dikemukakan, ketika baru muncul cacat
sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada pernbeli, dimana
pendapat AsySyafi'i: "Bahura cacat ifu adalah cacat 5ang sengaja

disamarkan oleh penjual," nash ini tdak mengandung bukfi
apapun.

Karena AsySpfi'i tidak pemah menyinggung soal kondisi
qishash tersebut, namun jinagh ifu diketahui oleh pembeli
sebelum qishash itu dilakukan, Asy-Syafi'i berkata: pembeli

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll OSS



diberikan hak untuk mengembalikannya karena iinayah tersebut

adalah jenis kecacatan. Hukum ini sama sekali tidak mengandung

perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat justru terjadi dalam

kasus; dimana objek jual beli tersebut (budak laki-laki yang

melakukan pembunuhan berencana) Udak dikembalil<an sampai dia

dibunuh, apakah transaksi jual beli tersebut berakhir atau tidak?

Cabang, Adapun berlakunya hak khiSnr yang diberikan

kepada pembeli ketika kita menSntakan jual beli itu hukumnya sah

dan qishash tersebut tidak pemah terjadi, maka jil/.a kh$nr int

diberlakukan setelah menebus jinagbnya, maka ketenfuan

hukumn5n telah dikemukakan dalam pembahasan berbagai jenis

kecacatan dan iuga jawaban detail dalam kasus (pembunuhan)

berencana antara apakah budak laki-laki ih.r bertobat atau tidak,

juga dalam kasus (pembunuhan) secam salah (udak sengaja) antara

apakah dendanln lebih banyak dibanding nilai tukamya atau tidak.

Ibnu Ar-Rifah rnenyatakan bahwa nash Asy-Syafi'i yang

dimuat dalam Al Buwaithi dalam pembahasan Ghashab

menegaskan, bahwa jinayah tersebut, -sekalipun dendanya lebih

banpk daripada nilai hrkamya- khiyaritu tidak berlaku jika jinayah

tersebut dilakukan secara salah (tidak sengaja). Namun komentar

hnu Ar-Rif'ah ini perlu diteliti kernbali. Aku berusaha mengkaji

kembali pernbahasan Ghasha6 dalam Al Buwaithi tersebut, dimana

kesimpulan di dalamnya memuat kemungkinan ifu berdasarkan

makna implisit lmafhunlt da;. nash AsySyafi'i, bukan berdasarkan

makna eksplisit. Dmana rnakna imlplisit tersebut bukanlah

pegangan pendapat Snng kuat.
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hnu Ar-Rif'ah berkata, Bahwa Asy-Syafi'i jelas berpedoman
pada pendapat ini dalam pembahasan Ghasha6. Adapun jika hak
khi5nr yang diberikan kepada pembeli itu adanya sebelum

membayar tebusan sang budak, hnu Ar-Rif'ah berkata: Lebih
tepahya khiyar itu tetap diberlakukan, baik kita mengatakan
pemilik budak laki-laki tersebut terikat kewajiban menebusnya atau
tidak. Dimana pendapat yang benar adalah seperti pendapat yang

dia sampaikan.

Hal ini jika dia mengatakan: Bahwa jina3nh mumi ifu
bukanlah cacat; adakalanya jika bertobat atau tidak terjadi
pengulangan. Adapun bila jinagah itu dikatakan sebagai sebuah

cacat, maka jinaSah ifu sudah cukup untuk membuktikan
berlakunya hrik khiyar bagi pernbeli.

Cabang' Apabila seseorang menjual budak laki-laki dan
sama sekali tidak ada jinayah gnng dilakukannla, akan tetapi dia
telah menggali sebuah sumur dalam kondisi melampaui batas

sebelum jualbeli, lalu budak laki-laki itu tergelincir masuk ke dalam
sumur tersebut, siapakah yang wajib menanggungnla setelah jual

beli?

Kasus ini lebih menyenrpai kasus; iika budak laki-taki itu
melakukan jina5nh llang menetapkan akibat hukum qishash,

kemudian setelah jual beli itu berlangsung, dia diampuni dengan
syarat menggantinln dengan harta. Ketemngannya telah
dikemukakan.
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Beberapa cabang: Menyetubuhi budak perempuan yang

melakukan jinayah bukanlah merupakan bukti kesanggupan

membayar tebusan bagi pemilik yang hendak membayar tebusan.

Dalam kasus ini, ada pendapat lain yang disebutkan dalam

pembahasan beraga m diat dan Ar-Rafi'i.

Jika seseorang berkata kepada budak laki-laki miliknya:

Apabila awal bulan ini telah tiba, maka kamu adalah orang yang

merdeka. [.alu budak laki-laki tersebut melakukan jinayah,

kemudian saat awal bulan telah tiba, maka budak laki-laki itu

merdeka dan pemilik tersebut terikat kanrajiban membayar tebusan

itu. Al Qadhi telah menyampaikannya dari Ar-Rafi'i dalam bab

budak perempuan lrang memendam dirinya.

Jika seseorang berkata, "Apabila kamu masuk mmah,

maka kamu adalah orang yang merdeka,' lalu dia melakukan

jinayah, kernudian dia masuk rumah, maka pengganti iinayah

tersebut berkaitan erat dengan tanggungan yang dibayar kemudian

oleh pihak yang memerdekakan.

Perbedaannya adalah, bahwa dalam kasus yang disebutkan

terakhir ini, dia merdeka melalui perbuatannya sendiri, sementara

dari pihak pemilik budak laki-laki tidak pemah ditemukan

perbuatan apapun. sedang dalam kasus yang pertama, dari budak

laki-laki itu tidak pemah ditemukan perbuatan apapun, sehingga

pemilik budak laki-laki adalah orang yang menghilangkan hak

miliknya melalui pemerdekaan yang ditangguhkan.

Sama halnya dengan kasus, bila seseorang berkata: "Bila

Zaid telah tiba, maka kamu adalah orang yang merdeka," maka

tidak ada perbuatan apapun dari budak laki{aki tersebut'
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hnu Ar-Rif'ah berkata: Seharusnya bila berpedoman pada
pendapat kami, pitu tidak berlanjuhya pemerdekaan budak laki-
\ah yang me\alnrkan jinayah, di samping bahwa perhmbangan
pemerdekaan yang bergantung dengan kondisi sifat itu, budak laki-
laki tidak dihukumi merdeka, jika terbukti pengganti jinayabnya
mengurangi nilai jual diri budak tersebut, lantas apakah hukumnya
seperti yang telah dikemukakan? Dimana jual beli tersebut tidak
tercegah kecuali dalam kadar pengganti jina5nli?

Kesimpulan yang nampak dari rasrl Asy-Syafi'i adalah
pendapat yang pertama. hnu Ar-Rif'ah mengubah hasil analisa
fikih perbedaan pendapat, dia berkata: Al Ghazali telah
menyebutkan dalam bab Zakat dimana dia juga menguatkannya
Dengan pendapat kelompok ulama lrak Bahwa penjualan budak
laki-laki yang melakukan jinajnh ifu sama seperti penjualan harta
peninggalan ma5ryit oleh ahli waris sebelum pelunasan utang si

ma54,nt tersebut.

Di samping ifu, Ar-Rafi'i dalam bab wasiat ketika
membicarakan tentang tahapan yang terjadi dalam berbagai

finayah, (dia berkata): Bila seorang budak laki-laki !/ang
kemerdekaannya ditangguhkan itu melakukan jinalah dan korban
jinayah itu mengampuninya, dimana pemilik budak laki{aki
tersebut meninggal dunia; bila para ahli waris meluluskan
wasiatn5n, maka hukumnya sudah jelas. Jika Udak, maka
kemerdekaan budak laki-laki tersebut berlanjut dalam sepertiga
harta peninggalannSa, dimana budak laki-laki tersebut bebas ketika
diri budak itu masih ada keterkaitan dengan hak lain.

Al Imam Haramain menlrampaikan indikasi pendapat lain
dalam masalah ini, sebagaimana sebagian dari budak laki{aki yang
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diierahkan sebagai jaminan atas utang (maihun) yang tidak dapait

bebas selama masih ada sebagian utang yang belum dilunasi.

Pelajaran penting: Para ulama sepakat apabila di dalam

genggaman budak laki-laki tersebut terdapat harta, dimana dia

diizinkan bahwa utang itu menjadi tanggungan harta miliknya,

sementara jina3ah itu merupakan tanggungan dirinya, maka bila

diri budak tersebut sulit untuk menanggung beban iinayah ifit,

maka tidak dikembalikan kecuali kekayaan yang ada dalam

genggamannya. Demikian juga bila kekayaan yang ada dalam

genggamann5a itu tidak cukup unttrk melunasi utang tersebut,

maka tidak dikernbalikan pada diri budak itu-

Cabang, Apabila seseorang membeli budak laki-laki dan

pada dirinya terdapat sakit atau luka-luka, tiba-tiba kondisi itu

semakin pamh di tangan pembeli, dimana dia tidak pemah

mengetahui hal itu, kemudian dia mengetahui ketika sakitnya

sangat memprihatinkan, Al Qadhi Abu Ath-Tha5ryib berkata: QiWs

pendapat Abu Bakar bin Al Haddad Al Mishri adalah

memposisikan penambahan sakit atau luka itu seolah-olah seperti

penambahan yang terjadi di tangan peniual, dimana pembeli

diberikan hak khigruntuk mengembalikan dan meminta kembali

semua uang pembelian tersebut-

sernentara bila berpedoman pada pendapat ulama

madzhab kami lainn5a, yaihr berhambahnya sakit di tangan pembeli

ifu menghalangi pengembalian budak tersebut, dia berhak

menuntut (penjual) agar menanggung ganti rugi yang besamnnya

disesuaikan dengan selisih antara nilai tukar budak laki-laki dalam

I
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kondisi utuh dan'cacat. Sebab akibat cacat 5nng terjadi di'tangan
penjual bukanlah penambahan Sang timbul di tangan pembeli.

Karena penambahan sakit atau luka itu timbul disebabkan

oleh sakit yang terjadi ketika di bawah kepemilikan penjual,

sehingga dalam kasus ini, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-
Syafi'i, sama seperti pemotongan tangan dalam kasus tindak
pencurian.

Apabila pembeli tidak mengetahui kondisi sakit atau luka
sampai merenggut jiwanya, maka bila berpedoman pada pendapat

hnu AI Haddad; jual beli tersebut menjadi berakhir (tidak berlaku
lagi) dan dia berhak menuntut kembali uang pembeliannyra.

Sementara bila berpedoman pada pendapat hnu Suraij dan Abi
Ali, bahwa jual beli itu udak berakhir (batal) dan dia berhak
menuntut ganti ruE sakit atau luka tersebut.

Apabila seseorang membeli budak perempuan yang tengah
hamil dan dia tidak pemah mengetahui kehamilan tersebut sampai
budak perempuan itu meninggal dunia akibat melahirkan,
diriwayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, bahwa dalam kasus

ini terdapat dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang

berbeda.

AsgpSyirazi *u berkata: Apabila seseor.rng
membeli budak lah-laki yang murtad, lalu dia diehsekusi
mati di bawah kepemilikanngra, maka dalam
pennasalahan pembelian budak lald-lah yang murtad
ifu, ada dua pendapat ulama madztrab AqlSyafi'i yang
berbeda.
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Menurut pendapat mitik Abu Ishaq, iual beli itu 
I

berakhir (batal; tidak berlaku Lgt), dimana dia berhak 
I

menuntut kembali uang pembelian tersebut. Sementara 
I

bila berpedoman pada pendapat Abu Al Abbas dan Abu 
I

Ali bin Abu Hurairah; iika pembeli benar-benar 
I

mengetahui kondisi murtad itu, maka dia tidak berhak 
I

menunfut ganti rugi kematian tersebut, namun bila dia 
I

tidak mengetahui hal itu, maka dia berhak menuntut 
I

ganti rugi kematian itu. Alasan kedua pendapat tersebut 
I

seperti yang telah kami sebutkan dalam pembelian 
I

budak laki-laki yang melakukan iinayah secara sengaia- 
j

I

Penielasan:

Penjualan budak laki-laki yang murtad hukumnya sah

menunrt pendapat madzhab. Ini sama seperti penjualan budak

laki-laki yang sakit hampir mendekati kematiannya'

Diriunya&an dari Asy-Syaikh Abu Ali seperti pendapat lain

yang diceritakan, bahwa penjualan budak laki-laki yang murtad itu

tidak sah, berdasarkan hasil analisa fikih dari perbedaan pendapat

mengenai budak laki-laki yang melakukan iinagh'

Pendapat masyhurmadzhab Asy-Syafi'i memastikan seperti

pendapat yang pertama. Demikian juga budak laki-laki yang

melakukan jinayah itu di-qiya*l<an pada budak laki-laki yang

murtad, dimana indikasi tentang perbedaan kedua masalah itu

telah dikemukakan sebelumYa-

Karena tubuh budak laki-laki yang melakukan jina3nh rfrt

telah menjadi milik orang lain dan dia berhak memberi
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pengampunan dengan syarat menggantinya dengan denda berupa

harta, sehingga unsur keterkaitan denda berupa harta ifu
terpenuhi, lain halnya dengan budak laki{aki yang murtad.

Al Qadhi Husain berkata: Pendapat yang telah disebutkan
di atas keliru, karena Asy-Syafi'i t€as menyatakan bahwa
penyerahan budak laki-laki yrang murtad dan yang melakukan
tindak pembunuhan sebagai jaminan utang (Rahnl itu hukumnya
diperbolehkan, sehingga bila kita mernbuat funrnan masalah
berdasarkan sahnya rahn tersebut, lalu dia melakukan tindak
pembunuhan sebelum penyerahan hak kepemilikan kepada
pembeli, maka hansaksi jual beli ini menjadi berakhir (batal),

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Apabila budak laki-laki lnng murtad itu dieksekusi mati di
tangan pembeli karena kemurtadan lang lebih dahulu ada

dibanding transaksi jual beli tersebut, maka jawabannya seperti
perbedaan pendapat lrang telah dikemukakan dalam kasus;
pembelian budak laki-laki yang melakukan jinayah, ini menumt
pendapat Abu Ishaq dan hnu Al Haddad. Sementara nash Asy-
Syafi'i di atas menlatakan bahwa jual beli itu menjadi berakhir
(batal) dimana pembeli berhak menuntut pengembalian uang
pembelian budak itu, ini jika pembeli merupakan orang yang tidak
mengetahui kondisi kemurtadann5a tersebut.

Sementara dalam kasus; pembelian budak laki-laki Snng
murtad bila pembeli seorang yang mengetahui hal tersebut, di sini
ada dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i. Asy-Syirazi, Asy-
Syaikh Abu Hamid dan Abu Ishaq berpendapat bahwa ketenhran
hukumnya memang demikian. Karena alasan inilah, dia
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menyampaikannya secara mutlak dalam kasus pembelian budak

laki-laki yang murtad.

hnu Al Haddad berpendapat, ini menrpakan pendapat

yang paling shahih, seperti yang telah dikemukakan, bahwa jual

beli tersebut tidak berakhir (batal) dan pembeli tidak berhak

menuntut pengembalian apapun.

Al Imam Haramain berkata: Pendapat yang lebih

mendekati kebenaran dari beberapa pendapat di atas adalah,

pendapat yang menyatakan bahwa jual beli tersebut menjadi

berakhir (batal) secara mutlak, seperti yang disampaikan oleh Asy-

Syirazi, dimana dia mengatakan dengan mauquf (belum ada

kepastian hukum) sampai benar-benar dikatakan bila budak laki-

laki png murtad itu telah dieksekusi mati, maka kita dapat

memastikan penjualannya tidak sah. Jika dia telah kembali

memeluk Islam, maka kita dapat memastikan bahwa penjualan

sang budak tersebut hukumnya sah. Al Imam Hammain berkata:

Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang berpendapat

demikian.

Adapun bila berpedoman pada pendapat Ibnu Suraij dan

hnu Abi Hurairah, maka jika pembeli mengetahui kondisi

kemurtadannya itu, maka pembeli sama sekali tidak berhak

menuntut pengganti kematiannya. Karena kemurtadan itu adalah

jenis cacat, dimana dia telah rela menerimanla.

Sementara bila dia tidak pernah mengetahui, maka dia

berhak menuntut ganti rugi kematian budak laki-laki yrang murtad

itu, ini sama seperti saat kesulitan merealisasikan pengembalian

obyek jual beli, sehingga dia berhak menuntut ganti rugi cacat

awal, sama seperti seluruh jenis cacat lainnya. Sehingga budak
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tersebut harga indeksnya harui ditenfukan dalam kondisi murtad

dan selain murtad. Dia juga berhak menunfut ganti rugi sesuai

dengan selisih harga indeks antara kedua harga tersebut, yang

dihitung dari uang pembelian.

Ulama madzhab kami berkata: Apabila muncul pertiangaan:

Budak laki-laki yang murtad itu dieksekusi mati karena dia tetap
mernpertahankan kemurtadann5a, dimana hal itu berlanjut di
tangan pembeli.

Jawabannla adalah, bahwa budak laki-laki yang murtad itu
dieksekusi mati disebabkan oleh kemurtadan yang lebih dahulu ada

dibanding transaksi jual beli tersebut, sebab jika seseorang

membunuhnya sebelum memerintahkannya bertobat, maka dia

tidak menanggung resiko kematiannya. Jadi berlanjutnya

kemurtadan sang budak tersebut tidak menetapkan akibat
hukuman mati, tetapi hanya merealisasikan hukuman png urajib

dijatuhkan atas dirinya.

Asy-Syirazi e berkata: Apabila budak laki-lalri
tersebut melakukan tindak pembunuhan dalam kasus
perampokan (Muharabahl, dimana hukuman mati ihr
sudah menjadi keputusan yang pa$, maka Aslrqpih*r
Abu Hamid Al Isfirayini e menyebutkan dalam At-
Ta'liq, Jual beli itu hukumnyra batal, karena tidak ada
manfaat sama sekali dalam pembelian budak laki-laki
tersebut, sebab dia adalah orang lnng berhak menerima
hukuman mati tersebut, sehingga penjulannya tidak
sah, sama seperti binatang melata-
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Guru kami Al Qadhi Abu Ath-Thavvib berkata:

Penjualannya sah, karena dalam pembeliannya masih

memiliki manfaat, yaifu memerdekakannya, sehingga

penjualannya dihukumi sah, sama seperti (peniualan)

budak laki-laki yang tumpuh kedua kakinya-

Jadi, bila berpedoman pada pendapat guru kami

ini, bila dia dieksekusi mati di tangan pembeli, maka

hukumnya seperti seorang yang melakukan tindak
pembunuhan berencana dalam selain kasus

perampokan. Kami telah menjelaskan hukum budak

laki-laki yang melakukan tindak pembunuhan

berencana.

Penielasan:

Apabila budak laki-laki ihr melakukan pembunuhan dalam

kasus perampokan, maka jika dia bertobat sebelum dia tertangkap,

maka hukuman qishash dalam kasus ini sudah menjadi kepufusan

yang pasti, bahkan hukuman itu langsung diserahkan kepada wali

korban pembunuhan tersebut. Hukum dalam tindak pembunuhan

ini seperti yang telah dikemukakan dalam jinayah seorang budak

laki-laki.

Apabila dia tertangkap sebelum bertobat dan kami

mengatakan: Hukuman itu gugur akibat bertobat setelah

tertangkap, maka ketentuan hukumnya demikian (hukuman itu

gugur).
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Sementara bila kami mengatakan: Hukuman mati itu tidak

gugur karena bertobat, maka ada tiga riwayat pendapat yang

berbeda.

Riwayat Pendapat pertama: Asy-Syaikh Abu Hamid

berkata: Hanya ada satu pendapat; tidak boleh menjualnya.

Karena hukuman mati adalah kepufusan yang sudah pasti baginya.

Budak laki-laki yang melakukan pembunuhan dalam kasus

perampokan ini tidaklah sama dengan budak laki-laki yang sakit,

yang murtad, dan budak laki-laki yang melakukan tindak

pembunuhan selain dalam kasus perampokan, sebab masih ada

harapan sembuhnya budak laki-laki lnng sakit ihr, kembali masuk

Islamnya budak laki-laki yang murtad dan pengampunan lang
diberikan kepada budak laki-laki yang melakukan pembunuhan

selain dalam kasus perampokan-

AI Mahamili sependapat dengan Asy-Syaikh Abu Hamid

dalam Al Majmu'. Ar-Rafi'i mengaitkan riwalnt pendapat ini

kepada hasil ijtihad Asy-Syaikh Abu Hamid dan ulama yang satu

tingkatan dengannya. Sementara Al Imam Haramain dan ulama

lainnya mengaitkan pendapat ini pada pendapat Abu AMillah Al

Husain.

Sepengetahuanku (As-Subki), dalam Ta'liq Abu Hamid

tidak ditemukan alasah tidak adanya manfaat dalam pembelian

budak laki-laki yang melakukan pembunuhan dalam kasus

perampokan tersebut, bahkan eksekusi mati sudah menjadi

keputusan yang pasti. Sehingga bisa saja dia mengatakan manfaat

ini ada, sekalipun tidak langgeng, maksudnya bahwa, hukuman

mati ifu tidak serta merta dapat tertebas dengan memerdekakan

budak laki-laki yang tergolong ke dalam ibadah kepada Allah
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Tabla yang tidak dimaksud tercebut. Adapun soal utang, posisinya

langgeng, maksudnla bahwa utang bisa bebas dengan

memerdekakan untuk fujuan ibadah dan berbagai manfaat dunia

dan akhirat.

. hnu Abi Ashrun memilih pendapat yang disampaikan oleh

AsySyaikh Abu Hamid, dimana dia mernastikan berpegang pada

pendapat ifu dalam Al Murcyid, dia berkata: Ketentuan bolehnya

memerdekakan budak laki-laki yang melakukan tindak

pembunuhan dalam kasus perampokan, fidak sertia merta menjadi

bukti dalil yang membolehkan penjualannya, ini terbukti pada

budak laki-laki yang kabur dari hrannya dan tidak diketahui

keberadaantrla, maka tidak boleh diperjualbelikan. Maksud yang

terkandung dalam bolehnla memerdekakan budak laki{aki itu
adalah, bahwa di balik memerdekakan budak tersebut tersimpan

kekuatan pembebasan dan sifat kedermawanan.

Riwayat Pendapat kedua: Pendapat ini disampaikan oleh Al

Qadhi Abu Ath-Thagrib, bahua penjualan budak laki{aki yang

melakukan tindak pembunuhan dalam kasus perampokan ihr sama

dengan penjualan budak laki-laki yang melakukan jinayah, yaittr

jinayah yang dilakukan secara berencana. Jadi, penjualannyra

dihukumi sah menumt pendapat lnng paling shahih. Alasan

riwayat pendapat ini seperti yang telah disebutkan oleh Asy-

Syimzi. Dimana kamu telah mengetahui pendapat yang

membantah alasan ini.

Riwayat Pendapat ketiga, Riwayat pendapat ini merupakan

riwayat pendapat yang lebih diunggulkan menurut kebanyakan

ulama. Bahwa penjualanqn itu sama dengan penjualan budak laki-

laki yang murtad. Tidak diragukan lagi bahun riwayat Pendapat
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ketiga ini lebih diunggulkan daripada pendapat yang disampaikan

oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Karena iinaph yang dilakukan

secara sengaja terkadang beralih ke harta. Berbeda dengan budak

laki-laki yang murtad.

Akan tetapi, penyamaan budak laki-laki yang melakukan

tindak pembunuhan dalam kasus perampokan ini dengan budak

laki-laki yrang murtad, ditentang oleh pendapat yang telah aku

kemukakan, yaitu bahwa budak laki-laki yang murtad itu masih

diharapkan bisa tetap memeluk Islam, berbeda dengan budak laki-

laki yang melakukan perampokan dan sudah divonis hukuman

mati. Tidak diragukan lagi bahwa penjualannya lebih tepat

dihukumi tidak boleh daripada penjualan budak laki{aki yang

murtad ifu.

Pembahasan yang tersisa adalah, soal manfaat

memerdekakan dalam kasus ini. Apakah manfaat tersebut adalah

tujuan yang dimaksud dari pembelian budak laki-laki, dimana unhrk

mencapainya hams difukar dengan berbagai harta yang menjadi

sasaran utama penjualan budak laki-laki tersebut? Sehingga

manfaat; seperti penjualan budak laki-laki Snng murtad- Dimana

menunrt pendapat yang masyhur dihukumi sah- Dalam menjawab

pertanyaan ini, akan disampaikan keterangan yang diriwayatkan

oleh Abu Ali.

Jenis manfaat seperti ini tidak menentukan sah tidaknya

jual beli. Jadi, pendapat yang diceritakan Abu Ali ini mendukung

pendapat yang disampaikan AsySpikh Abu Hamid- Namun

dalam jawaban ini, perlu ditelit kembali. Yang paling mendekati

kebenaran adalah yang pertama, karena memerdekakan budak

bagaimanapun kondisinya, tetap di dalamn5a mengandung pahala,

Al Majmu'garah,il luluhadzdzab ll 669



dimana pahala ifulah Snng menjadi tujuan yang dimaksud serta

hanya dapat dicapai dengan menyerahkan sejumlah kekayaan.

Kesimpulannya, bila berpedoman pada riwayat pendapat Al

Qadhi Abu Ath-Tha5ryib, hukumn5ra seperti budak laki-laki yang

melakukan pembunuhan berencana selain dalam kasus

perampokan. Penjelasan detailnSn telah dikemukakan.

Sementara bila berpedoman pada riwayat pendapat yang

disampaikan oleh Ar-Rafi'i: Bahwa riwayat pendapat tersebut

merupakan riwayat pendapat grang lebih diunggulkan menurut

kebanyakan ulama. Budak laki-laki lang melakukan pembunuhan

dalam kasus perampokan tersebut, sama dengan budak laki-laki

yang murtad (laitu penjualannSra yang sah). Penjelasan detailn3n

juga telah dikemukakan. Sedangkan bila berpedoman pada riwayat

pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid, jual beli itu hukumnya batal,

dimana tidak ada komentar jawaban yang lain.

Asy-Syirazi xg berkata: Apabila seseorang menjual

suafu barang dengan qnrat terbebas dari resiko cacat
barang, maka dalam kasus penjualan seperti ini ada dua
riwalnt pendapat yang berbeda-

Riwapt Pendapat pertama: Ini merupakan
pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri: Bahwa masalah
penjualan seperti ini, ada tiga pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama: Penjual tersebut terbebas dari
resiko segala jenis kecacatan, karena cacat tersebut
menrpalran jenis cacat yang mana pembeli rela
meneriman!,81, sehingga peniual itu terbebas dari resiko
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cacat barang, sebagaimana iika dia menggantungkan

penjualan barang tersebut pada qnrat itu-

Pendapat kedua: Penjual tersebut tidak terbebas

dari resiko safu dari segala jenis cacat, karena qnrat
tersebut merupakan syarat yang keberadaannya hanya

menguntungkan salah satu dari kedua pihak yang

mengadakan transaksi jual beli. Jadi, jual beli itu tidak

sah beserta dengan ketidaktahuan syarat tersebut, ini
sama seperti masa penyerahan obyek jual beli yang

fidak diketahui dan penyerahan barang sebagai jaminan

atas utan S (Rahnl yang tidak diketahui (masa pelunasan

utangnya).

Pendapat ketiga: Peniual tidak terbebas kecuali

dari safu jenis kecacatan, lraifu cacat yang samar dalam

obyek jual beli ienis hewan, dimana peniualnya sendiri

tidak mengetahui cacat tersebut-

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan

oleh Salim, 'Bahwa ayahnya pernah meniual seor.rng

budak laki-laki muda seharga delapan ratus, dengan

syarat terbebas dari resiko seluruh kerusakan yang ada-

Lalu seor.rng pembeli menemukan cacat lnng
terdapat pada budak laki-laki . [-antas dia mengadukan
ayahnya kepada Utsman rg. [^alu Utsman berkata

kepada Ibnu (Jmar, 'Bersumpahlah kamu!

Sesungguhnya kamu telah menjualnya dan padan3n

sarna sekali fidak ditemukan penyakit apapun yang

kamu ketahui.' l-antas Ibnu Umar menolak bersumpah

dan memilih menerima kembali budak laki-laki muda
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tersebut, lalu sesudah ifu dia menjualnSna kembali
seharga seribu lima ratus.-

Hadits Salim ini membulrtikan bahwa penjual
terbebas dari resiko cacat lrang tidak pemah dia
ketahui, dan dia tidak pemah terbebas dari resiko cacat

lrang dia ketahui.

AqrSyafi'i a berkata: Alasan lainnya, karena

herpan berbeda dengan jenis objek jual beli Snng lain.
Sebab hewan tersebut tetap makan dalam kondisi sehat
maupun sakit, dimana berbagai watak hewan itu
cendemng berubah-ubah, serta jarang sekali hewan ifu
bersih dari kecacatan, baik yang nampak maupun lpng
sarnar-

Sehingga kebutuhan mendesak mendorong untuk
membebaskan diri dari resiko cacat samar lrang
terdapat pada hewan, karena fidak ada cara untuk
mengetahui hal ifu, dimana juga fidak ada cara unfuk
memberitahu pembeli akan cacat yang samar tersebut.

Alasan ini tidak dijumpar dalam cacat lrang
nampak dan tidak pula dalam cacat lpng samar dalam
objek jual beli selain hewan. Sehingga membebaskan
diri dari resiko cacat seperti itu tidak boleh dilakukan
sekalipun tidak diketahui.

RiwaSnt Pendapat kedua: Bahwa masalah
penjualan suatu barang secara bersyarat ini hanya ada
satu pendapat. Yaifu bahwa penjual terbebas dari resiko
cacat yang samar dalam objek jual beli berupa heuran,
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yang penjual fidak mengetahuinya, dimana dia tidak
terbebas dari resiko selain cacat yang samar.

Orang yang meny:tmpaikan pendapat ini telah
melakukan interpretasi terhadap pendapat yang
indikasinya telah dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, yaitu
terkait dua pendapat yang lainnya. Hanya saja orang
yang menyampaikan pendapat ini meriwayatkan
pendapat yang indikasinya telah dikemukakan As!r-

Syafi'i ifu dari selain AglSyafi'i, sementara dirinya
sendiri tidak memiliki pendapat seperti itu-

Kesimpulannya, bila kita mengatakan bahwa
syarat dianggap batal, maka apakah jual beli itu juga
dihukumi batal?- Dalam menjawab pertanyaan ini, ada
dua pendapat ulama ma&hab Ag;-Syafi'i:

Pendapat pertama: Jual beli tersebut tidak batal,
namun objek jual beli itu boleh dikembalikan, hal ini
sesuai dengan hadits Utsman ,& di atas, karena pembeli

boleh melaniutkan jual beli tersebut-

Pendapat kedua: Jual beli tersebut dihukumi
batal. Karena syarat ini menuntut adanya pengurangan
bagian dari uang pembetian, y.rng penjual abaikan demi
terpenuhinya qlarat tersebut, lalu bila s};arat ifu gugur
(batal), maka pembeli waiib mengembalikan bagian dari
uang pembelian tersebut, yang pembeli telah abaikan
(tidak diambil) disebabkan adanln persyaratan itu-

Sementara itu bagran yang diabaikan (fidak
diambil) itu jumlahnya tidak diketahui, dimana jumlah
yang tidak diketahui bila digabungkan dengan jumlah
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yang diketahui, maka kesemuanya menjadi tidak
diketahui, sehingga u:rng pembelian itu menjadi tidak
diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, transaksi jual beli
ini menjadi rusak (fasid-Wallahu a'lam.

Penielasan:

Pasal ini adalah bab tersendiri, Al Muzani dan ulama

madzhab kami membuat bab pasal ini dengan judul Bai' Al
Bam'ah (Jual beli disertai syarat terbebas dari resiko kecacatan).

Namun kebanyakan dari ulama madzhab kami

memasukkan pasal ini ke dalam bab pengembalian karena cacat;

Radd bi Al Aib. Karena, pasal ini termasuk dalam sejumlah

masalah yang terkandung dalam bab ini.

Keputusan yang diambil Utsman ini telah diriwayatkan oleh

Malik dalam Al Muowththa' dan Yahya bin Sa'id dari Salim.

Redaksinya, "Bahwa AMullah bin Umar menjual budak laki-laki

muda miliknya seharga delapan rafus dan dia menjualnya dengan

syarat terbebas (dari resiko kecacatan).

lalu orang yang membelinya berkata kepada Abdullah bin

Umar: Pada budak laki-laki ini ditemukan penyakit yang fuan tidak
pemah memberitahukannya kepadaku. lalu mereka berdua

mengadukan perselisihan ifu kepada Utsman bin Affan.

l-antas seorang pembeli berkata: Dia telah menjual

kepadaku seorang budak laki-laki, dimana pada budak laki-laki

tersebut ditemukan penyakit yang dia tidak pemah

memberitahukannya kepadaku.
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Abdullah bin Umar berkata, Aku menjualnya dengan syarat

terbebas (dari kecacatan). Lalu Utsman bin Affan menjatuhkan

keputusan kepada Abdullah bin Umar agar dia bersumpah untuk

membuktikan penyakit ifu, sesungguhnya dia benar-benar telah

menjual kepadan3a seorang budak laki-laki, dimana pada budak

laki-laki tersebut sama sekali tidak ditemukan penyakit yang dia

ketahui.

lalu Abdullah bin Umar menolak agar dia bersumpah, dan

dia mernilih menarik kembali budak laki-laki itu. [.alu sesudah

penarikan kembali budak laki-laki itLr, Abdullah bin Umar

menjualnya kembali seharga seribu lima mhrs dirham." (HR. Al

Baihaqi dalam Sunan milikryn dan juga dalam Al Ma'ifat dari

riwayat Malik juga dengan redaksi png sama).

Di dalam riwayat Ta'liq Asy-Spikh Abu Hamid dan ulama

lainnya dari kalangan fuqaha', disebutkan bahwa pembeli dari

hnu Umar adalah Zaid bin Tsabit. Keduanya adalah para pihak

yang mengajukan perselisihan di antara mereka kepada Utsman.

Menumt sebuah riwayat PenSpkit tersebut hilang ketika

berada di bawah kepemilikan Abdullah, dimana budak laki-laki itu

telah sembuh kembali dari penpkit. hnu Umar berkata: Aku

memilih mengabaikan sumpah tersebut karena Allah Ta'ala, lalu

Allah menggantiku (dengan harga yang lebih tinggi).

Telah diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dan hnu Umar

bahwa mereka berdua berpendapat, sSnrat tertebas dari segala

jenis cacat itu hukumnya diperbolehkan. Namun sanad sandaran

hadits ini dha'if.

Al Baihaqi berkata: Hadits di atas diriwayatkan oleh $nrik
dari Ashim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir, dari Zaid bin
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Tsabit dan Ibnu Umar. Yahya bin Ma'in berkata: Hadits Syarik dari
Ashim bin Abdullah dari Zaid bin Tsabit: "Terbebas dari segala
jenis cacat adalah terbebas (dari segala resiko cacat)," benar-benar
tidak dapat dibuktikan sumbemya. Syarik meriwayatkannya secara
ghariib. Dimana dalam catatannya tertulis dari Asy'ats bin Siwar.

Abdullah pemah ditanya tentang hadits Syarik dari Zaid bin
Tsabit mengenai jual beli dengan syarat terbebas dari resiko
kecacatan, lalu dia menjawab: Syarik menyampaikan jawaban yang

berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam catatannya.
Dimana kami sama sekali tidak menemukan hadits ini.

Al Baihaqi berkata: Bahwa hadits yang lebih unggul, telah
diriwayatkan oleh Syarik dalam bab ini yaitu hadits Salim, hadits
yang disebut-sebut bersumber dari riwayat Malik mengenai
kepufusan hukum Utsman.

Diriwayatkan dari Sytrraih Al Qadhi, "Bahwa penjual Udak

terbebas dari penyakit itu sampai dia memberitahukan kepadanya
tentang penyakit tersebut. Jadi, penjual harus berkata: Aku
terbebas dari resiko (penyakit; kecacatan) ini dan itu."
Diriwayatkan pula dari Syuraih, "Penjual tidak terbebas sampai dia
meletakkan tangannya di atas penyakit tersebut."

Ketemngan yang sama telah diriwayatkan dari Atha bin Abi
Rabbah, Thawus dan Al Hasan. Diriwayatkan dari Abi Utsman Al
Hindi, dia berkata: Sepengetahuanku mereka (para sahabat) tidak
membolehkan persSnratan (terbebas) dari penyakit itu kecuali
penyakit yang benar-benar ada dan kamu telah meletakkan
tanganmu di atas penyakit itu.

Abu Utsman Al Hindi menrpakan seorang yang sangat tua
usianya, dia pemah menjumpai semua sahabat nabi, dimana
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hanya sedikit sahabat yang dia tidak pemah jumpai. Sanad yang

disandarkan kepadanya mengenai hadits ini kualitasn5n sangat

baik.

Diriwayatkan dari hnu Sirin, "Bahwa penjual tidak terbebas

kecuali dari cacat yang dia sebutkan dan beritahukan." Inilah

komentar mengenai masalah penjualan barang secam bersyarat,

ini merupakan penegasan hukum dari para sahabat dan tabi'in-

Adapun para ulama, mereka mengemukakan pendapat

yang beragam sesuai dengan ma&hab yang menjadi

pegangannya.

Pendapat pertama: Penjual tertebas dari segala kecacatan,

baik penjual itu mengetahuinya atau tidak mengetahuinya. Ini

madzhab Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Seperti yang diriwayatkan

dari hnu Umar dan Zaid.

Pendapat kedua dan ketiga: Penjual tersebut tidak terbebas

dari satu diantara sekian ban5nk cacat- Pemyataan mereka

beragam, di antaranla ada yang mengatakan: "Sampai dia

menyebutkannya." Ini merupakan ma&hab Ibnu Abi laila, Sufyan

Ats-Tsauri, Al Hasan bin Haryin dan Daud.

hnu Al Mundzir telah meriwagatkannya dari hnu Abi laila
dan Sufuan Ats-Tsauri dengan redaksi yang dibatasi seperti ini

(muqa5yafl. Selain ihr, hnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Al

Hasan bin Hayyin dan Daud dengan redaksi yang mutlak.

Kesimpulan lrang nampak dari jawaban mereka adalah

bahwa apabila cacat itu telah disebutkan, maka hal ihi sudah

menctrkupi (peniml itu te6€bas dari cacat), baik apakah cacat

tergolong jenis cacat yang dapat dilihat dengan nyata atau tidak.
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Pendapat ini sesuai Dengan pendapat yang disampaikan oleh Al
Qadhi Husain dari ulama madzhab kami, seperti ketemngan yang

akan disampaikan.

Pendapat ketiga: Penjual tidak terbebas dari cacat apapun
sampai dia meletakkan tangannya di atas cacat tersebut, seperti
yang telah dikemukakan dari Syuraih dan Atha'. Ini merupakan
madzhab Ahmad dalam sebuah riwayat darinya dan juga Ishaq.

Namun kemutlakan hukum ini lebih tepat diletakkan dalam cacat
yang memungkinkan untuk diketahui, seperti ulasan terperinci
yang akan dikernukakan oleh ulama ma&hab kami, seperti yang

akan disampaikan.

Tetapi pemyataan mereka: "Bahura penjual harus
meletakkan tangannya," jika maksud yang dikehendaki dari
pemlntaan tersebut adalah bahwa cacat itu diketahuinya secara

nyata, maka pendapat tersebut sama seperti pendapat ulama
madzhab kami dalam cacat ltang memungkinkan unfuk dilihat.

Sementara bila yang dikehendaki adalah makna eksplisitrya
yaitu meletakkan tangan di atas cacat Srang ada, maka ihr adalah
pendapat yang lain, dimana pendapat itu sangat jauh dari
kebenaran.

Pendapat keempat, kelima dan keenam: Penjual tidak
dapat terbebas dari cacat samar png dia tidak pemah diketahui,
khususnya dalam kasus halan, seperti pendapat Utsman. Ini
merupakan ma&hab Malik png telah dia sebutkan rrrda At
Muwatha' dalam bab ini.

Malik berkata: Ini menrpakan persoalan yang telah
disepakati di kalangan madzhab kami. Jadi, apabila seseorang

menjual budak laki-laki, budak perempuan yang mernpunyai anak,
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atau her,ruan dengan syarat terbebas dari kecacatan, maka dia

terbebas dari segala jenis cacat png terkandung dalam barang

yang dia jual.

Kecuali, dia mengetahui cacat Srang terdapat dalam barang

yang dijual itu. Jadi, bila dia mengetahui jenis kecacatan tersebut,

lalu dia menyembunyikannya, maka s5nrat terbebas dari cacat

tidak bermanfaat baginyra, dimana barang yang dia jual boleh

dikembalikan kepadanln.

Dari pendapat ini ketika dilakukan analisa, menurut ulama

madzhab kami, muncul tiga pendapat png berbeda, seperti yang

akan disampaikan insya Allah Ta'ala.

Pendapat ketujuh: Pendapat kedua Malik -hnu AMil Ban
berkata: Bahwa Malik kembali mengulang pendapatnya- yraitu

penjual tidak terbebas dengan syarat kecuali khusus dalam obiek

jual beli berupa budak. Jadi, dia terbebas dari cacat png dia tidak

ketahui dan tidak terbebas dari cacat png dia ketahui, png dia

sembunyikan.

Sebagian mereka membatasi pendapat ifu dengan jual beli

yang dilakukan oleh orang yang kerap berbuat keburukan, karena

orang yang kerap berbuat keburukan ifu membeli agar dia

memperoleh kannfungan. Adapun dalam sernua jenis heunn

lainnya dan selain haran, cacat tersebut sama sekali tidak dapat

dibebaskan dengan q,rarat di atas.

Pendapat kedelapan: Ini menrpakan Pendapat ketiga Malik.

Menurut sebuah riwayrat Bahwa Pendapat ketiga ini merupakan

pendapat yang dia ulang kernbali, bahwa penjual tidak dapat

mengambil manfaat dengan sgrarat terbebas dari cacat ifu kecuali

hanln dalam tiga kasus:
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Pertama: Penjualan oleh penguasa kepada orang yang
berhak mendapatkan harta rampasan perang atau atas nama
pihak yang jatuh pailit. sebagian mereka berkata: Atau (penjuaran

oleh penguasa) untuk menutupi utang-utang mayit.

Kedua: Kecacatan ringan yang khusus terdapat dalam
budak yang dimiliki oleh setiap orang.

Ketiga: Dalam cacat yang menimpa budak khusus dalam
soal garansi tiga hari.

Pendapat Kesembilan: Bahwa jual beli dihukumi batal,
seperti sebuah pendapat dalam madzhab AsySyafi'i, yang
merupakan hasil pengembangan atas pendapat yang kedua di
atas. Sepengetahuanku (As-Subki), tidak ada seorangpun dari
kalangan ulama salaf (sahabat, tabi'in) yang secara tegas
menyampaikannya kecuali, dari ma&hab kami dan sebagian
pengikut madzhab Zhahiri.

Apabila benar ada seseorang yang men5ampaikan
pendapat tersebut, tenfunya meletakkan tangan di atas cacat itu
adalah syarat yang mesti dilakukan (agar tertebas dari kecacatan),
seperti kesimpulan yang nampak dari jawaban Sytrraih dan ulama
lainnya. Pendapat madzhab totalnya ada sepuluh pendapat. Inilah
garis besar dari pendapat sejumlah madzhab yang ada.

Adapun jawaban detail madzhab kami, ulama madzhab
kami merniliki beragam pandangan lrang terpecah menjadi
beberapa riwayat pendapat:

Riwayat Pendapat pertama: Adalah riwayat pendapat yang
masyhur dari madzhab Asy-s5rafi'i di antara beberapa riwa5rat
pendapat yang ada. Dengan pendapat ini pula hnu Suraij, hnu Al
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Wakil dan Al Ishthakhri berpendapat: Bahwa terkait jual beli

barang yang bersyarat, ada tiga pendapat yang berbeda. Yaitu

ketiga pendapat yang telah disebutkan dalam l<ttab Al Muhadzdzab

ini.

Pendapat yang lebih diunggulkan dari beberapa pendapat

yang telah disebutkan di atas adalah pendapat yang ketiga dari

ketiga pendapat yang ada. Yaitu bahwa penjual terbebas dalam

penjualan he',r,ran dari jenis cacat yang penjual tidak ketahui; yaifu

benrpa cacat yang samar, bukan cacat yang nampak dan juga

selain cacat yang dia ketahui, yaitu cacat yang samar. Sementara

dalam penjualan selain hanran, penjual tidak tertebas dari cacat

tersebut dengan alasan apapun.

Kesimpulan riwayat pendapat ini adalah, bahwa dalam

kasus penjualan havan, ada tiga pendapat, sedang dalam selain

herpan ada dua pendapat. Pendapat ketiga tidak dapat

diberlakukan dalam selain ha;.ran, karena tidak memiliki bagian

yang samar. Seperti yang disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-

Thayyib, Al Qadhi Husain dan ulama lainnya.

Riwayat Pendapat keduar Pendapat yang memastikan

hanya Dengan pendapat png ketiga. hnu Khairan dan Abu Ishaq

Al Marwazi cendenrng memilih riwayat pendapat ini, seperti yang

diriwayatkan oleh Al Mawardi dan ulama lainnya.

hnu Abi Ashrun berkata: Riuaft Pendapat kedua ini

menrpakan pendapat 1nng paling slnhih. Al Imam Haramain

berkata: Riwayat pendapat ini lebih selaras Dengan pendapat Asy-

Syafi'i, di samping dia mengatakan: Pendapat yarg masyhur dari

madzhab Asy-Syali'i adalah riwayat pendapat yang pertama.

Dalam Al Mujarndlang dikutip dan Ta'liq AsySyaikh Abu Hamid
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disebutkan riwayat pendapat lrang bersandar pada mayoritas
ulama madzhab kami.

Riwayat Pendapat ketiga: Al Mawardi telah
meriwayatkannya dari hnu Abi Hurairah, bahwa penjual terbebas
dalam penjualan her,r,ran dari jenis cacat yang tidak diketahuinya,
bukan cacat yang dapat diketahui, dimana dia tidak terbebas dalam
selain hetr.ran dari cacat yang diketahui. Dalam cacat yang tidak
diketahui, ada dua pendapat ulama di dalamnya. Aku melihatnya
demikian dalam Ta'liq AbiAli Ath-Thabari dari hnu Abi Hurairah.

Riwayat Pendapat keempat: Hasil analisa dari pendapat

5nng dikutip AI Imam Haramain, yaifu pendapat yang menetapkan
ketiga pendapat di atas dalam penjualan hev.ran dan juga selain
he',r,an. Pendapat yang ketiga dari ketiga pendapat ini adalah
pendapat yang membedakan antara cacat yang diketahui dengan
cacat yang tidak diketahui.

Riwapt Pendapat kelima: Pendapat lrang memastikan
dalam penjualan her,r,ran dengan membedakan antara cacat lnng
diketahui dan yang Udak diketahui. Dimana pendapat ini
memberlakukan ketiga pendapat tersebut dalam selain hanran, ini
merupakan hasil analisa dari jauraban lang dikutip Salam, selaku
komentator kitab Al Mftah.

Riwayat Pendapat ketiga, keempat dan kelima memberi
kepastian hukum tidak adanSn perbedaan antara cacat yang samar
dan cacat yang nampak. Di samping ifu juga, ketiga pendapat
tersebut memberi kepastian pernberlakuan jawaban detail itu
dalam masalah jual beli selain hewan, dimana pada selain ha,,r,ran,

tidak memiliki bagian lrang samar, seperti yang telah dikemukakan
dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.
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Pendapat tersebut selaras Dengan pendapat yang

disampaikan oleh Al Imam Haramain, Al Mawardi dan Ar-Raf i,

bahwa di antara mereka ada yang hanya mempertimbangkan soal

diketahui atau tidaknya kecacatan itu. Sementara mayoritas

mereka menetapkan segala jenis cacat yang nampak dari her,r,ran

itu, seperti segala jenis cacat yang diketahui, karena mudah

mengamati dan menelitinya-

Al Imam Haramain berkata: Apabila seorang kolektor

hernan ihr menggabungkan jual beli heuran tersebut ke selain

har,ran, maka dalam kasus penggabungan ini, terangkum bebempa

pendapat yang berteda:

Pendapat pertama: Kontak jual beli sah secara

keseluruhan.

Pendapat kedua: Batal secam keselqruhan.

Pendapat ketigat Mernbdakan antara jual beli heuran dan

selain heunn.

Pendapat keempat: Me'rnbdakan antara cacat yang penjual

ketahui dan sembunyikan dengan cacat png tidak dia ketahui.

Kami telah menyebutkan sebagian cacat yang nampak dan

yang smar, sehingga berawal dari pobedaan pendapat di

kalangan ulama ma&hab kami inilah, dalam kasus penggabungan

ini muncul Pendapat kelima.

Al Ghazali dalam Al Basith berkata: Bahwa di dalam

masalah di atas terangkum tuiuh pendapat 37ang berteda:

Pendapat pertama: Satrrfia perqpratan tersebut secara

mutlak.
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'Pendapat kedua: Bataln3n perqpratan tersebut secara
mutlak.

Pendapat ketiga: Batalnya perq;aratan dalam cacat Spng
penjual telah diketahui dan juga sahn3za perqraratan dalam cacat
yang dia tidak pemah diketahui.

Pendapat keempat: Bataln5a persyaratan tersebut dalam
cacat png penjual telah diketahui, atau mudah mengetahui cacat
tercebut.

Pendapat kelima: Batalqn persyramtan tersebut dalam
peniualan selain heu,ran dan sahnya persyaratan itu dalam
penjualan haran.

Pendapat keenam: Batalnya persyaratan tersebut ketika dia
menlnmarkan cacat dan sahryn perqlaratan tersebut ketika dia
memperlihatkannlra secara nlrata.

Pendapat kefujuh: BatalnSn pers5aratan tersebut daram
cacat yang akan terjadi di barrah kepemilikan penjual ketika dia
menyebutkan kecacatan yang dirnaksud dan juga sahryn
persyaratan itu dalam selain cacat tersebut.

Menurutku (As-subki): Pendapat kerima di atas perlu diteliti
kembali, karena Pendapat kelima ini memberi kepastian sahn5a
persyamtan tersebut dalam penjualan heunn secaftl mutlak, tanpa
ada pemilahan. Hasil analisa atas keterangan yang terkandung
dalam Pendapat kelima ini, dapat dikatakan persyaratan tersebut
batal dalam penjualan selain heuran dan sah dalam penjualan
her,ruan dalam keadaan cacat, Sang penjual tidak pemah ketahui
cacat tersebut atau tidak mudah unhrk mengetahui cacat tersebut.
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' Pendapat kefujuh: Perqnratan tersebut sah. Hal ini sesuai

dengan keterangan lrang drampaikan dari AI Qadhi Husain,

sekalipun terjadi perbedaan pendapat yang disertai bukti

penjelasannya.

Pendapat Kdelapan: Persyaratan tersebut juga sah, hal ini
sesuai dengan keterangan yang akan disampaikan. Dalam lingkup
pendapat kedelapan ini, ada pemyataan yang menyatakan

batalnya persyaratan tersebut dalam cacat 37ang akan muncul di
tangan penjual, bila cacat tersebut disebutkan sekalipun stahrsnln

sekedar sebagai pelengkap.

Pendapat kesembilan: Batalnya transal<si jual beli itu. Faktor
yang memicu timbulnya beragam pendapat dari ulama madzhab

kami, seperti tercermin dalam beberapa riwayat pendapat yang

kita sedang bahas ini, bahwa AsySyafi'i, -seperti keterangan yang

telah diriwayatkan oleh Al Muzani dalam Al Mukhbshar,- berkata:

Apabila seseorcmg menjual kepada seorang pembeli suafu

barang dari jenis heunn dengan syamt terbebas dari kecacatan,

maka dalil yang aku jadikan pegangan adalah keputusan hukum
Utsman bin Affan rg5, bahwa penjual terbebas dari segala jenis

kecacatan lpng dia tidak pemah ketahui, dimana dia tdak
terbebas dari jenis cacat yang dia ketahui dan tidak perrnh
menyebutkaDng?, dimana dia juga tidak pemah

memberitahukannya kepada pembeli, karena bertaklid.

Alasan lain, hannn ifu mempunSni perbedaan dengan objek
jual beli selain heuan, karena her,rnn tetap makan dalam kondisi

sehat dan sakit, watak heunn ifu kerap bembah-ubah dan jarang

sekali heunn ifu terrbebas dari cacat yang sarnar atau yang

nampak.
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I
' Apabila QiSras tersbbut l&ih shahih, seandainya saja tidak

ada sesuatu yang telah kami terangkan, yaifu per&edaan hewan

dan lainn5ra, (maka tenfuryn) penjual tidak terbebas dari resiko

segala jenis cacat yang dia tidak pemah lihat, sekalipun dia telah

menyebutkannya s@ara lisan, karena segala jenis cacat itu

berbeda-beda, atau juga dia terbebas dari sqala jenis kecacatan.

Pendapat yang pertama merupakan pendapat yang paling shahih.

Nash in telah dikutip oleh Al Muzani dari lkhtilaf Al
Imqgyin dari kitab Al Umm. Karena pada Al Umm dalam bab Al
Ikhtilaf fi Al Aib (perbedaan pendapat seputar kecacatan), Asy-

Spfi'i berkata:

Apabila seseorang menjual seorang budak laki.laki atau

suatu barang dari jenis hanran, dengan syarat terbebas dari resiko

segala jenis keca@tan, maka iawaban yang kami ikut adalah

kepuhrsan hukum Utsman bin Affan rg. Yaitu bahwa penjual

terbebas dari setiap jenis cacat yang dia tidak ketahui dan dia tidak

pemah tertebas dari jenis cacat yang dia ketahui, dimana penjual

tidak pemah menyebutkannya serta memberitahukan cacat itu
kepada pembeli.

Kami memilih kepufusan hukum Utsman ini unhrk diikuti,

tiada lain karena bertaklid (mengikuti pendapat Utsman bin Affan),

di samping ifu di dalamn5ra terkandung safu dari sekian ban5rak

alasan 5nng membedakan heuran dengan objek jual beli selain

her,van. Yaifu bahwa sesuattr yang bempwa, tetap selalu makan

dalam kondisi sehat dan sakit, dan beragam watak bawaan hewan

ifu kerap benrbah-ubah, lnng rnna jarang sekali heuran ifu

tertebas dari kecacatan, baik lang samar maupun yang nampak.

Jadi, bila cacat ifu samar bagi penjual, lantas apakah kamu
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berpendapat kesarnaran cacat ifu membebaskan penjual dari cacat

tersebut?

Apabila cacat itu fidak sarnar baginlp, maka istilah segala

jenis cacat, khusus diperuntukkan bagi cacat lang mengurangl

(harga) objek jual beli; baik cacat itu estimasin3a sedikit maupun

banyak, baik itu kecil maupun besar. Pembagian (ganti rugi

kecacatan) ifu harus disesuaikan dengan cacat lang mengurangl

harga objek jual beli, penjual tidak terbebas dari cacat itu kecuali

dia memberitahukann3a kepada pernbeli.

Apabila qitns tersebut shahih, seandaianln saja tdak
taklid, dan perkara png telah kami terangkan, pifu pembedaan

heunn dengan selain hannn, (maka tenturyd pembeli tidak akan

membebaskan penjual dari resiko cacat png ada pada objek iual
beli (budak lakilaki dan hanran), dimana perniliknp tidak pemah

melihatryra.

Akan tetapi mengikuti keputusan hukum Utsman bin Affan

dan perkara yang telah kami terangkan, ifu lebih diprioritaskan, di

smping tetap bepegang pada apa yrang telah kami terangkan.

Inilah komentar AsySyafi'i A dalam lkhfrlaf Al lraqiyyin. fr
dalam komentar Asy-Syafi'i ini, ada tambahan penjelasan melebihi

nashyangtelah disampaikan oleh Al Muzani dari Asy-Spfi'i. Yaihr

perkataan AsyS5afi'i: "Budak laki-laki atau suatu barang dari jenis

hev,ran," karena di dalam perkataan ini terdapat keterangan Srang

tegas tentang penyarnaan dalam soal penjualan secara bersSarat,

antara budak laki-laki yang bisa menceritakan tentang kondisi

dirinya dan menjelaskan kepadangn tentang cacat yang terdapat

padanya, dengan selain budak laki-laki pitu jenis haran png
merna di dalam selain her,van ini tidaklah mungkin hal itu terjadi.

Al Mqfiru'SyoattAl lvfifiadzdzab ll OgZ



'Ini mempakan ketei.angan lnng sangat'berharga, dimana
keterangan ini tidak seperti yang aku pahami dan lkhtitaf N
Iraqig4tin, tentang penyebutan keterangan yang disampaikan oleh
AI Muzani pada bagian akhir, yaitu bahwa penjual tertebas dari
segala kecacatan, bila dia mengetahui segala cacat tersebut.

Karena mayoritas ulama madzhab kami berkata: Bahwa
komentar dari Asy-Syafi'i ini memberi kepastian adanya

ketidakpastian antara Pendapat pertama yang sesuai dengan

kepufusan hukum Utsman dan kedua pendapat yang disebutkan

terakhir, yang indikasinya telah dikemukakan oleh Asy-Spfi'i
melalui perkataannya: "Apabila Qiyas tersebut lebih shahih, jil<a

saja tidak ada perkara yang kami telah terangkan, penjual tidak
tertebas atau terbebas dari segala kecacatan." Jadi, masalah ini
ada tiga kasus yang berbeda.

Sebagian mereka ada yang menolak indikasi kdua
pendapat tersebut, Al Muzani berkata: Sekalipun Asy-Syafi'i telah

mengemukakan indikasi, tetapi dia memilih berpendapat sendiri,

dimana dia berkata: Jika saja tidak ada kepufusan hukum Utsman

dan pembedaan hanran dengan selain halan, tentunya qilps
seperti ini lebih shahih, narnun aku meninggalkan gitns tersebut

karena (bemsaha mendengar) pendapat Utsman dan adanln
pertedaan antara heuan dan selain heuran.

AI Qadhi Abu Ath-Tha$,ib berkata: Asygafi'i dalam

kitabnya lkhtilafuhu wa Malik (Pe6edaan pendapat antara Asy
Syafi'i dan Malik), berkata: Jika ada seseot?rng yang berpegangan

pada perrqntaan, bahwa apabila ses@ftmg menjual dengan sprat
terb€bas dari kecacatan, rnaka dia terbebas dari cacat yang dia

ketahui dan dari cacat yang tidak pernah dia ketahui, tentunln
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pendapat tersebut menjadi madzhab sendiri, yang dalil hukumnya

dapat ditemukan di dalamnln.

Pendapat ini menyenrpai pendapat Abu Hanifah. Asy-

S5rafi'i telah menyatakannln secaftr tegas dalam kitab ini.

Keterangan ini sekaligus menepis pendapat orang yang

mengatakan: Bahwa madzhab Asy-Syafi'i tidak mempunyai

pendapat Sang berteda dalam masalah jual beli secara bersyarat

ini, dimana madzhab Asy-Syafi'i mempunlni pendapat yang sama.

Inilah komentar Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Al Jauzi telah mengutip nash ini dari riua1nt Harmalah dan

Al Mawardi telah menyebutkan nash im, dimana dia berkata,

bahwa hnu l(hairan dan Abu Ishaq udak pernah menyatakan rasi
tersebut sebagai sebuah pendapat, karena 5rang masih

general-

Menurutku (As-Subki): Makna general dalam nash ini
terlihat dengan jelas. Aslrsyirazi dalam Al Lurna' telah

mengemukakan pendapat pribadinya, bahwa ketemngan seperti

ini tidak dapat diposisikan sebagai sebuah pendapat Asy-Syafi'i.

Namun lnng masyhur adalah riwa3rat pendapat yang menetapkan

sejumlah pendapat 1nng berbeda itu dari AsySyafi'i, sesuai

keterangan yang telah dikernukakan.

Di dalam Al Isftdzlar ka4n hnu AMil Barr disebutkan,

bahwa Asy-S5nfi'i dalam kitab /4/ Inqi di Baghdad, berpendapat

bahwa penjual tidak tertebas kecuali dari cacat png dia telah

beritahukan kepada pembeli. lalu kami berdasarkan jawaban ini

mengambil kesimpulan unhrk menetapkan sebuah pendapat png
menptakan tdak terbebas dari kecacatan tersebut, dimana

pendapat Asy-Syafi'i tersebut dimuat dalam At Qadim.
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Riwayat pendapat yang paling lemah adalah riwayat
pendapat yang dikutip dari Al Imam Haramain. Karena, riwayat
pendapat ini tidak pemah membedakan antara heu,an dan selain

hewan. Hal ifu berlawanan dengan makna yang dipaparkan secara

tegas dari pendapat Asy-Syafi'i. Riwayat pendapat hnu Abi
Huraimh memuat kemungkinan lain yang lemah.

Jika seseorang mengikuti riwayat Pendapat keenam, yaitu

bahwa dalam hevran tersebut, dia memastikan berpedoman

Dengan pendapat yang ketiga, sedang dalam selain halan, ada

dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama: Penjual terbebas secara mutlak.

Pendapat kdua: Penjual tidak terbebas secara mutlak,

tenfunln riwayat pendapat itu menjadi pendapat yang berbeda.

Aliran keenam ini berbeda dengan riwalnt pendapat hnu
Abi Hurairah. Karena dia tidak pemah memastikan, bahwa penjual

tidak terbebas dari selain cacat Snng telah diketahui dalam heunn
tersebut.

Aliran yang telah aku sampaikan ini, memberi kepastian

pemberlakuan kedua pendapat png berbeda ifu dalam selain

heunn 5rang cacat; baik menrpakan cacat Sang dia ketahui

maupun Sang tidak dia ketahui, dimana hal ini juga mernastikan

pemilahan iawaban dalam kategori heuan tersebut. Riwayat

pendapat ini mempakan hasil ijtihad AsySyafi'i sesuai dengan

kepufusan hukum Utsman.

Perkataan Asy-,Srafi'i: "Jika saja tdak ada keputusan

hukun Utsman dan pernbdaan antara heuan dengan !/ang
lainnla, tentuqa kondisi peniual terbebas atau tidak terbebas"
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maksudnya adalah, dalam jual beli s@ara bersyarat ini, dimana di
dalamya ada dua pendapat lang berbeda. Inilah dalil yang

menegaskan penetapan kedua pendapat di atas dalam kasus;

selain kasus yang di dalamnya terkandung unsur taklid kepada

Utsman.

Pembedaan lrang telah disebutkan, 5nitu pada selain hanran;

bila berpedoman pada riwayat pendapat lnng memastikan bahwa

penjual sama sekali tidak tertebas dari cacat dalam selain hanan,

ini seperti tuntutan yang dikehendaki riwaSat pendapat hnu
I(hairan dan Abu Ishaq, dimana tidak ada dalildari penjelasan Asy
Spfi'i yang membenarkan hal ini.

Namun kesimpulan akhir dari pemyataan Asy-Syafi'i; bila

berpedoman pada makna yang dikehendaki dari hasil pengambilan

kesimpulan dalil mereka, lnitu ingin memastikan tidak terbebasnla
penjual dari cacat khusus dalam (penjualan) heraran tersebut.

Sepengetahuanku (As-Subki), tdak ada seorangpun yang

mengikuti riwayat pendapat ini. Aliran ini mempunSai pendapat

lain hasil kesimpulan yang nampak dari pernyrataan Asy-Spfi'i.

Perkataan AsySyafi'i dalam Al Mukhtashan "Pendapat

pertama adalah pendapat 1rang paling shahih," kesimpulan lang
nampak dari perkataan itu, bahwa maksudnya adalah pendapat

yang pertama dari kedua kemungkinan yang telah disebutkan

keduaduanSa. Jika saja tidak taklid kepada Utsman dan tidak

adanya pernbedaan antara heuran dengan selain hanran,

maksudnya bahwa pernyataan "Peniual udak terbebas," bila

berpedoman pada asumsi ini, maka pendapat ini adalah pendapat

yang paling shahih dari pendapat lang men3ntakan bahwa penjual

terbebas dari segala kecacatan yang ada, karena asumsi tersebut.
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Wallahua'lad Dia hanya menyebtitkan pendapat yang 'ada dalam
lkhtilaf Al Inqgyin.

Namun, ada kemungkinan bahwa yang dikehendaki
Dengan pendapat yang pertama adalah, pemyataan Asy-Syafi'i
yang sesuai dengan hasil keputusan hukum Utsman. Dimana
dalam keputusan hukum Utsman itu tersimpan dukungan yang

menguatkan, karena di dalam masalah jual beli secam bersyarat
ini, ada tiga pendapat yang berbeda dalam objek jual beli yang

berupa her,van dan dua pendapat 3ang berbeda dalam jual beli
selain haran, ini seperti jawaban rirra5at pendapat yang masyhur.

C-abangr Al Mauardi membagi jual beli dengan syarat
tertebas dari cacat ini, menjadi tiga macam:

Pertama: Penjual terbebas dari segala jenis cacat yang dia
telah sebutkan dan pembeli telah mengetahuinya. Ini adalah syarat
pembebasan lang sah, dimana jual beli tersebut dihukumi boleh.

Karena hilangnya unsur ketidaktahuan cacat dan syarat 5rang

mengikat dalam transaksi jual beli.

Jadi, bila pembeli menemukan pada objek jual beli selain

segala jenis cacat yang telah disebutkan, maka dia diberikan hak
untuk mengembalikan. Dan bila dia tidak menernukan kecuali

segala cacat 5ang telah disebutkan itu, maka dia tidak diberikan

hak unfuk mengenrbalikannya.

Kedua: Penjual terbebas dari segala ienis kecacatan, lrang
dia telah sebutkan, namun pernbeli tdak mengetahuinya. Jual beli

se@ra berqprat serncam ini, ada dua ienis:

J
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Jenis yang pertama: Segala cacat itu termasuk kategori

cacat png tidak dapat dilihat dengan kasat mata, contohnya

seperti; perbuatan mencuri dan melarikan diri. Maka pembebasan

dalam jenis cacat seperti ini, cukup daTgan menyebutkaDng?,

karena segala jenis cacat seperti ini tidak dapat dilihat dengan

kasat mata, sehingga tidak mungkin diketahui dan cukup hanp
dengan menyebutkan s€gala jenis cacat tersebut, karena
penyebutan segala jenis cacat ifu adalah benfuk pernberitahuan

dan menrperlihatkan sq;ala jenis cacat tersebut.

Jenis png keduat Segala jenis cacat itu termasuk ketegori

cacat png dapat dilihat mata, contohnla seperti penyakit bamsh
(lepra) dan sejumlah luka-luka, sehingga tidak cukup harya
menyebutkannya sampai pembeli mengetahui dan melihatnSra,

karena kekurangan yang disebabkan cacat tersebut memiliki porsi

berimbang dari harga beli sang budak, dimana porsi itu dapat
bertambah seiring bertambahqra cacat tersebut dan bisa berkurang

seiring dengan pengurangan cacat, sehingga penyebutan segala
jenis cacat png dapat dilrhat k€fika tidak mampu melihatnla
disebut dengan penyebutan s€gala jenis cacat se@ra general.

Menurutku (As-Subki): Inilah makrn perkataan AsySSrafi'i

dalam Al Mul<hbshan 'Jika penjual menyebutkannya, karena

segala jenis cacat itu berbeda-beda." Demikian juga makna
perkataann5a dalam ll<htilaf Al Inqiryin "Penjtral tidak terbebas

dari jenis cacat kecuali dia mernberitahukan cacat tersebut

kepadanya."

Komentar Al Maurardi ini mernberi bahwa jtral

beli secara beq;arat serncam ini, bukanlah bagian yarrg

mengandung perbedaan pendapat di dalamnyra. Tidak diragukan
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lagi, bahwa seseorang yang mengatakan terbebas dari cacat secara

mutlak, bila dia mengemukakan syarat terbebas dari cacat itu
secara mutlak, dimana dia berkata dalam kasus ini, "(Penjual

terbebas dari resiko kecacatan) ketika cacat itu disebutkan secara

lisan, sekalipun penjual tidak memberitahukan cacat tersebut

kepada pembeli," yaitu dengan cara memprioritaskan.

Demikian juga bila penpkit hnsh dan sejenisnga itu

berada di bagian dalam fubuh, maka menurut pendapat Srang

paling shahih, penjual terbebas dari cacat selama penjual tidak

mengetahuinya, di saat dia mengemukakan syarat tersebut secara

mutlak, maka demikian juga ketika dalam kondisi penyebutan

cacat tersebut secara rinci.

Demikian juga Ar-Rafi'i berkata: Bahwa bila penjual

memberitahu pernbeli mengenai letak penyakit Elamsh dan

besarannla, maka penyebutan syarat semacam itu sah, sekalipun

pembeli tidak pemah melihatnp. Jadi, model jual beli bersSarat

sernacam ifu sama seperti sSrarat yang terbebas secara mutlak.

Demikian juga komentar Al Imam Haramain, Al Faurani, Al
Mutawalli dan Al Baghawi memberi kepastian sernacam ifu.

Dimana sudah seharusnya komentar Al Maurardi diletakkan sesuai

makna ini.

Ar-Rafi'i berkata: Demikian mereka merinci jawaban

masalah tersebut. Seakan-akan mereka hanln mendiskusikan

seputar sesuatu png diketahui oleh penjual di dalam objek jual

beli, yaifu segala jenis kecacatan lnng ada. Sedangkan cacat lnng
fidak diketahuinya, dimana dia berkeinginan membebaskan dirin5n

dari cacat tersebutriilo memang ada-, maka Al Imam Haramain

telah menyampaikan pendapat ini dengan membangunnga
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berdasarkan batalnya persyaratan tersebut dalam cacat yang tidak

diketahuinya. Perbedaan pendapat hasil analisa fikih yang telah dia

sebutkan, yaifu kedua alasan yang terkandung di balik jual beli

bersyarat tersebut, maksudn5a adalah, landasan hukum batalnya

syarat dalam jual beli adalah ketidaktahuan akan cacat tersebut,

atau s5arat tersebut merupakan bagian dari tunfutan yang telah

disepakati dalam transaksi jual beli itu.

Apabila kita berpedornan dengan alasan yang pertama,

malo qprat tersebut sah, karena simanya ketidaktahuan dirin5n

terhadap cacat tersebut. Sementara bila kita berpedoman dengan

alasan yang kedua, maka qprat tersebut tidak sah.

Penulis At-Tatimmah mencontohkan penyebutan jenis

ca@t, misalnya penjual mengatakan, bahwa dia terbebas dari
(kecacatan) berupa perbuatan zina, melarikan diri, dan pencurian

sang budak. Keterangan yang telah dikelnukakan ini, yaitu bahwa

cacat Sang disebutkan itu kernungkinan bisa dilihat dengan kasat

mata, tidak cukup hanla dengan menyebutkannlra secara lisan, ini
merupakan pendapat ulama ma&hab AsySyafi'i

AI Qadhi Husain berkata: Driwayatkan dari penulis At-
Tatimmah, terkait syarat teltebasnya seseorang dari cacat

tersebut, grang dihukumi sah dalam kasus cacat jenis ini, karena hal

di atas iarang tidak diketahui oleh orcmg ban3ak. Pendapat ini
kontradiktif dengan penjelasan AsySyafi'i png telah

dikemukakan. Al Qadhi Husain mencontohkan jenis cacat ini,

misalnyra peniual menceritakan jenis dinding yang sama dan

lumnrhnfa kaki atau tangan anak hewan ternak.
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Cabang, Ar-Rafi'i mengklaim, bahwa tidak ada perbedaan

pendapat sama sekali dalam hal, terbebasnya seseorang dari cacat

bila pembeli mengemukakan syarat terbebasnya sang budak dari
perzinaan, pencurian dan melarikan diri, karena penyebutan kedua
jenis cacat adalah sebagai benfuk pemberitahuan.

Di dalam pemyataan Al Qadhi Husain dalam Al Fatawa,

terdapat keterangan yang memberi kepastian terjadinya

kontradiktif dalam soal persyaratan terbebas dari cacat yang

bersifat mutlak ini, di samping itu bila penjual berkata: "Dia adalah

budak laki-laki yang suka melarikan diri dan aku menjual

kepadamu budak laki{aki dengan syarat, aku terbebas dari cacat

melarikan diri tersebut," maka dipastikan dia terbebas dari cacat

itu.

Jika penjual berkata: "sepengetahuanku dia seorang budak

laki-laki yang tidak pemah melarikan diri, aku menjualnya

kepadamu, dengan sgrarat aku terbebas dari cacat melarikan diri
tersebut," maka masalah ini mempunyai ulasan yang darinya dapat

ditarik sebuah kesimpulan awal, pifu jika dia membeli sang budak,

dimana dia tidak pemah mengetahui budak laki{aki tersebut

adalah budak yang kerap melarikan diri, lalu dia berkata: "Aku

membebaskanmu dari cacat melarikan diri tersebut," tiba-tiba

temyata dia adalah seorang budak laki{aki yang kerap melarikan

diri, lantas apakah hak mengembalikan sang budak tersebut

diberikan kepada pembeli? Terkait hal ini, ada dua pendapat

ulama madzhab AsfSyafi'i yang berbeda, seperti kasus; jilo
seseorang menjual harta anak laki-lakinya disertai dugaan, bahwa

dia masih hidup, tiba-tiba temgnta dia telah meninggaldunia.
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Jadi, bila kita mengatakan perrual terbebas dari cacat

melarikan diri ini, maka dia teltebas dari cacat dalam kasus jual

beli berqlarat ini. Bila kita mengatakan bahwa penjual tidak

terbebas dari cacat itu, maka apakah jual beli disertai pers5aratan

seperti ini dihukumi sah (boleh)?

Dalam hal ini, ada dua pendapat AsySyafi'i yang berbda:
Bila kita mengatakan jual beli dihukumi sah, maka dalam sahnya

persyaratan itu, ada dua jawaban 37ang berbeda; apabila penjual

berkata: "Aku meniualnya kepadamu dengan s5arat, bahun aku

terbebas dari cacat melarikan diri," ini jika dia sama sekali tidak

mengetahui cacat apapun, maka kesimpulan lang nampak adalah,

bahwa hak mengembalikanrya fidak diberikan kepada pembeli,

karena qnrat tersebut adalah sebatas benfuk pemberitahuan saja.

Apabila penjual berkata: "Aku tidak mengetahui apakah dia

seorang budak laki-laki png suka melarikan diri atau tdak,"
dimana kemudian dia tidak pemah mernberikan jawaban grang

p.Cu atas pertangnan itu, maksudnya adalah, dia tdak
mengemukakan syarat apapun, lalu pembeli menernukan budak

laki-laki seoftmg png suka melarikan diri, rnaka hak pengemb.lian

sang budak itu diberikan kepada pernbeli. AI Qadhi Husain telah

menyebutkan sernua rnasalah ini dahm Fabw*nya.

Ketiga: Peniual mengajukan q;arat terbebas dari segala jenis

cacat kepada pernbeli, tanpa menyebutkannya, dimana pembeli

tidak mengetahuinla, jual beli s@ara bersTarat sernacam ini adalah

bagian lnng mengandung sejumlah pendapat dan beberapa

riwayat pendapat yang telah dikemulokan.
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Cabangr Mengenai penarikan kesimpulan dalil yang

mendukung sejumlah pendapat png telah disebutkan, kecuali
pendapat hasil kesimpulan yang nampak dari madzhab Asy-Syafi'i,
atau sejumlah jawabannSn.

Adapun pendapat yang pertama, 5aifu penjual terbebas dari
segala jenis kecacatan, ini menrpakan pendapat Abu Hanifah,

dimana pendapat ini sesuai dengan sabda Nabi $: * Ithy"lt

l+t* "Orang-orang mukmin itu (hak-haknya hams dipenuhi)

ketika mereka mengajukan segala persyaratan. "

Di samping itu, membebaskan dari hal png tidak diketahui
hukumnln diperbolehkan, ini juga sesuai dengan saMa Nabi $
kepada dua orang yang mengajukan perselisihan di hadapan Nabi

mengenai sejumlah warisan 5ang telah berubah, VFS W1 U$t
+va tL?'Jri ',HS "Lakukanlah pembagian dan tetapkanlah

bagian kalian berdua, serta hendaklah salah seorang dari kalian
berdua menghalalkan hak saudaranlra" (HR. Al Baihaqi dalam
htab nsh-shuthl.

Faktor lain membebaskan (lbm ) ihr adalah menggugurkan

hak yang sama sekali tidak diserahkan, sehingga pembebasan ifu
hukumnya sah dalam perkara yang tidak diketahui, sann seperti

talak dan memerdekakan. Di samping itu khitnr cacat itu
diberlakukan karena kemutlakan transaksi jual beli lnng menuntut
keutuhan objek jual beli tersebut. Jadi, bila dia menjelaskann5ra

dangan slnrat terbebas dari cacat, maka kernutlakan itu menjadi

hilang.

I
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Jawaban unfuk mernbantah dalil pertama di atas adalah,

bahwa di dalam hadits tersebut diriwaptkan hal 1lang sesuai

dengan hak dari semua persyaratan, han5a saja hadits yang telah

disebutkan itu masih dipertincangkan oleh ulama. Sebagian ulama

ahli hadits menolak keshahilvan hadits tersebut, kemudian hadits

di atas berlawanan dengan saMa Nabi $: lg e tA el ,rr t-9

",YU # $t " sutiup pets5antan tnrrg tidak ditentukan datam kbb

Allah, mah p*s5anbn ifu hukurnryn babl," dimana Nabi juga

melarang jual beli yang disertai pers!/amtan.

Jawaban untuk membantah dalil kedua di atas adalah,

bahwa penghalalan hak waris yang tidak diketahui itu hukumnp
sah, sebab hak tersebut akan benrbah menjadi bagian lrang
diketahui. Sehingga dia akan be,r{<ata: dari ini dan itu.

Jawaban untuk membantah dalil ketiga adalah, bahwa talak

dan memerdekakan budak ifu boleh ditanggutrl<an (dengan qnrat),

sehingga keduanla boleh dalam perkara llang tidak diketahui,

berbeda dengan pengembalian karena cacat tersebut.

Adapun Pendapat kedua, fifu pendapat yang menptakan
bahwa penjual tidak terbebas dari safu di antara segala jenis cacat,

kectrali dengan cara dan mernberitahukanog?,

karena ada larangan tentang jual beli disertai persyaratan dan jual

beli png mengandung ghamr.

Diantara dalt qignya adalah, bahwa beliau mentolelir jual

beli yang tidak akan menriliki kekuatan hukum tetap kecuali

disertai dengan adanya persyaratan .tersebut, namun jual beli itu
fidak akan memiliki kelruatan hukum tetap bila disertai

ketidaktahuan (akan cacat tersebut). Hal ini sarna seperti masa
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penyerahan objek jual bbli, gadai dan resiko Sang harus ditanggungj

(dharnarlt tnng tidak merniliki kekuatan hukum tetap bila tidak

diketahui secaftr pasti).

Alasan lainnyra adalah, bahua cacat yang akan dibebaskan

itu adalah cacat yang pembeli tidak pernah diketahui, sehingga

pengembalian objek jual beli itu tetap diberikan kepada pembeli

sesuai dengan sifat ob;ek jual beli tersebut. Seperti kasus; bila

pernbeli sama sekali tidak membebaskan dari cacat tersebut. Akan

tetapi dalam kasus terakhir ini ada pengecualian tentang kasus

munculnla cacat baru dan rela menerimanya.

Alasan lainqn adalah, bahun membebaskan dari cacat

yang tidak diketahui hukumnp tidak boleh, karena pembebasan

tersebut adalah tabmt'(melakukan amal kebajikan), yang tidak

boleh ditangguhkan dengan s5arat, sehingga tabmt'tersebut tidak

boleh dalam hal Srang tidak diketahuirya, hal ini sarna seperti

hibah.

Alasan lainnSra adalah, bahua pengenrbalian karena adanya

cacat adalah khiyar yang berlalar berdasarkan ketentuan sSnra',

sehingga tidak dapat dihilangkan dengan persyaratan tersebut,

seperti seluruh funfutan akad yang lainnya.

Kesimpulan sejumlah dahl qiSaspng mendukung pendapat

ini, kernbali pada dua faktort

Faktor Pefiama: Argumen Snng mendukung pendapat di

atas adalah ketidaktahuan akan cacat tersebut.

Faktor Kedua: Bahura hal tersebut berlawanan dengan

tunhrtan bansaksi iual beli, dirnana gan' telah meletakkan

peraturan tentang pengernbalian objek karena cacat yang ada.

zoo ll et U"i^u'SyoahAl lvtuhadzdzab

-t



Apabila mereka menyampaikan argumen: Bahwa hibah

mengandung unsur penyerahan, dimana ketidaktahuan akan hibah

tersebut, secara otomatis menghalangi penyerahan hibah ifu.

Argumen mereka terbantah dengan wasiat dan ikrar (pengakuan),

dimana keduanla mengandung unsur penyerahan hak png wajib

dan juga dimana keduanya juga diperbolehkan dalam perkara lnng
tidak diketahui.

Di dalam penarikan kesimpulan hukum di atas, ada metode

yang lain, misaln3n masalah tersebut diasumsikan bagi orang Snng

mengemukakan qnrat terbebas dari cacat yang baru muncul di

tangan penjual, sebab syamt ifu menrpakan benfuk pembebasan

dari resiko png harus ditanggung sebelum penyerahan objek jual

beli, sehingga pembebasan itu tdak diperbolehkan, ini santr

seperti pembebasan dari tanggungan sernua uang pembelian, bila

objek jual beli tereebut rusak di tangan penjual.

Adapun Pendapat keernpat dan kelima, keduaduanla

merupakan pendapat l€rnah lnng tdak memiliki dalil

pendukungnya. Pendapat keenam, merupakan pendapat madzhab

Ahmad, pendapat tersebut hampir menyempai Pendapat ketiga

5rang menjadi kesimpulan png nampak dari madzhab Asy-$nfi'i.

Cabangt Di dahm pengambilan dalil png mendukung

hasil kesimpulan pendapat lnng nampak dari madzhab Asy-Sgrafi'i,

argumentasi yang mendukung hal itu adalah keterangan yang telah

disebutkan oleh AsySpfi'i r{5, pihr bempa keputusan hulom
Utsman bin Affan d&. Di samping ihr, mernang ada pertdaan

antara objek jual beli berupa heunn dan selain halan, seperti yang

telah kami ielaslon di muka.
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I

Jadi, jika kami membuat keputusan hukum, bahwa jual beti I

yang disertai syarat, jual beli tersebut tidaklah sah, tenfunya hukum I

tersebut akan membawa dampak jual beli hewan ihr sama sekali 
I

tidak memiliki kekuatan hukum tetap. I

Berpegang teguh pada keputusan hukum Utsman bin Affan I

sebagai pedoman, maka dua alasan yang mendasar: 
I
I

Alasan Pertama: Ibnu Umar termasuk tokoh ulama besar I

dari kalangan sahabat, dimana Zaid bin Tsabit pun juga demikian. I

I

Menurut sebuah riwayat Bahwa Zaid adalah seorang yang 
I

melakukan pembelian dari hnu Umar. Tindakan mereka berdua 
I

melaporkan kasus perselisihan tersebut kepada Imam yang 
I

berkuasa wakfu ihr, dan dia memufuskan perselisihan di antara 
i

mereka berdua dengan sebuah kepufusan hukum. Secam zhahir, 
I

kasus ini sulit diselesaikan, dimana juga tidak pemah ditemukan 
I

ada seseorang yang menolak kepufusan hukum Utsman bin Affan I

ini, sehingga kepuhrsan ifu telah menjadi ijma' (sahabat). i

Jawaban ini ditentang dengan argument, bahwa hnu Umar

seorang lrang menentang (kepufusan hukum Utsman bin Affan),

sebab dia mengetahui cacat tersebut, dan me5nkini bahwa

pengembalian ihr tidak berlaku lagi. Adapun terkait dia mengetahui

cacat tersebut, ini terbukti bahwa dia menolak untuk melakukan

sumpah. Sedangkan terkait keyakinanryra, jika keyakinannya itu

tidak dernikian, tenfun5a dia akan menerima kepufusan hukum

Utsman bin Affan tersebut.

Ulama madzhab kami menjauab bantahan tersebut, bahwa

ada kernungkinan Ibnu Umar tidak mengetahui cacat ifu dan dia

menolak unfuk bersumpah karena dia berusaha unfuk tetap taat

dan patuh kepada Allah lWanl.
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Menurutku (As-Subki): Jawaban dan kemungkinan ini

diperkuat dengan hadits yang telah dikemukakan dari Al Baihaqi.

Perkataan terbebas dari cacat itrr tidak pemah terbukti

diriwayatkan dari hnu Umar, akan tetapi Asy-Syafi'i & dalam

perbedaan pendapatnya dengan Malik, berkata: Utsman bin Affan

dan hnu Umar berbeda pendapat dalam kasus budak laki-laki yang

dijual, dimana pembeli membebaskan mibanya dari resiko cacat

tersebut.

lantas Utsman bin Affan memufuskan agar lbnu Urnar S
bersumpah, "Bahwa pada budak lah-laki tersebut tidak terdapat

penpkit (kecacatan) yang aku kehhui." Sementara hnu Umar

berpendapat, bahwa penyerahan sang budak itulah ltang

membebaskannya dari cacat; baik yang diketahui maupun 3lang

tidak diketahui.

Asy-Syafi'i berkata dengan rnda mengajak diskusi orang

lnng bertanya kepadanln: Kamu rnemilih berpedoman pada

pendapat hnu Umar, sedang aku mendengar di antam pengilnrt

madzhabmu ada 5nng mengatakan: Utsman bin Affan adalah

khalifah saat itu, kepuhrsan hukumnp di tengah-tengah kaum

Muhajirin dan Anshar seakan-akan menjadi pendapat mayoritas

mereka, dimana pendapat Utsman bin Affan mengenai kepufusan

hukum ini seluruhnya lebih tepat untuk diikuti daripada hnu Umar.

Inilah pemyataan Asy-Spfi'i.

AsySpli'i menyebutkan pendapatrp ini dala'rn

menanggapi hadits Fng diriunlatkan oleh Malik dari Utsman bin

Affan dan otang lnng kerap berbeda pendapat dengannp.

Penjelasan dari AsySyafi'i ini mernastikan kg/akinanntn bahura

hnu Umar adalah seorang lnng selalu menentang pendapat
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Utsman bin Affan. Jika dernikian, maka pengambilan dalil tersebut

diperkuat dengan alasan ini.

Orang yang menyebutkannSn antara lain; Asy-Syaikh Abu

Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Tha1ryib. Sekalipun kemungkinan

yang telah mereka sebutkan ifu benar, akan tetapi pengambilan

dalil yang dilakukan oleh AsySpfi'i, tdak selalu didukung dengan

pendapat tersebut, bahkan dia ulama Snng mengatakan pendapat

sebaliknya. Mernang benar, tidak selalu didukung dengan pendapat

tersebut, akan taapi pengambilan dalil di atas sudah benar bagi

orang yang meliharrya s@ara general, dimana pendapat yang

disampaikannlp tidak dibatasi dengan penjelasan Asy-Syafi'i saja.

Diantam faktor 1lang melemahkan unfuk mengikuti

pendapat 1lang dijadikan pegangan madzhab ini adalah, bahwa

AsySyafi'i menguatkan pendapat Utsman bin Affan & itu dengan

keterangan yang telah dia sebutkan, yaitu adaqp perbedaan

antara heuran dan selain heunn. Bila mengikuti pendapat ulama

madzhab kami ini, rnaka keterangan Asy-Sffi'i tidak

lagi diperlukan. Di samping ittr, jika mernang benar dernikian,

maka tenfunya dia fidak akan menyebutkan kata " Taqlid."

Di samping itu, AsySyafi'i berpendapat bahun pendapat

seoremg sahabat bila telah diketahui secara umutn, dan tidak

diketahui ada seorang pun lnng menentangnln, maka pendapat

sahabat tersebut lapknya sebagai ljnn' As-Sukuuti (sebagian

mujtahid menSnmpaikan pendapat hukum, sementara sebagian

3nng lain tidak mengomentarinla setelah mengetahuiqp). Namun

ifina' ,4s-$iaruti ihr sendiri masih diperselisitrkan. Karena

deraiatqn lebih rendah daripada pendapat yang jelas-jelas qnta
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diperlihatkan para sahabat lain yang memilih diam (tidak

berpendapat).

Apabila kita mengatakan: Bahwa ljma' As-Sukuuti itt
adalah dalil yang dijadikan p€gangan dalam pengambilan

keputusan hukum, apalagi masalah ini fiual beli bersyarat), di

samping ada kemungkinan kuat adanya penentangan dari hnu
Umar dan adanya riwayat dari hnu Umar dan Zaid bin Tsabit

mengenai hukum tersebut, dimana selain dari jalur ini; sekalipun

riwayatrya dha'if, maka hal itu telah menrsak dugaan tidak adanya

seorang yang menentang pendapat Utsman bin Affan tersebut.

Dalam kasus ini, Al Imam Haramain menyebutkan nada

yang menentang unfuk berpegangan dengan alasan ini, bahwa

madzhab AsySyafi'i dalam Al Jadid, tidak ada hubungannya

Dengan pendapat yang tidak disampaikan.

Alasan Kedua: Pengambilan dalil tersebut, yang merupakan

keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i, dimarn dia

telah mengemukakan indikasinya; lnihr memperkuat pendapat

Utsman bin Affan rg dengan qSns.Pendapat sahabat yang seperti

ini (didularng qitndtdapat menjadi dalil hukum menumt AqrSdi'i.
Hal ini bila berpedoman pada Qaul Qadim, karena pendapat

seorang sahabat ifu menrpakan dalil hukum lpng l€bih

didahulukan daripada q$ns.

Adapun bila berpedoman pada Qaul Jadid, Aslrslrafi'i

berpendapat, bahwa pendapat seorang sahabat sekalipun

didukung qitns yang lernah. Al Maunrdi menyebutnln dengan

istlah Qryas Taqrib, hal itu lebih didahulukan daripada qi5asknt,

lnng Al Mawardi sebut dengan istilah Qiyas Tahqh.
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Lantas apakah yang dirnalsud'qigs png lerrah itr.r adalah

qitns yang Udak memenuhi persgnratan gitas, sehingga

mendukung sesuafu Snng bukan dalil hukum dengan Snng bukan

dalil hukum lainnya merupakan hal png sulit untuk dipahami.

Mengenai pertanyaan ini, akan disampaikan pembahasan yang

telah dikernukakan mengenai hadits mursaldalam masalah jual beli

daging yang ditukar dengan her,rnn yang masih hidup.

Atau q$ms dimana sernua perslnratan qitas tersebut telah

terpenuhi, haqn saja qigas tersebut masih sarnar jika disendirikan,

dimana qitns yang kuat lebih didahulukan dibanding qiSns yang

lernah. Inilah sehanrsnp rnalma png dikehendaki dengan qitms

png lernah

Al Marrardi telah menafsirkan dalam Al Aiman, terkait

makna yang dikehendakinSa dengan Q$ps Taqrib dan Qtlas
Tahqiq. Dalam persoalan ini ada banyak pembahasant

Pernbahasan Pertarna Aa1$nikh Abu Hamid dalam pasal

ini mengernukakan s@ara mutlak bahwa pendapat seotang

sahabat adalah dalil hukum yang lebih didahulukan dibanding

qitas. KomentamSla ini memastikan pendapat sahabat lang
menjadi dalil hulurn ihr silatqp mutlak, sekalipun tidak diketahui

s@a,ra urnutn.

Al Marrardi membatasinya, bahwa pendapat tersebut harus

diketahui secara umum, dimana Udak diketahui adaryra pendapat

lain png menentangnga. Keduaryra merupakan dua pendapat

yang dimuat dalam Al Qadim yang sanxrsalna diriwayatkan dari

AsySyafi'i, dalam sejumlah htab ushul fikih.

hnu Ash-Shabbagh berkata: Bahwa pendapat seorang

sahabat dalam Al Qadim itu menrpakan dalil hukum, sementara

I
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I

dalam Al Jadid bukanlah termasuk dalil hukum kecuali jika hal

tersebut diketahui secara umuln. Komentar hnu Ash-Shabbagh itu

memastikan bahwa pendapat seoftmg sahabat ifu adalah dalil

hukum dalam Al Jadidbila diketahui secara umum.

AI Jauzi berkata: Pendapat seorang sahabat dimana tidak

ada pendapat lain yang menentangnya, menrpakan dalil hukum

dalam Al Jadid, jika pendapat tersebut mendapat dukungan dari

satu macarn dalil qiyas, dimana dalam Al Qadim, pendapat

tersebut merupakan dalil hukum.

Jadi, apabila masalah tersebut mempunyai kemungkinan

merniliki dalil hukum yang lain, maka hukum yang sesuai dengan

dalil tersebut lebih tepat untuk diikuti; yaihr kesepakatan png
terendah. Dimana yang lebih tinggi daripada dalil hukum itu adalah

ijma' yang hanla diketahui oleh kalangan tertentu, contohnlta

seperti larangan haram menikah selama masa iddah. Yang lebih

tinggi daripada ijma' khusus itu, adalah ijma' di kalangan tertentu

dan di kalangan utnum mengenai shalat Zhuhur empat rakaat- Ini

adalah ringkasan komentar Al Jauzi.

Al Bandaniji dalam Muqaddimah kitab Adz-Dakhinh
berkata: Asy-Syafi'i dalam bab Adabul Qadhi letil<a hakim) berkata:

Tidak boleh bagi seseorang dari kalangan ulama bertaklid kepada

seseorang selain Rasulullah $. Asy-Srfi'i udak pemah

menyampaikan bahwa pendapatrya itu disebut " Taqlid', akan

tetapi maksudnya adalah menerima pendapat Nabi $ seperti

lafknSn bqlid.

Adapun para sahabat, iika tokoh ularna mereka

menyampaikari pendapat hukum, maka pendapatrUn itu adalah

dalil hukum yang dipastikan masih tetap berlaku seterusnlra.
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Apabila safu orang di antara mereka menyampaikan pendapat

hukum dan diketahui secara umum di kalangan sahabat yang lain,

maka jika mereka membenarkannya atau mereka menyampaikan
pendapat lnng menunjukkan arti sepakat, maka pendapat satu

orang sahabat tersebut juga disebut ijmai dimana dalil hukum

5ang dipastikan, akan tetap berlaku seterusnya. Hal ini jika dia

menyampaikannya dan mereka tidak menyampaikan komentar

apapun, dimana dari mereka iuga tidak muncul pendapat yang

sesuai dengan nash lqlqfii dan tidak pula muncrrl adanln
penolakan.

Lalu tatkala pendapat safu orang sahabat ifu tetap dapat

dijadikan dalil hukum, lnng dipastikan tetap berlaku seterusnya ihr

telah habis, maka dalam kemutlakan istilah ijma' dari sisi

keterangannya, ada dtra pendapat yang berbeda, itu men"rpakan

kesimpulan yang nampak dari pendapat AsySyafi'i, bahwa
pendapat seorang sahabat ifu tidak lagi disebut ijma'. Daud dan

mayoritas ahli kalam berkata: Pendapat seorarlg sahabat bukanlah

dalil hukum lagi.

Apabila safu orang dari mereka (pan sahabat) itu
menyampaikan pendapat hukum, namun pendapat tersebut tidak

diketahui secarcr urnum, AsySyafi'i dalam Al Qadim trerkata:

Pendapat itu adalah dalil hukum. Ini merupakan pendapat Abu

Hanifah dan Malik.

Asy-Sdi'i dalam Al Jadid berkata: Itu bukan dalil hukum.

Apabila kita mengatakan, bahura pendapat tersebut bukanlah dalil

hukum, iiha qW telah mendukurEnya sekalipun lernah, rnaka

pendapat seorang sahabat ihr lebih didahulukan dibanding qW
yang hnt.

i
I

I
2

I

i
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Apabila sama sekali tidak didukung oleh qips, maka

pendapat seorang sahabat itu posisinla sama seperti pendapat

seorang hbi'in, dimana qitas tersebut lebih didahulukan dibanding

pendapat sahabat, sertia tidak dapat digunakan untuk

mengkhususkan (membatasi) dalil yang umum.

Apabila kita mengatakan (pendapat seorang dari kalangan

sahabat) adalah dalil hukum, maka secara otomatis, pendapat ifu

lebih didahulukan dibanding qiJns png kuat, kecuali qiyas int
diletakkan sesuai makna aslinya (dalil hukum asalnya), maka qitas

seperti ini lebih didahulukan dibanding pendapat seorang sahabat.

lantas apakah pendapat sahabat itu dapat digunakan unfuk

mengkhususkan dalil yang umum? Disini ada dua pendapat yang

berbda. Inilah posisi pendapat seseorang dari kalangan sahabat

yang disampaikan melalui mekanisme fatwa-

Adapun kepuhrsan hukumnya; bila keputusan hukum itu
diambil setelah melakukan diskusi dengan para sahabat yang lain,

maka disebut ima'. Jika tidak demikian, maka bila keputusan

hukum itu diketahui secara urnun dan tidak ditolak, seperti

keputusan hukum yang aku dengar dari seorang Syaikh yang

menlrampaikannya, maka keputusan hukum itu bukanlah dalil

hukum.

Keputusan hukum seorang sahabat itu posisinya

seperti pendapat sahr orang sahabat, ini jika keputusan hukum ifu

tidak dikemukakan berdasarkan dua pendapat yang berteda.

Karena kepuhrsan hukum hakim itu tdak dapat ditentang,

'sehingga diamnya ifu tidak berard menunjukkan kesepakatan atas

hukum tersebut.
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Menurutku (As-Subki), Abu Ali Ath-Thabari dalam Al lfshah
rnengatakan: Ulama sependapat, bahwa kepufusan hukum
seorang sahabat ihr merupakan dalil hukum, akan tetapi apakah

kepufusan hukum tersebut dapat tetap terus digunakan sebagai

dalil hukum? Ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama:

Ya,(dapat tetap terus digunakan sebagai dalil hukum) melalui fatwa
hukum. Pendapat kedua: Idak.

Apabila pendapat seormg tabi in diketahui s@ata umum di
kalangan para tabi'in lainnln, maka hal tersebut tidak seperti
pendapat seorang sahabat lrang diketahui secara umum di
kalangan sahabat lainnla, menurut pendapat png paling shahih,
pitu pendapat Abu Al Abbas.

Inilah uraian singkat dari penjelasan Al Bandaniji. Banfk
sekafi dari keterangan yang telah dia sebutkan, dimana Aslr-Syirazi

dan mayoritas ulama ma&hab kami melniliki kesamaan pendapat

rnengenai pendapat seorang sahabat.

Tetapi pernlptaannya menyimpan tambahan berbagai

keterangan. Oleh karena itu, Menurutku (As-Subki) komentamga
layak dikutip. Asy-Syirazi memiliki pendapat sendiri seperti
pendapat lomi: Bahwa pendapat seorang sahabat itu bukanlah

dalil hukum, karena bila qi5as 3nng lernah mendukungnya, hal ini
tidak secara otomatis membah kdudukannya menjadi dalil

hukum, karena rnasing-masing dari keduanSn bila dikernukakan

secara terpisah, btrkanlah menrpakan dalil hukum.

Ash-Shairafi berkata: Stahrsnya benrbah menjadi dalil

hukum. Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Asy
Syrrazi dalam Al Ushul, Snng kontradiktif Dengan pendapat yang

disampaikan oleh Asygnikh Abu Hamid dan Al Mawardi dalam
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pasal ini, bahwa pendapat seopmg sahabat ifu adalah dalil hukum,

seperti pendapat N Qadim dan Al Jadid-

Aku (As-Subki) telah mengemukakan, bahwa seharusnya

qiyas yang lemah ihr ditafsirkan dengan sesuahr yang posisinya

dapat digunakan sebagai dalil hukum, kecuali dalam kasus itu

ditemukan qi5ns yang lebih kuat daripada qiyas yang lemah

tersebut, sehingga qirys 5png lemah beserta pendapat seorang

sahabat itu lebih didahulukan dibanding qi5psyang kuat.

Jika demikian, maka pendapat yang telah disampaikan oleh

Asy-Syaikh Abu Hamid tersebut dapat dijadikan P€gmgan, dimana

pendapat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi tidak dapat

dibantah. Kecuali riwayat dari Ash-Shairafi ini dipahami, bahwa dia

berkata sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari

keterangannya tersebut. Jika demikian, pendapat Ash-Shairafi itu

tidak mencederai klaim yang menyatakan, tidak adanya perbedaan

pendapat dalam masalah kami ini, hal ini bila kita menafsirkan

qips yang lemah itu dengan penafsiran 5nng telah aku (As-Subki)

sebutkan.

Aku telah melihat pemlntaan Abu Bakar Ash-Shaimfi

dalam sebuah kitabnya 5ang berjudul .4/ Iima' wa N lkhfrkt
pemyataannya ifu senada Dengan pendapat png telah kami

sampaikan, gmg menunjukkan bahwa pemyataann3p ifu

merupakan hasil interpretasi atas pendapat AsySpfi'i dalam .d/

Qadimbahwa pendapat seoftmg sahabat itu adalah dalil hukum.

Seolah-olah Ash-Shairafi berpendapat bahun bila pendapat

seorang sahabat itu tidak diketahui secara luas, dan fidak ada dalil

pendukung apapun, AqrSsnfi'i tidak akan mengatakan pendapat

ini, baik dalam N Qadim maupun dalam Al Jadid. Apabila
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pendapat seorang sahabat ifu didukung dalil lain atau diketahui
secarcl luas, Asy-S5afi'i kelak mengatakan pendapat ini, baik dalam
Al Qadim maupun dalam Al Jadid

Al Qadhi Husain pada bagian awal Ta'ligabnya berkata:
Apabila QiWs khafi bersarnaan Dengan pendapat seorang dari
kalangan sahabat, maka Qilps l{hafi sernacam itu lebih
didahulukan dibanding Q|rc Jali.

Pendapat Al Qadhi Husain ini sesuai Dengan pendapat
png telah aku (As-Subki) sampaikan dan juga pendapat Asy-
Syaikh Abu Hamid dan ularna ma&hab Asy-Syafi'i lainnya.

Pendapat Asy-Spfi'i dalarn ll<htilaf Al Hadits menguatkan
hal ini. Diriwayatkan dari Ali &, 'Elahwa pada suatu malam dia
mengerjakan shalat enam rakaat, setiap safu rakaat melakukan
enam kali sujud." AslrSyafi'i berkata: Jilo hadits ini terbukti benar
dirivrnyatkan dari Ali, tentun3ra aku akan berpendapat dengan
berpegang pada hadits ini, karena tdak ada mang unfuk
melakukan gitns dalam kasus pelaksanaan shalat ini. Jadi,
kesimpulan yang nampak dari hadits tersebut adalah, bahun dia
mengerjakann3n karena hendak menjelaskan hukum qnriat
lTauqil.

Jadi, nash AsfSlrafi'i ini membuktkan bahwa dia dalam
sebagian pembahasan, berpendapat dengan berpegang pada
pendapat seorang dari kalangan sahabat, sekalipun itu tidak ada
kaitanqla dengan inti masalah 5ang sedang kita bahas ini. Dimana
Asy-Spfi'i akan menges.lmpingkannp bila suahr dalil
menunjukkan sebalikqn.

' 
Para ulama ahli ushul fikih menyebutkan nash ini, termasuk

bagian dari hasil pengernbangan Asy-Syafi'i dalam At Qadim.
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Sedang Menurutku (As-Subki), mengenai nash Asy-Syafi'i dalam

Ikhtilaf Al Hadits, itu termasuk catatan AsySyafi'i yang bam,

dimana kami telah meriwa5atkannya melalui kelompok ulama

madzhab Asy-Syafi'i kalangan Mesir dari AsySyafi'i.

Al Ustadz Abu Ishaq Al Isfirayini berkata: Pendapat

seseorang dari kalangan sahabat bila diketahui secara luas, maka

ittr adalah dalil hukum png dipasulon teta; tems berlaku dan

dijadikan pegangan. Lantas apakah pendapat seseorang dari

kalangan sahabat itu dapat disebut sebagai iima? Dalam

pertanyaan ini, ada dua pendapat ulama ma&hab Asy-Syafi'i 3png

berbeda.

Apabila pendapat seseoftmg dari kalangan sahabat itu tdak
diketahui secara luas, maka bukanlah merupakan dalil hukum

menumt Qaul Al Jadid, dan dinilai sebagai dalil hukum menurut

Qaul Al Qadim. Bila berpedoman pada Al Qadim, dalam hal bisa

Udakn5n pendapat seseorang dari kalangan sahabat digunakan

unhrk mengkhususkan dalil yang utnutn, ada dua pendapat png
berbeda.

Q$ns Jalildoh didahulukan dibanding pendapat seseorang

dari kalangan sahabat. Sedang dalam Qilns l{hafi, Vartu QWs
Slabh (persesuaian), d& dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i

png berbeda:

Pertama: QSps Khafi lebihdidahulukan dibanding pendapat

seseorang dari kalangan sahabat.

Kedua: Pendapat seseorang dari kahngan sahabat lebih

didahulukan dibanding Qilas Klnfi.lni mempakan pendapat Abu

Hanifah.
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Orang yang tidak mempunlai pengetahuan dari kalangan
pengikut Abu Hanifah berkata: Pendapat seseorang dari kalangan
sahabat itu lebih didahulukan dibanding QiSas Jali.

Adapun bila berpedoman pada Qaul Al Jadi{ dalil umum
dapat dipastikan tidak bisa di-takhshish menggunakan pendapat

seseorang dari kalangan sahabat, sementara dalam men-tarjih
salah safu dari kedua qitns yang saling berlawanan menggunakan
pendapat seseorang dari kalangan sahabat, ada dua pendapat

ulama madzhab AsySyafi'i 1nng berbeda (wajhaani).

Persoalan kdua: Pendapat seseorirng dari kalangan
sahabat ini, bila disampaikan terpisah dari dalil lang lain, maka
tidak dapat diposisikan sebagai dalil hukum, sehingga qilas yang
mendukungnln, yaitu pembedaan antara hewan dan selain har,ran;
jika tidak diposisikan sebagai dalil hukum juga, maka makna lnng
menunjukkanngra sebagai dalil hukum Udak akan pemah ada

dengan cara menggabungkan Sekalipun pembedaan
yang telah disebutkan ifu sudah cukup memenuhi qnrat qi5ns dan
dalil hukum tersebut telah dikemukakan. Jadi, dalil hukum itu
terletak dalam gips tersebut, bukan dalam pendapat seseoftmg
dari kalangan sahabat.

Jaunban akan hal di atas: QiWs yang kuat memastikan
bahwa penjual tidak terbebas secara mutlak atau terbebas secara

mutlak, seperti pendapat AsySSnfi'i. AsySyafi'i telah
menerangkan melalui perkataanrya: "Bahwa qitns ifulah yang
paling shahih."

; AsySyafi'i melalui perkataan ini, dia ingin menerangkan

bahwa gitns WW kuat ini adalah Q$as Ashah. Sementara

perbedaan png telah dia sebutkan, yaihr makna perbedaan antara
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her,r,ran dan selain her,van ifu adalah Q$ns Shahih. Jadi, apabila

kedua qitns ini disampaikan secara terpisah, tenfunya kami akan

berpegang pada Qigs Ashah. Akan tetapi, tatkala muncul

kepuhrsan hukum Utsman bin Affan r$, maka penggabungan

keputusan hukum Utsman bin Affan dm Qi5as Shahih itu menjadi

lebih kuat dibanding QiSas Ashah-

Artinya adalah, bahwa tidak bisa pendapat seseorang dari

kalangan sahabat dikuatkan dengan Q$ps Shahih ini ketika

posisinya bukan sebagai dalil hukum, dimana hal ini fidak

menghalangi (penggabungan keduanp), apalagi Utsman dan

keputusan hukumnya terangkum dalam Qigs Shahihini.

Persoalan ketiga: Apabila persoalan pendapat seseorang

dari kalangan sahabat dan dalil qitns seperti itu (dapat

digabungkan), lalu mengapa AsySSrafi'i menyebut persoalan

penggabungan itu dengan istlah "Taqlid'? Padahal menerimzl

pendapat seseorang dari kalangan sahabat ifu adalah menurut

Qaul Al Qadim, atau apabila pendapat seseorang dari kalangan

sahabat itu telah dikuatkan dengan dalil yang telah kalian sebutkan,

menumt Qaul Al Jadid adalah dalil hukum (huiiah, sedangkan

menerima dalil hukum itu tidak dapat disebut bqlid, karena

menerima kabar dari orang lain.

Jauaban akan hal ini: Bahwa hal 1nng waiib adalah,

mengikutinya dan mengenrukakan dalil hul$rn berdasad<an

pendapat seseorang dari lolangan sahabat. Dimana hal tersebut

menrpakan hasil penggabungan pendapat seseorang dari kalangan

sahabat dengan dalil qigs yang menjadikan adanya perbedaan

(antara jual beli her,uan dan selain heunn).
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Sementara hal !/ang disifati dengan taglid, hanyalah
pendapat Utsman bin Affan rg. Dimana meletakkan sifat taqlid

secara mutlak kepada pendapat Utsman bin Affan ifu sudah

dibenarkan, karena menerima pendapatnya saja, hukumnya tidak
wajib, dimana pendapatnya juga tidak diketahui dari mana sumber

seumbemya. Kedua hal inilah llang merupakan karakteristik lrang
membatasi taqlid.

Jadi, taqlid dan dalil berkumpul menjadi satu dalam pasal

ini (jual beli secara berqarat). Yang tidak boleh menurut kami

adalah, taqlid(pudapat Utsman bin Affan)tanpa digabung dengan

dalil hukum yang lain.

Ar-Ruyani berkata: Inilah png dimaksud Asy-S3nfi'i dengan

istilah taqld, bukan taqlid lnng mumi, akan tetapi makna yang

dikehendakinya adalah Al Isti'rus ftenrsaha mendengarkan

pendapatr5a), ini sama seperti yang dia sampaikan dalam masalah

Famidh, bahwa dla bu-bqlid kepada Taid bin Tsabit dalam

masalah bagian warisan beberapa saudara lakilaki mayit beserta

kakek mayit, kemudian dia menindaklanjutinla dengan dalt qi5ns.

Persoalan Keempat: Mengenai penafsiran Malik rg tentang

persoalan yang telah disepakati di kalangan madzhab kami (.4/

,*nru Al Mujtama' Alaih Indanal, dimana persoalan dalam kasus

ini dan kasus yang lainqn, termasuk masalah yang AsySyafi'i dan

ulama lain, menilainln sebagai permasalahan yang sulit untuk
dipecahkan. Karena di dalam Al Umm itu bersumber dari
pemyataan Ar-Rabi' atau dari pemyataan Al Buwaithi, -Walkh

A''lam-. Mengenai ikhfrkf AqrSffi'i dan Malik disebutkan: Aku

bertanya kepada Asy-Spfi'i: Kami merniliki sebuah kitab yang

kami benar-benar ikuti pendapat di dalamnlp, dimana di dalamnya
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disebutkan bahwa sejumlah orang telah membuat kesepakatan

dalam kitab tersebut, terkait persoalan yang disepakati di kalangan

ma&hab kami (.4/ ,*nru Al Mujbma' Indanaal dan persoalan

menunrt madzhab karri(Al Amru Indanaal.

Asy-Syafi'i menjawab: Kami telah menerangkan kepadamu

sesuafu yang menunjukkanmu tentang klaim iima' di Madinah dan

di luar Madinah. Setelah Asy-Syafi'i melakukan kajian yang cukup

lama mengenai persoalan tersebut dan menjelaskannya kira-kira

sebanyak tiga halaman. Kemudian dia berkata: Aku belum sempat

menjawab pertianyaan salah seorang dari kalian, lalu aku

melihatrya telah mengetahui maknanya. Tidak seharusnya bagi

kalian untuk tidak mengetahui bagaimana duduk persoalan

menunrt ma&hab karcu (At Amru Indanaal bila dalam persoalan ihr

diternukan perkara lain yang kalian ketahui.

Menurutku (As-Subki): Abu Al Walid Al Baji Al Maliki dalam

sebuah kitabnya yang dia susun dalam bidang ushul fikih, dia

berkata: Isma'il bin Abi Uwais #B telah meriwayatkan dari Malik,

terkait penjelasan perkataannln: Al Amru Al Muibma' Ahih.

Isma'il bin Abi Uwais lalu berkata: Aku pemah bertanya kepada

pamanku yaitu Malik tentang perkataannln dalam N Muwatha',
"Al Amnt Al Mujtama' Alailf' dan "Al Amnt Indanaa," dia

menlampaikan tafsimya kepadaku.

Malik berkata: Adapun perkataankuz "Al Amru Al Muibma'
Alaih Indanaa" persoalan tersebut adalah persoalan 5ang tidak

terjadi ikhtilaf di dalamnSa. Jadi, persoalan ini adalah persoalan

5nng tidak terjadi ikhfrkf di dalamnya baik itu terjadi dahulu

maupun sekarang.
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Adapun' perkataanku: 'Al Mujbma' Ahill' ' adalah

persoalan yang telah disepakati oleh orang yang telah membuat

kesepakatan dari kalangan ulama, dimana kesepakatan ini diikuti,

sekalipun persoalan tersebut mengandung sebagian perbedaan

pendapat.

Adapun perkataanku: "Al Amru hdanad' dan pendapat

yang kalangan ulama meneriman5a, maka itu adalah pendapat

ulama, dimana aku berusaha menyepakati dan mengikutinya, dan
juga termasuk pendapat png aku telah seleksi dari sebagian

pendapat mereka.

Ini adalah makna perkataan Malik bukan redaksinya. Abu

Al Walid Al Baji Al Maliki berkata: Peletakkan sejumlah redaksi

yang Malik lakukan dengan model seperti ini dimana dia turut

merangkainnya, sekalipun saling berdekatan dalam segi

redaksinyra, hal ini membuktikan, bahwa Malik menghendaki

makna nnjiazdabm istilah tersebut, dimana dia mengucapkan kata
u ijma',u akan tetapi makna lrang dikehendakinya adalah

mengunggulkan sesuafu yang cenderung diikutinSa, pihr pendapat

png memiliki kedudukan yrang tinggi.

Pengembangan Masalah: Asy-Syirazi telah menyebutkan hal

di atas sebelumnya; apabih kita mengatakan persgraratan tersebut

batal, maka di dalam batalnya iual beli secara berqnrat ifu, ada

dua pendapat ulama ma&hab AsySpfi'i png bertda (owihaani).

Al Imam Haramain berkata: Terdapat dua pendapat yang berbeda

dari AsySgafi'i (qauhani)

kedua

Imam

Pendapat pertama: Pendapat ynng lebih diunggulkan dari

pendapat tersebut adalah, pendapat Al Qadhi Husain, Al
Haramain, Ar-Rtryani, hnu Daud dan Ar-Rafi'i. Ini
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merupakan pendapat Ibnu Suraij, sebagaimana telah diriwayatkan

oleh Al Mawardi.

D dilam AI Maimrf \Gqra t\ \$ra\nsN err At'Ta$tid

karyanya, telah disebutkan kutipan dari pemyataan Asy-Syailtt

Abu Hamid, bahwa pendapat tersebut mempakan kesimpulan

yang nampak dari madzhab AsySyafi'i-

Abu Abdillah Al Husain bin Ali bin Al Husain dalarn Al
Uddah berkata: Pendapat tersebut merupakan hasil kesimpulan

yang nampak dari pendapat Asy-Syafi'i; yaitu pendapat Snng Asy-

Syirazi letakkan di awal pasal ini, bahwa jual beli tersebut tidak

batal. Hal ini sesuai dengan hadits Utsman bin Affan 4S,, karena

dia menyatakan jual beli tersebut hukumnya sah. Akan tetapi

pengambilan dalil ini masih perlu diteliti ulang, karena Asy-Syafi'i

mengambil kesimpulan sahnln perqnratan berdasarkan Atsar

Utsman bin Affan tersebut, lalu bagaimana dia mengambil

kesimpulan sahnSp jual beli tersebut berdasarkan Atsar Utsman bin

Affan, yang disertai batalnp perqnratan tersebut?

Perlu diketahui, bahwa keputusan hukum Utsman bin Affan

yang mengharuskan hnu Umar .$ melakukan sumpah bahwa dia

tidak mengetahui (kecacatan) itu, berawal dari kepufusan hukum

Asy-Syafi'i yang menyatakan jual beli tersebut hukumnya sah.

Setelah adanp jawaban itu, terkadang seorang yang

mempertanyakan masalah itu berkata: Di dalam kepufusan hukum

Utsman bin Affan itu tdak pemah disinggung bahwa perqnratan

ittr sah, karena ada kemungkinan menumt utsman bin Affan,

bahwa persyamtan tersebut batal, dirnana munanlrSn seh,rah jenis

cacat itu merupakan faktor !/arg menetapkan berlakuqn

pengernbalian barang tersebut kepada hnu Umar. Jika diternukan
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' selain cacat itu, yaifu segala jenis cacat'yang lainnya, atau dalam

jual beli selain halan, tenfunya dia juga akan memutuskan dalam

jual beli tesebut dengan kepuhrsan hukum seperti ini.

Kemungkinan ini adalah kemungkinan yang menjadi objek

perhatian pemilik pendapat irn. Wallahu a'lam.

Namun perkataan Utsman bin Affan: "Kamu harus ''/'

bersumpah bahwa kamu tidak mengetahui (kecacatan )," menjadi

problematika baginp? Padahal menumt kami dan menurut pernilik

pendapat ini, bahwa hal tersebut sepengetahuan kami, tidak ada

pendapat yang menentang pendapat Utsman bin Affan ini,

sedangkan pendapat madzhab dalam soal sumpah ini adalah

bahwa apabila seseoftmg diminta bersumpah dalam kasus cacat

selain dalam masalah ini, dia harus bersumpah untuk memastikan

adanya cacat tersebut, dimana dia tidak bersumpah untuk

meniadakan pengetahuannya akan cacat tersebut. Jadi, bila

pemilik pendapat ini menentang sahn5n jual beli, maka dia tidak

konsisten berpegang dengan kaidah AsySyafi'i.

Berdasarkan keterangan ini, kamu telah memperoleh

kesimpulan yang jelas, bahwa Atsar Utsman bin Affan itu shahih

unfuk menSratakan sahnya jual beli tersebut, dimana salah satu dari

kedua perkara setelahnya; Adakalanya unfuk menyatakan sahnya

persyaratan tersebut dan sebagai pembeda antara tahu dan

tidaknya akan kecacatan tersebut, ini seperti pendapat lrang
disampaikan oleh Asy-Syrafi'i. Adakalanya dalam hal tersebut,

apabila seseorcmg bersumpah unfuk meniadakan cacat itu, maka

dia .harus bersumpah dengan meniadakan pengetahuan dirin3n

tenfgng cacat itu, karena madzhab Utsman bin Affan terkadang

memang mengharuskan hal ifu.
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Hal ini menjelaskan problematika kami dalam berpegang

pada madzhab Utsman bin Affan, dimana ini juga merupakan

kesimpulan yang nampak dari madzhab Asy-Syafi'i. Al Imam

Haramain berpegang pada pendapat ini, bahwa syarat ifu ketika

pertama kali dibuat, tidak berlawanan dengan funfutan transaksi

jual beli, lantaran tujuan dari transaksi jual beli tersebut tetap tidak

berubah, karena syarat tersebut mengandung faedah yang

menguatkan kepastian transaksi jual beli yang sifatnya mengikat,

dimana secara eksplisit, transaksi jual beli tersebut bersih dari

syarat itu.

Namun alasan ini ditentang dengan pemyataan, bahwa jika

jual beli tersebut dihukumi sah, tentunya wajib pula menghukumi

sahnya syarat ihr, ini ditinjau dari segi kesamaan maksud dari

transaksi jual beli yang diadakan.

Al Mutawalli membedakan antara syarat terbebas dari cacat

dan seluruh syarat yang membatalkan lainnya; yaitu dengan

menyatakan, bahwa kesimpulan hukum mengenai kesulitan unfuk

merealisasikan sebab tertenfu akan berdampak pada hilangnya

ikatan jual beli, karena sebab yang harus dipenuhi itu memiliki

kesamaan dengan persoalan pokok yang terkandung dalam

transaksi jual beli.

Akan tetapi, pemyataan yang menyebutkan bahwa objek

jual beli tersebut tidak termasuk ke dalam resiko yang harus

ditanggung penjual sebelum penyerahan hak kepemilikan, maka

hal ini menolak adanya pembedaan dalam syarat tersebut.

Pendapat yang diriwayatkan secaftl khusus terkait syarat ini,

menyatakan bahwa transaksi jual beli ih.r batal.
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Pendapat kedua: Ini merupakan pendapat yang'diletakkan

pertama kali oleh Asy-Syirazi dalam At-Tanbih. Al Mawardi

berkata: Ini merupakan pendapat jumhur ulama madzhab kami.

Ar-Ruyani dan ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya berkata: Ini

menrpakan qitns. Ar-Ruyani dalam Al Hibah sepakat Dengan

pendapat kedua ini, bahwa syarat membatalkan hansaksi jual beli

tersebut, sama seperti semua syarat lainnya yang membatalkan

transaksi jual beli.

Alasan lainnya, bahwa syarat tersebut menyalahi ketenfuan

yang dikehendaki dari transaksi jual beli, yaitu pengembalian

karena adanya kecacatan. Alasan lainnya, bahwa syarat tersebut

memunculkan ketidakpastian harga beli, ini berdasarkan metode

yang telah ditentukan oleh Asy-Syirazi.

Akan disampaikan keterangan, bahwa lbnu Abi Ashrun
juga memilih pendapat ini. Al Ghazali juga cenderung mendukung

pendapat ini. Sementara dalam Al Mujanad yang dikutip dari

Ta'lrq Abu Hamid, disebutkan bahwa Pendapat pertama tidak

semestianya dijadikan pegangan.

Apabila kita mengatakan: Syarat terbebas dari cacat

dihukumi sah, maka demikian juga dalam segala jenis cacat yang

telah ada ketika transaksi jualbeli tersebut diadakan.

Adapun cacat yang baru muncul setelah transaksi jual beli

diadakan atau sebelum penyerahan hak kepemilikan objek jual

beli, maka pengembalian karena cacat seperti ini hukumnya boleh.

Al Mawardi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan ulama madzhab fuy-Syafi'i

lainnya telah menyampaikannya.
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' Al Qadhi Htisain berkata: Menurut pendapat madzhab,

tidak ditemukan pendapat yang berbeda dalam hal bolehnya

pengembalian karena cacat seperti ifu.

Penulis At-Tatimmah dan ulama lainnya telah

meriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa pengembalian karena cacat

seperti itu hukumnya diperbolehkan.

Sebagian mereka telah salah memahami, karena mereka

menduga bahwa komentar Al Ghazali mengandung indikasi

penyamaan cacat yang baru muncul setelah transaksi jual beli

diadakan dan sebelum penyerahan hak kepemilikan objek jual beli,

dengan cacat yang baru muncul sebelum transalsi jual beli tersebut

diadakan.

Padahal dalam komentar Al Ghazali di atas, slna sekali

tidak ditemukan penlamaan masalah, kecuali dalam segi sahnya

mengajukan syarat tertebas dari kecacatan. Sehingga hal itu tidak

lagi menenfukan sahn3n iual beli karena bolehn5a mengembalikan

obje.k jual beli tersebut dikarenakan cacat seperti itu.

Jika penjual mengajukan syarat terbebas dari segala jenis

cacat yang telah ada dan yang akan timbul, maka dalam pengajuan

syarat tersebut, ada dua riwayat pendapat ulama madzhab Asy-

Syafi'i yang berbeda, seperti yang dimuat dalam Taliqah Al Qadhi

Husain

Riwayat Pendapat pertama: Memastikan bataln5ra syarat

tersebut.

Riwayat Pendapat kedua, Ada dua pendapat yang berbeda,

khusus berhubungan dengan segala jenis cacat yang telah ada

sebelum akad. Ar-Rafi'i berkata: Di dalam pengajuan syarat
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terbebas dari segala jenis'cacat yang telah ada dan yang akan

timbul, ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i yang

berbeda (wajhaani) Pendapat yang paling shahih dari kedua

pendapat itu akan disebutkan.

i.," Mayoritas ulama madzhab Asy-Syafi'i, selain Ar-Rafi'i

mengatakan: Syarat tersebut batal Vasd. AI Qadhi Husain

berkata: Jualbeli ifu batal sebab adanya syarat tersebut.

Penulis AtTatimmah berkomentar dalam menanggapi

kasus jual beli bersyarat seperti ini: Apabila syarat itu batal, maka

ketenfuan hukum dalam masalah batalnya jual beli tersebut, seperti

keterangan yang telah dikemukakan; laifu bansaksi jual beli itu
dihukumi sah menurut pendapat madzha6. Sebab apabila penjual

memisahkan cacat yang akan timbul dengan syarat ifu, maka

syarat tersebut lebih diprioritaskan unhrk dinyatakan batal.

Ar-Rafi'i berkata: Makna yang dikehendaki dari komentar

penulis At-Tatimmah ifu adalah, munculnya perbedaan pendapat

dalam masalah batalnya syarat tersebut berdasarkan urutan di atas.

Al Imam Haramain berkata: Pendapat madzhab

menyatakan, bahwa syarat tersebut batal, ini berbeda dengan

syarat yang telah kami sebutkan dalam masalah yang pertama;

yaifu apabila penjual menggabungkan antara segala jenis cacat

yang telah ada dan yang akan timbul.

Al Imam Haramain telah menyampaikan tiga pendapat

yang berbeda secara tegas dan lugas.

... ,i- Pendapat pertama: Sahnya syarat terbebas dalam segala

jenis cacat yang baru muncul secara mutlak.

Pendapat kedua: Batal secara mutlak.

724 ll ,il uoj-u'SyarahAl Muhadzdzab



YcnMsm.\cuga: \NerftRNsm, ENsa q$S\ is\NS.'N\

disebutkan sebagai pelengkap abu meniadi fuiuan utama.

Pendapat ketiga inilah adalah makna prioritas yang telah

disebutkan oleh Ar-Rafi'i, dimana ini berlaku jika kita membedakan

antara cacat baru dan cacat lama.

Jika perselisihan terjadi di antara kedua belah pihak dalam

masalah kecacatan, lantas apakah pada cacat baru atau cacat

lama? Al Mawardi berkata: Di dalam perselisihan ini, ada dua

pendapat ulama madzhab Asy-S5nfi'i, lrang diambil dari perbedaan

pendapat di kalangan ulama ma&hab kami mengenai perbedaan

faktor yang melatarbelakanginya dalam kasus; apabila penjual

selain dalam kasus ini mengakui cacat ifu merupakan cacat bam,

sementara pernbeli mengaku cacat bahwa ifu adalah cacat lama,

maka pemyataan yang dibenarkan adalah pemSataan penjual.

Sebagian mereka ada yang mengatakan: Bahwa faktor

yang melatarbelakangi kesimpulan hukum di atas adalah, bahwa

cacat baru ifu dapat dilihat secara nlnta, sementara cacat lama ifu

keberadaannga masih diragukan, lalu dalam kasus ini, penjual tidak

tertebas dari cacat tersebut, sehingga pemyataan yang dibenarkan

adalah pemgntaan pembeli.

Sebagian mereka ada yang mengatakan: Faktor yang

melatarbelakangi kesimpulan hukum di atas adalah, bahwa sesuafu

yang dapat menetapkan keberlangsungan transaksi jual beli, ifulah

yang lebih diprioritaskan. Jadi, dalam kasus ini pemyataan yang

dibenarkan adalah pemyataan penjual. Dimana pembeli tidak

boleh melakukan pembatalan hansaksi jual beli secara sepihak.

Apabila kita mengembangkan masalah tersebut

berdasarkan Pendapat ketiga yang ada, maka penjual tidak
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tdrbebas dari cacat yang dia ketahui dan' sembunyikan, dimarra

tidak pula dari cacat yang dia tidak pernah ketahui; yaitu segala

cacat yang nampak terlihat dengan nyata dari hewan yang dijual,

ini menurut pendapat yang paling shahih.

Sebagian mereka ada yang hanya mempertimbangkan soal

mengetahui cacat tersebut, seperti yang telah dikemukakan.

Keduanya adalah dua pendapat yang berbeda (wajhaani) yang

telah diceritakan oleh Al Mawardi. Apakah maksud yang

dikehendaki tersebut adalah cacat yang tidak diketahui karena

samarnya cacat itu? Sekalipun penjual telah mengetahuinya? Atau

cacat yang penjualtidak ketahui, yang memang disebabkan karena

ketidaktahuan dirinya?

Makna yang dikehendaki dari komentar Ar-Ruyani adalah,

menyandarkan pendapat yang pertama kepada mereka yang telah

menggali kesimpulan hukum di atas dari kalangan ulama madzhab

kami, dimana Pendapat pertama ihr adalah pendapat yang shahih

dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. Dan juga menyandarkan

Pendapat kedua kepada pendapat Snng diriwayatkan oleh Abu Ali
dalam Al lfshah dan Al Qadhi Abu Hamid dalam Al Jami',

Pendapat kedua ini tidak benar.

fu-Ruyrani berkata: Pendapat pertama ini menolak orang

yang menduga bahwa pemilahan jawaban di antara cacat yang

diketahui itu terjadi dalam hetruan ini. Ini merupakan pendapat

yang diriwayatkan dalam Al lfshahdan N Jami'.

Ketika Ar-Ruyani meriwayatkan dua pendapat ulama

madzhab Asy-Syafi'i yang dikutip dari komentar Al Mawardi dan

dia tidak memberikan penjelasan apapun. lantas apakah barang

(buah-buahan); jika yang telah dikonsumsinya terletak di bagian
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dalamnya ifu dapat disamakan

sebuah riwayat: Pemyataan ini

mengetahui cacat tersebut.

dengan buah kelapa? Menurut

benar adanya, karena sulitnya

Mayoritas ulama madzhab AsySyafi'i, antara lain; Asy-

Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Qadhi Husain

dan ulama lainnya mengatakan: Hal tersebut tentu tidak bisa

disamakan.

Al Mahamili berkata: Tidak ada perbdaan pendapat dalam

penyamaan hal di atas. Demikian juga Ar-Ruyani berkata: Bahwa

tidak ada perbedaan pendapat dalam penyamaan tersebut.

Segolongan ulama seperti yang telah dikemukakan, meriwalatkan

perbedaan pendapat di atas, antara lain adalah; Al Jurjani, Ar-

Rafi'i dan ulama lui*yu, karena kondisi her,r,ran ifu kerap benrbah-

ubah, sebab cacat yang terdapat pada heuran ihr terkadang hilang

dengan sendirinp.

Alasan lainnyra, bahwa cacat yang terletak di bagian dalam

heuran tidak mungkin dapat diketahui. Sementara cacat yang

terletak di bagian dalam buah-buahan, ini dapat diketahui dengan

cara mernasukkan lidi dan sejenisnya.

Alasan lainn5a, bahwa heunn tetap makan seperti biasanlra

dalam kondisi sehat maupun sakit, sebab lpng umum terjadi

adalah, bahwa heuran itu tidak dapat lepas dari kecacatan, berbeda

dengan buah-buahan, dimana bagian Sang dikonsumsinla terletak

di bagian dalam.

Jadi, berdasarkan alasan ini, Aslrqnikh Abu Hamid

berkata: Apabila kita mengikuti riunpt pendapat Al Ishthakhri,

maka di dalam qprat terbebas dari cacat yang ada pada heuan ini,

ada dua pendapat yang berbeda. Sedangkan bila kita mengikuti
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riwayat pendapat yang lainnya, hanya ada sahr pendapat, yaifu

yang menyatakan bahwa syarat tersebut tidak sah.

Menurutku (As-Subki): Ini bila berpedoman pada riwayat

pendapat yang masyhur, dimana dalam masalah syarat ini juga

rnuncul sejumlah riwayat pendapat yang telah dikemukakan.

Cabangr Dalam masalah syarat yang menyertai transaksi

jualbeli di atas, terhimpun tiga pendapat yang berbeda. Keduanya

sah, keduanya batal, dan transaksi jual beli sah serta syarat batal.

Al Imam Haramain dan Al Qadhi Husain sebelumnya

berkata: Perbedaan pendapat ini seperti perbedaan sejumlah

pendapat dalam masalah syarat meniadakan khiWr mailis dan

khiSnr ru'5n, bila kita membolehkan jual beli barang yang tidak

terlihat (Bai' Al Gha'i\. Dalam masalah Bai' Al Gah'ib ini, ada

tiga pendapat yang berbeda, seperti yang telah kami terangkan.

I{hiyar pengembalian karena cacat adalah khiyar yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan stnra', yang tersimpan dibalik

kemutlakan transaksi jual beli tersebut, ini sama seperti khiWr

majlis dan khiyar ru W.

Menurutku (As-Subki): Akan tetapi pendapat yang paling

shahih dalam meniadakan khiJn, majlis itu adalah batalnya

transaksi jual beli tersebut. Sementara pendapat yang paling

shahih dalam kasus; syarat yang menyertai akad ini adalah, sahnya

tmnsaksi jual beli, ini menurut Al Imam Haramain dan Ar-Rafi'i,

sehingga syarat terbebas dari cacat itu perlu dibedakan.
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Sedangkan bila mengikuti pendapat yang Al Mawardi

sandarkan kepada ulama jumhur, jelas tidak perlu dibedakan. Al

Qadhi Husain berkata: Berdasarkan susunan jawaban ini, dalam

(penjualan) hewan secara bersyarat ini terhimpun empat pendapat

yang berbeda; ketiga pendapat ini dan pendapat yang keempat

yaitu pemilahan jawaban dengan dirinci.

Catatan: Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan

tersebut, kamu dapat memahami, bahwa pendapat madzhab

adalah pendapat yang menyatakan batalnya syarat tersebut dalam

(penjualan) selain hewan dan sahnya syarat tersebut dalam

(penjualan) hewan, di samping pemilahan jawaban dalam masalah

terbebasnya dari cacat tersebut.

Jadi, jika penjual mengajukan syarat dalam selain heu.ran,

hnu Abi Ashrun berkata: Syarat dan jual beli keduaduanya batal.

Jawaban dari lbnu Abi Ashrun ini seakan-akan mendukung

pendapat pribadinya sendiri: Yaitu batalnya transaksi jual beli

tersebut, bila kita mengatiakan batalnya syarat itu.

Sedangkan bila mengikuti pendapat yang diunggulkan oleh

Ar-Rafi'i dan ulama lainnya, yaifu apabila syarat tersebut batal,

maka transaksi jual beli ini tetap sah, maka seharusnya ketentuan

hukumnya juga seperti itu, dimana tidak pembedaan antara hewan

dan selain hewan dalam segi sahnya hansaksi jual beli, ini bila kita

mengatakan batalnya syarat yang berhubungan dengan hewan

tersebut. Demikian juga, penulis At-Tatimmah memutlakkan

bahwa madzhab yang men3ntakan bahwa transaksi jual beli

tersebut tetap dihukumi sah.
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' Cabang: Jika penjual mengajukan syarat tidak boleh

mengembalikan objek jual beli karena cacat lama dan cacat baru

yang menjadi tanggungannya, Al Qadhi Husain berkata: Hanya

ada satu pendapat, bahwa jual belinya batal.

Al Mutawalli mengikuti jejak Al Qadhi Husain. Sebab dia

berkata: Apabila penjual mengajukan qnrat tidak mengembalikan

objek jual beli kepadanya ketika pembeli menemukan cacat pada

objek jual beli tersebut, maka transaksi jual belinln batal.

Keduan5n mengemukakan alasan batalnya jual beli; bahwa

q,ramt tidak adanln pengembalian ifulah lang menghalangi

kebebasan bertindak, terkait hak yang diberikan kepadanya sesuai

dengan tuntutan transaksi jual beli tersebut.

Hal ini berbeda dengan qarat terbebas dari kecacatan.

Sebab dengan adanln qrarat terbebas dari cacat iht, ketetapan hak

tersebut menjadi tertolak. Ar-Rafi'i menentang pendapat Sang

memberlakukan pe6edaan pendapat dalam masalah syarat tidak

adanln pengembalian objek iual beli karena cacat. Pendapat

tersebut mempakan pendapat Snng lebih diunggulkan (azhhar).

Bahwa jawaban lrang telah disebutkan oleh Al Qadhi

Husain dalam s5arat terbebas dari cacat, merupakan jawaban yang

sama, yang dapat dikemukakan dalam syarat tidak adanya

pengembalian barang ifu.

Jika perselisihan terjadi di antara kedua belah pihak png
berakad dalam masalah syarat objek jual beli yang terbebas dari

kecacatan, penjual lalu mengakui adanla slarat tersebut,

sementara pembeli mengingkarinln, maka iika kita mengatakan

jual beli itu hukumnya sah disertai syarat terbebas dari kecacatan,
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maka kedua belah pihak harus saling bersumpah, ini menurut

pendapat yang shahih dari ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Sedang menurut pendapat yang lemah (Qiila\ Pemyataan

yang dibenarkan adalah pemyataan pembeli disertai sumpah

darinya, karena hukum asalnya adalah tidak adanya syarat

tersebut. Ini merupakan pendapat Al Qadhi Abu Hamid. Ar-

Ruyani dalam Bahrul Madzhab, tidak menyebutkan kecuali

pendapat ini. Dia berkata: Maka pembeli bersumpah bahwa dia

tidak mengetahui dan tidak menyetujui syarat tersebut.

Jika kita mengatakan: Jual beli tersebut batal (fasid, di

dalam At-Tahdzib, disebutkan bahwa pemyataan yang dibenarkan

adalah pemyataan penjual yang disertai sumpah darinya.

Seharusnya jawabannya ini disesuaikan dengan hasil analisa fikih

atas perselisihan dalam pengakuan sah dan batalnya syamt

tersebut.

Diantara perkara yang mudah dimengerti serta jelas, bahwa

apabila seseorang menjual dengan syarat terbebas dari kecacatan,

yang pembeli telah ketahui, dimana dia berpendapat bahwa jual

beli yang disertai syamt tersebut hukumnya sah dan dalam contoh

kasus ini, syarat yang disebutkan itu tdak memiliki akibat hukum

apapun.

Yang termasuk sejumlah pemyataan yang mutlak adalah,

penjual berkata kepada pembeli: Inilah segala jenis kecacatan dan

bebaskanlah aku darinya. Apabila kita mengatakan jual beli ini sah,

lalu pembeli berkata: Kamu mengetahui cacat ini dan kamu telah

menyembunyikannya. Sang penjual menjauab: Aku tidak pernah

mengetahuinya. Maka pemyataan yang dibenarkan adalah

pemyataan penjual disertai sumpah darinya.
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Sehingga penjual harus bersumpah, "Demi Allah, aku

menjualnya dan aku sungguh tidak mengetahui cacat yang ada

padanya," sesuai dengan dalil hadits Utsman bin Affan. Al

Baghawi telah menyampaikan hal ini dalam At-Tahdzib.

Cabangr Sebagian penulis kitab pada masa kini suka

mengubah rdaksi, misalnya dia mengubah redaksi " s5ant
bama'alf' (syarat terbebas dari kecacatan) dengan redaksi:

"Penjual telah memberitahu pembeli, bahwa pada objek jual beli

tersebut terdapat semua jenis kecacatan, dan dia menyettrjuinya."

Mereka mengim bahwa pengubahan itu boleh mereka lakukan

unfuk menghindari batalnya jual beli tersebut, sementara syarat

tersebut seperti sebagian dari beberapa pendapat mengenai syarat

tertebas dari kecacatan.

Pengubahan redaksi ini menrpakan tndakan bodoh, yang

udak boleh dilakukan, dirnana hal ini tidak memberi manfaat

apapun. Adapun alasan tidak boleh melakukannya, karena redaksi

seperti ifu adalah suatu kebohongan, karena udaklah mungkin

semua jenis cacat itu berkumpul menjadi safu dalam safu objek,

dimana di antara semua jenis cacat ihr, ada cacat yang saling

berlawanan safu sarna lainnln.

Adapun alasan tdak memberi manfaat apapun, karena

keterangan yang telah dikemukakann, bahwa pendapat yang

shahih dari ulama ma&hab Asy-Syafi'i menunrt kami adalah,

bahwa cacat itu tidaklah cukup hanya dengan menyebutkan dalam

cacakyang dapat diketahui dengan nyata; seperti perbuatan zina,

pencurian dan melarikan diri. Lalu dia menyebutkannya secara

ringkas (mujmal dengan ungkapan seperti ini, hal ini sama seperti
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menyebutkan cacat yang dapat diketahui dengan jelas hanya

dengan menyebutkannya secara lisan tanpa melihatnya, sehingga

peng-qiya*annya juga tidak memberi manfaat apapun dalam

mengetahui cacat tersebut.

Ini adalah tindakan yang batil dan juga persaksian yang

batil. Aku ingin mengingatkan tentang ungkapan syarat seperti ihr,

karena kebanyakan orang tidak mengubahnya. Hakim tidak boleh

membuat keputusan hukum yang mengikat pembeli berdasarkan

tunfutan pengakuan ini, karena kebohongan dan kebatilan

pengakuan tersebut sudah diketahui.

Apabila praktik jual beli seperti itu benar-benar terjadi,

maka ketentuan hukumnya sama seperti ketenfuan hukum yang

berlaku dalam syarat terbebas dari cacat. Jadi, transaksi jual

belinya batal menurut salah safu dari kedua pendapat yang ada

dan sah menumt pendapat yang lain, dimana penjual terbebas dari

suafu cacat yang batil, yang tidak diketahuinya dalam (penjualan)

hewan tersebut dan tidak terbebas dari cacat yang ada dalam jual

beli selain hev.ran.

Cabangr Bab ini diakhiri dengan pasal jual beli secara

bersyarat ini. An-Nawawi dalam Ar-Raudhah berkata: Apabila jual

beli tersebut telah mengikat (sudah sah), maka tidak ada cara untuk

melakukan pembatalan jual beli secara sepihak lfasakhl kecuali

disertai salah satu dari tujuh sebab: I{hiyar mailis, syarat,

kecacatan, menyalahi syarat yang menjadi h-rjuan utama,

pembatalan transaksi jual beli yang disetujui kedua belah pihak

(Iqalahl, saling menyatakan sumpah dan rusaknya objek jual beli

sebelum penyerahan hak kepemilikannya kepada pembeli.
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Menurutku (As-Subki): Tashrt5nh (tindakan mengendapkan

susu he,aran di kantong susunya tanpa diperah), ketika menunrt

mayoritas ulama madzhab kami dapat disamakan dengan cacat

yang ada dan menurut sebagian lainnya disamakan dengan

menyalahi syarat, maka posisinya tdak keluar dari sebab

pembatalan jual beli tersebut.

Akan tetapi masih ada lagi sebab pembatalan jual beli yang

lainnya, yaitu penarikan kernbali objek jual beli oleh penjual ketika

pernbeli jatuh pailit, dimana dia boleh men5nmakannya dengan

kecacatan. Akan tetapi usaha seperti ini memastikan cacat dan

menyalahi qnrat ifu dianggap suahr sebab yang sama. Karena ada

sebuah pendapat yang menlatakan bahwa meletakkan soal

penarikan kernbali objek jual beli yang dilakukan oleh penjual, ihr

merupakan kategori sebab Snng lainnSa.

Juga masih ada sebab pernbatalan jual beli yang lainnya,

laitu perpisahan kedua belah pihak dalam segala jenis objek jual

beli png mengandung unsur riba sebelum kedua belah pihak

melakukan serah terima. Sebab ini kernbali pada sebab rusaknya

objek jual beli tersebut.

Ada lagi sebab lainngra, yaifu sulitrya melanjutkan tansaksi
jual beli, seperti dalam kasus perbaumn buah-buahan, jual beli

shubrah (tumpukan barang) ditukar dengan shubnh lain yang

berbeda satu sama lainnya dalam segi takarannya, seperti yang

telah dikemukakan tentang perselisihan dalam masalah shubmh

tersebut.

:Adapun khi5nryarry terjadi sebab adanya unsur pemaksaan

dalam jual beli munbahah. maka khisar kembali pada cacat yang
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ada, karena pemaksaan itu layaknya seperti cacat dalam objek jual

beli.

Asy-syirazi dalam At-Tanbih telah menyebutkan masalah

perselisihan seputar cacat lama dan cacat baru dan juga masalah;

apabila penjual menjual kepada pembeli perasan anggur, atau dia

menyerahkan kepadanya. Asy-Syirazi tidak menyebutkan kedua

masalah tersebut dalam Al Muhadzdzab, tepatnya dalam bab ini.

Dia menyebutkan masalah yang pertama dalam bab lkhtilaf el
Mutabayai'ain (Persehsihan yang terjadi di antara kedua belah

pihak yang mengadakan akad jual beli). Dimana kami akan

menjelaskannya dalam bab tersebut. Insya Allah Ta'ala berkat

pertolongan dan kemudahan dari Allah.
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